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OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG 
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN 
SEMUA INFORMASI , FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Kegiatan Usaha Utama :
Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat :

Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258
Website: www.ptsmi.co.id

Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 

DENGAN TARGET DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) 
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK GREEN BOND SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“GREEN BOND”)

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
DENGAN TARGET DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018 

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)
Jumlah Pokok Green Bond yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Green Bond yang ditawarkan sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh 
lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik 
(best effort). Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri Green Bond 
sebagai berikut : 
Seri A : Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,55% 

(tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus 
persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021.

Seri B : Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,80% 
(tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus 
persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023.

Green Bond ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Green Bond, dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond. Bunga Green Bond dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan 
tanggal pembayaran Bunga Green Bond. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri 
Green Bond.
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk 
kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung 

berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 14,31% (empat belas koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi 
bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk 
Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung 
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 6,96% (enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi 
bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk 
Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo 
masing-masing seri Sukuk Mudharabah. 
OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK MUDHARABAH 
BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
GREEN BOND INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK 
YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG 
GREEN BOND ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK 
BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. 
HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. 

KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

DALAM HAL LAPORAN HASIL REVIU AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEROAN TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI KEGIATAN USAHA 
BERWAWASAN LINGKUNGAN (“KUBL”), PERSEROAN WAJIB MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA AGAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN TETAP MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI 
KUBL. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.  JIKA UPAYA PERSEROAN  TERSEBUT  GAGAL, SEHINGGA GREEN 
BOND TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN,  MAKA PERSEROAN WAJIB MELAKUKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT DAN MEMBERIKAN PILIHAN BAGI PEMEGANG 
GREEN BOND UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN PERMINTAAN KEPADA PERSEROAN MELALUI WALI AMANAT UNTUK MEMBELI KEMBALI GREEN BOND DENGAN HARGA AT PAR, DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI 
BERUPA KENAIKAN BUNGA GREEN BOND. 
PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU TAHUN) SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU 
SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT 
UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN 
PERUNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN 
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN GREEN BOND INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

idAAA (Triple A)
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PEFINDO:

idAAA (Triple A Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi) PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MAYBANK  KIM ENG SEKURITAS

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018
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PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan 
Pernyataan Pendaftaran Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 
(“Green Bond”) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap 
I Tahun 2018 (“Sukuk Mudharabah”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat nomor S-365/SMI/DOK/0418 
tanggal 24 April 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 
1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan 
No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan akan mencatatkan Green Bond dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu 
triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) pada 
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan 
dan BEI No. SP-00006/BEI.PP3/05-2018 tanggal 15 Mei 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan 
pembayaran pesanan Green Bond dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan Green Bond 
dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
dan Peraturan No.IX.A.2. 

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas 
data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan 
mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin 
Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (kecuali PT Danareksa Sekuritas) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 
(kecuali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat) dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak 
terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM. 
Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI tentang Penjaminan Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah.

PENAWARAN UMUM GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR 
WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN 
SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN 
DAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN 
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA 
EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN 
TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI GREEN BOND DAN 
SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA 
MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH 
KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, 
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL REVIU YANG AKAN DILAKUKAN AHLI LINGKUNGAN 
SECARA BERKALA 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN DAN SETIAP TERJADINYA PERUBAHAN MATERIAL 
PADA KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN KEPADA OJK SAMPAI DENGAN KEWAJIBAN PERSEROAN 
KEPADA PEMEGANG GREEN BOND SELESAI.

DALAM HAL LAPORAN HASIL REVIU AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU 
KEGIATAN LAIN PERSEROAN TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI KUBL, PERSEROAN WAJIB 
MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA AGAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN TETAP 
MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI KUBL. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN 
SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.  JIKA UPAYA PERSEROAN  TERSEBUT  
GAGAL, SEHINGGA GREEN BOND TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, 
MAKA PERSEROAN WAJIB MELAKUKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT DAN MEMBERIKAN PILIHAN 
BAGI PEMEGANG GREEN BOND UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN PERMINTAAN KEPADA PERSEROAN MELALUI 
WALI AMANAT UNTUK MEMBELI KEMBALI GREEN BOND DENGAN HARGA AT PAR, DAN/ATAU MEMBERI 
KOMPENSASI BERUPA KENAIKAN BUNGA GREEN BOND. 

Cover Psk Final SMI 2018.indd   2 6/30/18   5:05 PM



i

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN....................................................................................................................................................... iii
RINGKASAN ............................................................................................................................................................................xiv
I. PENAWARAN UMUM .................................................................................................................................................... 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM GREEN BOND DAN
 SUKUK MUDHARABAH ...............................................................................................................................................31
III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIAYAI DENGAN DANA GREEN BOND .................................................... 32
IV. PERNYATAAN UTANG ................................................................................................................................................ 39
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING..................................................................................................................... 45
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ................................................................................................ 48
 A. UMUM .................................................................................................................................................................... 48
 B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN ...................... 48
 C. KINERJA KEUANGAN ........................................................................................................................................... 49
VII. FAKTOR RISIKO .......................................................................................................................................................... 59
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR ............................................................................ 62
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN
 PROSPEK USAHA....................................................................................................................................................... 63
 A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ....................................................................................................................... 63
 B. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SERTA
  KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ............................................................................................ 63
 C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .................................................................................................................. 64
 D. TATA KELOLA PERUSAHAAN .............................................................................................................................. 70
 E. SUMBER DAYA MANUSIA .................................................................................................................................... 83
 F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ............................................................................................................ 85
 G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM
  BERBENTUK BADAN HUKUM ............................................................................................................................. 85
 H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI ................... 86
 I. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI ................................................................................................... 86
 J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI ........................................................................................................ 88
 K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .............................................................................................. 97
 L. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP ............................................................................................................ 101
 M. ASURANSI........................................................................................................................................................... 103
 N. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ASOSIASI, KOMISARIS DAN
  DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ASOSIASI ........................................... 103
 O. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ....................................................... 103
X. PERPAJAKAN ............................................................................................................................................................ 112
XI. PENJAMINAN EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH ....................................................................... 113
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................................................... 114
XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT ............................................................................................................... 116
XIV. TATA CARA PEMESANAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH ............................................................... 121
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN
 SUKUK MUDHARABAH ............................................................................................................................................ 124
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................................................... 125
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ................................................. 147



ii

Halaman ini sengaja dikosongkan



iii

DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
   
 “Afiliasi” : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : 

(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik 
secara horizontal maupun vertikal; 

(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; 
(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota 

Direksi atau Komisaris yang sama; 
(d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak 

langsung, oleh pihak yang sama; atau 
(f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama. 
 

 “Agen Pembayaran”  : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang membuat Perjanjian 
Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan 
pembayaran jumlah Bunga Green Bond, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, Pokok 
Green Bond dan/atau Dana Sukuk Mudharabah termasuk Denda (jika ada) kepada 
Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas 
nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dan 
mengadministrasikan Green Bond dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian 
Pendaftaran Green Bond dan Sukuk Mudharabah di KSEI. 
 

 “Ahli Lingkungan” : Berarti orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi 
atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL; atau lembaga 
yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian 
atas KUBL. 
 

 “Akad Mudharabah” : Berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 antara Wali 
Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Emiten yang ditandatangani pada tanggal 
23 April 2018, beserta segala perubahan, penambahan dan/atau pernyataan kembali dari 
waktu ke waktu yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. 
 

 “Akuntan Publik” : Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar  
di Otoritas Jasa Keuangan. 
 

 “Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk 
melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
 

 “Bapepam” : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
ayat 1 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya. 
 

 “Bapepam dan LK” : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam 
dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 
 

 “BEI” : Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia. 
 

 “Bunga Green Bond” : Berarti jumlah bunga Green Bond dari Green Bond yang harus dibayar oleh Perseroan 
kepada Pemegang Green Bond kecuali Green Bond yang dimiliki Perseroan, sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. 
 

 “Bursa Efek” : Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini 
yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana efek 
ini dicatatkan. 
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“CICERO” : Berarti Center for International Climate and Environmental Research – Oslo selaku Ahli 
Lingkungan, adalah lembaga riset independen yang menyiapkan pendapat atas kerangka 
kerja dan panduan Perseroan untuk menilai dan memilih proyek yang memenuhi syarat 
dalam investasi Green Bond serta menilai apakah kerangka kerja Perseroan dapat 
memenuhi tujuan Perseroan terkait lingkungan. Pendapat ini didasarkan pada dokumentasi 
atas aturan-aturan dan kerangka kerja yang disiapkan oleh Perseroan dan informasi yang 
didapat selama pertemuan, telekonferensi dan korespondensi melalui surat elektronik 
dengan Perseroan. 
 

“Daftar Pemegang Rekening Green 
Bond” 

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan 
Green Bond oleh seluruh Pemegang Green Bond melalui Pemegang Rekening di KSEI yang 
memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Green Bond, status pajak dan 
kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Green Bond berdasarkan data 
yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. 
 

“Daftar Pemegang Sukuk 
Mudharabah” 

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan 
Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah  melalui Pemegang 
Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk 
Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang 
Sukuk Mudharabah  berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening 
kepada KSEI. 
 

“Dana Sukuk Mudharabah” : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang 
Sukuk Mudharabah  sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Tahap I 
yang pada tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri 
dari : 
 
a) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh 

miliar Rupiah); 
b) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar 

Rupiah); 
 
jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana 
Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali 
sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo 
Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian 
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. 
 

“Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan 
kewajiban pembayaran Bunga Green Bond dan/atau Pokok Green Bond yaitu sebesar 1% 
(satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Green Bond dari jumlah dana yang terlambat 
dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas 
suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan 
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan 
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 
 

“Dewan Komisaris” : Berarti organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 
 

“Direksi” : Berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten serta 
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar. 
 

“Dokumen Emisi” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Akad 
Mudharabah, Pengakuan Utang, Akta Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus Awal, 
Prospektus, Prospektus Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka 
Penawaran Umum ini. 
 

“Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, 
obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka 
atas Efek dan setiap derivatif Efek. 
 



v

“CICERO” : Berarti Center for International Climate and Environmental Research – Oslo selaku Ahli 
Lingkungan, adalah lembaga riset independen yang menyiapkan pendapat atas kerangka 
kerja dan panduan Perseroan untuk menilai dan memilih proyek yang memenuhi syarat 
dalam investasi Green Bond serta menilai apakah kerangka kerja Perseroan dapat 
memenuhi tujuan Perseroan terkait lingkungan. Pendapat ini didasarkan pada dokumentasi 
atas aturan-aturan dan kerangka kerja yang disiapkan oleh Perseroan dan informasi yang 
didapat selama pertemuan, telekonferensi dan korespondensi melalui surat elektronik 
dengan Perseroan. 
 

“Daftar Pemegang Rekening Green 
Bond” 

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan 
Green Bond oleh seluruh Pemegang Green Bond melalui Pemegang Rekening di KSEI yang 
memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Green Bond, status pajak dan 
kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Green Bond berdasarkan data 
yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. 
 

“Daftar Pemegang Sukuk 
Mudharabah” 

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan 
Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah  melalui Pemegang 
Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk 
Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang 
Sukuk Mudharabah  berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening 
kepada KSEI. 
 

“Dana Sukuk Mudharabah” : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang 
Sukuk Mudharabah  sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Tahap I 
yang pada tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri 
dari : 
 
a) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh 

miliar Rupiah); 
b) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar 

Rupiah); 
 
jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana 
Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali 
sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo 
Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian 
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. 
 

“Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan 
kewajiban pembayaran Bunga Green Bond dan/atau Pokok Green Bond yaitu sebesar 1% 
(satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Green Bond dari jumlah dana yang terlambat 
dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas 
suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan 
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan 
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 
 

“Dewan Komisaris” : Berarti organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 
 

“Direksi” : Berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten serta 
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar. 
 

“Dokumen Emisi” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Akad 
Mudharabah, Pengakuan Utang, Akta Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus Awal, 
Prospektus, Prospektus Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka 
Penawaran Umum ini. 
 

“Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, 
obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka 
atas Efek dan setiap derivatif Efek. 
 

“Efek Bersifat Utang Berwawasan 
Lingkungan” atau “Green Bond” 

: Berarti Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 yaitu surat berharga bersifat hutang berwawasan 
lingkungan yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Green Bond pada 
Penawaran Umum Green Bond Berkelanjutan Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan 
Sertifikat Jumbo  Green Bond dalam jumlah Pokok Green Bond sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta 
didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut : 
 
Green Bond sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dijamin 
secara kesanggupan penuh (full commitment) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk 
memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri Green Bond sebagai 
berikut : 
 
a) Seri A sebesar  Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta 

Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% 
(tujuh koma lima lima persen) per tahun; 

b) Seri B sebesar  Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta 
Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% 
(tujuh koma delapan nol persen) per tahun. 

 
dan jumlah pokok Green Bond masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan 
dengan pelunasan pokok Green Bond dan pembelian kembali sebagai pelunasan Green 
Bond  sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  
 

“Efek Syariah” : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
 

“Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan 
Peraturan No. IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu : 
1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan 

Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang 
ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam 
rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 
45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau 
tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 

 
“Emisi” : Berarti penawaran umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk 

ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. 
 

”Emiten” : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 
 

“Entitas Asosiasi” : Berarti suatu entitas di mana Perseroan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan 
metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perseroan 
atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari investee sejak tanggal perolehan. 

 “Force Majeure” : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan 
para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara  
di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-
masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. 
 

  “FPPGB” : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Green Bond. 
 

  “FPPSM” 
 

: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah. 
 

  “Hari Bank” : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan 
kegiatan kliring antar bank. 
 

  “Hari Bursa” : Berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya 
menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring. 
 

“Hari Kalender” : Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, 
termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh 
Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. 
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“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. 
 

“Investasi Syariah” : Berarti penempatan dana pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, 
mempunyai peringkat investasi minimum A (investment grade) dan memenuhi kriteria 
investasi yang ditentukan Perseroan. 
 

“Jumlah Terutang” : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Green 
Bond berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang 
berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Green Bond, Bunga 
Green Bond serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.  
 

“Kegiatan Usaha Berwawasan 
Lingkungan” atau “KUBL” 

: Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, 
dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. 
 

Kompensasi Kerugian (ta’widh) : Berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk 
Mudharabah sebagai akibat dari kelalain memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang 
disepakati atas bagi hasil dan/atau Dana Sukuk dimana dalam hal ini tidak ada unsur 
kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah serta Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan 
sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. 
 
Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Emiten Dalam Melaksanakan Kewajiban 
untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/ atau Dana Sukuk adalah sebesar 1% (satu 
persen) di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung secara proporsional berdasarkan 
jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif. 
 

“Konfirmasi Tertulis” atau “KTUR” : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Green Bond/Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh 
KSEI kepada Pemegang Green Bond/Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, 
khusus untuk menghadiri RUPO/RUPSU atau meminta diselenggarakan RUPO/RUPSU, 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.  
 

“Konsultan Hukum” : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar  
di Otoritas Jasa Keuangan.  
 

 
“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan harta 

yang berkaitan dengan Green Bond dan Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk 
menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang 
Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini 
meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.  
 

“Manajer Penjatahan” : Berarti PT CGS-CIMB Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal  
30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.  
 
 

“Masyarakat”  : Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/ badan 
hukum Indonesia maupun warga negara asing/ badan hukum asing baik yang bertempat 
tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar 
Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal 
yang berlaku.  
 

“Mudharabah” : Berarti perjanjian (akad) kerja sama antara Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk 
selaku pihak pemilik modal (shahibul mal) dan Perseroan selaku pihak pengelola usaha 
(mudharib) dengan cara pihak pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modal dan 
pengelola usaha (mudharib) dengan cara pihak pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan 
modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, 
dengan pendapatan yang  diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati 
dimuka antara shahibul mal dan mudharib, dengan memperhatikan ketentuan dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04.2015 tentang Akad Yang Digunakan 
Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. 
 

 
“Mudharib” : Berarti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku pihak pengelola usaha. 
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“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. 
 

“Investasi Syariah” : Berarti penempatan dana pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, 
mempunyai peringkat investasi minimum A (investment grade) dan memenuhi kriteria 
investasi yang ditentukan Perseroan. 
 

“Jumlah Terutang” : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Green 
Bond berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang 
berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Green Bond, Bunga 
Green Bond serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.  
 

“Kegiatan Usaha Berwawasan 
Lingkungan” atau “KUBL” 

: Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, 
dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. 
 

Kompensasi Kerugian (ta’widh) : Berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk 
Mudharabah sebagai akibat dari kelalain memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang 
disepakati atas bagi hasil dan/atau Dana Sukuk dimana dalam hal ini tidak ada unsur 
kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah serta Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan 
sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. 
 
Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Emiten Dalam Melaksanakan Kewajiban 
untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/ atau Dana Sukuk adalah sebesar 1% (satu 
persen) di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung secara proporsional berdasarkan 
jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif. 
 

“Konfirmasi Tertulis” atau “KTUR” : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Green Bond/Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh 
KSEI kepada Pemegang Green Bond/Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, 
khusus untuk menghadiri RUPO/RUPSU atau meminta diselenggarakan RUPO/RUPSU, 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.  
 

“Konsultan Hukum” : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar  
di Otoritas Jasa Keuangan.  
 

 
“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan harta 

yang berkaitan dengan Green Bond dan Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk 
menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang 
Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini 
meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.  
 

“Manajer Penjatahan” : Berarti PT CGS-CIMB Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal  
30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.  
 
 

“Masyarakat”  : Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/ badan 
hukum Indonesia maupun warga negara asing/ badan hukum asing baik yang bertempat 
tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar 
Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal 
yang berlaku.  
 

“Mudharabah” : Berarti perjanjian (akad) kerja sama antara Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk 
selaku pihak pemilik modal (shahibul mal) dan Perseroan selaku pihak pengelola usaha 
(mudharib) dengan cara pihak pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modal dan 
pengelola usaha (mudharib) dengan cara pihak pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan 
modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, 
dengan pendapatan yang  diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati 
dimuka antara shahibul mal dan mudharib, dengan memperhatikan ketentuan dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04.2015 tentang Akad Yang Digunakan 
Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. 
 

 
“Mudharib” : Berarti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku pihak pengelola usaha. 

 
 
 

“Nisbah Pemegang Sukuk 
Mudharabah” 

: Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan 
oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari 
Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada 
Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimanaakan ditentukan dalam Addendum Perjanjian 
Perwaliamanatan dan Akad Mudharabah. 
 

“OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran 
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal  
31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa 
keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK  
ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal  
22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak 
dan kewajiban. 
 

“Pefindo” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia. 
 

“Pemegang Green Bond” : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Green Bond dan memiliki manfaat 
atas sebagian atau seluruh Green Bond, yang terdiri dari : (a) Pemegang Rekening yang 
melakukan investasi langsung atas Green Bond; dan/atau (b) Masyarakat di luar Pemegang 
Rekening Rekening yang melakukan investasi atas Green Bond melalui Pemegang Rekening. 

   
“Pemegang Rekening”  : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi 

Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
 

”Pemegang Saham Utama” : Berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang 
dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang 
dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
 

“Pemegang Sukuk Mudharabah” : Berarti Masyarakat yang menanamkan atau menginvestasikan dananya ke dalam Sukuk 
Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang 
terdiri dari: (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk 
Mudharabah ; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi 
atas Sukuk Mudharabah  melalui Pemegang Rekening. 
 
 

“Pemeringkat” : Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui 
sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11. 
 

“Pemerintah” : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. 
 

“Penawaran Umum”  : Berarti kegiatan penawaran Green Bond dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada 
Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan 
ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat 
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah. 
 

“Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Green Bond dan Sukuk Mudharabah dengan nama   
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I  Sarana Multi Infrastruktur, yang 
diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) untuk Green Bond dan sebanyak-
banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) untuk Sukuk Mudharabah, 
yang mengacu pada peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014. 
 

“Penawaran Umum Green Bond 
Berkelanjutan Tahap I” 

: Berarti kegiatan Penawaran Umum Green Bond Berkelanjutan dengan jumlah pokok 
sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang mengacu 
pada Peraturan-Peraturan OJK Nomor 36. 
 

“Penawaran Umum Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan Tahap 
I” 

: Berarti kegiatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan dengan jumlah dana 
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang mengacu pada Peraturan OJK 
Nomor 36. 
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“Pendapatan Bagi Hasil” : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan 
oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dinyatakan dalam Addendum Perjanjian 
Perwaliamanatan yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk 
Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan 
pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan 
Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Uraian 
perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 
(sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang 
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah. 
 

  
“Pendapatan Yang Dibagihasilkan” : Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari pembiayaan syariah melalui Unit Usaha 

Syariah Perseroan, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek 
yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan yang menjadi hak atau 
proporsi Perseroan dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan  Sukuk 
Mudharabah yang dibayarkan setiap 1 (satu) triwulan. 
 

“Penitipan Kolektif”  : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang 
kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.  
 

“Penjamin Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah”  

: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran 
Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan 
Penuh (Full Commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah.  
 

“Penjamin Pelaksana Emisi Green 
Bond dan Sukuk Mudharabah”  

: Berarti pihak-pihak yang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum 
yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas,  
PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat 
dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah.  
 

“Peraturan Nomor VI.C.3” : Berarti Peraturan Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-
309/BL/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali 
Amanat dengan Perseroan. 
 

“Peraturan Nomor VI.C.4 ” : Berarti Peraturan Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
412/BL/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak 
Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 
 
 

“Peraturan Nomor IX.A.2” : Berarti Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran 
Umum. 
 

“Peraturan Nomor IX.A.7” : Berarti Peraturan No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam 
Penawaran Umum beserta perubahannya. 
 

“Peraturan Nomor IX.C.11” : Berarti Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang 
dan/atau Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 3” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 7” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat 
Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 9” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran 
Umum Efek Bersifat Utang. 
 

“Peraturan OJK No. 18” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015  
tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. 
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“Pendapatan Bagi Hasil” : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan 
oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dinyatakan dalam Addendum Perjanjian 
Perwaliamanatan yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk 
Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan 
pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan 
Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Uraian 
perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 
(sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang 
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah. 
 

  
“Pendapatan Yang Dibagihasilkan” : Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari pembiayaan syariah melalui Unit Usaha 

Syariah Perseroan, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek 
yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan yang menjadi hak atau 
proporsi Perseroan dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan  Sukuk 
Mudharabah yang dibayarkan setiap 1 (satu) triwulan. 
 

“Penitipan Kolektif”  : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang 
kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.  
 

“Penjamin Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah”  

: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran 
Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan 
Penuh (Full Commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah.  
 

“Penjamin Pelaksana Emisi Green 
Bond dan Sukuk Mudharabah”  

: Berarti pihak-pihak yang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum 
yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas,  
PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat 
dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah.  
 

“Peraturan Nomor VI.C.3” : Berarti Peraturan Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-
309/BL/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali 
Amanat dengan Perseroan. 
 

“Peraturan Nomor VI.C.4 ” : Berarti Peraturan Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
412/BL/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak 
Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 
 
 

“Peraturan Nomor IX.A.2” : Berarti Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran 
Umum. 
 

“Peraturan Nomor IX.A.7” : Berarti Peraturan No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam 
Penawaran Umum beserta perubahannya. 
 

“Peraturan Nomor IX.C.11” : Berarti Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-
712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang 
dan/atau Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 3” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 7” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat 
Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 9” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran 
Umum Efek Bersifat Utang. 
 

“Peraturan OJK No. 18” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015  
tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 30” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 
2015  tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 
 

“Peraturan OJK No. 33” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 

“Peraturan OJK No. 35” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 

“Peraturan OJK No. 36” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk. 
 

“Peraturan OJK No. 55” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.4/2015 tanggal 29 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 
 

“Peraturan OJK No. 60” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 
tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green 
Bond). 
 

“Perjanjian Agen Pembayaran 
Green Bond”  

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran 
Bunga Green Bond dan/atau pelunasan Pokok Green Bond No. 26 tanggal 16 Mei 2018, yang 
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.  
 

“Perjanjian Agen Pembayaran 
Sukuk Mudharabah”  

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana  Sukuk Mudharabah 
No.30 tanggal 16 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, 
SH., Notaris di Jakarta.  
 

”Perjanjian Pendaftaran Green 
Bond di KSEI”  

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Green Bond 
di KSEI No.SP-057/OBL/KSEI/0418 tanggal 16 Mei 2018, yang dibuat di bawah tangan 
bermeterai cukup.  
 

 
 

 
”Perjanjian Pendaftaran Sukuk 
Mudharabah di KSEI”  

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Sukuk 
Mudharabah di KSEI No.SP-011/SKK/KSEI/0418 tanggal 16 Mei 2018, yang dibuat di bawah 
tangan bermeterai cukup.  
 

“Perjanjian Penjaminan Emisi 
Green Bond”  

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.66 tanggal 
23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 25 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 54 tanggal 25 Juni 2018, 
yang semuanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris  
di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan para 
Penjamin Emisi Green Bond.  
 

“Perjanjian Penjaminan Emisi 
Sukuk Mudharabah”  

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.69 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah 
dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 29 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II 
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No. 58 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya dibuat di hadapan  
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan 
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.  
 

”Perjanjian Perwaliamanatan 
Green Bond”  

: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.65 tanggal 
23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 24 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2018 No. 53 tanggal 25 Juni 2018, 
yang semuanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris  
di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.  
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”Perjanjian Perwaliamanatan 
Sukuk Mudharabah”  

: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.68 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah 
dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 28 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II 
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No. 56 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya dibuat di hadapan  
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan 
Wali Amanat.  
 

“Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Green Bond” 

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan 
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green 
Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No.64 tanggal 23 April 2018, sebagaimana 
telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 
Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No. 23 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan 
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green 
Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 52 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya 
dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. 
 

“Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah” 

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan 
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur No.67 tanggal 23 April 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran 
Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur  No. 55 
tanggal 25 Juni 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran 
Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 
Tahun 2018 No. 23 tanggal 16 Mei 2018, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. 

   
“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-

Undang Pasar Modal juncto Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
tanggal 27 Oktober 2000 No. Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh 
Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat.  
 

“Pernyataan Efektif” : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan 
Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah berhak menawarkan dan menjual Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
 

”Perjanjian Pendahuluan 
Pencatatan Efek” 

: Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan BEI No. SP-00006/BEI.PP3/05-
2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. 
  

“Perseroan”  : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero), berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal 
Sudirman No. 86, Jakarta 10220, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 
 

“Perusahaan Efek”  : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara 
Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Pasar Modal.  
 

“Perusahaan Afiliasi” : Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. 
 

“Pihak” : Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang 
terorganisasi. 
 

“Pokok Green Bond”  : Berarti jumlah pokok Green Bond yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Green Bond yang ditawarkan sebesar 
Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan 
penuh (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus 
empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Green Bond 
yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan pilihan bagi 
masyarakat untuk memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri 
Green Bond sebagai berikut :  
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”Perjanjian Perwaliamanatan 
Sukuk Mudharabah”  

: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.68 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah 
dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 28 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II 
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No. 56 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya dibuat di hadapan  
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan 
Wali Amanat.  
 

“Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Green Bond” 

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan 
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green 
Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No.64 tanggal 23 April 2018, sebagaimana 
telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 
Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No. 23 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan 
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green 
Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 52 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya 
dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. 
 

“Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah” 

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan 
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur No.67 tanggal 23 April 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran 
Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur  No. 55 
tanggal 25 Juni 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran 
Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 
Tahun 2018 No. 23 tanggal 16 Mei 2018, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. 

   
“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-

Undang Pasar Modal juncto Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
tanggal 27 Oktober 2000 No. Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh 
Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat.  
 

“Pernyataan Efektif” : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan 
Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah berhak menawarkan dan menjual Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
 

”Perjanjian Pendahuluan 
Pencatatan Efek” 

: Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan BEI No. SP-00006/BEI.PP3/05-
2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. 
  

“Perseroan”  : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero), berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal 
Sudirman No. 86, Jakarta 10220, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 
 

“Perusahaan Efek”  : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara 
Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Pasar Modal.  
 

“Perusahaan Afiliasi” : Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. 
 

“Pihak” : Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang 
terorganisasi. 
 

“Pokok Green Bond”  : Berarti jumlah pokok Green Bond yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Green Bond yang ditawarkan sebesar 
Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan 
penuh (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus 
empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Green Bond 
yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan pilihan bagi 
masyarakat untuk memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri 
Green Bond sebagai berikut :  
 
 

a) Seri A sebesar  Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta 
Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% 
(tujuh koma lima lima persen) per tahun; 

b) Seri B sebesar  Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta 
Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% 
(tujuh koma delapan nol persen) per tahun. 

Jumlah pokok Green Bond masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan 
pelunasan pokok Green Bond dan pembelian kembali sebagai pelunasan Green Bond 
sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  
 

“Prinsip Syariah di Pasar Modal” : Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan 
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
 

“Prospektus”  Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Green 
Bond dan Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM juncto Peraturan 
OJK No. 9/POJK.04/2017. 
 

“Prospektus Awal”  Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan 
kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai 
nominal, penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah, tingkat suku bunga Green 
Bond dan Pendapatan Bagi Hasil, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan 
Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 
No. 9/POJK.04/2017. 
 

“Prospektus Ringkas”  Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK  
No. 9/POJK.04/2017. 
 

“Rekening Efek”  : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Green Bond/Sukuk Mudharabah dan/atau dana 
milik Pemegang Green Bond/Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank 
Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang 
ditandatangani dengan Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah.  
 

“Rp” atau “Rupiah” : Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia. 
 

“RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Green Bond sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 
 
 

“RUPSU” : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 
 

“Satuan Pemindahbukuan”  : Berarti Satuan jumlah Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari 
satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan.  

“Satuan Perdagangan” : Berarti satuan jumlah Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan, yaitu 
senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya, atau sesuai dengan syarat-
syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. 
 

“Seri Green Bond” : Berarti 2 (dua) seri Green Bond, yaitu: 
 

a. Green Bond Seri A sebesar Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima 
ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan 
pembayaran Green Bond Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet 
payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond Seri A pada 
Tanggal Pelunasan Pokok Green Bond untuk Green Bond Seri A. 

b. Green Bond Seri B sebesar Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima 
ratus juta Rupiah)  dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan 
pembayaran Green Bond Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet 
payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond Seri B pada 
Tanggal Pelunasan Pokok Green Bond untuk Green Bond Seri B. 

 
Jumlah pokok masing-masing Seri Green Bond tersebut dapat berkurang sehubungan 
dengan pelunasan Pokok Green Bond dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai 
pelunasan Green Bond sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Green Bond dan 
memperhatikan ketentuan dalam subbab Syarat-Syarat Green Bond. 
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“Seri Sukuk Mudharabah” : Berarti 2 (dua) seri Sukuk Mudharabah, yaitu: 
  

a. Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh 
miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan 
pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh 
atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah Seri A pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah  untuk Sukuk 
Mudharabah Seri A. 

b. Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar 
Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran 
Dana Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet 
payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B 
pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah  untuk Sukuk Mudharabah Seri B. 

 

Jumlah dana masing-masing Seri Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan 
dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian 
kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan 
dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan memperhatikan ketentuan dalam subbab 
Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah. 
 

“Sertifikat Jumbo Green Bond”  : Berarti bukti penerbitan Green Bond yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang 
diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang 
Green Bond melalui Pemegang Rekening. 
 

“Sertifikat Jumbo Sukuk 
Mudharabah”  

: Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang 
diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang 
Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening. 
 

”Sukuk Mudharabah” : Berarti ”Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018” yaitu 
surat berharga dalam bentuk Obligasi Syariah dengan akad Mudharabah yang dikeluarkan oleh 
Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan penempatan dana 
investasi oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan Tahap I, yang mewajibkan Perseroan membayar pendapatan bagi hasil dan 
melakukan pembelian kembali Sukuk yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan jangka waktu dan 
tata cara yang disepakati. Sukuk Mudharabah dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk 
Mudharabah dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000.00 (satu triliun Rupiah) berjangka waktu 
3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; Jumlah mana merupakan sebagian 
dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran 
Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun 
Rupiah). Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif 
KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. 
 

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Green Bond dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran 
Umum beserta bukti kepemilikan Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan 
kepada KSEI, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung 
setelah Tanggal Penjatahan.  

“Tanggal Emisi”  : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudahrabah kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah.  
 

“Tanggal Pembayaran Bunga 
Green Bond”  

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Green Bond menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar 
kepada Pemegang Green Bond yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening 
melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan.  

 
“Tanggal Pembayaran Pendapatan 
Bagi Hasil”  

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib 
dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar 
Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  
 

“Tanggal Penjatahan”  : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Green Bond dan Sukuk Mudharabah.  
 

“Tanggal Pelunasan Pokok Green 
Bond”  

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Green Bond menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar 
kepada Pemegang Green Bond sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, 
melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan.  
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“Seri Sukuk Mudharabah” : Berarti 2 (dua) seri Sukuk Mudharabah, yaitu: 
  

a. Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh 
miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan 
pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh 
atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah Seri A pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah  untuk Sukuk 
Mudharabah Seri A. 

b. Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar 
Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran 
Dana Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet 
payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B 
pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah  untuk Sukuk Mudharabah Seri B. 

 

Jumlah dana masing-masing Seri Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan 
dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian 
kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan 
dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan memperhatikan ketentuan dalam subbab 
Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah. 
 

“Sertifikat Jumbo Green Bond”  : Berarti bukti penerbitan Green Bond yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang 
diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang 
Green Bond melalui Pemegang Rekening. 
 

“Sertifikat Jumbo Sukuk 
Mudharabah”  

: Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang 
diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang 
Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening. 
 

”Sukuk Mudharabah” : Berarti ”Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018” yaitu 
surat berharga dalam bentuk Obligasi Syariah dengan akad Mudharabah yang dikeluarkan oleh 
Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan penempatan dana 
investasi oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan Tahap I, yang mewajibkan Perseroan membayar pendapatan bagi hasil dan 
melakukan pembelian kembali Sukuk yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan jangka waktu dan 
tata cara yang disepakati. Sukuk Mudharabah dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk 
Mudharabah dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000.00 (satu triliun Rupiah) berjangka waktu 
3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; Jumlah mana merupakan sebagian 
dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran 
Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun 
Rupiah). Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif 
KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. 
 

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Green Bond dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran 
Umum beserta bukti kepemilikan Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan 
kepada KSEI, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung 
setelah Tanggal Penjatahan.  

“Tanggal Emisi”  : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudahrabah kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah.  
 

“Tanggal Pembayaran Bunga 
Green Bond”  

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Green Bond menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar 
kepada Pemegang Green Bond yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening 
melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan.  
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Bagi Hasil”  

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib 
dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar 
Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan 
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“Tanggal Penjatahan”  : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Green Bond dan Sukuk Mudharabah.  
 

“Tanggal Pelunasan Pokok Green 
Bond”  

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Green Bond menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar 
kepada Pemegang Green Bond sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, 
melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan.  
 

 

“Tanggal Pembayaran Kembali 
Dana Sukuk Mudharabah”  

: Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Sukuk Mudharabah, yaitu 
ulang tahun ke-3 (tiga) dan ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi yang wajib dibayar oleh Perseroan 
berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan 
Perjanjian Perwaliamanatan atau apabila tanggal tersebut bukan Hari Bursa maka akan 
dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya. 
 

“Undang-Undang Pasar Modal” 
atau “UUPM”  

: Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta 
peraturan-peraturan pelaksananya.  
 

“UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.  
 

“Wali Amanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.  
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RINGKASAN 
 
Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus 
dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci serta laporan keuangan dan penjelasannya, pendapat-pendapat, 
pemeriksaan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah 
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
 
1. UMUM 
 
Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang 
dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, dan telah didaftarkan di Daftar 
Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
No. 40 tertanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Lebih lanjut, Perseroan didirikan dalam 
rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara 
Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang 
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.  
 
Perseroan didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta 
dan/atau lembaga keuangan multilateral. Dalam kegiatan pembiayaannya Perseroan melaksanakan kegiatan pembiayaan di berbagai 
sektor infrastruktur dengan memberikan pembiayaan hutang, ekuitas dan pembiayaan mezzanine. Di samping itu, Perseroan menyediakan 
dukungan yang dibutuhkan oleh investor lokal maupun asing dengan kegiatan pengembangan proyek dan advisory. Kegiatan 
pengembangan proyek dan advisory ini diharapkan dapat menarik investasi baru di sektor infrastruktur. 
 
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 
20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 
2016 tanggal 21 Oktober 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi 
Infrastruktur No. 29 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199973 tanggal 17 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0069249.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat 
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 19.483.400 Rp 19.483.400.000.000,- - 

 
3. KEGIATAN USAHA 
 
Secara umum, maksud dan tujuan pendirian Perseroan ialah mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui 
kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan: 
• Kerjasama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga 

keuangan multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. 
• Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan 

kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk: 
a. penyertaan modal baik secara langsung atau dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal; dan 
b. pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur. 

• Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. 
• Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas 

lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur. 
• Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur. 
• Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur. 
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kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk: 
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• Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan 
badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 

• Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur. 
• Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a. Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada perusahaan,dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan;dan/atau 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak 
terkait lainnya untuk mengatasiakibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

• Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. 
 
4. PROSPEK USAHA 
 
Jumlah alokasi anggaran infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah tahun 2018 semakin meningkat yang menunjukkan Pemerintah masih 
fokus pada pengembangan infrastruktur sesuai Nawa Cita. Sejalan dengan tujuan Pemerintah tersebut, Perseroan optimis dan meyakini 
bahwa perekonomian Indonesia khususnya sektor infrastruktur akan tetap tumbuh. 
 
Dari sisi Pemerintah, program pembangunan infrastruktur tampaknya masih akan menempati prioritas utama, sebagai kelanjutan dari 
program-program yang dirintis sejak empat tahun yang lalu, dan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan 
pembangunan infrastruktur dari negaranegara lain di kawasan. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi sektor 
prioritas pemerintah. Selaras dengan program Pemerintah yang bertekad mengembangkan industri pariwisata, Perseroan akan terus 
meningkatkan program pembangunan infrastruktur dasar guna menjamin konektivitas antar wilayah, terutama wilayah-wilayah dengan 
potensi pariwisata yang unggul. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan mendukung program pengembangan 10 Bali Baru sebagai tujuan 
pariwisata unggulan, melengkapi Pulau Bali sebagai ikon wisata Indonesia.  
 
Sehubungan dengan rencana tersebut Perseroan bertekad meningkatkan implementasi pengembangan bisnis jasa konsultasi dan 
pengembangan proyek dan meningkatkan intensitas pengembangan pembiayaan Pemerintah Daerah, dengan fokus pada pengembangan 
konektivitas wilayah-wilayah pengembangan potensi pariwisata utama, seperti area Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan sebagainya. 
 
Beberapa tantangan yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan amanat pembangunan infrastruktur adalah faktor kesiapan proyek, 
manajemen stakeholders, dan penguatan kredensial khususnya yang terkait dengan layanan jasa konsultasi. Khusus dalam implementasi 
pembiayaan berbasis syariah, tantangan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pemahaman dari stakeholders terlibat. 
 
5. RISIKO USAHA 
 

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan 
 
Risiko Kredit  
 

b. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil 
usaha dan kondisi keuangan Perseroan 
 
- Risiko Reputasi 
- Risiko Strategis 
- Risiko Operasional 
- Risiko Pasar, yang terdiri atas : Risiko Suku Bunga dan Risiko Valuta Asing 
- Rasio Likuiditas 
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
- Risiko Lingkungan dan Sosial 
- Risiko Perubahan Teknologi 
 

c. Risiko Umum 
- Risiko Kondisi Perekonomian 
- Risiko Hukum 
- Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan 
 

d. Risiko Investasi yang berkaitan dengan Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
- Risiko tidak likuidnya Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain 

disebabkan karena tujuan pembelian Green Bond dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang. 
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok/dana Sukuk 

Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan 
dalam kontrak Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan 
perkembangan usaha Perseroan. 

 
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah 
diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. 
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6. STRATEGI USAHA 
 
Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai katalis utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus 
menyelaraskan perkembangan bisnis, Perseroan mengembangkan dua strategi utama yaitu menjalankan program pembangunan 
infrastruktur Pemerintah dan mengembangkan model bisnis Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). 
Strategi utama tersebut dilakukan dengan inisiatif strategi berdasarkan pilar bisnis Perseroan yaitu: 
 

Pilar Bisnis Inisiatif Strategi 
1. Pembiayaan dan Investasi • Inovasi produk pembiayaan melalui produk Cash Deficiency Support (CDS) 

• Pengembangan produk-produk syariah 
• Pembentukan divisi pembiayaan berkelanjutan 
• Investasi ekuitas pada proyek-proyek infrastruktur strategis 
 

2. Jasa Konsultasi • Mempercepat penyiapan proyek sebagai fungsi enabler 
• Merancang struktur keuangan proyek sehingga bankable 
• Meningkatkan akses permodalan proyek 

 
3. Pengembangan Proyek • Penugasan pengembangan proyek KPBU 

• Penyiapan proyek infrastruktur prioritas 
• Pengembangan Proyek Pemda 
• Pengelolaan dana Energi Terbarukan 

 
 
7. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN GREEN BOND 

 
Nama Green Bond : Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana 

Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018.  
Jumlah Pokok Green Bond : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana 

Green Bond yang ditawarkan sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima 
miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)  dan sebanyak-
banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) 
dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). 

Jangka Waktu  : 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 
Seri dan Kupon Green Bond : Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan 

pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 
2 (dua) seri Green Bond sebagai berikut :  
 
Seri A : Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 

Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) 
dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima 
persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 (tiga) tahun sejak 
Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri 
A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021. 

Seri B : Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar 
Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) 
dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,80% (tujuh koma delapan 
nol persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 5 (lima) tahun sejak 
Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri 
B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023. 

 
Masa Penawaran Umum : 2 -3 Juli 2018 
Tanggal Pembayaran Pertama Kali 
Bunga Green Bond 

: 6 Oktober 2018 

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Green Bond. 
Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah). 
Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan. 
Penyisihan Dana (Sinking Fund) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Green Bond ini dengan 

pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Green 
Bond ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Green 
Bond. 

Hasil Pemeringkatan : idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. 
Jaminan : Green Bond ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan 

seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak 
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6. STRATEGI USAHA 
 
Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai katalis utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus 
menyelaraskan perkembangan bisnis, Perseroan mengembangkan dua strategi utama yaitu menjalankan program pembangunan 
infrastruktur Pemerintah dan mengembangkan model bisnis Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). 
Strategi utama tersebut dilakukan dengan inisiatif strategi berdasarkan pilar bisnis Perseroan yaitu: 
 

Pilar Bisnis Inisiatif Strategi 
1. Pembiayaan dan Investasi • Inovasi produk pembiayaan melalui produk Cash Deficiency Support (CDS) 

• Pengembangan produk-produk syariah 
• Pembentukan divisi pembiayaan berkelanjutan 
• Investasi ekuitas pada proyek-proyek infrastruktur strategis 
 

2. Jasa Konsultasi • Mempercepat penyiapan proyek sebagai fungsi enabler 
• Merancang struktur keuangan proyek sehingga bankable 
• Meningkatkan akses permodalan proyek 

 
3. Pengembangan Proyek • Penugasan pengembangan proyek KPBU 

• Penyiapan proyek infrastruktur prioritas 
• Pengembangan Proyek Pemda 
• Pengelolaan dana Energi Terbarukan 

 
 
7. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN GREEN BOND 

 
Nama Green Bond : Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana 

Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018.  
Jumlah Pokok Green Bond : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana 

Green Bond yang ditawarkan sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima 
miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)  dan sebanyak-
banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) 
dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). 

Jangka Waktu  : 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 
Seri dan Kupon Green Bond : Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan 

pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 
2 (dua) seri Green Bond sebagai berikut :  
 
Seri A : Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 

Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) 
dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima 
persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 (tiga) tahun sejak 
Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri 
A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021. 

Seri B : Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar 
Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) 
dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,80% (tujuh koma delapan 
nol persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 5 (lima) tahun sejak 
Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri 
B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023. 

 
Masa Penawaran Umum : 2 -3 Juli 2018 
Tanggal Pembayaran Pertama Kali 
Bunga Green Bond 

: 6 Oktober 2018 

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Green Bond. 
Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah). 
Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan. 
Penyisihan Dana (Sinking Fund) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Green Bond ini dengan 

pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Green 
Bond ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Green 
Bond. 

Hasil Pemeringkatan : idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. 
Jaminan : Green Bond ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan 

seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak 

bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia. Hak Pemegang Green Bond adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-
hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Pembelian Kembali  : Perseroan dapat membeli kembali Green Bond baik seluruhnya maupun sebagian 

ditujukan untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian 
dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Green Bond. Pembelian 
kembali (buy back) Green Bond baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal 
Penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Green Bond Perseroan tidak dapat 
dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Green Bond. Pembelian 
kembali (buy back) Green Bond hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang 
tidak terafiliasi kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan 
modal Pemerintah. Rencana pembelian kembali (buy back) Green Bond wajib 
dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum 
pengumuman rencana pembelian kembali Green Bond tersebut di surat kabar. 
Pembelian kembali Green Bond, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana 
pembelian kembali Green Bond. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit 
melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional 
paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian 
kembali (buy back) atas Green Bond dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai 
Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus ini. 
 

8. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH 
 

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) 
Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah 
Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi 
Seri dan Pendapatan Bagi Hasil 
Yang Ditawarkan 

: Seri A :  Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 
Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian 
antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 
14,31% (empat belas koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang 
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma 
lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 
(tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk 
Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus 
persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu 
tanggal 6 Juli 2021. 

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar 
Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan 
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara 
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 6,96% 
(enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan 
dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma delapan nol 
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah 
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari 
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal  
6 Juli 2023. 

Underlying atas Sukuk 
Mudharabah 

: kegiatan Perseroan berupa Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah dan jasa advisory dan 
persiapan proyek oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,00 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya 
Nisbah : Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 14,31% (empat belas koma 

tiga satu persen)yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan 
menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah sebesar 
7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. 
 

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 6,96% (enam koma 
sembilan enam persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan 
menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah sebesar 
7,80% (tujuh koma delapan persen) per tahun. 

Jumlah Minimum Pemesanan  : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya 
Masa Penawaran Umum : 2 -3 Juli 2018 
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Tanggal Pembayaran Pertama 
Kali Pendapatan Bagi Hasil 

: 6 Oktober 2018 

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah. 
Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah). 
Periode Pembayaran Pendapatan 
Bagi Hasil 

: Triwulanan. 

Hasil Pemeringkatan : idAAA(sy) dari Pefindo  
Jaminan 
 

: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin 
dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan 
hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Penyisihan Dana Pelunasan 
(Sinking Fund) 

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Mudharabah 
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai 
dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. 

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Pembelian Kembali : Perseroan dapat membeli kembali Sukuk Mudharabah baik seluruhnya maupun 

sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau 
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (buy 
back) Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal 
Penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Sukuk Mudharabah Perseroan tidak dapat 
dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Pembelian 
kembali (buy back) Sukuk Mudharabah  hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari 
Pihak yang tidak terafiliasi kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau 
penyertaan modal Pemerintah. Rencana pembelian kembali (buy back) Sukuk 
Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari 
Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di 
surat kabar. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah 
pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut 
wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal 
penawaran untuk pembelian kembali (buy back) atas Sukuk Mudharabah dimulai. 
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus 
ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xix

Tanggal Pembayaran Pertama 
Kali Pendapatan Bagi Hasil 

: 6 Oktober 2018 

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah. 
Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah). 
Periode Pembayaran Pendapatan 
Bagi Hasil 

: Triwulanan. 

Hasil Pemeringkatan : idAAA(sy) dari Pefindo  
Jaminan 
 

: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin 
dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan 
hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Penyisihan Dana Pelunasan 
(Sinking Fund) 

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Mudharabah 
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai 
dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. 

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Pembelian Kembali : Perseroan dapat membeli kembali Sukuk Mudharabah baik seluruhnya maupun 

sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau 
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (buy 
back) Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal 
Penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Sukuk Mudharabah Perseroan tidak dapat 
dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Pembelian 
kembali (buy back) Sukuk Mudharabah  hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari 
Pihak yang tidak terafiliasi kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau 
penyertaan modal Pemerintah. Rencana pembelian kembali (buy back) Sukuk 
Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari 
Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di 
surat kabar. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah 
pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut 
wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal 
penawaran untuk pembelian kembali (buy back) atas Sukuk Mudharabah dimulai. 
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus 
ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKEMA SUKUK MUDHARABAH 
 

  
Penjelasan skema/struktur Sukuk Mudharabah sebagai berikut: 
1. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dan 
2. Pada saat bersamaan Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah kepada Perseroan. 
3. Dana hasil emisi Sukuk Mudharabah digunakan untuk pembiayaan Syariah, Investasi Syariah oleh Unit Usaha Syariah, dan Kegiatan 

Jasa Konsultasi dan Penyiapan Proyek oleh Perseroan. 
4. Pendapatan dari pembiayaan, investasi, dan jasa konsultasi dan penyiapan proyek didistribusikan secara proporsional kepada masing-

masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari sukuk, dan dana Perseroan yang digunakan untuk 
pembiayaan, investasi, dan jasa konsultasi dan penyiapan proyek. 

5. Pendapatan pembiayaan, investasi, serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek yang menjadi porsi dana Sukuk Mudharabah 
dibagihasilkan antara Investor dan Perseroan (melalui UUS) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya. 

6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali modal kepada Investor sebesar nilai 
Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan. 
 

9. PENGGUNAAN DANA 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan 
untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali kegiatan proyek-proyek infrastruktur dalam kategori KUBL, yaitu proyek-proyek 
infrastruktur untuk energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan  pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati 
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Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah 
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dan penggunaan  lahan yang berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 60. 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan 
digunakan untuk : 
- Sekitar 89% (delapan puluh sembilan persen) untuk penyaluran pembiayaan Syariah melalui Unit Usaha Syariah Perseroan; 
- Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk Investasi Syariah oleh Perseroan; serta 
- Sekitar 1% (satu persen) untuk kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek oleh Perseroan 
sesuai prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No.18/POJK.04/2015 dan POJK No.3/POJK.04/2018. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana diuraikan dalam Bab II Prospektus ini. 

 
10. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 

 
Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan 
Keuangan Perseroan untuk  tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. 

 
Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota 
dari BKR International) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 16 Mei 2018. Laporan 
Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited) dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 1 Maret 2017. 
 

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

Uraian 31 Desember 
2017 2016 

Jumlah Aset 55.385.896 44.332.137 
Jumlah Liabilitas 21.064.743 13.496.427 
Ekuitas 34.321.153 30.835.710 
Pendapatan Usaha 3.154.863 2.329.444 
Beban Usaha (1.483.310) (794.476) 
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan 1.262.007 1.212.803 
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) 46.524 50.715 
Laba bersih periode berjalan / Ekuitas 3,68% 3,93% 
Laba bersih periode berjalan / Aset 2,28% 2,74% 
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 0,61 0,43 
Liabilitas / Aset (Debt to Asset Ratio) 0,38  0,30  

 
11. EFEK UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT PROSPEKTUS INI 

DITERBITKAN 
 

Efek Utang Jumlah Pokok Bunga Rating* Tenor Jatuh Tempo Jumlah Terutang 
Obligasi I Tahun 2014 Seri A Rp100.000.000.000,00 9,60% idAAA 3 tahun 11 Juni 2017 - 
Obligasi I Tahun 2014 Seri B Rp900.000.000.000,00 10,00% idAAA 5 tahun 11 Juni 2019 Rp900.000.000.000,00 

Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri A Rp2.298.000.000.000,00 7,85% idAAA 3 tahun 18 November 2019 Rp2.298.000.000.000,00 

Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri B Rp1.328.000.000.000,00 8,20% idAAA 5 tahun 18 November 2021 Rp1.328.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri C Rp700.000.000.000,00 8,65% idAAA 10 tahun 18 November 2026 Rp700.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri D Rp674.000.000.000,00 8,90% idAAA 15 tahun 18 November 2031 Rp674.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2017 Seri A Rp1.200.000.000.000,00 6,15% idAAA 

370 hari 
kalender 25 November 2018 Rp1.200.000.000.000,00 

Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2017 Seri B Rp4.455.000.000.000,00 7,40% idAAA 3 tahun 15 November 2020 Rp4.455.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2017 Seri C Rp1.345.000.000.000,00 7,60% idAAA 5 tahun 15 November 2020 Rp1.345.000.000.000,00 

 
*) Rating oleh Pefindo 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, total Efek Utang yang yang masih terhutang adalah sebesar Rp12.900.000.000.000,- (dua belas triliun 
sembilan ratus miliar Rupiah). 
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dan penggunaan  lahan yang berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 60. 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan 
digunakan untuk : 
- Sekitar 89% (delapan puluh sembilan persen) untuk penyaluran pembiayaan Syariah melalui Unit Usaha Syariah Perseroan; 
- Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk Investasi Syariah oleh Perseroan; serta 
- Sekitar 1% (satu persen) untuk kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek oleh Perseroan 
sesuai prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No.18/POJK.04/2015 dan POJK No.3/POJK.04/2018. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana diuraikan dalam Bab II Prospektus ini. 

 
10. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 

 
Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan 
Keuangan Perseroan untuk  tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. 

 
Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota 
dari BKR International) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 16 Mei 2018. Laporan 
Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited) dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 1 Maret 2017. 
 

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

Uraian 31 Desember 
2017 2016 

Jumlah Aset 55.385.896 44.332.137 
Jumlah Liabilitas 21.064.743 13.496.427 
Ekuitas 34.321.153 30.835.710 
Pendapatan Usaha 3.154.863 2.329.444 
Beban Usaha (1.483.310) (794.476) 
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan 1.262.007 1.212.803 
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) 46.524 50.715 
Laba bersih periode berjalan / Ekuitas 3,68% 3,93% 
Laba bersih periode berjalan / Aset 2,28% 2,74% 
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 0,61 0,43 
Liabilitas / Aset (Debt to Asset Ratio) 0,38  0,30  

 
11. EFEK UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT PROSPEKTUS INI 

DITERBITKAN 
 

Efek Utang Jumlah Pokok Bunga Rating* Tenor Jatuh Tempo Jumlah Terutang 
Obligasi I Tahun 2014 Seri A Rp100.000.000.000,00 9,60% idAAA 3 tahun 11 Juni 2017 - 
Obligasi I Tahun 2014 Seri B Rp900.000.000.000,00 10,00% idAAA 5 tahun 11 Juni 2019 Rp900.000.000.000,00 

Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri A Rp2.298.000.000.000,00 7,85% idAAA 3 tahun 18 November 2019 Rp2.298.000.000.000,00 

Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri B Rp1.328.000.000.000,00 8,20% idAAA 5 tahun 18 November 2021 Rp1.328.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri C Rp700.000.000.000,00 8,65% idAAA 10 tahun 18 November 2026 Rp700.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2016 Seri D Rp674.000.000.000,00 8,90% idAAA 15 tahun 18 November 2031 Rp674.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2017 Seri A Rp1.200.000.000.000,00 6,15% idAAA 

370 hari 
kalender 25 November 2018 Rp1.200.000.000.000,00 

Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2017 Seri B Rp4.455.000.000.000,00 7,40% idAAA 3 tahun 15 November 2020 Rp4.455.000.000.000,00 
Obligasi Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2017 Seri C Rp1.345.000.000.000,00 7,60% idAAA 5 tahun 15 November 2020 Rp1.345.000.000.000,00 

 
*) Rating oleh Pefindo 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, total Efek Utang yang yang masih terhutang adalah sebesar Rp12.900.000.000.000,- (dua belas triliun 
sembilan ratus miliar Rupiah). 

I. PENAWARAN UMUM  
 

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI 
INFRASTRUKTUR  

DENGAN TARGET DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)  
 

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: 
OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018 

DENGAN JUMLAH POKOK GREEN BOND SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“GREEN BOND”) 
 

DAN 
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 
DENGAN TARGET DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) 

 

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: 
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018  

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”) 
 

Jumlah Pokok Green Bond yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Green Bond yang ditawarkan sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga 
ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) 
dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Green Bond 
yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri Green Bond sebagai berikut :  
 

Seri A : Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green 
Bond sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara 
penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021. 

Seri B : Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 
Green Bond sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023. 

 

 
Green Bond ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan 
Pemegang Green Bond, dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond. Bunga Green Bond dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran 
Bunga Green Bond. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri 
Green Bond. 
 
Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat 
untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut :  
 

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 14,31% (empat belas koma tiga satu persen) 
dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A 
adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah 
Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021. 

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 6,96% (enam koma sembilan enam persen) 
dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B 
adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah 
Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023. 

 

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal 
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi 
Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.  
 

DALAM RANGKA PENERBITAN GREEN BOND INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK 
INDONESIA (“PEFINDO”): 

idAAA (Triple A) 
 

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PEFINDO: 
idAAA(sy) (Triple A Syariah) 

 
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. 

 

 

 
 

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) 
 

Kegiatan Usaha Utama : 
Pembiayaan infrastruktur 

 

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia 
 

Kantor Pusat : 
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220 

Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258 
Website: www.ptsmi.co.id Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id   

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT  
 

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA GREEN BOND DAN SUKUK 
MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN 
SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 
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PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 
 
Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 
36 yaitu: 
a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan 

pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah terakhir disampaikan kepada OJK paling 
lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond 
dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai Peraturan OJK No. 36; 

b. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan 
Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah; 

c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam 
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; 

d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah merupakan Green 
Bond dan/atau Sukuk Mudharabah yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang 
merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki 
oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. 

 
HAK KEUTAMAAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih 
tinggi dari Green Bond dan Sukuk Mudharabah. Green Bond dan Sukuk Mudharabah bersifat pari passu tanpa preferen dengan hak-hak 
kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
KETERANGAN MENGENAI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN 
 
GREEN BOND 
 
1. UMUM 
 
NAMA GREEN BOND 
 
Nama Green Bond yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN 
LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018”. 
 
JENIS GREEN BOND  
 
Green Bond ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai 
bukti utang untuk kepentingan Pemegang Green Bond. Green Bond ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening 
di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Green Bond dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Green 
Bond oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Green Bond bagi Pemegang Green Bond adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan 
oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
 
HARGA PENAWARAN 
 
Green Bond ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond. 
 
HASIL PEMERINGKATAN  
 
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang 
dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Indonesia (Pefindo).  
 
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-515/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 
dari Pefindo, Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 
telah mendapat peringkat: 
 

idAAA (Triple A) 
 
SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG 
 

idAAA Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat 
ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan 
biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah. 

idAA Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang 
lainnya di Negara yang sama. Resiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda 
sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara. 

idA Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya 
di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas 
untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban 
keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi. 
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PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 
 
Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 
36 yaitu: 
a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan 

pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah terakhir disampaikan kepada OJK paling 
lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond 
dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai Peraturan OJK No. 36; 

b. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan 
Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah; 

c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam 
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; 

d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah merupakan Green 
Bond dan/atau Sukuk Mudharabah yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang 
merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki 
oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. 

 
HAK KEUTAMAAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih 
tinggi dari Green Bond dan Sukuk Mudharabah. Green Bond dan Sukuk Mudharabah bersifat pari passu tanpa preferen dengan hak-hak 
kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
KETERANGAN MENGENAI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN 
 
GREEN BOND 
 
1. UMUM 
 
NAMA GREEN BOND 
 
Nama Green Bond yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN 
LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018”. 
 
JENIS GREEN BOND  
 
Green Bond ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai 
bukti utang untuk kepentingan Pemegang Green Bond. Green Bond ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening 
di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Green Bond dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Green 
Bond oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Green Bond bagi Pemegang Green Bond adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan 
oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
 
HARGA PENAWARAN 
 
Green Bond ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond. 
 
HASIL PEMERINGKATAN  
 
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang 
dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Indonesia (Pefindo).  
 
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-515/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 
dari Pefindo, Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 
telah mendapat peringkat: 
 

idAAA (Triple A) 
 
SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG 
 

idAAA Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat 
ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan 
biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah. 

idAA Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang 
lainnya di Negara yang sama. Resiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda 
sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara. 

idA Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya 
di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas 
untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban 
keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi. 

idBBB Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan Perseroan-Perseroan atau surat-
surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih 
mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-
kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi. 

idBB  Peringkat nasional ‘BB’ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang 
lainnya pada Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan 
kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak 
menguntungkan. 

idB Nasional peringkat ‘B’ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau 
surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin 
keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan 
perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan. 

idCCC, 
idCC, 
idC(idn)  

Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau 
surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya 
pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan. 

idDDD, idDD, 
idD 

Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan 
gagal bayar. 

 
Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “aa” hingga “C”. Ini merupakan 
kedudukan relatif di dalam suatu kategori, tanda tambah (+) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (-) menunjukkan di bawah rata-
rata, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata. 
 

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PEFINDO YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.  
 
PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU 
SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT 
TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK 
BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN. 

 
2. SYARAT-SYARAT GREEN BOND 
 
JUMLAH POKOK GREEN BOND, BUNGA GREEN BOND DAN JATUH TEMPO GREEN BOND  
 
Jumlah Pokok Green Bond yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Green Bond 
yang ditawarkan sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full 
commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara 
kesanggupan terbaik (best effort). Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan pilihan bagi 
masyarakat untuk memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri Green Bond sebagai berikut :  
 
Seri A : Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar 

lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. 
Jangka waktu Green Bond adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh 
(bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 
6 Juli 2021. 
 

Seri B : Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar 
lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. 
Jangka waktu Green Bond adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh 
(bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 
6 Juli 2023. 

    
 
Green Bond ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Green Bond, dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari 
jumlah Pokok Green Bond. Bunga Green Bond dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Green Bond. 
Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 
jatuh tempo masing-masing seri Green Bond. 
 
Tingkat Bunga Green Bond merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari 
Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. 
 
Green Bond harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Green Bond yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki 
oleh Pemegang Green Bond, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Green Bond dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. 
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JUMLAH SATUAN PEMESANAN 
 
Pemesanan Pembelian Green Bond harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya 
 
PEMBAYARAN BUNGA GREEN BOND 
 
Bunga Green Bond dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Green Bond melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran 
Bunga Green Bond di bawah ini. Bunga Green Bond dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 
6 Oktober 2018 sedangkan Pembayaran Bunga Green Bond terakhir masing-masing Green Bond adalah pada tanggal 6 Juli 2021 untuk 
Green Bond Seri A dan tanggal 6 Juli 2023 untuk Green Bond Seri B. 
 
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Green Bond adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : 
 

Pembayaran 
Tanggal Pembayaran Bunga 

Seri A : 3 tahun  Seri B : 5 tahun  
Bunga Green Bond ke-1 6 Oktober 2018 6 Oktober 2018 
Bunga Green Bond ke-2 6 Januari 2019 6 Januari 2019 
Bunga Green Bond ke-3 6 April 2019 6 April 2019 
Bunga Green Bond ke-4 6 Juli 2019 6 Juli 2019 
Bunga Green Bond ke-5 6 Oktober 2019 6 Oktober 2019 
Bunga Green Bond ke-6 6 Januari 2020 6 Januari 2020 
Bunga Green Bond ke-7 6 April 2020 6 April 2020 
Bunga Green Bond ke-8 6 Juli 2020 6 Juli 2020 
Bunga Green Bond ke-9 6 Oktober 2020 6 Oktober 2020 
Bunga Green Bond ke-10 6 Januari 2021 6 Januari 2021 
Bunga Green Bond ke-11 6 April 2021 6 April 2021 
Bunga Green Bond ke-12 6 Juli 2021 6 Juli 2021 
Bunga Green Bond ke-13 - 6 Oktober 2021 
Bunga Green Bond ke-14 - 6 Januari 2022 
Bunga Green Bond ke-15 - 6 April 2022 
Bunga Green Bond ke-16 - 6 Juli 2022 
Bunga Green Bond ke-17 - 6 Oktober 2022 
Bunga Green Bond ke-18 - 6 Januari 2023 
Bunga Green Bond ke-19 - 6 April 2023 
Bunga Green Bond ke-20 - 6 Juli 2023 

 
Bunga Green Bond dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Green Bond Secara Elektronik, dimana 
1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan 
(3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond.  
 
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Green Bond melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal 
Pembayaran Bunga Green Bond yang bersangkutan. 

 
HARGA PENAWARAN GREEN BOND 

 
Green Bond ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond. 
 
SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN GREEN BOND 
 
Satuan Pemindahbukuan Green Bond adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Green Bond 
mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan 
menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain). 
 
Satuan perdagangan Green Bond berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Green Bond dalam jumlah sekurang-kurangnya 
Rp5.000.000,00 dan/atau kelipatannya. 
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JUMLAH SATUAN PEMESANAN 
 
Pemesanan Pembelian Green Bond harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya 
 
PEMBAYARAN BUNGA GREEN BOND 
 
Bunga Green Bond dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Green Bond melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran 
Bunga Green Bond di bawah ini. Bunga Green Bond dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 
6 Oktober 2018 sedangkan Pembayaran Bunga Green Bond terakhir masing-masing Green Bond adalah pada tanggal 6 Juli 2021 untuk 
Green Bond Seri A dan tanggal 6 Juli 2023 untuk Green Bond Seri B. 
 
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Green Bond adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : 
 

Pembayaran 
Tanggal Pembayaran Bunga 

Seri A : 3 tahun  Seri B : 5 tahun  
Bunga Green Bond ke-1 6 Oktober 2018 6 Oktober 2018 
Bunga Green Bond ke-2 6 Januari 2019 6 Januari 2019 
Bunga Green Bond ke-3 6 April 2019 6 April 2019 
Bunga Green Bond ke-4 6 Juli 2019 6 Juli 2019 
Bunga Green Bond ke-5 6 Oktober 2019 6 Oktober 2019 
Bunga Green Bond ke-6 6 Januari 2020 6 Januari 2020 
Bunga Green Bond ke-7 6 April 2020 6 April 2020 
Bunga Green Bond ke-8 6 Juli 2020 6 Juli 2020 
Bunga Green Bond ke-9 6 Oktober 2020 6 Oktober 2020 
Bunga Green Bond ke-10 6 Januari 2021 6 Januari 2021 
Bunga Green Bond ke-11 6 April 2021 6 April 2021 
Bunga Green Bond ke-12 6 Juli 2021 6 Juli 2021 
Bunga Green Bond ke-13 - 6 Oktober 2021 
Bunga Green Bond ke-14 - 6 Januari 2022 
Bunga Green Bond ke-15 - 6 April 2022 
Bunga Green Bond ke-16 - 6 Juli 2022 
Bunga Green Bond ke-17 - 6 Oktober 2022 
Bunga Green Bond ke-18 - 6 Januari 2023 
Bunga Green Bond ke-19 - 6 April 2023 
Bunga Green Bond ke-20 - 6 Juli 2023 

 
Bunga Green Bond dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Green Bond Secara Elektronik, dimana 
1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan 
(3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond.  
 
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Green Bond melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal 
Pembayaran Bunga Green Bond yang bersangkutan. 

 
HARGA PENAWARAN GREEN BOND 

 
Green Bond ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond. 
 
SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN GREEN BOND 
 
Satuan Pemindahbukuan Green Bond adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Green Bond 
mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan 
menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain). 
 
Satuan perdagangan Green Bond berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Green Bond dalam jumlah sekurang-kurangnya 
Rp5.000.000,00 dan/atau kelipatannya. 
 
 
 
 
 

JAMINAN  
 
Green Bond ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak 
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 
dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Green Bond adalah paripassu tanpa preferen dengan 
hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI GREEN BOND 
 
Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang 
timbul berdasarkan Green Bond, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 
 
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK GREEN BOND 
 
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Green Bond ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana 
hasil Penawaran Umum Green Bond ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Green Bond. 
 
CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK GREEN BOND DAN PEMBAYARAN BUNGA GREEN BOND  
 
Pelunasan Pokok Green Bond dan pembayaran Bunga Green Bond akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama 
Perseroan kepada Pemegang Green Bond yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Green Bond sesuai dengan syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Green Bond melalui Pemegang Rekening di KSEI 
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada 
bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. 
 
WALI AMANAT 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Green Bond sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018  No.65  tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 24 tanggal 
16 Mei 2018 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 53 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. 
 
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut : 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12920 
Telp : (021) 5268216, 5245161 
Faks : (021) 5268201 
Up. International Banking & Financial Institutions Group 
 
HAK-HAK PEMEGANG GREEN BOND 

 
Hak-hak Pemegang Green Bond antara lain sebagai berikut : 
 
1. Menerima pelunasan Pokok Green Bond dan/atau pembayaran Bunga Green Bond dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok 

Green Bond dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond yang bersangkutan. Pemegang Green Bond yang berhak 
mendapatkan pembayaran Bunga Green Bond adalah Pemegang Green Bond yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai 
dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 

2. Menerima pembayaran denda sebesar persentase Bunga Green Bond yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas 
tingkat Bunga Green Bond masing-masing Seri Green Bond dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, 
sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, 
apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Green Bond dan/atau Pokok Green Bond.  

3. Pemegang Green Bond baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
Green Bond yang belum dilunasi (tidak termasuk Green Bond yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Green 
Bond yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar 
diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO 
(“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan 
ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Green Bond akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Green Bond yang tercantum dalam 
KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Green Bond oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara 
tertulis dari Wali Amanat dimana persetujuan tersebut akan diberikan setelah diadakan RUPO. 
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4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Green Bond antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali 

Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta 
akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; 

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; 
c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Green Bond termasuk tetapi tidak 

terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya 
kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor VI.C.4; 

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Green Bond mengenai perubahan jangka waktu 
Green Bond, jumlah Pokok Green Bond, tingkat Bunga Green Bond, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga 
Green Bond, pembayaran Bunga Green Bond dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4; 

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Green Bond di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI; 

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk 
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;  

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

5.  Menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk : 
a. Membeli kembali Green Bond dengan harga sebesar 100% (seratus persen) (at par) Green Bond yang dimiliki oleh masing-

masing Pemegang Green Bond;dan/atau 
b. memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond 

Dalam hal Green Bond tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 
Nomor 60. 

 
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 
 
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan 
penerbitan Green Bond, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 
 
1.1.    Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: 

i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan 
ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah 

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari 
Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan 
ijinnya; 

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau 
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya 
tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima 
tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; 

 Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 1.1.1.  Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap 
jalannya usaha Perseroan dan tidak  mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Green 
Bond dan/atau pelunasan Pokok Green Bond, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi atau transformasi 
badan hukum atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Semua syarat dan kondisi Green Bond dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap 

berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan 
merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Green Bond dan/atau 
Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan 
perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi 
kewajiban pembayaran berdasarkan Green Bond dan Perjanjian Perwaliamanatan. 

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha 
utama yang sama dengan Perseroan. 

1.1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan 
Green Bond, kecuali utang baru tersebut untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang 
sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka Kegiatan 
Usaha Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:  
i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; 
ii. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;  
iii.  Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan 

ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan. 
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4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Green Bond antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali 

Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta 
akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; 

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; 
c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Green Bond termasuk tetapi tidak 

terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya 
kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor VI.C.4; 

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Green Bond mengenai perubahan jangka waktu 
Green Bond, jumlah Pokok Green Bond, tingkat Bunga Green Bond, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga 
Green Bond, pembayaran Bunga Green Bond dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4; 

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Green Bond di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI; 

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk 
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;  

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

5.  Menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk : 
a. Membeli kembali Green Bond dengan harga sebesar 100% (seratus persen) (at par) Green Bond yang dimiliki oleh masing-

masing Pemegang Green Bond;dan/atau 
b. memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond 

Dalam hal Green Bond tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 
Nomor 60. 

 
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 
 
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan 
penerbitan Green Bond, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 
 
1.1.    Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: 

i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan 
ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah 

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari 
Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan 
ijinnya; 

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau 
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya 
tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima 
tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; 

 Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 1.1.1.  Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap 
jalannya usaha Perseroan dan tidak  mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Green 
Bond dan/atau pelunasan Pokok Green Bond, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi atau transformasi 
badan hukum atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Semua syarat dan kondisi Green Bond dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap 

berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan 
merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Green Bond dan/atau 
Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan 
perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi 
kewajiban pembayaran berdasarkan Green Bond dan Perjanjian Perwaliamanatan. 

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha 
utama yang sama dengan Perseroan. 

1.1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan 
Green Bond, kecuali utang baru tersebut untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang 
sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka Kegiatan 
Usaha Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:  
i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; 
ii. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;  
iii.  Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan 

ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan. 

 1.1.5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan. 
 1.1.6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 
 1.1.7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), yang diajukan oleh 

Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain. 
 1.1.8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam 

melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Green Bond. 

 1.1.9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan 
atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan 
diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.2.    Selama Pokok Green Bond dan/atau Bunga Green Bond belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk: 
 (i) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Green Bond dan/atau pelunasan Pokok Green 

Bond yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Green 
Bond dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond dan menyerahkan foto copy bukti pengiriman dana kepada Wali 
Amanat pada hari yang sama. 

(ii) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala 
kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan 
laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana 
Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen 
Emisi di Republik Indonesia. 

(iii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan 
terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan ayat 6.2 
(x) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 
a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total Kewajiban lancar tidak kurang dari 100% (seratus persen); 
b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Utang tidak kurang dari 100% (seratus persen). 

“Aktiva Produktif” berarti terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga, reksadana, pinjaman diberikan, piutang usaha 
dan investasi jangka panjang bersih.  
“Utang” berarti utang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang Efek 
konversi, utang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan yang dijamin dengan agunan 
atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi 
atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang pajak, utang dividen (jika ada), utang dagang dalam 
Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan, utang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) 
tahun. 

(iv) Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum 
ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan: 
1. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Green Bond yang digunakan untuk kegiatan usaha 

sehari-hari Perseroan; dan/atau 
2. penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan. 

(v) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(vi) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 
(vii) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan 

pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan 
yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan. 

(viii) Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan 
wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain. 

(ix) Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja 
sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki 
atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait 
dengan penerbitan Green Bond sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang 
berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. 

(x)  Menyampaikan kepada Wali Amanat: 
1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam 
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang 
disebutkan di atas. 

2.  Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Green Bond dalam waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan. 

3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu 
Bapepam dan LK) disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-
lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan. 

4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan. 
5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut 

berakhir. 
(xi) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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(xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, 
memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. 

(xiii) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas : 
1.  Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau 

keadaan keuangan Perseroan. 
2.  Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan 

penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan. 
3.  Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara 

Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. 
4.  Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan 

segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang 
ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan 
bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa 
peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas 
kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk 
memperbaiki kejadian tersebut. 

(xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana 
mestinya. 

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Green Bond sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 berikut perubahannya dan atau 
pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu : 
a) Pemeringkatan Tahunan  

i.  Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Green Bond kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 
10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah 
menyelesaikan  

 seluruh kewajiban yang terkait dengan Green Bond yang diterbitkan. 
ii. Dalam hal peringkat Green Bond diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum 

Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan 
pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Green Bond yang 
diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

iii. Dalam hal peringkat Green Bond yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan 
kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau 
laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan 
2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat. 

b)   Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting 
i Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1) peringkat baru; dan 
2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru. 

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. 
c)   Pemeringkatan Green Bond Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan. 

i.  Perseroan yang menerbitkan Green Bond melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan 
OJK No. 36 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang 
direncanakan. 

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: 
1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan 
2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Green Bond tahap berikutnya 

dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36 
d)   Pemeringkatan Ulang  

i.  Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Green Bond selain 
karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xv) sub a huruf i dan sub a huruf i di atas, maka Perseroan wajib 
menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 
(dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. 

ii.  Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka 
Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat dimaksud.  

(xvi) Apabila terjadi merger atau akuisisi  terhadap Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham 
mayoritas Perseroan menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, baik sebagian maupun seluruh saham-saham 
Perseroan, yang didasarkan atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau 
otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka 
atas adanya merger atau akuisisi tersebut tidak perlu persetujuan Pemegang Green Bond melalui RUPO. 
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(xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, 
memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. 

(xiii) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas : 
1.  Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau 

keadaan keuangan Perseroan. 
2.  Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan 

penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan. 
3.  Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara 

Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. 
4.  Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan 

segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang 
ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan 
bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa 
peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas 
kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk 
memperbaiki kejadian tersebut. 

(xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana 
mestinya. 

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Green Bond sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 berikut perubahannya dan atau 
pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu : 
a) Pemeringkatan Tahunan  

i.  Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Green Bond kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 
10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah 
menyelesaikan  

 seluruh kewajiban yang terkait dengan Green Bond yang diterbitkan. 
ii. Dalam hal peringkat Green Bond diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum 

Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan 
pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Green Bond yang 
diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

iii. Dalam hal peringkat Green Bond yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan 
kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau 
laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan 
2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat. 

b)   Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting 
i Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1) peringkat baru; dan 
2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru. 

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. 
c)   Pemeringkatan Green Bond Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan. 

i.  Perseroan yang menerbitkan Green Bond melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan 
OJK No. 36 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang 
direncanakan. 

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: 
1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan 
2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Green Bond tahap berikutnya 

dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36 
d)   Pemeringkatan Ulang  

i.  Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Green Bond selain 
karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xv) sub a huruf i dan sub a huruf i di atas, maka Perseroan wajib 
menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 
(dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. 

ii.  Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka 
Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat dimaksud.  

(xvi) Apabila terjadi merger atau akuisisi  terhadap Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham 
mayoritas Perseroan menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, baik sebagian maupun seluruh saham-saham 
Perseroan, yang didasarkan atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau 
otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka 
atas adanya merger atau akuisisi tersebut tidak perlu persetujuan Pemegang Green Bond melalui RUPO. 

 
 

(xvii) melakukan kewajiban kewajiban sehubungan dengan persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
sesuai dengan  Peraturan OJK Nomor 60, yaitu :  

(a)  Menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan 
setiap terjadinya perubahan material pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dengan tembusan ke Wali Amanat. Laporan hasil review dilekatkan pada laporan tahunan Perseroan yang disampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan hasil reviu wajib dilakukan Perseroan sampai dengan seluruh 
kewajiban Perseroan kepada pemegang Green Bond selesai;  

(b)  Dalam hal laporan reviu Ahli Lingkungan yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi 
persyaratan KUBL,  Perseroan wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain 
tetap memenuhi persyaratan KUBL;  

(c)  Rencana dan upaya sebagaimana dimaksud di poin b di atas beserta laporan hasil reviu Ahli Lingkungan yang menyatakan 
kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal laporan hasil 
review tersebut diperoleh Perseroan;  

(d) Upaya sebagaimana dimaksud di poin b di atas wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya rencana dan 
upaya oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

(e) Dalam hal upaya Perseroan gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil 
penerbitan Green Bond kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat 
melalui website Perseroan, website Bursa Efek dan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional 
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal laporan reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan yang menyatakan 
bahwa upaya Perseroan agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha 
Berwawasan Lingkungan gagal; 

(f)  wajib memenuhi permintaan Pemegang Green Bond  sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 
Perjanjian Perwaliamanatan; 

(g) menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum Green Bond untuk membiayai Kegiatan Usaha Berwawasan 
Lingkungan; 

(h)  mengelola dana hasil penawaran umum Green Bond dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri 
dalam catatan atas laporan keuangan dan menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam pasal 2 
Perjanjian Perwalimanatan. 

 
PEMBELIAN KEMBALI GREEN BOND (BUY BACK) 

 
Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Green Bond maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 
1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian 

atau seluruh Green Bond sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Green Bond dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan 
pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga 
pasar atau sebagai pelunasan Green Bond. Khusus untuk pembelian kembali sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. 

2. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO. 

3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian kembali tersebut dapat mengakibatkan Perseroan 
tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

4. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali terhadap Green Bond yang 
dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 

5. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional 
mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Green Bond selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal 
permulaan penawaran pembelian Green Bond, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya 
pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pembelian 
kembali Green Bond tersebut. 

6. Pengumuman tersebut harus mencantumkan : 
 i. Periode penawaran pembelian kembali Green Bond dimana Pemegang Green Bond dapat mengajukan penawaran jual atas 

sejumlah Green Bond yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan; 
 ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Green Bond; 

 iii. Kisaran jumlah Green Bond yang akan dibeli kembali; 
 iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali; 
 v.  Tata cara penyelesaian pembelian kembali; 

vi. Persyaratan bagi Pemegang Green Bond yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh 
Pemegang Green Bond; 

vii. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Green Bond; 
viii. Tata cara pembelian kembali Green Bond ; 
ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Green Bond. 

7. Pemegang Green Bond yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan :  
i.   Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Green Bond yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening 

Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali; 
 ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual; 

 iii. Pernyataan bahwa Green Bond yang akan dijual oleh Pemegang Green Bond kepada Perseroan bebas dari segala 
sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Green Bond sehingga Green Bond tersebut 
tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali. 
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8. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan 
Green Bond apabila jumlah Green Bond yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Green Bond, melebihi jumlah Green Bond 
yang dapat dibeli kembali. 

9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Green Bond yang telah 
disampaikan oleh Pemegang Green Bond selama periode penawaran pembelian kembali Green Bond. 

10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Green Bond tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 
5.16 angka 5 dan angka 6 Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 i. Jumlah pembelian kembali Green Bond tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Green Bond yang masih terutang 
dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; 

 ii. Green Bond yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Green Bond yang dimiliki oleh 
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan 

 iii. Green Bond yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan  
wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali 
Green Bond. 

11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Green Bond, Perseroan wajib melaporkan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia 
yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Green Bond tersebut.  

 Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :  
 i. Jumlah nominal Green Bond yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Green Bond yang telah dilunasi dan/atau 

jumlah nominal Green Bond yang dibeli kembali untuk disimpan; 
 ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 
 iii. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Green Bond. 

12. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan 
oleh Pemegang Green Bond selama periode penawaran pembelian kembali Green Bond selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja 
sejak pembelian kembali Green Bond dilaksanakan. 

13. Green Bond yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Bunga Green Bond. 
14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Green Bond yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam 

waktu  
5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang 
Rekening yang berhak atas Bunga Green Bond, dengan memperhatikan peraturan KSEI. 

15. Green Bond milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali Green Bond yang 
dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum 
kehadiran suatu RUPO, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan/penyertaan modal pemerintah. 

16. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Green Bond yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian 
tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja 
setelah terjadinya pelunasan tersebut. Dalam hal Green Bond dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan 
menyerahkan Sertifikat Jumbo Green Bond yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Green Bond yang 
lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Green Bond, dengan jumlah Pokok Green Bond yang masih terutang 
setelah dikurangi jumlah Green Bond yang telah dilunasi sebagian tersebut. 

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu Green Bond yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Green Bond dilakukan 
dengan mendahulukan Green Bond yang tidak dijamin; 

18. Dalam hal terdapat lebih dari satu Green Bond yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek 
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; 

19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Green Bond, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan 
ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Green Bond tersebut; 

20. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan : 
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Green Bond yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak 

memperoleh Bunga Green Bond serta manfaat lain dari Green Bond yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau 
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Green Bond yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, 

dan hak memperoleh Bunga Green Bond serta manfaat lain dari Green Bond yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan 
untuk dijual kembali. 

 
PERUBAHAN STATUS GREEN BOND TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN  
 
1. Dalam hal Green Bond tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 

Nomor 60, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan atau Fakta Material kepada OJK dengan tembusan kepada 
Wali Amanat dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik. Pengumuman 
tersebut wajib mencantumkan sebab dari perubahan Green Bond tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan  
dan memberikan pilihan bagi  Pemegang Green Bond  untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali 
Amanat  untuk : 
a. Membeli kembali Green Bond dengan harga at par dan/atau 
b. Memberi memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond 

2. Permintaan Pemegang Green Bond sebagaimana dimaksud di  butir 1 di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan 
Publik (“Tanggal Permintaan”). Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Green Bond yang menyampaikan permintaan sebagaimana 
dimaksud dalam butir 1 huruf a dan b di atas, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 huruf a dan b di atas menjadi 
tidak berlaku. 



11

8. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan 
Green Bond apabila jumlah Green Bond yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Green Bond, melebihi jumlah Green Bond 
yang dapat dibeli kembali. 

9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Green Bond yang telah 
disampaikan oleh Pemegang Green Bond selama periode penawaran pembelian kembali Green Bond. 

10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Green Bond tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 
5.16 angka 5 dan angka 6 Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 i. Jumlah pembelian kembali Green Bond tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Green Bond yang masih terutang 
dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; 

 ii. Green Bond yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Green Bond yang dimiliki oleh 
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan 

 iii. Green Bond yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan  
wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali 
Green Bond. 

11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Green Bond, Perseroan wajib melaporkan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia 
yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Green Bond tersebut.  

 Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :  
 i. Jumlah nominal Green Bond yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Green Bond yang telah dilunasi dan/atau 

jumlah nominal Green Bond yang dibeli kembali untuk disimpan; 
 ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 
 iii. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Green Bond. 

12. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan 
oleh Pemegang Green Bond selama periode penawaran pembelian kembali Green Bond selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja 
sejak pembelian kembali Green Bond dilaksanakan. 

13. Green Bond yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Bunga Green Bond. 
14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Green Bond yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam 

waktu  
5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang 
Rekening yang berhak atas Bunga Green Bond, dengan memperhatikan peraturan KSEI. 

15. Green Bond milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali Green Bond yang 
dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum 
kehadiran suatu RUPO, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan/penyertaan modal pemerintah. 

16. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Green Bond yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian 
tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja 
setelah terjadinya pelunasan tersebut. Dalam hal Green Bond dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan 
menyerahkan Sertifikat Jumbo Green Bond yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Green Bond yang 
lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Green Bond, dengan jumlah Pokok Green Bond yang masih terutang 
setelah dikurangi jumlah Green Bond yang telah dilunasi sebagian tersebut. 

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu Green Bond yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Green Bond dilakukan 
dengan mendahulukan Green Bond yang tidak dijamin; 

18. Dalam hal terdapat lebih dari satu Green Bond yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek 
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; 

19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Green Bond, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan 
ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Green Bond tersebut; 

20. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan : 
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Green Bond yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak 

memperoleh Bunga Green Bond serta manfaat lain dari Green Bond yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau 
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Green Bond yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, 

dan hak memperoleh Bunga Green Bond serta manfaat lain dari Green Bond yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan 
untuk dijual kembali. 

 
PERUBAHAN STATUS GREEN BOND TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN  
 
1. Dalam hal Green Bond tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 

Nomor 60, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan atau Fakta Material kepada OJK dengan tembusan kepada 
Wali Amanat dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik. Pengumuman 
tersebut wajib mencantumkan sebab dari perubahan Green Bond tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan  
dan memberikan pilihan bagi  Pemegang Green Bond  untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali 
Amanat  untuk : 
a. Membeli kembali Green Bond dengan harga at par dan/atau 
b. Memberi memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond 

2. Permintaan Pemegang Green Bond sebagaimana dimaksud di  butir 1 di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan 
Publik (“Tanggal Permintaan”). Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Green Bond yang menyampaikan permintaan sebagaimana 
dimaksud dalam butir 1 huruf a dan b di atas, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 huruf a dan b di atas menjadi 
tidak berlaku. 

3. Dalam hal Pemegang Green Bond  meminta Perseroan untuk membeli kembali Green Bond  maka  menyimpang dari ketentuan 
Pasal 15.6. Perjanjian Perwaliamanatan, tata cara pembelian kembali Green Bond sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a diatas 
berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a.  Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Green Bond ke Perseroan selambat-

lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan 
b. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Green Bond kepada KSEI sehubungan dengan Permintaan 

Pemegang Efek Green Bond sebagaimana dimaksud butir 1 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari kerja sebelum tanggal 
surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di poin 2 di atas. 

c.  Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat 
paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan  mencantumkan  sedikitnya  informasi sebagai berikut :  

  i. jumlah Green Bond yang akan dibeli kembali;  
  ii. harga pembelian kembali,  
  iii. daftar pemegang Green Bond yang akan dibeli kembali;  
  iv. tanggal pembayaran pembelian kembali Green Bond 

d. Green Bond yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.  
e. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan 

pembelian kembali. 
f. Mekanisme penetapan harga Pembelian Kembali Green Bond adalah sebesar 100% (seratus persen) (at par) Green Bond yang 

dimiliki oleh masing-masing Pemegang Green Bond. 
g. Pelaksanaan pembelian kembali Green Bond hanya akan dilaksanakan terhadap pemegang Green Bond yang mengajukan 

permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas. 
4. Dalam hal Pemegang Green Bond meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond berlaku 

ketentuan  sebagai berikut  : 
a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond dari Pemegang 

Green Bond ke Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan. 
b. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Bunga Green Bond kepada KSEI dengan tembusan kepada 

Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran bunga Green Bond terdekat dan 
mencantumkan  informasi sedikitnya: 

 i. besaran Bunga Green Bond yang baru;  
ii. Tanggal efektif pembayaran kupon Bunga baru Green Bond  

c. Besaran kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond adalah sebesar 0,1 % di atas tingkat suku Bunga Green Bond. 
d. Kompensasi kenaikan Bunga Green Bond akan diberikan kepada para Pemegang Green Bond yang tidak mengajukan 

permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam dalam butir 2 diatas. 
5. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Green Bond untuk membeli kembali dan atau membeikan 

kompensasi berupa kenaikan Bunga Green Bond sebagaimana dalam butir 1 diatas, apabila perubahan status Green Bond tidak lagi 
menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 60 disebabkan karena suatu 
keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 
a.  bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha 

Perseroan; dan/atau 
b.  peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK. 

 
KELALAIAN PERSEROAN 
 
1.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau 

hal-hal tersebut di bawah ini :  
a.  Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Green Bond, Pokok Green Bond pada Tanggal Pelunasan Pokok Green Bond 

dan/atau Bunga Green Bond pada Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan; atau 

b.  Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana 
kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap jalannya usaha Perseroan dan 
kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau 

c.  Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap 
utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas 
Perseroan;atau 

d.  Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

e.  Perseroan atas inisiatif sendiri melakukan tindakan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau  
f.  Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua 

atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan 
sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

g.  Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan 
Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan 
dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan 
atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat 9.2 Perjanjian Perwaliamanatan; 
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1.2.  Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : 
a.  Butir 1.1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, 

setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau 

b.  Butir 1.1 huruf b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender 
sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa 
adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

c. Butir 1.1 huruf d dan g diatas keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali 
Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran 
dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa 
dihilangkannya keadaan tersebut; 

d.  Butir 1.1 huruf e dan f diatas: 
- Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Green Bond 

dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional. 

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan 
kelalaiannya tersebut. 

- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan 
penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus 
diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Green Bond. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat 
melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Green Bond sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, 
dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan 
tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.  

1.3.  Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan 
Pemegang Green Bond dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Green Bond atau melindungi 
Pemegang Green Bond dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan 
oleh Pemegang Green Bond. 

1.4. Ketentuan-ketentuan dalam Butir 1.1 dan 1.2 diatas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan 
ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian 
Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force 
Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan 
tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG GREEN BOND (RUPO) 
 
1.1. Rapat Umum Pemegang Green Bond diadakan untuk tujuan antara lain : 

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, 
dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-
akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian. 

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. 
c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Green Bond termasuk tetapi tidak 

terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat 
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor 
VI.C.4. 

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Green Bond mengenai perubahan jangka waktu 
Green Bond, jumlah Pokok Green Bond, tingkat Bunga Green Bond, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Green 
Bond dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4. 

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Green Bond di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI. 

f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

g. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

1.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana : 
a.  Pemegang Green Bond sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) 

dari jumlah Green Bond yang belum dilunasi (tidak termasuk Green Bond yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, 
kecuali Green Bond yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada 
Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI 
yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung 
sejak diterbitkannya KTUR, Green Bond akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Green Bond yang tercantum dalam KTUR tersebut. 
Pencabutan pembekuan Green Bond oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis 
dari Wali Amanat, dimana persetujuan tersebut akan diberikan setelah diadakan RUPO. 

b.  Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa 
Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib 
mengirimkan surat permintaan secara tertulis untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat, dengan memuat agenda yang diminta. 
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1.2.  Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : 
a.  Butir 1.1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, 

setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau 

b.  Butir 1.1 huruf b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender 
sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa 
adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

c. Butir 1.1 huruf d dan g diatas keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali 
Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran 
dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa 
dihilangkannya keadaan tersebut; 

d.  Butir 1.1 huruf e dan f diatas: 
- Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Green Bond 

dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional. 

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan 
kelalaiannya tersebut. 

- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan 
penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus 
diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Green Bond. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat 
melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Green Bond sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, 
dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan 
tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.  

1.3.  Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan 
Pemegang Green Bond dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Green Bond atau melindungi 
Pemegang Green Bond dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan 
oleh Pemegang Green Bond. 

1.4. Ketentuan-ketentuan dalam Butir 1.1 dan 1.2 diatas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan 
ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian 
Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force 
Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan 
tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG GREEN BOND (RUPO) 
 
1.1. Rapat Umum Pemegang Green Bond diadakan untuk tujuan antara lain : 

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, 
dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-
akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian. 

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. 
c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Green Bond termasuk tetapi tidak 

terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat 
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor 
VI.C.4. 

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Green Bond mengenai perubahan jangka waktu 
Green Bond, jumlah Pokok Green Bond, tingkat Bunga Green Bond, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Green 
Bond dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4. 

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Green Bond di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI. 

f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

g. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

1.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana : 
a.  Pemegang Green Bond sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) 

dari jumlah Green Bond yang belum dilunasi (tidak termasuk Green Bond yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, 
kecuali Green Bond yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada 
Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI 
yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung 
sejak diterbitkannya KTUR, Green Bond akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Green Bond yang tercantum dalam KTUR tersebut. 
Pencabutan pembekuan Green Bond oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis 
dari Wali Amanat, dimana persetujuan tersebut akan diberikan setelah diadakan RUPO. 

b.  Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa 
Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib 
mengirimkan surat permintaan secara tertulis untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat, dengan memuat agenda yang diminta. 

1.3.  Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari 
Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Green Bond 
atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut 
kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah 
diterimanya surat permohonan. 

1.4.  Tata Cara RUPO : 
 a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Green Bond dicatatkan atau tempat lain 

yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat. 
 b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam 

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. 
 c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui  

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan 
tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling 
lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua. 

 d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:  
  - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; 
  - agenda RUPO; 
  - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO; 
  - Pemegang Green Bond yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan 
  - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. 
 e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan 

RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh 
Perseroan atau Pemegang Green Bond, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Green Bond yang meminta 
diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Green Bond yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus 
mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. 

 f. Pemegang Green Bond yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Green Bond yang memiliki KTUR dan namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan 
RUPO. 

 g. Green Bond yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam 
korum kehadiran, kecuali Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 

 h. Pemegang Green Bond yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat. 
 i. Satuan Pemindahbukuan Green Bond adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Green 

Bond mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan 
menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. 

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Green Bond yang dimiliki oleh Perseroan 
dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 

 k. Seluruh Green Bond yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Green Bond tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) 
Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya 
pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Green Bond yang 
penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal 
pelaksanaan RUPO. 

 l.  Sebelum pelaksanaan  RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Green Bond dari Afiliasinya kepada 
Wali Amanat.  

 m. Pada saat pelaksanaan RUPO :  
- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Green Bond yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan 

kecuali Green Bond yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan 
- Pemegang Green Bond atau kuasa Pemegang Green Bond yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan 

mengenai Green Bond yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. 
 n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 

Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta 
semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk 
penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat. 

 o. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan 
mengikat Pemegang Green Bond, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal 
diselenggarakannya RUPO. 

1.5.  Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat Pasal 10 ayat 10.1 Perjanjian Perwalianatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
(i) dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Green Bond yang 

masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
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(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO 
ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

 b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Green Bond atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai 
berikut:  

(i) dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Green Bond yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 
(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 

dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan butir 1.4  
huruf i di atas. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO 
ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 
dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan butir 1.4  
huruf i di atas. 

 c. Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai 
berikut:  
(i) dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Green Bond yang masih belum 

dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari 
jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 
(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per 

dua) dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Pokok Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan 
butir 1.4  huruf i di atas. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO 
ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan butir 1.4  
huruf i di atas. 

 
1.6.  RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan 

kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: 
 a. dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Green Bond yang masih belum 

dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 
Pokok Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

 b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 
 c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan butir 1.4  huruf i  
di atas. 

 d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 
 e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan 
keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan butir 1.4 huruf i diatas. 

1.7.  Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Green Bond harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh 
Pemegang Green Bond dalam RUPO. 

1.8.  Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian 
disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2 Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.9.  Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka 
peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 
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(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO 
ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan 
memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

 b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Green Bond atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai 
berikut:  

(i) dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Green Bond yang masih 
belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan butir 1.4  huruf i di atas. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 
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dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
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dua) dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila 
disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Pokok Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan 
butir 1.4  huruf i di atas. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO 
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1.6.  RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan 

kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: 
 a. dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Green Bond yang masih belum 

dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 
Pokok Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 

 b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. 
 c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Green Bond yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan butir 1.4  huruf i  
di atas. 

 d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. 
 e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Green Bond atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 

dari jumlah Green Bond yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan 
keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan butir 1.4 huruf i diatas. 

1.7.  Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Green Bond harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh 
Pemegang Green Bond dalam RUPO. 

1.8.  Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian 
disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2 Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.9.  Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka 
peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 

 
 
 

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN GREEN BOND 
 
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  
1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan 

Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan 
Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian 
Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan 
tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam 
peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak 
perwaliamanatan. 

 
PEMBERITAHUAN 

 
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Green Bond dianggap telah dilakukan dengan 
sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama 
antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang 
bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan 
memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.  
 
Perseroan : 
Nama     : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
Alamat Kantor Pusat   : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220 
Telepon/ Faksimili    : (021) 8082 5288 / (021) 8082 5258 
Untuk perhatian    : Direktur Keuangan 
 
Wali Amanat :  
Nama     : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Alamat     : Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 
Telepon/ Faksimili     : (021) 5268216, 5245161 / (021) 5268201 
Untuk perhatian    : International Banking & Financial Institutions Group 

: 
Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan 
kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.  
 
HUKUM YANG BERLAKU 

 
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Green Bond berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik 
Indonesia. 
 
SUKUK MUDHARABAH 
 
1. UMUM 
 
NAMA SUKUK MUDHARABAH 
 
Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “SUKUK MUDHARABAH 
BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018”. 
 
JENIS SUKUK MUDHARABAH  
 
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama 
KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk 
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada 
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi 
Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
 
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH 

 
Sukuk Mudharabah ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. 
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SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan 
Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU (suara dikeluarkan dengan tertulis dan 
ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain). 
 
Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Sukuk Mudharabah dalam jumlah sekurang-
kurangnya Rp5.000.000,00 dan/atau kelipatannya. 
 
HASIL PEMERINGKATAN  
 
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang 
dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Indonesia (Pefindo).  
 
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-516/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 
dari Pefindo, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 telah mendapat peringkat: 
 

idAAA(sy) (Triple A Syariah) 
 
SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG 
 

idAAA Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara 
tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang 
lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau 
dijamin oleh pemerintah. 

idAA Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau 
surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Resiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban 
keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi 
di suatu Negara. 

idA Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat 
utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat 
mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar 
dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi. 

idBBB Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan Perseroan-
Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau 
kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban 
keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang 
lebih tinggi. 

idBB  Peringkat nasional ‘BB’ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau 
surat-surat utang lainnya pada Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban 
keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap 
perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. 

idB Nasional peringkat ‘B’ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-
Perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi 
meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu 
tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan. 

idCCC, 
idCC, 
idC(idn)  

Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-
Perseroan atau surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban 
keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan. 

idDDD, 
idDD, idD 

Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini 
dalam keadaan gagal bayar. 

 
Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “aa” hingga “C”. Ini merupakan 
kedudukan relatif di dalam suatu kategori, tanda tambah (+) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (-) menunjukkan di bawah rata-
rata, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata. 
 

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PEFINDO YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.  
 

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU 
SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU 
PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT 
DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN. 
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PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PEFINDO YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.  
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2. SYARAT-SYARAT SUKUK MUDHARABAH 
 
TOTAL DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH  
 
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan total Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun 
Rupiah) dan memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki yaitu sebagai berikut :  
 

  Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh 
miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah 
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 14,31% (empat belas koma tiga satu persen) dari 
Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per 
tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana 
Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021. 
 

  Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar 
Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang 
Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 6,96% (enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang 
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu 
Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah 
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada 
saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023. 
 

Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah 
Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 
sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.  
 
Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah 
hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam 
puluh) hari. 
 
Dana Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada 
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan 
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. 
 
Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pembayaran kembali 
Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah. 
 
NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH 
 
Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang 
Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada 
Pemegang Sukuk Mudharabah.  
 
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 14,31% (empat belas koma tiga satu persen) yang dihitung dari Pendapatan 
Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah sebesar 7,55% (tujuh koma lima 
lima persen) per tahun. 
 
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 6,96% (enam koma sembilan enam persen) yang dihitung dari Pendapatan 
Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (rate) efektif pembiayaan syariah sebesar 7,80% (tujuh koma 
delapan nol persen) per tahun. 
 
Dalam hal Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami penurunan, maka Perseroan akan 
memberikan sebagian porsinya untuk Pemegang Sukuk Mudharabah, sehingga Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan 
Seri B akan menerima Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan batas nilai minimal 7,50% (tujuh koma lima nol persen) untuk Seri A dan 
7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) untuk Seri B.  
 
Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk 
Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B mengikhlaskan sebagian porsinya untuk Perseroan, sehingga Perseroan akan 
melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan 
Seri B sesuai dengan batas nilai maksimal 7,60% (tujuh koma enam nol persen) dan 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) untuk Seri 
B. 
 
Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan 
perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan 
adalah yang diperoleh selama satu triwulanan. 
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Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B dapat dilakukan dengan maksud untuk menjaga risiko 
relatif antara rata-rata bagi hasil yang diperoleh dana Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B. 
Perubahan nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B dapat dilakukan apabila : 
 
a) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B mengalami penurunan sebesar 

sama dengan atau lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) dibanding tingkat imbal hasil (rate) ekuivalen Pendapatan Yang 
Dibagihasilkan. 

b) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B mengalami peningkatan 
sebesar sama dengan atau lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) dibanding tingkat imbal hasil (rate) ekuivalen Pendapatan 
Yang Dibagihasilkan. 

 
Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat 
apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan 
RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum 
dilakukannya perubahan. 
 
Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan maksimum 2 (dua) kali sepanjang umur Sukuk Mudharabah. 
 
Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak berlaku surut (perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah berlaku ke depan 
dan untuk pembayaran berikutnya) sehingga perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak akan merubah Pendapatan Bagi Hasil 
yang telah dibayarkan ataupun yang sedang diperhitungkan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. 
 
PERHITUNGAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH 
 
Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah 
Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan 
kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). 
 
PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH 
 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran 
pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah di bawah ini. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan 
setiap triwulan (3 bulan) dimana Pendapatan Bagi Hasil pertama dibayarkan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan Pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir masing-masing Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 6 Juli 2021 untuk Sukuk 
Mudharabah Seri A dan tanggal 6 Juli 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. 
 
Jadwal pembayaran Dana dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini 
: 
 

Pembayaran 
Tanggal Pendapatan Bagi Hasil 

Seri A : 3 tahun  Seri B : 5 tahun  
Pendapatan Bagi Hasil ke-1 6 Oktober 2018 6 Oktober 2018 
Pendapatan Bagi Hasil ke-2 6 Januari 2019 6 Januari 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-3 6 April 2019 6 April 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-4 6 Juli 2019 6 Juli 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-5 6 Oktober 2019 6 Oktober 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-6 6 Januari 2020 6 Januari 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-7 6 April 2020 6 April 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-8 6 Juli 2020 6 Juli 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-9 6 Oktober 2020 6 Oktober 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-10 6 Januari 2021 6 Januari 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-11 6 April 2021 6 April 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-12 6 Juli 2021 6 Juli 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-13 - 6 Oktober 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-14 - 6 Januari 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-15 - 6 April 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-16 - 6 Juli 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-17 - 6 Oktober 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-18 - 6 Januari 2023 
Pendapatan Bagi Hasil ke-19 - 6 April 2023 
Pendapatan Bagi Hasil ke-20 - 6 Juli 2023 
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Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B dapat dilakukan dengan maksud untuk menjaga risiko 
relatif antara rata-rata bagi hasil yang diperoleh dana Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B. 
Perubahan nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B dapat dilakukan apabila : 
 
a) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B mengalami penurunan sebesar 

sama dengan atau lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) dibanding tingkat imbal hasil (rate) ekuivalen Pendapatan Yang 
Dibagihasilkan. 

b) Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing Seri A dan Seri B mengalami peningkatan 
sebesar sama dengan atau lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) dibanding tingkat imbal hasil (rate) ekuivalen Pendapatan 
Yang Dibagihasilkan. 

 
Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat 
apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan 
RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum 
dilakukannya perubahan. 
 
Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan maksimum 2 (dua) kali sepanjang umur Sukuk Mudharabah. 
 
Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak berlaku surut (perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah berlaku ke depan 
dan untuk pembayaran berikutnya) sehingga perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak akan merubah Pendapatan Bagi Hasil 
yang telah dibayarkan ataupun yang sedang diperhitungkan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. 
 
PERHITUNGAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH 
 
Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah 
Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan 
kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). 
 
PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH 
 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran 
pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah di bawah ini. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan 
setiap triwulan (3 bulan) dimana Pendapatan Bagi Hasil pertama dibayarkan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan Pembayaran 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir masing-masing Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 6 Juli 2021 untuk Sukuk 
Mudharabah Seri A dan tanggal 6 Juli 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. 
 
Jadwal pembayaran Dana dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini 
: 
 

Pembayaran 
Tanggal Pendapatan Bagi Hasil 

Seri A : 3 tahun  Seri B : 5 tahun  
Pendapatan Bagi Hasil ke-1 6 Oktober 2018 6 Oktober 2018 
Pendapatan Bagi Hasil ke-2 6 Januari 2019 6 Januari 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-3 6 April 2019 6 April 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-4 6 Juli 2019 6 Juli 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-5 6 Oktober 2019 6 Oktober 2019 
Pendapatan Bagi Hasil ke-6 6 Januari 2020 6 Januari 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-7 6 April 2020 6 April 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-8 6 Juli 2020 6 Juli 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-9 6 Oktober 2020 6 Oktober 2020 
Pendapatan Bagi Hasil ke-10 6 Januari 2021 6 Januari 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-11 6 April 2021 6 April 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-12 6 Juli 2021 6 Juli 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-13 - 6 Oktober 2021 
Pendapatan Bagi Hasil ke-14 - 6 Januari 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-15 - 6 April 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-16 - 6 Juli 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-17 - 6 Oktober 2022 
Pendapatan Bagi Hasil ke-18 - 6 Januari 2023 
Pendapatan Bagi Hasil ke-19 - 6 April 2023 
Pendapatan Bagi Hasil ke-20 - 6 Juli 2023 

2 

6 

4 

5 

3 

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara 
Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan 
dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.  
 
Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI 
pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. 
 
SKEMA SUKUK MUDHARABAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
Penjelasan skema/struktur sukuk mudharabah sebagai berikut: 
1. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dan 
2. Pada saat bersamaan Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah kepada Perseroan. 
3. Dana hasil emisi Sukuk Mudharabah digunakan untuk pembiayaan Syariah, Investasi Syariah oleh Unit Usaha Syariah, dan Kegiatan 

Jasa Konsultasi dan Penyiapan Proyek oleh Perseroan.. 
4. Pendapatan dari pembiayaan, investasi, dan jasa konsultasi dan penyiapan proyek didistribusikan secara proporsional kepada masing-

masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari sukuk, dan dana Perseroan yang digunakan untuk 
pembiayaan, investasi, dan jasa konsultasi dan penyiapan proyek. 

SYARIAH

• Pembiayaan Syariah
• Investasi Syariah
• Advisory dan Penyiapan 

Proyek

KONVENSIONAL

•Advisory dan Penyiapan 
Proyek

IMBAL HASIL PENDAPATAN 
HALAL

Dana Sukuk Dana 
Perseroan

INVESTOR 

KEGIATAN 

1 

Investor Menyerahkan Dana 

Pengembalian Modal 
saat jatuh tempo 

Pengembangan 
Bisnis Syariah 

Pendapatan Halal 

Distribusi Pendapatan Pembiayaan untuk Porsi 
dana Sukuk antara Investor dan Emiten 

Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah 
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5. Pendapatan pembiayaan, investasi, serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek yang menjadi porsi dana Sukuk Mudharabah 
dibagihasilkan antara Investor dan Perseroan (melalui UUS) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya. 

6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali modal kepada Investor sebesar nilai 
Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan. 

 
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18, Perseroan menyatakan bahwa: 
1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan 

menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; 

2. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Aset Perseroan yang menjadi dasar sukuk yaitu seluruh pembiayaan syariah melalui 
Unit Usaha Syariah, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek Perseroan.  

3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik 
Akad Syariah; dan 

4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah di Pasar Modal. 

 
Underlying asset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah yaitu kegiatan Perseroan berupa Pembiayaan Syariah, Investasi 
Syariah dan jasa advisory dan persiapan proyek oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sumber pendapatan yang 
menjadi dasar perhitungan pembayaran imbal hasil berasal dari pendapatan atas Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah, kegiatan jasa 
konsultasi dan penyiapan proyek oleh Unit Usaha Syariah Perseroan, serta kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek konvensional 
oleh Perseroan yang termasuk kategori pendapatan halal. 
 
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH 
 
Sehubungan dengan Opini Tim Ahli Syariah No: S-316/SMI/DPI/0418 tanggal 18 April 2018, perihal: Permohonan Opini Pernyataan 
Kesesuaian Syariah atas Sukuk dalam Penawaran Berkelanjutan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) : 
 
1. Tim Ahli Syariah menyatakan dan menetapkan bahwa Skema/Struktur yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah 

Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – 
Majelis Ulama Indonesia dan prinsip syariah secara umum. Pelaksanaan penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut harus dilaksanakan 
dengan memperhatikan berbagai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, OJK dan Bank Indonesia. 

2. Underlying atas Sukuk yang akan diterbitkan tersebut di atas yaitu berupa kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah dan berupa Sukuk korporasi yang kepemilikan asset tersebut dimiliki oleh Perseroan.  

3. Dalam skema tersebut Perseroan menjadikan pendapatan-pendapatan terhadap kegiatan pada poin 2 di atas sebagai sumber 
pembayaran bagi Investor.  

4. Dalam penentuan nisbah bagi hasil, penentuan batas nilai peningkatan dan penurunan pendapatan bagi hasil tidak boleh 
menyebabkan Perseroan atau Pemegang Sukuk menerima seluruh (100%) pendapatan bagi hasil dan pihak lainnya tidak menerima 
sama sekali (0%) karena tidak sesuai dengan filosofi akad Mudharabah.  

5. Penentuan nisbah bagi hasil harus dibuat dengan persentase yang dihitung dengan simulasi keuntungan yang diharapkan sesuai 
dengan peringkat Sukuk Perseroan.  

 
RINGKASAN AKAD MUDHARABAH  
 
Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 
2018 dituangkan dalam Akad Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum I Akad Mudharabah dalam rangka 
Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dibawah 
tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan 
(Mudharib) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana sukuk akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan syariah melalui Unit 
Usaha Syariah, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultansi dan penyiapan proyek oleh Perseroan (“Kegiatan Usaha”). Pemegang 
Sukuk (Shahibul Mal) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh Mudharib, dengan jumlah 
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI 
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk di KSEI. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad 
Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Mudharib tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah. Sukuk yang diterbitkan terdiri dari Sukuk seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun 
sejak Tanggal Emisi dan Sukuk seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.  
 
JAMINAN 
  
Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam 
pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa 
preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Pendapatan pembiayaan, investasi, serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek yang menjadi porsi dana Sukuk Mudharabah 
dibagihasilkan antara Investor dan Perseroan (melalui UUS) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya. 

6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali modal kepada Investor sebesar nilai 
Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan. 

 
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18, Perseroan menyatakan bahwa: 
1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan 

menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; 

2. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang menjadi dasar sukuk, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Aset Perseroan yang menjadi dasar sukuk yaitu seluruh pembiayaan syariah melalui 
Unit Usaha Syariah, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek Perseroan.  

3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik 
Akad Syariah; dan 

4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah di Pasar Modal. 

 
Underlying asset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah yaitu kegiatan Perseroan berupa Pembiayaan Syariah, Investasi 
Syariah dan jasa advisory dan persiapan proyek oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sumber pendapatan yang 
menjadi dasar perhitungan pembayaran imbal hasil berasal dari pendapatan atas Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah, kegiatan jasa 
konsultasi dan penyiapan proyek oleh Unit Usaha Syariah Perseroan, serta kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek konvensional 
oleh Perseroan yang termasuk kategori pendapatan halal. 
 
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH 
 
Sehubungan dengan Opini Tim Ahli Syariah No: S-316/SMI/DPI/0418 tanggal 18 April 2018, perihal: Permohonan Opini Pernyataan 
Kesesuaian Syariah atas Sukuk dalam Penawaran Berkelanjutan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) : 
 
1. Tim Ahli Syariah menyatakan dan menetapkan bahwa Skema/Struktur yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah 

Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – 
Majelis Ulama Indonesia dan prinsip syariah secara umum. Pelaksanaan penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut harus dilaksanakan 
dengan memperhatikan berbagai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, OJK dan Bank Indonesia. 

2. Underlying atas Sukuk yang akan diterbitkan tersebut di atas yaitu berupa kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah dan berupa Sukuk korporasi yang kepemilikan asset tersebut dimiliki oleh Perseroan.  

3. Dalam skema tersebut Perseroan menjadikan pendapatan-pendapatan terhadap kegiatan pada poin 2 di atas sebagai sumber 
pembayaran bagi Investor.  

4. Dalam penentuan nisbah bagi hasil, penentuan batas nilai peningkatan dan penurunan pendapatan bagi hasil tidak boleh 
menyebabkan Perseroan atau Pemegang Sukuk menerima seluruh (100%) pendapatan bagi hasil dan pihak lainnya tidak menerima 
sama sekali (0%) karena tidak sesuai dengan filosofi akad Mudharabah.  

5. Penentuan nisbah bagi hasil harus dibuat dengan persentase yang dihitung dengan simulasi keuntungan yang diharapkan sesuai 
dengan peringkat Sukuk Perseroan.  

 
RINGKASAN AKAD MUDHARABAH  
 
Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 
2018 dituangkan dalam Akad Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum I Akad Mudharabah dalam rangka 
Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dibawah 
tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan 
(Mudharib) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana sukuk akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan syariah melalui Unit 
Usaha Syariah, Investasi Syariah dan kegiatan jasa konsultansi dan penyiapan proyek oleh Perseroan (“Kegiatan Usaha”). Pemegang 
Sukuk (Shahibul Mal) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh Mudharib, dengan jumlah 
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI 
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk di KSEI. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad 
Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Mudharib tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah. Sukuk yang diterbitkan terdiri dari Sukuk seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun 
sejak Tanggal Emisi dan Sukuk seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.  
 
JAMINAN 
  
Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam 
pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa 
preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI SUKUK MUDHARABAH 
 
Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang 
timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan. 
 
PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH 
 
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan 
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum 
Sukuk Mudharabah. 
 
CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL 
SUKUK MUDHARABAH  
 
Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI 
selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk 
Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang 
Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang 
telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. 
 
KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PERSEROAN 
 
Dikenakan kepada Perseroan apabila Perseroan terbukti melakukan kelalaian termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan ternyata 
tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat 
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.  
 
Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk  sebesar 1% (satu 
persen) di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil untuk tiap hari keterlambatan (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat, sampai dengan 
seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayarkan secara lunas), untuk kemudian disampaikan kepada Agen 
Pembayaran dan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya. 
 
PERUBAHAN STATUS SUKUK 
 
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut 
1.   Perseroan tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk yaitu pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah, Investasi Syariah 

dan kegiatan jasa konsultasi dan  penyiapan proyek Perseroan; dan/atau 
2.  Terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan 

dengan prinsip syariah di pasar modal;  
maka Sukuk akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang 
dimaksud kepada Pemegang Sukuk dengan mengembalikan Dana Sukuk. 
 
Segala perubahan atas jenis Akad Mudharabah dan isi dari Akad Mudharabah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, hanya dapat 
dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat- syarat di bawah ini: 
1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan; 
2. Mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; 
3. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah 

Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU. 
 
WALI AMANAT 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2017 No.68  
tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 28 tanggal 16 Mei 2018 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 56 tanggal 25 Juni 2018, yang semuanya dibuat dihadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut : 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12920 
Telp : (021) 5268216, 5245161   
Faks : (021) 5268201 
Up. International Banking & Financial Institutions Group 
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HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH 
 
Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain sebagai berikut : 
 
1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari 

Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil 
Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 
(empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai 
dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 

2. Menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan Dalam Melaksanakan Kewajiban yang besarnya akan 
ditentukan kemudian dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung secara proporsional berdasarkan 
jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif. 

3. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau 
Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan 
permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan 
fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan 
KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh 
KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI 
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 

4. Melalui keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali 

Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta 
akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; 

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; 
c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk tetapi 

tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat 
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor VI.C.4; 

d. Mengambil keputusan sehubungan Pendapatan Bagi Hasil dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah 
mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 
Mudharabah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan dengan 
memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4; 

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI; 

f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

g. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

  
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 
 
Sebelum dibayar kembalinya Dana Sukuk Mudharabah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan 
dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 

1.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: 
i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan 
ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah 

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari 
Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan 
ijinnya; 

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau 
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya 
tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima 
tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; 

 Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 1.1.1.  Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap 
jalannya usaha Perseroan dan tidak  mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Sukuk 
Mudharabah dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program 
privatisasi atau transformasi badan hukum atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Semua syarat dan kondisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan 

tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan 
bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Sukuk Mudharabah 
dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) 
dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk 
memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan. 
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HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH 
 
Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain sebagai berikut : 
 
1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari 

Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil 
Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 
(empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai 
dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 

2. Menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan Dalam Melaksanakan Kewajiban yang besarnya akan 
ditentukan kemudian dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung secara proporsional berdasarkan 
jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif. 

3. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau 
Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan 
permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan 
fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan 
KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh 
KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI 
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 

4. Melalui keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: 
a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali 

Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta 
akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; 

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; 
c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk tetapi 

tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat 
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor VI.C.4; 

d. Mengambil keputusan sehubungan Pendapatan Bagi Hasil dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah 
mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 
Mudharabah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan dengan 
memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4; 

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI; 

f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

g. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

  
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 
 
Sebelum dibayar kembalinya Dana Sukuk Mudharabah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan 
dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 

1.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut: 
i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan 
ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah 

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari 
Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan 
ijinnya; 

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau 
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya 
tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima 
tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; 

 Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 1.1.1.  Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 

yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap 
jalannya usaha Perseroan dan tidak  mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Sukuk 
Mudharabah dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program 
privatisasi atau transformasi badan hukum atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Semua syarat dan kondisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan 

tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan 
bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Sukuk Mudharabah 
dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) 
dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk 
memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan. 

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha 
utama yang sama dengan Perseroan. 

1.1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan 
Sukuk Mudharabah, kecuali utang baru tersebut untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang 
sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka Kegiatan 
Usaha Sehari-hari Perseroan. 

 1.1.4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:  
i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; 
ii. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;  
iii.  Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan 

ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan. 
 1.1.5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan. 
 1.1.6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 
 1.1.7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), yang diajukan oleh 

Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain. 
 1.1.8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam 

melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Sukuk 
Mudharabah. 

 1.1.9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan 
atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan 
diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.2. Selama Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah belum dibayar seluruhnya, Perseroan 
berkewajiban untuk: 

 (i) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau 
pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja 
sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil 
Sukuk Mudharabah dan menyerahkan foto copy bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama. 

(ii) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala 
kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan 
laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana 
Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen 
Emisi di Republik Indonesia. 

(iii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan 
terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan ayat 6.2 
(x) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 
a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total Kewajiban lancar tidak kurang dari 100% (seratus persen); 
b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Utang tidak kurang dari 100% (seratus persen). 

“Aktiva Produktif” berarti terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga, reksadana, pinjaman diberikan, piutang usaha 
dan investasi jangka panjang bersih.  
“Utang” berarti utang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang Efek 
konversi, utang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan yang dijamin dengan agunan 
atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi 
atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang pajak, utang dividen (jika ada), utang dagang dalam 
Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan, utang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) 
tahun. 

(iv) Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum 
ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan: 
1. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah yang digunakan untuk kegiatan 

usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau 
2. penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan. 

(v) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(vi) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 
(vii) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan 

pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan 
yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan. 

(viii) Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan 
wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain. 

(ix) Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja 
sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki 
atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait 
dengan penerbitan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian 
yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. 
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(x)  Menyampaikan kepada Wali Amanat: 
1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam 
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang 
disebutkan di atas. 

2.  Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dalam waktu 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan. 

3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu 
Bapepam dan LK) disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-
lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan. 

4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan. 
5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut 

berakhir. 
(xi) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, 

memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. 
(xiii) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas : 

1.  Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau 
keadaan keuangan Perseroan. 

2.  Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan 
penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan. 

3.  Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara 
Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. 

4.  Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan 
segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang 
ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan 
bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa 
peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas 
kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk 
memperbaiki kejadian tersebut. 

(xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana 
mestinya. 

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 berikut perubahannya dan atau 
pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu : 
a) Pemeringkatan Tahunan  

i.  Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling 
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah 
menyelesaikan  

 seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan. 
ii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran 

Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk 
melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Sukuk 
Mudharabah yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan 

iii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib 
mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa 
berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

   1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan 
   2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat. 

b)   Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting 
i Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

   1) peringkat baru; dan 
   2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru. 

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. 
c)   Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan. 

i.  Perseroan yang menerbitkan Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada 
Peraturan OJK No. 36 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan 
yang direncanakan. 

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: 
   1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan 
   2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Mudharabah tahap 

berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36 
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(x)  Menyampaikan kepada Wali Amanat: 
1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam 
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang 
disebutkan di atas. 

2.  Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dalam waktu 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan. 

3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu 
Bapepam dan LK) disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-
lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan. 

4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan. 
5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut 

berakhir. 
(xi) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, 

memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. 
(xiii) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas : 

1.  Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau 
keadaan keuangan Perseroan. 

2.  Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan 
penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan. 

3.  Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara 
Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. 

4.  Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan 
segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang 
ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan 
bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa 
peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas 
kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk 
memperbaiki kejadian tersebut. 

(xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana 
mestinya. 

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 berikut perubahannya dan atau 
pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu : 
a) Pemeringkatan Tahunan  

i.  Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling 
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah 
menyelesaikan  

 seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan. 
ii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran 

Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk 
melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Sukuk 
Mudharabah yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan 

iii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib 
mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa 
berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

   1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan 
   2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat. 

b)   Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting 
i Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

   1) peringkat baru; dan 
   2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru. 

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. 
c)   Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan. 

i.  Perseroan yang menerbitkan Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada 
Peraturan OJK No. 36 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan 
yang direncanakan. 

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: 
   1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan 
   2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Mudharabah tahap 

berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36 
 

d)   Pemeringkatan Ulang  
i.  Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk 

Mudharabah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xv) sub a huruf i dan sub b huruf i diatas, maka 
Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir 
hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. 

ii.  Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka 
Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah 
diterimanya peringkat dimaksud.  

(xvi)  Apabila terjadi merger atau akuisisi  terhadap Perseroan yang mengakibatkanperubahan susunan pemegang saham mayoritas 
Perseroan menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, baik sebagian maupun seluruh saham-saham Perseroan, yang 
didasarkan atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang 
berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, maka atas adanya 
merger atau akuisisi tersebut tidak perlu persetujuan Pemegang Sukuk melalui RUPSU. 

 
PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH (BUY BACK) 

 
Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 
1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau 

seluruh Sukuk Mudharabah sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Perseroan mempunyai hak untuk 
memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali 
dengan harga pasar atau sebagai pembayaran Sukuk Mudharabah. Khusus untuk pembelian kembali sebagai peDanaan harus 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau  
di luar Bursa Efek. 

2. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian 
Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPSU. 

3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian kembali tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak 
dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

4. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali terhadap Sukuk Mudharabah 
yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia. 

5. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional 
mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal 
permulaan penawaran pembelian Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum 
dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana 
pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut. 

6. Pengumuman tersebut harus mencantumkan : 
 i. Periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah dimana Pemegang Sukuk Mudharabah dapat mengajukan 

penawaran jual atas sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada 
Perseroan; 

 ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah; 
 iii. Kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali; 

 iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali; 
 v.  Tata cara penyelesaian pembelian kembali; 

vi. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual 
oleh Pemegang Sukuk Mudharabah; 

vii.  Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah; 
viii. Tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah ; 
ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah. 

7. Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan : 
i.   Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar 

Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali; 
 ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual; 

 iii. Pernyataan bahwa Sukuk Mudharabah yang akan dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah kepada Perseroan bebas dari 
segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah sehingga Sukuk 
Mudharabah tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian 
Kembali. 

8. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan 
Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi 
jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali. 

9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Sukuk Mudharabah yang 
telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah selama periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah. 

10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 5.18 angka 5 dan angka 6 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 i. Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang 
masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; 

 ii. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk Mudharabah yang 
dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan 

 iii. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan  
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wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali 
Sukuk Mudharabah. 

11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam butir 
1 sampai dengan butir 10 diatas, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI 
serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan 
pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.  

 Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :  
 i. Jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang telah 

dibayar kembali dan/atau jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali untuk disimpan; 
 ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 
 iii. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah. 

12. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh 
Pemegang Sukuk Mudharabah selama periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 2 (dua) Hari 
Kerja sejak pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilaksanakan. 

13. Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah. 

14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, 
dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah atau 1 (satu) Hari Kerja 
sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan 
peraturan KSEI. 

15. Sukuk Mudharabah milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk 
Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan 
dalam korum kehadiran suatu RUPSU. 

16. Apabila Perseroan melakukan pembayaran kembali atas Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk 
melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat lambatnya dalam waktu 
2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembayaran kembali tersebut. Dalam hal Sukuk Mudharabah dilunasi sebagian, maka Perseroan 
akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat 
Jumbo Sukuk Mudharabah yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran kembali sebagian Sukuk Mudharabah, 
dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dilunasi 
sebagian tersebut. 

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk Mudharabah 
dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin; 

18. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek 
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; 

19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan 
ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut; 

20. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan : 
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak 

memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika 
dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau 

 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak 
suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli 
kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. 

 
KELALAIAN PERSEROAN 
 
1.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau 

hal-hal tersebut di bawah ini :  
a.  Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali 

Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil 
Sukuk Mudharabah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau  

b.  Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana 
kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap jalannya usaha Perseroan dan 
kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau 

c.  Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap 
utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas 
Perseroan; atau 

d.  Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

e.  Perseroan atas inisiatif sendiri melakukan tindakan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau  
f.  Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua 

atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan 
sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

g.  Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan 
Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan 
dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan 
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wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali 
Sukuk Mudharabah. 

11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam butir 
1 sampai dengan butir 10 diatas, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI 
serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan 
pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.  

 Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan :  
 i. Jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang telah 

dibayar kembali dan/atau jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali untuk disimpan; 
 ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 
 iii. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah. 

12. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh 
Pemegang Sukuk Mudharabah selama periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 2 (dua) Hari 
Kerja sejak pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilaksanakan. 

13. Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah. 

14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, 
dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah atau 1 (satu) Hari Kerja 
sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan 
peraturan KSEI. 

15. Sukuk Mudharabah milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk 
Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan 
dalam korum kehadiran suatu RUPSU. 

16. Apabila Perseroan melakukan pembayaran kembali atas Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk 
melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat lambatnya dalam waktu 
2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembayaran kembali tersebut. Dalam hal Sukuk Mudharabah dilunasi sebagian, maka Perseroan 
akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat 
Jumbo Sukuk Mudharabah yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran kembali sebagian Sukuk Mudharabah, 
dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dilunasi 
sebagian tersebut. 

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk Mudharabah 
dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin; 

18. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek 
kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; 

19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan 
ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut; 

20. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan : 
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak 

memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika 
dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau 

 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak 
suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli 
kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. 

 
KELALAIAN PERSEROAN 
 
1.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau 

hal-hal tersebut di bawah ini :  
a.  Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali 

Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil 
Sukuk Mudharabah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau  

b.  Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana 
kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap jalannya usaha Perseroan dan 
kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau 

c.  Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap 
utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas 
Perseroan; atau 

d.  Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

e.  Perseroan atas inisiatif sendiri melakukan tindakan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau  
f.  Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua 

atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan 
sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi 
kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

g.  Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan 
Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan 
dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan 

atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat 9.2 Perjanjian Perwaliamanatan; 
1.2.  Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : 

a.  butir 1.1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, 
setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya 
perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau 

b.  butir 1.1 huruf b dan c diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender 
sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa 
adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; 

c.  butir 1.1 huruf d dan g diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh 
Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat 
teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa 
dihilangkannya keadaan tersebut; 

d.  butir 1.1 huruf e dan f diatas: 
- Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Sukuk 

Mudharabah dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional. 

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

- Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan 
kelalaiannya tersebut. 

- Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan 
penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang 
harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSU berikutnya tersebut memutuskan 
agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan 
RUPSU menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU harus mengajukan 
tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.  

1.3.  Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili 
kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk 
Mudharabah atau melindungi Pemegang Sukuk Mudharabah dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan 
dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. 

1.4. Ketentuan-ketentuan dalam butir 1.1 dan butir 1.2 diatas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan 
ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian 
Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force 
Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan 
tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPSU. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU) 
 
1.1. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah diadakan untuk tujuan antara lain : 

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, 
dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-
akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian. 

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. 
c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak 

terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat 
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor 
VI.C.4. 

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka 
waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, perubahan tata 
cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4. 

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan 
pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI. 

f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

g. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan 
Wali Amanat. 

1.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSU dapat diselenggarakan bilamana : 
a.  Pemegang Sukuk Mudharabah sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh 

perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan 
dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) 
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan 
melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali 
Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk 
Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat 
dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat, dimana persetujuan tersebut akan diberikan setelah 
RUPSU. 
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b.  Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU. Apabila Otoritas Jasa 
Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib 
mengirimkan surat permintaan secara tertulis untuk diadakan RUPSU kepada Wali Amanat, dengan memuat agenda yang 
diminta. 

1.3.  Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPSU dan menyelenggarakan RUPSU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari 
Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk 
Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan 
tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari 
Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 

1.4.  Tata Cara RUPSU : 
 a. RUPSU dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Sukuk Mudharabah dicatatkan atau 

tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat. 
 b. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam 

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSU. 
 c. Pemanggilan RUPSU wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU melalui  

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSU pertama atau kedua telah 
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari 
Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU pertama atau kedua. 

 d. Pemanggilan RUPSU harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain: 
  - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU; 
  - agenda RUPSU; 
  - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSU; 
  - Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSU; dan 
  - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU. 
 e. RUPSU dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-

bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang 
diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk 
Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU, dan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta 
diadakannya RUPSU tersebut harus mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus 
membuat berita acara RUPSU. 

 f. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki KTUR dan 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal 
penyelenggaraan RUPSU. 

 g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan 
dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah  

 h. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat. 
 i. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan 

Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan 
ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. 

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh 
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik 
Indonesia). 

 k. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dipindahbukukan 
sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU, yang dibuktikan 
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk 
Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja 
setelah tanggal pelaksanaan RUPSU. 

 l.  Sebelum pelaksanaan  RUPSU, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya kepada 
Wali Amanat. 

 m. Pada saat pelaksanaan RUPSU :  
- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi 

Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan 
- Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU wajib membuat surat 

pernyataan mengenai Sukuk Mudharabah yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi 
dengan Perseroan. 

 n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 
Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPSU serta 
semua biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk 
penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat. 

 o. Atas penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara RUPSU yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan 
mengikat Pemegang Sukuk Mudharabah, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal 
diselenggarakannya RUPSU. 
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b.  Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU. Apabila Otoritas Jasa 
Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPSU maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib 
mengirimkan surat permintaan secara tertulis untuk diadakan RUPSU kepada Wali Amanat, dengan memuat agenda yang 
diminta. 

1.3.  Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPSU dan menyelenggarakan RUPSU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari 
Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk 
Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan 
tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari 
Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 

1.4.  Tata Cara RUPSU : 
 a. RUPSU dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Sukuk Mudharabah dicatatkan atau 

tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat. 
 b. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam 

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSU. 
 c. Pemanggilan RUPSU wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU melalui  

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSU kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSU pertama atau kedua telah 
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari 
Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU pertama atau kedua. 

 d. Pemanggilan RUPSU harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain: 
  - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU; 
  - agenda RUPSU; 
  - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSU; 
  - Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSU; dan 
  - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU. 
 e. RUPSU dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-

bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSU. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang 
diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk 
Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU, dan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta 
diadakannya RUPSU tersebut harus mempersiapkan acara RUPSU dan bahan-bahan RUPSU serta menunjuk Notaris yang harus 
membuat berita acara RUPSU. 

 f. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki KTUR dan 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal 
penyelenggaraan RUPSU. 

 g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan 
dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah  

 h. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat. 
 i. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan 

Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan 
ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. 

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh 
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik 
Indonesia). 

 k. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dipindahbukukan 
sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU, yang dibuktikan 
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk 
Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja 
setelah tanggal pelaksanaan RUPSU. 

 l.  Sebelum pelaksanaan  RUPSU, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya kepada 
Wali Amanat. 

 m. Pada saat pelaksanaan RUPSU :  
- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi 

Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan 
- Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU wajib membuat surat 

pernyataan mengenai Sukuk Mudharabah yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi 
dengan Perseroan. 

 n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 
Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPSU serta 
semua biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk 
penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat. 

 o. Atas penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara RUPSU yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan 
mengikat Pemegang Sukuk Mudharabah, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal 
diselenggarakannya RUPSU. 

 

1.5.  Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam 
butir 1.1 diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 a. Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk 

Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling 
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU dengan memperhatikan butir 
1.1 huruf i diatas. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU 
kedua.  

(iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga 
per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah 
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam 
RUPSU, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU 
ketiga.  

(v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga 
per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah 
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam 
RUPSU, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas. 

 b. Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan 
sebagai berikut:  

(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk 
Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling 
sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU dengan memperhatikan butir 1.1 
huruf i diatas. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU 
kedua.  

(iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua 
per tiga) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU, dengan 
memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas. 

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU 
ketiga.  

(v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua 
per tiga) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU dengan 
memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas. 

 c. Bila RUPSU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan 
keputusan sebagai berikut:  
(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah 

yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 
(satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas. 

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU 
kedua. 

(iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu 
per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU, dengan 
memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.  

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU 
ketiga.  

(v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu 
per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU dengan 
memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.  

1.6.  RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan 
kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: 

 a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang 
masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas. 

 b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua. 
 c. RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU, dengan 
memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas.  

 d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga. 
 e. RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
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berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas. 
1.7.  Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk Mudharabah harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang 

diambil oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU. 
1.8.  Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian 

disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2 Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.9.  Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka 
peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 

 
PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  
1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan 

Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan 
Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian 
Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSU dan perubahan dan/atau penambahan 
tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam 
peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak 
perwaliamanatan. 

 
PEMBERITAHUAN 

 
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dianggap telah dilakukan 
dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan 
bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak 
yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung 
dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.  
 
Perseroan : 
Nama     : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
Alamat Kantor Pusat   : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220 
Telepon     : (021) 8082 5288 
Faksimili    : (021) 8082 5258 
Untuk perhatian    : Direktur Keuangan 
 
Wali Amanat :  
Nama     : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Alamat     : Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 
Telepon     : (021) 5268216, 5245161 
Faksimili     : (021) 5268201 
Untuk perhatian    : International Banking & Financial Institutions Group 

: 
Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan 
kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.  
 
HUKUM YANG BERLAKU 

 
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara 
Republik Indonesia. 
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berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan butir 1.1 huruf i diatas. 
1.7.  Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk Mudharabah harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang 

diambil oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU. 
1.8.  Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian 

disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2 Perjanjian Perwaliamanatan. 

1.9.  Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka 
peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 

 
PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
  
1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan 

Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan 
Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian 
Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSU dan perubahan dan/atau penambahan 
tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam 
peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak 
perwaliamanatan. 

 
PEMBERITAHUAN 

 
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dianggap telah dilakukan 
dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan 
bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak 
yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung 
dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.  
 
Perseroan : 
Nama     : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
Alamat Kantor Pusat   : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220 
Telepon     : (021) 8082 5288 
Faksimili    : (021) 8082 5258 
Untuk perhatian    : Direktur Keuangan 
 
Wali Amanat :  
Nama     : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Alamat     : Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 
Telepon     : (021) 5268216, 5245161 
Faksimili     : (021) 5268201 
Untuk perhatian    : International Banking & Financial Institutions Group 

: 
Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan 
kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.  
 
HUKUM YANG BERLAKU 

 
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara 
Republik Indonesia. 
 

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM GREEN 
BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk 
pembiayaan maupun pembiayaan kembali kegiatan proyek-proyek infrastruktur dalam kategori KUBL, yaitu proyek-proyek infrastruktur 
untuk energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan 
lahan yang berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 60.  
 

Perseroan meyakini dapat menerbitkan Green Bond dengan jumlah pokok minimum sebesar Rp355 miliar dan Perseroan tidak menghadapi 
risiko yang material jika penerbitan Green Bond tidak mencapai Rp 1 triliun karena Perseroan memiliki modal yang cukup untuk membiayai 
KUBL dari dana internal dan sumber pendanaan lainnya. 
 
Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Green Bond akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek. 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan 
untuk : 
- Sekitar 89% (delapan puluh sembilan persen) untuk penyaluran pembiayaan Syariah melalui Unit Usaha Syariah Perseroan; 
- Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk Investasi Syariah oleh Perseroan; serta 
- Sekitar 1% (satu persen) untuk kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek oleh Perseroan 
sesuai prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No.18/POJK.04/2015 dan POJK No.3/POJK.04/2018. 
 
Unit Usaha Syariah Perseroan adalah bagian dari Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan Surat No.S-
372/NB.223/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal: Persetujuan dan Pencatatan Unit Usaha Syariah dan Pelaksanaan Kegiatan Lain Terkait 
Dengan Pembiayaan Infrastruktur Oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Perseroan). 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No.9, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,249%  
dari nilai emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang meliputi : 
a. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah sekitar 0,030%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan 

(management fee) 0,020%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,005%, dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,005%; 
b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,104% yang terdiri dari : biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,057%, Akuntan Publik 

sekitar 0,041% dan Notaris sekitar 0,006%; 
c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,033% yang terdiri dari : biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,013% dan Perusahaan 

Pemeringkat Efek sekitar 0,020%; 
d. Biaya Ahli Lingkungan sekitar 0,015%; 
e. Biaya Ahli Syariah sekitar 0,006% 
f. Biaya lain-lain (BEI, KSEI, Auditor Penjatahan, Percetakan, dan lain-lain) sekitar 0,061%. 
 
Apabila dana hasil Penawaran Umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara 
dana hasil Penawaran Umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan 
dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang. 

Pengelolaan dana hasil Penawaran Umum Green Bond Perseroan akan dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat 
catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 60. 

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah ini sampai 
dengan seluruh dana telah direalisasikan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada 
OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No.30.   

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah ini sebagaimana 
dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Green 
Bond dan Sukuk Mudharabah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan 
RUPSU, dan memperoleh persetujuan dari RUPO dan RUPSU. 

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana Green Bond, perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan 
pada KUBL sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 60.  

Penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan OJK No. 18 dan Peraturan OJK No. 3. 

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 dan seluruhnya telah habis digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana obligasi tersebut serta 
telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30 dengan surat No. 372/SMI/DU/0418 tanggal 10 April 2018 perihal 
Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II 
Tahun 2017 untuk Periode sampai dengan Maret 2018. 
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III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIAYAI DENGAN DANA GREEN 
BOND 

 
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan 
untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun 
Kerangka Kerja Green Bond (Green Bond Framework) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek 
(project selection) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond.  
 

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Green Bond Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 
Hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang memiliki manfaat lingkungan yang 
jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan untuk melindungi, melestarikan, 
dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi syarat dan tidak 
memenuhi syarat. Terdapat 6 (enam) kategori proyek yang dapat memenuhi tujuan untuk melindungi, melestarikan, dan/atau 
meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan yaitu: 
1. Energi terbarukan; 
2. Efisiensi energi; 
3. Pencegahan dan pengendalian polusi; 
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; 
5. Transportasi ramah lingkungan; dan 
6. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. 
Perseroan telah mengecualikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mengambil sikap konservatif terhadap pembangkit listrik 
bertenaga hidro (mengecualikan pembangkit listrik > 10 MW) dan biofuel (bahan bakar hayati) dari bahan baku berbasis hutan. 
 

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek 
Proyek-proyek yang diusulkan dalam kerangka kerja ini akan dievaluasi kelayakan finansial serta dampak lingkungan dan sosialnya; 
seluruh proyek baru diseleksi sesuai dengan kriteria Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguard/ESS) 
Perseroan, serta kriteria kelayakan dan pengecualian. Perseroan melakukan uji tuntas, peninjauan persetujuan proyek, dan 
pemantauan teknis pengelolaan risiko lingkungan dan sosial selama siklus proyek. 
  

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum 
Hasil Penawaran Umum akan dikelola oleh Divisi Keuangan dan akan dialokasikan setelah mendapat rekomendasi dari Divisi 
Pembiayaan dan Investasi dan Divisi Pembiayaan Berkelanjutan. Divisi Keuangan akan mencatat alokasi hasil penjualan dalam sistem 
manajemen internalnya, mencatat uraian singkat tentang proyek, lokasi di mana proyek tersebut berada, dan bagian atau porsi  hasil 
Penawaran Umum yang dialokasikan untuk proyek. 
 

Seluruh dana dari hasil Penawaran Umum Green Bond akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memenuhi syarat. Hasil 
Penawaran Umum tersebut dapat digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang memenuhi syarat; 
Perseroan akan melaporkan estimasi presentase alokasi pembiayaan dan pembiayaan kembali, dan mengklarifikasi proyek-proyek 
yang memenuhi syarat yang dapat dibiayai kembali. 
  

4. Pelaporan 
Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 30, Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Hasil 
Penawaran (“LRPD”) secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Sesuai dengan 
Peraturan OJK No.60, Perseroan akan menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL. Laporan tersebut akan dilampirkan dalam Laporan 
Tahunan Perseroan. 
 

Sebagai tambahan, Kerangka Kerja telah mengatur Perseroan untuk menyusun laporan tahunan atas penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum yang sekurangnya akan mencakup hal-hal berikut: 
-          Daftar proyek yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum, 
-          Penjelasan singkat tentang proyek, 
-          Jumlah nilai komitmen, 
-          Jumlah nilai hasil Penawaran Umum yang dialokasikan untuk proyek, dan 
-          Dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek (jika relevan dan potensial). 
Laporan ini akan ditinjau oleh tim senior yang terdiri dari Divisi Pembiayaan dan Investasi, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan, Divisi 
Pengembangan Korporasi dan Manajemen Inisiatif, serta Divisi Hukum dan Divisi Keuangan, dan akan tersedia di situs web. 

  
5. Kepatuhan 

Untuk memastikan kepatuhan, Perseroan akan menunjuk auditor eksternal/ahli lingkungan setiap tahunnya untuk melakukan reviu 
dan memberikan keyakinan atas kredibilitas proyek terhadap lingkungan, alokasi hasil bersih dan penyelarasan dengan kerangka 
kerja green bond. Laporan audit akan dilampirkan pada laporan tahunan dan dipublikasikan. 
 

Jenis KUBL 
KUBL yang akan menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond adalah pembiayaan ataupun pembiayaan kembali 
proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat, termasuk proyek-proyek baru ataupun yang sudah ada dan memiliki manfaat lingkungan 
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III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIAYAI DENGAN DANA GREEN 
BOND 

 
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan 
untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun 
Kerangka Kerja Green Bond (Green Bond Framework) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek 
(project selection) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond.  
 

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Green Bond Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 
Hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang memiliki manfaat lingkungan yang 
jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan untuk melindungi, melestarikan, 
dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi syarat dan tidak 
memenuhi syarat. Terdapat 6 (enam) kategori proyek yang dapat memenuhi tujuan untuk melindungi, melestarikan, dan/atau 
meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan yaitu: 
1. Energi terbarukan; 
2. Efisiensi energi; 
3. Pencegahan dan pengendalian polusi; 
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; 
5. Transportasi ramah lingkungan; dan 
6. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. 
Perseroan telah mengecualikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mengambil sikap konservatif terhadap pembangkit listrik 
bertenaga hidro (mengecualikan pembangkit listrik > 10 MW) dan biofuel (bahan bakar hayati) dari bahan baku berbasis hutan. 
 

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek 
Proyek-proyek yang diusulkan dalam kerangka kerja ini akan dievaluasi kelayakan finansial serta dampak lingkungan dan sosialnya; 
seluruh proyek baru diseleksi sesuai dengan kriteria Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguard/ESS) 
Perseroan, serta kriteria kelayakan dan pengecualian. Perseroan melakukan uji tuntas, peninjauan persetujuan proyek, dan 
pemantauan teknis pengelolaan risiko lingkungan dan sosial selama siklus proyek. 
  

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum 
Hasil Penawaran Umum akan dikelola oleh Divisi Keuangan dan akan dialokasikan setelah mendapat rekomendasi dari Divisi 
Pembiayaan dan Investasi dan Divisi Pembiayaan Berkelanjutan. Divisi Keuangan akan mencatat alokasi hasil penjualan dalam sistem 
manajemen internalnya, mencatat uraian singkat tentang proyek, lokasi di mana proyek tersebut berada, dan bagian atau porsi  hasil 
Penawaran Umum yang dialokasikan untuk proyek. 
 

Seluruh dana dari hasil Penawaran Umum Green Bond akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memenuhi syarat. Hasil 
Penawaran Umum tersebut dapat digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang memenuhi syarat; 
Perseroan akan melaporkan estimasi presentase alokasi pembiayaan dan pembiayaan kembali, dan mengklarifikasi proyek-proyek 
yang memenuhi syarat yang dapat dibiayai kembali. 
  

4. Pelaporan 
Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 30, Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Hasil 
Penawaran (“LRPD”) secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Sesuai dengan 
Peraturan OJK No.60, Perseroan akan menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL. Laporan tersebut akan dilampirkan dalam Laporan 
Tahunan Perseroan. 
 

Sebagai tambahan, Kerangka Kerja telah mengatur Perseroan untuk menyusun laporan tahunan atas penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum yang sekurangnya akan mencakup hal-hal berikut: 
-          Daftar proyek yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum, 
-          Penjelasan singkat tentang proyek, 
-          Jumlah nilai komitmen, 
-          Jumlah nilai hasil Penawaran Umum yang dialokasikan untuk proyek, dan 
-          Dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek (jika relevan dan potensial). 
Laporan ini akan ditinjau oleh tim senior yang terdiri dari Divisi Pembiayaan dan Investasi, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan, Divisi 
Pengembangan Korporasi dan Manajemen Inisiatif, serta Divisi Hukum dan Divisi Keuangan, dan akan tersedia di situs web. 

  
5. Kepatuhan 

Untuk memastikan kepatuhan, Perseroan akan menunjuk auditor eksternal/ahli lingkungan setiap tahunnya untuk melakukan reviu 
dan memberikan keyakinan atas kredibilitas proyek terhadap lingkungan, alokasi hasil bersih dan penyelarasan dengan kerangka 
kerja green bond. Laporan audit akan dilampirkan pada laporan tahunan dan dipublikasikan. 
 

Jenis KUBL 
KUBL yang akan menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond adalah pembiayaan ataupun pembiayaan kembali 
proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat, termasuk proyek-proyek baru ataupun yang sudah ada dan memiliki manfaat lingkungan 

yang jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan rendah karbon dan ramah iklim, dan bertujuan untuk melestarikan, menjaga, dan / atau 
meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. 
 
Sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur, Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2009 tentang 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dimana didalamnya terdapat daftar obyek pembiayaan infrastruktur yang meliputi: 
a) infrastruktur  transportasi,  meliputi  pelabuhan  laut,  sungai  atau  danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api; 
b) infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;  
c) infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku 
d) infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan   transmisi,   jaringan   distribusi,   instalasi   pengolahan air 

minum; 
e) infrastruktur  air  limbah,  meliputi  instalasi  pengolah  air  limbah,  jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan 

yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;  
f) infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; 
g) infrastruktur   ketenagalistrikan,   meliputi   pembangkit,   transmisi   atau distribusi tenaga listrik; 
h) infrastruktur    minyak    dan    gas    bumi,    meliputi    pengolahan,    penyimpanan,  pengangkutan,  transmisi,  atau  distribusi  minyak  

dan gas bumi; dan/atau 
i) infrastruktur lain atas persetujuan Menteri.  
 
Selain itu, Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 30 April 2015 terkait penambahan obyek pembiayaan 
infrastruktur yang meliputi: 
a) infrastruktur  sosial meliputi infrastruktur perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, 

infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pemasyarakatan, 
b) Perluasan infrastruktur ketenagalistrikan sehingga meliputi efisiensi energi, 
c) Pembiayaan untuk rolling stock kereta api (lokomotif, gerbong serta boogey, dan pendukung lainnya). 
 
Pada tanggal 20 April 2016, Perseroan juga telah mendapat persetujuan atas pembentukan Unit Usaha Syariah sehingga dapat 
memberikan pembiayaan infrastruktur dengan skema Syariah. 
 
Perseroan telah menganalisa KUBL yang memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang 
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan perluasan obyek pembiayaan infrastruktur tersebut di atas untuk masuk ke dalam Kerangka 
Kerja Green Bond. Proyek yang memenuhi syarat untuk dapat didanai Green Bond meliputi proyek yang berada di sektor: 
1. Energi terbarukan; 
2. Efisiensi energi; 
3. Pencegahan dan pengendalian polusi; 
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; 
5. Transportasi ramah lingkungan; dan 
6. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. 
 
Adapun evaluasi dan pemilihan proyek harus melewati proses penilaian internal terhadap dampak lingkungan dan sosial yang telah sesuai 
dengan standar yang diterapkan di lembaga keuangan internasional. 
 
Sasaran Kelestarian Lingkungan 
Perseroan berkomitmen untuk berpartisipasi mendukung pencapaian berbagai rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana 
diformulasikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Partisipasi 
tersebut dituangkan lewat dukungan pembiayaan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dapat 
berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Proyek-proyek infrastruktur tersebut diantaranya terdiri atas proyek di bidang energi terbarukan, 
transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Selain proyek-proyek 
infrastruktur pada tiga sektor tersebut yang telah mendapatkan pembiayaan dari Perseroan, diharapkan bahwa Perseroan juga dapat 
membiayai proyek dari sektor-sektor lain yang termasuk dalam jenis KUBL seperti proyek efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian 
polusi yang berkelanjutan, serta pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. Lewat dukungan yang diberikan terhadap terlaksananya 
proyek-proyek tersebut, Perseroan secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap tercapainya beberapa tujuan dalam SDGs seperti 
“Energi Bersih dan Terjangkau” serta “Penanganan Perubahan Iklim” serta sekaligus pula mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Pelaporan 
Perseroan akan menerbitkan laporan hasil penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan, setiap 1 (satu) tahun dan setiap 
terjadinya perubahan material pada KUBL. Untuk memberikan transparansi, laporan akan diaudit oleh Ahli Lingkungan yang ditunjuk 
Perseroan.  
 
Proses dan Metode Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Risiko Sosial 
Untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial, Perseroan telah menetapkan dan menjalankan dua buah pedoman 
yaitu: 
1. Pedoman Environmental & Social Management System (ESMS) Proyek; dan 
2. Pedoman Environmental & Social Safeguards (ESS) Proyek Multilateral. 
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Kedua pedoman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mengidentifikasi risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang 
akan dibiayai oleh Perseroan serta tindakan mitigasi yang diperlukan untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko dan/atau dampak 
tersebut. Pedoman Environmental & Social Management System (ESMS) Proyek digunakan untuk menilai proyek yang akan dibiayai 
dengan menggunakan dana dari Perseroan sementara Pedoman Environmental & Social Safeguards (ESS) Proyek Multilateral digunakan 
untuk menilai proyek yang akan dibiayai dengan menggunakan dana dari Lembaga Keuangan Multilateral lewat Perseroan. Namun 
demikian, pada dasarnya kedua pedoman tersebut menjalankan tahapan yang kurang-lebih sama yang secara umum dijabarkan sebagai 
berikut (flowchart yang lebih detail ditampilkan pada gambar di bawah): 
1. Perseroan (lewat divisi yang bertanggung jawab) akan melihat bilamana proyek yang akan dibiayai masuk dalam daftar pengecualian 

(daftar proyek yang diantaranya memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan). 
2. Perseroan (lewat divisi yang bertanggung jawab) akan melakukan kajian untuk mengidentifikasi risiko dan/atau dampak lingkungan 

dan sosial dari proyek. Kajian ini dapat dilakukan dengan kajian dokumen primer dan/atau sekunder serta dapat didukung dengan 
pelaksanaan kunjungan lapangan. Kajian ini akan dituangkan dalam sebuah laporan Environmental and Social Due Diligence (ESDD). 
Dalam laporan ini akan dijabarkan risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial dari proyek, kesenjangan atas apa yang telah 
dilaksanakan oleh proyek, serta tindakan perbaikan (Corrective Action Plan/CAP) yang perlu dilakukan oleh proyek. 

3. Perseroan (lewat divisi yang bertanggung jawab) akan mengkomunikasikan CAP yang telah diidentifikasi kepada calon debitur untuk 
memperoleh komitmen dari calon debitur mengenai pelaksanaan CAP tersebut. 

4. Divisi yang bertanggung jawab dalam Perseroan akan menyerahkan hasil laporan ESDD (yang juga berisi CAP) beserta update dari 
komitmen calon debitur berkenaan dengan pelaksanaan CAP kepada Komite Pembiayaan. 
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Pendapat Ahli Lingkungan  
 
Pendapat Ahli Lingkungan diberikan oleh Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (“CICERO”) tanggal 24 April 
2018. CICERO adalah lembaga riset independen yang menyiapkan pendapat atas kerangka kerja Perseroan dan pedoman untuk penilaian 
dan pemilihan proyek yang layak terhadap investasi Green Bond, dan menilai kekuatan kerangka kerja dalam memenuhi tujuan Perseroan 
terkait lingkungan. Pendapat ini didasarkan pada dokumentasi atas aturan-aturan dan kerangka kerja yang disiapkan oleh Perseroan dan 
informasi yang didapat selama pertemuan, telekonferensi dan korespondensi melalui surat elektronik dengan Perseroan.  
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Kedua pedoman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mengidentifikasi risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang 
akan dibiayai oleh Perseroan serta tindakan mitigasi yang diperlukan untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko dan/atau dampak 
tersebut. Pedoman Environmental & Social Management System (ESMS) Proyek digunakan untuk menilai proyek yang akan dibiayai 
dengan menggunakan dana dari Perseroan sementara Pedoman Environmental & Social Safeguards (ESS) Proyek Multilateral digunakan 
untuk menilai proyek yang akan dibiayai dengan menggunakan dana dari Lembaga Keuangan Multilateral lewat Perseroan. Namun 
demikian, pada dasarnya kedua pedoman tersebut menjalankan tahapan yang kurang-lebih sama yang secara umum dijabarkan sebagai 
berikut (flowchart yang lebih detail ditampilkan pada gambar di bawah): 
1. Perseroan (lewat divisi yang bertanggung jawab) akan melihat bilamana proyek yang akan dibiayai masuk dalam daftar pengecualian 

(daftar proyek yang diantaranya memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan). 
2. Perseroan (lewat divisi yang bertanggung jawab) akan melakukan kajian untuk mengidentifikasi risiko dan/atau dampak lingkungan 

dan sosial dari proyek. Kajian ini dapat dilakukan dengan kajian dokumen primer dan/atau sekunder serta dapat didukung dengan 
pelaksanaan kunjungan lapangan. Kajian ini akan dituangkan dalam sebuah laporan Environmental and Social Due Diligence (ESDD). 
Dalam laporan ini akan dijabarkan risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial dari proyek, kesenjangan atas apa yang telah 
dilaksanakan oleh proyek, serta tindakan perbaikan (Corrective Action Plan/CAP) yang perlu dilakukan oleh proyek. 

3. Perseroan (lewat divisi yang bertanggung jawab) akan mengkomunikasikan CAP yang telah diidentifikasi kepada calon debitur untuk 
memperoleh komitmen dari calon debitur mengenai pelaksanaan CAP tersebut. 

4. Divisi yang bertanggung jawab dalam Perseroan akan menyerahkan hasil laporan ESDD (yang juga berisi CAP) beserta update dari 
komitmen calon debitur berkenaan dengan pelaksanaan CAP kepada Komite Pembiayaan. 
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Pendapat Ahli Lingkungan  
 
Pendapat Ahli Lingkungan diberikan oleh Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (“CICERO”) tanggal 24 April 
2018. CICERO adalah lembaga riset independen yang menyiapkan pendapat atas kerangka kerja Perseroan dan pedoman untuk penilaian 
dan pemilihan proyek yang layak terhadap investasi Green Bond, dan menilai kekuatan kerangka kerja dalam memenuhi tujuan Perseroan 
terkait lingkungan. Pendapat ini didasarkan pada dokumentasi atas aturan-aturan dan kerangka kerja yang disiapkan oleh Perseroan dan 
informasi yang didapat selama pertemuan, telekonferensi dan korespondensi melalui surat elektronik dengan Perseroan.  

CICERO adalah lembaga penelitian iklim internasional terkemuka di Norwegia yang melakukan penelitian iklim interdisipliner. CICERO 
berkolaborasi dengan para peneliti terbaik dari seluruh dunia dan telah mempublikasikan berbagai jurnal, laporan, buku dan majalah yang 
diakui secara internasional. CICERO secara internasional diakui sebagai penyedia opini independen yang terkemuka terhadap penerbitan 
Green Bond, sejak terbentuknya pasar Green Bond pada tahun 2008. CICERO menerima Penghargaan Green Bond dari Climate Bonds 
Initiative sebagai penyedia second opinion terbaik pada tahun 2016 dan dari Environmental Finance sebagai penyedia ulasan eksternal 
terbaik (2017). CICERO juga menjadi penyedia second opinion terhadap penerbitan Green Bond / Green Sukuk yang telah diterbitkan oleh 
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Pendapat CICERO diklasifikasikan dengan bentuk shading berwarna hijau tua, hijau sedang atau hijau muda, merefleksikan ambisi atas 
iklim dan lingkungan terhadap obligasi dan kekuatan struktur Kerangka Kerja Green Bond. Metode pewarnaan juga bertujuan untuk 
menyediakan transparansi pada investor saat membandingkan Kerangka Kerja Green Bond terhadap risiko iklim. Proyek hijau tua memiliki 
risiko iklim yang lebih rendah dibandingkan proyek hijau muda. 
 
Uraian mengenai penilaian pewarnaan CICERO: 
• Hijau Tua (Dark Green) untuk proyek-proyek dan solusi jangka panjang untuk masa depan yang rendah karbon dan mendukung 

ketahanan iklim. Biasanya, akan dibutuhkan solusi tanpa emisi dan struktur tata kelola yang mengintegrasikan kepedulian lingkungan 
ke dalam seluruh kegiatan. 

• Hijau Sedang (Medium Green) untuk proyek-proyek dan solusi visi jangka panjang, tetapi belum memadai untuk mencapainya. 
• Hijau Muda (Light Green) untuk proyek-proyek dan solusi yang ramah lingkungan, tetapi tidak merupakan bagian dari visi jangka 

panjang (misalnya efisiensi energi berbasis fosil). 
• Coklat (Brown) untuk proyek-proyek yang tidak relevan atau bertentangan dengan visi jangka panjang masa depan yang rendah karbon 

dan mendukung ketahanan iklim. 
 
Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan  
 
Kerangka Kerja Green Bond Perseroan menyajikan pendekatan ‘pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing)’ yang terstruktur 
dan kuat terhadap “kegiatan-kegiatan bisnis yang melindungi dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.” Kategori-kategori 
proyek yang memenuhi syarat berdasarkan kerangka kerja ini akan mendorong Pemerintah Indonesia mencapai target mitigasi dan 
adaptasi. Kerangka kerja ini telah disusun mengikuti POJK 60/2017. 
 
Ulasan singkat tentang Kerangka Kerja Green Bond Perseroan sebagai berikut: 
 
1. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum 

Berdasarkan kerangka kerja ini, hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang 
“memiliki manfaat lingkungan yang jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan 
untuk melindungi, melestarikan, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan.” Perseroan telah menetapkan kriteria proyek 
yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. 
  
Terdapat 6 (enam) kategori proyek yang dapat memenuhi tujuan untuk melindungi, melestarikan, dan/atau meningkatkan kualitas dan 
fungsi lingkungan yaitu: 
1. Energi terbarukan; 
2. Efisiensi energi; 
3. Pencegahan dan pengendalian polusi; 
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; 
5. Transportasi ramah lingkungan; dan 
6. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. 
Perseroan telah mengecualikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mengambil sikap konservatif terhadap pembangkit listrik 
bertenaga hidro (mengecualikan pembangkit listrik > 10 MW) dan biofuel (bahan bakar hayati) dari bahan baku berbasis hutan. Namun 
kerangka kerja ini tidak mengecualikan proyek-proyek yang menggunakan bahan bakar fosil seperti transportasi. 
 
Perseroan telah mengidentifikasi 7 (tujuh) proyek yang ada dalam portofolio dan memenuhi syarat tersebut di atas untuk dibiayai 
kembali. Ketujuh proyek yang diusulkan untuk pembiayaan kembali mencakup lima proyek mitigasi dan dua proyek adaptasi. Dari 
proyek-proyek mitigasi, tiga diantaranya adalah proyek transportasi masal ramah lingkungan dalam bentuk Light Rail Transit, dan dua 
proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro. Sedangkan dua proyek adaptasi adalah proyek pengelolaan air bersih dan proyek irigasi. 
Perseroan tidak akan mengusulkan proyek-proyek tambahan untuk pembiayaan kembali berdasarkan kerangka kerja ini dan akan 
fokus pada proyek-proyek baru ke depannya. 

 
2. Evaluasi dan seleksi proyek 

Proyek-proyek yang diusulkan dalam kerangka kerja ini akan dievaluasi kelayakan finansial serta dampak lingkungan dan sosialnya; 
seluruh proyek baru diseleksi sesuai dengan kriteria ESMS Perseroan, serta kriteria kelayakan dan pengecualian. Perseroan 
melakukan uji tuntas, peninjauan persetujuan proyek, dan pemantauan teknis pengelolaan risiko lingkungan dan sosial selama siklus 
proyek.  
Proses yang diuraikan dalam kerangka kerja terkait pemilihan proyek adalah sebagai berikut: 
1. Unit Bisnis menyiapkan daftar proyek dalam portofolio dan potensi proyek dalam pipeline.  
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2. Divisi Pengembangan Korporasi dan Manajemen Inisiatif mengidentifikasi proyek yang memenuhi kriteria berwawasan 
lingkungan dan pengecualian. 

3. Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi memeriksa kepatuhan terhadap kerangka ESS. Apabila terdapat potensi 
dampak lingkungan, Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dapat meminta konsultan lingkungan ataupun 
lembaga pembangunan multilateral untuk memberikan dukungan dan keahlian. 

4. Daftar akhir disetujui berdasarkan mufakat oleh komite yang terdiri dari Manajer Senior dari Divisi Pengembangan Korporasi dan 
Manajemen Inisiatif, Divisi Pembiayaan dan Investasi, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan, Divisi Hukum dan Divisi Keuangan 
untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dipilih sesuai dengan POJK 60/2017 dan kerangka kerja Green Bond.  

 
3. Pengelolaan dana hasil Penawaran Umum 

Hasil Penawaran Umum akan dikelola oleh Divisi Keuangan dan dialokasikan setelah mendapat rekomendasi dari Divisi Pembiayaan 
dan Investasi dan Divisi Pembiayaan Berkelanjutan. Divisi Keuangan akan mencatat alokasi hasil penjualan dalam sistem manajemen 
internalnya, mencatat uraian singkat tentang proyek, lokasi di mana proyek tersebut berada, dan bagian atau porsi hasil Penawaran 
Umum yang dialokasikan untuk proyek. 
 
Perseroan menyatakan bahwa 100% (seratus persen) dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek 
yang memenuhi syarat. Hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang 
memenuhi syarat Perseroan akan melaporkan estimasi persentase alokasi pembiayaan dan pembiayaan kembali, dan mengklarifikasi 
proyek-proyek yang memenuhi syarat yang dapat dibiayai kembali. Kerangka kerja ini memungkinkan tenggang waktu dua tahun 
untuk proyek-proyek yang dibiayai kembali. 
 
Divisi Keuangan dan divisi-divisi pendukung lainnya akan bertanggung jawab atas proses penerbitan dan pengelolaan hasil penjualan. 
Unit Bisnis (Divisi Pembiayaan dan Investasi dan Divisi Pembiayaan Berkelanjutan) akan memastikan bahwa hasil penerbitan 
digunakan sesuai dengan kerangka. 
 
Alokasi yang tertunda, hasil bersih dari penerbitan surat hutang dapat diinvestasikan dalam bentuk tunai, setara dengan tunai dan/atau 
surat berharga, sesuai dengan kebijakan pengeolaan dana Perseroan. Perseroan telah menginformasikan bahwa dana akan 
sepenuhnya dialokasikan dalam satu tahun. Sesuai dengan peraturan Green Bond OJK Indonesia, jika laporan dampak tahunan yang 
diaudit menunjukkan bahwa Green Bond telah gagal memenuhi dampak yang dijanjikan, pemegang Green Bond dapat meminta 
penerbit untuk a.) Membeli kembali Green Bond; dan/atau b.) memberikan kompensasi dalam bentuk kenaikan kupon pada Green 
Bond. 
 

4. Pelaporan 
Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan akan mempublikasikan laporan tahunan atas portofolio, yang akan tersedia di situs web, 
selama masih ada Green Bond yang masih beredar dan diterbitkan berdasarkan kerangka kerja. Laporan ini akan ditinjau oleh tim 
tingkat senior yang terdiri dari Divisi Pembiayaan dan Investasi, Divisi Pembiayaan Berkelanjutan, Divisi Pengembangan Korporasi 
dan Manajemen Inisiaitf, serta Divisi Hukum dan Divisi Keuangan. Laporan tersebut sekurangnya akan mencakup hal-hal berikut: 
a. Daftar proyek untuk mana hasil penjualan Green Bond telah dialokasikan, 
b. Penjelasan singkat tentang proyek, 
c. Jumlah total nilai yang ditandatangani, 
d. Total nilai hasil penjualan yang dialokasikan untuk proyek, dan 
e. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek (jika relevan dan potensial). 
Peraturan OJK mewajibkan perhitungan dan pelaporan dampak manfaat proyek bagi lingkungan. Dengan demikian, Perseroan tengah 
membangun kapasitas internal untuk mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca untuk proyek-proyek, dan akan mencakup 
pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai metrik pelaporan dampak untuk proyek transportasi yang bersih, efisiensi energi, dan 
energi terbarukan. Perseroan telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan membangun kapasitas untuk mengukur dan melaporkan 
metrik-metrik dampak, seperti untuk proyek air dan limbah, seperti yang diminta oleh investor. 
 
Untuk memastikan kepatuhan, Perseroan akan menunjuk auditor eksternal/pakar lingkungan setiap tahunnya untuk memberikan 
keyakinan atas kredibilitas proyek terhadap lingkungan, alokasi hasil bersih dan penyelarasan dengan kerangka kerja Green Bond. 
Laporan audit akan dilampirkan pada laporan tahunan dan dipublikasikan. 
 
Perseroan akan membuat halaman di situs publik-nya untuk memberikan: 
a. Informasi utama tentang program dan kerangka kerja Green Bond, termasuk kriteria pemilihan proyek; 
b. Second Opinion yang bersifat independen dari kerangka kerja Green Bond dan proyek-proyek yang dipilih; 
c. Pemantauan kepatuhan terhadap tata kelola, aspek-aspek lingkungan dan sosial, serta setiap dokumentasi penilaian risiko dan 

upaya perlindungan. 
Hasil Penilaian 
 
Berdasarkan penilaian keseluruhan kebijakan tata kelola, kriteria seleksi dan evaluasi, dan prosedur pelaporan, kerangka kerja Green Bond 
Perseroan mendapat penilaian Medium Green (Hijau Sedang). Kerangka kerja ini akan memberikan pembiayaan untuk pelaksanaan 
infrastruktur rendah emisi yang penting dalam sektor energi dan transportasi, serta solusi bagi tantangan pengelolaan limbah dan air. 
Berbagai proyek ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang beremisi rendah dan ketahanan iklim, serta berpartisipasi bagi 
Kontribusi Nasional yang Ditentukan Pemerintah Indonesia  dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disusun 
oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). 
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Hasil Penilaian 
 
Berdasarkan penilaian keseluruhan kebijakan tata kelola, kriteria seleksi dan evaluasi, dan prosedur pelaporan, kerangka kerja Green Bond 
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Adapun uraian penilaian terhadap kategori proyek yang memenuhi syarat dalam kerangka kerja Green Bond adalah sebagai berikut: 
 

Kategori Jenis Proyek  
yang memenuhi syarat 

Penilaian  
CICERO 

Energi Terbarukan • Pembangkit dan transmisi energi dari 
sumber-sumber energi terbarukan, terrmasuk 
angin darat dan angin lepas pantai, matahari, 
ombak pasang surut, pembangkit listrik 
tenaga air di bawah 10 MW, dan panas bumi,  

• Penelitan dan Pengembangan (R&D) produk 
dan teknologi untuk pembangkit energi 
terbarukan, termasuk turbin dan panel surya. 

Hijau Tua 
• Dengan mengecualikan biomasa, penerbit 

memastikan bahwa proyek yang melibatkan kayu 
tidak akan dibiayai dalam kerangka kerja ini. 

• Energi panas bumi merupakan bagian dari solusi 
2050; Lembaga penerbit telah memberitahu kami 
bahwa upaya perlindungan untuk emisi dari panas 
bumi tengah disusun dengan dukungan teknis dari 
institusi bilateral/multilateral yang memiliki reputasi. 

• Proyek-proyek energi terbarukan dapat memiliki 
dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. 
 

Efisiensi Energi • Peningkatan efisiensi energi infrastruktur, 
yang menghasilkan konsumsi energi minimal 
10% di bawah konsumsi energi nasional rata-
rata dari infrastruktur setara. 

• Penelitian dan pengembangan produk atau 
teknologi dan penerapannya yang 
mengurangi konsumsi energi termasuk lampu 
LED, penyempurnaan chiller, perbaikan 
teknologi penerangan, pemanasan distrik dan 
smart grids 
 

Hijau Tua 
• Kenaikan efisiensi terkadang menyebabkan efek 

rebound (pantulan); perhatikan untuk mengurangi 
efek ini. 

• Hanya pengeluaran yang terkait langsung 
(misalnya pemasangan lampu LED) yang 
memenuhi syarat untuk pembiayaan. 

 

Pengelolaan dan 
pencegahan 
polusi 
 

Pengelolaan polusi tanah dan limbah: 
• Pengolahan limbah dekontaminasi 
• Pencegahan limbah 
• Aktivitas konversi limbah ke energi 

Hijau Sedang ke Tua 
Pembakaran dengan pemulihan energi adalah pilihan 
yang ramah iklim dan lingkungan untuk mengalihkan 
limbah dari tempat pembuangan sampah. Namun, 
membakar plastik dan materi lain dapat melepaskan 
emisi racun dan kontaminan ke udara sekitar. Penilaian 
‘hijau tua’ harus dipasangkan dengan program daur 
ulang yang ambisius. 
 

Pengelolaan sumber 
daya alam hayati dan 
penggunaan lahan 
berkelanjutan 

Irigasi Hijau Sedang 
Proyek irigasi dapat menarik banyak suplai air segar, 
sehingga mengancam sumber air minum and merusak 
ekosistem. Langkah-langkah adaptasi untuk menilai dan 
melindungi sistem dan ketersediaan air yang dapat 
diminum harus diinformasikan. 
 

Transportasi ramah 
lingkungan 

• Mengembangkan sistem transportasi yang 
bersih (transportasi listrik, kendraan hibrida, 
kereta api ringan, angkutan cepat terpadu) 

• Peningkatan jaringan transportasi ke standar 
desain yang lebih ramah iklim 

Hijau Sedang 
Jumlah pengurangan karbon terbesar berasal dari 
pengalihan dari moda transportasi yang tidak efisien  
(misalnya mobil pribadi ke angkutan massal.  Namun, 
karena kendaraan hibrida dan angkutan massal 
mendukung ketergantungan berkelanjutan pada bahan 
bakar fosil, timbullah risiko transisi terhadap investor. 
  

Pengelolaan air dan 
pembuangan kotoran 
berkelanjutan 

• Minimalisasi, pengumpulan, pengelolaan, 
daur ulang limbah 

• Rehabilitasi area pembuangan sampah 
• Instalasi pengolahan air dan Jaringan 

distribusi air 
• Jaringan drainase kota 

Hijau Tua 
Strategi pengelolaan air yang ramah iklim untuk kota 
termasuk bioswales, atap hijau, sistem tangkapan air 
hujan, dan taman hujan.  Kami mendukung penggunaan 
infrastruktur green (berwawasan lingkungan) sebagai 
adaptasi.  

 
Kekuatan Kerangka Kerja 
 
Sesuai peraturan OJK Indonesia, jika laporan dampak tahunan yang diaudit menyimpulkan bahwa Green Bond tersebut telah gagal 
memenuhi kinerja lingkungan yang diharapkan, Perseroan memiliki waktu satu tahun untuk mewujudkan komitmen yang diminta. Setelah 
itu, green bond yang dimiliki oleh investor memiliki opsi untuk membeli dibeli kembali oleh Perseroan atau meminta peningkatan kupon 
obligasi. Langkah ini dapat dilakukan untuk melindungi investor dari proyek yang berkinerja buruk. 
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Perseroan baru-baru ini telah ditetapkan sebagai Entitas Akses Langsung (Direct Access Entity/DAE) terakreditasi untuk Dana Iklim Hijau 
(“Green Climate Fund/GCF”), yang menetapkan dasar kapasitas dan proses yang semestinya untuk mengelola dan melaporkan pendanaan 
iklim. GCF adalah dana yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) untuk membantu negara-negara berkembang dalam 
upaya pembatasan atau pengurangan emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk dapat mengakses dana 
tersebut, GCF memberikan akreditasi terhadap entitas yang memiliki realisasi penerapan kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial 
(ESS) serta mendorong penyusunan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS), yang dirancang untuk menilai tingkat risiko 
lingkungan dan sosial. Perseroan telah membentuk Divisi Pembiayaan Berkelanjutan untuk mengawasi proyek-proyek berwawasan 
lingkungan. Seluruh proyek baru disaring sesuai dengan ESMS Perseroan serta kriteria kelayakan dan pengecualian. Pemilihan dan 
persetujuan akhir atas proyek dibuat berdasarkan konsensus oleh komite perwakilan senior dari divisi teknis, hukum, manajemen risiko, 
dan keuangan Perseroan. 
 
Perseroan telah mengkonfirmasi bahwa 100% (seratus persen) dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membiayai proyek-
proyek yang memenuhi syarat, melebihi ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 60/2017 yang mensyaratkan bahwa minimal 70% 
(tujuh puluh persen) dari hasil Penawaran Umum digunakan untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat. 
 
Dalam kategori proyek energi terbarukan, Perseroan telah mengecualikan biomasa, guna melindungi investor dari paparan proyek-proyek 
yang ada hubungannya dengan kebakaran gambut. Untuk proyek-proyek panas bumi, Perseroan memiliki upaya perlindungan untuk skema 
pengeboran panas bumi pemerintah dan saat ini bekerja sama dengan institusi bilateral/multilateral internasional yang memiliki reputasi 
untuk mengembangkan upaya perlindungan ESMF baru untuk skema pengeboran milik negara dan swasta. Perseroan telah mengecualikan 
pembangkit listrik tenaga air skala besar (large hydro), yang didefinisikan sebagai proyek bertenaga air di atas 10 MW. Perseroan memiliki 
pelaporan yang menyeluruh dan transparan, yang akan ditinjau oleh auditor.  
 
Perseroan saat ini tengah dalam proses pengembangan dan menerbitkan laporan keberlanjutan dan membangun kapasitas internal untuk 
mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasi Perseroan dan pelaksanaan proyek. Institusi bilateral/multilateral 
internasional yang memiliki reputasi telah memberikan bantuan teknis untuk membangun kapasitas Perseroan dalam pemilihan, evaluasi, 
pemantauan, dan pelaporan proyek serta pengembangan upaya perlindungan untuk kategori proyek yang lebih berisiko. 
 
Potensi Risiko dan Masalah 
 
Sampai saat ini, Perseroan belum menetapkan target perusahaan terhadap dampak lingkungan, juga belum memiliki kapasitas internal 
untuk mengukur dan melaporkan metrik yang paling relevan dalam pelaporan dampak mitigasi dan adaptasi. Perseroan telah 
mengindikasikan bahwa Divisi Pembiayaan Berkelanjutan yang baru dibentuk akan bertanggung jawab untuk menetapkan dasar dan 
sasaran, serta mengukur dan melaporkan kemajuan terhadap keduanya. 
 
Perseroan telah mengidentifikasi tujuh proyek yang sedang berjalan yang dianggap memenuhi syarat untuk pembiayaan kembali 
berdasarkan kerangka proyek, dan telah memberikan tinjauan transparan tentang sektor, nilai, dan dampak proyek yang diperkirakan serta 
mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial. Proyek-proyek ini termasuk dalam kategori proyek yang ditentukan dan diharapkan dapat 
memberikan emisi bersih dan dampak lingkungan yang positif. Namun, ESMS yang ditetapkan oleh Perusahaan belum diterapkan secara 
retroaktif untuk menyaring risiko-risiko tambahan. Perseroan tidak berminat mengusulkan proyek-proyek tambahan untuk pembiayaan 
kembali berdasarkan kerangka kerja ini dan akan fokus pada proyek-proyek baru ke depannya. 
 
Ahli Lingkungan :  
Nama     : Center for International Climate Research (CICERO) 
Alamat     : P.O. Box 1129 Blindem 
      N-0318 Oslo, Norway 
Telepon     : +47 22 00 47 900 
Nomor Registrasi    : NO 971 274 190 MVA 
  
Ahli Lingkungan telah memberikan persetujuan atas pencantuman Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan dimaksud dalam Prospektus.  
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Perseroan baru-baru ini telah ditetapkan sebagai Entitas Akses Langsung (Direct Access Entity/DAE) terakreditasi untuk Dana Iklim Hijau 
(“Green Climate Fund/GCF”), yang menetapkan dasar kapasitas dan proses yang semestinya untuk mengelola dan melaporkan pendanaan 
iklim. GCF adalah dana yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) untuk membantu negara-negara berkembang dalam 
upaya pembatasan atau pengurangan emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk dapat mengakses dana 
tersebut, GCF memberikan akreditasi terhadap entitas yang memiliki realisasi penerapan kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial 
(ESS) serta mendorong penyusunan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS), yang dirancang untuk menilai tingkat risiko 
lingkungan dan sosial. Perseroan telah membentuk Divisi Pembiayaan Berkelanjutan untuk mengawasi proyek-proyek berwawasan 
lingkungan. Seluruh proyek baru disaring sesuai dengan ESMS Perseroan serta kriteria kelayakan dan pengecualian. Pemilihan dan 
persetujuan akhir atas proyek dibuat berdasarkan konsensus oleh komite perwakilan senior dari divisi teknis, hukum, manajemen risiko, 
dan keuangan Perseroan. 
 
Perseroan telah mengkonfirmasi bahwa 100% (seratus persen) dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membiayai proyek-
proyek yang memenuhi syarat, melebihi ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 60/2017 yang mensyaratkan bahwa minimal 70% 
(tujuh puluh persen) dari hasil Penawaran Umum digunakan untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat. 
 
Dalam kategori proyek energi terbarukan, Perseroan telah mengecualikan biomasa, guna melindungi investor dari paparan proyek-proyek 
yang ada hubungannya dengan kebakaran gambut. Untuk proyek-proyek panas bumi, Perseroan memiliki upaya perlindungan untuk skema 
pengeboran panas bumi pemerintah dan saat ini bekerja sama dengan institusi bilateral/multilateral internasional yang memiliki reputasi 
untuk mengembangkan upaya perlindungan ESMF baru untuk skema pengeboran milik negara dan swasta. Perseroan telah mengecualikan 
pembangkit listrik tenaga air skala besar (large hydro), yang didefinisikan sebagai proyek bertenaga air di atas 10 MW. Perseroan memiliki 
pelaporan yang menyeluruh dan transparan, yang akan ditinjau oleh auditor.  
 
Perseroan saat ini tengah dalam proses pengembangan dan menerbitkan laporan keberlanjutan dan membangun kapasitas internal untuk 
mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasi Perseroan dan pelaksanaan proyek. Institusi bilateral/multilateral 
internasional yang memiliki reputasi telah memberikan bantuan teknis untuk membangun kapasitas Perseroan dalam pemilihan, evaluasi, 
pemantauan, dan pelaporan proyek serta pengembangan upaya perlindungan untuk kategori proyek yang lebih berisiko. 
 
Potensi Risiko dan Masalah 
 
Sampai saat ini, Perseroan belum menetapkan target perusahaan terhadap dampak lingkungan, juga belum memiliki kapasitas internal 
untuk mengukur dan melaporkan metrik yang paling relevan dalam pelaporan dampak mitigasi dan adaptasi. Perseroan telah 
mengindikasikan bahwa Divisi Pembiayaan Berkelanjutan yang baru dibentuk akan bertanggung jawab untuk menetapkan dasar dan 
sasaran, serta mengukur dan melaporkan kemajuan terhadap keduanya. 
 
Perseroan telah mengidentifikasi tujuh proyek yang sedang berjalan yang dianggap memenuhi syarat untuk pembiayaan kembali 
berdasarkan kerangka proyek, dan telah memberikan tinjauan transparan tentang sektor, nilai, dan dampak proyek yang diperkirakan serta 
mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial. Proyek-proyek ini termasuk dalam kategori proyek yang ditentukan dan diharapkan dapat 
memberikan emisi bersih dan dampak lingkungan yang positif. Namun, ESMS yang ditetapkan oleh Perusahaan belum diterapkan secara 
retroaktif untuk menyaring risiko-risiko tambahan. Perseroan tidak berminat mengusulkan proyek-proyek tambahan untuk pembiayaan 
kembali berdasarkan kerangka kerja ini dan akan fokus pada proyek-proyek baru ke depannya. 
 
Ahli Lingkungan :  
Nama     : Center for International Climate Research (CICERO) 
Alamat     : P.O. Box 1129 Blindem 
      N-0318 Oslo, Norway 
Telepon     : +47 22 00 47 900 
Nomor Registrasi    : NO 971 274 190 MVA 
  
Ahli Lingkungan telah memberikan persetujuan atas pencantuman Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan dimaksud dalam Prospektus.  
 

IV. PERNYATAAN UTANG 
 
Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk  
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 

 
Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota 
dari BKR International) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 16 Mei 2018.  
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

LIABILITAS  
  

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 3.715.561 
Utang pajak 32.257 
Biaya masih harus dibayar  216.367 
Pendapatan diterima dimuka 17.973 
Liabilitas derivatif 44.196 
Surat utang diterbitkan - bersih 14.243.219 
Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.608.996 
Kewajiban imbalan kerja  70.458 
Liabilitas lain-lain  115.716 
Jumlah Liabilitas 21.064.743 
  

  

1. Pinjaman Diterima dari Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp3.715.561 
juta, dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Bank:  
PT Bank UOB Indonesia 1.354.800 
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd 1.029.648 
PT Bank Mandiri (Persero) 677.400 

Jumlah 3.061.848 
  

Lembaga Keuangan Lainnya:  
Agence Francaise de Developpement 677.400 

  

Jumlah 3.739.248 
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (23.687) 
Jumlah 3.715.561 
  

  

 
a. PT Bank UOB Indonesia (“UOB”) 

 
Pada tanggal 19 Juni 2017, Perseroan dan UOB menandatangani perjanjian kredit dalam mata uang USD sebesar USD100 juta untuk 
jangka tiga tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 1,15% per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2017 Perseroan telah 
melakukan 3 kali penarikan fasilitas kredit pada tanggal 21, 22 Juni dan 15 Desember 2017 masing-masing sebesar USD40 juta, 
USD40 juta dan USD20 juta. Total fasilitas yang sudah ditarik adalah sebesar USD100 juta. 

  
b. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd (“BTMU”) 

 
Pada tanggal 31 Maret 2016, Perseroan dan BTMU menandatangani perjanjian pemberian fasilitas pinjaman (Committed Term Loan 
Facility) sebesar USD100 juta untuk jangka waktu dua tahun, jatuh tempo pada 31 Maret 2018. Pinjaman tersebut akan digunakan 
untuk menunjang kegiatan Perseroan dalampembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Bunga pinjaman yang disepakati adalah LIBOR 
3 bulan + 1,55% per tahun. Pada tanggal 22 Juni 2017, Perseroan dan BTMU menandatangani perjanjian kredit sebesar USD50 juta 
untuk jangka waktu tiga tahun, jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2020. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan 
Perseroan dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Bunga pinjaman yang disepakati adalah LIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun. 
 
Pembatasan penting atas fasilitas pinjaman ini adalah memastikan bahwa rasio Debt to Equity adalah tidak lebih dari 3. 
 
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah mematuhi pembatasan penting yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman 
ini. 
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c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) 
 
Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani perjanjian kredit pinjaman transaksi khusus dalam mata 
uang USD sebesar USD100 juta untuk jangka tiga tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 1,15% per tahun. Pada tanggal 
21 Juni 2017, Perseroan telah melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar USD35 juta dan USD15 juta. Total fasilitas yang ditarik 
adalah sebesar USD50 juta. 

 
d. Agence Francaise de Developpement (“AFD”) 

 
Pada tanggal 3 Desember 2015, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari AFD sebesar USD100.000.000 dengan jangka waktu 
sepuluh tahun. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar suku bunga LIBOR 6 bulan + 2,15% per tahun. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah mematuhi pembatasan penting yang berkaitan dengan fasilitas kredit ini. 

 
2. Utang Pajak 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp32.257 juta, dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

PPh pasal 25 23.962 
PPh pasal 21 5.575 
PPh pasal 29 - 
PPh pasal 23 452 
PPh pasal 4(2) 12 
PPh pasal 22 14 
PPh pasal 26 161 
Pajak pertambahan nilai 2.081 
Jumlah 32.257 
  

  

3. Biaya Masih Harus Dibayar 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp216.367 juta, dengan rincian sebagai 
berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Tantiem dan jasa produksi 60.516 
Bunga surat utang diterbitkan 116.163 
Pengadaan aset tetap dan aset tidak berwujud 3.603 
Bunga pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 13.667 
Bunga pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 5.048 
Jasa profesional 7.566 
Lain-lain 9.804 
Jumlah 216.367 
  

  

4. Pendapatan Diterima Dimuka 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp17.973 juta. Pendapatan diterima dimuka 
merupakan provisi yang diterima terkait pinjaman diberikan. 
 
5. Liabilitas Derivatif 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki liabilitas derivatif sebesar Rp44.196 juta. Perseroan melakukan Transaksi Currency 
Swap,dengan pihak lain yang merupakan bentuk instrumen derivatif. Tujuan transaksi ini adalah sebagai lindung nilai atas risiko fluktuasi 
nilai tukar dan tingkat suku bunga. 
 
Estimasi nilai wajar instrumen liabilitas derivatif Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Currency swap 44.196 
Jumlah nilai wajar yang disajikan sebagai liabilitas derivatif 44.196 
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c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) 
 
Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani perjanjian kredit pinjaman transaksi khusus dalam mata 
uang USD sebesar USD100 juta untuk jangka tiga tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 1,15% per tahun. Pada tanggal 
21 Juni 2017, Perseroan telah melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar USD35 juta dan USD15 juta. Total fasilitas yang ditarik 
adalah sebesar USD50 juta. 

 
d. Agence Francaise de Developpement (“AFD”) 

 
Pada tanggal 3 Desember 2015, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari AFD sebesar USD100.000.000 dengan jangka waktu 
sepuluh tahun. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar suku bunga LIBOR 6 bulan + 2,15% per tahun. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah mematuhi pembatasan penting yang berkaitan dengan fasilitas kredit ini. 

 
2. Utang Pajak 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp32.257 juta, dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

PPh pasal 25 23.962 
PPh pasal 21 5.575 
PPh pasal 29 - 
PPh pasal 23 452 
PPh pasal 4(2) 12 
PPh pasal 22 14 
PPh pasal 26 161 
Pajak pertambahan nilai 2.081 
Jumlah 32.257 
  

  

3. Biaya Masih Harus Dibayar 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp216.367 juta, dengan rincian sebagai 
berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Tantiem dan jasa produksi 60.516 
Bunga surat utang diterbitkan 116.163 
Pengadaan aset tetap dan aset tidak berwujud 3.603 
Bunga pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 13.667 
Bunga pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 5.048 
Jasa profesional 7.566 
Lain-lain 9.804 
Jumlah 216.367 
  

  

4. Pendapatan Diterima Dimuka 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp17.973 juta. Pendapatan diterima dimuka 
merupakan provisi yang diterima terkait pinjaman diberikan. 
 
5. Liabilitas Derivatif 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki liabilitas derivatif sebesar Rp44.196 juta. Perseroan melakukan Transaksi Currency 
Swap,dengan pihak lain yang merupakan bentuk instrumen derivatif. Tujuan transaksi ini adalah sebagai lindung nilai atas risiko fluktuasi 
nilai tukar dan tingkat suku bunga. 
 
Estimasi nilai wajar instrumen liabilitas derivatif Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Currency swap 44.196 
Jumlah nilai wajar yang disajikan sebagai liabilitas derivatif 44.196 
  

  

 

6. Surat Utang Diterbitkan - Bersih 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki surat utang diterbitkan - bersih sebesar Rp14.243.219 juta, dengan rincian sebagai 
berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Obligasi  
Rupiah  

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017:  
Seri A 1.200.000 
Seri B 4.455.000 
Seri C 1.345.000 

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016:  
Seri A 2.298.000 
Seri B 1.328.000 
Seri C 700.000 
Seri D 674.000 

Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014:  
Seri A - 
Seri B 900.000 

Surat utang yang beredar 12.900.000 
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (11.292) 
Jumlah 12.888.708 

  
Medium Term Notes  

Dolar Amerika Serikat  
Medium Term Notes USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 1.354.800 
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (289) 
Jumlah 1.354.511 

Surat utang diterbitkan - bersih 14.243.219 
  

  

a. Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 
 
Pada tanggal 16 November 2017 Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 
dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp7.000.000 juta yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu: 
 
• Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% per tahun, jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 

Seri A diterbitkan dengan nilai nominal Rp1.200.000 juta dan jatuh tempo pada 25 November 2018. Pembayaran obligasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

 
• Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% per tahun, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 

Seri B diterbitkan dengan nilai nominal Rp4.455.000 juta dan jatuh tempo pada 15 November 2020. Pembayaran obligasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

 
• Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 

Seri C diterbitkan dengan nilai nominal Rp1.345.000 juta dan jatuh tempo pada 15 November 2022. Pembayaran obligasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

 
b. Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 

 
Pada tanggal 21 November 2016, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2016” yang dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000 juta. Obligasi ini terdiri 
dari empat seri yaitu: 
• Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 

Seri A diterbitkan dengan nilai nominal Rp2.298.000 juta dan jatuh tempo pada 18 November 2019. Pembayaran obligasi akan 
dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

• Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 
Seri B diterbitkan dengan nilai nominal Rp1.328.000 juta dan jatuh tempo pada 18 November 2021. Pembayaran obligasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

• Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 
Seri C diterbitkan dengan nilai nominal Rp700.000 juta dan jatuh tempo pada 18 November 2026. Pembayaran obligasi dilakukan 
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

• Seri D: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, jangka waktu 15 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 
Seri D diterbitkan dengan nilai nominal Rp674.000 juta dan jatuh tempo pada 18 November 2031. Pembayaran obligasi dilakukan 
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 
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Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan disalurkan untuk 
pembiayaan infrastruktur. 
 
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 
 
Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode 4 September 2017 
sampai dengan 1 September 2018, obligasi ini mendapatkan peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat 
Efek Indonesia. 

 
c. Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014 

 
Pada tanggal 11 Juni 2014, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014” yang 
dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi ini terdiri dari dua seri yaitu: 
• Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 

Seri A diterbitkan dengan nilai nominal Rp100.000 juta dan jatuh tempo pada 11 Juni 2017. Pembayaran obligasi telah dilakukan 
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

• Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 
Seri B diterbitkan dengan nilai nominal Rp900 juta dan jatuh tempo pada 11 Juni 2019. Pembayaran obligasi dilakukan secara 
penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

 
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan disalurkan untuk 
pembiayaan infrastruktur. 
 
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 
 
Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode 4 September 2017 
sampai dengan 1 September 2018, obligasi ini mendapatkan peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat 
Efek Indonesia. 

 
d. Medium Term Notes USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 

 
Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 dengan nilai hingga USD300.000.000 
dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Pada tanggal 28 Maret 2016, diterbitkan MTN tahap pertama sebesar USD100.000.000 (ekuivalen 
Rp1.354.800 juta) dengan tingkat bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 
2018. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. 
 
Bank Mandiri bertindak sebagai agen pemantau. MTN ini mendapat peringkat AA+ berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Fitch 
Ratings. Pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai jadwal. 
 

7. Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 
 

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki Pinjaman diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp2.608.996 juta, 
dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Pemerintah Republik Indonesia – Dana dari Asian Development Bank 1.257.453 
Pemerintah Republik Indonesia – Dana dari World Bank 1.353.174 
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (1.631) 
Jumlah 2.608.996 
  

  

Perseroan memperoleh pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan penerusan dana pinjaman dari Asia 
Development Bank (“ADB”) dan World Bank (“WB”), kepada IIF masing-masing sebesar USD100.000.000. 
 
Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari ADB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 0,2% + 0,5% per 
tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dimulai 
pada tanggal 1 September 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034. 
 
Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari WB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable spread + 
0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama 
dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033. 
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Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan disalurkan untuk 
pembiayaan infrastruktur. 
 
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 
 
Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode 4 September 2017 
sampai dengan 1 September 2018, obligasi ini mendapatkan peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat 
Efek Indonesia. 

 
c. Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014 

 
Pada tanggal 11 Juni 2014, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014” yang 
dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi ini terdiri dari dua seri yaitu: 
• Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 

Seri A diterbitkan dengan nilai nominal Rp100.000 juta dan jatuh tempo pada 11 Juni 2017. Pembayaran obligasi telah dilakukan 
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

• Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi 
Seri B diterbitkan dengan nilai nominal Rp900 juta dan jatuh tempo pada 11 Juni 2019. Pembayaran obligasi dilakukan secara 
penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. 

 
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan disalurkan untuk 
pembiayaan infrastruktur. 
 
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 
 
Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode 4 September 2017 
sampai dengan 1 September 2018, obligasi ini mendapatkan peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat 
Efek Indonesia. 

 
d. Medium Term Notes USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 

 
Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 dengan nilai hingga USD300.000.000 
dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Pada tanggal 28 Maret 2016, diterbitkan MTN tahap pertama sebesar USD100.000.000 (ekuivalen 
Rp1.354.800 juta) dengan tingkat bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 
2018. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. 
 
Bank Mandiri bertindak sebagai agen pemantau. MTN ini mendapat peringkat AA+ berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Fitch 
Ratings. Pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai jadwal. 
 

7. Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 
 

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki Pinjaman diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp2.608.996 juta, 
dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Pemerintah Republik Indonesia – Dana dari Asian Development Bank 1.257.453 
Pemerintah Republik Indonesia – Dana dari World Bank 1.353.174 
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (1.631) 
Jumlah 2.608.996 
  

  

Perseroan memperoleh pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan penerusan dana pinjaman dari Asia 
Development Bank (“ADB”) dan World Bank (“WB”), kepada IIF masing-masing sebesar USD100.000.000. 
 
Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari ADB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 0,2% + 0,5% per 
tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dimulai 
pada tanggal 1 September 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034. 
 
Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari WB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable spread + 
0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama 
dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033. 
 
 

Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman  
No. SLA1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA466/SLA-
1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan, tingkat bunga pinjaman dari WB 
berubah menjadi tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable spread + 0,45% per tahun. Ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang belum 
jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015. 
 
Pada 26 September 2017 Perseroan memperoleh tambahan pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia (merupakan penerusan 
dana pinjaman dari World Bank kepada IIF) sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) yang diteruspinjamkan dalam 
mata uang Rupiah. Perjanjian pinjaman ini efektif pada tanggal 26 September 2017 dan rencananya akan mulai ditarik pada kuartal pertama 
tahun 2018. 
 
Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari World Bank dengan tingkat bunga sebesar SUN Seri Benchmark 
tahun berkenaan 20 (dua puluh) tahun + 0,75% per tahun yang dibayarkan setiap persetengahtahunan/enam bulanan pada tanggal 1 Maret 
dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran pada 1 Maret 2027, 1 Maret 2032 dan 1 September 
2036. 

 
8. Kewajiban Imbalan Kerja 
 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki Kewajiban Imbalan Kerja sebesar Rp70.458 juta, dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Imbalan pasca kerja manfaat pasti 52.193 
Imbalan kerja jangka panjang lainnya 18.265 
Jumlah 70.458 
  

  

9. Liabilitas lain-lain 
 

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki liabilitas lain-lain sebesar Rp115.716 juta, dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Dana titipan AFD 68.546 
Titipan debitur 42.153 
Pembayaran yang muka RIDF 5.016 
Lain-lain - 
Jumlah 115.716 
  

  

Dana titipan dari Agence Francaise de Developpement (AFD) merupakan dana yang berasal dari perjanjian pembiayaan dengan AFD 
sehubungan dengan peningkatan kapasitas Perseroan dalam aktivitas pembiayaan proyek- proyek energi terbarukan sebesar 
USD5.000.000 dan telah dicairkan pada tanggal 2 Juni 2016. 
 
Titipan debitur merupakan penerimaan atas pembayaran pokok dan bunga yang dilakukan oleh debitur sebelum tanggal jatuh tempo 
sehingga 
Perseroan belum mengalokasikan penerimaan tersebut. 
 
Uang muka RIDF adalah uang yang diterima Perseroan dari World Bank untuk membantu pemerintah daerah di Indonesia dalam 
mengembangkan proyek infrastruktur. 
 
10. Komitmen dan Kontinjensi 

 
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki liabilitas komitmen sebesar Rp14.735.441 juta, yang merupakan fasilitas pembiayaan 
infrastruktur yang belum digunakan dengan rincian sebagai berikut: 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Liabilitas Komitmen  
Pihak Berelasi  

Jalan 5.322.087 
Multi Sektor 3.069.600 
Transportasi 2.138.234 
Rolling Stock kereta api 398.580 
Ketenagalistrikan 386.631 
Sosial – Rumah Sakit Umum Daerah 196.269 
Telekomunikasi 167.376 



44

 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Sosial – Rumah Sakit Umum 117.967 
Sosial – Jalan 76.589 
Air Minum - 
Jumlah 11.873.335 

  
Pihak Berelasi  

Jalan 1.680.998 
Ketenagalistrikan 667.607 
Air Minum 408.826 
Telekomunikasi 65.000 
Transportasi 39.675 
Jumlah 2.862.107 

Jumlah Komitmen 14.735.441 
  

  

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi. 
 

LIABILITAS SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN; DAN 
LIABILITAS SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENAWARAN UMUM, PERSEROAN 
TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG MATERIAL KECUALI LIABILITAS YANG MUNCUL DARI KEGIATAN 
OPERASIONAL PERSEROAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI. 

 
SELURUH LIABILITAS PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS 
DAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IV PROSPEKTUS INI. 

 
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU 
PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 
PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

 
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN 
PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL 
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 

 
PERSEROAN TIDAK PERNAH DAN TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU 
BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA 
PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL 
OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT 
MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN 
PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 

 
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG GREEN BOND DAN 
SUKUK MUDHARABAH. 
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 (dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 
 31 Desember 2017 
  

Sosial – Rumah Sakit Umum 117.967 
Sosial – Jalan 76.589 
Air Minum - 
Jumlah 11.873.335 

  
Pihak Berelasi  

Jalan 1.680.998 
Ketenagalistrikan 667.607 
Air Minum 408.826 
Telekomunikasi 65.000 
Transportasi 39.675 
Jumlah 2.862.107 

Jumlah Komitmen 14.735.441 
  

  

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi. 
 

LIABILITAS SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN; DAN 
LIABILITAS SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENAWARAN UMUM, PERSEROAN 
TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG MATERIAL KECUALI LIABILITAS YANG MUNCUL DARI KEGIATAN 
OPERASIONAL PERSEROAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI. 

 
SELURUH LIABILITAS PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS 
DAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IV PROSPEKTUS INI. 

 
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU 
PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 
PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

 
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN 
PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL 
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 

 
PERSEROAN TIDAK PERNAH DAN TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU 
BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA 
PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL 
OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT 
MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN 
PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 

 
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG GREEN BOND DAN 
SUKUK MUDHARABAH. 

 

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING  
 
Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan 
Keuangan Perseroan untuk  tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. 

 
Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota 
dari BKR International) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 16 Mei 2018. Laporan 
Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited) dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 1 Maret 2017. 
 
Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 31 Desember 
 2017 2016 
   

ASET   
   

Kas dan setara kas 15.398.139  8.089.506  
Dana dibatasi penggunaannya 170.062  67.320  
Efek-efek 2.867.638  2.180.239  
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 33.323.777  32.648.418  
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek 12.747  26.555  
Biaya dibayar dimuka 1.693  1.734  
Pendapatan masih harus diterima 325.172  130.264  
Uang muka pembelian ruang kantor -  398.657  
Pajak dibayar dimuka 12.522 - 
Penyertaan saham 2.759.169  690.751  
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 440.600  37.943  
Aset tak berwujud - bersih 30.167  20.916  
Aset pajak tangguhan 30.403  22.876  
Aset lain-lain - bersih 13.807  16.958  
Jumlah Aset 55.385.896  44.332.137  
   

LIABILITAS DAN EKUITAS   
   

LIABILITAS   
   

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 3.715.561  3.141.318  
Utang pajak 32.257  28.544  
Biaya masih harus dibayar 216.367  162.315  
Pendapatan diterima dimuka 17.973  7.305  
Liabilitas derivatif 44.196  92.356  
Surat utang diterbitkan - bersih 14.243.219  7.333.680  
Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.608.996  2.616.273  
Kewajiban imbalan kerja 70.458  37.364  
Liabilitas lain-lain 115.716  77.272  
Jumlah Liabilitas 21.064.743  13.496.427  
   

EKUITAS   
   

Modal saham 28.516.600  24.356.600  
Tambahan modal disetor 2.000.000  4.160.000  
Penghasilan komprehensif lain 524.503  47.228  
Saldo laba   

Ditentukan penggunaannya 822.983  459.142  
Belum ditentukan penggunaannya 2.457.067  1.812.740  

Jumlah Ekuitas 34.321.153  30.835.710  
   

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 55.385.896  44.332.137  
   

   

 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam jutaan Rupiah) 
 Tahun yang berakhir 

31 Desember 
 2017 2016 
   

Pendapatan Usaha 3.154.863  2.329.444  
   

Beban Usaha  (1.483.310)  (794.476) 
   

Beban Pajak Final (122.164)  (150.730) 
   

Laba Usaha  1.549.389  1.384.238  
   

Pendapatan (Beban) Lain-lain   
Bagian laba (rugi) pada ventura bersama (24.486)  30.538  
Laba selisih kurs  3.065  14.288  
Pendapatan lain-lain 16.292  1.557  
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 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
Beban lain-lain  (9.566)  (4.329) 
Pendapatan lain-lain - bersih  (14.695)  42.053  
   

Laba Sebelum Pajak  1.534.694  1.426.292  
   

Beban Pajak (272.686)  (213.488) 
   

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan  1.262.008  1.212.804  
   

Penghasilan Komprehensif Lain   
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi kemudian ke laba rugi:   

Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain atas ventura bersama  10.972  (5.809) 
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti   (15.040)  (788) 
Manfaat pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi  3.760   197  

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:   
Keuntungan atas aset keuangan tersedia untuk dijual   
- Investasi dalam instrumen ekuitas 310.888  
- Investasi jangka pendek 156.833 35.215 
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrument derivatif yang memenuhi lindung 

nilai arus kas  (1.889)   1.889  
Manfaat (beban) pajak terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  472  (472) 

   

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain  465.996  30.232  
   

Jumlah Laba Komprehensif 1.728.004  1.243.035  

Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) 46.524 50.715 

   
 
Rasio Keuangan Penting 
 

 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
   

Rasio Pertumbuhan (%)   
Pendapatan 35,43% 213,17% 
Laba bersih sebelum pajak 7,60% 290,42% 
Laba bersih tahun berjalan 4,06% 297,13% 
Aset 24,93% 35,51% 
Liabilitas 56,08% 85,35% 
Ekuitas 11,30% 21,24% 
   
Rasio Usaha (%)   
Laba komprehensif periode (tahun) berjalan / Pendapatan 54,77% 53,36% 
Laba bersih periode berjalan/ Pendapatan 40,00% 52,06% 
Laba bersih periode berjalan / Ekuitas 3,68% 3,93% 
Laba komprehensif periode (tahun) berjalan / Ekuitas 5,03% 4,03% 
Laba bersih periode (tahun) berjalan / Aset 2,28% 2,74% 
Laba komprehensif tahun berjalan / Aset 3,12% 2,80% 
Beban usaha / Pendapatan usaha 47,02% 34,11% 
   
Rasio Keuangan (x)   
Aset / Liabilitas 2,63  3,28  
Liabilitas / Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 0,61  0,43  
Liabilitas / Aset 0,38  0,30  
Gearing Ratio 0,65  0,43  
Financing to Asset Ratio 0,60  0,74  
Net Worth terhadap Modal Disetor 1,02  1,08  
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 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
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Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang 
 

 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
   

Fasilitas Kredit dari Agence Francaise de Developpement   
Non performing loan < 5% 2,07 1,16% 
Net non performing loan to Capital Ratio < 10% 1,18 0,59% 
Gearing Ratio < 3x 0,65x  0,43x  
   
   

Fasilitas Kredit dari PT Bank UOB Indonesia   
Debt to Tangible Net Worth1) < 3x 0,13 n/a 
   
   

Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk   
Debt to Equity < 3x 0,04 n/a 
Perbandingan Aktiva Produktif2) dengan Utang3) > 100% 38,31 n/a 
   
   

Fasilitas Kredit dari The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.   
Debt to Equity < 3x 0,059 0,43x 
Kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia minimum 51% 100% 100% 

Keterangan: 
1) Tangible Net Worth adalah aset berwujud yang dikurangkan dengan total liabilitas 
2) Aktiva Produktif terdiri atas kas dan setara kas, pinjaman diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang bersih 
3) Utang berarti utang berbunga yang diperoleh debitur termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang 

kredit investasi, utang debitur yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang 
diakuisisi atau perusahaan lain yang melebur dalam debitur, kecuali utang pajak, utang deviden (jika ada), utang dagang dalam kegiatan usaha sehari-hari debitur, utang 
kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. 

n.a.  Rasio tidak diperhitungkan pada periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal bersangkutan, karena fasilitas tersebut belum dimiliki oleh Perseroan pada periode/tahun 
tersebut. 
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VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaaan di masa mendatang (forward looking 
statement) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil 
aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan 
dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko. 
 
A. UMUM 
 
Perseroan didirikan untuk menjadi katalis percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
terus berfokus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui akselerasi pembangunan infrastruktur baik dari Kawasan Barat sampai 
Kawasan Timur Indonesia dalam bentuk berbagai macam inovasi produk pembiayaan di berbagai sektor baik infrastruktur dasar maupun 
infrastruktur sosial. Kerjasama bilateral dan multilateral terus dikembangkan oleh Perseroan termasuk upaya perolehan akreditasi 
internasional untuk meningkatkan struktur pendanaan yang lebih baik.  
 
Total pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp 33,3 triliun pada tanggal 31 Desember 2017, meningkat 2,07% 
dibandingkan total pembiayaan yang disalurkan pada 31 Desember 2016, dengan total pembiayaan Perseroan sebesar Rp 32,6 triliun, dan 
meningkat sebesar 65,66% dibandingkan total pembiayaan pada 31 Desember 2015 yang sebesar Rp19,8 triliun. 
 
Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam program kerja pemerintahan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi.  Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN terus meningkat secara konsisten, 
dengan rata-rata peningkatan nilai alokasi 22 persen per tahun, dan pada APBN-P 2017 nilainya mencapai Rp 387,3 triliun. 
 
Agenda Pemerintah untuk membentuk Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), dimana Perseroan sebagai embrio LPPI 
tersebut terus berjalan. Dengan bertransformasi menjadi LPPI, Perseroan kedepan akan menjadi faktor pendorong yang lebih kuat bagi 
pembangunan infrastruktur Indonesia dan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi maupun sosial secara nasional yang lebih 
signifikan. 
 
Sampai dengan Desember 2017, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan bagi proyek infrastruktur strategis di Indonesia, antara lain: 
Jalan Tol Trans Jawa meliputi  ruas : Surabaya – Mojokerto, Cikopo – Palimanan, Pejagan – Pemalang, Semarang-Solo, Solo – Ngawi, 
Ngawi – Kertosono, Jakarta – Cikampek II elevated, Jalan Tol Trans Sumatera meliputi ruas : Medan – Binjai, Palembang– Indralaya, 
Bakauheni – Terbanggi Besar, Jalan Tol Ruas Pandaan-Malang, Proyek pembangunan prasarana kereta api ringan/light rail transit (LRT) 
di Palembang, Sumatera Selatan, dan LRT Jabodebek, Proyek pembangunan SPAM Umbulan dan Proyek KPBU Jaringan Tulang 
Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah 
  
Hingga Desember 2017, Perseroan dapat menciptakan multiplier effect sebesar 5,3x  dengan total nilai proyek yang mendapatkan 
pembiayaan dari Perseroan adalah sebesar Rp421,59 triliun. Rasio ini menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil menjalankan 
mandatnya yaitu menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.  

 
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN 
 
Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator perkembangan Infrastruktur nasional, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor penting, meliputi: 
 

Faktor Eksternal Faktor Internal 
1. Kondisi perekonomian Indonesia 

Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh 
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja 
Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan 
ekonomi nasional, tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar 
Rupiah terhadap mata uang asing. Dalam hal tingkat suku 
bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan 
pembiayaan infrastruktur akan meningkat, begitupun 
sebaliknya. Faktor makro ekonomi yang kondusif dan 
bertumbuh di sektor riil akan memicu pertumbuhan di bidang 
infrastuktur yang akan meningkatkan permintaan pembiayaan 
infrastruktur. 
 

1. Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
 Perseroan adalah BUMN pembiayaan Infrastruktur sehingga 

memiliki kepercayaan publik yang lebih tinggi, karena 
kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri 
keuangan. Selain itu, Perseroan juta memiliki hubungan yang 
kuat dengan Pemerintah dengan dukungan permodalan 
sebesar 100%. Walaupun Perseroan merupakan BUMN, 
SDM yang dimiliki Perseroan memiliki kompetensi yang baik 
dalam mengelola stakeholders khususnya dalam 
pengembangan proyek. 

2. Pasar infrastruktur Indonesia besar 
 Ketersediaan infrastruktur di Indonesia menjadi sebuah 

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mendorong 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keterbatasan dana 
APBN/D memberikan ruang yang besar bagi swasta atau 
BUMN untuk terlibat dalam pembangunan Infrastruktur 
tersebut. Prospek ini menunjukkan potensi pasar yang sangat 

2. Produk pembiayaan yang fleksibel 
 Perseroan sebagai perusahaan yang didirikan Pemerintah 

untuk melakukan pembiayaan khusus di bidang infrastruktur 
memiliki keunggulan dalam fleksibilitas produk pembiayaan 
yang cukup beragam dengan penerimaan risiko yang lebih 
tinggi dibandingkan perbankan, sebagai lembaga penyedia 
pinjaman yang berbeda dengan perbankan. Selain itu, proses 
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VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
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1. Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
 Perseroan adalah BUMN pembiayaan Infrastruktur sehingga 

memiliki kepercayaan publik yang lebih tinggi, karena 
kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri 
keuangan. Selain itu, Perseroan juta memiliki hubungan yang 
kuat dengan Pemerintah dengan dukungan permodalan 
sebesar 100%. Walaupun Perseroan merupakan BUMN, 
SDM yang dimiliki Perseroan memiliki kompetensi yang baik 
dalam mengelola stakeholders khususnya dalam 
pengembangan proyek. 

2. Pasar infrastruktur Indonesia besar 
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kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mendorong 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keterbatasan dana 
APBN/D memberikan ruang yang besar bagi swasta atau 
BUMN untuk terlibat dalam pembangunan Infrastruktur 
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2. Produk pembiayaan yang fleksibel 
 Perseroan sebagai perusahaan yang didirikan Pemerintah 

untuk melakukan pembiayaan khusus di bidang infrastruktur 
memiliki keunggulan dalam fleksibilitas produk pembiayaan 
yang cukup beragam dengan penerimaan risiko yang lebih 
tinggi dibandingkan perbankan, sebagai lembaga penyedia 
pinjaman yang berbeda dengan perbankan. Selain itu, proses 

Faktor Eksternal Faktor Internal 
besar bagi pembiayaan Infrastruktur di Indonesia. Potensi 
pasar Infrastruktur tersebut sangat berpengaruh terhadap 
kinerja Perseroan ke depan. Di sisi lain, kondisi ini juga 
mampu menciptakan pasar persaingan pembiayaan 
infrastruktur dengan lembaga keuangan lainnya seperti 
perbankan. 

 

pemberian pinjaman yang dilakukan Perseroan juga relatif 
cepat namun tetap dengan memperhatikan tata kelola yang 
baik. 

3. Kemudahan regulasi dan insentif Pemerintah 
  
 Investasi di sektor infrastruktur masih dilihat sebagai kelas 

aset investasi yang memiliki risiko cukup tinggi dan 
membutuhkan biaya investasi yang tinggi juga. Oleh sebab itu 
biasanya merupakan investasi yang bersifat jangka panjang. 
Kemudahan regulasi ataupun insentif pemerintah secara tidak 
langsung akan mendorong minat investor untuk berinvestasi 
di sektor ini. Selanjutnya, partisipasi swasta tersebut juga 
sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pembiayaan 
infrastruktur di Indonesia. Sehingga hal ini akan berpengaruh 
bagi kinerja Perseroan ke depan. Artinya melihat kondisi 
kemudahan regulasi dan insentif pemerintah kedepan maka 
akan memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan. 

3. Lembaga keuangan khusus pembiayaan infrastruktur 
 Perseroan didirikan sebagai lembaga yang memiliki 

kekhususan dalam penyediaan fasilitas pembiayaan 
infrastruktur di Indonesia. Sifat kekhususan ini membuat 
Perseroan lebih unggul dari lembaga keuangan lainnya untuk 
pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Perseroan juga 
perlu mengantisipasi lembaga bank maupun non-bank swasta 
yang juga memiliki kegiatan usaha di bidang pembiayaan, 
khususnya yang dapat memberikan fasilitas pembiayaan  
di bidang infrastruktur. 

  
C. KINERJA KEUANGAN 
 
Analisa dan pembahasan manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun 
berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang 
& Ali (anggota dari BKR International) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasi tertanggal 16 Mei 2018. 
Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited) dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan opini tanpa modifikasi tertanggal 1 Maret 2017. 
 
I. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

 
1. Pendapatan Usaha 

 
Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan usaha Perseroan: 

 

Pendapatan Usaha 
Tahun yang berakhir 

31 Desember 
 2017 2016 

   

Bunga atas pinjaman diberikan 2.438.342 1.504.703 
Bunga atas deposito berjangka 578.175 644.097 
Pendapatan dari penyertaan pada efek-efek 93.582 124.786 
Penerimaan dari penugasan fasilitasi penyiapan proyek 21.133 34.686 
Up front fee musyarakah 7.000 - 
Konsultasi 6.008 5.347 
Bunga jasa giro 5.666 11.367 
Komitmen fee dan fee fasilitas garansi 4.957 4.458 
Jumlah 3.154.863 2.329.444 
   

   

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp825.419 juta atau 
sebesar 35,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp2.329.444 juta menjadi sebesar 
Rp3.154.863 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp933.639 
juta yang sejalan dengan peningkatan posisi pinjaman diberikan pada 31 Desember 2017 jika dibandingkan dengan posisi pada  
31 Desember 2016. 
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2. Beban Usaha 
 
Tabel berikut ini menyajikan rincian beban usaha Perseroan: 
 

Beban Usaha 
Tahun yang berakhir 

31 Desember 
 2017 2016 

   

Beban bunga 770.614 324.129 
Beban cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan 322.461 155.986 
Beban umum dan administrasi 229.132 187.477 
Beban pengembangan usaha 128.783 110.020 
Beban komitmen fee 21.851 6.470 
Beban kerugian penurunan nilai talangan biaya konsultan - 886 
Beban lainnya 10.469 9.508 
Jumlah 1.483.310 794.476 
   

   

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp688.834 juta atau sebesar 
86,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp794.476 juta menjadi sebesar Rp1.483.310 
juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar Rp446.485 juta, beban cadangan kerugian 
penurunan nilai pinjaman diberikan sebesar Rp166.475 juta, beban umum dan administrasi sebesar Rp41.655 juta, dan beban 
pengembangan usaha sebesar Rp18.763 juta. 

 
3. Beban Pajak Final 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Beban pajak final Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp28.566 juta atau sebesar 
18,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp150.730 juta menjadi sebesar Rp122.164 juta. 
Penurunan ini terutama sejalan dengan penurunan pendapatan bunga atas deposito berjangka sebesar Rp65.922 juta atau sebesar 
10,23%. 

 
4. Laba Usaha 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp165.151 juta atau sebesar 
11,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp1.384.238 juta menjadi sebesar Rp1.549.389 
juta. Peningkatan ini terutama sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha yang dikompensasi dengan peningkatan beban usaha 
dan penurunan beban pajak final. 

 
5. Pendapatan (Beban) Lain-lain 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Pendapatan lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp56.748 juta 
atau sebesar 134,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari pendapatan sebesar Rp42.053 juta menjadi 
beban sebesar Rp14.695 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian laba pada ventura bersama sebesar 
Rp55.024 juta dan penurunan laba bersih selisih kurs sebesar Rp11.223 juta. 

 
6. Beban Pajak 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Beban pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp59.198 juta atau sebesar 
27,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp213.488 juta menjadi sebesar Rp272.686 juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak pada tahun 2017. 

 
7. Laba Bersih Periode Berjalan 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp49.205 
juta atau sebesar 4,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp1.212.803 juta menjadi 
sebesar Rp1.262.008 juta, yang disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak Perseroan pada tahun 2017. 
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2. Beban Usaha 
 
Tabel berikut ini menyajikan rincian beban usaha Perseroan: 
 

Beban Usaha 
Tahun yang berakhir 

31 Desember 
 2017 2016 

   

Beban bunga 770.614 324.129 
Beban cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan 322.461 155.986 
Beban umum dan administrasi 229.132 187.477 
Beban pengembangan usaha 128.783 110.020 
Beban komitmen fee 21.851 6.470 
Beban kerugian penurunan nilai talangan biaya konsultan - 886 
Beban lainnya 10.469 9.508 
Jumlah 1.483.310 794.476 
   

   

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp688.834 juta atau sebesar 
86,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp794.476 juta menjadi sebesar Rp1.483.310 
juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar Rp446.485 juta, beban cadangan kerugian 
penurunan nilai pinjaman diberikan sebesar Rp166.475 juta, beban umum dan administrasi sebesar Rp41.655 juta, dan beban 
pengembangan usaha sebesar Rp18.763 juta. 

 
3. Beban Pajak Final 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Beban pajak final Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp28.566 juta atau sebesar 
18,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp150.730 juta menjadi sebesar Rp122.164 juta. 
Penurunan ini terutama sejalan dengan penurunan pendapatan bunga atas deposito berjangka sebesar Rp65.922 juta atau sebesar 
10,23%. 

 
4. Laba Usaha 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp165.151 juta atau sebesar 
11,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp1.384.238 juta menjadi sebesar Rp1.549.389 
juta. Peningkatan ini terutama sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha yang dikompensasi dengan peningkatan beban usaha 
dan penurunan beban pajak final. 

 
5. Pendapatan (Beban) Lain-lain 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Pendapatan lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp56.748 juta 
atau sebesar 134,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari pendapatan sebesar Rp42.053 juta menjadi 
beban sebesar Rp14.695 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian laba pada ventura bersama sebesar 
Rp55.024 juta dan penurunan laba bersih selisih kurs sebesar Rp11.223 juta. 

 
6. Beban Pajak 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Beban pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp59.198 juta atau sebesar 
27,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp213.488 juta menjadi sebesar Rp272.686 juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak pada tahun 2017. 

 
7. Laba Bersih Periode Berjalan 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp49.205 
juta atau sebesar 4,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp1.212.803 juta menjadi 
sebesar Rp1.262.008 juta, yang disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak Perseroan pada tahun 2017. 

 

8. Penghasilan Komprehensif Lain 
 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp435.764 
juta atau sebesar 1441,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp30.232 juta menjadi 
sebesar Rp465.996 juta, yang terutama disebabkan peningkatan keuntungan atas investasi dalam instrumen ekuitas sebesar 
Rp310.888 juta dan investasi jangka pendek sebesar Rp121.618 juta. 

 
9. Laba Komprehensif 

 
Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 
 
Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp484.969 juta atau 
sebesar 39,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp1.243.035 juta menjadi sebesar 
Rp1.728.004 juta, yang terutama disebabkan peningkatan laba bersih dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun 2017. 

 
II. Laporan Posisi Keuangan 

 
1. Aset 

 
Tabel berikut ini menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016: 

(dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 31 Desember 
 2017 2016 
   

ASET   
   

Kas dan setara kas 15.398.139  8.089.506  
Dana dibatasi penggunaannya 170.062  67.320  
Efek-efek 2.867.638  2.180.239  
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 33.323.777  32.648.418  
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek 12.747  26.555  
Biaya dibayar dimuka 1.693  1.734  
Pendapatan masih harus diterima 325.172  130.264  
Uang muka pembelian ruang kantor -  398.657  
Pajak dibayar dimuka 12.522 - 
Penyertaan saham 2.759.169  690.751  
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 440.600  37.943  
Aset tak berwujud - bersih 30.167  20.916  
Aset pajak tangguhan 30.403  22.876  
Aset lain-lain - bersih 13.807  16.958  
Jumlah Aset 55.385.896  44.332.137  
   

   

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp11.053.759 juta atau sebesar 24,93% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp44.332.137 juta menjadi sebesar Rp55.385.896 juta, yang terutama 
disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp7.308.633 juta dan penyertaan saham sebesar Rp2.068.418 juta. 
 
a. Kas dan Setara Kas 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp7.308.633 juta atau sebesar 
90,35% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp8.089.506 juta menjadi sebesar Rp15.398.139 juta. 
Peningkatan pada kas dan setara kas terutama pada peningkatan kas, kas yang ditempatkan di bank, dan deposito berjangka. 

 
b. Dana Dibatasi Penggunaannya 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Dana dibatasi penggunaannya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp102.742 juta 
atau sebesar 152,62% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp67.320 juta menjadi sebesar 
Rp170.062 juta. Peningkatan pada dana yang dibatasi penggunaannya terutama pada Deposito Berjangka. 
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c. Efek-Efek 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp687.399 juta atau sebesar 31,53% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp2.180.239 juta menjadi sebesar Rp2.867.638 juta. 
Peningkatan pada Efek-efek terutama disebabkan dana yang diperoleh dari pengembalian pokok serta pinjaman dari bank dan 
lembaga keuangan lain dimana sebagian penempatannya dalam bentuk surat berharga 

 
d. Pinjaman Diberikan - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 
mengalami kenaikan sebesar Rp675.359 juta atau sebesar 2,07% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari 
sebesar Rp32.648.418 juta menjadi sebesar Rp33.323.777 juta. Pinjaman diberikan oleh Perseroan pada tahun 2017 mengalami 
peningkatan pada hampir seluruh sektor baik dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. 
 

e. Piutang Atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek 
 
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek merupakan piutang dari Pemerintah Republik Indonesia berupa kompensasi 
dalam rangka penugasan untuk memfasilitasi penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta. 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 
Rp13.808 juta atau sebesar 52,00% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp26.555 juta menjadi 
sebesar Rp12.747 juta. 
 

f. Pendapatan Masih Harus Diterima 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan masih harus diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp194.908 juta 
atau sebesar 149,62% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp130.264 juta menjadi sebesar 
Rp325.172 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan bunga atas pinjaman diberikan dan deposito berjangka.  
 

g. Uang Muka Pembelian Kantor 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Uang muka pembelian kantor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp398.657 juta atau 
sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp398.657 juta menjadi sebesar Rp nihil. 
Penurunan ini disebabkan Perseroan telah menerima sertifikat hak milik atas unit kantor strata title yang dibeli oleh Perseroan 
pada tahun 2017. 
 

h. Penyertaan Saham 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Penyertaan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp2.068.418 juta atau sebesar 
299,45% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp690.751 juta menjadi sebesar Rp2.759.169 juta. 
Peningkatan ini terutama sehubungan dengan peningkatan penyertaan saham pada PT Waskita Toll Road (“WTR”) dengan nilai 
perolehan sebesar Rp1.745.903 juta. Persentase kepemilikan saham Perseroan pada WTR adalah sebesar 10,67% pada 
tanggal 31 Desember 2017. 

 
i. Aset Tetap 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp402.657 juta atau sebesar 1061,20% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp37.943 juta menjadi sebesar Rp440.600 juta. Peningkatan ini 
terutama disebabkan perolehan ruang kantor oleh Perseroan sebesar Rp418.980 juta, setelah Perseroan menerima sertifikat 
atas unit ruang kantor yang dibeli oleh Perseroan pada tahun 2017. 
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c. Efek-Efek 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp687.399 juta atau sebesar 31,53% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp2.180.239 juta menjadi sebesar Rp2.867.638 juta. 
Peningkatan pada Efek-efek terutama disebabkan dana yang diperoleh dari pengembalian pokok serta pinjaman dari bank dan 
lembaga keuangan lain dimana sebagian penempatannya dalam bentuk surat berharga 

 
d. Pinjaman Diberikan - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 
mengalami kenaikan sebesar Rp675.359 juta atau sebesar 2,07% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari 
sebesar Rp32.648.418 juta menjadi sebesar Rp33.323.777 juta. Pinjaman diberikan oleh Perseroan pada tahun 2017 mengalami 
peningkatan pada hampir seluruh sektor baik dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. 
 

e. Piutang Atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek 
 
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek merupakan piutang dari Pemerintah Republik Indonesia berupa kompensasi 
dalam rangka penugasan untuk memfasilitasi penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta. 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 
Rp13.808 juta atau sebesar 52,00% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp26.555 juta menjadi 
sebesar Rp12.747 juta. 
 

f. Pendapatan Masih Harus Diterima 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan masih harus diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp194.908 juta 
atau sebesar 149,62% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp130.264 juta menjadi sebesar 
Rp325.172 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan bunga atas pinjaman diberikan dan deposito berjangka.  
 

g. Uang Muka Pembelian Kantor 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Uang muka pembelian kantor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp398.657 juta atau 
sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp398.657 juta menjadi sebesar Rp nihil. 
Penurunan ini disebabkan Perseroan telah menerima sertifikat hak milik atas unit kantor strata title yang dibeli oleh Perseroan 
pada tahun 2017. 
 

h. Penyertaan Saham 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Penyertaan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp2.068.418 juta atau sebesar 
299,45% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp690.751 juta menjadi sebesar Rp2.759.169 juta. 
Peningkatan ini terutama sehubungan dengan peningkatan penyertaan saham pada PT Waskita Toll Road (“WTR”) dengan nilai 
perolehan sebesar Rp1.745.903 juta. Persentase kepemilikan saham Perseroan pada WTR adalah sebesar 10,67% pada 
tanggal 31 Desember 2017. 

 
i. Aset Tetap 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp402.657 juta atau sebesar 1061,20% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp37.943 juta menjadi sebesar Rp440.600 juta. Peningkatan ini 
terutama disebabkan perolehan ruang kantor oleh Perseroan sebesar Rp418.980 juta, setelah Perseroan menerima sertifikat 
atas unit ruang kantor yang dibeli oleh Perseroan pada tahun 2017. 
 
 
 

j. Aset Takberwujud 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset takberwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp9.251 juta atau sebesar 
44,23% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp20.916juta menjadi sebesar Rp30.167 juta, yang 
terutama disebabkan oleh perolehan atas software baru milik Perseroan. 
 

2. Liabilitas 
 
Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016: 

(dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 31 Desember 
 2017 2016 
   

LIABILITAS   
   

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 3.715.561  3.141.318  
Utang pajak 32.257  28.544  
Biaya masih harus dibayar 216.367  162.315  
Pendapatan diterima dimuka 17.973  7.305  
Liabilitas derivatif 44.196  92.356  
Surat utang diterbitkan - bersih 14.243.219  7.333.680  
Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.608.996  2.616.273  
Kewajiban imbalan kerja 70.458  37.364  
Liabilitas lain-lain 115.716  77.272  
Jumlah Liabilitas 21.064.743  13.496.427  
   

   

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp7.568.316 juta atau sebesar 56,08% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp13.496.427 juta menjadi sebesar Rp21.064.743 juta, yang terutama 
disebabkan peningkatan surat utang diterbitkan – bersih dan pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya. 
 
a. Pinjaman Diterima Dari Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan 
sebesar Rp574.243 juta atau sebesar 18,28% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp3.141.318 juta 
menjadi sebesar Rp3.715.561 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari PT Bank UOB 
Indonesia (“UOB”), The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BTMU”), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”), dan AFD. 
 
Sisa jangka waktu pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 
dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun sebesar Rp2.369.343 juta dan lebih dari 5 tahun sebesar Rp1.346.218 juta. 
Jumlah fasilitas pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 yang belum 
ditarik sebesar Rp2.381.039 juta.  
 
Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 seluruhnya dalam mata 
uang asing, terdiri dari pinjaman yang berasal dari luar negeri sebesar  Rp677.400 juta diperoleh dari lembaga keuangan Agence 
Francaise de Developpement (AFD) dan dari dalam negeri sebesar Rp3.061.848 juta diperoleh dari UOB, BTMU, dan Mandiri. 
 
UOB memberikan fasilitas term loan dengan batas maksimum USD100 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Pembatasan penting 
atas fasilitas pinjaman ini adalah memastikan bahwa Perseroan tidak melanggar atau melampaui BMPK yang berlaku dan cross 
default nilai tidak lebih dari 30% dari ekuitas Perusahaan. Saldo pinjaman diterima pada tanggal 31 Desember 2017 setelah 
dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar USD99 juta (ekuivalen Rp1.346.908 juta). 
 
BTMU memberikan fasilitas dengan limit kredit sebesar USD100 juta dengan jangka waktu 3 tahun. Pembatasan penting atas 
fasilitas pinjaman ini adalah memastikan bahwa rasio Debt to Equity adalah tidak lebih dari 3. Saldo pinjaman diterima pada 
tanggal 31 Desember 2017 setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar USD76 juta (ekuivalen 
Rp1.025.316 juta). 
 
Mandiri memberikan fasilitas kredit non revolving dengan limit kredit sebesar USD100 juta dengan jangka waktu 3 tahun. 
Pembatasan penting atas fasilitas pinjaman ini adalah memastikan bahwa rasio Debt to Equity adalah tidak lebih dari 3 dan 
perbandingan aktiva produktif dengan utang adalah lebih besar atau sama dengan 100%. Saldo pinjaman diterima pada tanggal 
31 Desember 2017 setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar USD49 juta (ekuivalen Rp669.367 
juta). 
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AFD memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar USD100 juta dengan jangka waktu 10 tahun. Pembatasan penting 
atas fasilitas pinjaman ini adalah non performing ratio tidak lebih dari 5%, net non performing loan to capital ratio tidak lebih dari 
10% dan gearing ratio tidak lebih dari 3. Saldo pinjaman diterima pada tanggal 31 Desember 2017 setelah dikurangi biaya 
transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar USD49 juta  (ekuivalen Rp673.969 juta). 
 

b. Utang Pajak 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp3.713 juta atau sebesar 13,01% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp28.544 juta menjadi sebesar Rp32.257 juta, yang terutama 
disebabkan oleh peningkatan PPh pasal 25. 
 

c. Biaya Masih Harus Dibayar 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp54.052 juta atau 
sebesar 33,30% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp162.315 juta menjadi sebesar Rp216.367 
juta, yang terutama disebabkan peningkatan bunga surat utang diterbitkan. 
 

d. Pendapatan Diterima Dimuka 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp10.668 juta atau 
sebesar 146,05% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp7.305 juta menjadi sebesar Rp17.973 juta, 
peningkatan pada Pendapatan Diterima Dimuka ini disebabkan sehubungan dengan provisi yang diterima terkait pinjaman 
diberikan. 
 

e. Liabilitas Derivatif 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas derivatif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp48.160 juta atau sebesar 
52,15% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp92.356 juta menjadi sebesar Rp44.196 juta, 
penurunan pada Liabilitas Derivatif sehubungan dengan penurunan jumlah nosional dan nilai wajar dari liabilitas derivatif 
Perseroan. 
 

f. Surat Utang Diterbitkan - Bersih 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Surat utang diterbitkan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp6.909.539 juta 
atau sebesar 94,22% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp7.333.680 juta menjadi sebesar 
Rp14.243.219 juta, yang terutama disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 
2017 sebesar Rp7.000.000 juta. 
 

g. Kewajiban Imbalan Kerja 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp33.094 juta atau 
sebesar 88,57% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp37.364 juta menjadi sebesar Rp70.458 juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan imbalan pasca kerja manfaat pasti dan imbalan pasca kerja jangka 
panjang lainnya, yang disebabkan oleh perubahan asumsi utama imbalan pasca kerja dan penambahan jumlah karyawan. 

 
h. Liabilitas Lain-lain 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp38.444 juta atau sebesar 
49,75% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp77.272 juta menjadi sebesar Rp115.716 juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan titipan debitur yang merupakan penerimaan atas pembayaran pokok dan 
bunga yang dilakukan oleh debitur sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga Perseroan belum mengalokasikan penerimaan 
tersebut. 
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AFD memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar USD100 juta dengan jangka waktu 10 tahun. Pembatasan penting 
atas fasilitas pinjaman ini adalah non performing ratio tidak lebih dari 5%, net non performing loan to capital ratio tidak lebih dari 
10% dan gearing ratio tidak lebih dari 3. Saldo pinjaman diterima pada tanggal 31 Desember 2017 setelah dikurangi biaya 
transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar USD49 juta  (ekuivalen Rp673.969 juta). 
 

b. Utang Pajak 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp3.713 juta atau sebesar 13,01% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp28.544 juta menjadi sebesar Rp32.257 juta, yang terutama 
disebabkan oleh peningkatan PPh pasal 25. 
 

c. Biaya Masih Harus Dibayar 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp54.052 juta atau 
sebesar 33,30% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp162.315 juta menjadi sebesar Rp216.367 
juta, yang terutama disebabkan peningkatan bunga surat utang diterbitkan. 
 

d. Pendapatan Diterima Dimuka 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp10.668 juta atau 
sebesar 146,05% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp7.305 juta menjadi sebesar Rp17.973 juta, 
peningkatan pada Pendapatan Diterima Dimuka ini disebabkan sehubungan dengan provisi yang diterima terkait pinjaman 
diberikan. 
 

e. Liabilitas Derivatif 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas derivatif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp48.160 juta atau sebesar 
52,15% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp92.356 juta menjadi sebesar Rp44.196 juta, 
penurunan pada Liabilitas Derivatif sehubungan dengan penurunan jumlah nosional dan nilai wajar dari liabilitas derivatif 
Perseroan. 
 

f. Surat Utang Diterbitkan - Bersih 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Surat utang diterbitkan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp6.909.539 juta 
atau sebesar 94,22% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp7.333.680 juta menjadi sebesar 
Rp14.243.219 juta, yang terutama disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 
2017 sebesar Rp7.000.000 juta. 
 

g. Kewajiban Imbalan Kerja 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Kewajiban imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp33.094 juta atau 
sebesar 88,57% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp37.364 juta menjadi sebesar Rp70.458 juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan imbalan pasca kerja manfaat pasti dan imbalan pasca kerja jangka 
panjang lainnya, yang disebabkan oleh perubahan asumsi utama imbalan pasca kerja dan penambahan jumlah karyawan. 

 
h. Liabilitas Lain-lain 

 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp38.444 juta atau sebesar 
49,75% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp77.272 juta menjadi sebesar Rp115.716 juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan titipan debitur yang merupakan penerimaan atas pembayaran pokok dan 
bunga yang dilakukan oleh debitur sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga Perseroan belum mengalokasikan penerimaan 
tersebut. 

 

Profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut: 
 
  (dalam jutaan Rupiah) 
 31 Desember 2017  
  

 
 
 

Data satu tahun 

  
 

Lebih dari satu 
tahun tetapi 

tidak lebih dari 
tiga tahun 

  
 

Lebih dari tiga 
tahun tetapi 

tidak lebih dari 
lima tahun 

  
 
 
 

Lebih dari 
lima tahun 

  
 

 
 

Jumlah 

 

           
           
Liabilitas keuangan           
Pinjaman diterima dari bank 
  dan lembaga keuangan lainnya --  2.369.343  --  1.346.218  3.715.561  
Biaya masih harus dibayar 216.367  --  --  --  216.367  
Liabilitas derivatif 44.196  --  --  --  44.196  
Surat utang yang diterbitkan -bersih 2.553.460  7.646.301  2.670.660  1.372.797  14.243.219  
Pinjaman diterima dari  
  Pemerintah Republik Indonesia 61.522  310.006  244.786  1.992.682  2.608.996  
Liabilitas lain-lain 115.715  --  --  --  115.715  
Jumlah 2.991.260  10.325.650  2.915.446  4.711.698  20.944.054  
 
 

  (dalam jutaan Rupiah) 
 31 Desember 2016  
  

 
 
 

Data satu tahun 

  
 

Lebih dari satu 
tahun tetapi 

tidak lebih dari 
tiga tahun 

  
 

Lebih dari tiga 
tahun tetapi 

tidak lebih dari 
lima tahun 

  
 
 
 

Lebih dari 
lima tahun 

  
 
 

 
Jumlah 

 

           
           
Liabilitas keuangan           
Pinjaman diterima dari bank 
  dan lembaga keuangan lainnya --  3.007.645  --  133.673  3.141.318  
Biaya masih harus dibayar 162.315  --  --  --  162.315  
Liabilitas derivatif 46.183  46.173  --  --  92.356  
Surat utang yang diterbitkan - bersih  99.860  4.235.611  1.326.137  1.372.072  7.333.680  
Pinjaman diterima dari  
  Pemerintah Republik Indonesia 28.315  258.965  226.761  2.102.232  2.616.273  
Liabilitas lain-lain 77.272  --  --  --  77.272  
Jumlah 413.944  7.848.394  1.552.898  3.607.978  13.423.214  

       
 
3. Ekuitas 

 
Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016: 

(dalam jutaan Rupiah) 

 Pada Tanggal 31 Desember 
 2017 2016 
   

EKUITAS   
   

Modal saham 28.516.600  24.356.600  
Tambahan modal disetor 2.000.000  4.160.000  
Penghasilan komprehensif lain 524.503  47.228  
Saldo laba   

Ditentukan penggunaannya 822.983  459.142  
Belum ditentukan penggunaannya 2.457.067  1.812.740  

Jumlah Ekuitas 34.321.153  30.835.710  
   

   

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp3.485.443 juta atau sebesar 11,30% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar Rp30.835.710 juta menjadi sebesar Rp34.321.153 juta, yang terutama 
disebabkan oleh peningkatan modal saham dan saldo laba. 
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III. Laporan Arus Kas 
 
Tabel berikut ini menyajikan rincian arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
   

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 405.212 (11.952.395) 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (2.273.372) 3.940.347 
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 9.176.793 10.329.406 
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas 7.308.633 2.317.358 
   

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 8.089.506 5.772.147 
   

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 15.398.139 8.089.505 
   

   
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

 
Arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 
Rp12.357.610 juta atau sebesar 103,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari kas bersih 
digunakan sebesar Rp11.952.395 juta menjadi kas bersih diterima sebesar Rp405.212 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh 
peningkatan penerimaan bunga pinjaman diberikan dan penerimaan dari pelunasan pinjaman diberikan yang dikompensasi dengan 
peningkatan penyaluran pinjaman diberikan. 

 
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

 
Arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 
Rp6.213.720 juta atau sebesar 157,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari kas bersih 
diperoleh sebesar Rp3.940.347 juta menjadi kas bersih digunakan sebesar Rp2.273372 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
penurunan pencairan investasi jangka pendek dan peningkatan penempatan pada investasi saham. 

 
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 
Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 
Rp1.152.613 juta atau sebesar 11,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar 
Rp10.329.406 juta menjadi sebesar Rp9.176.793 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penerimaan dari setoral modal 
dan peningkatan pembayaran pokok pinjaman. 

 
IV. Informasi Segmen 
 
Perseroan hanya memiliki satu segmen usaha, yaitu pembiayaan infrastruktur yang berada di wilayah Indonesia sehingga seluruh aset 
tidak lancar Perusahaan juga berlokasi di Indonesia. Informasi mengenai pembiayaan yang digunakan untuk tujuan pelaporan manajemen 
adalah sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
   

Pembiayaan Komersial   
Investasi 2.157.084 1.022.435 
Modal Kerja 219.158 371.026 

Pembiayaan Pemda 58.875 111.242 
Lain-lain 719.747 824.741 
   

Jumlah 3.154.863 2.329.444 
   

   
V. Likuiditas 
 
Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari surat utang yang telah diterbitkan, pinjaman yang diterima dari bank dan lembaga 
keuangan lainnya, dan pinjaman yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia. Sumber likuiditas material yang belum digunakan 
berasal dari surat utang yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dari bank dan pinjaman yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia. 
Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang 
mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan 
memiliki kecukupan modal kerja. 
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III. Laporan Arus Kas 
 
Tabel berikut ini menyajikan rincian arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
   

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 405.212 (11.952.395) 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (2.273.372) 3.940.347 
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 9.176.793 10.329.406 
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas 7.308.633 2.317.358 
   

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 8.089.506 5.772.147 
   

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 15.398.139 8.089.505 
   

   
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

 
Arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 
Rp12.357.610 juta atau sebesar 103,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari kas bersih 
digunakan sebesar Rp11.952.395 juta menjadi kas bersih diterima sebesar Rp405.212 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh 
peningkatan penerimaan bunga pinjaman diberikan dan penerimaan dari pelunasan pinjaman diberikan yang dikompensasi dengan 
peningkatan penyaluran pinjaman diberikan. 

 
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

 
Arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 
Rp6.213.720 juta atau sebesar 157,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari kas bersih 
diperoleh sebesar Rp3.940.347 juta menjadi kas bersih digunakan sebesar Rp2.273372 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
penurunan pencairan investasi jangka pendek dan peningkatan penempatan pada investasi saham. 

 
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 
Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 
Rp1.152.613 juta atau sebesar 11,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar 
Rp10.329.406 juta menjadi sebesar Rp9.176.793 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penerimaan dari setoral modal 
dan peningkatan pembayaran pokok pinjaman. 

 
IV. Informasi Segmen 
 
Perseroan hanya memiliki satu segmen usaha, yaitu pembiayaan infrastruktur yang berada di wilayah Indonesia sehingga seluruh aset 
tidak lancar Perusahaan juga berlokasi di Indonesia. Informasi mengenai pembiayaan yang digunakan untuk tujuan pelaporan manajemen 
adalah sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

 Tahun yang berakhir 
31 Desember 

 2017 2016 
   

Pembiayaan Komersial   
Investasi 2.157.084 1.022.435 
Modal Kerja 219.158 371.026 

Pembiayaan Pemda 58.875 111.242 
Lain-lain 719.747 824.741 
   

Jumlah 3.154.863 2.329.444 
   

   
V. Likuiditas 
 
Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari surat utang yang telah diterbitkan, pinjaman yang diterima dari bank dan lembaga 
keuangan lainnya, dan pinjaman yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia. Sumber likuiditas material yang belum digunakan 
berasal dari surat utang yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dari bank dan pinjaman yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia. 
Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang 
mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan 
memiliki kecukupan modal kerja. 
 
 
  
 

VI. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas 
 
Rasio profitabilitas dan rentabilitas Perseroan menggambarkan kemampuan Perseroan memperoleh keuntungan pada satu masa tertentu. 
Profitabilitas dan rentabilitas Perseroan diukur dengan rasio-rasio marjin laba komprehensif, imbal hasil aset, dan imbal hasil ekuitas. 
 
▪ Marjin laba komprehensif adalah rasio dari laba komprehensif terhadap pendapatan usaha. Marjin laba bersih Perseroan untuk tahun-

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 54,77% dan 53,36% 
▪ Imbal hasil aset adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba komprehensif Perseroan, yang diukur dengan 

membandingkan antara laba komprehensif dengan aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 3,12% dan 2,80% 

▪ Imbal hasil ekuitas adalah rasio dari laba komprehensif terhadap jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 5,03% dan 4,30% 

 
VII. Belanja Modal  

 
Belanja modal untuk per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut adalah sebesar Rp12.158 juta dan Rp49.423 juta. 
 
Pembelanjaan modal seluruhnya dalam mata uang Rupiah terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian/penambahan Aset 
Tetap dan Aset Takberwujud. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri. Apabila 
belanja modal Perseroan tidak tercapai, maka tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material. 
 
VIII. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman  

 
Perseroan berpotensi terpengaruh atas setiap fluktuasi nilai tukar mata uang apabila terjadi selisih antara posisi aset dan liabilitas dalam 
mata uang asing. Mulai tahun 2014, Perseroan memiliki sumber pendanaan dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (bank loans) yang 
disalurkan kembali sebagai pembiayaan dalam mata uang yang sama. 
 
Perseroan juga terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang 
mempunyai tingkat bunga mengambang. Saat ini eksposur Perseroan atas risiko tingkat bunga terbatas pada pembiayaan dengan suku 
bunga mengambang yang tidak dilakukan lindung nilai. 
 
Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas moneter Perseroan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2017 dan  
31 Desember 2016: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
 Pada Tanggal 31 Desember 
 2017 2016 
   

LIABILITAS   
   

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 3.715.561  3.141.318  
Biaya masih harus dibayar 26.101 18.743 
Tagihan derivatif 44.196 92.356 
Surat utang diterbitkan  1.354.511 1.342.098 
Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.608.996 2.616.273 
Liabilitas lain-lain 86.607 72.254 
Jumlah Liabilitas 7.835.972 7.283.043  
   

   

IX. Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Perseroan   
 
Tidak ada kebijakan pemerintah yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. 
 
X. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir Perseroan  
 
Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. 
 
XI. Manajemen Risiko  

Untuk senantiasa menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memenuhi ketentuan Regulator dalam menjalankan usahanya, 
Perseroan telah melakukan identifikasi atas jenis – jenis risiko yang dihadapi, serta dikelola dan dipantau secara terus - menerus. 
Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil dan batasan 
risiko bagi tiap – tiap jenis risiko, serta senantiasa mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan strategi bisnis 
Perseroan. 

Tujuan utama penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan adalah senantiasa menumbuhkan kesadaran dan menciptakan 
budaya manajemen risiko pada seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya. Faktor utama sebagai tolok ukur 
efektivitas pengelolaan risiko dan keberhasilan penerapan manajemen risiko adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
profesional dan berintegritas tinggi. 
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Pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan ketahanan (resilience) yang memadai, atas 2 
(dua) hal berikut: 
1. Terpeliharanya risk capacity Perseroan untuk memastikan Perseroan terhindar dari risiko kegagalan organisasi atau bahkan 

kebangkrutan. 
2. Peningkatan risk response Perseroan untuk memastikan Perseroan terhindar dari kegagalan pencapaian tujuan bisnis yang 

diekspektasikan oleh para pemangku kepentingan. 

Adapun risiko-risiko utama yang dikelola sesuai karakter dan kompleksitas bisnis Perseroan saat ini, yakni: 
 
a. Risiko Kredit 

 
Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan 
yang telah disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan seperti pembiayaan, investasi, dan 
treasuri. 

Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko kredit, meliputi : 
1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan investasi dan peran aktif Komite dalam melakukan evaluasi dan 

penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif dan 
menyeluruh atas risiko. 

2. Penyempurnaan Pedoman, Prosedur dan sistem manajemen risiko yang antara lain mengatur mengenai alur kerja proses pengelolaan 
pembiayaan dan investasi sehingga tercipta proses yang efektif dan efisien. 

3. Pengembangan sistem pemeringkatan risiko internal yang lebih dikenal dengan Internal Rating System (IRS) yang memungkinkan 
Perseroan mengukur dan menganalisa kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran 
yang konsisten serta memantau dan menjaga kualitas kredit termasuk pengembangan sejumlah early warning indicator untuk 
mendeteksi perubahan atas portofolio dan counterparty. 

4. Sesuai Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019 OJK, Perseroan menetapkan bahwa pengelolaan lingkungan 
hidup dan sosial sebagai komponen penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas pembiayaan dan investasi. 

5. Pengembangan database dalam rangka pengukuran risiko kredit berdasarkan best practice methodology. 
 
b. Risiko Pasar dan Likuiditas 

 
Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, termasuk dalam hal ini perubahan 
nilai harga saham yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 
kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. 

Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko pasar dan likuiditas meliputi : 
1. Penetapan strategi investasi yang terukur dan terencana dalam parameter yang dapat diterima dengan mengoptimalkan tingkat 

pengembalian terhadap risiko. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas strategi investasi untuk 
memastikan bahwa perkembangan kegiatan investasi masih sesuai dengan kebijakan, batasan dan target yang telah ditetapkan.  

2. Perseroan telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, 
eksekusi sampai dengan pemantauan dan pelaporan pengelolaan dana Perseroan. 

3. Terhadap pembiayaan dalam valuta asing, Perseroan melakukan mitigasi risiko melalui pendanaan dalam valuta asing, transaksi cross 
currency swap, dan transaksi principal only swap. Selain itu Perseroan juga melakukan kehati-hatian dalam mengelola risiko valuta 
asing, memprediksi perubahan nilai tukar, menjaga keseimbangan antara jumlah aset dan kewajiban dalam valuta asing dan 
melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas exposure nilai tukar. 

4. Terhadap aset Perseroan yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pinjaman maka Perseroan secara berkala memantau 
perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, dengan memperhatikan tingkat risiko dan return yang 
optimal. 

5. Pemantauan dan pengelolaan kebutuhan likuiditas. Perseroan menjaga tingkat minimum likuiditas dan melakukan pengalokasian dana 
dalam instrumen keuangan yang likuid. 

6. Membentuk Sub Komite Aset dan Liabilitas untuk meningkatkan fungsi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.   
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Pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan ketahanan (resilience) yang memadai, atas 2 
(dua) hal berikut: 
1. Terpeliharanya risk capacity Perseroan untuk memastikan Perseroan terhindar dari risiko kegagalan organisasi atau bahkan 

kebangkrutan. 
2. Peningkatan risk response Perseroan untuk memastikan Perseroan terhindar dari kegagalan pencapaian tujuan bisnis yang 

diekspektasikan oleh para pemangku kepentingan. 

Adapun risiko-risiko utama yang dikelola sesuai karakter dan kompleksitas bisnis Perseroan saat ini, yakni: 
 
a. Risiko Kredit 

 
Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan 
yang telah disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan seperti pembiayaan, investasi, dan 
treasuri. 

Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko kredit, meliputi : 
1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan investasi dan peran aktif Komite dalam melakukan evaluasi dan 

penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif dan 
menyeluruh atas risiko. 

2. Penyempurnaan Pedoman, Prosedur dan sistem manajemen risiko yang antara lain mengatur mengenai alur kerja proses pengelolaan 
pembiayaan dan investasi sehingga tercipta proses yang efektif dan efisien. 

3. Pengembangan sistem pemeringkatan risiko internal yang lebih dikenal dengan Internal Rating System (IRS) yang memungkinkan 
Perseroan mengukur dan menganalisa kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran 
yang konsisten serta memantau dan menjaga kualitas kredit termasuk pengembangan sejumlah early warning indicator untuk 
mendeteksi perubahan atas portofolio dan counterparty. 

4. Sesuai Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019 OJK, Perseroan menetapkan bahwa pengelolaan lingkungan 
hidup dan sosial sebagai komponen penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas pembiayaan dan investasi. 

5. Pengembangan database dalam rangka pengukuran risiko kredit berdasarkan best practice methodology. 
 
b. Risiko Pasar dan Likuiditas 

 
Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, termasuk dalam hal ini perubahan 
nilai harga saham yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 
kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. 

Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko pasar dan likuiditas meliputi : 
1. Penetapan strategi investasi yang terukur dan terencana dalam parameter yang dapat diterima dengan mengoptimalkan tingkat 

pengembalian terhadap risiko. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas strategi investasi untuk 
memastikan bahwa perkembangan kegiatan investasi masih sesuai dengan kebijakan, batasan dan target yang telah ditetapkan.  

2. Perseroan telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, 
eksekusi sampai dengan pemantauan dan pelaporan pengelolaan dana Perseroan. 

3. Terhadap pembiayaan dalam valuta asing, Perseroan melakukan mitigasi risiko melalui pendanaan dalam valuta asing, transaksi cross 
currency swap, dan transaksi principal only swap. Selain itu Perseroan juga melakukan kehati-hatian dalam mengelola risiko valuta 
asing, memprediksi perubahan nilai tukar, menjaga keseimbangan antara jumlah aset dan kewajiban dalam valuta asing dan 
melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas exposure nilai tukar. 

4. Terhadap aset Perseroan yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pinjaman maka Perseroan secara berkala memantau 
perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, dengan memperhatikan tingkat risiko dan return yang 
optimal. 

5. Pemantauan dan pengelolaan kebutuhan likuiditas. Perseroan menjaga tingkat minimum likuiditas dan melakukan pengalokasian dana 
dalam instrumen keuangan yang likuid. 

6. Membentuk Sub Komite Aset dan Liabilitas untuk meningkatkan fungsi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.   
 

VII. FAKTOR RISIKO 
 
Investasi dalam Green Bond dan Sukuk Mudharabah Perseroan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam 
mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan 
evaluasi sebelum membeli Green Bond dan Sukuk Mudharabah Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap 
tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi 
keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga pasar atas Green Bond dan Sukuk Mudharabah Perseroan dapat turun dikarenakan salah 
satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.  
 
Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam 
menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Green Bond dan Sukuk Mudharabah Perseroan baik 
secara langsung maupun tidak langsung: 
 
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN 
 

Risiko Kredit 
Risiko kredit adalah risiko yang terjadi sebagai akibat kegagalan counterpart memenuhi kewajibannya kepada Perseroan berdasarkan 
persyaratan pembiayaan dan investasi yang telah disepakati. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dan 
investasi pada sektor infrastruktur, risiko kredit Perseroan terutama melekat pada aktiva produktif yang dimiliki Perseroan dalam bentuk 
pemberian pinjaman kepada debitur dan penyertaan modal yang dilakukan Perseroan. Semakin besar porsi pinjaman yang bermasalah 
(Non Performing Loans atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman diberikan 
akan menurunkan pendapatan dan permodalan Perseroan. Pada kegiatan investasi (penyertaan modal), terdapat risiko tidak 
terpenuhinya ekspektasi imbal hasil dan penurunan nilai pokok investasi. Hal ini dapat terjadi apabila kinerja perusahan sebagai objek 
invetasi berjalan tidak sesuai harapan. Besarnya potensi kerugian adalah sebesar modal yang disetor perseroan ditambah potensi 
keuangan yang tidak terealisasi. Apabila hal ini terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja 
keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan. Sektor infrastruktur yang memperoleh penyaluran pinjaman 
dari Perseroan meliputi Ketenagalistrikan, Jalan, Minyak dan Gas, Transportasi, Irigasi, Telekomunikasi, Air Bersih, dan Sosial. Upaya 
yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. 
Perseroan menerapkan mekanisme penilaian background dan analisis risiko yang prudent terhadap debitur, termasuk penilaian kredit 
5C terhadap setiap debitur, penetapan batasan-batasan atas pemberian fasilitas kredit, serta pengawasan secara berkala atas profil 
risiko debitur. 
 

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT 
MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 
 

1. Risiko Reputasi 
Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan 
atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Mengingat reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri Perseroan, 
maka hilangnya kepercayaan nasabah ataupun stakeholder dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah counterparty, 
pendapatan, kepercayaan stakeholder dalam melakukan pengembangan proyek dan advisory, serta peningkatan biaya untuk aktivitas 
kehumasan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Reputasi adalah dengan melakukan pengendalian terhadap 
pemberitaan yang berpotensi mempunyai dampak negatif terhadap Perseroan serta melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara 
internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan- kegiatan yang dapat menciptakan citra Perseroan yang 
baik termasuk dengan media. 
 

2. Risiko Strategis  
Risiko Strategis, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, 
pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Apabila hal -hal 
tersebut terjadi dapat menimbulkan dampak yang merugikan kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasional Perseroan. Perseroan 
telah melakukan langkah strategis untuk melakukan diversifikasi kegiatan usaha Perseroan melalui penetapan 3 (tiga) pilar untuk 
mencapai tujuan Perseroan yang meliputi aktivitas Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, dan Pengembangan Proyek. 
Selanjutnya apabila langkah ini tidak berjalan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan, akan berdampak negatif pada kelangsungan 
usaha Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Strategis adalah merumuskan arah kebijakan strategis 
yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Perseroan 
juga melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana strategis dengan realisasi pencapaian yang mempertimbangkan kondisi 
internal maupun eksternal.  
 

3. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 
manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Upaya yang 
dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Operasional adalah dengan menetapkan pedoman maupun prosedur untuk proses 
operasional  Perseroan yang juga mencakup manajemen risiko dari aktivitas-aktivitas tersebut. Perseroan juga meningkatkan risk 
awareness dan mengimplementasikan Unit Risk Compliance Manager (URCM) pada setiap risk taking division untuk memperkuat 
budaya risiko Perseroan. 
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4. Risiko Pasar 
Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki Perseroan yang dapat 
merugikan Perseroan (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari 
kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam 
surat-surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan termasuk penerbitan surat utang, dan pemberian pembiayaan dan investasi 
Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga dapat menurunkan pendapatan Perseroan. 
 
Risiko pasar mencakup risiko-risiko antara lain: 
a. Risiko Suku Bunga 

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aset akibat perubahan 
tingkat bunga di pasar uang. Nilai portofolio termasuk instrumen aset, pasiva dan rekening administratif memiliki sensitivitas 
terhadap tingkat suku bunga. Karena sumber-sumber dana seperti pinjaman dan kewajiban lainnya serta penggunaan dana seperti 
pembiayaan, deposito berjangka, investasi dalam surat berharga memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka 
perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu 
terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya 
sehingga dapat berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Suku 
Bunga adalah melakukan mitigasi risiko terhadap aset sensitif terhadap pergerakan suku bunga dengan penerapan limit-limit yang 
prudent serta melakukan pemantauan berkala atas perkembangan pasar dan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan bila 
diperlukan. Perseroan juga melakukan transaksi lindung nilai untuk memitigasi risiko fluktuasi perubahan suku bunga dengan 
memperhatikan ekposur risiko terkait. 
 

b. Risiko Valuta Asing 
Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan 
perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat 
Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang 
berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekuranghati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar, 
mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing, dan melakukan transaksi lindung nilai dapat 
mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Valuta Asing adalah 
melakukan mitigasi risiko terhadap aset sensitif terhadap pergerakan nilai tukar dengan menjaga mismatch posisi aset dan 
kewajiban dalam mata uang asing agar tidak melampaui limit yang diterapkan. 
 

5. Risiko Likuiditas 
Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan 
arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya 
kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian pembiayaan, maka terdapat Risiko Likuiditas yang dapat menyebabkan 
gangguan bagi Perseroan dalam upayanya memenuhi komitmen kepada kreditur dan pihak lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan 
turunnya kepercayaan para counterparty pada Perseroan, yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. 
Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Likuiditas adalah dengan melakukan pengukuran dan pemantauan 
terhadap liquidity gap Perseroan serta menetapkan rasio dan limit likuiditas yang memadai dalam menjaga tingkat likuiditas. 
 

6. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
Sebagai perusahaan yang melakukan investasi pada Entitas Asosiasi, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap kinerja operasi 
dan keuangan dari Entitas Asosiasi. Risiko tersebut terutama menyangkut besaran laba bersih Perseroan yang juga cukup banyak 
didukung dari pendapatan Entitas Asosiasi. Dengan demikian, apabila kegiatan operasi dan kinerja keuangan Entitas Asosiasi 
mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja laba bersih Perseroan. Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan 
berupaya untuk memastikan agar investasi atau aksi Korporasi yang dilakukan Perseroan selalu dilaksanakan dalam prinsip kehati-
hatian sehingga risiko kegagalan dapat diminimalisir. 
 

7. Risiko Lingkungan dan Sosial 
Risiko Lingkungan dan Sosial adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan pemerintah 
Indonesia atau internasional mengenai lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang dibiayai oleh Perseroan. Peraturan mengenai 
lingkungan dan sosial tersebut menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara aspek 
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Lingkungan dan Sosial adalah 
melalui penerapan prinsip kehati-hatian dengan memastikan pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan 
dan persyaratan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta sosial yang berlaku. 
 

8. Risiko Perubahan Teknologi 
Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Perseroan harus dapat beradaptasi dengan cepat 
terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Keterlambatan Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat 
memberikan dampak berupa penurunan kualitas pembiayaan sektor infrastruktur dan apabila kondisi ini terjadi, maka hal ini juga dapat 
memberikan dampak secara negatif terhadap pendapatan Perseroan. Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan berupaya untuk 
menerapkan perubahan perubahan teknologi yang sesuai dengan proses operasional dan meningkatkan sistem terintegrasi untuk 
mendukung pertumbuhan usaha yang dapat mengikuti perkembangan teknologi. 
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4. Risiko Pasar 
Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki Perseroan yang dapat 
merugikan Perseroan (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari 
kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam 
surat-surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan termasuk penerbitan surat utang, dan pemberian pembiayaan dan investasi 
Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga dapat menurunkan pendapatan Perseroan. 
 
Risiko pasar mencakup risiko-risiko antara lain: 
a. Risiko Suku Bunga 

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aset akibat perubahan 
tingkat bunga di pasar uang. Nilai portofolio termasuk instrumen aset, pasiva dan rekening administratif memiliki sensitivitas 
terhadap tingkat suku bunga. Karena sumber-sumber dana seperti pinjaman dan kewajiban lainnya serta penggunaan dana seperti 
pembiayaan, deposito berjangka, investasi dalam surat berharga memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka 
perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu 
terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya 
sehingga dapat berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Suku 
Bunga adalah melakukan mitigasi risiko terhadap aset sensitif terhadap pergerakan suku bunga dengan penerapan limit-limit yang 
prudent serta melakukan pemantauan berkala atas perkembangan pasar dan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan bila 
diperlukan. Perseroan juga melakukan transaksi lindung nilai untuk memitigasi risiko fluktuasi perubahan suku bunga dengan 
memperhatikan ekposur risiko terkait. 
 

b. Risiko Valuta Asing 
Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan 
perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat 
Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang 
berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekuranghati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar, 
mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing, dan melakukan transaksi lindung nilai dapat 
mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Valuta Asing adalah 
melakukan mitigasi risiko terhadap aset sensitif terhadap pergerakan nilai tukar dengan menjaga mismatch posisi aset dan 
kewajiban dalam mata uang asing agar tidak melampaui limit yang diterapkan. 
 

5. Risiko Likuiditas 
Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan 
arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya 
kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian pembiayaan, maka terdapat Risiko Likuiditas yang dapat menyebabkan 
gangguan bagi Perseroan dalam upayanya memenuhi komitmen kepada kreditur dan pihak lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan 
turunnya kepercayaan para counterparty pada Perseroan, yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. 
Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Likuiditas adalah dengan melakukan pengukuran dan pemantauan 
terhadap liquidity gap Perseroan serta menetapkan rasio dan limit likuiditas yang memadai dalam menjaga tingkat likuiditas. 
 

6. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
Sebagai perusahaan yang melakukan investasi pada Entitas Asosiasi, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap kinerja operasi 
dan keuangan dari Entitas Asosiasi. Risiko tersebut terutama menyangkut besaran laba bersih Perseroan yang juga cukup banyak 
didukung dari pendapatan Entitas Asosiasi. Dengan demikian, apabila kegiatan operasi dan kinerja keuangan Entitas Asosiasi 
mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja laba bersih Perseroan. Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan 
berupaya untuk memastikan agar investasi atau aksi Korporasi yang dilakukan Perseroan selalu dilaksanakan dalam prinsip kehati-
hatian sehingga risiko kegagalan dapat diminimalisir. 
 

7. Risiko Lingkungan dan Sosial 
Risiko Lingkungan dan Sosial adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan pemerintah 
Indonesia atau internasional mengenai lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang dibiayai oleh Perseroan. Peraturan mengenai 
lingkungan dan sosial tersebut menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara aspek 
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Lingkungan dan Sosial adalah 
melalui penerapan prinsip kehati-hatian dengan memastikan pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan 
dan persyaratan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta sosial yang berlaku. 
 

8. Risiko Perubahan Teknologi 
Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Perseroan harus dapat beradaptasi dengan cepat 
terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Keterlambatan Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat 
memberikan dampak berupa penurunan kualitas pembiayaan sektor infrastruktur dan apabila kondisi ini terjadi, maka hal ini juga dapat 
memberikan dampak secara negatif terhadap pendapatan Perseroan. Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan berupaya untuk 
menerapkan perubahan perubahan teknologi yang sesuai dengan proses operasional dan meningkatkan sistem terintegrasi untuk 
mendukung pertumbuhan usaha yang dapat mengikuti perkembangan teknologi. 

 
 
 
 

C. RISIKO UMUM 
 

1. Risiko Kondisi Perekonomian 
Industri pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan 
kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga 
akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan di dalam pemberian pembiayaan dan investasi, penghimpunan dana, pengembalian 
pokok utang dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan. Upaya yang dilakukan 
Perseroan dalam menghadapi Risiko Kondisi Perekonomian adalah melakukan monitoring terhadap kondisi makro ekonomi baik  
di dalam negeri dan luar negeri serta mempersiapkan indikator-indikator utama atas pengendalian risiko Perseroan sebagai Early 
Warning System (EWS) dalam perumusan strategi dalam menghadapi dinamika kondisi perekonomian. 
 

2. Risiko Hukum 
Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain karena ketiadaan peraturan dan 
perundang-undangan. Meskipun sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah mengalami perkara hukum, tetapi apabila Perseroan 
berada dalam perkara yang bersifat material, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional maupun 
kinerja keuangan Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Hukum adalah melakukan penyusunan dan 
pengkinian dokumen hukum atas setiap kejadian yang terkait dengan risiko hukum serta melakukan legal review secara berkala 
terhadap setiap aktifitas perseroan. 
 

3. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan 
Risiko kepatuhan adalah risiko ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, 
termasuk penerapan prinsip Syariah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun 
ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial 
berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi 
manajemen Perseroan ataupun penutupan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan baik secara 
finansial maupun secara non finansial. Ketidakberhasilan Perseroan dalam menangani risiko operasional yang timbul akan 
menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non finansial, seperti pengenaan denda oleh regulator, fraud, dan tuntutan 
hukum. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Kepatuhan ini adalah Perseroan secara proaktif melakukan 
indentifikasi dan analisa terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dengan memastikan terdapat kecukupan 
proses penafsiran perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan Perseroan serta melakukan 
tindakan korektif yang tepat waktu terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku. 

 
D. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG GREEN BONDS DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Disamping risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan diatas, terdapat juga risiko investasi bagi investor pembeli Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah, yaitu: 
1. Risiko tidak likuidnya Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan 

karena tujuan pembelian Green Bond dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang. 
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga/pendapatan bagi hasil serta hutang 

pokok/ dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang 
ditetapkan dalam kontrak Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan 
perkembangan usaha Perseroan. 

 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM 
MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN 
BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN. 
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VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
 
Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini yang terjadi setelah tanggal Penerbitan 
Kembali Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Mei 2018 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota dari BKR International) 
dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian.  
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VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
 
Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini yang terjadi setelah tanggal Penerbitan 
Kembali Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Mei 2018 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota dari BKR International) 
dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian.  
 

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA 
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 

 
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN  
 
Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi 
Infrastruktur atau disingkat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat,berdasarkan Akta Pendirian No. 17 
tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
09067.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal          24 Maret 2009 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 
2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tertanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia No. 13273/2009 (“Akta Pendirian”). Lebih lanjut, Perseroan didirikan dalam rangka melaksanakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian 
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 
Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah 
Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
 
Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran 
Dasar dan perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan hingga prospektus ini diterbitkan diputuskan pada tahun 2018, berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 369/KMK.06/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik 
Indonesia ke dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur 
tertanggal 3 Mei 2018 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Sarana Multi Infrastruktur No. 29 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota 
Jakarta Utara dan perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199973 tanggal 17 Mei 2018 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-.0069249.AH. 01.11.Tahun 2018  tanggal 17 Mei 2018. Dalam akta ini, diputuskan mengenai 
perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan (“Akta No. 29 Tanggal 17 Mei 
2018”).  

  
Perseroan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.64.61937 tanggal 4 Oktober 2016 berlaku 
sampai dengan 23 April 2018. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  
No. 396/KMK.010/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada  
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Permohonan 
Persetujuan izin Penambahan Obyek Pembiayaan Infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur. Perseroan telah mendapatkan izin 
pembentukan unit usaha syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 372/NB.223/2016 tanggal 20 April 2016 perihal 
Persetujuan dan Pencatatan Unit Usaha Syariah dan Pelaksanaan Kegiatan Lain Terkait Dengan Pembiayaan Infrastruktur Oleh PT Sarana 
Multi Infrastruktur (Persero). 
 
B. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SERTA KOMPOSISI KEPEMILIKAN 

SAHAM PERSEROAN  
 
Struktur permodalan Perseroan selama 2 tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan yaitu sebagai berikut : 
  
1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 

tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor 
menjadi sebesar Rp 24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga 
struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut : 

 

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 25.000.000 Rp 25.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 643.400     Rp 643.400.000.000,- - 

 
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 

tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah 
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp 25.000.000.000.000,- (dua puluh 
lima triliun Rupiah) menjadi   Rp 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah), sehingga struktur permodalan dan pemegang saham 
Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut : 
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Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 25.643.400  Rp 25.643.400.000.000,- - 

 
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 44 

tanggal 27 April 2017 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0132939 tanggal 03 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar                                   
Perseroan No. AHU-0057345.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari                                   
Rp 24.356.600.000.000,- dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi  
Rp 28.516.600.000.000,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga struktur 
permodalan dan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut : 

 

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 28.516.600 Rp 28.516.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 28.516.600 Rp 28.516.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 21.483.400  Rp 21.483.400.000.000,- - 

 
4. Berdasarkan Akta No. 29  Tanggal  17 Mei 2018  tersebut, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari  

Rp 28.516.600.000.000,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 
30.516.600.000.000,- (tiga puluh triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan 
pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 19.483.400 Rp 19.483.400.000.000,- - 

 
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-20712.40.22.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0074504.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 01 
Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
No. AHU-AH.01.03-0053494 tanggal 01 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067389.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 01 Juni 2016 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur 
No. 19 tanggal 8 September 2017, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0169793 tanggal 8 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0111938.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 September 2017 jo. Akta  No. 21 tanggal 22 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Irma Devita 
Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215585 tanggal 22 Juni 2018 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081798.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal  22 Juni 2018 dan Akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi No. 01 
tanggal 01 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
27388.40.22.2014 tanggal 02 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal 02 
September 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita 
Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan adalah sebagai berikut :  
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Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 25.643.400  Rp 25.643.400.000.000,- - 

 
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 44 

tanggal 27 April 2017 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0132939 tanggal 03 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar                                   
Perseroan No. AHU-0057345.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari                                   
Rp 24.356.600.000.000,- dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi  
Rp 28.516.600.000.000,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga struktur 
permodalan dan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut : 

 

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 28.516.600 Rp 28.516.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 28.516.600 Rp 28.516.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 21.483.400  Rp 21.483.400.000.000,- - 

 
4. Berdasarkan Akta No. 29  Tanggal  17 Mei 2018  tersebut, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari  

Rp 28.516.600.000.000,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 
30.516.600.000.000,- (tiga puluh triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan 
pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Negara Republik Indonesia 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.516.600 Rp 30.516.600.000.000,- 100 
Saham dalam Portepel 19.483.400 Rp 19.483.400.000.000,- - 

 
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-20712.40.22.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0074504.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 01 
Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
No. AHU-AH.01.03-0053494 tanggal 01 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067389.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 01 Juni 2016 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur 
No. 19 tanggal 8 September 2017, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0169793 tanggal 8 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0111938.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 September 2017 jo. Akta  No. 21 tanggal 22 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Irma Devita 
Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215585 tanggal 22 Juni 2018 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081798.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal  22 Juni 2018 dan Akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi No. 01 
tanggal 01 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
27388.40.22.2014 tanggal 02 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal 02 
September 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita 
Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan adalah sebagai berikut :  
 
 

Dewan Komisaris : 
Komisaris Utama / Komisaris Independen : Mahendra Siregar 
Komisaris  : Dini Kusumawati  
Komisaris : Wahyu Utomo  
Komisaris : A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha 
Komisaris Independen : Sukatmo Padmosukarso 

 
Direksi : 

Direktur Utama : Emma Sri Martini 
Direktur Pembiayaan dan Investasi : Edwin Syahruzad 
Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi : Darwin Trisna Djajawinata 
Direktur Operasional dan Keuangan : Agresius R. Kadiaman 
Direktur Manajemen Risiko : Mohammad Ghozie Indra Dalel 

 
Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk 
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. 
 
Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33. 
 
Dewan Komisaris : 
 

 
 
 

Mahendra Siregar, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari 
Universitas Indonesia pada tahun 1986 dan gelar Master of Economics dari Universitas Monash, 
Australia pada tahun 1991. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 18 
Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.06/2017. Pada saat ini 
juga menjabat diantaranya sebagai Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-
Program Prioritas, Direktur Eksekutif – Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Chairman 
Bank Mandiri (Europe) Ltd, dan sebagai Komisaris Independen PT Vale Indonesia, PT Unilever 
Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sequis Life dan PT AKR Corporindo.   
 
Beliau pernah memegang berbagai peranan penting di beberapa Kementerian, termasuk menjabat 
sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013-2014), Wakil Menteri Keuangan (2011-
2013), Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011),  Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama 
Ekonomi dan Pembiayaan Internasional (2005-2009). Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai 
Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2009-2010), 
Komisaris Utama PT Semen Indonesia (2012-2017), serta beberapa perusahaan lainnya. 
 

  

Dini Kusumawati, Komisaris  
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 43 tahun. Memperoleh gelar Doktor dari Universitas 
Padjajaran pada tahun 2004, gelar Magister Ekomonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000 
dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran pada tahun 1997. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan No. 436/KMK.06/2018.  
 
Jabatan sebelumnya adalah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan (2016-2018), Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2013-2016), Kabag Perencanaan dan Pendanaan SDM, 
Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2009-2013), dan Kasubbag Perencanaan 
SDM, Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2007-2009). 

  

 

Wahyu Utomo, Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Memperoleh gelar PhD dalam bidang Regional 
Science/ Studi Wilayah dari Cornell University pada tahun 2002 dan Master of Science pada tahun 
1999 dalam bidang Studi Wilayah dari Cornell University, AS, serta memperoleh gelar Sarjana Teknik 
Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987. 
 
Menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak 23 Februari 2009 berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan No.43/ KMK.06/2009 dan kemudian diangkat dan menjabat kembali 
sebagai Komisaris pada tanggal 8 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 
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277/KMK.06/2014. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah dan Plt. 
Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian Republik Indonesia.  
 
Jabatan sebelumnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia adalah 
sebagai Asisten Deputi Urusan Perumahan, Pertanahan dan Kerjasama Pemerintah-Swasta (2012-
2014), Asisten Deputi Urusan Perumahan (2007-2012), Plt. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah Kalimantan- Sulawesi (2005-2007), Kepala Bidang Desentralisasi Ekonomi 
(2002-2005) dan sebagai Wakil Kepala Central Project Management Office Direktorat Jenderal Cipta 
Karya di Kementerian Pekerjaan Umum (1987-1996). 

  

 

A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar PhD dalam bidang Public 
Finance dari University of Canberra, Australia pada tahun 2013, Master of Art dalam bidang 
Macroeconomics dari University of Boston, Amerika Serikat pada tahun 1999 dan memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi bidang studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, pada tahun 1993. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan No. 360/KMK.06/2016. Pada saat ini juga menjabat sebagai Direktur Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia.   
 
Jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Forum Multilateral (2013 – 2014) dan Kepala Bidang 
Analisa Kebijakan Perpajakan (2008-2009), Badan Kebijakan Fiskal serta pernah bertugas sebagai 
Kepala Subdirektorat Analisa Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia (2005 – 2008). 

 
 

 

 
Sukatmo Padmosukarso, Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 61 tahun. Memperoleh Memperoleh gelar Master of Business 
Administration (MBA) dalam bidang Corporate Finance dari Curtin University of Technology, Perth, 
Australia pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang studi Manajemen 
Keuangan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1986. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016.  
 
Jabatan sebelumnya sebagai President Director dan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) 
yang merupakan entitas asosiasi Perseroan (2014 – 2016). Memiliki pengalaman luas di bidang 
perbankan dan menduduki berbagai jabatan strategis diantaranya Bank Rabobank International 
Indonesia (2009-2013) sebagai Komisaris Independen, PT Pos Indonesia (2009-2013) sebagai Wakil 
Presiden Direktur, Bank International Indonesia (2002 – 2009) dengan jabatan terakhir Deputy 
President Director, Bank Mandiri (1999 – 2002) dengan jabatan terakhir Vice President Portfolio Risk 
Management dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1980 – 1999) dengan jabatan terakhir 
sebagai Branch Manager. 

 
Direksi : 
 

  

Emma Sri Martini, Direktur Utama 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari 
Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan telah mengikuti program pendidikan Infrastructure in 
a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School Executive Education, AS pada 
tahun 2011.  
 
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 23 Februari 2009 berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan No. 42/ KMK.06/2009 dan kemudian diangkat dan menjabat kembali sebagai 
Direktur Utama pada tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 
389/KMK.06/2014.  
 
Sebagai Direktur Utama Perseroan, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional secara 
keseluruhan, termasuk menetapkan strategi jangka panjang perusahaan serta menjamin kepatuhan 
dalam pelaksanaan seluruh operasional Perseroan sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang 
baik. Sejak pengangkatannya, aktif memberikan pemikirannya dalam mendukung pembangunan 
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277/KMK.06/2014. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah dan Plt. 
Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian Republik Indonesia.  
 
Jabatan sebelumnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia adalah 
sebagai Asisten Deputi Urusan Perumahan, Pertanahan dan Kerjasama Pemerintah-Swasta (2012-
2014), Asisten Deputi Urusan Perumahan (2007-2012), Plt. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah Kalimantan- Sulawesi (2005-2007), Kepala Bidang Desentralisasi Ekonomi 
(2002-2005) dan sebagai Wakil Kepala Central Project Management Office Direktorat Jenderal Cipta 
Karya di Kementerian Pekerjaan Umum (1987-1996). 

  

 

A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar PhD dalam bidang Public 
Finance dari University of Canberra, Australia pada tahun 2013, Master of Art dalam bidang 
Macroeconomics dari University of Boston, Amerika Serikat pada tahun 1999 dan memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi bidang studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, pada tahun 1993. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan No. 360/KMK.06/2016. Pada saat ini juga menjabat sebagai Direktur Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia.   
 
Jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Forum Multilateral (2013 – 2014) dan Kepala Bidang 
Analisa Kebijakan Perpajakan (2008-2009), Badan Kebijakan Fiskal serta pernah bertugas sebagai 
Kepala Subdirektorat Analisa Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia (2005 – 2008). 

 
 

 

 
Sukatmo Padmosukarso, Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 61 tahun. Memperoleh Memperoleh gelar Master of Business 
Administration (MBA) dalam bidang Corporate Finance dari Curtin University of Technology, Perth, 
Australia pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang studi Manajemen 
Keuangan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1986. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016.  
 
Jabatan sebelumnya sebagai President Director dan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) 
yang merupakan entitas asosiasi Perseroan (2014 – 2016). Memiliki pengalaman luas di bidang 
perbankan dan menduduki berbagai jabatan strategis diantaranya Bank Rabobank International 
Indonesia (2009-2013) sebagai Komisaris Independen, PT Pos Indonesia (2009-2013) sebagai Wakil 
Presiden Direktur, Bank International Indonesia (2002 – 2009) dengan jabatan terakhir Deputy 
President Director, Bank Mandiri (1999 – 2002) dengan jabatan terakhir Vice President Portfolio Risk 
Management dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1980 – 1999) dengan jabatan terakhir 
sebagai Branch Manager. 

 
Direksi : 
 

  

Emma Sri Martini, Direktur Utama 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari 
Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan telah mengikuti program pendidikan Infrastructure in 
a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School Executive Education, AS pada 
tahun 2011.  
 
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 23 Februari 2009 berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan No. 42/ KMK.06/2009 dan kemudian diangkat dan menjabat kembali sebagai 
Direktur Utama pada tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 
389/KMK.06/2014.  
 
Sebagai Direktur Utama Perseroan, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional secara 
keseluruhan, termasuk menetapkan strategi jangka panjang perusahaan serta menjamin kepatuhan 
dalam pelaksanaan seluruh operasional Perseroan sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang 
baik. Sejak pengangkatannya, aktif memberikan pemikirannya dalam mendukung pembangunan 

infrastruktur di Indonesia, antara lain dengan menjadi pembicara dan panelis di berbagai forum 
infrastruktur di dalam dan di luar negeri.  
 
Sebelumnya adalah Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 
(2004- 2009), Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2004-2009), Senior Vice President 
(2002-2004), Assistant Vice President – Group Head (1998-2001) Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN) dan PT Kustodian Depositori Efek Indonesia (1993-1998). 

  
  

 

Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan dan Investasi 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang 
Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1993.  
 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014.  
 
Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2009 sebagai Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi 1. 
Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Timah, Tbk. 
(Persero) (2011-2012), bekerja selama 9 tahun di berbagai posisi di PT Danareksa (Persero) dengan 
posisi terakhir sebagai Direktur di PT Danareksa Sekuritas. Juga sempat bekerja sebagai Analyst di 
PT Penthasena Securities (1996-1999), PT Amstel Securities Indonesia (1995-1996), dan PT Industrial 
Bank of Japan cabang Jakarta (1993-1995). 
 
 

 

Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari 
Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1995, Sarjana Teknik Penerbangan dari Institut Teknologi 
Bandung pada tahun 1996 dan Master of Science dalam bidang Economic Development dari Leeds 
University, Inggris pada tahun 1999. 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014.  
Sebelumnya adalah Senior Vice President/ Kepala Divisi Advisory, sejak tahun 2012. Sebelum 
bergabung dengan Perseroan, bekerja sebagai Direktur di PT Independent Research & Advisory 
Indonesia (2008-2011), Lead Advisor, Policy Advisory Unit di Kementerian Perhubungan dalam 
program AUSAID (2009-2011), Spesialis Sektor Infrastruktur di Asian Development Bank (Indonesia 
Resident Mission) (2007-2008), Dosen Tamu untuk Project Finance & Manajemen Infrastruktur di 
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2006-sekarang), Program Officer di Sekretariat Komite 
Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian (2005-2006), Konsultan untuk Program Infrastruktur dari Bank Dunia (2000-2005). 
 

 

Agresius R. Kadiaman, Direktur Operasional dan Keuangan 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 51 tahun. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi bidang studi 
Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Gelar Master of Business Administration 
bidang studi Strategy & General Management dari Nanyang Technological University, Singapura pada 
tahun 2003. Beliau telah menyelesaikan Executive Management Program dari MIT Sloan School of 
Management, Cambridge, Boston, AS pada tahun 2003, dari Judge School of Business, Cambridge 
University, UK pada tahun 2002, dan dari HAAS School of Management, University of California, 
Berkeley, AS pada tahun 2014. 
 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 
464/KMK.06/2016 tertanggal 16 Juni 2016. 
Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kanabhn Digdaya 
(2015-2016), Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna Financial Group (2012 – 2015), Direktur 
Keuangan dan Plt. Direktur Manajemen Resiko PT Sampoerna Strategic (2008 – 2011), VP Director 
dan Direktur Keuangan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (2005 – 2008). Beliau memiliki 
pengalaman yang cukup panjang dalam industri perbankan (Citibank, Bank Danamon, Bank Bali), 
sejak 1991-2000 dan BPPN di tahun 1999-2002. 
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Mohammad Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Engineering with 
Honours (Cum Laude) dalam bidang Manufacturing & Engineering Management dari Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT) University pada tahun 2001 dan Master of Business dalam bidang 
Perbankan dan Keuangan dari Monash University, Australia pada tahun 2003. 
 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 
464/KMK.06/2016 tertanggal 16 Juni 2016. 
Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja di berbagai posisi di PT IBM Indonesia selama 12 
tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur unit bisnis Global Technology Services (2014-2016) 
dan Direktur unit bisnis Cross Industry – Sales & Distribution (2012-2014).  
Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014, dimana anggota Direksi Perseroan tidak melakukan 
perangkapan jabatan sebagai direksi pada perusahaan lain dan disamping itu anggota Dewan Komisaris 
Perseroan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan OJK 
No.30/2014 termasuk mengenai aturan mengenai tidak melakukan pelanggaran rangkap jabatan. 

 
TUGAS DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR 
 
Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2017: 
1.  Menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Hasil Audit Perseroan Tahun Buku 2016 yang diaudit 

oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny. 
2.  Menyampaikan Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Semester II Tahun 2016. 
3.  Menyampaikan Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Semester I Tahun 2017. 
4.  Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) Perseroan Semester II Tahun 2016. 
5.  Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) Perseroan Semester I Tahun 2017. 
6.  Menyampaikan Laporan Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan. 
7.  Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris secara Triwulanan. 
8.  Memberikan arahan dan pendapat kepada Direksi Perseroan terkait penyusunan RKAP Tahun 2018 dan RJPP Perubahan Tahun 

2014-2018 sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. 
9.  Menyampaikan Usulan kepada Pemegang Saham tentang Penunjukan KAP dalam rangka Pelaksanaan Jasa Audit Umum terhadap 

Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017. 
10. Memberikan persetujuan kepada Direksi sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris, antara lain persetujuan atas penunjukan 

konsultan penilai independen penerapan GCG Perseroan Tahun 2016 dan Persetujuan atas Penyempurnaan Pedoman dan Prosedur 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 

11. Memberikan arahan dan pendapat terhadap pembiayaan-pembiayaan dengan kriteria tertentu, misalnya pembiayaan dengan nilai di 
atas Rp750 miliar. 

12. Pengawasan atas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan mandat dan strategi bisnis Perseroan. 
13. Evaluasi laporan profil risiko dan penerapan manajemen risiko Perseroan. 
14. Pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal 
15. Pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut terhadap Debitur yang dalam perhatian (watchlist debitur) 
16. Pelaksanaan Rapat Rutin Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi. 

 
FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 
 

No Nama 
 

Jabatan 
 

Rapat Dewan Komisaris 
selama Tahun 2017 dan 

2018 (minimal 1 kali dalam  
1 bulan) 

Rapat Direksi 
selama tahun 2017 dan 

2018 
(minimal 1 kali dalam  1 

bulan) 

Rapat Gabungan Dewan 
Komisaris dan Direksi 
selama tahun 2017 dan 

2018 
(minimal 1 kali dalam 4 

bulan) 
Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

1 Mahendra Siregar Komisaris 
Utama 
merangkap 
Komisaris 
Independen  

10 90% - - 7 85,71% 

2 Langgeng Subur Komisaris 18 88,88% - - 10 90% 
3 Wahyu Utomo Komisaris 18 94,44% - - 10 100% 
4 Kunta Wibawa  

Dasa Nugraha 
Komisaris 18 88,88% - - 10 100% 
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Mohammad Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Engineering with 
Honours (Cum Laude) dalam bidang Manufacturing & Engineering Management dari Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT) University pada tahun 2001 dan Master of Business dalam bidang 
Perbankan dan Keuangan dari Monash University, Australia pada tahun 2003. 
 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 
464/KMK.06/2016 tertanggal 16 Juni 2016. 
Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja di berbagai posisi di PT IBM Indonesia selama 12 
tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur unit bisnis Global Technology Services (2014-2016) 
dan Direktur unit bisnis Cross Industry – Sales & Distribution (2012-2014).  
Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014, dimana anggota Direksi Perseroan tidak melakukan 
perangkapan jabatan sebagai direksi pada perusahaan lain dan disamping itu anggota Dewan Komisaris 
Perseroan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan OJK 
No.30/2014 termasuk mengenai aturan mengenai tidak melakukan pelanggaran rangkap jabatan. 

 
TUGAS DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR 
 
Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2017: 
1.  Menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Hasil Audit Perseroan Tahun Buku 2016 yang diaudit 

oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny. 
2.  Menyampaikan Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Semester II Tahun 2016. 
3.  Menyampaikan Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Semester I Tahun 2017. 
4.  Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) Perseroan Semester II Tahun 2016. 
5.  Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) Perseroan Semester I Tahun 2017. 
6.  Menyampaikan Laporan Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan. 
7.  Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris secara Triwulanan. 
8.  Memberikan arahan dan pendapat kepada Direksi Perseroan terkait penyusunan RKAP Tahun 2018 dan RJPP Perubahan Tahun 

2014-2018 sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. 
9.  Menyampaikan Usulan kepada Pemegang Saham tentang Penunjukan KAP dalam rangka Pelaksanaan Jasa Audit Umum terhadap 

Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017. 
10. Memberikan persetujuan kepada Direksi sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris, antara lain persetujuan atas penunjukan 

konsultan penilai independen penerapan GCG Perseroan Tahun 2016 dan Persetujuan atas Penyempurnaan Pedoman dan Prosedur 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 

11. Memberikan arahan dan pendapat terhadap pembiayaan-pembiayaan dengan kriteria tertentu, misalnya pembiayaan dengan nilai di 
atas Rp750 miliar. 

12. Pengawasan atas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan mandat dan strategi bisnis Perseroan. 
13. Evaluasi laporan profil risiko dan penerapan manajemen risiko Perseroan. 
14. Pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal 
15. Pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut terhadap Debitur yang dalam perhatian (watchlist debitur) 
16. Pelaksanaan Rapat Rutin Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi. 

 
FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 
 

No Nama 
 

Jabatan 
 

Rapat Dewan Komisaris 
selama Tahun 2017 dan 

2018 (minimal 1 kali dalam  
1 bulan) 

Rapat Direksi 
selama tahun 2017 dan 

2018 
(minimal 1 kali dalam  1 

bulan) 

Rapat Gabungan Dewan 
Komisaris dan Direksi 
selama tahun 2017 dan 

2018 
(minimal 1 kali dalam 4 

bulan) 
Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

1 Mahendra Siregar Komisaris 
Utama 
merangkap 
Komisaris 
Independen  

10 90% - - 7 85,71% 

2 Langgeng Subur Komisaris 18 88,88% - - 10 90% 
3 Wahyu Utomo Komisaris 18 94,44% - - 10 100% 
4 Kunta Wibawa  

Dasa Nugraha 
Komisaris 18 88,88% - - 10 100% 

No Nama 
 

Jabatan 
 

Rapat Dewan Komisaris 
selama Tahun 2017 dan 

2018 (minimal 1 kali dalam  
1 bulan) 

Rapat Direksi 
selama tahun 2017 dan 

2018 
(minimal 1 kali dalam  1 

bulan) 

Rapat Gabungan Dewan 
Komisaris dan Direksi 
selama tahun 2017 dan 

2018 
(minimal 1 kali dalam 4 

bulan) 
Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Tingkat 
Kehadiran 

5 Sukatmo 
Padmosukarso 

Komisaris 
Independen  

18 100% - - 10 100% 

6 Emma Sri  
Martini 

Direktur Utama - - 25 100% 10 100% 

7 Edwin Syahruzad Direktur - - 25 100% 10 100% 
8 Darwin Trisna 

Djajawinata 
Direktur - - 25 100% 10 100% 

9 Agresius R.  
Kadiaman 

Direktur - - 25 100% 10 100% 

10 M. Ghozie Indra  
Dalel 

Direktur - - 25 100% 10 100% 

 
REMUNERASI KOMISARIS DAN DIREKSI 
 
Jumlah remunerasi yang diberikan untuk manajemen kunci, yang terdiri dari dewan komisaris, direksi untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp32,28 miliar dan Rp21,25 miliar. Remunerasi tersebut terdiri dari gaji pokok, 
tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan Hari Raya dan tunjangan lainnya. Dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris 
dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 
 
PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI 
 

Nama Jabatan Pendidikan/Pelatihan 
Emma Sri Martini Direktur Utama 

 
Islamic Finance Seminar “Transforming Indonesia into a Global Finance Hub” tahun 
2017 
2nd Asian Financial Leadership Program (AFLOP) tahun 2017 
One Planet Summit tahun 2017 

Edwin Syahruzad Direktur  
 

Workshop Sustainable Urban Transport tahun 2017 
Collaboration Opportunities in Developing Indonesia’s Railway Needs dalam InfraRail 
Conference tahun 2017 
“Kolaborasi Pemerintahan Daerah untuk Pencapaian SDGs” tahun 2017 

Darwin Trisna 
Djajawinata 

Direktur  Value Creation for Directors and Owners Programme tahun 2017 

Agresius Robajanto 
Kadiaman 

Direktur  INSEAD's Competitive Strategy Programme tahun 2017 

Mohammad Ghozie 
Indra Dalel 

Direktur  Global Associations of Risk Professionals (GARP): UKMR Sertification Level IV tahun 
2017 
ERM 2017 International Conference “Navigating the Future of Risk” tahun 2017 

Master Class Risk Governance tahun 2017 
World Bank Group: Global Symposium on Development Financial Institutions tahun 
2017 
Seminar “Avoiding Disaster of Megaproject” tahun 2017 
Jasa Marga Panelist: Roundtable Discussion "Mengelola Risiko Finansial Dalam 
Ekspansi Investasi Infrastruktur" tahun 2017 

Workshop Internal "PSAK 71 - Instrumen Keuangan" tahun 2017 
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D. TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
 
Pada tanggal 30 November 2016, Perseroan telah membentuk anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No. SK-871/KMK.06/2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan yang 
menetapkan saudara Adiwarman Azwar Karim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan saudari Munifah Syanwani sebagai anggota 
Dewan Pengawas Syariah, dengan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai 
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 anggaran dasar Perseroan 
yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan meliputi : (a) Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan 
laporan tahunan, dan (b) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan. 
Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut tertera pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 42 tanggal 
19 Desember 2016 dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
dengan surat No. AHU-AH.01.03-0112299 tanggal 27 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0155494.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016. 
 
Secara garis besar, Dewan Pengawas Syariah  mempunyai tugas dan wewenang utama untuk : 
 
a. Sebagai perwakilan Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
b. Berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 
c. Berfungsi sebagai penasehat dan memberi saran kepada Direksi dan pimpinan unit usaha Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang 

terkait prinsip syariah. 
d. Berfungsi sebagai mediator Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usulan dan saran pengembangan 

produk, jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
 
Namun demikian pada saat ini masa jabatan Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas saat ini telah berakhir terhitung sejak ditutupnya 
Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan berkenaan dengan persetujuan laporan tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 
2018. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk periode selanjutnya  saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Menteri 
Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya berkenaan dengan pengelolaaan Unit Usaha Syariah, Direksi Perseroan 
telah menetapkan Bapak Edwin Syahruzad yang bertugas memimpin divisi unit syariah berdasarkan Peraturan Direksi No. : PD-
26/SMI/1217 tanggal 29  Desember 2017 tentang Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi. 
 
KOMITE AUDIT 
 
Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 55, perubahan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris 
Perseroan No. SK-02/SMI/DK/0816 tanggal 5 Agustus 2016, No. SK-05/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017, No. SK-01/SMI/DK/0518 
tanggal 1 Mei 2018 dan SK-02/SMI/DK/0618 tanggal 7 Juni 2018, Perseroan membentuk dan mengangkat Komite Audit dengan susunan 
anggota sebagai berikut: 
 

Ketua : Sukatmo Padmosukarso 
Anggota  : Dini Kusumawati 
Anggota : Akbar Anwar 
Anggota : Agustinus Nicholas L. Tobing 
   

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan : 
 
Akbar Anwar 
Warga Negara Indonesia, usia 59 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Oktober 2017. Saat ini juga masih aktif  
bekerja sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT MRT Jakarta sejak Mei 2017 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau menjabat 
berbagai posisi kunci pada PT MRT Jakarta antara lain sebagai Board of Directors Advisor (Feb 2017- Apr 2017), Kepala Internal Audit PT 
MRT (2009-Feb 2017), Sekretaris Komite Audit (2011-2013) dan Ketua Satuan Tugas Manajemen Risiko (2010-2012). Sebelum bergabung 
dengan PT MRT Jakarta, beliau bekerja di BPKP (1983-2009). Selain itu, beliau memiliki berbagai pengalaman professional sebagai 
Instruktur pada Ikatan Akuntan Indonesia dan Yayasan Pendidikan Internal Audit. 
 
Memperoleh Akuntan - Diploma IV dari STAN pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi IPWI tahun 2012. 
 
Agustinus Nicholas L. Tobing 
Warga Negara Indonesia, usia 39 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2018. Saat ini juga masih 
aktif  bekerja sebagai Vice President – Chief Compliance Officer pada PT AIA Financial Indonesia sejak 2016 sampai dengan sekarang. 
Sebelumnya beliau menjabat Vice President – Group Compliance Head pada PT Sun Life Financial Indonesia (2014-2016).  
 
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, MA in Finance dari Rotterdam Business School pada 
tahun 2003, dan PhD in Strategy dari Universitas Pelita Harapan, Indonesia (2017–2021). 
 
Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. 
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D. TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
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c. Berfungsi sebagai penasehat dan memberi saran kepada Direksi dan pimpinan unit usaha Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang 
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d. Berfungsi sebagai mediator Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usulan dan saran pengembangan 

produk, jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
 
Namun demikian pada saat ini masa jabatan Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas saat ini telah berakhir terhitung sejak ditutupnya 
Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan berkenaan dengan persetujuan laporan tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 
2018. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk periode selanjutnya  saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Menteri 
Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya berkenaan dengan pengelolaaan Unit Usaha Syariah, Direksi Perseroan 
telah menetapkan Bapak Edwin Syahruzad yang bertugas memimpin divisi unit syariah berdasarkan Peraturan Direksi No. : PD-
26/SMI/1217 tanggal 29  Desember 2017 tentang Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi. 
 
KOMITE AUDIT 
 
Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 55, perubahan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris 
Perseroan No. SK-02/SMI/DK/0816 tanggal 5 Agustus 2016, No. SK-05/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017, No. SK-01/SMI/DK/0518 
tanggal 1 Mei 2018 dan SK-02/SMI/DK/0618 tanggal 7 Juni 2018, Perseroan membentuk dan mengangkat Komite Audit dengan susunan 
anggota sebagai berikut: 
 

Ketua : Sukatmo Padmosukarso 
Anggota  : Dini Kusumawati 
Anggota : Akbar Anwar 
Anggota : Agustinus Nicholas L. Tobing 
   

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan : 
 
Akbar Anwar 
Warga Negara Indonesia, usia 59 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Oktober 2017. Saat ini juga masih aktif  
bekerja sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT MRT Jakarta sejak Mei 2017 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau menjabat 
berbagai posisi kunci pada PT MRT Jakarta antara lain sebagai Board of Directors Advisor (Feb 2017- Apr 2017), Kepala Internal Audit PT 
MRT (2009-Feb 2017), Sekretaris Komite Audit (2011-2013) dan Ketua Satuan Tugas Manajemen Risiko (2010-2012). Sebelum bergabung 
dengan PT MRT Jakarta, beliau bekerja di BPKP (1983-2009). Selain itu, beliau memiliki berbagai pengalaman professional sebagai 
Instruktur pada Ikatan Akuntan Indonesia dan Yayasan Pendidikan Internal Audit. 
 
Memperoleh Akuntan - Diploma IV dari STAN pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi IPWI tahun 2012. 
 
Agustinus Nicholas L. Tobing 
Warga Negara Indonesia, usia 39 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2018. Saat ini juga masih 
aktif  bekerja sebagai Vice President – Chief Compliance Officer pada PT AIA Financial Indonesia sejak 2016 sampai dengan sekarang. 
Sebelumnya beliau menjabat Vice President – Group Compliance Head pada PT Sun Life Financial Indonesia (2014-2016).  
 
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, MA in Finance dari Rotterdam Business School pada 
tahun 2003, dan PhD in Strategy dari Universitas Pelita Harapan, Indonesia (2017–2021). 
 
Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. 

 Komite Audit Perseroan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan. Komite Audit 
Perseroan bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan 
Komisaris. Komite Audit Perseroan memiliki tugas sebagai berikut : 
a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan auditor eksternal 

dan auditor internal; 
b. Menelaah pelaksanaan kegiatan dan hasil audit Divisi Audit Internal maupun auditor eksternal; 
c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan 

keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan; 
d. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; 
e. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; dan 
f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang 

lingkup penugasan dan fee. 
 
Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit 
memiliki kewenangan untuk: 
a. Membantu Dewan Komisaris melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk sebagai auditor Perseroan, 

memberikan pertimbangan besaran biaya audit, dan melakukan supervisi terhadap pekerjaan KAP tersebut; 
b. Memberikan pendapat independen dalam rangka membantu penyelesaian perbedaan pandangan antara Perseroan dan KAP terkait 

pelaporan keuangan; dan 
c. Memberikan masukan atas usulan rencana kerja Divisi Audit Internal (DAI) Perseroan terkait dengan kegiatan audit dan kegiatan non-

audit, antara lain asuransi, konsultasi dan manajemen audit. 
 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite adalah sebagai berikut: 

 

No Nama Jabatan Rapat Komite Audit 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran 

1 Sukatmo Padmosukarso Ketua 14 100% 
2 Langgeng Subur Anggota 14 100% 
3 Akbar Anwar Anggota 14 100% 

 
Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
1.  Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian internal pada proses-proses utama, risiko dan rencana mitigasi, dan tata kelola 

dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan 11 kali pembahasan pengawasan proses-proses Perseroan dengan unit kerja terkait dan 

Divisi Audit Internal sebagai pendamping. 
b. Pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebanyak 3 kali selama tahun 2017. 

2. Berkoordinasi Divisi Audit Internal (DAI) melakukan monitoring atas pelaksanaan audit umum tahunan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, 
Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali. Selain audit umum, Komite Audit bersama DAI juga telah melakukan monitoring atas pelaksanaan 
assessment implementasi prinsip-prinsip GCG pada seluruh organ Perusahaan tahun buku 2016 oleh MUC Consulting Group. 
Monitoring dilakukan untuk memastikan proses audit dan assessment sesuai dengan standar audit, data dan informasi yang diperlukan 
auditor/assessor terpenuhi, dan hasil audit dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, Komite Audit juga memantau tindaklanjut atas 
temuan dan rekomendasi eksternal maupun internal auditor setiap bulan. 

3. Menetapkan lingkup audit, menyampaikan usulan hasil penyeleksian dan pemberian rekomendasi mengenai Kantor Akuntan Publik 
yang akan melaksanakan audit umum tahun buku 2017 melalui surat tanggal 4 September 2017 kepada Dewan Komisaris. 

4.  Melakukan penelaahan atas Draft Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 31 Desember 2016 yang telah diaudit, 4 kali Laporan 
Triwulanan Manajemen (Januari, April, Juli dan Oktober 2017), draft Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2018. 

5.  Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja dan Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2018 sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas. 
6.  Mengikuti 5 (lima) kali pelatihan (secara kolektif). 
7.  Untuk melengkapi fungsi pengawasan dalam penguatan pengendalian internal, Komite Audit melakukan site visit kepada proyek-proyek 

pembiayaan Perseroan. Selama tahun 2017, Komite Audit telah melaksankan 4 kali kunjungan terhadap proyek-proyek pembiayaan 
Perseroan. 

 
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 
 
Dalam rangka menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite secara khusus. Namun fungsi nominasi 
dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan Pasal 2  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi nominasi dan remenurasi wajib dijalankan oleh Dewan 
Komisaris. 
 
KOMITE PEMANTAU RISIKO 
 
Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 2 huruf (a) butir (viii) anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk 
membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Kepatuhan, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. 
Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-04/SMI/DK/0917 dan No. SK-07/SMI/DK/0917, susunan 
keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut : 
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Ketua : Mahendra Siregar 
Anggota  : Wahyu Utomo 
Anggota : A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha 
Anggota  : Edyanto Rachman 
Anggota : Jadi Manurung 

 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan : 
 
Edyanto Rachman 
Memulai karir sebagai Supervisor Parts Department di PT Astra Motor Sales (1978- 1983), Kepala Cabang Bank Pembangunan Indonesia 
– BAPINDO (1996-1999), Vice President/Regional Risk Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004-2009), Komisaris PT Wahana 
Optima Permai – perusahaan anak Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (2009-2013), Komisaris Utama PT Media Wave Interactive (2009-
2010), Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri (2010-2016). 
  

Jadi Manurung 
Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Analisa dan Harmonisasi Kebijakan untuk Tata Kelola dan Kepatuhan Aparatur Pemerintah (2016-
sekarang). Selain itu, pernah juga berkarir di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1998-2012). 
 
Komite Pemantau Risiko Perseroan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai 
dengan Piagam Kerja, Komite Pemantau Risiko Perseroan, memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 
1. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya. 
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan 

dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional, sebelum mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris. 

4. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas. 
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain Dewan Komisaris. 
6. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan 

rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris. 
7. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen 

risiko. 
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak risiko signifikan terkait 

dengan kegiatan Perseroan. 
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penetapan limit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai 

dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar, dan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal. 
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan. 
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi. 
12. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris. 
 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, Komite Pematau risiko telah melaksanakan kegiatan di tahun 2017 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Melakukan evaluasi, memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan RJPP dan RKAP yang diajukan Direksi 
2. Membantu Dewan Komisaris Dalam Mengawasi kinerja Perseroan 
3. Membantu Dewan Komisaris Dalam Memantau dan memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan 
4. Memberikan masukan melalui rapat Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris terkait keputusan investasi dan pembiayaan 

Perseroan 
5. Menyampaikan laporan kinerja kepada RUPS 
6. Mengikuti program induksi, pelatihan dan seminar yang dapat meningkatkan produktivitas dan fungsi pengawasan KPR 
7. Menyelenggarakan rapat-rapat dan peninjauan proyek 
 
KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI 
 
Latar belakang pembentukan komite-komite di bawah Direksi adalah rapat Direksi tanggal 13 Januari 2014 yang menyimpulkan perlu dibentuknya 
komite-komite di bawah Direksi dengan lingkup yang lebih spesifik, menggantikan peran Komite Investasi yang dibentuk pada tanggal 14 Januari 
2011 melalui Rapat Direksi, yang merupakan forum lintas unit kerja Perseroan untuk mengumpulkan pendapat unit kerja terkait suatu usulan 
pembiayaan, investasi/divestasi, treasury, penyediaan pembiayaan, dan balance sheet management yang diajukan oleh pelaksana 
transaksi agar dapat diperoleh pandangan berimbang dan komprehensif sebelum diajukan untuk persetujuan. 

No Nama Jabatan 
Rapat Komite Pemantau Risiko 

Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran 
1 Mahendra Siregar Ketua 8 100% 
2 Wahyu Utomo Anggota 8 100% 
3 Kunta Wibawa Dasa Nugraha Anggota 8 100% 
4 Edyanto Rachman Anggota 8 100% 
5 Jadi Haposan Manurung Anggota 8 87,5% 
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Ketua : Mahendra Siregar 
Anggota  : Wahyu Utomo 
Anggota : A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha 
Anggota  : Edyanto Rachman 
Anggota : Jadi Manurung 

 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan : 
 
Edyanto Rachman 
Memulai karir sebagai Supervisor Parts Department di PT Astra Motor Sales (1978- 1983), Kepala Cabang Bank Pembangunan Indonesia 
– BAPINDO (1996-1999), Vice President/Regional Risk Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004-2009), Komisaris PT Wahana 
Optima Permai – perusahaan anak Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (2009-2013), Komisaris Utama PT Media Wave Interactive (2009-
2010), Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri (2010-2016). 
  

Jadi Manurung 
Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Analisa dan Harmonisasi Kebijakan untuk Tata Kelola dan Kepatuhan Aparatur Pemerintah (2016-
sekarang). Selain itu, pernah juga berkarir di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1998-2012). 
 
Komite Pemantau Risiko Perseroan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai 
dengan Piagam Kerja, Komite Pemantau Risiko Perseroan, memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 
1. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya. 
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan 

dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional, sebelum mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris. 

4. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas. 
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain Dewan Komisaris. 
6. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan 

rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris. 
7. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen 

risiko. 
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak risiko signifikan terkait 

dengan kegiatan Perseroan. 
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penetapan limit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai 

dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar, dan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal. 
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan. 
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi. 
12. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris. 
 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, Komite Pematau risiko telah melaksanakan kegiatan di tahun 2017 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Melakukan evaluasi, memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan RJPP dan RKAP yang diajukan Direksi 
2. Membantu Dewan Komisaris Dalam Mengawasi kinerja Perseroan 
3. Membantu Dewan Komisaris Dalam Memantau dan memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan 
4. Memberikan masukan melalui rapat Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris terkait keputusan investasi dan pembiayaan 

Perseroan 
5. Menyampaikan laporan kinerja kepada RUPS 
6. Mengikuti program induksi, pelatihan dan seminar yang dapat meningkatkan produktivitas dan fungsi pengawasan KPR 
7. Menyelenggarakan rapat-rapat dan peninjauan proyek 
 
KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI 
 
Latar belakang pembentukan komite-komite di bawah Direksi adalah rapat Direksi tanggal 13 Januari 2014 yang menyimpulkan perlu dibentuknya 
komite-komite di bawah Direksi dengan lingkup yang lebih spesifik, menggantikan peran Komite Investasi yang dibentuk pada tanggal 14 Januari 
2011 melalui Rapat Direksi, yang merupakan forum lintas unit kerja Perseroan untuk mengumpulkan pendapat unit kerja terkait suatu usulan 
pembiayaan, investasi/divestasi, treasury, penyediaan pembiayaan, dan balance sheet management yang diajukan oleh pelaksana 
transaksi agar dapat diperoleh pandangan berimbang dan komprehensif sebelum diajukan untuk persetujuan. 

No Nama Jabatan 
Rapat Komite Pemantau Risiko 

Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran 
1 Mahendra Siregar Ketua 8 100% 
2 Wahyu Utomo Anggota 8 100% 
3 Kunta Wibawa Dasa Nugraha Anggota 8 100% 
4 Edyanto Rachman Anggota 8 100% 
5 Jadi Haposan Manurung Anggota 8 87,5% 

Pembentukan Komite-Komite di bawah Direksi bertujuan untuk :  
1. Meningkatkan efisiensi dan percepatan proses pengambilan keputusan Direksi sesuai obyek/ lingkup masing-masing komite, 

dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik;  
2. Peningkatan struktur tata kelola manajemen risiko; dan  
3. Peningkatan efisiensi pengambilan keputusan transaksional terkait mutu dan layanan Perseroan, khususnya pada area kegiatan 

utama.  
 
Mengikuti dinamika dan peningkatan kompleksitas usaha Perseroan, Komite – Komite tersebut telah mengalami perubahan dan pada saat 
Prospektus ini diterbitkan, Komite – Komite tersebut menjadi: 
 
A) KOMITE RISIKO & KAPITAL (KRK) 
 

Tugas dan kegiatan Komite Risiko & Kapital antara lain : 
a. Memastikan alignment strategi bisnis utama perseroan dalam rangka mewujudkan misi serta terpenuhinya target-target tahunan 

yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (“RKAP”). 
b. Memastikan bahwa risiko-risiko terkait dengan aktivitas perseroan telah dikelola dengan efektif dan penuh kehati-hatian 

(prudential principle) sesuai dengan kapital yang dimiliki serta risk appetite yang telah ditetapkan. 
c. Rapat Komite Risiko & Kapital dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 
d. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. 

 
Komite Risiko & Kapital dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan 
keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 

  Ketua : Direktur Utama 
  Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Operasional dan Keuangan 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa Konsultasi 
   
Komite Risiko & Kapital mempunyai sub komite sebagai berikut: 

 
1) Sub Komite Manajemen Risiko 

Tugas dan kegiatan Sub Komite Manajemen Risiko antara lain: 
a. Menetapkan kerangka pengelolaan risiko yang sesuai dengan risiko spesifik yang dihadapi oleh Perseroan berdasarkan RKAP 

dan Key Performance Indicator (“KPI”) Korporasi sesuai dengan Kontrak Manajemen. 
b. Menetapkan kebijakan (pedoman, prosedur, limit), serta mengelola perubahannya sebagai respon terhadap usulan Risk Taking 

Divisions dan/atau rekomendasi komite sesuai lingkup tugasnya. 
c. Rapat sub komite dilakukan: 

i. paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan 
ii. risalah rapat komite disampaikan kepada KRK. 

d. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam 
lampiran. 

 
Sub Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan 
susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 

 
 Ketua : Direktur Manajemen Risiko 
 Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
 Anggota Tetap : Direktur Utama 
 Anggota Tetap ; Direktur Manajemen Risiko 
 Anggota Tetap : Direktur Operasional dan Keuangan 
 Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
 Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
 Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang terkait dengan risiko spesifik yang dikelola 
   

2) Sub Komite Asset & Liabilities 
Tugas dan kegiatan Sub Komite Asset & Liabilities antara lain: 
a. Merumuskan strategi tahunan Asset Liabilities Management (“ALM”) yang mencakup pengelolaan eksposure risiko suku bunga, 

mata uang, likuiditas, strategi pengelolaan dana untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan dana, dan alternatif sumber 
pendanaan untuk meminimalkan biaya dana dalam rangka mencapai strategi ALM berdasarkan RKAP. 
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b. Menetapkan pricing (range) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana dengan ketentuan: 
i. Pricing yang ditetapkan bersifat mengikat pada setiap pengambilan keputusan, antara lain bagi Komite Kredit dan Investasi 

pada saat memberikan persetujuan pembiayaan. 
ii. Keputusan yang tidak sesuai dengan pricing yang ditetapkan wajib mendapatkan persetujuan seluruh Direksi terlebih 

dahulu.  
c. Memberikan rekomendasi perubahan kebijakan ALM (pedoman, prosedur, limit) dengan memperhatikan transaksi keuangan 

yang dilakukan, kondisi makro, dan alternatif lindung nilai yang tersedia di pasar. 
d. Rapat sub komite dilakukan: 

i. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas strategi tahunan ALM, rekomendasi penentuan harga 
(pricing) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana. 

ii. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (dua) bulan untuk evaluasi kesesuaian kebijakan/transaksi yang dilakukan. 
iii. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan dengan agenda khusus. 
iv. Risalah rapat komite disampaikan kepada KRK. 

e. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam 
lampiran. 

 
Sub Komite Asset & Liabilities dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan 
susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 

 
  Ketua : Direktur Operasional dan Keuangan 
  Sekretaris : Kepala Divisi Keuangan 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Operasional dan Keuangan 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Keuangan & Hubungan Investor 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Akuntansi & Administrasi Aset 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & Operasional 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Daerah 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Usaha Syariah 

 
3) Sub Komite Target 

Tugas dan kegiatan Sub Komite Target & Monitoring antara lain: 
a. Merumuskan strategi tahunan terkait alokasi sumber daya perusahaan mengevaluasi strategi, kinerja, dan kesesuaian produk 

terhadap market. 
b. Rapat sub komite dilakukan: 

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan terkait korporasi. 
ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target. 

c. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam 
lampiran. 

 
Sub Komite Target dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-010a/SMI/0817 tanggal 1 Agustus 2017 dengan 
susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 

 
  Ketua : Direktur Utama 
  Sekretaris :  Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Direktur Operasional dan Keuangan 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Usaha Syariah 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Keuangan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Akuntansi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory  
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory II 
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b. Menetapkan pricing (range) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana dengan ketentuan: 
i. Pricing yang ditetapkan bersifat mengikat pada setiap pengambilan keputusan, antara lain bagi Komite Kredit dan Investasi 

pada saat memberikan persetujuan pembiayaan. 
ii. Keputusan yang tidak sesuai dengan pricing yang ditetapkan wajib mendapatkan persetujuan seluruh Direksi terlebih 

dahulu.  
c. Memberikan rekomendasi perubahan kebijakan ALM (pedoman, prosedur, limit) dengan memperhatikan transaksi keuangan 

yang dilakukan, kondisi makro, dan alternatif lindung nilai yang tersedia di pasar. 
d. Rapat sub komite dilakukan: 

i. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas strategi tahunan ALM, rekomendasi penentuan harga 
(pricing) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana. 

ii. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (dua) bulan untuk evaluasi kesesuaian kebijakan/transaksi yang dilakukan. 
iii. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan dengan agenda khusus. 
iv. Risalah rapat komite disampaikan kepada KRK. 

e. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam 
lampiran. 

 
Sub Komite Asset & Liabilities dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan 
susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 

 
  Ketua : Direktur Operasional dan Keuangan 
  Sekretaris : Kepala Divisi Keuangan 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Operasional dan Keuangan 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Keuangan & Hubungan Investor 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Akuntansi & Administrasi Aset 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pengelolaan Penyertaan Modal & Operasional 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Daerah 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Usaha Syariah 

 
3) Sub Komite Target 

Tugas dan kegiatan Sub Komite Target & Monitoring antara lain: 
a. Merumuskan strategi tahunan terkait alokasi sumber daya perusahaan mengevaluasi strategi, kinerja, dan kesesuaian produk 

terhadap market. 
b. Rapat sub komite dilakukan: 

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan terkait korporasi. 
ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target. 

c. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam 
lampiran. 

 
Sub Komite Target dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-010a/SMI/0817 tanggal 1 Agustus 2017 dengan 
susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 

 
  Ketua : Direktur Utama 
  Sekretaris :  Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Direktur Operasional dan Keuangan 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Usaha Syariah 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Keuangan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Akuntansi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory  
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory II 

  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap  Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Hukum 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
 

4) Sub Komite Monitoring 
Tugas dan kegiatan Sub Komite Monitoring antara lain: 
a.  Memberikan keputusan terkait kualitas asset, restrukturisasi pembiayaan Monitoring pembiayaan dan upaya penyelamatan 

pembiayaan bermasalah. 
b.  Rapat sub komite dilakukan: 

• Sesuai kebutuhan untuk pembahasan Monitoring pembiayaan. 
• Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Monitoring. 

c.  Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam 
lampiran. 

 
Sub Komite Monitoring dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-010a/SMI/0817 tanggal 1 Agustus 2017 dengan 
susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 

 
 Sekretaris :  Kepala Divisi Pengusul 
 Anggota Tetap : Direktur Utama 
 Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
 Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
 Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
 Anggota Tetap : Direktur Operasional dan Keuangan 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory III 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
 Anggota Tetap : Kepala Divisi Usaha Syariah 
 Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi 
 Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Hukum 
 Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 
 Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Akuntansi 

 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Risiko & Kapital Perseroan : 
 
Emma Sri Martini, Direktur Utama  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
M. Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan & Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa 
Konsultasi  
Sebelumnya pernah menjadi sebagai Senior Vice President Risk Management di Bank BII Maybank (2011-2015), Risk Management 
Subject Matter Expert Start-Up Phase di Alinma Bank Saudi Arabia (2008 – 2011),  Assistant Vice President Assets Liabilities 
Management di Lippo Bank (2006 – 2008), dan beberapa posisi di Standard Chartered Bank Indonesia (1998-2006) 

 
Hanif Osman, Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
Sebelumnya pernah menjadi Vice President Corporate Risk Bank Mandiri Jakarta (2011-2017) dan Assistant Vice President Bank 
Mandiri Jakarta (2007-2011) dan beberapa posisi lain di Bank Mandiri. 
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Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota KRK adalah sebagai berikut: 
 

No Nama Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1    Emma Sri Martini 4 100% 
2 Edwin Syahruzad  

 

4 100% 
3 Darwin Trisna Djajawinata  

 
4 100% 

4 Agresius Robajanto Kadiaman  
 

4 100% 
5 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 
4 100% 

6 Muhammad Oriza  
 

4 100% 
7  Hanif Osman (menjabat sejak 2 Oktober 

2017) 
2 100% 

 
KRK telah melaksanakan kegiatan di tahun 2017 yaitu : 
• melakukan pembahasan terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas 
• memastikan keselarasan strategis bisnis Perseroan dan pengelolaan risiko sesuai dengan capital yang dimiliki serta risk appettite 

Perseroan. 
 

B) KOMITE PEMBIAYAAN 
 

Tugas dan kegiatan Komite Pembiayaan antara lain: 
a. Memutuskan transaksi pembiayaan dan jasa layanan pembiayaan (termasuk syariah). 
b. Rapat Komite dilakukan: 

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan transaksi penyertaan modal. 
ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring. 

c. Mekanisme rapat ditetapkan  sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. 
 

Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-8/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan 
keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

  Sekretaris : Kepala Divisi Pengusul Pembiayaan  
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 
 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pembiayaan Perseroan : 
 
Emma Sri Martini, Direktur Utama  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
M. Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan & Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Rintis Sitaresmi, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 
VP- Financial & Investment Advisory di PT Saras TLP Investment (2010). Pernah menjabat berbagai posisi/jabatan di Bank BNI (1997-
2009) dengan posisi terakhir sebagai Relationship Manager Corporate Banking di Bank BNI (2008-2009),  

 
Eri Wibowo, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II  
VP – Trade and Commodity Finance di Rabobank (2011-2013), AVP – Global Energy and Commodity di Natixis (2008-2011), 
Relationship Manager – Local Corporate di Standard Chartered Bank (2007-2008) dan posisi lain di perusahaan lain.  
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Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota KRK adalah sebagai berikut: 
 

No Nama Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1    Emma Sri Martini 4 100% 
2 Edwin Syahruzad  

 

4 100% 
3 Darwin Trisna Djajawinata  

 
4 100% 

4 Agresius Robajanto Kadiaman  
 

4 100% 
5 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 
4 100% 

6 Muhammad Oriza  
 

4 100% 
7  Hanif Osman (menjabat sejak 2 Oktober 

2017) 
2 100% 

 
KRK telah melaksanakan kegiatan di tahun 2017 yaitu : 
• melakukan pembahasan terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas 
• memastikan keselarasan strategis bisnis Perseroan dan pengelolaan risiko sesuai dengan capital yang dimiliki serta risk appettite 

Perseroan. 
 

B) KOMITE PEMBIAYAAN 
 

Tugas dan kegiatan Komite Pembiayaan antara lain: 
a. Memutuskan transaksi pembiayaan dan jasa layanan pembiayaan (termasuk syariah). 
b. Rapat Komite dilakukan: 

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan transaksi penyertaan modal. 
ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring. 

c. Mekanisme rapat ditetapkan  sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. 
 

Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-8/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan 
keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

  Sekretaris : Kepala Divisi Pengusul Pembiayaan  
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 
 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pembiayaan Perseroan : 
 
Emma Sri Martini, Direktur Utama  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
M. Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan & Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Rintis Sitaresmi, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 
VP- Financial & Investment Advisory di PT Saras TLP Investment (2010). Pernah menjabat berbagai posisi/jabatan di Bank BNI (1997-
2009) dengan posisi terakhir sebagai Relationship Manager Corporate Banking di Bank BNI (2008-2009),  

 
Eri Wibowo, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II  
VP – Trade and Commodity Finance di Rabobank (2011-2013), AVP – Global Energy and Commodity di Natixis (2008-2011), 
Relationship Manager – Local Corporate di Standard Chartered Bank (2007-2008) dan posisi lain di perusahaan lain.  

Indar Barung, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III dan Plt. Kepala Divisi Usaha Syariah 
Sebelumnya pernah menjadi Senior Vice President ANZ Bank (2010-2015) dan Director at Financial Institution Standard Chartered 
Bank (2006-2010) 

 
Erdian Dharmaputra, Kepala Divisi Pembiayaan Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya 
Sebelumnya pernah menjadi Team Leader pada Divisi Pembiayaan Daerah Perusahaan (2015-2017) dan pernah menjabat beberapa 
posisi pada Kementerian Keuangan (2002-2015).  

 
Faaris Pranawa, Kepala Divisi Hukum 
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi di Perusahaan yaitu seperti Kepala Divisi Monitoring (2009-2011), Kepala Divisi 
Hukum dan Pengembangan Perusahaan (2011-2013), Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2016-2017). Selain itu juga pernah 
menjabat sebagai Kepala Unit Biro Direksi, Divisi Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Asset (Februari 2009-Juli 2009). 
 
Hanif Osman, Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa 
Konsultasi  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut: 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1  Emma Sri Martini 44 100% 
2 Edwin Syahruzad  

 

44 100% 
3 Agresius Robajanto Kadiaman  

 

44 100% 
4 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 

44 100% 
5 Rintis Sitaresmi  

 

10 100% 
6 Eri Wibowo  

 

8 100% 
7 Indar Barung  

 

10 100% 
8 Erdian Dharmaputra   

(menjabat sejak 1 Juli 2017)  
  

12 100% 

9     Faaris Pranawa 44 100% 
10     Muhammad Oriza 44 100% 
11 Hanif Osman  

 (menjabat sejak 2 Oktober 2017)  
 

18 100% 

 
Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• Memutuskan aktivitas terkait pembiayaan dan layanan pembiayaan termasuk dengan skema syariah dengan memperhatikan 

semua mitigasi risiko di setiap transaksi pembiayaan. 
 

C) KOMITE PENYERTAAN MODAL 
 

Tugas dan kegiatan Komite Penyertaan Modal antara lain: 
a. Memutuskan transaksi penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan termasuk pelepasan sebagian atau 

seluruh penyertaan modal Perseroan tersebut (berikut jenis transaksi/produk tertentu yang berakibat Perseroan 
memiliki/melepaskan kepemilikan saham pada perusahaan), dimana Direksi yang duduk sebagai anggota komite bertindak 
sebagai Pejabat Berwenang Memutus. 

b. Rapat Komite dilakukan: 
i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan transaksi penyertaan modal. 
ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring. 

c. Mekanisme rapat ditetapkan  sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. 
 
Komite Penyertaan Modal dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-5/SMI/0616 tanggal 1 Juni 2016 dengan susunan 
keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

  Sekretaris : Kepala Divisi Pengusul 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
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  Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 
 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Penyertaan Modal Perseroan : 
 
Emma Sri Martini, Direktur Utama  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
M. Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan & Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Rintis Sitaresmi, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Eri Wibowo, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Indar Barung, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III dan Plt. Kepala Divisi Usaha Syariah 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Aradita Priyanti, Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
Sebelumnya pernah menjadi Assistant Vice President di PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (2004-2008), Kepala Unit 
BPPN (2000– 2004), Senior Manager PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1997-2000) 
 
Faaris Pranawa, Kepala Divisi Hukum 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Hanif Osman, Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa 
Konsultasi  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Penyertaan Modal adalah sebagai berikut: 
 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1      Emma Sri Martini 4 100% 
2 Edwin Syahruzad  

 

4 100% 
3      Darwin Trisna Djajawinata 4 100% 
4 Agresius Robajanto Kadiaman  

 

4 100% 
5 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 

4 100% 
6 Rintis Sitaresmi  

 

4 100% 
7 Eri Wibowo  

 

4 100% 
8 Indar Barung  

 

4 100% 
9      Aradita Priyanti 4 100% 
10 Faaris Pranawa  

 

4 100% 
11 Muhammad Oriza   

 

4 100% 
12 Hanif Osman  

 (menjabat sejak 2 Oktober 2017)  
 

1 100% 

 
Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Penyertaan Modal pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• Memutuskan aktifitas terkait penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan termasuk pelepasan sebagian 

atau seluruh penyertaan modal. 
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  Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 
 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Penyertaan Modal Perseroan : 
 
Emma Sri Martini, Direktur Utama  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
M. Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan & Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Rintis Sitaresmi, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Eri Wibowo, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Indar Barung, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III dan Plt. Kepala Divisi Usaha Syariah 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Aradita Priyanti, Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
Sebelumnya pernah menjadi Assistant Vice President di PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (2004-2008), Kepala Unit 
BPPN (2000– 2004), Senior Manager PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1997-2000) 
 
Faaris Pranawa, Kepala Divisi Hukum 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Hanif Osman, Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa 
Konsultasi  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Penyertaan Modal adalah sebagai berikut: 
 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1      Emma Sri Martini 4 100% 
2 Edwin Syahruzad  

 

4 100% 
3      Darwin Trisna Djajawinata 4 100% 
4 Agresius Robajanto Kadiaman  

 

4 100% 
5 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 

4 100% 
6 Rintis Sitaresmi  

 

4 100% 
7 Eri Wibowo  

 

4 100% 
8 Indar Barung  

 

4 100% 
9      Aradita Priyanti 4 100% 
10 Faaris Pranawa  

 

4 100% 
11 Muhammad Oriza   

 

4 100% 
12 Hanif Osman  

 (menjabat sejak 2 Oktober 2017)  
 

1 100% 

 
Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Penyertaan Modal pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• Memutuskan aktifitas terkait penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan termasuk pelepasan sebagian 

atau seluruh penyertaan modal. 

D) KOMITE PENGEMBANGAN PROYEK & ADVISORY 
 

Tugas dan kegiatan Komite Pengembangan Proyek & Advisory antara lain: 
a. Memutuskan kegiatan penugasan atau penyiapan proyek, dimana Direksi yang duduk sebagai anggota komite bertindak sebagai 

Pejabat Berwenang Memutus. 
b. Rapat sub komite dilakukan: 

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan penugasan. 
ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring. 

c. Mekanisme rapat ditetapkan  sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. 
 
Komite Pengembangan Proyek & Advisory dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-9/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 jo. 
SK-14/SMI/0916 tanggal 28 September 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai 
berikut: 
 

  Sekretaris : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek & Advisory 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory I 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory II 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 

 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pengembangan Proyek & Advisory Perseroan : 
 
Emma Sri Martini, Direktur Utama  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
M. Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Rintis Sitaresmi, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi I 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Eri Wibowo, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi II  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Indar Barung, Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi III  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Victor Edward Sasdiyarto, Kepala Divisi Jasa Konsultasi  
Sebelumnya pernah berkarir pada beberapa perusahaan lain yaitu seperti PT Deloitte Indonesia (2012 – 2015), Bank Internasional 
Indonesia (2010 – 2012), Bank NISP (2007 – 2008), Bank CIMB Niaga (2004-2005), dan PT CIMB Niaga Securities (2000-2003) 

 
Pradana Murti, Kepala Divisi Pengembangan Proyek  
Sebelumnya pernah menjadi Kepala  Satuan Tugas Pameran Proyek Perusahaan (2011-2013), dan Manajer Keuangan Perusahaan 
(2009-2011). Selain itu juga pernah menjadi konsultan di Steer Davies Gleave, UK (2004-2009). 

 
Adi Pranasatrya, Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan 
Sebelumnya pernah menjadi Team Leader Divisi Pembiayaan & Investasi 3 Perusahaan (2015-2017), Standard Chartered Bank 
Associate Director (Team Leader) of CCG Global Corporates (2011-2015), Standard Chartered Bank Associates (Manager – Client 
Coverage Group) (2006-2015), dan beberapa posisi di perusahaan lain. 
  
Faaris Pranawa, Kepala Divisi Hukum 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa 
Konsultasi Telah diungkapkan dalam Prospektus  
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Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pengembangan Proyek & Advisory adalah sebagai berikut: 
 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1      Emma Sri Martini 17 100% 
2      Darwin Trisna Djajawinata 17 100% 
3 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 

17 100% 
4 Victor Edward Sasdiyarto  

 

17 100% 
5 Pradana Murti  

 

17 100% 
6      Adi Pranasatrya (menjabat sejak 1 Mei 2018) - - 
7 Faaris Pranawa  

 

17 100% 
8 Muhammad Oriza   

 

17 100% 
 

Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Pengembangan Proyek & Advisory pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• Memutuskan kegiatan terkait dengan kegiatan usaha jasa konsultasi dan penugasan & penyiapan proyek 

 
E) KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI 
 

Tugas dan kegiatan Komite Teknologi Sistem Informasi (“TSI”) antara lain: 
a. Merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengelolaan TSI berdasarkan RKAP. 
b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kesesuaian Master Plan TSI dengan rencana strategis kegiatan usaha, 

dengan memperhatikan: Rencana pelaksanaan (road map); Sumber daya yang dibutuhkan; dan Keuntungan/manfaat yang 
akan diperoleh saat rencana diterapkan. 

c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan TSI Perseroan, antara lain mengenai: 
- Manajemen Risiko terkait penggunaan TSI. 
- Pelaksanaan proyek-proyek TSI yang terdapat dalam Rencana Strategis TSI dan menetapkan status prioritas proyek TSI 

yang bersifat kritikal. 
- Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen Perseroan. 
- Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatannya. 
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan 

kerja penyelenggara. 
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. 

d. Rapat Komite dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 
e. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. 
 
Komite Komite Teknologi Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-7/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 
dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

  Ketua : Direktur Operasional & Keuangan 
  Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi Informasi 
  Anggota Tetap : Direktur Operasional & Keuangan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Teknologi Informasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Akuntansi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang terkait dengan agenda pembahasan 

 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite TSI Perseroan : 
 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Romanus Tory Kusumantara, Kepala Divisi Teknologi Informasi  
Sebelumnya pernah menjadi Vice President Information Technology di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.(1999 – 2016) 

 
Aradita Priyanti, Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Syahrial Noviananta, Kepala Divisi Akuntansi & Administrasi Aset  
Sebelumnya pernah menjadi Audit Committee di Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) (2009-2013), 
Senior Manager Audit di PT Perusahaan Pengelola Aset – Persero (2004-2009), dan pernah juga menjadi Auditor pada beberapa 
KAP.  
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Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pengembangan Proyek & Advisory adalah sebagai berikut: 
 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1      Emma Sri Martini 17 100% 
2      Darwin Trisna Djajawinata 17 100% 
3 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 

17 100% 
4 Victor Edward Sasdiyarto  

 

17 100% 
5 Pradana Murti  

 

17 100% 
6      Adi Pranasatrya (menjabat sejak 1 Mei 2018) - - 
7 Faaris Pranawa  

 

17 100% 
8 Muhammad Oriza   

 

17 100% 
 

Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Pengembangan Proyek & Advisory pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• Memutuskan kegiatan terkait dengan kegiatan usaha jasa konsultasi dan penugasan & penyiapan proyek 

 
E) KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI 
 

Tugas dan kegiatan Komite Teknologi Sistem Informasi (“TSI”) antara lain: 
a. Merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengelolaan TSI berdasarkan RKAP. 
b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kesesuaian Master Plan TSI dengan rencana strategis kegiatan usaha, 

dengan memperhatikan: Rencana pelaksanaan (road map); Sumber daya yang dibutuhkan; dan Keuntungan/manfaat yang 
akan diperoleh saat rencana diterapkan. 

c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan TSI Perseroan, antara lain mengenai: 
- Manajemen Risiko terkait penggunaan TSI. 
- Pelaksanaan proyek-proyek TSI yang terdapat dalam Rencana Strategis TSI dan menetapkan status prioritas proyek TSI 

yang bersifat kritikal. 
- Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen Perseroan. 
- Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatannya. 
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan 

kerja penyelenggara. 
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. 

d. Rapat Komite dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 
e. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. 
 
Komite Komite Teknologi Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-7/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 
dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

  Ketua : Direktur Operasional & Keuangan 
  Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi Informasi 
  Anggota Tetap : Direktur Operasional & Keuangan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Teknologi Informasi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Akuntansi 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang terkait dengan agenda pembahasan 

 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite TSI Perseroan : 
 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Romanus Tory Kusumantara, Kepala Divisi Teknologi Informasi  
Sebelumnya pernah menjadi Vice President Information Technology di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.(1999 – 2016) 

 
Aradita Priyanti, Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Syahrial Noviananta, Kepala Divisi Akuntansi & Administrasi Aset  
Sebelumnya pernah menjadi Audit Committee di Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) (2009-2013), 
Senior Manager Audit di PT Perusahaan Pengelola Aset – Persero (2004-2009), dan pernah juga menjadi Auditor pada beberapa 
KAP.  
 
 

Agus Iman Solihin, Kepala Divisi Pengembangan Korporasi & Manajemen Inisiatif 
Sebelumnya pernah menjadi Business Development Leader-Strategy & Operations in Financial Service Industry di Deloitte Consulting 
(2012-2013), Head-Capital & Investments di Bank Mandiri (2011-2012) dan beberapa posisi lainnya di Bank Mandiri (1999-2012).  

 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite TSI adalah sebagai berikut: 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1 Agresius Robajanto Kadiaman  
 

4 100% 
2 Romanus Tory Kusumantara  

 

4 100% 
3 Aradita Priyanti  

 

4 100% 
4 Syahrial Noviananta  

 

4 100% 
5 Muhammad Oriza   

 

4 100% 
6     Agus Iman Solihin 4 100% 

 
Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite TSI pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• Merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Sistem Informasi.  
• Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kesesuaian Master Plan Teknologi Sistem Informasi dengan rencana strategis 

kegiatan usaha Perseroan.  
• Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan teknologi dan informasi Perseroan  

 
F) KOMITE PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN 
 

Tugas dan kegiatan Komite Pembiayaan Berkelanjutan  antara lain: 
a.  Memutuskan transaksi dan jasa layanan pembiayaan berkelanjutan (termasuk syariah). 
b.  Rapat Komite dilakukan: 

- Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan transaksi pembiayaan berkelanjutan. 
- Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target. 
- Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam 

lampiran. 
 
Komite Pembiayaan Berkelanjutan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-012/SMI/0917 tanggal 13 September 2017 
dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

  Sekretaris : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory III 
  Anggota Tetap : Direktur Utama 
  Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 
  Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja 
  Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory III 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum 
  Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang Membidangi Pool of Experts 
  Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management 

 
Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Pembiayaan Berkelanjutan Perseroan : 
 
Emma Sri Martini, Direktur Utama  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Agresius Robajanto Kadiaman, Direktur Operasional & Keuangan  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
M. Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko  
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Adi Pranasatrya, Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Faaris Pranawa, Kepala Divisi Hukum 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
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Hanif Osman, Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa 
Konsultasi Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Pradana Murti, Plt. Kepala Pusat Pengelola Kompetensi 
Sebelumnya pernah menjadi Kepala  Satuan Tugas Pameran Proyek Perusahaan (2011-2013), dan Manajer Keuangan Perusahaan 
(2009-2011). Selain itu juga pernah menjadi konsultan di Steer Davies Gleave, UK (2004-2009). 

 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pembiayaan Berkelanjutan adalah sebagai berikut: 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1 Emma Sri Martini  
 

2 100% 
2 Darwin Trisna Djajawinata  

 

2 100% 
3 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 

2 100% 
4 Agresius Robajanto Kadiaman  

 

2 100% 
5      Adi Pranasatrya (menjabat sejak 1 Mei 2018) - - 
6 Faaris Pranawa  

 

2 100% 
7 Hanif Osman  

 

2 100% 
8 Muhammad Oriza   

 

2 100% 
9      Pradana Murti (menjabat sejak 29 Des 2017) - - 

 
Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Pembiayaan Berkelanjutan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• memutuskan transaksi dan jasa layanan pembiayaan berkelanjutan (termasuk Syariah). 

 
SEKRETARIS PERUSAHAAN 
 
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Ramona Harimurti sebagai 
Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-005/SMI/0317 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris 
Perusahaan tanggal 31 Maret 2017. 
 
Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan: 
 
Nama : Ramona Harimurti 
Nomor Telepon : (62-21) 8082 5288 
Faksimili : (62-21) 8082 5258 
E-mail : corporatesecretary@ptsmi.co.id 
Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Jakarta 10220 
 
Ramona Harimurti  
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menduduki jabatan Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 3 April 2017. Karir beliau di Perseroan 
dimulai sejak tahun 2013 sebagai VP Senior Relationship Manager Divisi Pembiayaan dan Investasi. Sebelumnya beliau pernah berkarya 
di PT Bank UOB Indonesia sebagai VP Senior Relationship Manager Corporate Banking Group, Telecommunication, Media and Utilities 
Industry Group (2011-2013); PT Bank Permata Tbk. sebagai AVP Senior Relationship Manager Financial Institution (2010-2011); PT Bank 
CIMB Niaga Tbk sebagai Senior Manager Loan Distribution (2010) dan sebagai Senior Manager Loan Syndication (2007-2010); PT Bank 
Finconesia sebagai Sub Manager Corporate Banking Department (2003-2007) dan sebagai Sub Manager Legal & Compliance Department 
(1997-2002); PT Bali Turtle Island Development (anak usaha Grup Bimantara) sebagai Legal Officer (1997); dan PT Dewataagung Wibawa 
(Salim Holding Corporation) sebagai Legal Staff (1995-1997). 
 
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1995. 
 
Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
1. Fungsi Pemenuhan Ketentuan Keterbukaan melalui: 

a.  Penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perseroan kepada Pemegang Saham dan Institusi Pengawas. 
b.  Penyelenggaraan kegiatan korporasi seperti penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi dan kegiatan korporasi lainnya. 
c.  Pelaksanaan kepatuhan Good Corporate Governance (GCG). 

2. Fungsi Komunikasi guna menciptakan citra positif Perseroan melalui: 
a.  Pemeliharaan dan pengembangan hubungan baik dengan eksternal Pemangku Kepentingan Perseroan, baik dengan Pemegang 

Saham dan lembaga-lembaga terkait, media massa, investor, dan masyarakat umum lainnya.  
b.  Pelaksanaan kegiatan komunikasi internal Perseroan, baik melalui penyampaian informasi maupun penyelenggaraan kegiatan 

karyawan. 
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Hanif Osman, Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi 
Telah diungkapkan dalam Prospektus  
 
Muhammad Oriza, Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Jasa 
Konsultasi Telah diungkapkan dalam Prospektus  

 
Pradana Murti, Plt. Kepala Pusat Pengelola Kompetensi 
Sebelumnya pernah menjadi Kepala  Satuan Tugas Pameran Proyek Perusahaan (2011-2013), dan Manajer Keuangan Perusahaan 
(2009-2011). Selain itu juga pernah menjadi konsultan di Steer Davies Gleave, UK (2004-2009). 

 
Selama Tahun 2017, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pembiayaan Berkelanjutan adalah sebagai berikut: 

No Nama 
 

Rapat 2017 
Jumlah Rapat Tingkat Kehadiran  

1 Emma Sri Martini  
 

2 100% 
2 Darwin Trisna Djajawinata  

 

2 100% 
3 Mohammad Ghozie Indra Dalel  

 

2 100% 
4 Agresius Robajanto Kadiaman  

 

2 100% 
5      Adi Pranasatrya (menjabat sejak 1 Mei 2018) - - 
6 Faaris Pranawa  

 

2 100% 
7 Hanif Osman  

 

2 100% 
8 Muhammad Oriza   

 

2 100% 
9      Pradana Murti (menjabat sejak 29 Des 2017) - - 

 
Kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Pembiayaan Berkelanjutan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
• memutuskan transaksi dan jasa layanan pembiayaan berkelanjutan (termasuk Syariah). 

 
SEKRETARIS PERUSAHAAN 
 
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Ramona Harimurti sebagai 
Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-005/SMI/0317 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris 
Perusahaan tanggal 31 Maret 2017. 
 
Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan: 
 
Nama : Ramona Harimurti 
Nomor Telepon : (62-21) 8082 5288 
Faksimili : (62-21) 8082 5258 
E-mail : corporatesecretary@ptsmi.co.id 
Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Jakarta 10220 
 
Ramona Harimurti  
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menduduki jabatan Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 3 April 2017. Karir beliau di Perseroan 
dimulai sejak tahun 2013 sebagai VP Senior Relationship Manager Divisi Pembiayaan dan Investasi. Sebelumnya beliau pernah berkarya 
di PT Bank UOB Indonesia sebagai VP Senior Relationship Manager Corporate Banking Group, Telecommunication, Media and Utilities 
Industry Group (2011-2013); PT Bank Permata Tbk. sebagai AVP Senior Relationship Manager Financial Institution (2010-2011); PT Bank 
CIMB Niaga Tbk sebagai Senior Manager Loan Distribution (2010) dan sebagai Senior Manager Loan Syndication (2007-2010); PT Bank 
Finconesia sebagai Sub Manager Corporate Banking Department (2003-2007) dan sebagai Sub Manager Legal & Compliance Department 
(1997-2002); PT Bali Turtle Island Development (anak usaha Grup Bimantara) sebagai Legal Officer (1997); dan PT Dewataagung Wibawa 
(Salim Holding Corporation) sebagai Legal Staff (1995-1997). 
 
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1995. 
 
Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
1. Fungsi Pemenuhan Ketentuan Keterbukaan melalui: 

a.  Penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perseroan kepada Pemegang Saham dan Institusi Pengawas. 
b.  Penyelenggaraan kegiatan korporasi seperti penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi dan kegiatan korporasi lainnya. 
c.  Pelaksanaan kepatuhan Good Corporate Governance (GCG). 

2. Fungsi Komunikasi guna menciptakan citra positif Perseroan melalui: 
a.  Pemeliharaan dan pengembangan hubungan baik dengan eksternal Pemangku Kepentingan Perseroan, baik dengan Pemegang 

Saham dan lembaga-lembaga terkait, media massa, investor, dan masyarakat umum lainnya.  
b.  Pelaksanaan kegiatan komunikasi internal Perseroan, baik melalui penyampaian informasi maupun penyelenggaraan kegiatan 

karyawan. 
 
 

3. Fungsi Biro Direksi dan Administrasi 
a.  Menyelenggarakan Rapat Direksi dan rapat lainnya. 
b.  Penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan. 
c.  Pelaksanaan dukungan Direksi. 

4. Corporate Social Responsibility (CSR)  
a.  CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 
b.  CSR Non Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

5. Pengendalian Gratifikasi, yaitu pengelolaan pelayanan dan informasi pengendalian gratifikasi. 
6. Pengaduan Konsumen 
 
Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai berikut : 
- ERM Gap Analysis tahun 2017 
- Best Practice Penerapan Good Corporate Governance bagi Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura tahun 2017 
- Aplikasi Administrasi Dokumen dan Disposisi tahun 2017 
- Workshop “Corporate Secretary: Tugas & Fungsi Corporate Secretary From A-Z tahun 2017 
- Keprotokolan dan Etiket Dalam Rangka Mendukung Citra Positif Perusahaan tahun 2017 
 
PIAGAM AUDIT DAN DIVISI AUDIT INTERNAL 
 
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Setyo 
Wibowo sebagai Kepala Audit Internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-270/SMI/DKD/DHC/1017 tanggal 19 Oktober 2017 yang 
berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Juni 2017, Perseroan telah 
mengangkat Setyo Wibowo sebagai Kepala Divisi Audit Internal. 
 
Berikut ini adalah informasi tentang Divisi Audit Internal Perseroan: 
 
Setyo Wibowo bergabung dengan Perseroan sejak 10 Juli 2017 dan efektif menjabat sebagai Kepala Divisi Audit sejak bulan 18 Oktober 
2017. Beliau pernah berkarya sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan/BPKP (1990-1998), sebagai Auditor Internal Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998-2004), dan juga pernah 
memegang beberapa jabatan di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan perusahaan afiliasinya hingga paruh pertama tahun 2017.  
  
Meraih gelar Diploma III dan Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1998) dan Magister Manajemen dari Sekolah Bisnis 
Institut Pertanian Bogor (2006). 
 
E. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Pada tahun 2017, hingga bulan Juni total pelatihan yang dilakukan sebanyak 34 Program inhouse training dan 110 Program Pelatihan 
Publik. 
 

Keterangan 2017 2016 
Jumlah Program Pelatihan 167 144 
Jumlah Peserta Pelatihan 1268 966 

 
Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja 
asing. 
 
Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki karyawan sejumlah 261 orang tidak termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, dengan 
komposisi sebanyak 258 karyawan tetap dan 3 karyawan kontrak.  
 
Seluruh karyawan Perseroan berlokasi di di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 47-48, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta. 
 
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama 
 

Aktivitas Utama 
31 Desember 

2017 2016 
Direktorat Utama 71 56 
Direktorat Pembiayaan dan Investasi 45 53 
Direktorat Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi 39 41 
Direktorat Operasional & Keuangan 75 64 
Direktorat Manajemen Risiko 31 23 
Total 261 237 
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Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Kepangkatan 
 

Jenjang Kepangkatan 
31 Desember 

2017 2016 
Manajer Eksekutif & Advisor Teknis 18 3 
Manajer Senior 45 19 
Manajer Madya 98 112 
Manajer Junior 83 87 
Staf 17 16 
Total 261 237 

 
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan 
 

Jenjang Pendidikan 
31 Desember 

2017 2016 
Pasca Sarjana  63 55 
Sarjana 179 163 
Diploma 10 10 
SMU 9 9 
Total 261 237 

 
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia 
 

Jenjang Pendidikan 
31 Desember 

2017 2016 
45 - 54  35 27 
35 - 44 84 73 
25 - 34  131 119 
Di bawah 25 11 18 
Total 261 237 

 
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status 
 

Jenjang Pendidikan 
31 Desember 

2017 2016 
Tetap  258 232 
Kontrak 3 5 
Total 261 237 

 
Perseroan memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan meliputi fasilitas pengobatan yang terdiri atas fasilitas rawat inap, rawat jalan, 
ruang kesehatan, fasilitas transportasi untuk operasional, dan fasilitas asuransi yang terdiri atas Asuransi Jiwa & Kecelakaan, Asuransi 
Rawat Inap & Rawat Jalan, BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan. 
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Jenjang Pendidikan 
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F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut : 
 
 

 
 
 
 
G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN 

HUKUM 
 

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dengan Entitas Asosiasi dan pemegang 
saham berbentuk badan hukum sampai dengan Prospektus ini diterbitkan : 
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H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI 
 

Nama Perseroan IIF 
Mahendra Siregar KU dan KI  
Dini  Kusumawati K - 
Wahyu Utomo  K - 
A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha K  
Sukatmo Padmokarso KI - 
Emma Sri Martini DU - 
Agresius R. Kadiaman D - 
Edwin Syahruzad D - 
Darwin Trisna Djajawinata D - 
Mohammad Ghozie Indra Dalel D - 
Mohamad Chatib Basri  - KU dan KI 
Edwin Gerungan - KI 
Zulkifli Zaini  KI 
Muhammad Al Arif - K 
Robert Olivier Dolk - K 
Hans-Juergen Hertel - K 
Bimantara Widyajala - K 
Rajeev Veeravalli Kannan - K 
Richard Lyon Ranken  K 
Arisudono Soerono - DU 
Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja - D 
I Made Wiracita Tantra - D 
Hilda Savitri - D 
Indrawati Darmawan - D 

 
Keterangan : 
D : Direktur 
DU : Direktur Utama 
K : Komisaris 
KU : Komisaris Utama 
KI : Komisaris Independen 
IIF : PT Indonesia Infrastructure Finance 

 
 

I. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI 
 

PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
IIF adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Gedung Energy Lantai 30, SCBD Lot.11A, Jl. Jend. Sudirman 
Kav. 52-53, Telepon (021) 29915060, Faksimili (021) 29915061. 
 
IIF didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian  
PT Indonesia Infrastructure Finance No. 34 tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-21503.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0031647.AH.01.09 Tahun 
2010 tanggal 28 April 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia No. 5123/2011 (“Akta Pendirian IIF”). 
 
Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IIF telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar 
dan perubahan terakhir Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang 
Diambil Diluar Rapat Sebagi Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Infrastructure Finance No. 05 tanggal  
09 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0055850 tanggal 09 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071106.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 
2016 (“Akta No. 05 tanggal 09 Juni 2016”). Akta ini menyetujui perubahan anggaran dasar IIF mengenai penambahan ketentuan Pasal 12 
ayat (14), penambahan ketentuan Pasal 15 ayat (15), perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), perubahan ketentuan Pasal 14 
ayat (9) huruf b, perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (10), dan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar IIF. 

 
Kegiatan usaha IIF bergerak dalam bidang pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, IIF memiliki izin usaha sebagai 
perusahaan infrastruktur sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 6 Agustus 2010. 
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H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI 
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I. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI 
 

PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
IIF adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Gedung Energy Lantai 30, SCBD Lot.11A, Jl. Jend. Sudirman 
Kav. 52-53, Telepon (021) 29915060, Faksimili (021) 29915061. 
 
IIF didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian  
PT Indonesia Infrastructure Finance No. 34 tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-21503.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0031647.AH.01.09 Tahun 
2010 tanggal 28 April 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia No. 5123/2011 (“Akta Pendirian IIF”). 
 
Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IIF telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar 
dan perubahan terakhir Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang 
Diambil Diluar Rapat Sebagi Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Infrastructure Finance No. 05 tanggal  
09 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0055850 tanggal 09 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071106.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 
2016 (“Akta No. 05 tanggal 09 Juni 2016”). Akta ini menyetujui perubahan anggaran dasar IIF mengenai penambahan ketentuan Pasal 12 
ayat (14), penambahan ketentuan Pasal 15 ayat (15), perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), perubahan ketentuan Pasal 14 
ayat (9) huruf b, perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (10), dan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar IIF. 

 
Kegiatan usaha IIF bergerak dalam bidang pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, IIF memiliki izin usaha sebagai 
perusahaan infrastruktur sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 6 Agustus 2010. 

Perseroan memulai investasi pada IIF pada tahun 2011.  
 

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 
 

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur dan kepemilikan saham IIF. Adapun  struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham IIF saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil 
Diluar Rapat PT Indonesia Infrastructure Finance No. 13 tanggal 28 Nopember 2011, dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, 
S.H., MLI., M.Kn.,Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Keputusan No. AHU-62064.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0103111.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011  jo. Akta Pernyataan Rapat PT Indonesia Infrastructure Finance  
No. 13 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah 
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0928364 tanggal 29 April 
2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per 

saham Persentase 
(%) Jumlah 

Saham Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 2.000.000 2.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Pemegang Saham:    

1. Perseroan 600.000 600.000.000.000 30,00 
2. Asian Development Bank 399.800 399.800.000.000 19,99 
3. International Finance Corporation 399.800 399.800.000.000 19,99 
4. DEG – Deutsche Investitions Und 

Entwicklungsgesellschaft MBH 302.400 302.400.000.000 15,12 
5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 298.000 298.000.000.000 14,90 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000 2.000.000.000.000 100,00 
Jumlah Saham Dalam Portepel - -  

 
Pengurusan dan Pengawasan 

 
Sampai dengan Prospetus ini diterbitkan, terdapat perubahan pada anggota Dewan Komisaris IIF sebagai berikut: 

 
Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, 
S.H., M.LI., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0017672 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0016393.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 24 Maret 2016 
yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034789 
tanggal 24 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038369.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 serta 
telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat No. S.169/IV/IIF/2016 tanggal 20 April 2016, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 09 Juni 2016 
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055874 tanggal 09 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0071136.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016, (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 23 Maret 2017 yang 
dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman S.H., Master of Legal Institutions, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01-03-0129017 tanggal 21 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0051719.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 April 2017, (v) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat 
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati 
Abdurachman, S.H., Master of Legal Institutions, M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160647 
tanggal 9 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097805.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017, 
(vi) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa No. 15 tanggal 24 Januari 2018 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036419  tanggal 25 Januari 2018  dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010506.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal25 Januari 2018  dan (vii) Akta Pernyataan Keputusan 
Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 5 Maret 
2018 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0095750 tanggal 6 Maret 2018  dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0031510.AH.01.11.Tahun 2018  tanggal 6 Maret 2018  susunan Dewan Komisaris dan Direksi IIF adalah sebagai berikut: 
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Dewan Komisaris: 
 Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Mohamad Chatib Basri  
 Komisaris Independen : Edwin Gerungan 
 Komisaris Independen : Zulkifli Zaini 
 Komisaris : Muhamad Al Arif 
 Komisaris : Robert Olivier Dolk 
 Komisaris : Hans-Juergen Hertel 
 Komisaris : Bimantara Widyajala 
 Komisaris : Rajeev Veeravalli Kannan 
 Komisaris : Richard Lyon Ranken  
 
Direksi: 
 Presiden Direktur  : Arisudono Soerono 
 Direktur : Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja 
 Direktur  : I Made Wiracita Tantra 
 Direktur : Hilda Savitri 
 Direktur : Indrawati Darmawan 
 
Ikhtisar Keuangan Pokok  

 
Di bawah ini disajikan data keuangan penting konsolidasian IIF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang 
diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja (Partner: Yasir), berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini audit tanpa modifikasian. 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Ikhtisar Laporan Keuangan 31 Desember 
2017  2016 

Aset 12.972.405  10.790.761 
Liabilitas 10.747.314  8.500.260 
Ekuitas 2.225.091  2.290.501 
Pendapatan  644.639  543.547 
Beban   739.091  406.443 
(Rugi)/Laba bersih tahun berjalan  (81.622)  101.793 

 
Beban IIF untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp332.648 juta atau sebesar 81,84% 
dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp406.443 juta menjadi sebesar Rp739.091 juta. Peningkatan 
ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar Rp247.859 juta. Laba bersih tahun berjalan IIF untuk tahun yang berakhir 
31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp183.415 juta atau sebesar 180.18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir  
31 Desember 2016, dari laba bersih sebesar Rp101.793 juta menjadi ruhi bersih sebesar Rp81.622 juta. Penurunan ini terutama disebabkan 
oleh kenaikan beban IIF. 
 
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai berikut: 
 

No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

1.  Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Nomor SLA-
1229/DSMI/2010 tertanggal 4 
Maret 2010 jo. Perjanjian 
Perubahan (Amandemen) No. 
AMA-464/SLA-
1229/DSMI/2012 tertanggal 27 
November 2012 Terhadap 
Naskah Perjanjian Penerusan 
Pinjaman No. SLA-
1229/DSMI/2010 tertanggal  
4 Maret 2010 antara 
Pemerintah Republik 
Indonesia dan  
Perseroan. 

USD100.000.000.  USD92.814.664  Pemberian 
Pinjaman oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
kepada Perseroan 
sebagai penerusan 
pinjaman dari Asian 
Development Bank 
kepada Pemerintah 
Republik Indonesia. 

Tingkat bunga 
LIBOR + 0,2% 
ditambah 0,5% 
terhitung sejak 
penarikan 
pinjaman.  
 
Jasa bank 
penatausaha 
sebesar 0,05% 
per tahun yang 
wajib dibayar 
oleh Perseroan 
kepada 
Pemerintah. 
 

25 tahun 
termasuk 
masa 
tenggang  
5 tahun.  

Pemegang 
saham 
utama 
Perseroan. 

2.  Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Nomor SLA-
1230/DSMI/2010 tanggal 4 
Maret 2010 antara Pemerintah 
Indonesia dan  
PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) jo. Perjanjian 
Perubahan No. AMA-466/SLA-

USD100.000.000. USD99.880.000 Pemberian 
Pinjaman oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
kepada Perseroan 
sebagai penerusan 
pinjaman dari 
International Bank 

LIBOR + 
Variable Spread 
ditambah 0,45 
% atas fasilitas 
pinjaman yang 
telah ditarik.  
 
 

24,5 tahun 
termasuk 
masa 
tenggang  
9 tahun.  

Pemegang 
saham 
utama 
Perseroan. 
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Dewan Komisaris: 
 Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Mohamad Chatib Basri  
 Komisaris Independen : Edwin Gerungan 
 Komisaris Independen : Zulkifli Zaini 
 Komisaris : Muhamad Al Arif 
 Komisaris : Robert Olivier Dolk 
 Komisaris : Hans-Juergen Hertel 
 Komisaris : Bimantara Widyajala 
 Komisaris : Rajeev Veeravalli Kannan 
 Komisaris : Richard Lyon Ranken  
 
Direksi: 
 Presiden Direktur  : Arisudono Soerono 
 Direktur : Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja 
 Direktur  : I Made Wiracita Tantra 
 Direktur : Hilda Savitri 
 Direktur : Indrawati Darmawan 
 
Ikhtisar Keuangan Pokok  

 
Di bawah ini disajikan data keuangan penting konsolidasian IIF untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang 
diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja (Partner: Yasir), berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini audit tanpa modifikasian. 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Ikhtisar Laporan Keuangan 31 Desember 
2017  2016 

Aset 12.972.405  10.790.761 
Liabilitas 10.747.314  8.500.260 
Ekuitas 2.225.091  2.290.501 
Pendapatan  644.639  543.547 
Beban   739.091  406.443 
(Rugi)/Laba bersih tahun berjalan  (81.622)  101.793 

 
Beban IIF untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp332.648 juta atau sebesar 81,84% 
dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar Rp406.443 juta menjadi sebesar Rp739.091 juta. Peningkatan 
ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga sebesar Rp247.859 juta. Laba bersih tahun berjalan IIF untuk tahun yang berakhir 
31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp183.415 juta atau sebesar 180.18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir  
31 Desember 2016, dari laba bersih sebesar Rp101.793 juta menjadi ruhi bersih sebesar Rp81.622 juta. Penurunan ini terutama disebabkan 
oleh kenaikan beban IIF. 
 
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai berikut: 
 

No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

1.  Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Nomor SLA-
1229/DSMI/2010 tertanggal 4 
Maret 2010 jo. Perjanjian 
Perubahan (Amandemen) No. 
AMA-464/SLA-
1229/DSMI/2012 tertanggal 27 
November 2012 Terhadap 
Naskah Perjanjian Penerusan 
Pinjaman No. SLA-
1229/DSMI/2010 tertanggal  
4 Maret 2010 antara 
Pemerintah Republik 
Indonesia dan  
Perseroan. 

USD100.000.000.  USD92.814.664  Pemberian 
Pinjaman oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
kepada Perseroan 
sebagai penerusan 
pinjaman dari Asian 
Development Bank 
kepada Pemerintah 
Republik Indonesia. 

Tingkat bunga 
LIBOR + 0,2% 
ditambah 0,5% 
terhitung sejak 
penarikan 
pinjaman.  
 
Jasa bank 
penatausaha 
sebesar 0,05% 
per tahun yang 
wajib dibayar 
oleh Perseroan 
kepada 
Pemerintah. 
 

25 tahun 
termasuk 
masa 
tenggang  
5 tahun.  

Pemegang 
saham 
utama 
Perseroan. 

2.  Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Nomor SLA-
1230/DSMI/2010 tanggal 4 
Maret 2010 antara Pemerintah 
Indonesia dan  
PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) jo. Perjanjian 
Perubahan No. AMA-466/SLA-

USD100.000.000. USD99.880.000 Pemberian 
Pinjaman oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
kepada Perseroan 
sebagai penerusan 
pinjaman dari 
International Bank 

LIBOR + 
Variable Spread 
ditambah 0,45 
% atas fasilitas 
pinjaman yang 
telah ditarik.  
 
 

24,5 tahun 
termasuk 
masa 
tenggang  
9 tahun.  

Pemegang 
saham 
utama 
Perseroan. 

No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

1230/DSMI/2012 tertanggal 13 
Desember 2012 terhadap 
Naskah Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Nomor SLA-
1230/DSMI/2010 jo. Surat 
No.S-2114/MK.5/2016 tanggal 
8 Maret 2016 perihal 
Perubahan (amandemen) 
Perjanjian Penerusan 
Pinjaman No. SLA-
1230/DSMI/2010 tanggal 4 
Maret 2010 sebagaimana telah 
diubah dengan perubahan 
perjanjian No. AMA-466/SLA-
1230/DSMI/2012 tanggal 13 
Desember 2012 antara 
Pemerintah Republik 
Indonesia dan Perseroan  

for Reconstruction 
and Development. 

3.  Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Antara Pemerintah 
Republik Indonesia Dan PT 
Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) Atas Dana Pinjaman 
Dari International Bank For 
Reconstruction And 
Development, Loan 
Agreement Nomor 8714-ID 
Tanggal 12 Mei 2017 Dalam 
Rangka Pembiayaan Regional 
Infrastructure Development 
Fund Project No. SLA-
1266/DSMI/2017 tanggal 25 
September 2017 antara 
Pemerintah Republik 
Indonesia dan Perseroan. 

USD100.000.000. - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
kepada Perseroan 
sebagai penerusan 
pinjaman dari 
International Bank 
for Reconstruction 
and Development. 

tingkat suku 
bunga SUN Seri 
Benchmark 
tahun 
berkenaan 
dengan tenor 20 
(tahun per tahun 

10 tahun 
termasuk 
masa 
tenggang 5 
tahun 

Pemegang 
saham 
utama 
Perseroan. 

4.  Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Antara Pemerintah 
Republik Indonesia Dan PT 
Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) Atas Dana Pinjaman 
Dari Asian Infrastructure 
Investment Bank, Loan 
Agreement Nomor 000012-1-
IDN Tanggal 7 Juni 2017 
Dalam Rangka Pembiayaan 
Regional Infrastructure 
Development Fund Project No. 
SLA-1267/DSMI/2017 tanggal 
25 September 2017 antara 
Pemerintah Republik 
Indonesia dan Perseroan. 

USD100.000.000. - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
kepada Perseroan 
sebagai penerusan 
pinjaman dari Asian 
Infrastructure 
Investment Bank. 

tingkat suku 
bunga SUN Seri 
Benchmark 
tahun 
berkenaan 
dengan tenor 20 
(tahun per tahun 

10 tahun 
termasuk 
masa 
tenggang 5 
tahun 

Pemegang 
saham 
utama 
Perseroan. 

5.  Perjanjian Penerusan 
Pinjaman Antara Pemerintah 
Republik Indonesia Dan PT 
Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) Atas Dana Pinjaman 
Dari International Bank For 
Reconstruction And 
Development, Loan 
Agreement Nomor 8715-ID 
Tanggal 29 Mei 2017 Dalam 
Rangka Tambahan 
Pembiayaan Untuk Proyek 
Indonesia Infrastructure 
Finance No. SLA-
1268/DSMI/2017 tanggal 26 
September 2017 antara 
Pemerintah Republik 
Indonesia dan Perseroan. 

USD200.000.000. - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
kepada Perseroan 
sebagai penerusan 
pinjaman dari 
International Bank 
For Reconstruction 
And Development. 

tingkat suku 
bunga SUN Seri 
Benchmark 
tahun 
berkenaan 
dengan tenor 20 
(tahun per tahun 

20 tahun 
termasuk 
masa 
tenggang 
10 tahun 

Pemegang 
saham 
utama 
Perseroan. 

6.  Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi (Subordinated 
Loan Agreement) tertanggal 20 
April 2011 jo Perjanjian 
Perubahan Terhadap 
Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi Tertanggal 20 
April 2011 tertanggal 28 
November 2012 antara 

USD100.000.000. - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Perseroan kepada 
PT Indonesia 
Infrastructure 
Finance sebagai 
penerusan 
pinjaman dari 
Pemerintah 

Jumlah dari (i) 
suku bunga 
ADB ditambah 
0,5% (per tahun 
dan (ii) Biaya 
Administrasi 
dan Premi 
Resiko 
Perseroan 

25 (tahun 
sejak 
tanggal 
NPPLN 
ADB 
termasuk 
masa 
tenggang 5 
tahun.  

Perseroan 
merupakan 
pemegang 
saham 
penerima 
pinjaman. 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

Perseroan dan PT Indonesia 
Infrastructure Finance.  

Republik Indonesia 
(yang berasal dari 
Asian Development 
Bank (“ADB”)). 

sebesar 0,75% 
(per tahun.  

7.  Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi (Subordinated 
Loan Agreement) tertanggal 20 
April 2011 jo. Perjanjian 
Perubahan Terhadap 
Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi Tertanggal 20 
April 2011 tertanggal 14 
Desember 2012 jo. Perjanjian 
Perubahan No. PERJ-
060/SMI/0917 perihal 
Perubahan Kedua terhadap 
Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi tanggal 4 
September 2017 antara 
Perseroan dan PT Indonesia 
Infrastructure Finance 

USD100.000.000.  - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Perseroan kepada 
PT Indonesia 
Infrastructure 
Finance sebagai 
penerusan 
pinjaman dari 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
(yang berasal dari 
International Bank 
for Reconstruction 
and Development 
(“Bank Dunia”)). 

Jumlah dari (i) 
suku bunga 
Bank Dunia 
ditambah 0,45% 
per tahun dan 
(ii) Biaya-biaya 
administrasi dan 
Premi Risiko 
Perseroan 
sebesar 0,75% 
per tahun. 

24,5 tahun 
sejak 
tanggal 
NPPLN 
Bank Dunia 
termasuk 
masa 
tenggang 9 
tahun. 

Perseroan 
merupakan 
pemegang 
saham 
penerima 
pinjaman.  

8.  Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi (Subordinated 
Debt Arrangement Agreement) 
tanggal 26 September 2017 
antara Perseroan dan PT 
Indonesia Infrastructure 
Finance. 

USD200.000.000.  - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Perseroan kepada 
PT Indonesia 
Infrastructure 
Finance sebagai 
penerusan 
pinjaman dari 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
(yang berasal dari 
International Bank 
for Reconstruction 
and Development  

tingkat suku 
bunga SUN Seri 
Benchmark 
tahun berkenaan 
dengan tenor 20 
tahun per tahun, 
ditambah dengan 
margin sebesar 
0,75% 

Selama 20 
tahun sejak 
tanggal 
NPPLN Bank 
Dunia 
termasuk 
masa 
tenggang 10 
tahun 

Perseroan 
merupakan 
pemegang 
saham 
penerima 
pinjaman.  

9.  Akta Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi I 
Sarana Multi Infrastruktur 
Tahun 2014 No. 31 tanggal 25 
Maret 2014, sebagaimana 
diubah dengan Akta 
Addendum I Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi I 
Sarana Multi Infrastruktur 
Tahun 2014 No. 47 tanggal 22 
April 2014, dan Akta 
Addendum II Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi I 
Sarana Multi Infrastruktur 
Tahun 2014 No. 88 tanggal 22 
Mei 2014, seluruh akta-akta 
tersebut dibuat dihadapan 
Nanette Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H., Notaris di 
Jakarta antara Perseroan 
sebagai Emiten dan PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk sebagai 
Wali Amanat. 

Perseroan melakukan 
penerbitan Obligasi 
dengan sebanyak  Rp 
1.000.000.000.000,- 
yang terdiri dari 
beberapa seri, yaitu : 
- Seri A  sebesar 

Rp100.000.000.000,
-  

- Seri B :sebesar 
Rp900.000.000.000,
-  

- Seluruh dana yang 
diperoleh dari hasil 
Obligasi ini setelah 
dikurangi dengan 
biaya-biaya emisi, 
dipergunakan untuk 
kegiatan 
pembiayaan 
proyek-proyek 
infrastruktur. 

Suku Bunga 
untuk : 
-   Seri A : tingkat 

bunga tetap 
sebesar 9,6 % 
per tahun. 

-  Seri B 
:tingkat 
bunga tetap 
sebesar 10 
% per tahun. 

Jangka 
Waktu untuk 
: 
-   Seri A : 

3 tahun 
sejak 
tanggal 
emisi 
(sudah 
lunas). 

-  Seri B : 5 
tahun 
sejak 
tanggal 
emisi. 

 
Untuk  
Obligasi 
Seri A telah 
dilunasi 
oleh 
Perseroan. 

 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

10.  Akta Perjanjian Kredit 
Sindikasi No. 18 tanggal 12 
Nopember 2015 yang dibuat 
dihadapan Dra. Dewi Larasati 
SH, MKn, pengganti dari 
Yualita Widyadhari SH, MKn, 
Notaris di Jakarta Pusat antara 
PT Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) sebagai Debitur 
dengan Kreditur Sindikasi yaitu 
: 
-  PT Bank DKI sebagai 

Kreditur/Agen 
Fasilitas/Arranger; 

-  Perseroan sebagai 
Kreditur; 

-  PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah 
sebagai Kreditur; 

-  PT Bank Pembangunan 

Para kreditur 
memberikan fasilitas 
sebesar Rp 
2.225.000.000.000,- 
dan proporsi 
Perseroan dalam 
fasilitas kredit tersebut 
adalah sebesar 
17,98%.  

- Kredit yang 
diberikan digunakan 
untuk pembiayaan, 
pembangunan 
proyek pembangkit 
listrik yang sumber 
pelunasannya 
berasal dari arus 
kas debitur. 

Marjin ditambah 
Reference Rate 
sebesar 1,5% 
per tahun 
ditambah JIBOR 
3 bulanan rata-
rata yang 
ditampilkan 
Reuters pada 
jam 15.00 WIB 
pada 3 hari 
kerja bank 
sebelum dimulai 
jangka waktu 
bunga. 

10 tahun 
sejak 
penandatan
ganan 
Perjanjian 
ini. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

Perseroan dan PT Indonesia 
Infrastructure Finance.  

Republik Indonesia 
(yang berasal dari 
Asian Development 
Bank (“ADB”)). 

sebesar 0,75% 
(per tahun.  

7.  Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi (Subordinated 
Loan Agreement) tertanggal 20 
April 2011 jo. Perjanjian 
Perubahan Terhadap 
Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi Tertanggal 20 
April 2011 tertanggal 14 
Desember 2012 jo. Perjanjian 
Perubahan No. PERJ-
060/SMI/0917 perihal 
Perubahan Kedua terhadap 
Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi tanggal 4 
September 2017 antara 
Perseroan dan PT Indonesia 
Infrastructure Finance 

USD100.000.000.  - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Perseroan kepada 
PT Indonesia 
Infrastructure 
Finance sebagai 
penerusan 
pinjaman dari 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
(yang berasal dari 
International Bank 
for Reconstruction 
and Development 
(“Bank Dunia”)). 

Jumlah dari (i) 
suku bunga 
Bank Dunia 
ditambah 0,45% 
per tahun dan 
(ii) Biaya-biaya 
administrasi dan 
Premi Risiko 
Perseroan 
sebesar 0,75% 
per tahun. 

24,5 tahun 
sejak 
tanggal 
NPPLN 
Bank Dunia 
termasuk 
masa 
tenggang 9 
tahun. 

Perseroan 
merupakan 
pemegang 
saham 
penerima 
pinjaman.  

8.  Perjanjian Pinjaman 
Subordinasi (Subordinated 
Debt Arrangement Agreement) 
tanggal 26 September 2017 
antara Perseroan dan PT 
Indonesia Infrastructure 
Finance. 

USD200.000.000.  - Pemberian 
Pinjaman oleh 
Perseroan kepada 
PT Indonesia 
Infrastructure 
Finance sebagai 
penerusan 
pinjaman dari 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
(yang berasal dari 
International Bank 
for Reconstruction 
and Development  

tingkat suku 
bunga SUN Seri 
Benchmark 
tahun berkenaan 
dengan tenor 20 
tahun per tahun, 
ditambah dengan 
margin sebesar 
0,75% 

Selama 20 
tahun sejak 
tanggal 
NPPLN Bank 
Dunia 
termasuk 
masa 
tenggang 10 
tahun 

Perseroan 
merupakan 
pemegang 
saham 
penerima 
pinjaman.  

9.  Akta Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi I 
Sarana Multi Infrastruktur 
Tahun 2014 No. 31 tanggal 25 
Maret 2014, sebagaimana 
diubah dengan Akta 
Addendum I Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi I 
Sarana Multi Infrastruktur 
Tahun 2014 No. 47 tanggal 22 
April 2014, dan Akta 
Addendum II Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi I 
Sarana Multi Infrastruktur 
Tahun 2014 No. 88 tanggal 22 
Mei 2014, seluruh akta-akta 
tersebut dibuat dihadapan 
Nanette Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H., Notaris di 
Jakarta antara Perseroan 
sebagai Emiten dan PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk sebagai 
Wali Amanat. 

Perseroan melakukan 
penerbitan Obligasi 
dengan sebanyak  Rp 
1.000.000.000.000,- 
yang terdiri dari 
beberapa seri, yaitu : 
- Seri A  sebesar 

Rp100.000.000.000,
-  

- Seri B :sebesar 
Rp900.000.000.000,
-  

- Seluruh dana yang 
diperoleh dari hasil 
Obligasi ini setelah 
dikurangi dengan 
biaya-biaya emisi, 
dipergunakan untuk 
kegiatan 
pembiayaan 
proyek-proyek 
infrastruktur. 

Suku Bunga 
untuk : 
-   Seri A : tingkat 

bunga tetap 
sebesar 9,6 % 
per tahun. 

-  Seri B 
:tingkat 
bunga tetap 
sebesar 10 
% per tahun. 

Jangka 
Waktu untuk 
: 
-   Seri A : 

3 tahun 
sejak 
tanggal 
emisi 
(sudah 
lunas). 

-  Seri B : 5 
tahun 
sejak 
tanggal 
emisi. 

 
Untuk  
Obligasi 
Seri A telah 
dilunasi 
oleh 
Perseroan. 

 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

10.  Akta Perjanjian Kredit 
Sindikasi No. 18 tanggal 12 
Nopember 2015 yang dibuat 
dihadapan Dra. Dewi Larasati 
SH, MKn, pengganti dari 
Yualita Widyadhari SH, MKn, 
Notaris di Jakarta Pusat antara 
PT Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) sebagai Debitur 
dengan Kreditur Sindikasi yaitu 
: 
-  PT Bank DKI sebagai 

Kreditur/Agen 
Fasilitas/Arranger; 

-  Perseroan sebagai 
Kreditur; 

-  PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah 
sebagai Kreditur; 

-  PT Bank Pembangunan 

Para kreditur 
memberikan fasilitas 
sebesar Rp 
2.225.000.000.000,- 
dan proporsi 
Perseroan dalam 
fasilitas kredit tersebut 
adalah sebesar 
17,98%.  

- Kredit yang 
diberikan digunakan 
untuk pembiayaan, 
pembangunan 
proyek pembangkit 
listrik yang sumber 
pelunasannya 
berasal dari arus 
kas debitur. 

Marjin ditambah 
Reference Rate 
sebesar 1,5% 
per tahun 
ditambah JIBOR 
3 bulanan rata-
rata yang 
ditampilkan 
Reuters pada 
jam 15.00 WIB 
pada 3 hari 
kerja bank 
sebelum dimulai 
jangka waktu 
bunga. 

10 tahun 
sejak 
penandatan
ganan 
Perjanjian 
ini. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

Daerah Istimewa Aceh 
sebagai Kreditur; 

-  PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Tengah 
sebagai Kreditur; 

-  PT Bank Pembangunan 
Daerah Riau Kepri sebagai 
Kreditur; 

-  PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Barat 
sebagai Kreditur; 

-    PT Bank Pembangunan 
Daerah Bali sebagai 
Kreditur. 

11.  Akta Perjanjian Kredit 
Sindikasi No. 92 tanggal 17 
Desember 2015 dibuat 
dihadapan Yualita Widyadhari, 
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta 
Pusat antara PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero) 
sebagai Debitur dengan 
Kreditur Sindikasi yaitu : 
-  PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk; 
- PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk; 
- PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk; 
- PT Bank Central Asia Tbk; 
- PT Indonesia Eximbank; 

dan 
- Perseroan. 

Jumlah pokok kredit 
sebanyak-banyaknya  
sebesar Rp 
12.000.000.000.000,- 
sesuai porsi komitmen 
dari masing-masing 
kreditur. 
Komitmen Perseroan 
dalam Perjanjian ini 
sebesar                     
Rp500.000.000.000,-  

- Kredit tersebut 
hanya dapat dipakai 
untuk pembiayaan 
kebutuhan 
investasi.  

Suku bunga 
2,3% ditambah 
Reference Rate. 

Maksimal 
10 tahun 
sejak 
penandatan
ganan 
Perjanjian 
ini. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

12.  Akta Perjanjian Pengalihan 
Investasi No. 49 tanggal 23 
Desember 2015 yang dibuat 
dihadapan Irma Devita 
Purnamasari, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta Utara, antara 
PT Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) dengan Perseroan 
sebagai Kreditur (“Perjanjian 
Pengalihan) juncto Akta 
Perjanjian Investasi Dalam 
Bentuk Pemberian Pinjaman 
Dengan Persyaratan Lunak 
Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pasal 22A Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan Undang-Undang 
No. 47 Tahun 2009 Antara 
Pusat Investasi Pemerintah 
Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia dan PT 
Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) No. 27 tanggal 13 
Desember 2011, yang dibuat 
dihadapan Ati Mulyati, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta 
(“Perjanjian Investasi”).  
 

Jumlah Dana Investasi 
sebesar                          
Rp 7.500.000.000.000,-  

- Tujuan penggunaan 
pinjaman adalah untuk 
menutup financing 
Gap PT Perusahaan 
Listrik Negara 
(Persero) akibat 
pengadaan dan 
penggantian trafo 
serta penguatan 
instalasi, transmisi, 
dan distribusi, serta 
investasi lainnya 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
berlaku. 
 
Catatan: 
Perjanjian  Investasi 
semula ditandatangani 
antara Pusat Investasi 
Pemerintah 
Kementerian 
Keuangan (“PIP”), 
kemudian PIP 
mengalihkan seluruh 
hak dan kewajibannya 
tersebut kepada 
Perseroan 
berdasarkan Perjanjian 
Pengalihan. 
 

Bunga sebesar 
5,25% per 
tahun.  

Jangka 
waktu 
selama 15 
tahun sejak 
tanggal 
penandatan
ganan. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

13.  Akta Perjanjian Kredit 
Sindikasi No. 12 tanggal 18 
Agustus 2016 yang dibuat 
dihadapan Julius Purnawan 
SH, MSi, Notaris di Jakarta 
Selatan antara PT Angkasa 
Pura I (Persero) sebagai 
Debitur dengan Kreditur 
Sindikasi yaitu : 

-  PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk sebagai Kreditur/Agen 
Fasilitas/Arranger 

-  Perseroan sebagai 
Kreditur; 

Fasilitas pinjaman 
berjangka dalam mata 
uang Rupiah sejumlah  
Rp 4.000.000.000.000,- 

- Pinjaman 
digunakan untuk : 
a. Pengembangan 

Bandar Udara 
yang dikelola 
oleh dan dalam 
wilayah kerja 
Debitur yaitu (i) 
Bandar Udara 
New Yogyakarta 
International 
Airport, Kulon 
Progo; (ii) Bandar 
Udara Ahmad 

Persentase per 
tahun dari 
jumlah Marjin  
(2,25% per 
tahun) dan LPS. 

Tanggal 
pelunasan 
akhir adalah 
23 Juni 
2031. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

-  PT Bank Central Asia Tbk 
sebagai Kreditur 

- PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk sebagai 
Kreditur 

-  PT Indonesia Infrastructure 
Finance sebagai Kreditur 

Yani Semarang; 
(iii) Bandar Udara 
Syamsuddin 
Nooer, 
Banjarmasin; (iv) 
Bandar Udara 
Sultan 
Hasanuddin, 
Makassar; (v) 
Bandar Udara 
Djuanda, 
Surabaya. 

b. Investasi rutin 
Debitur; 

c. membiayai setiap 
biaya yang timbul 
sehubungan 
dengan dokumen 
transaksi 
perjanjian ini. 

14.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 19 tertanggal 27 Juni 2013, 
yang dibuat dihadapan 
Rismalena Kasri, S.H., Notaris 
di Jakarta sebagaimana 
diubah dalam: 
i. Perjanjian Perubahan 

Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan tanggal 12 
Februari 2014 yang 
dibuat dibawah tangan, 
yang telah dicatat dalam 
buku daftar Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di 
Jakarta; 

ii. Perjanjian Perubahan II 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan tanggal 27 
Juni 2014 yang dibuat 
dibawah tangan, yang 
telah dicatat dalam buku 
daftar Rismalena Kasri, 
S.H., Notaris di Jakarta; 

iii. Akta Perubahan Ketiga 
Dan Pernyataan Kembali 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan Nomor 19 
Tanggal 27 Juni 2013 
No. 13 tanggal 26 Juni 
2015, yang dibuat 
dihadapan Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di 
Jakarta;  

iv. Akta Perubahan Dan 
Pernyataan Kembali 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan Nomor 19 
Tanggal 27 Juni 2013 
No. 113 tanggal            27 
Juni 2016, yang dibuat 
dihadapan Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di 
Jakarta; dan 

v.   Akta Perubahan Ke-5 
(Lima) Pernyataan 
Kembali Terhadap 
Perjanjian Pembiayaan 
Nomor 19 Tanggal 27 
Juni 2013 No. 83 tanggal 
21 Juni 2017 yang dibuat 
dihadapan Sri ismiyati, 
S.H, Notaris di Jakarta, 

antara PT Nindya Karya 
(Persero) Tbk sebagai Debitur 
dan Perseroan sebagai 
Kreditur. 

 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan Modal Kerja 
kepada Debitur dengan 
total sebesar             
Rp 200.000.000.000,- 

- Fasilitas 
Pembiayaan 
diberikan untuk 
tujuan membiayai 
modal kerja dalam 
rangka 
melaksanakan/ 
menyelesaikan 
pembangunan/ 
pekerjaan Proyek 
Infrastruktur 
sebagai berikut: 
a. Proyek 

Pembangunan 
Bendungan 
Rotiklot di 
Kabupaten 
Belu, Provinsi 
Nusa Tenggara 
Timur; 

b. Proyek 
Preservasi dan 
Pelebaran 
Jalan Kota 
Takengon – Sp. 
Uning – Uwak 
(MYC 2016-
2018), Provinsi 
Nangroe Aceh 
Darussalam;  

c. Proyek 
Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi 
Daerah Irigasi 
Prijetan (4.153 
Ha), Kabupaten 
Lamongan, 
Provinsi Jawa 
Timur; 

d.   Proyek 
      Revitaliasasi 

Danau Tempe, 
Kabupaten 
Wajo, Provinsi 
Sulawesi 
Selatan; dan 

e. Proyek-proyek 
infrastruktur lain 
yang dibiayai 
dari dana 
Anggaran 
Pendapatan 
dan Belanja 
Negara (APBN) 
dan sektornya 
sesuai dengan 
Peraturan 
Menteri 

Bunga sebesar 
9,25% per tahun 
pada Tanggal 
Pembayaran 
Bunga. 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaa
n 
diperpanjan
g 12 bulan 
sejak 
tanggal 28 
Juni 2017 
sampai 
dengan 27 
Juni 2018. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

-  PT Bank Central Asia Tbk 
sebagai Kreditur 

- PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk sebagai 
Kreditur 

-  PT Indonesia Infrastructure 
Finance sebagai Kreditur 

Yani Semarang; 
(iii) Bandar Udara 
Syamsuddin 
Nooer, 
Banjarmasin; (iv) 
Bandar Udara 
Sultan 
Hasanuddin, 
Makassar; (v) 
Bandar Udara 
Djuanda, 
Surabaya. 

b. Investasi rutin 
Debitur; 

c. membiayai setiap 
biaya yang timbul 
sehubungan 
dengan dokumen 
transaksi 
perjanjian ini. 

14.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 19 tertanggal 27 Juni 2013, 
yang dibuat dihadapan 
Rismalena Kasri, S.H., Notaris 
di Jakarta sebagaimana 
diubah dalam: 
i. Perjanjian Perubahan 

Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan tanggal 12 
Februari 2014 yang 
dibuat dibawah tangan, 
yang telah dicatat dalam 
buku daftar Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di 
Jakarta; 

ii. Perjanjian Perubahan II 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan tanggal 27 
Juni 2014 yang dibuat 
dibawah tangan, yang 
telah dicatat dalam buku 
daftar Rismalena Kasri, 
S.H., Notaris di Jakarta; 

iii. Akta Perubahan Ketiga 
Dan Pernyataan Kembali 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan Nomor 19 
Tanggal 27 Juni 2013 
No. 13 tanggal 26 Juni 
2015, yang dibuat 
dihadapan Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di 
Jakarta;  

iv. Akta Perubahan Dan 
Pernyataan Kembali 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan Nomor 19 
Tanggal 27 Juni 2013 
No. 113 tanggal            27 
Juni 2016, yang dibuat 
dihadapan Rismalena 
Kasri, S.H., Notaris di 
Jakarta; dan 

v.   Akta Perubahan Ke-5 
(Lima) Pernyataan 
Kembali Terhadap 
Perjanjian Pembiayaan 
Nomor 19 Tanggal 27 
Juni 2013 No. 83 tanggal 
21 Juni 2017 yang dibuat 
dihadapan Sri ismiyati, 
S.H, Notaris di Jakarta, 

antara PT Nindya Karya 
(Persero) Tbk sebagai Debitur 
dan Perseroan sebagai 
Kreditur. 

 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan Modal Kerja 
kepada Debitur dengan 
total sebesar             
Rp 200.000.000.000,- 

- Fasilitas 
Pembiayaan 
diberikan untuk 
tujuan membiayai 
modal kerja dalam 
rangka 
melaksanakan/ 
menyelesaikan 
pembangunan/ 
pekerjaan Proyek 
Infrastruktur 
sebagai berikut: 
a. Proyek 

Pembangunan 
Bendungan 
Rotiklot di 
Kabupaten 
Belu, Provinsi 
Nusa Tenggara 
Timur; 

b. Proyek 
Preservasi dan 
Pelebaran 
Jalan Kota 
Takengon – Sp. 
Uning – Uwak 
(MYC 2016-
2018), Provinsi 
Nangroe Aceh 
Darussalam;  

c. Proyek 
Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi 
Daerah Irigasi 
Prijetan (4.153 
Ha), Kabupaten 
Lamongan, 
Provinsi Jawa 
Timur; 

d.   Proyek 
      Revitaliasasi 

Danau Tempe, 
Kabupaten 
Wajo, Provinsi 
Sulawesi 
Selatan; dan 

e. Proyek-proyek 
infrastruktur lain 
yang dibiayai 
dari dana 
Anggaran 
Pendapatan 
dan Belanja 
Negara (APBN) 
dan sektornya 
sesuai dengan 
Peraturan 
Menteri 

Bunga sebesar 
9,25% per tahun 
pada Tanggal 
Pembayaran 
Bunga. 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaa
n 
diperpanjan
g 12 bulan 
sejak 
tanggal 28 
Juni 2017 
sampai 
dengan 27 
Juni 2018. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

Keuangan No. 
100/PMK.010/2
009 tanggal 27 
Mei 2009 dan 
Surat Otoritas 
Jasa Keuangan 
kepada Kreditur 
dengan No: S-
48/D.05/2015 
tanggal 30 April 
2015. 

15.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 25 tertanggal 13 Agustus 
2015, yang dibuat dihadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H., Notaris di 
Jakarta sebagaimana diubah 
dalam Addendum Akta 
Perjanjian Pembiayaan No: 
PERJ-7/SMI/0216 tanggal 16 
Februari 2016 yang dibuat di 
bawah tangan, antara PT 
Hutama Karya (Persero) Tbk 
sebagai Debitur dan 
Perseroan sebagai Kreditur. 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan kepada 
Debitur sebesar            
Rp 481.000.000.000,- 

- Fasilitas 
Pembiayaan akan 
digunakan untuk 
membiayai 
pembangunan ruas 
jalan tol Medan-
Binjai sepanjang 
+/16,6 km yang 
terletak di 
Kabupaten Deli 
Sedang, Provinsi 
Sumatera Utara. 
 

tingkat suku 
bunga BI Rate + 
Margin 2%  per 
tahun. 

jangka 
waktu 25 
tahun sejak 
tanggal 
penandatan
ganan. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

16.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 22 tertanggal 11 
Nopember 2015, yang dibuat 
dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H., Notaris di 
Jakarta sebagaimana diubah 
dalam Addendum Akta 
Perjanjian Pembiayaan No: 
PERJ-8/SMI/0216 yang 
dibuat dibawah tangan 
tanggal 16 Pebruari 2016, 
antara PT Hutama Karya 
(Persero) Tbk sebagai Debitur 
dan Perseroan sebagai 
Kreditur. 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan kepada 
Debitur dengan 
keseluruhan nilai 
sebesar Rp 
1.240.355.000.000,- 
yang terdiri dari 
Tranche A, Tranche B 
dan Tranche C. 

- Fasilitas 
Pembiayaan akan 
digunakan untuk 
tujuan sebagai 
berikut:  
a. Fasilitas 

Pembiayaan 
Tranche A dan 
Tranche B 
untuk 
membiayai 
pembangunan 
Jalan Tol Ruas 
Palembang 
Simpang 
Indralaya, 
sepanjang +/- 
21,93 km  yang 
teletak di 
Sumatera 
Selatan; 

b. Faslitas 
Pembiayaan 
Tranche C 
untuk 
Pembiayaan 
Berjangka 
(term loan) 
yang bersifat 
standby. 

tingkat suku 
bunga BI Rate 
+ Margin per 
tahun sebagai 
berikut: 
i. Fasilitas 

Pembiaya
an 
Tranche 
A: Margin 
sebesar 
2,00% per 
tahun; 

ii. Fasilitas 
Pembiaya
an 
Tranche 
B: Margin 
sebesar 
1,75% per 
tahun; 

iii. Fasilitas 
Pembiaya
an 
Tranche 
C: Margin 
sebesar 
4,00% per 
tahun. 

 

a.Fasilitas 
pembiayaan 
Tranche A: 
25 tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penanda-
tanganan 
Perjanjian ini 
dengan 
Masa 
Tenggang 
selama 15 
tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penarikan 
pertama 
Fasilitas 
Pembiayaan 
Tranche A. 

b.Fasilitas 
Pembiayaan 
Tranche B: 
15 tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penanda-
tanganan 
Perjanjian 
Pembiayaan 
ini dengan 
Masa 
Tenggang 
selama 5 
tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penarikan 
pertama 
Fasilitas 
Pembiayaan 
Tranche B. 

c.Fasilitas 
Pembiayaan 
Tranche C: 
25 tahun 
terhitung 
sejak 

Dikendalikan 
oleh pihak 
yang sama 
yaitu Negara 
Republik 
Indonesia. 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

tanggal 
penanda-
tanganan 
Perjanjian 
Pembiayaan 
ini dengan 
Masa 
Tenggang 
selama 15 
tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penarikan 
pertama 
Fasilitas 
Pembiayaan 
Tranche C. 

17.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 03 tertanggal 20 Maret 
2015, yang dibuat dihadapan 
Haji Harun Pandia, S.E, S.H, 
M.Kn, Notaris di Kabupaten 
Tangerang sebagaimana 
diubah dalam Perubahan 
Pertama Dari Perjanjian 
Pembiayaan No. 03 Tanggal 
20 Maret 2015 Nomor: PERJ-
6/SMI/0415 tertanggal 12 Mei 
2015 yang dibuat dibawah 
tangan antara  
PT Angkasa Pura II (Persero) 
sebagai Debitur dan 
Perseroan sebagai Kreditur. 
 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan ke 
Debitur sampai 
sejumlah maksimum 
sebesar  
Rp 500.000.000.000,- 

- Perjanjian 
Pembiayaan 
tentang pemberian 
fasilitas 
pembiayaan kepada 
Debitur yang 
sifatnya aflopend 
(menurun) untuk 
pembiayaan 
investasi 
pengembangan 
bandar udara di 
lingkungan Debitur. 

LPS Rate 1 
bulan + 2% per 
tahun. 

Jangka 
waktu 
pembiayaan 
adalah 10 
tahun sejak 
tanggal 20 
Maret 2015, 
termasuk 
Grace 
period 
pembayara
n angsuran 
hutang 
pokok 
selama 3 
tahun 
sesuai 
dengan 
Daftar 
Angsuran. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 
 

18.  Akta Perjanjian Fasilitas 
Pinjaman Berjangka No. 31 
tertanggal                   11 
Desember 2015, yang dibuat 
dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H, Notaris di 
Jakarta, antara PT Pertamina 
(Persero) Tbk sebagai Debitur 
dan Perseroan sebagai 
Kreditur. 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan dalam 
mata uang Dollar 
dengan jumlah sampai 
dengan USD 
150,000,000 

- Fasilitas 
Pembiayaan akan 
diberikan untuk 
pendanaan 
kebutuhan 
penyelesaian dan 
belanja modal dan 
pengeluaran modal 
proyek-proyek 
tertentu yang 
dilaksanakan atau 
akan dilaksanakan 
oleh Debitur, anak 
perusahaan 
Debitur, dan/atau 
afiliasi Debitur, 
dimana proyek-
proyek yang akan 
dibiayai tersebut 
adalah proyek-
proyek infrastruktur 
minyak dan gas 
bumi sebagaimana 
diatur dalam PMK 
No: 
100/PMK.010/2009 
tentang Perusahaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
tertanggal 27 Mei 
2009. 

bunga sebesar 
LIBOR untuk 
periode 1, 3 
atau 6 bulanan 
ditambah 2,35% 
per tahun. 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaa
n adalah 
selama  10 
(sepuluh) 
tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penandatan
ga-nan 
Perjanjian 
Pembiayaa
n ini, yaitu 
sampai 
dengan 
tanggal 11 
Desember 
2025. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

19.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 06 tertanggal 14 Maret 
2016, yang dibuat dihadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H, Notaris di 
Jakarta,  
sebagaimana diubah dalam: 
i.  Perjanjian Perubahan 

Pertama Terhadap 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan kepada 
Debitur berupa 
Fasilitas Pembiayaan 
Modal Kerja dengan 
Limit Pembiayaan 
sebesar  
Rp 500.000.000.000,- 

- Kreditur 
memberikan 
Fasilitas 
Pembiayaan 
kepada Debitur 
adalah untuk 
melaksanakan/me-
nyelesaikan 
pembangunan/pe-

Bunga sebesar 
7,60% per 
tahun. 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaa
n 
diperpanjan
g 1 (satu) 
tahun 
terhitung 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

tanggal 
penanda-
tanganan 
Perjanjian 
Pembiayaan 
ini dengan 
Masa 
Tenggang 
selama 15 
tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penarikan 
pertama 
Fasilitas 
Pembiayaan 
Tranche C. 

17.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 03 tertanggal 20 Maret 
2015, yang dibuat dihadapan 
Haji Harun Pandia, S.E, S.H, 
M.Kn, Notaris di Kabupaten 
Tangerang sebagaimana 
diubah dalam Perubahan 
Pertama Dari Perjanjian 
Pembiayaan No. 03 Tanggal 
20 Maret 2015 Nomor: PERJ-
6/SMI/0415 tertanggal 12 Mei 
2015 yang dibuat dibawah 
tangan antara  
PT Angkasa Pura II (Persero) 
sebagai Debitur dan 
Perseroan sebagai Kreditur. 
 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan ke 
Debitur sampai 
sejumlah maksimum 
sebesar  
Rp 500.000.000.000,- 

- Perjanjian 
Pembiayaan 
tentang pemberian 
fasilitas 
pembiayaan kepada 
Debitur yang 
sifatnya aflopend 
(menurun) untuk 
pembiayaan 
investasi 
pengembangan 
bandar udara di 
lingkungan Debitur. 

LPS Rate 1 
bulan + 2% per 
tahun. 

Jangka 
waktu 
pembiayaan 
adalah 10 
tahun sejak 
tanggal 20 
Maret 2015, 
termasuk 
Grace 
period 
pembayara
n angsuran 
hutang 
pokok 
selama 3 
tahun 
sesuai 
dengan 
Daftar 
Angsuran. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 
 

18.  Akta Perjanjian Fasilitas 
Pinjaman Berjangka No. 31 
tertanggal                   11 
Desember 2015, yang dibuat 
dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi 
Warsito, S.H, Notaris di 
Jakarta, antara PT Pertamina 
(Persero) Tbk sebagai Debitur 
dan Perseroan sebagai 
Kreditur. 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan dalam 
mata uang Dollar 
dengan jumlah sampai 
dengan USD 
150,000,000 

- Fasilitas 
Pembiayaan akan 
diberikan untuk 
pendanaan 
kebutuhan 
penyelesaian dan 
belanja modal dan 
pengeluaran modal 
proyek-proyek 
tertentu yang 
dilaksanakan atau 
akan dilaksanakan 
oleh Debitur, anak 
perusahaan 
Debitur, dan/atau 
afiliasi Debitur, 
dimana proyek-
proyek yang akan 
dibiayai tersebut 
adalah proyek-
proyek infrastruktur 
minyak dan gas 
bumi sebagaimana 
diatur dalam PMK 
No: 
100/PMK.010/2009 
tentang Perusahaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
tertanggal 27 Mei 
2009. 

bunga sebesar 
LIBOR untuk 
periode 1, 3 
atau 6 bulanan 
ditambah 2,35% 
per tahun. 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaa
n adalah 
selama  10 
(sepuluh) 
tahun 
terhitung 
sejak 
tanggal 
penandatan
ga-nan 
Perjanjian 
Pembiayaa
n ini, yaitu 
sampai 
dengan 
tanggal 11 
Desember 
2025. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

19.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 06 tertanggal 14 Maret 
2016, yang dibuat dihadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H, Notaris di 
Jakarta,  
sebagaimana diubah dalam: 
i.  Perjanjian Perubahan 

Pertama Terhadap 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan kepada 
Debitur berupa 
Fasilitas Pembiayaan 
Modal Kerja dengan 
Limit Pembiayaan 
sebesar  
Rp 500.000.000.000,- 

- Kreditur 
memberikan 
Fasilitas 
Pembiayaan 
kepada Debitur 
adalah untuk 
melaksanakan/me-
nyelesaikan 
pembangunan/pe-

Bunga sebesar 
7,60% per 
tahun. 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaa
n 
diperpanjan
g 1 (satu) 
tahun 
terhitung 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

Perjanjian Pembiayaan 
Nomor: PERJ-
019/SMI/0317 tanggal                    
13 Maret 2017 

ii. Akta Perjanjian Perubahan 
Kedua Terhadap 
Perjanjian Pembiayaan 
No. 03 Tanggal   6 
Nopember 2017 yang 
dibuat dihadapan 
Ashoya Ratam, S.H., 
M.Kn., Notaris di Kota 
Administrasi Jakarta 
Selatan; dan 

iii. Perjanjian Perubahan 
Ketiga Terhadap 
Perjanjian Pembiayaan 
Nomor: PERJ-
092A/SMI/0418 tanggal 
12 April 2018.  

 
antara PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk sebagai Debitur 
dan Perseroan sebagai 
Kreditur. 

kerjaan proyek-
proyek infrastruktur 
yang disetujui oleh 
Kreditur sesuai 
dengan obyek 
pembiayaan 
infrastruktur yang 
tercantum dalam 
PMK No: 
100/PMK.010/2009 
tentang Perusahaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
tertanggal 27 Mei 
2009 dan Surat 
OJK No: 
S48/D.05/2015 
tanggal 30 April 
2015 Perihal 
Permohonan 
Persetujuan Izin 
Penambahan 
Obyek Pembiayaan 
Infrastruktur pada 
PT Sarana Multi 
Infrastruktur. 

sejak 
tanggal 14 
Maret 2018 
sampai 
dengan 14 
Maret 2019. 

20.  Akta Perjanjian Pembiayaan 
No. 01 tertanggal 6 April 2016, 
yang dibuat dihadapan Lolani 
Kurniati Irdham-Idroes, S.H, 
LL.M, Notaris di Jakarta 
sebagaimana diubah dalam : 

i.  Perubahan I Terhadap 
Perjanjian Pembiayaan No. 
60 tanggal 18 April 2017 
yang dibuat dihadapan Sri 
Ismiyati, S.H, Notaris di 
Jakarta; dan 

ii. Perjanjian Perubahan II 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan                    
PERJ-074/SMI/1017 
tanggal             27 Oktober 
2017, ; dan 

iii. Perjanjian Perubahan III 
Terhadap Perjanjian 
Pembiayaan No. 08 tanggal                 
06 April 2018, 

  antara PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk sebagai Debitur 
dan Perseroan sebagai 
Kreditur. 

Kreditur setuju untuk 
memberikan Fasilitas 
Pembiayaan kepada 
Debitur dengan Limit 
Pembiayaan sebesar  
Rp 500.000.000.000,- 

- Tujuan Kreditur 
memberikan 
Fasilitas 
Pembiayaan 
kepada Debitur 
adalah untuk 
pembiayaan modal 
kerja dalam rangka 
melaksanakan/me-
nyelesaikan 
pembangunan/pe-
kerjaan proyek-
proyek infrastruktur 
yang disetujui oleh 
Kreditur sebagai 
berikut: 
a. Proyek 

Pekerjaan 
Perbaikan 
Tebing 
Tanggul-
Tanggul Kritis                  
Sungai 
Citarum Hilir di 
kabupaten 
Karawang dan 
Kabupaten 
Bekasi; 

b. Proyek 
Pembanguna
n Jalan Tol 
Bogor Ring 
Road Seksi 
IIB; dan 

c. Proyek-proyek 
infrastruktur 
lain sesuai 
dengan 
Peraturan 
Menteri 
Keuangan 
Nomor 
100/PMK.010/
2009 tanggal               
27 Mei 2009 
tentang 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
dan            
Surat Otoritas 
Jasa 

Bunga sebesar 
8.0% per tahun. 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaan 
sampai 
dengan 6 
April 2019. 
 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

Keuangan 
Nomor: S-
48/D.05/2015 
tanggal               
30 April 2015 
perihal 
Permohonan 
Persetujuan 
Izin 
Penambahan 
Obyek 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
pada PT 
Sarana Multi 
Infrastruktur.  

21.   Akta Perjanjian Kredit 
Pinjaman Transaksi Khusus 
PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) Nomor 
CRO.KP/086/PTK/2017 No. 
58 tanggal 20Juni 2017 yang 
dibuat dihadapan Ashoya 
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan, antara PERSEROAN 
sebagai Debitur dengan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk 
sebagai Kreditur. 

 

Fasilitas Kredit bersifat 
Non Revolving kepada 
Debitur dengan 
memperhatikan 
ketentuan dan syarat 
dalam Perjanjian 
dengan limit sebesar 
USD 100.000.000 
(seratus juta Dollar 
Amerika Serikat). 

- Tujuan penggunaan 
Fasilitas Kredit 
adalah untuk 
menutup cashflow 
gap Debitur dalam 
rangka pembiayaan 
pipeline penerima 
pinjaman kelolaan 
Debitur. 
 

Debitur wajib 
membayar 
bungan kepada 
Bank sebesar 
London 
Interbank 
Offered Rate 
(LIBOR) 3 (tiga) 
bilan ditambah 
1,15 (satu koma 
lima belas) 
(margin). 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Kredit 
ditetapkan 3 
(tiga) tahun 
sejak 
penandatang
an Perjanjian 
terhitung 
sejak tanggal 
20 Juni 2017 
sampai 
dengan 19 
Juni 2020. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

22.   Akta Perjanjian Pembiayaan 
Musyarakah Sindikasi No. 2 
tertanggal 2 Nopember 2017, 
yang dibuat dihadapan Sriyani 
Burlian, S.H., Notaris di 
Jakarta, antara (i)     PT 
Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) sebagai Nasabah 
(Debitur); (ii)    Perseroan 
sebagai Kreditur; (iii)   PT 
Bank Maybank Indonesia Tbk 
(Maybank) sebagai Agen; (iv)
   PT Bank 
Syariah Mandiri (BSM); (v)
   PT Bank BNI 
Syariah (BNI Syariah); dan (vi) 
PT Bank Permata Tbk 
(Permata); 

Fasilitas Pembiayaan 
berdasarkan Prinsip 
Musyarakah kepada 
Nasabah dengan jumlah 
Fasilitas Pembiayaan 
Musyarakah Sindikasi 
sampai maksimal sebesar 
Rp 4.300.000.000.000,-, 
dengan perincian Modal 
Musyarakah Para Pemberi 
Fasilitas sebagai berikut : 
- Maybank maksimal 

sebesar Rp 
1.500.000.000.000,-; 

- Perseroan maksimal 
sebesar Rp 
1.000.000.000.000,-; 

- BSM maksimal sebesar 
Rp 500.000.000.000,-; 

-Permata maksimal 
sebesar Rp 
300.000.000.000,- 

- Fasilitas 
pembiayaan 
Musyarakah dapat 
digunakan oleh 
Nasabah 
untukuntuk tujuan 
pembiayaan 
korporasi terkait 
dengan kegiatan 
investasi Nasabah 
sesuai dengan 
RKAP 2017 beserta 
revisinya (apabila 
ada) dan sisa 
investasi dalam 
RKAP 2017 yang 
belum direalisasi 
dan tercantum 
kembali dalam 
RKAP PLN tahun 
2018 yang belum 
dibiayai oleh Para 
Pemberi Fasilitas 
atau lembaga 
keuangan lainnya 
dan tidak termasuk 
fasilitas corporate 
financing/loan 
sebelumnya dari 
Para Pemberi 
Fasilitas 

Para Pihak 
sepakat 
Proyeksi 
Indikasi Tingkat 
Imbal Hasil 
(Return) yang 
akan 
diformulasikan 
dalam bentuk 
Nisah Bagi Hasil 
dalam Dokumen 
Realisasi adalah 
Referensi 
Proyeksi 
Indikasi Tingkat 
Imbal Hasil + 
2,6% per tahun 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaan 
berlaku 
selama 10 
tahun, 
terhitung 
sejak tanggal 
Perjanjian ini 
(termasuk 
masa 
tenggang 
selama 3, 
yaitu sampai 
dengan 2 
Nopember 
2027. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

 
Berikut ini merupakan pengaruh atas transaksi Afiliasi Perseroan terhadap akun-akun terkait, pada tanggal 31 Desember 2017: 
 

 (Dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 31 Desember 
2017 % 

 
 Terhadap 

Aset 
Pinjaman diberikan    
Rupiah    
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 11.603.214 20,95% 
PT Hutama Karya (Persero) 1.964.223 3,55% 
PT Dayamitra Telekomunikasi 1.297.444 2,34% 
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No. Perjanjian Platform Jumlah 
Pinjaman 

Nilai 
Oustanding Keterangan Suku Bunga 

per tahun 
Jangka 
Waktu 

Hubungan 
Afiliasi 

Keuangan 
Nomor: S-
48/D.05/2015 
tanggal               
30 April 2015 
perihal 
Permohonan 
Persetujuan 
Izin 
Penambahan 
Obyek 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
pada PT 
Sarana Multi 
Infrastruktur.  

21.   Akta Perjanjian Kredit 
Pinjaman Transaksi Khusus 
PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) Nomor 
CRO.KP/086/PTK/2017 No. 
58 tanggal 20Juni 2017 yang 
dibuat dihadapan Ashoya 
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan, antara PERSEROAN 
sebagai Debitur dengan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk 
sebagai Kreditur. 

 

Fasilitas Kredit bersifat 
Non Revolving kepada 
Debitur dengan 
memperhatikan 
ketentuan dan syarat 
dalam Perjanjian 
dengan limit sebesar 
USD 100.000.000 
(seratus juta Dollar 
Amerika Serikat). 

- Tujuan penggunaan 
Fasilitas Kredit 
adalah untuk 
menutup cashflow 
gap Debitur dalam 
rangka pembiayaan 
pipeline penerima 
pinjaman kelolaan 
Debitur. 
 

Debitur wajib 
membayar 
bungan kepada 
Bank sebesar 
London 
Interbank 
Offered Rate 
(LIBOR) 3 (tiga) 
bilan ditambah 
1,15 (satu koma 
lima belas) 
(margin). 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Kredit 
ditetapkan 3 
(tiga) tahun 
sejak 
penandatang
an Perjanjian 
terhitung 
sejak tanggal 
20 Juni 2017 
sampai 
dengan 19 
Juni 2020. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

22.   Akta Perjanjian Pembiayaan 
Musyarakah Sindikasi No. 2 
tertanggal 2 Nopember 2017, 
yang dibuat dihadapan Sriyani 
Burlian, S.H., Notaris di 
Jakarta, antara (i)     PT 
Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) sebagai Nasabah 
(Debitur); (ii)    Perseroan 
sebagai Kreditur; (iii)   PT 
Bank Maybank Indonesia Tbk 
(Maybank) sebagai Agen; (iv)
   PT Bank 
Syariah Mandiri (BSM); (v)
   PT Bank BNI 
Syariah (BNI Syariah); dan (vi) 
PT Bank Permata Tbk 
(Permata); 

Fasilitas Pembiayaan 
berdasarkan Prinsip 
Musyarakah kepada 
Nasabah dengan jumlah 
Fasilitas Pembiayaan 
Musyarakah Sindikasi 
sampai maksimal sebesar 
Rp 4.300.000.000.000,-, 
dengan perincian Modal 
Musyarakah Para Pemberi 
Fasilitas sebagai berikut : 
- Maybank maksimal 

sebesar Rp 
1.500.000.000.000,-; 

- Perseroan maksimal 
sebesar Rp 
1.000.000.000.000,-; 

- BSM maksimal sebesar 
Rp 500.000.000.000,-; 

-Permata maksimal 
sebesar Rp 
300.000.000.000,- 

- Fasilitas 
pembiayaan 
Musyarakah dapat 
digunakan oleh 
Nasabah 
untukuntuk tujuan 
pembiayaan 
korporasi terkait 
dengan kegiatan 
investasi Nasabah 
sesuai dengan 
RKAP 2017 beserta 
revisinya (apabila 
ada) dan sisa 
investasi dalam 
RKAP 2017 yang 
belum direalisasi 
dan tercantum 
kembali dalam 
RKAP PLN tahun 
2018 yang belum 
dibiayai oleh Para 
Pemberi Fasilitas 
atau lembaga 
keuangan lainnya 
dan tidak termasuk 
fasilitas corporate 
financing/loan 
sebelumnya dari 
Para Pemberi 
Fasilitas 

Para Pihak 
sepakat 
Proyeksi 
Indikasi Tingkat 
Imbal Hasil 
(Return) yang 
akan 
diformulasikan 
dalam bentuk 
Nisah Bagi Hasil 
dalam Dokumen 
Realisasi adalah 
Referensi 
Proyeksi 
Indikasi Tingkat 
Imbal Hasil + 
2,6% per tahun 

Jangka 
waktu 
Fasilitas 
Pembiayaan 
berlaku 
selama 10 
tahun, 
terhitung 
sejak tanggal 
Perjanjian ini 
(termasuk 
masa 
tenggang 
selama 3, 
yaitu sampai 
dengan 2 
Nopember 
2027. 

Dikendali-
kan oleh 
pihak yang 
sama yaitu 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

 
Berikut ini merupakan pengaruh atas transaksi Afiliasi Perseroan terhadap akun-akun terkait, pada tanggal 31 Desember 2017: 
 

 (Dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 31 Desember 
2017 % 

 
 Terhadap 

Aset 
Pinjaman diberikan    
Rupiah    
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 11.603.214 20,95% 
PT Hutama Karya (Persero) 1.964.223 3,55% 
PT Dayamitra Telekomunikasi 1.297.444 2,34% 

 (Dalam jutaan Rupiah) 

KETERANGAN 31 Desember 
2017 % 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 918.902 1,66% 
PT Angkasa Pura I (Persero) 828.566 1,50% 
PT Trans Marga Jateng 606.407 1,09% 
PT Marga Sarana Jabar 534.166 0,96% 
PT Pejagaan Pemalang Tol Road 513.083 0,93% 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk 499.132 0,90% 
PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto 455.978 0,82% 
PT Angkasa Pura II (Persero) 408.984 0,74% 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) 378.453 0,68% 
PT Industri Kereta Api (Persero) 229.754 0,41% 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 223.329 0,40% 
PT Jasamarga Pandaan Malang 174.026 0,31% 
PT Krakatau Tirta Industri 168.963 0,31% 
PT Krakatau Bandar Samudra 124.621 0,23% 
PT Adhi Karya (Persero) 121.340 0,22% 
PT Brantas Abipraya (Persero) 68.693 0,12% 
PT Nindya Karya (Persero) 29.516 0,05% 
PT LEN Telekomunikasi Indonesia (Persero) 26.017 0,05% 
   
Dollar Amerika Serikat   
PT Indonesia Infrastructure Finance 2.608.996 4,71% 
PT Pertamina (Persero) 2.018.240 3,64% 
PT Industri Kereta Api 148.284 0,27% 
PT Surya Energi Indotama 7.377 0,01% 

  Terhadap 
Liabilitas 

Pinjaman Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.608.996 12,38% 
 
Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat 
normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.  
 
K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 
 
Perjanjian Pinjaman/ Perjanjian Kredit 
 

No. Perjanjian Plafon Outstanding Jaminan Suku Bunga Jangka 
Waktu Keterangan 

1.  Perjanjian Kredit 
No. 17-0214LN 
yang dibuat 
pada tanggal 22 
Juni 2017 yang 
dibuat dibawah 
tangan antara 
Perseroan 
sebagai Debitur 
dan The Bank of 
Tokyo-Mitsubishi 
UFJ, LTD. 
sebagai Kreditur. 
 

Fasilitas kredit 
melalui mekanisme 
dana yang ditarik di 
muka (cash 
advance) dengan 
jumlah pokok tidak 
akan melebihi USD 
50,000.000,00 

 Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Kredit ini. 

Bunga sesuai 
dengan ICE 
LIBOR untuk 
jangka waktu 
bunga yang 
bersangkutan 
ditambah 
dengan Marjin 
yang berlaku 
yaitu 1,15% 
(per tahun. 

Jangka Waktu 
Ketersediaan 
sampai 
dengan 22 
Juni 2018; 
Tanggal 
Pembayaran 
Kembali Yang 
Terakhir : 22 
Juni 2020 

 

2.  Perjanjian Kredit 
No. 18-0045-GC-
LN yang dibuat 
pada tanggal 26 
Maret 2018 yang 
dibuat dibawah 
tangan antara 
Perseroan 
sebagai Debitur 
dan The Bank of 
Tokyo-Mitsubishi 

Fasilitas-fasilitas 
kredit dengan 
komitmen sebagai 
berikut dengan mata 
uang Dolar Amerika 
Serikat (USD) yaitu 
Fasilitas A (fasilitas 
pinjaman berjangka 
dengan komitmen) 
dan Fasilitas B 
(fasilitas pinjaman 

 Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Kredit ini. 

Bunga untuk 
pinjaman 
Fasilitas A :  
ICE LIBOR 
untuk Jangka 
Waktu Bunga  +  
Marjin (0,85% 
per tahun). 
Bunga untuk 
pinjaman 
Fasilitas B :  

Jangka Waktu 
Ketersediaan : 
26 Maret 2018 
– 26 Maret 
2019; 
 
Tanggal 
Pembayaran 
Kembali Yang 
Terakhir : 26 
Maret 2020. 
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No. Perjanjian Plafon Outstanding Jaminan Suku Bunga Jangka 
Waktu Keterangan 

UFJ, LTD. 
sebagai Kreditur. 
 

berjangka dengan 
komitmen yang 
dikombinasikan). 
Total Komitmen 
untuk Fasilitas A 
dan/atau Fasilitas B 
adalah sebesar USD 
100.000.000 
(seratus juta Dolar 
Amerika Serikat) 
dengan ketentuan 
bahwa keseluruhan 
jumlah pokok dari 
setiap atau seluruh 
pinjaman-pinjaman 
tidak dalam setiap 
waktu melebihi Total 
Komitmen 

a. a. Periode 
Suku Bunga 
Tetap, dari 
periode Bunga 
29 Maret 2018 
sampai 26 
September 
2019 yaitu USD 
tetap 3,51%; 
b. Periode 
Suku Bunga 
Mengambang, 
dari periode 
bunga 26 
September 
2019 sampai 
26 Maret 2020 
yaitu 3 month 
LIBOR + 
1,00%. 

3.  Perjanjian 
Fasilitas Kredit 
tanggal 3 
Desember 2015 
antara  
Agence 
Francaise De 
Developpement 
sebagai kreditur 
dan Perseroan 
sebagai debitur. 

Kreditur memberikan 
fasilitas kredit paling 
banyak sejumlah 
USD 100,000,000. 

Berdasarkan 
Laporan 
Keuangan 
(audited) 30 Juni 
2016, Perseroan 
telah melakukan 
pencairan kredit 
sebesar USD 
10.000.000 pada 
tanggal 27 Mei 
2016, sehingga 
outstanding loan 
adalah USD 
10,000,000. 

Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Kredit ini. 

Perseroan 
dapat memilih 
tingkat suka 
bunga, yaitu : 
a. Suku bunga 
mengambang 
b. Suku bunga 
tetap 
sesuai 
ketentuan 
dalam 
perjanjian ini. 
 

10 Tahun 
hingga tanggal 
15 Desember 
2025. 

Berdasarkan         Perjanjian 
Fasilitas Kredit 
dan Perjanjian 
Pembiayaan 
tersebut, 
Perseroan dan 
Agence 
Francaise De 
Developpemen
t juga 
menandatanga
ni Nota 
Kesepakatan 
Program 
Bantuan 
Teknis yang 
salah satunya 
ditujukan untuk 
menilai proyek 
energi baru 
dan terbarukan 
dan proyek 
perubahan 
iklim dan 
akibat-
akibatnya. 

 

4.  Perjanjian Hibah 
Pembiayaan 
tanggal 3 
Desember 2015 
sebagaimana 
telah diubah 
dalam: 
i.   Amendment 

#1 tanggal 27 
Mei 2016; dan 

ii. Amendment 
#2 tanggal 3 
Oktober 2016, 

antara Agence 
Francaise De 
Developpement 
dan Perseroan.  

Fasilitas paling 
banyak sejumlah 
USD 5,000,000. 

Berdasarkan 
Laporan 
Keuangan 
(audited) 30 Juni 
2016 Perseroan 
belum 
menggunakan 
fasilitas hibah ini. 

Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Hibah ini. 

 Fasilitas ini 
memiliki 
jangka waktu 
sampai 
dengan 31 
Desember 
2026. 

5.  Akta Perjanjian 
Kredit No. 119 
tanggal 19 Juni 
2017 yang 
dibuat 
dihadapan Indah 
Fatmawati, S.H., 
pengganti dari 
Nanette 
Cahyanie 
Handari Adi 
Wasrsito, S.H., 
Notaris di 
Jakarta antara 
Perseroan 
sebagai Debitur 
dan PT Bank 
UOB Indonesia 

Batas maksimum   
USD 100.000.000 

 Debitur tunduk 
kepada ketentuan 
pasal 1131 Kitab 
Undang-Undang 
Hukum Perdata 

LIBOR USD 3 
(tiga) bulan 
ditambah 
1,15% (satu 
koma lima 
belas persen) 
per tahun 

Fasilitas kredit 
dapat 
dicairkan.dala
m jangka 
waktu 6 bulan 
sejak tanggal 
Perjanjian ini.  
Tanggal 
pembayaran 
kembali 
adalah 36 
bulan sejak 
tanggal tiap-
tiap tanggal 
penarikan. 
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No. Perjanjian Plafon Outstanding Jaminan Suku Bunga Jangka 
Waktu Keterangan 

UFJ, LTD. 
sebagai Kreditur. 
 

berjangka dengan 
komitmen yang 
dikombinasikan). 
Total Komitmen 
untuk Fasilitas A 
dan/atau Fasilitas B 
adalah sebesar USD 
100.000.000 
(seratus juta Dolar 
Amerika Serikat) 
dengan ketentuan 
bahwa keseluruhan 
jumlah pokok dari 
setiap atau seluruh 
pinjaman-pinjaman 
tidak dalam setiap 
waktu melebihi Total 
Komitmen 

a. a. Periode 
Suku Bunga 
Tetap, dari 
periode Bunga 
29 Maret 2018 
sampai 26 
September 
2019 yaitu USD 
tetap 3,51%; 
b. Periode 
Suku Bunga 
Mengambang, 
dari periode 
bunga 26 
September 
2019 sampai 
26 Maret 2020 
yaitu 3 month 
LIBOR + 
1,00%. 

3.  Perjanjian 
Fasilitas Kredit 
tanggal 3 
Desember 2015 
antara  
Agence 
Francaise De 
Developpement 
sebagai kreditur 
dan Perseroan 
sebagai debitur. 

Kreditur memberikan 
fasilitas kredit paling 
banyak sejumlah 
USD 100,000,000. 

Berdasarkan 
Laporan 
Keuangan 
(audited) 30 Juni 
2016, Perseroan 
telah melakukan 
pencairan kredit 
sebesar USD 
10.000.000 pada 
tanggal 27 Mei 
2016, sehingga 
outstanding loan 
adalah USD 
10,000,000. 

Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Kredit ini. 

Perseroan 
dapat memilih 
tingkat suka 
bunga, yaitu : 
a. Suku bunga 
mengambang 
b. Suku bunga 
tetap 
sesuai 
ketentuan 
dalam 
perjanjian ini. 
 

10 Tahun 
hingga tanggal 
15 Desember 
2025. 

Berdasarkan         Perjanjian 
Fasilitas Kredit 
dan Perjanjian 
Pembiayaan 
tersebut, 
Perseroan dan 
Agence 
Francaise De 
Developpemen
t juga 
menandatanga
ni Nota 
Kesepakatan 
Program 
Bantuan 
Teknis yang 
salah satunya 
ditujukan untuk 
menilai proyek 
energi baru 
dan terbarukan 
dan proyek 
perubahan 
iklim dan 
akibat-
akibatnya. 

 

4.  Perjanjian Hibah 
Pembiayaan 
tanggal 3 
Desember 2015 
sebagaimana 
telah diubah 
dalam: 
i.   Amendment 

#1 tanggal 27 
Mei 2016; dan 

ii. Amendment 
#2 tanggal 3 
Oktober 2016, 

antara Agence 
Francaise De 
Developpement 
dan Perseroan.  

Fasilitas paling 
banyak sejumlah 
USD 5,000,000. 

Berdasarkan 
Laporan 
Keuangan 
(audited) 30 Juni 
2016 Perseroan 
belum 
menggunakan 
fasilitas hibah ini. 

Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Hibah ini. 

 Fasilitas ini 
memiliki 
jangka waktu 
sampai 
dengan 31 
Desember 
2026. 

5.  Akta Perjanjian 
Kredit No. 119 
tanggal 19 Juni 
2017 yang 
dibuat 
dihadapan Indah 
Fatmawati, S.H., 
pengganti dari 
Nanette 
Cahyanie 
Handari Adi 
Wasrsito, S.H., 
Notaris di 
Jakarta antara 
Perseroan 
sebagai Debitur 
dan PT Bank 
UOB Indonesia 

Batas maksimum   
USD 100.000.000 

 Debitur tunduk 
kepada ketentuan 
pasal 1131 Kitab 
Undang-Undang 
Hukum Perdata 

LIBOR USD 3 
(tiga) bulan 
ditambah 
1,15% (satu 
koma lima 
belas persen) 
per tahun 

Fasilitas kredit 
dapat 
dicairkan.dala
m jangka 
waktu 6 bulan 
sejak tanggal 
Perjanjian ini.  
Tanggal 
pembayaran 
kembali 
adalah 36 
bulan sejak 
tanggal tiap-
tiap tanggal 
penarikan. 

 

No. Perjanjian Plafon Outstanding Jaminan Suku Bunga Jangka 
Waktu Keterangan 

sebagai Kreditur. 
6.  Akta Perjanjian 

Kredit No. 145 
tanggal 29 Maret 
2018 yang 
dibuat 
dihadapan Ir. 
Nanette 
Cahyanie 
Handari Adi 
Wasrsito, S.H., 
Notaris di 
Jakarta antara 
Perseroan 
sebagai Debitur 
dan PT Bank 
UOB Indonesia 
sebagai Kreditur. 

Fasilitas Term Loan 
dengan batas 
penggunaan 
maksimum sebesar 
USD 50.000.000 
atau nilai yang 
setara (ekuivalen) 
dalam mata uang 
lain yang disetujui 
oleh Bank. 

 Debitur tunduk 
kepada ketentuan 
pasal 1131 Kitab 
Undang-Undang 
Hukum Perdata 

LIBOR USD 3 
(tiga) bulan 
ditambah 
0,85% per 
tahun. 

Fasilitas Kredit 
dapat 
dicairkan  oleh 
Debitur dalam 
jangka waktu 6 
bulan sejak 
tanggal 
Perjanjian 
Kredit ini. 
 
Tanggal 
Pembayaran 
Kembali 
adalah 24 
bulan 
terhitung sejak 
tiap-tiap 
Tanggal 
Penarikan  

 

7.  Perjanjian 
Penerimaan 
Hibah Global 
Environment  
Facility (“GEF”) 
No. TF0A4086 
tanggal 7 Maret 
2017, antara 
PERSEROAN 
dengan 
International 
Bank For 
Reconstruction 
and 
Development 
sebagai “World 
Bank’ atau 
“Agen Pelaksana 
dari Fasilitas 
Lingkungan 
Global”. 

bantuan tambahan 
terhadap proyek dan  
Badan Pelaksana 
Clean Technology 
Fund (“CTF”) 
bermaksud 
memberikan kepada 
Penerima sejumlah 
USD 49.000.000 
(empat puluh 
sembilan juta Dollar 
Amerika Serikat) 
sesuai dengan 
kesepakatan antara 
Penerima dan Bank 
Dunia (“Perjanjian 
Pembiayaan CTF”). 

 Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Hibah ini. 

 Fasilitas ini 
memiliki 
jangka waktu 
sampai 
dengan 31 
Desember 
2022. 

 

8.  Perjanjian 
Penerimaan 
Hibah Clean 
Technology 
Fund (“CTF”) 
No. TF0A4089 
tanggal 7 Maret 
2017, antara 
PERSEROAN 
dengan 
International 
Bank For 
Reconstruction 
and 
Development 
sebagai “World 
Bank’ atau 
“Agen Pelaksana 
dari Fasilitas 
Lingkungan 
Global”. 

bantuan tambahan 
terhadap proyek dan  
Badan Pelaksana 
Global Environment 
Facility (“GEF”) 
bermaksud 
memberikan kepada 
Penerima sejumlah 
USD 6.250.000 
(enamjuta duaratus 
limapuluh ribu Dollar 
Amerika Serikat) 
sesuai dengan 
kesepakatan antara 
Penerima dan Bank 
Dunia (“Perjanjian 
Pembiayaan GEF”). 

 Tidak ada Jaminan 
di dalam Perjanjian 
Hibah ini. 

 Fasilitas ini 
memiliki 
jangka waktu 
sampai 
dengan 31 
Desember 
2022. 
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Perjanjian Kerjasama 
 

No. Dokumen Lingkup Kerjasama Masa Berakhir 

1.  Perjanjian Penugasan Khusus Kepada Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk 
melaksanakan Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Proyek 
dan Pendampingan Transaksi Pada Proyek Infrastruktur 
Rumah Sakit Daerah Krian Dengan Skema Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha Nomor PRJ-387/PR/2017 
Nomor PERJ-065/SMI/2017 tanggal 5 Oktober 2017, antara 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak 
Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 
 

Pihak Pertama memberikan penugasan 
khusus kepada Pihak Kedua untuk 
melaksanakan Fasilitas Penyiapan 
Proyek dan Pendampingan Transaksi 
pada Proyek Infrastruktur Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha Rumah 
Sakit Umum Daerah Krian (“Proyek 
KPBU RSUD Krian”) 

Perjanjian berlaku efektif sejak 
ditandatangani dan berakhir sesuai 
dengan jangka waktu Surat Keputusan 
Penugasan, yaitu sampai dengan Tanggal 
Berakhirnya Fasilitas (Financial Close) 
atau paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

2.  Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi Pada Proyek Infrastruktur 
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Rumah Sakit 
Umum Daerah Krian Nomor 188/16/404.1.1.1/2017 / Nomor 
Perj.-66/SMI/2017 tanggal 5 Oktober 2017, antara 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Pihak Pertama 
dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 
 

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan 
diri dalam Perjanjian Pelaksanaan 
Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi pada Proyek 
Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha Rumah Sakit Umum 
Daerah Krian. 

Perjanjian ini berlaku efektif sejak 
ditandatanganinya dan berakhir sesuai 
dengan tanggal berakhirnya Kesepakatan 
Induk, yaitu sampai dengan Tanggal 
Berakhirnya Fasilitas (Financial Close) 
atau paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

3.  Perjanjian Penugasan Khusus Kepada Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Untuk 
Melaksanakan Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Proyek 
dan Pendampingan Transaksi Pada Proyek Infrastruktur 
Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Dengan 
Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha  Nomor 
PRJ/386/PR/2017 / Nomor PERJ-67/SMI/2017 tanggal 5 
Oktober 2017, antara Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua. 
 

Pihak Pertama memberikan penugasan 
kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan 
Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi pada Proyek 
Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha Sistem Penyediaan Air 
Minum Kota Pekanbaru. 
 

Perjanjian berlaku efektif sejak 
ditandatangani dan berakhir sesuai 
dengan jangka waktu Surat Keputusan 
Penugasan, yaitu yaitu sampai dengan 
Tanggal Berakhirnya Fasilitas (Financial 
Close) atau paling lama 2 (dua) tahun 
sejak tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

4.  Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi pada Proyek Infrastruktur 
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sistem 
Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Nomor 48/PDAM-
KPBU/II/X/2017 / Nomor PERJ-68/SMI/2017 tanggal 5 
Oktober 2017. 
 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat 
untuk menuangkan pelaksanaan fasilitas 
penyiapan proyek dan pendampingan 
Transaksi Proyek KPBU SPAM Kota 
Pekanbaru dalam suatu Perjanjian. 
 

Perjanjian ini berlaku efektif sejak 
ditandatanganinya dan berakhir sesuai 
dengan tanggal berakhirnya Kesepakatan 
Induk, yaitu sampai dengan Tanggal 
Berakhirnya Fasilitas (Financial Close) 
atau paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

5.  Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 08 tanggal 6 Juni 2016 
yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., 
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk dan 
Perseroan. 

Mendirikan perusahan patungan yang 
berbentuk perseroan terbatas dalam 
pengusahaan proyek pembangunan jalan 
tol Pandaan-Malang. 

Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditanda 
tangani sampai dengan minimal Masa 
Konsesi yaitu masa Pengusahaan Jalan 
Tol sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan 
Tol beserta perubahan-perubahannya. 
 

6.  Perjanjian Kerjasama Penerbitan Indeks SMIInfra18  
No. 00029/BEI.HKM/01-2013 tertanggal 30 Januari 2013 
antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. 

Menerbitkan indeks harga dari  
18 (delapan belas) saham yang tercatat di 
BEI yang termasuk dalam kategori SMI 
eligible sector dan pendukung 
infrastruktur untuk dipergunakan sebagai 
tambahan informasi oleh para investor 
untuk memantau kinerja dan pergerakan 
harga saham dan juga sebagai acuan 
bagi para fund manager dalam 
menciptakan kreatifitas (inovasi) 
pengelolaan dana yang berbasis saham. 

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, 
Perjanjian ini berlaku secara terus 
menerus terhitung sejak 
ditandatanganinya Perjanjian ini sampai 
dengan diakhiri oleh salah satu pihak. 
 

7.  Perjanjian Lisensi No. PERJ-1/SMI/0114 tertanggal  
15 Januari 2014 antara Perseroan dan PT Indo Premier 
Investment Management . 

PT Indo Premier Investment Management 
hendak menggunakan indeks SMIInfra18 
sebagai acuan (benchmark) untuk kinerja 
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 

1. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal 
terakhir ditandatanganinya Perjanjian 
Lisensi oleh salah satu pihak dan akan 
tetap berlaku sampai tahun kelima 
Tanggal Efektif tersebut kecuali bila 
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Perjanjian Kerjasama 
 

No. Dokumen Lingkup Kerjasama Masa Berakhir 

1.  Perjanjian Penugasan Khusus Kepada Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk 
melaksanakan Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Proyek 
dan Pendampingan Transaksi Pada Proyek Infrastruktur 
Rumah Sakit Daerah Krian Dengan Skema Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha Nomor PRJ-387/PR/2017 
Nomor PERJ-065/SMI/2017 tanggal 5 Oktober 2017, antara 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak 
Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 
 

Pihak Pertama memberikan penugasan 
khusus kepada Pihak Kedua untuk 
melaksanakan Fasilitas Penyiapan 
Proyek dan Pendampingan Transaksi 
pada Proyek Infrastruktur Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha Rumah 
Sakit Umum Daerah Krian (“Proyek 
KPBU RSUD Krian”) 

Perjanjian berlaku efektif sejak 
ditandatangani dan berakhir sesuai 
dengan jangka waktu Surat Keputusan 
Penugasan, yaitu sampai dengan Tanggal 
Berakhirnya Fasilitas (Financial Close) 
atau paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

2.  Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi Pada Proyek Infrastruktur 
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Rumah Sakit 
Umum Daerah Krian Nomor 188/16/404.1.1.1/2017 / Nomor 
Perj.-66/SMI/2017 tanggal 5 Oktober 2017, antara 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Pihak Pertama 
dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 
 

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan 
diri dalam Perjanjian Pelaksanaan 
Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi pada Proyek 
Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha Rumah Sakit Umum 
Daerah Krian. 

Perjanjian ini berlaku efektif sejak 
ditandatanganinya dan berakhir sesuai 
dengan tanggal berakhirnya Kesepakatan 
Induk, yaitu sampai dengan Tanggal 
Berakhirnya Fasilitas (Financial Close) 
atau paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

3.  Perjanjian Penugasan Khusus Kepada Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Untuk 
Melaksanakan Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Proyek 
dan Pendampingan Transaksi Pada Proyek Infrastruktur 
Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Dengan 
Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha  Nomor 
PRJ/386/PR/2017 / Nomor PERJ-67/SMI/2017 tanggal 5 
Oktober 2017, antara Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua. 
 

Pihak Pertama memberikan penugasan 
kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan 
Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi pada Proyek 
Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha Sistem Penyediaan Air 
Minum Kota Pekanbaru. 
 

Perjanjian berlaku efektif sejak 
ditandatangani dan berakhir sesuai 
dengan jangka waktu Surat Keputusan 
Penugasan, yaitu yaitu sampai dengan 
Tanggal Berakhirnya Fasilitas (Financial 
Close) atau paling lama 2 (dua) tahun 
sejak tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

4.  Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan 
Pendampingan Transaksi pada Proyek Infrastruktur 
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sistem 
Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Nomor 48/PDAM-
KPBU/II/X/2017 / Nomor PERJ-68/SMI/2017 tanggal 5 
Oktober 2017. 
 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat 
untuk menuangkan pelaksanaan fasilitas 
penyiapan proyek dan pendampingan 
Transaksi Proyek KPBU SPAM Kota 
Pekanbaru dalam suatu Perjanjian. 
 

Perjanjian ini berlaku efektif sejak 
ditandatanganinya dan berakhir sesuai 
dengan tanggal berakhirnya Kesepakatan 
Induk, yaitu sampai dengan Tanggal 
Berakhirnya Fasilitas (Financial Close) 
atau paling lama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal 18 Agustus 2017 (tanggal 
penandatanganan Kesepakatan Induk) 
dan dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan setelah mendapat persetujuan 
Pihak Pertama. 

5.  Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 08 tanggal 6 Juni 2016 
yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., 
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk dan 
Perseroan. 

Mendirikan perusahan patungan yang 
berbentuk perseroan terbatas dalam 
pengusahaan proyek pembangunan jalan 
tol Pandaan-Malang. 

Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditanda 
tangani sampai dengan minimal Masa 
Konsesi yaitu masa Pengusahaan Jalan 
Tol sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan 
Tol beserta perubahan-perubahannya. 
 

6.  Perjanjian Kerjasama Penerbitan Indeks SMIInfra18  
No. 00029/BEI.HKM/01-2013 tertanggal 30 Januari 2013 
antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. 

Menerbitkan indeks harga dari  
18 (delapan belas) saham yang tercatat di 
BEI yang termasuk dalam kategori SMI 
eligible sector dan pendukung 
infrastruktur untuk dipergunakan sebagai 
tambahan informasi oleh para investor 
untuk memantau kinerja dan pergerakan 
harga saham dan juga sebagai acuan 
bagi para fund manager dalam 
menciptakan kreatifitas (inovasi) 
pengelolaan dana yang berbasis saham. 

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, 
Perjanjian ini berlaku secara terus 
menerus terhitung sejak 
ditandatanganinya Perjanjian ini sampai 
dengan diakhiri oleh salah satu pihak. 
 

7.  Perjanjian Lisensi No. PERJ-1/SMI/0114 tertanggal  
15 Januari 2014 antara Perseroan dan PT Indo Premier 
Investment Management . 

PT Indo Premier Investment Management 
hendak menggunakan indeks SMIInfra18 
sebagai acuan (benchmark) untuk kinerja 
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 

1. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal 
terakhir ditandatanganinya Perjanjian 
Lisensi oleh salah satu pihak dan akan 
tetap berlaku sampai tahun kelima 
Tanggal Efektif tersebut kecuali bila 

No. Dokumen Lingkup Kerjasama Masa Berakhir 

kolektif yang unit penyertaannya 
diperdagangkan di Bursa Efek. 

perjanjian ini diakhiri sebelumnya 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
(Jangka Waktu Awal).  

2. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu 
Awal (selain dari yang disebabkan oeh 
pengakhiran perjanjian) perjanjian 
akan secara otomatis diperbaharui 
untuk periode 5 (lima) tahun berturut-
turut. 

8.  Perjanjian Sponsor No.001/PIM-PKS/XII/2013 tertanggal  
5 Desember 2013 antara Perseroan dan PT Indo Premier 
Investment Management. 

1. Manajer Investasi berencana untuk 
melakukan Penawaran Umum Unit 
Penyertaan REKSA DANA PREMIER 
ETF SMinfra18 dan saat itu sedang 
dalam proses penyertaan pendaftaran 
untuk memperoleh pernyataan efektif 
dari Ketua Dewan Komisioner OJK. 

2. Sponsor bermaksud untuk membeli 
Unit Penyertaan Reksa Dana Premier 
ETF SMinfra18 dan bertindak sebagai 
Sponsor sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan No. IV.B.3 tentang 
Reksa Dana Berbentuk Kontrak 
Investasi Kolektif yang Unit 
Penyertaannya Diperdagangkan di 
Bursa Efek. 

Perjanjian Sponsor mulai berlaku sejak 
ditandatanganinya Perjanjian Spinsor 
oleh Para Pihak, dan akan berakhir 
dengan sendirinya apabila: 
i. PREMIERE ETF SMinfra18 tidak 

mendapatkan Pernyataan Efektif dari 
OJK; 

ii. PREMIERE ETF SMinfra18 
dibubarkan; 

iii. Adanya peraturan perundang-
undangan dan/atau keputusan 
pemerintah atau otoritas pasar modal 
di kemudian hari yang menyebabkan 
Para Pihak tidak dapat meneruskan 
Kerjasama berdasarkan Perjanjian 
ini. 

 
Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan 
kepentingan pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah. 
 
L. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki hak milik atas unit kantor yang berada di Gedung Perkantoran Sahid 
Sudirman Center lantai 47 unit A-H dan Lantai 48 unit A-H yang seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dengan rincian 
sebagai berikut : 
 

No. 
 Bukti Kepemilikan Lokasi/Unit Luas/Type 

(m²) 
Berakhirnya Hak atas 

Tanah Bersama 
1.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7016/Kel. Karet 

Tengsin, Gambar Denah No. 262/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47A. 

385,16 27-11-2033 

2.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7017/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 261/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47B. 

240,34 27-11-2033 

3.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7018/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 260/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47C. 

245,97 27-11-2033 

4.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7019/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 259/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47D. 

430,99 27-11-2033 

5.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7020/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 258/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47E. 

383,46 27-11-2033 
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No. 
 Bukti Kepemilikan Lokasi/Unit Luas/Type 

(m²) 
Berakhirnya Hak atas 

Tanah Bersama 
6.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7021/Kel. Karet 

Tengsin, Gambar Denah No. 257/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47F. 

236,7 27-11-2033 

7.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7022/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 256/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47G. 

238,96 27-11-2033 

8.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7023/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 255/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komeresial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47H. 

439,38 27-11-2033 

9.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7024/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 270/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48A. 

385,16 27-11-2033 

10.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7025/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 269/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48B. 

240,34 27-11-2033 

11.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7026/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 268/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48C. 

245,97 27-11-2033 

12.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7027/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 267/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
PERSEROAN. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48D. 

 430,99 27-11-2033 

13.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7028/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 266/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48E. 

383,46 27-11-2033 

14.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7029/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 265/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48F. 

236,7 27-11-2033 

15.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7030/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 264/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48G. 

238,96 27-11-2033 

16.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7031/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 263/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48H. 

439,38 27-11-2033 

 
Nilai buku dari aset yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp440.600 juta. 
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No. 
 Bukti Kepemilikan Lokasi/Unit Luas/Type 

(m²) 
Berakhirnya Hak atas 

Tanah Bersama 
6.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7021/Kel. Karet 

Tengsin, Gambar Denah No. 257/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47F. 

236,7 27-11-2033 

7.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7022/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 256/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47G. 

238,96 27-11-2033 

8.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7023/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 255/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komeresial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 47 No.47H. 

439,38 27-11-2033 

9.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7024/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 270/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48A. 

385,16 27-11-2033 

10.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7025/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 269/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48B. 

240,34 27-11-2033 

11.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7026/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 268/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48C. 

245,97 27-11-2033 

12.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7027/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 267/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
PERSEROAN. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48D. 

 430,99 27-11-2033 

13.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7028/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 266/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48E. 

383,46 27-11-2033 

14.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7029/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 265/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48F. 

236,7 27-11-2033 

15.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7030/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 264/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48G. 

238,96 27-11-2033 

16.  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.7031/Kel. Karet 
Tengsin, Gambar Denah No. 263/2017 tgl. 05-01-2017, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Pusat tgl. 07-02-2017, atas nama 
Perseroan. 

Rumah Susun Komersial 
Bukan Hunian Sahid Sudirman 
Center , Jl. K.M Mas Mansyur/ 
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 
Lantai 48 No.48H. 

439,38 27-11-2033 

 
Nilai buku dari aset yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp440.600 juta. 

M. ASURANSI 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengasuransikan inventaris kantornya dengan rincian sebagai berikut : 
 

Jenis 
Asuransi 

Nama 
Tertanggung Polis Obyek 

Pertanggungan 
Perusahaan 

Asuransi/Penanggung 
Masa 

Pertanggungan 

Asuransi Semua 
Risiko Semua 

Properti/Industrial  

PT Sarana Multi 
Infrastruktur 

(Persero) 

10-103-
3000080-

00000-2018-
01 

Seisi gedung 
termasuk fitting, 

fixture, 
perlengkapan 

kantor 
(komputer, 

laptop, telepon 
genggam, 
handycam, 

proyektor,dll), 
furnitur, 

peralatan 
elektronik (AC 

dan sebagainya) 
 

PT Asuransi Dayin Mitra 
Tbk 

1 Januari 2018 s.d 
1 Januari 2019 

Asuransi Terhadap 
Gempa Bumi 
(Earthquake 
Insurance) 

PT Sarana Multi 
Infrastruktur 

(Persero) 

10-103-
3000045-

00000-2018-
01 

 

Seisi gedung 
termasuk fitting, 

fixture, 
perlengkapan 

kantor 
(komputer, 

laptop, telepon 
genggam, 
handycam, 

proyektor,dll), 
furnitur, 

peralatan 
elektronik (AC 

dan sebagainya) 
 

PT Asuransi Dayin Mitra 
Tbk 

1 Januari 2018 s.d 
1 Januari 2019 

Asuransi Semua 
Risiko Semua 

Properti/Industri 

PT Sarana Multi 
Infrastruktur 

(Persero) 

10-101-
3000102-

00000-2018-
01 

On Stock 
(Persediaan) 

PT Asuransi Dayin Mitra 
Tbk 

1 Januari 2017 s.d 
1 Januari 2019 

 
Perusahaan asuransi tersebut di atas mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh 
Negara Republik Indonesia. 
 
N. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ASOSIASI, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA 

KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ASOSIASI 
 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Asosiasi beserta masing-masing Dewan Komisaris serta 
anggota Direksi Perseroan dan Entitas Asosiasi tidak terlibat perkara apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
 
Perseroan dan Entitas Asosiasi tidak sedang menghadapi somasi, teguran, maupun terlibat dalam suatu sengketa ataupun gugatan baik  
di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang bersifat material dan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan operasional 
Perseroan dan Entitas Asosiasi ataupun somasi, teguran maupun sengketa atau gugatan terhadap harta kekayaan atau kepemilikan 
saham-saham dalam Perseroan dan Entitas Asosiasi. 
 
O. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 
 
UMUM 
 
Secara umum, maksud dan tujuan pendirian Perseroan ialah mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui 
kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan: 
• Kerjasama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga 

keuangan multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. 
• Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan 

kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk: 
a. penyertaan modal baik secara langsung atau dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal; dan 
b. pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur. 
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• Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. 
• Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas 

lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur. 
• Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur. 
• Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur. 
• Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan 

badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 
• Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur. 
• Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a. Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada perusahaan,dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan;dan/atau 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak 
terkait lainnya untuk mengatasiakibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

• Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. 
 
Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat 
mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau 
peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi 
keuangan masa datang. 
 
PRODUK DAN JASA 
 
a) Produk Pembiayaan dan Investasi 

Perseroan menyediakan produk pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur, yaitu : 
 
1. Pembiayaan Investasi/Berjangka : Pembiayaan investasi/berjangka ditujukan untuk mendanai pembangunan, 

pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian dan belanja modal proyek 
infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai termasuk pembiayaan 
Interest During Construction (IDC) selama masa konstruksi termasuk tetapi tidak terbatas 
kepada jenis-jenis pembiayaan yang bersifat investasi dan/atau berjangka. 
 

2. Pembiayaan Modal Kerja : Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk mendanai kebutuhan modal kerja: 
- kontraktor yang mendapat pekerjaan/kontrak pembangunan proyek infrastruktur; 
- perusahaan yang bergerak dalam sektor/proyek infrastruktur atau operator 

infrastruktur.  
 

3. Pembiayaan Dana Talangan : Pembiayaan dana talangan (bridge loan) ditujukan untuk mendanai kebutuhan dana 
sementara yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur 
atau perusahaan holding infrastruktur sampai dengan diperolehnya pembiayaan yang lebih 
permanen. Saat ini, produk pembiayaan dana talangan juga digunakan untuk proses 
pembebasan lahan yang telah dimiliki oleh perusahaan infrastruktur khususnya dalam 
proyek jalan tol. 
 

4. Pembiayaan Take Out Financing : Fasilitas yang dibentuk bersama kreditur lain dalam rangka mengatasi permasalahan tenor 
dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Fasilitas ini diberikan untuk menggantikan kreditur 
lain yang memiliki keterbatasan jangka waktu (tenor) dalam pemberian fasilitas pembiayaan 
untuk proyek infrastruktur, serta biasanya diperjanjikan pada awal secara tripartit antara 
Perseroan, kreditur lain dan debitur.  
 

5. Pembiayaan Promoter Financing : Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan induk untuk membiayai akuisisi, 
pinjaman dan setoran modal kepada anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
infrastruktur.  
 

6. Pembiayaan Utang Subordinasi 
(Junior Loan) 

: Pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka akuisisi, pembangunan, 
pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian, dan belanja modal proyek 
infrastruktur, serta pembiayaan ulang proyek infrastruktur yang telah dibiayai. 
 

7. Pembiayaan Mezzanine : Pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka akuisisi, pembangunan, 
pengembangan/ peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian dan belanja modal proyek 
infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai. Pembiayaan ini 
memungkinkan Perusahaan memperoleh porsi pembiayaan yang lebih tinggi apabila 
dibandingkan dengan jika perusahaan hanya memperoleh pembiayaan dari pembiayaan 
senior saja. Pembiayaan mezzanine memiliki opsi untuk dibayarkan dari hasil konversi 
hutang menjadi saham. 
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• Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. 
• Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas 

lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur. 
• Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur. 
• Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur. 
• Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan 

badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 
• Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur. 
• Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a. Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada perusahaan,dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan;dan/atau 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak 
terkait lainnya untuk mengatasiakibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

• Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. 
 
Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat 
mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau 
peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi 
keuangan masa datang. 
 
PRODUK DAN JASA 
 
a) Produk Pembiayaan dan Investasi 

Perseroan menyediakan produk pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur, yaitu : 
 
1. Pembiayaan Investasi/Berjangka : Pembiayaan investasi/berjangka ditujukan untuk mendanai pembangunan, 

pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian dan belanja modal proyek 
infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai termasuk pembiayaan 
Interest During Construction (IDC) selama masa konstruksi termasuk tetapi tidak terbatas 
kepada jenis-jenis pembiayaan yang bersifat investasi dan/atau berjangka. 
 

2. Pembiayaan Modal Kerja : Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk mendanai kebutuhan modal kerja: 
- kontraktor yang mendapat pekerjaan/kontrak pembangunan proyek infrastruktur; 
- perusahaan yang bergerak dalam sektor/proyek infrastruktur atau operator 

infrastruktur.  
 

3. Pembiayaan Dana Talangan : Pembiayaan dana talangan (bridge loan) ditujukan untuk mendanai kebutuhan dana 
sementara yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur 
atau perusahaan holding infrastruktur sampai dengan diperolehnya pembiayaan yang lebih 
permanen. Saat ini, produk pembiayaan dana talangan juga digunakan untuk proses 
pembebasan lahan yang telah dimiliki oleh perusahaan infrastruktur khususnya dalam 
proyek jalan tol. 
 

4. Pembiayaan Take Out Financing : Fasilitas yang dibentuk bersama kreditur lain dalam rangka mengatasi permasalahan tenor 
dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Fasilitas ini diberikan untuk menggantikan kreditur 
lain yang memiliki keterbatasan jangka waktu (tenor) dalam pemberian fasilitas pembiayaan 
untuk proyek infrastruktur, serta biasanya diperjanjikan pada awal secara tripartit antara 
Perseroan, kreditur lain dan debitur.  
 

5. Pembiayaan Promoter Financing : Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan induk untuk membiayai akuisisi, 
pinjaman dan setoran modal kepada anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
infrastruktur.  
 

6. Pembiayaan Utang Subordinasi 
(Junior Loan) 

: Pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka akuisisi, pembangunan, 
pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian, dan belanja modal proyek 
infrastruktur, serta pembiayaan ulang proyek infrastruktur yang telah dibiayai. 
 

7. Pembiayaan Mezzanine : Pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka akuisisi, pembangunan, 
pengembangan/ peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian dan belanja modal proyek 
infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai. Pembiayaan ini 
memungkinkan Perusahaan memperoleh porsi pembiayaan yang lebih tinggi apabila 
dibandingkan dengan jika perusahaan hanya memperoleh pembiayaan dari pembiayaan 
senior saja. Pembiayaan mezzanine memiliki opsi untuk dibayarkan dari hasil konversi 
hutang menjadi saham. 
 

8. Investasi penyertaan modal atau kepemilikan saham atas proyek infrastruktur. 
 

Jasa layanan pembiayaan, yang terdiri dari: 
• Jasa arranger; jasa pengaturan pembiayaan dengan melibatkan bank/lembaga keuangan lain di mana Perseroan bertindak 

sebagai arranger atau co-arranger. 
• Jasa underwriter; jasa pemberian komitmen pembiayaan secara penuh di mana Perseroan bertindak sebagai underwriter atau 

co-underwriter. 
 
Dari segi fungsi pembiayaan, Perseroan juga memiliki dua jenis pembiayaan infrastruktur yang unik, yaitu: 
 
1. Pembiayaan Daerah 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dasar 
maupun sosial dengan jangka waktu pembiayaan menengah dan panjang. Fasilitas ini sangat bermanfaat untuk percepatan 
pembangunan infrastruktur di daerah. 
 
2. Pembiayaan Berkelanjutan 
Fasilitas pembiayaan kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkontribusi dalam penanganan permasalahan 
lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi ancaman pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan 
mendukung pembangunan rendah karbon. Fasilitas ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk mengatasi permasalahan perubahan 
iklim. 

 
b) Produk dan Jasa Konsultasi Keuangan 

Produk dan jasa konsultasi keuangan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing proyek infrastruktur, 
yang mencakup: (1) Investment Advisory, (2) Financial Advisory, dan (3) Financing Arranger. 
 
Investment Advisory 
1. Kelayakan Finansial 

Uji tuntas finansial dan dukungan keputusan investasi. 
2. Perencanaan Bisnis 

Penyusunan perencanaan strategi perusahaan bank jangka pendek, menengah dan panjang. 
3. Konsultan Transaksi 

Dukungan untuk proses lelang proyek dari sisi penjual maupun pembeli. 
 
Financial Advisory 
1. Permodelan Keuangan 

Model keuangan untuk tender, investasi dan skema transaksi lainnya. 
2. Penentuan Struktur Pembiayaan 

Analisa struktur pembiayaan untuk tujuan investasi. 
3. Restrukturisasi Keuangan 

Model restrukturisasi keuangan, dukungan negosiasi kreditur/investor. 
4. Merger & Akuisisi 

Dukungan untuk aksi korporasi dalam melakukan merger & akuisisi. 
 
Financing Arranger 
1. Penggalangan Dana Ekuitas 

Penghimpunan dana menggunakan ekuitas baik secara langsung dan maupun tidak langsung. 
2. Penggalangan Dana Pinjaman 

Penghimpunan dana dari sisi pinjaman baik bilateral, club deal maupun sindikasi. 
 
Terkait dengan kegiatan untuk financing arranger, selain berperan sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) untuk pinjaman 
perbankan, Perseroan juga mengembangkan struktur keuangan proyek dari sisi pemenuhan ekuitas melalui investasi ekuitas 
langsung dan tidak langsung (direct dan indirect equity investment). 
  

c) Produk Pengembangan Proyek 
1) Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU melalui skema Penugasan 
Fasilitas Pengembangan Proyek ini ditujukan bagi proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui mekanisme 
Penugasan dari Kementerian Keuangan. Penerima fasilitas pengembangan proyek ini adalah instansi Pemerintah baik pusat maupun 
daerah sebagai pemilik proyek atau Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). 
 
Fasilitas ini merupakan salah satu solusi dalam menciptakan pipeline proyek yang siap untuk dibiayai. Dengan penguatan pada sisi 
penyiapan proyek terutama kredibilitas substansi kajian, penguatan struktur keproyekan, tertib administrasi, dan transparansi proses 
diharapkan akan tercipta proyek-proyek yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Beberapa output yang dapat 
diberikan oleh Perseroan atas fasilitas ini seperti pendampingan penyusunan atas: kajian kelayakan, dokumen pendukung kelayakan 
proyek, dan dokumen lelang. Fasilitas lainnya termasuk pendampingan pada tahap transaksi hingga mendapatkan pembiayaan bagi 
proyek. 
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2) Fasilitas Pengembangan Proyek dan Pengelolaan Dana Donor 
Jenis Fasilitas Pengembangan Proyek ini ditujukan bagi proyek dengan konsep ‘berkelanjutan’ seperti pengembangan energi baru, 
energi terbarukan, dan/atau konservasi energi (EBTKE). Penerima fasilitas ini adalah pemilik proyek, baik Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, maupun institusi swasta. Tujuan dikembangkannya fasilitas ini adalah untuk mempromosikan dan 
mengembangkan proyek-proyek EBTKE dari sisi penyiapan dan dari sisi pembiayaan sehingga menghasilkan proyek-proyek EBTKE 
yang feasible dan bankable. 
 
Perseroan atas fasilitas ini seperti: bantuan teknis dalam penyusunan kajian maupun dokumen pendukung, bantuan penyusunan 
dokumen lelang, serta produk pembiayaan berkelanjutan. Dalam pengelolaannya, Perseroan mengoptimalkan penggunaan fasilitas 
yang bersumber baik dari internal maupun yang berasal dari lembaga internasional atau donor. 

 
3)  Technical Assistance dan Pengelolaan Dana Donor 
Perseroan dapat memberikan bantuan teknis dalam bentuk pendampingan maupun pelaksanaan prakajian kelayakan, kajian 
kelayakan, dokumen pendukung proyek, penyusunan disain rinci, dan/atau pendampingan transaksi, serta tidak dibatasi atas proyek 
dengan skema tertentu. Penerima fasilitas pengembangan proyek ini adalah instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai 
pemilik proyek atau PJPK. Tujuan dikembangkannya produk ini agar proyek yang disiapkan oleh Pemerintah dapat mengisi 
kekurangan dokumentasi atau kajian yang dibutuhkan dalam memperoleh pembiayaan dari sumber pendanaan baik lembaga 
keuangan bank maupun non-bank. Dalam kegiatannya, Perseroan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas dari Lembaga Internasional 
dan Donor yang bekerjasama dengan Perseroan, baik berupa pendanaan maupun tenaga ahli. 

 
4) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas 
Perseroan mempunyai program rutin pelatihan dan peningkatan kapasitas dengan beberapa kurikulum antara lain: opsi pembiayaan 
daerah dan program pelatihan KPBU dasar-menengah-lanjut. Disamping itu, Perseroan juga dapat mengadakan program pelatihan 
dan peningkatan kapasitas yang dapat dibuat spesifik terkait bahasan, aspek, dan sektor yang dibutuhkan seperti: Potensi Investasi 
Sektor Air Minum, Investasi Sektor Rumah Sakit, Project Finance, Alternatif Pembiayaan Infrastruktur, dan lainnya. Peserta dapat 
meliputi sektor Pemerintah maupun kalangan swasta. 

 
Adapun proyek dalam ruang lingkup Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek baik yang sedang dilaksanakan maupun telah selesai 
dilaksanakan antara lain: 
 
Jasa Konsultasi 

No Mandat yang telah diselesaikan Perseroan 
1 Jasa Advisory Proyek PLTM Tara Bintang (2012) 
2 Jasa Advisory KA Khusus Batubara di Kalimantan Timur (2012) 
3 Jasa Advisory Proyek Stasiun Tugu & Pedestrian Malioboro (Fase I dan II) (2013 & 2014) 
4 Jasa Advisory Proyek PLTMH Lubuk Gadang (2014) 
5 Integrated Warehouse dan Pelabuhan di Provinsi Banten (2014) 
6 Perencanaan Investasi Bandara Internasional Lombok (2014) 
7 Jasa Konsultasi dan Pendampingan IPO Pelabuhan Cigading Banten (2015) 
8 Opsi pemanfaatan terminal batu bara di Cigading Banten (2015) 
9 Jasa Konsultasi perubahan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) menjadi pelabuhan umum di Banten (2015) 
10 Kajian studi kasus KA Bandara Kualanamu (2015) 
11 Waste to Energy (WTE) Nambo (2015) 
12 Sistem Activity Based Costing (ABC) pelabuhan (2015) 
13 Kajian investasi commuterline Jabodetabek (2015) 
14 Jasa konsultasi Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat (2015) 
15 Studi kelayakan SPAM Karawang (2015) 
16 Roadmap pengembangan kawasan Mandalika (2015) 
17 Jasa konsultasi Pelabuhan multipurpose di Banten (2016) 
18 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang sektor pariwisata (2016) 
19 Kajian Konsesi Pelabuhan Penajam (2016) 
20 Kajian Konsesi Pelabuhan Samarinda (2016) 
21 Kajian Konsesi Pelabuhan Marunda (2016) 
22 Restrukturisasi Bisnis Perusahaan Pelabuhan (2016) 
23 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang sektor transportasi (2016) 
24 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang sektor kepelabuhanan (2017) 
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2) Fasilitas Pengembangan Proyek dan Pengelolaan Dana Donor 
Jenis Fasilitas Pengembangan Proyek ini ditujukan bagi proyek dengan konsep ‘berkelanjutan’ seperti pengembangan energi baru, 
energi terbarukan, dan/atau konservasi energi (EBTKE). Penerima fasilitas ini adalah pemilik proyek, baik Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, maupun institusi swasta. Tujuan dikembangkannya fasilitas ini adalah untuk mempromosikan dan 
mengembangkan proyek-proyek EBTKE dari sisi penyiapan dan dari sisi pembiayaan sehingga menghasilkan proyek-proyek EBTKE 
yang feasible dan bankable. 
 
Perseroan atas fasilitas ini seperti: bantuan teknis dalam penyusunan kajian maupun dokumen pendukung, bantuan penyusunan 
dokumen lelang, serta produk pembiayaan berkelanjutan. Dalam pengelolaannya, Perseroan mengoptimalkan penggunaan fasilitas 
yang bersumber baik dari internal maupun yang berasal dari lembaga internasional atau donor. 

 
3)  Technical Assistance dan Pengelolaan Dana Donor 
Perseroan dapat memberikan bantuan teknis dalam bentuk pendampingan maupun pelaksanaan prakajian kelayakan, kajian 
kelayakan, dokumen pendukung proyek, penyusunan disain rinci, dan/atau pendampingan transaksi, serta tidak dibatasi atas proyek 
dengan skema tertentu. Penerima fasilitas pengembangan proyek ini adalah instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai 
pemilik proyek atau PJPK. Tujuan dikembangkannya produk ini agar proyek yang disiapkan oleh Pemerintah dapat mengisi 
kekurangan dokumentasi atau kajian yang dibutuhkan dalam memperoleh pembiayaan dari sumber pendanaan baik lembaga 
keuangan bank maupun non-bank. Dalam kegiatannya, Perseroan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas dari Lembaga Internasional 
dan Donor yang bekerjasama dengan Perseroan, baik berupa pendanaan maupun tenaga ahli. 

 
4) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas 
Perseroan mempunyai program rutin pelatihan dan peningkatan kapasitas dengan beberapa kurikulum antara lain: opsi pembiayaan 
daerah dan program pelatihan KPBU dasar-menengah-lanjut. Disamping itu, Perseroan juga dapat mengadakan program pelatihan 
dan peningkatan kapasitas yang dapat dibuat spesifik terkait bahasan, aspek, dan sektor yang dibutuhkan seperti: Potensi Investasi 
Sektor Air Minum, Investasi Sektor Rumah Sakit, Project Finance, Alternatif Pembiayaan Infrastruktur, dan lainnya. Peserta dapat 
meliputi sektor Pemerintah maupun kalangan swasta. 

 
Adapun proyek dalam ruang lingkup Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek baik yang sedang dilaksanakan maupun telah selesai 
dilaksanakan antara lain: 
 
Jasa Konsultasi 

No Mandat yang telah diselesaikan Perseroan 
1 Jasa Advisory Proyek PLTM Tara Bintang (2012) 
2 Jasa Advisory KA Khusus Batubara di Kalimantan Timur (2012) 
3 Jasa Advisory Proyek Stasiun Tugu & Pedestrian Malioboro (Fase I dan II) (2013 & 2014) 
4 Jasa Advisory Proyek PLTMH Lubuk Gadang (2014) 
5 Integrated Warehouse dan Pelabuhan di Provinsi Banten (2014) 
6 Perencanaan Investasi Bandara Internasional Lombok (2014) 
7 Jasa Konsultasi dan Pendampingan IPO Pelabuhan Cigading Banten (2015) 
8 Opsi pemanfaatan terminal batu bara di Cigading Banten (2015) 
9 Jasa Konsultasi perubahan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) menjadi pelabuhan umum di Banten (2015) 
10 Kajian studi kasus KA Bandara Kualanamu (2015) 
11 Waste to Energy (WTE) Nambo (2015) 
12 Sistem Activity Based Costing (ABC) pelabuhan (2015) 
13 Kajian investasi commuterline Jabodetabek (2015) 
14 Jasa konsultasi Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat (2015) 
15 Studi kelayakan SPAM Karawang (2015) 
16 Roadmap pengembangan kawasan Mandalika (2015) 
17 Jasa konsultasi Pelabuhan multipurpose di Banten (2016) 
18 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang sektor pariwisata (2016) 
19 Kajian Konsesi Pelabuhan Penajam (2016) 
20 Kajian Konsesi Pelabuhan Samarinda (2016) 
21 Kajian Konsesi Pelabuhan Marunda (2016) 
22 Restrukturisasi Bisnis Perusahaan Pelabuhan (2016) 
23 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang sektor transportasi (2016) 
24 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang sektor kepelabuhanan (2017) 

No Mandat yang telah diselesaikan Perseroan 
25 Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (2017) 
26 Kajian Konsesi Pelabuhan di Riau (2017) 
27 Finansial advisory proyek ketenagalistrikan di Sumatera Selatan (2017) 
28 Finansial advisory proyek kepelabuhanan di area Pelindo I* 
29 Penyusunan Info Memo dan pendampingan fund raising sektor minyak dan gas bumi (2017) 
30 Pendampingan transaksi dan legal sektor telekomunikasi* 
31 Financial Model Pengembangan Pariwisata Indonesia* 

 
*) Proyek masih sedang dilaksanakan 
 
Pengembangan Proyek 

No Nama Proyek yang telah diselesaikan Perseroan 
1 KPBU SPAM Umbulan (2011) 
2 KPBU KA Bandara Soekarno-Hatta (2011) 
3 KPBU Persampahan Kota Batam (2012) 
4 KPBU Palapa Ring (2015) 
5 Fasilitas Pengembangan Geothermal (2015) 
6 KPBU SPAM Bandar Lampung* 
7 KPBU RSUD Krian Sidoarjo* 
8 Proyek Sanitasi Balikpapan (2016) 
9 KPBU Transportasi Kota Medan* 
10 KPBU SPAM Pekanbaru* 
11 KPBU SPAM Semarang Barat* 
12 KPBU RS Pirngadi Medan* 
13 Pendampingan SPAM Balikpapan* 
14 Pendampingan SPAM Singkawang* 
15 Pendampingan Pengembangan Jalan Lampung Tengah (2017) 
16 Pendampingan Kemenkes dalam penyusunan Pedoman KPBU (2017) 
17 Pendampingan Pemprov Jatim Pasca penugasan KPBU SPAM Umbulan (2017) 
18 LRT Jabodebek (2017) 
19 KPBU Tol Jembatan Suramadu* 
20 KPBU RS PTN Universitas Sam Ratulangi* 

 
 *) Proyek masih sedang dilaksanakan 
 
Pendapatan Perseroan dari kegiatan usaha Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek pada tahun 2017 adalah sebesar Rp6.008 juta 
dari jasa konsultasi dan sebesar Rp21.134 dari pengembangan proyek. 
 
PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI.  

 
Tabel berikut adalah Jumlah dan Proporsi Komitmen Pembiayaan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2017 :  
 
Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Sektor 
 

Keterangan 

31 Desember  
2017 2016  

(Rp miliar) % (Rp miliar) %  
Jalan 17.095 32,75 18.523 41,26  
PT PLN (Persero) 7.500 14,37 7.500 16,71  
Ketenagalistrikan 8.676 16,62 6.169 13,74  
Minyak dan Gas Bumi 3.275 6,27 2.938 6,54  
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Keterangan 

31 Desember 
 

2017 2016  
(Rp miliar) % (Rp miliar) %  

Transportasi 6.628 12,70 3.704 8,25  
Telekomunikasi 1.695 3,25 1.411 3,14  
Irigasi 2.104 4,03 1.533 3,41  
Air Minum 700 1,34 375 0,84  
Sosial (Rumah Sakit) 1.376 2,64 70 0,16  
Pembiayaan Daerah 3.156 6,05 2.673 5,95  
Jumlah 52.205 100,00 44.896 100,00  

 
Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Lokasi a) 
 

Keterangan 

31 Desember  
2017 2016  

(Rp miliar) % (Rp miliar) %  
Jawa              23.487  44,99 19.018 42,36  
Bali Nusa Tenggara               3.070  5,88 2.571 5,72  
Sumatera             10.749  20,59 11.223 25,00  
Kalimantan               5.043  9,66 4.052 9,03  
Sulawesi               6.959  13,33 5.694 12,68  
Papua Maluku               2.897  5,55 2.338 5,21  
Jumlah 52.205 100,00 44.896 100,00  

 
Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Produk 
 

Keterangan 
31 Desember  

2017 2016  
(Rp miliar) % (Rp miliar) %  

Senior Loan 45.691 87,52 40.920 91,14  

• Investasi 33.524 64,22 29.904 66,60  

• Modal Kerja 6.156 11,79 5.081 11,32  

• Bridge Loan 4.250 8,14 8.960 19,96  

• Promotor Financing 1.760 3,37 216 0,48  
Subordinated Loan 6.514 12,48 735 1,64  
Sub-Jumlah 52.205 100,00 44.896 100,00  
Penyertaan Modal 2.947  450   
Jumlah 55.512  45.346   

 
a) Mengecualikan penyertaan modal 
 
sumber : Perseroan, per 31 Desember 2017 
 
Selama tahun 2017, Perseroan juga memperoleh penugasan penyiapan untuk beberapa proyek yaitu KPBU Transportasi Kota Medan, 
Proyek KPBU RSUD Krian, dan Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru. Perseroan menerima penugasan 
dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada Proyek KPBU Transportasi 
Kota Medan yang memiliki tujuan untuk membangun jaringan dan layanan transportasi perkotaan di Kota Medan, berupa Light Rail Transit 
(LRT) dan/atau Bus Rapid Transit (BRT) untuk mendukung pertumbuhan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. 
 
Proyek KPBU RSUD Krian atau Proyek KPBU RSUD Wilayah Barat Sidoarjo merupakan salah satu proyek yang didampingi oleh Perseroan 
dalam rangka pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo dengan Perseroan Nomor 188/53/404.1.1.2/2016 dan MOU-10/SMI/1016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Capacity 
Building, Market Consultation, dan Pendampingan Kajian KPBU. Pendampingan ini dilakukan hingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat 
mengajukan permohonan fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi kepada Menteri Keuangan, baik dari sisi kelengkapan maupun 
substansi dokumen persyaratan pengajuan permohonan.  
 
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-51/PR/2017 
pada tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) Dalam Rangka Penyiapan dan 
Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dengan pertimbangan efisiensi waktu serta mengingat bahwa Perseroan 
telah memiliki pengalaman dalam proyek sejenis di Proyek KPBU SPAM Umbulan dan Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. 
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Keterangan 

31 Desember 
 

2017 2016  
(Rp miliar) % (Rp miliar) %  

Transportasi 6.628 12,70 3.704 8,25  
Telekomunikasi 1.695 3,25 1.411 3,14  
Irigasi 2.104 4,03 1.533 3,41  
Air Minum 700 1,34 375 0,84  
Sosial (Rumah Sakit) 1.376 2,64 70 0,16  
Pembiayaan Daerah 3.156 6,05 2.673 5,95  
Jumlah 52.205 100,00 44.896 100,00  

 
Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Lokasi a) 
 

Keterangan 

31 Desember  
2017 2016  

(Rp miliar) % (Rp miliar) %  
Jawa              23.487  44,99 19.018 42,36  
Bali Nusa Tenggara               3.070  5,88 2.571 5,72  
Sumatera             10.749  20,59 11.223 25,00  
Kalimantan               5.043  9,66 4.052 9,03  
Sulawesi               6.959  13,33 5.694 12,68  
Papua Maluku               2.897  5,55 2.338 5,21  
Jumlah 52.205 100,00 44.896 100,00  

 
Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Produk 
 

Keterangan 
31 Desember  

2017 2016  
(Rp miliar) % (Rp miliar) %  

Senior Loan 45.691 87,52 40.920 91,14  

• Investasi 33.524 64,22 29.904 66,60  

• Modal Kerja 6.156 11,79 5.081 11,32  

• Bridge Loan 4.250 8,14 8.960 19,96  

• Promotor Financing 1.760 3,37 216 0,48  
Subordinated Loan 6.514 12,48 735 1,64  
Sub-Jumlah 52.205 100,00 44.896 100,00  
Penyertaan Modal 2.947  450   
Jumlah 55.512  45.346   

 
a) Mengecualikan penyertaan modal 
 
sumber : Perseroan, per 31 Desember 2017 
 
Selama tahun 2017, Perseroan juga memperoleh penugasan penyiapan untuk beberapa proyek yaitu KPBU Transportasi Kota Medan, 
Proyek KPBU RSUD Krian, dan Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru. Perseroan menerima penugasan 
dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada Proyek KPBU Transportasi 
Kota Medan yang memiliki tujuan untuk membangun jaringan dan layanan transportasi perkotaan di Kota Medan, berupa Light Rail Transit 
(LRT) dan/atau Bus Rapid Transit (BRT) untuk mendukung pertumbuhan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. 
 
Proyek KPBU RSUD Krian atau Proyek KPBU RSUD Wilayah Barat Sidoarjo merupakan salah satu proyek yang didampingi oleh Perseroan 
dalam rangka pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo dengan Perseroan Nomor 188/53/404.1.1.2/2016 dan MOU-10/SMI/1016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Capacity 
Building, Market Consultation, dan Pendampingan Kajian KPBU. Pendampingan ini dilakukan hingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat 
mengajukan permohonan fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi kepada Menteri Keuangan, baik dari sisi kelengkapan maupun 
substansi dokumen persyaratan pengajuan permohonan.  
 
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-51/PR/2017 
pada tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) Dalam Rangka Penyiapan dan 
Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dengan pertimbangan efisiensi waktu serta mengingat bahwa Perseroan 
telah memiliki pengalaman dalam proyek sejenis di Proyek KPBU SPAM Umbulan dan Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. 

STRATEGI PERSEROAN  
 
Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai katalis utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus 
menyelaraskan perkembangan bisnis, Perseroan mengembangkan dua strategi utama yaitu menjalankan program pembangunan 
infrastruktur Pemerintah dan mengembangkan model bisnis Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). 
Strategi utama tersebut dilakukan dengan inisiatif strategi berdasarkan pilar bisnis Perseroan yaitu: 
 

Pilar Bisnis Inisiatif Strategi 
1. Pembiayaan dan Investasi • Inovasi produk pembiayaan melalui produk Cash Deficiency Support (CDS) 

• Pengembangan produk-produk syariah 
• Pembentukan divisi pembiayaan berkelanjutan 
• Investasi ekuitas pada proyek-proyek infrastruktur strategis 

 
2. Jasa Konsultasi • Mempercepat penyiapan proyek sebagai fungsi enabler 

• Merancang struktur keuangan proyek sehingga bankable 
• Meningkatkan akses permodalan proyek 

 
3. Pengembangan Proyek • Penugasan pengembangan proyek KPBU 

• Penyiapan proyek infrastruktur prioritas 
• Pengembangan Proyek Pemerintah Daerah 
• Pengelolaan dana Energi Terbarukan 

 
 
Strategi Perseroan terkait Pilar Bisnis Pengembangan Proyek lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut. 
 
(a) Penugasan pengembangan proyek KPBU 
 
Perseroan menerima penugasan dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi 
pada beberapa proyek KPBU. Pendampingan Perseroan dalam pengembangan proyek mulai dari tahap inisiasi sampai dengan financial 
close  terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah. 
 
(b) Penyiapan proyek infrastruktur prioritas 
 
Perseroan juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah seperti yang tercantum dalam, antara lain: 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Proyek Prioritas Nasional, dan Proyek Strategis Nasional.  
 
(c) Pengembangan proyek Pemerintah Daerah 
 
Pembiayaan Daerah yang dilakukan oleh Perseroan ini dilakukan sejak terjadinya pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke 
Perseroan pada tahun 2015. Untuk mendukung kesiapan proyek-proyek infrastruktur didaerah, maka Perseroan juga aktif melaksanakan 
aktivitas sosialisasi dan capacity building dengan peserta antara lain: 
- Penanggung Jawab Kerjasama Proyek Kerjasama (PJPK),  
- Kementerian dan Lembaga Pemerintah, serta  
- Pemerintah Daerah.  
Beberapa kegiatan pendampingan dan capacity building yang telah dilakukan Perseroan antara lain:  Pemerintah Kota Palembang, 
Pemerintah Daerah Sorong, Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Balikpapan. Dalam melakukan aktivitas ini Perseroan dapat 
mengunakan dana internal Perseroan ataupun  dengan optimalisasi dana-dana dari lembaga donor. 
 
(d) Pengelolaan dana energi terbarukan 
 
Sebagaimana diatur dalam PMK 232/PMK.06/2015 tanggal 21 Desember 2015, Perseroan juga sedang melakukan langkah-langkah 
persiapan untuk pengembangan Proyek-Proyek Energi Terbarukan antara lain melalui skema pemanfaatan Fasilitas Dana Geothermal 
(FDG) dan skema pemanfaatan dana Project Development Facility (PDF). 
 
Berkaitan dengan pengelolaan Fasilitas Dana Geothermal (Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi/ Dana PISP) sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.08/2017 pada tanggal 15 Mei 2017, salah satu bentuk pemanfaatan Fasilitas Dana PISP adalah 
dalam mendukung kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi yang dilakukan pemerintah dan BUMN/anak perusahaan BUMN 
melalui mekanisme penugasan kepada Perseroan. 
 
Pada tahun 2017 Perseroan menerima penugasan penyediaan data dan informasi panas bumi yang berlokasi di daerah Wae Sano, 
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 masih dalam tahap persiapan seperti studi 
lingkungan dan sosial, beberapa survey penambahan data permukaan, persiapan program pengeboran, dan persiapan pembangunan 
infrastruktur penunjang. Kegiatan pengeboran eksplorasi direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018. 
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Untuk mendukung kegiatan geothermal, Perseroan telah menerima komitmen hibah dari Bank Dunia sebesar USD 55,25 juta dalam bentuk 
dana Clean Technology Fund (CTF) sebesar USD 49 juta dan Global Environmental Facility (GEF) sebesar USD 6,25 juta. Selain itu 
Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (NZ MFAT) melalui Partnership 
Arrangements (PA) yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan teknis kepada Perseroan sebesar NZD 2,13 Juta dalam pelaksanaan 
kegiatan geothermal.  
 
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah berupaya untuk menjalankan sejumlah inisiatif strategis yang tujuan utamanya adalah mendukung 
kinerja Perseroan dengan tetap memperhatikan mandat dan manfaat sosial ekonomi atas kegiatan Perseroan. Beberapa inisiatif strategis 
di tahun 2017 tersebut, mencakup: 
 
1. Menyediakan produk pembiayaan yang inovatif dan fleksibel untuk “closing the gap” dari pinjaman senior hingga penyertaan modal. 
2. Menyediakan produk pinjaman ke Pemerintah Daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. 
3. Menjalankan fungsi enabler bagi percepatan  pembangunan infrastruktur melalui jasa konsultasi dan pengembangan proyek. 
4. Optimalisasi penghimpunan dana (leveraging) dari berbagai sumber, baik dari bilateral, multilateral, pasar modal dan perbankan 

(konvensional maupun syariah) 
5. Optimalisasi bantuan dan kerjasama strategis dengan berbagai institusi bilateral/multilateral. 
6. Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dan climate change program dengan membentuk divisi khusus, akreditasi dari 

green climate fund prosedur ESMF dan dukungan kepada sektor energi terbarukan. 
7. Menguatkan kompetensi sumber daya manusia dan institutional development melalui perubahan struktur organisasi, penyempurnaan 

pedoman dan prosedur serta penyempurnaan arsitektur teknologi informasi. 
8. Menyiapkan kompetensi sumber daya internal dalam rangka rencana transformasi Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia (LPPI). 
 
PROSPEK USAHA 
 
Jumlah alokasi anggaran infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah tahun 2018 semakin meningkat yang menunjukkan Pemerintah masih 
fokus pada pengembangan infrastruktur sesuai Nawa Cita. Sejalan dengan tujuan Pemerintah tersebut, Perseroan optimis dan meyakini 
bahwa perekonomian Indonesia khususnya sektor infrastruktur akan tetap tumbuh. 
 
Dari sisi Pemerintah, program pembangunan infrastruktur tampaknya masih akan menempati prioritas utama, sebagai kelanjutan dari 
program-program yang dirintis sejak empat tahun yang lalu, dan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan 
pembangunan infrastruktur dari negaranegara lain di kawasan. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi sektor 
prioritas pemerintah. Selaras dengan program Pemerintah yang bertekad mengembangkan industri pariwisata, Perseroan akan terus 
meningkatkan program pembangunan infrastruktur dasar guna menjamin konektivitas antar wilayah, terutama wilayah-wilayah dengan 
potensi pariwisata yang unggul. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan mendukung program pengembangan 10 Bali Baru sebagai tujuan 
pariwisata unggulan, melengkapi Pulau Bali sebagai ikon wisata Indonesia.  
 
Sehubungan dengan rencana tersebut Perseroan bertekad meningkatkan implementasi pengembangan bisnis jasa konsultasi dan 
pengembangan proyek dan meningkatkan intensitas pengembangan pembiayaan Pemerintah Daerah, dengan fokus pada pengembangan 
konektivitas wilayah-wilayah pengembangan potensi pariwisata utama, seperti area Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan sebagainya. 
 
Beberapa tantangan yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan amanat pembangunan infrastruktur adalah faktor kesiapan proyek, 
manajemen stakeholders, dan penguatan kredensial khususnya yang terkait dengan layanan jasa konsultasi. Khusus dalam implementasi 
pembiayaan berbasis syariah, tantangan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pemahaman dari stakeholders terlibat. 
 
TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN 
 
Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur dijelaskan bahwa jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali 
dari jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Perseroan telah memenuhi Gearing Ratio sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan 
nilai pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah 0,43x, dan 0,65x. 
 
PENGHARGAAN 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, penghargaan yang diraih Perseroan pada tahun 2017, diantaranya sebagai berikut: 
 
1. Juara Ketiga Kategori BUMN Listed dalam ajang Annual Report Award Tahun 2016 yang diselenggarakan Tahun 2017 
2. Golden Trophy atas penghargaan Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode Tahun 2012 – 2016 

pada acara 8th Infobank BUMN Awards Tahun 2017. 
3. Masuk dalam kategori BUMN dengan predikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan Tahun 2016 pada acara 8th Infobank BUMN 

Awards Tahun 2017. 
4. Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas Kegiatan Pengukuran Tinggi dan Berat Badan kepada Siswa Terbanyak 

Tahun 2017. 
5. Apresiasi Indonesia Untuk BUMN 2017: “Special Mention for Accelerating Infrastructure Development”, Warta Ekonomi 
6. “Obligasi Terbaik 2017” Kategori Obligasi Sektor Keuangan, Majalah Investor 
7. “The Best CMO Creative Branding & Marketing Initiative”, 5th BUMN Branding & Marketing Award 2017 
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Untuk mendukung kegiatan geothermal, Perseroan telah menerima komitmen hibah dari Bank Dunia sebesar USD 55,25 juta dalam bentuk 
dana Clean Technology Fund (CTF) sebesar USD 49 juta dan Global Environmental Facility (GEF) sebesar USD 6,25 juta. Selain itu 
Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (NZ MFAT) melalui Partnership 
Arrangements (PA) yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan teknis kepada Perseroan sebesar NZD 2,13 Juta dalam pelaksanaan 
kegiatan geothermal.  
 
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah berupaya untuk menjalankan sejumlah inisiatif strategis yang tujuan utamanya adalah mendukung 
kinerja Perseroan dengan tetap memperhatikan mandat dan manfaat sosial ekonomi atas kegiatan Perseroan. Beberapa inisiatif strategis 
di tahun 2017 tersebut, mencakup: 
 
1. Menyediakan produk pembiayaan yang inovatif dan fleksibel untuk “closing the gap” dari pinjaman senior hingga penyertaan modal. 
2. Menyediakan produk pinjaman ke Pemerintah Daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. 
3. Menjalankan fungsi enabler bagi percepatan  pembangunan infrastruktur melalui jasa konsultasi dan pengembangan proyek. 
4. Optimalisasi penghimpunan dana (leveraging) dari berbagai sumber, baik dari bilateral, multilateral, pasar modal dan perbankan 

(konvensional maupun syariah) 
5. Optimalisasi bantuan dan kerjasama strategis dengan berbagai institusi bilateral/multilateral. 
6. Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dan climate change program dengan membentuk divisi khusus, akreditasi dari 

green climate fund prosedur ESMF dan dukungan kepada sektor energi terbarukan. 
7. Menguatkan kompetensi sumber daya manusia dan institutional development melalui perubahan struktur organisasi, penyempurnaan 

pedoman dan prosedur serta penyempurnaan arsitektur teknologi informasi. 
8. Menyiapkan kompetensi sumber daya internal dalam rangka rencana transformasi Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan Indonesia (LPPI). 
 
PROSPEK USAHA 
 
Jumlah alokasi anggaran infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah tahun 2018 semakin meningkat yang menunjukkan Pemerintah masih 
fokus pada pengembangan infrastruktur sesuai Nawa Cita. Sejalan dengan tujuan Pemerintah tersebut, Perseroan optimis dan meyakini 
bahwa perekonomian Indonesia khususnya sektor infrastruktur akan tetap tumbuh. 
 
Dari sisi Pemerintah, program pembangunan infrastruktur tampaknya masih akan menempati prioritas utama, sebagai kelanjutan dari 
program-program yang dirintis sejak empat tahun yang lalu, dan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan 
pembangunan infrastruktur dari negaranegara lain di kawasan. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi sektor 
prioritas pemerintah. Selaras dengan program Pemerintah yang bertekad mengembangkan industri pariwisata, Perseroan akan terus 
meningkatkan program pembangunan infrastruktur dasar guna menjamin konektivitas antar wilayah, terutama wilayah-wilayah dengan 
potensi pariwisata yang unggul. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan mendukung program pengembangan 10 Bali Baru sebagai tujuan 
pariwisata unggulan, melengkapi Pulau Bali sebagai ikon wisata Indonesia.  
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Beberapa tantangan yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan amanat pembangunan infrastruktur adalah faktor kesiapan proyek, 
manajemen stakeholders, dan penguatan kredensial khususnya yang terkait dengan layanan jasa konsultasi. Khusus dalam implementasi 
pembiayaan berbasis syariah, tantangan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pemahaman dari stakeholders terlibat. 
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Infrastruktur dijelaskan bahwa jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali 
dari jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Perseroan telah memenuhi Gearing Ratio sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan 
nilai pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah 0,43x, dan 0,65x. 
 
PENGHARGAAN 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, penghargaan yang diraih Perseroan pada tahun 2017, diantaranya sebagai berikut: 
 
1. Juara Ketiga Kategori BUMN Listed dalam ajang Annual Report Award Tahun 2016 yang diselenggarakan Tahun 2017 
2. Golden Trophy atas penghargaan Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode Tahun 2012 – 2016 

pada acara 8th Infobank BUMN Awards Tahun 2017. 
3. Masuk dalam kategori BUMN dengan predikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan Tahun 2016 pada acara 8th Infobank BUMN 

Awards Tahun 2017. 
4. Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas Kegiatan Pengukuran Tinggi dan Berat Badan kepada Siswa Terbanyak 

Tahun 2017. 
5. Apresiasi Indonesia Untuk BUMN 2017: “Special Mention for Accelerating Infrastructure Development”, Warta Ekonomi 
6. “Obligasi Terbaik 2017” Kategori Obligasi Sektor Keuangan, Majalah Investor 
7. “The Best CMO Creative Branding & Marketing Initiative”, 5th BUMN Branding & Marketing Award 2017 

8. Silver Winner “Corporate Branding” Kategori Corporate Communication, 5th BUMN Branding & Marketing Award 2017 
9. Runner Up Kategori “Public Risk”, Asean Risk Award 2017 
10. “Infrastructure Innovation Award” (Proyek Umbulan), CMO Asia, Singapura 
 
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan  telah mengajukan permintaan pendaftaran hak merek kepada DITJEN HAKI atas :  
1. Merek “Smi” dengan kelas barang/jasa : 36, untuk jenis barang/jasa : jasa pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi dan 

pengembangan proyek infrastruktur pada tanggal 2 Pebruari 2017. 
2. Merek “Sminfra18” dengan kelas barang/jasa : 36, untuk jenis barang/jasa : jasa pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi dan 

pengembangan proyek infrastruktur pada tanggal 2 Pebruari 2017. 
Proses pendaftaran kedua merek tersebut di atas masih belum selesai, saat ini pada tahap pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (“Ditjen HAKI”) dan  telah diumumkan pada Berita Resmi Merek Seri-A Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia No. 09/II/A/2017 pada tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan 23 April 2017. 
 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 
 
Sesuai arahan pemegang saham pada rapat pembahasan RUPS, agar kegiatan Corporate Social Responsilibity (“CSR”), Perseroan 
merujuk pada upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan membantu membuka konektivitas serta menjaga ketahanan air, serta 
dirasa perlunya membantu penyediaan kebutuhan dasar masyarakat maka tema CSR Perseroan adalah “Mengurangi kesenjangan antar-
wilayah melalui program CSR yang membantu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat” dengan fokus program: 
 
1. Menyediakan infrastruktur skala mikro yang dapat membuka konektivitas. 
2. Menjaga ketahanan air. 
3. Mendukung peningkatan kualitas pendidikan. 
4. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. 
5. Menyediakan sumber energi yang berwawasan lingkungan (green energy). 
 
Tema ini juga menjadi bagian dari tagline Perseroan : #Bakti Untuk Negeri 
 
Sebagai perbaikan pelaksanaan CSR Perseroan, program CSR Perseroan tahun 2017 dan selanjutnya mengacu pada konsep 
pembangunan yang berkelanjutan, tidak sekadar filantropi. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi 
masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah 
kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya, 
sesuai tuntunan ISO 26000 mengenai panduan pelaksanaan CSR. 
 
Untuk tahun 2017, sesuai keputusan RUPS, PT SMI telah menganggarkan dana CSR sebesar Rp9.000.000.000,- 
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X. PERPAJAKAN 

Perpajakan Untuk Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
 
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang 
Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi 
dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final : 
 
a.  Atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak 
luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa 
kepemilikan (holding period) Obligasi. 

b.  Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau 
sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap 
(BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak 
termasuk bunga berjalan (accrued interest). 

c.  Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
(BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri 
selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga 
perolehan obligasi. 

d.  Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. 

 
Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak : 
 

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan; dan 

2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 
 

CALON PEMBELI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI 
PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN GREEN 
BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. 

 
Kewajiban Perpajakan Perseroan 
 
Perseroan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan atas Bunga Obligasi, seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenakan pajak 
penghasilan final. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. Pendapatan lainnya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 
pajak sesuai Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku umum. 
 
Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan 
 
Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
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X. PERPAJAKAN 

Perpajakan Untuk Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
 
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang 
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a.  Atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak 
luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa 
kepemilikan (holding period) Obligasi. 

b.  Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau 
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penghasilan final. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. Pendapatan lainnya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 
pajak sesuai Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku umum. 
 
Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan 
 
Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
 

XI. PENJAMINAN EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH  

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur 
Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 66 tanggal 23 April 2018, 
sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 25 tanggal 16 Mei 2018 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 54 tanggal  
25 Juni 2018, serta Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 
No. 69 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 29 tanggal 16 Mei 2018 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi 
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 58 tanggal 25 Juni 2018 yang semuanya dibuat  
di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Infrastruktur Berwawasan 
Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dijamin 
secara kesanggupan penuh (Full commitment) dan sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp645.000.000.000,- 
(enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (Best Effort), dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 
I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah 
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua 
persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 
Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang 
dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah tersebut. 
 
Susunan dan jumlah porsi full commitment serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond adalah sebagai berikut : 
 

No. Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) Persentase 
(%) Seri A Seri B Total (Rp) 

1. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 15.000 72.000 87.000 24,51 
2. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 54.000 74.000 128.000 36,06 
3. PT Indo Premier Sekuritas 20.000 77.000 97.000 27,32 
4. PT Maybank Kim Eng Sekuritas 42.500 500 43.000 12,11 

Total 131.500 223.500 355.000 100,00 
 
Susunan dan jumlah porsi serta persentase full commitment dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai 
berikut : 
 

No. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) Persentase 
(%) Seri A Seri B Total (Rp) 

1. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 298.000 66.000 364.000 36,40 
2. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 160.000 153.000 313.000 31,30 
3. PT Indo Premier Sekuritas 107.000 96.000 203.000 20,30 
4. PT Maybank Kim Eng Sekuritas 115.000 5.000 120.000 12,00 

Total 680.000 320.000 1.000.000 100,00 
 
Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, yang bertindak 
sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 
2018 adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. 
 
PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah adalah pihak yang memiliki hubungan 
Afiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan 
dalam UUPM, sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan Para Penjamin Emisi Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah lainnya dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak 
langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 
 
Metode Penentuan Harga Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
 
Tingkat Kupon Green Bond dan Pendapatan Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasi 
penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo 
masing-masing seri Green Bond dan Sukuk Mudharabah, serta risk premium yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan 
Green Bond dan Sukuk Mudharabah. 
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XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan (Partner : Soemarjono Soemarsono, S.H) 
Jl. Sultan Agung  No.62  
Jakarta 12970 
Telp. : (021) 8294960, (021) 8303400 
Faksimili : (021) 8280530 
 
STTD  : 03/STTD-KH/PM/1992 tanggal 1 Desember 1992 
Surat Penunjukan  : 3780/SMI/DOK/DUP/SPK/0418 tertanggal 11 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi  : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92003 
Pedoman Kerja   : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari 

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 
KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto Nomor 
KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012. 

 
Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. 

Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan 
dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. 
Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum 
yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut 
segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang 
menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai 
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip 
keterbukaan.  

   
2. Akuntan Publik : Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Partner : Doli Diapary Siregar) 

(Anggota dari BKR International) 
Menara Kuningan 11th Floor 
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 
Jakarta 12940 
Telp. : (021) 300 15702 – 05  
Faksimili : (021) 300 15701 
 
No. STTD : No. AP-314/PM.22/2018 
Surat Penunjukan  : S-350/SMI/DKD/0418 tertanggal 19 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0396 
Pedoman Kerja  : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) 
 

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta 
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah 
laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.  
Audit yang dilakukan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang 
angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung 
pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam 
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan 
penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan 
dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit 
yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas 
pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan 
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh 
manajemen, serta pengevaluasian atas panyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 

   
3. Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. 

Jl. Panglima Polim V/11 
Jakarta 12160 
Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542 
Faksimili : (021) 726 5090 
 
No. STTD  : 450/BL/STTD-N/2011 tertanggal 3 Maret 2011 
Surat Penunjukan  : 3778/SMI/DOK/DUP-SPK/0418 tertanggal 11 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi  : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146 
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XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan (Partner : Soemarjono Soemarsono, S.H) 
Jl. Sultan Agung  No.62  
Jakarta 12970 
Telp. : (021) 8294960, (021) 8303400 
Faksimili : (021) 8280530 
 
STTD  : 03/STTD-KH/PM/1992 tanggal 1 Desember 1992 
Surat Penunjukan  : 3780/SMI/DOK/DUP/SPK/0418 tertanggal 11 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi  : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92003 
Pedoman Kerja   : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari 

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 
KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto Nomor 
KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012. 

 
Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. 

Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan 
dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. 
Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum 
yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut 
segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang 
menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai 
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip 
keterbukaan.  

   
2. Akuntan Publik : Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Partner : Doli Diapary Siregar) 

(Anggota dari BKR International) 
Menara Kuningan 11th Floor 
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 
Jakarta 12940 
Telp. : (021) 300 15702 – 05  
Faksimili : (021) 300 15701 
 
No. STTD : No. AP-314/PM.22/2018 
Surat Penunjukan  : S-350/SMI/DKD/0418 tertanggal 19 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0396 
Pedoman Kerja  : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) 
 

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta 
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah 
laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.  
Audit yang dilakukan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang 
angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung 
pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam 
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan 
penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan 
dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit 
yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas 
pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan 
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh 
manajemen, serta pengevaluasian atas panyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 

   
3. Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. 

Jl. Panglima Polim V/11 
Jakarta 12160 
Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542 
Faksimili : (021) 726 5090 
 
No. STTD  : 450/BL/STTD-N/2011 tertanggal 3 Maret 2011 
Surat Penunjukan  : 3778/SMI/DOK/DUP-SPK/0418 tertanggal 11 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi  : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146 

Pedoman Kerja  : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. 

 
Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah, 

antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi 
Green Bond dan Sukuk Mudharabah, serta akta-akta pengubahannya.  

   
4. Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Plaza Mandiri Lantai 22 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190 
Tel: (62-21) 527 5370, 524 5161 
Fax: (62-21) 526 8201. 526 3602 
No. STTD  : 17/STTD-WA/PM/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 
Surat Penunjukan Green Bond :  3753/SMI/DOK/DUP-SPK/0418 tertanggal 11 April 2018 
Surat Penunjukan Sukuk         :  3777/SMI/DOK/DUP-SPK/0418 tertanggal 11 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi  : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan  

No. 05/12/2008 
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal 

serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. 
 

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di 
luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
sesuai dengan syarat-syarat Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan pengelolaan jaminan 
fidusia untuk kepentingan Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah, dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku yaitu meliuti 
pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menentukan nilai pasar dan aset tetap yang 
menjadi jaminan atas Green Bond dan Sukuk Mudharabah Perseroan dengan berpedoman pada 
norma-norma Penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2002 dan Kode Etik 
Penilai Indonesia (KEPI).  

 
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal kecuali PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.  
 
Sesuai ketentuan dalam Peraturan No.VI.C.3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat 
Obligasi yang diterbitkan Perseroan: 
 

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua 
puluh lima per seratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai ketentuan Peraturan No.VI.C.3.  

 

2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Green Bond dan Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan 
Peraturan No.VI.C.3. 

 

3. Tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam 
hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhi 
kewajibannya kepada Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 18, Wali Amanat mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan 
yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau 
tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang 
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
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XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 
 
Sehubungan dengan emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 
Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018, yang bertindak sebagai Wali Amanat 
adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamatkan di Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 
dimana telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan 
I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.65 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 
2018 No. 24 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No.68 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 28 tanggal 16 Mei 2018, yang semuanya dibuat di hadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat. 
 
Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk 
dan atas nama pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah dalam rangka emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green 
Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal  
27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 
 
Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2018 bahwa 
Wali Amanat telah melakukan penelaahan/Uji Tuntas. 
 
Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. 
 
Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 18, Wali Amanat mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan 
yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau 
tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang 
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
 
(1) RIWAYAT SINGKAT 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., 
Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 
1998, diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan BNRI No. 6859 Tahun 1998. 
 
Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), 
PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (“Bapindo”). 
 
Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir  diubah  dengan Akta tertanggal sebelas April tahun 
dua ribu delapan belas (11-04-2018) Nomor : 21, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  
di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 17-04-2018 (tujuh belas April tahun dua ribu delapan 
belas) Nomor : AHU-AH.01.03- 0151774.  
 
(2) PERMODALAN  
 
Berdasarkan keputusan rapat komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam 
Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris  
di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per  31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom 
selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per lembar saham 

Jumlah lembar Saham Jumlah Nilai Saham 
(Rp) 

Kepemilikan 
Saham(%) 

Modal Dasar:     
- Saham Seri A Dwiwarna 1         250 0,00 
- Saham Biasa Seri B 63.999.999.999  15.999.999.999.750 100,00 
Jumlah Modal Dasar 64.000.000.000 16.000.000.000.000 100,00 
Modal Ditempatkan dan Disetor:     
Negara Republik Indonesia    
- Saham Seri A Dwiwarna 1          250 0,00 
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XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 
 
Sehubungan dengan emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 
Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018, yang bertindak sebagai Wali Amanat 
adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamatkan di Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 
dimana telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan 
I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.65 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian 
Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 
2018 No. 24 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No.68 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 28 tanggal 16 Mei 2018, yang semuanya dibuat di hadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat. 
 
Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk 
dan atas nama pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah dalam rangka emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green 
Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal  
27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 
 
Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2018 bahwa 
Wali Amanat telah melakukan penelaahan/Uji Tuntas. 
 
Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. 
 
Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 18, Wali Amanat mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan 
yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau 
tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang 
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
 
(1) RIWAYAT SINGKAT 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., 
Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 
1998, diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan BNRI No. 6859 Tahun 1998. 
 
Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), 
PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (“Bapindo”). 
 
Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir  diubah  dengan Akta tertanggal sebelas April tahun 
dua ribu delapan belas (11-04-2018) Nomor : 21, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  
di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 17-04-2018 (tujuh belas April tahun dua ribu delapan 
belas) Nomor : AHU-AH.01.03- 0151774.  
 
(2) PERMODALAN  
 
Berdasarkan keputusan rapat komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam 
Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris  
di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per  31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom 
selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per lembar saham 

Jumlah lembar Saham Jumlah Nilai Saham 
(Rp) 

Kepemilikan 
Saham(%) 

Modal Dasar:     
- Saham Seri A Dwiwarna 1         250 0,00 
- Saham Biasa Seri B 63.999.999.999  15.999.999.999.750 100,00 
Jumlah Modal Dasar 64.000.000.000 16.000.000.000.000 100,00 
Modal Ditempatkan dan Disetor:     
Negara Republik Indonesia    
- Saham Seri A Dwiwarna 1          250 0,00 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp500 per lembar saham 

Jumlah lembar Saham Jumlah Nilai Saham 
(Rp) 

Kepemilikan 
Saham(%) 

- Saham Biasa Seri B  27.999.999.999   6.999.999.999.500  60.00 
Direksi 4.152.658 1.038.164.500 0,00 
Publik (masing-masing di bawah 5%) 18.662.514.008 4.665.628.502.000 40,00 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor   46.666.666.666   11.666.666.666.500  100,00 

 
(3) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 

 
Berdasarkan Akta  tertanggal  sebelas April tahun dua ribu delapan belas (11-04-2018), Nomor: 20, dibuat di hadapan ASHOYA 
RATAM, Sarjana  Hukum,  Magister  Kenotariatan,  Notaris di Jakarta, yang  telah  mendapatkan  penerimaan  pemberitahuan  dari 
Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia sesuai  dengan  suratnya  tanggal  tujuh belas April tahun dua ribu 
delapan belas (17-04-2018) Nomor : AHU-AH.01.03-0151774, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai 
berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono 
Wakil Komisaris Utama    : Imam Apriyanto Putro 
Komisaris Independen   : Goei Siauw Hong 
Komisaris Independen   : Bangun Sarwito Kusmulyono 
Komisaris     : Askolani 
Komisaris     :   Ardan Adiperdana 
Komisaris Independen   :      Makmur Keliat 
Komisaris Independen   :      Widyo Pramono 
 
Direksi   
Direktur Utama    : Kartika Wirjoatmodjo 
Wakil Direktur Utama    : Sulaiman Arif Arianto 
Direktur Corporate Banking  : Royke Tumilaar 
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan  : Heri Gunardi 
Direktur Treasury dan International Banking : Darmawan Junaidi 
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Rico Usthavia Frans 
Direktur Manajemen Resiko  : Ahmad Sidik Badruddin 
Direktur Retail Banking   : Donsuwan Simatupang 
Direktur Keuangan   : Panji Irawan 
Direktur Hubungan Kelembagaan  : Alexandra Askandar 
Direktur Kepatuhan   : Agus Dwi Handaya 
 

 
(4) KEGIATAN USAHA 

 
Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan 
usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: 

 
1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan. 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha 

sebagai berikut : 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan 

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 
b. Memberikan kredit; 
c. Menerbitkan surat pengakuan utang; 
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

• Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masa berlakunya tidak 
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

• Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud; 

• Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 
• Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
• Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
• Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan 

surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 
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g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat  

di bursa efek; 
k. Melakukan kegiatan anjak piutang. usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 
l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh yang berwenang; 
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 
 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula : 
 

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, 

modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh yang berwenang; 

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun; 

5. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi 
kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 
secepatnya. 

 
Di dalam pengembangan Pasar Modal, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :  

 
1. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut : 

• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”) 
• PT Bank Bukopin Tbk  
• PT Maybank Finance Indonesia 
• PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
• PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
• PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
• PT Bank Panin Tbk 
• PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar 
• PT Bank DKI 
• PT PP Properti Tbk 
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
• PT Bank UOB Indonesia 
• PT Oto Multiartha 
• PT Bussan Auto Finance 

 
2. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN : 

 
• PT Bundamedik 
• PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk 
• PT Belitang Panen Raya 
• PT HK Realtindo 
• PT LEN Industri (Persero) 
• PT Indoturbine 
• PT Inti (Persero) 
• PT Wika Realty 
• PT Voksel Electric Tbk 
• PT Radana Bhaskara Finance 
• PT Jembatan Nusantara 
• PT Perkebunan Nusantara III 
• PT Semen Indonesia Tbk 

 
3. Jasa Receiving Bank dalam Initial Public Offering:  

• PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 
• PT Mega Manunggal Property Tbk 
• PT Merdeka Copper & Gold Tbk 
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g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat  

di bursa efek; 
k. Melakukan kegiatan anjak piutang. usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 
l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh yang berwenang; 
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 
 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula : 
 

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, 

modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh yang berwenang; 

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun; 

5. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi 
kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 
secepatnya. 

 
Di dalam pengembangan Pasar Modal, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :  

 
1. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut : 

• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”) 
• PT Bank Bukopin Tbk  
• PT Maybank Finance Indonesia 
• PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
• PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
• PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
• PT Bank Panin Tbk 
• PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar 
• PT Bank DKI 
• PT PP Properti Tbk 
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
• PT Bank UOB Indonesia 
• PT Oto Multiartha 
• PT Bussan Auto Finance 

 
2. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN : 

 
• PT Bundamedik 
• PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk 
• PT Belitang Panen Raya 
• PT HK Realtindo 
• PT LEN Industri (Persero) 
• PT Indoturbine 
• PT Inti (Persero) 
• PT Wika Realty 
• PT Voksel Electric Tbk 
• PT Radana Bhaskara Finance 
• PT Jembatan Nusantara 
• PT Perkebunan Nusantara III 
• PT Semen Indonesia Tbk 

 
3. Jasa Receiving Bank dalam Initial Public Offering:  

• PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 
• PT Mega Manunggal Property Tbk 
• PT Merdeka Copper & Gold Tbk 

• PT PP Properti Tbk 
• PT Binakarya Propertindo Tbk 
• PT Mitra Pemuda Tbk 
• PT Duta Intidaya Tbk 
• PT Aneka Gas Industri Tbk 
• PT Hartadinata Abadi Tbk 
• PT MAP Boga Adiperkasa Tbk 
• PT M Cash Integrasi Tbk 
• PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) 
• PT PP Presisi Tbk 
• PT Jasa Armada Indonesia Tbk 

 
4. Mengelola Rekening Penampungan (Escrow Agent) & Agen Penjaminan (Security Agent) 
5. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Custodian)  

 
(5) KANTOR CABANG PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 
 
Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 
2017, Bank Mandiri telah memiliki jejaring kantor yang terdiri atas : 1 (satu) kantor pusat, 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.631 cabang 
yang tersebar di seluruh Indonesia, 6 (enam) cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong,  Dili Timor 
Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan Dili Timor Plaza dan 1 Kantor Remittance Hong Kong.  
 
(6) TUGAS POKOK 
 

Sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Green Bond dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tugas pokok Wali Amanat 
adalah mewakili kepentingan Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan 
hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-
syarat Green Bond dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 
 
(7) LAPORAN KEUANGAN 
 

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank 
Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2017 Indonesia dan laporan keuangan 
konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasian, sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

 
Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2017 2016 

   
ASET   
Kas  24.268.563 22.906.775 
Penempatan pada Bank Indonesia 104.624.672 111.261.518 
Penempatan pada Bank Lain - Bersih 32.547.351 25.256.905 
Tagihan Spot & Derivatif 448.166 240.870 
Efek-efek - bersih  158.216.153 151.446.139 
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali 4.187.398 3.914.691 
Tagihan Reverse Repo 2.629.315 5.054.488 
Tagihan Akseptasi 12.544.494 14.789.244 
Kredit 712.037.865 649.322.953 
Piutang pembiayaan konsumen 15.145.219 11.855.216 
Penyertaan 346.236 255.409 
Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan (35.867.366) (235.278.138) 
Aset tidak berwujud 2.401.467 1.955.496 
Aset tetap dan inventaris 36.618.753 35.663.290 
Aset non produktif 1.695.650 964.140 
Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan (321.173) (292.430) 
Sewa Pembiayaan 2.364.629 834.483 
Aset Pajak Tangguhan 5.564.319 5.990.101 
Aset Lainnya 45.249.136 32.534.859 
JUMLAH ASET 1.124.700.847 1.038.706.009 
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Keterangan 31 Desember 
2017 2016 

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS 
Liabilitas   
Giro 203.390.145 187.052.253 
Tabungan 336.912.644 302.327.614 
Deposito Berjangka 275.503.802 273.120.837 
Pinjaman dari bank lain 8.794.796 9.668.280 
Liabilitas Spot dan derivatif 278.262 503.667 
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali 3.592.883 3.353.042 
Utang akseptasi 12.544.494 14.789.244 

Surat berharga yang diterbitkan 16.776.200 8.953.959 
Pinjaman yang diterima 35.895.180 36.05.018 

Setoran jaminan 1.416.164 1.517.665 
Liabilitas pajak tangguhan - - 
Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked 23.254.035 19.602.950 
Liabilitas lainnya 36.336.110 28.341.757 
Jumlah Liabilitas 954.694.715 885.336.286 
   

Ekuitas   
Modal saham 11.666.667 11.666.667 
Tambahan Modal disetor / Agio Saham 17.316.192 17.316.192 
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang 
asing 169.523 202.363 
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam 
kelompok tersedia untuk dijual 1.402.359 (924.074) 
Bagian efektif lindung nilai arus kas (10.643) - 
Keuntungan revaluasi asset tetap 25.666.631 25.140.523 
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (619.004) 17.658 
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (124.403) (92.751) 
Ekuitas lainnya (106.001) (92.751) 
Cadangan umum 2.333.333 2.333.333 
Cadangan Tujuan - - 
Laba (rugi) tahun-tahun lalu 88.384.506 80.790.895 
Laba (rugi) tahun berjalan 20.639.683 13.806.565 
Kepentingan non pengendali 3.287.289 2.915.785 
Jumlah Ekuitas 170.006.132 153.369.723 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.124.700.847 1.038.406.009 

 
Laporan Laba Rugi – Konsolidasi 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

 
2017 2016 

   

Pendapatan dan Beban Operasional   
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih 52.327.159 25.686.829 
Pendapatan Premi - Bersih 2.465.075 1.290.661 
Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih 54.792.234 26.977.490 
Pendapatan Operasional Lainnya 23.912.357 11.297.629 
Beban Operasional Lainnya 51.534.840 25.793.061 
Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih (27.622.483) (14.495.432) 
Laba Operasional 27.169.751 12.482.058 
Laba (Rugi) Non Operasional - bersih (12.888) (47.334) 
Laba (Rugi) Periode Berjalan Sebelum Pajak 27.156.863 12.434.724 
Beban Pajak - bersih (5.713.821) (2.577.504) 
Laba Bersih 21.443.042 9.857.220 

 
Alamat  Wali Amanat adalah sebagai berikut: 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
International Banking & Financial Institutions Group 

Plaza Mandiri Lantai 22 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 

Jakarta 12190. Indonesia  
www.bankmandiri.co.id 

Telp. (021) 5268216, 5245161 
Faks. (021) 5268201 



121

Keterangan 31 Desember 
2017 2016 

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS 
Liabilitas   
Giro 203.390.145 187.052.253 
Tabungan 336.912.644 302.327.614 
Deposito Berjangka 275.503.802 273.120.837 
Pinjaman dari bank lain 8.794.796 9.668.280 
Liabilitas Spot dan derivatif 278.262 503.667 
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali 3.592.883 3.353.042 
Utang akseptasi 12.544.494 14.789.244 

Surat berharga yang diterbitkan 16.776.200 8.953.959 
Pinjaman yang diterima 35.895.180 36.05.018 

Setoran jaminan 1.416.164 1.517.665 
Liabilitas pajak tangguhan - - 
Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked 23.254.035 19.602.950 
Liabilitas lainnya 36.336.110 28.341.757 
Jumlah Liabilitas 954.694.715 885.336.286 
   

Ekuitas   
Modal saham 11.666.667 11.666.667 
Tambahan Modal disetor / Agio Saham 17.316.192 17.316.192 
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang 
asing 169.523 202.363 
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam 
kelompok tersedia untuk dijual 1.402.359 (924.074) 
Bagian efektif lindung nilai arus kas (10.643) - 
Keuntungan revaluasi asset tetap 25.666.631 25.140.523 
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (619.004) 17.658 
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (124.403) (92.751) 
Ekuitas lainnya (106.001) (92.751) 
Cadangan umum 2.333.333 2.333.333 
Cadangan Tujuan - - 
Laba (rugi) tahun-tahun lalu 88.384.506 80.790.895 
Laba (rugi) tahun berjalan 20.639.683 13.806.565 
Kepentingan non pengendali 3.287.289 2.915.785 
Jumlah Ekuitas 170.006.132 153.369.723 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.124.700.847 1.038.406.009 

 
Laporan Laba Rugi – Konsolidasi 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

 
2017 2016 

   

Pendapatan dan Beban Operasional   
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih 52.327.159 25.686.829 
Pendapatan Premi - Bersih 2.465.075 1.290.661 
Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih 54.792.234 26.977.490 
Pendapatan Operasional Lainnya 23.912.357 11.297.629 
Beban Operasional Lainnya 51.534.840 25.793.061 
Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih (27.622.483) (14.495.432) 
Laba Operasional 27.169.751 12.482.058 
Laba (Rugi) Non Operasional - bersih (12.888) (47.334) 
Laba (Rugi) Periode Berjalan Sebelum Pajak 27.156.863 12.434.724 
Beban Pajak - bersih (5.713.821) (2.577.504) 
Laba Bersih 21.443.042 9.857.220 

 
Alamat  Wali Amanat adalah sebagai berikut: 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
International Banking & Financial Institutions Group 

Plaza Mandiri Lantai 22 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 

Jakarta 12190. Indonesia  
www.bankmandiri.co.id 

Telp. (021) 5268216, 5245161 
Faks. (021) 5268201 

XIV. TATA CARA PEMESANAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
1. PENDAFTARAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 
 
Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI 
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Green Bond dan Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan 
didaftarkannya Green Bond dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan 
berlaku ketentuan sebagai berikut : 
 
a. Perseroan tidak menerbitkan Green Bond dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Green 

Bond dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah. Green Bond dan Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. 
Selanjutnya Green Bond dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-
lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 6 Juli 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau 
Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Green Bond dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi 
Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek; 
 

b. Pengalihan kepemilikan atas Green Bond dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, 
yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; 
 

c. Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah yang berhak atas pembayaran Bunga Green Bond dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Green Bond 
dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU serta hak-hak lainnya 
yang melekat pada Green Bond dan Sukuk Mudharabah; 
 

d. Pembayaran Green Bond dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan jumlah Pokok Green Bond dan/atau pembayaran kembali 
Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Green Bond 
dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Green Bond dan/atau Pendapatan 
Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Green Bond dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang berhak 
atas Bunga Green Bond dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Green Bond dan/atau 
Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Green Bond dan Pendapatan Bagi Hasil, kecuali 
ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 

e. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah dengan 
memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Green Bond dan Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan 
sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan 
RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; 

 
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Green Bond dan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan 

Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 
 

2. PEMESAN YANG BERHAK 
 
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau 
lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Green Bond dan Sukuk Mudharabah sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.  
 
3. PEMESANAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Pemesanan pembelian Green Bond dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Green Bond 
(“FPPGB”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (“FPPSM”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh  
di kantor Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XV Prospektus ini, dan pemesanan yang 
telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. 
 
Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
i. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan 
ii. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan 

efek. 
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4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN 
 
Pemesanan pembelian Green Bond dan Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 
 
5. MASA PENAWARAN UMUM 
 
Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 2 Juli 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. 
 
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH  
 
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah dengan 
mengajukan FPPGB dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Bab XV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan 
FPPGB/FPPSM. 
 
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Para Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPGB/FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti 
tanda terima pemesanan pembelian Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 
 
8. PENJATAHAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal  
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Juli 2018. 
 
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa 
Pihak tertentu mengajukan pemesanan Green Bond dan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran 
Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 
satu formulir pemesanan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling 
lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum. 
 
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan 
kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7. 
 
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Green Bond dan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan 
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2018 (in good funds) pada rekening Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah dibawah ini:  
 

Rekening Green Bond Rekening Sukuk Mudharabah 
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 

Bank CIMB Niaga 
Cabang Graha Niaga 

No. Rekening: 800043680000 
Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 

Bank CIMB Niaga Syariah 
Cabang Victoria 

No. Rekening: 860002148400 
Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 

  
PT Danareksa Sekuritas PT Danareksa Sekuritas 

Bank Permata 
Cabang Sudirman 

No. Rekening: 4001763690  
Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas 

 

Bank Muamalat 
Cabang Sudirman 

No. Rekening: 3010070250 
Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas 

 
PT Indo Premier Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas 

Bank Mandiri 
Cabang Bursa Efek Jakarta 

No. Rekening: 1040004124272 
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas 

Bank Maybank Indonesia 
Cabang Bursa Efek Jakarta 
No. Rekening: 2739000111 

Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas 
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4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN 
 
Pemesanan pembelian Green Bond dan Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 
 
5. MASA PENAWARAN UMUM 
 
Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 2 Juli 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. 
 
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH  
 
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah dengan 
mengajukan FPPGB dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Bab XV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan 
FPPGB/FPPSM. 
 
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Para Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPGB/FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti 
tanda terima pemesanan pembelian Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Green Bond dan 
Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 
 
8. PENJATAHAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal  
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Juli 2018. 
 
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa 
Pihak tertentu mengajukan pemesanan Green Bond dan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran 
Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 
satu formulir pemesanan Green Bond dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling 
lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum. 
 
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan 
kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7. 
 
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Green Bond dan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan 
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2018 (in good funds) pada rekening Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah dibawah ini:  
 

Rekening Green Bond Rekening Sukuk Mudharabah 
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 

Bank CIMB Niaga 
Cabang Graha Niaga 

No. Rekening: 800043680000 
Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 

Bank CIMB Niaga Syariah 
Cabang Victoria 

No. Rekening: 860002148400 
Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 

  
PT Danareksa Sekuritas PT Danareksa Sekuritas 

Bank Permata 
Cabang Sudirman 

No. Rekening: 4001763690  
Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas 

 

Bank Muamalat 
Cabang Sudirman 

No. Rekening: 3010070250 
Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas 

 
PT Indo Premier Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas 

Bank Mandiri 
Cabang Bursa Efek Jakarta 

No. Rekening: 1040004124272 
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas 

Bank Maybank Indonesia 
Cabang Bursa Efek Jakarta 
No. Rekening: 2739000111 

Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas 

Rekening Green Bond Rekening Sukuk Mudharabah 
PT Maybank Kim Eng Sekuritas PT Maybank Kim Eng Sekuritas 

Bank Maybank Indonesia 
Cabang Bursa Efek Indonesia 
No. Rekening: 2170416728 

Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas 

Bank Maybank Indonesia 
Cabang Bursa Efek Indonesia 
No. Rekening: 2739000019 

Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas 
  

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan 
pembayaran tidak dipenuhi. 
 
10. DISTRIBUSI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK 
 
Distribusi Green Bond dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018, Perseroan wajib menerbitkan 
Sertifikat Jumbo Green Bond dan Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk 
mengkreditkan Green Bond dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah 
di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Green Bond dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi 
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Green 
Bond dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Green Bond dan Sukuk Mudharabah dari Rekening 
Green Bond dan Sukuk Mudharabah Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin 
Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk 
Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi 
Green Bond dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Green Bond dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi 
tanggung jawab Penjamin Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. 
 
11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 
 
Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Green Bond kepada pemesan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan 
yaitu Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk tiap 
hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Green Bond diperhitungkan secara proporsional untuk tiap hari 
keterlambatan (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat, sampai dengan seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda 
dibayarkan secara lunas), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga 
puluh) hari, dimana denda tersebut dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal penjatahan Penawaran Umum tersebut. 
Pengembalian uang pemesanan Green Bond dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018. 
  
Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah kepada pemesan, maka pihak yang menyebabkan 
keterlambatan yaitu Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kompensasi kerugian 
kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil yang diperhitungkan 
secara proporsional untuk tiap hari keterlambatan (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat, sampai dengan seluruh jumlah yang 
seharusnya dibayar ditambah denda dibayarkan secara lunas), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari 
atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, dimana denda atau kompensasi kerugian tersebut dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah 
tanggal penjatahan Penawaran Umum tersebut. Pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018. 
  
Apabila uang pengembalian pemesanan Green Bond dan Sukuk Mudharabah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk 
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau 
Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian kepada para pemesan Green Bond dan Sukuk Mudharabah. 
 
Pembayaran pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dengan transfer kepada rekening pemesan. 
 
12. LAIN-LAIN 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Green Bond 
dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
 
13. AGEN PEMBAYARAN 
 
Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan 
Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Green Bond 
kepada Pemegang Green Bond dan melaksanan pembayaran dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang 
Sukuk Mudharabah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI. 
 
Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: 
 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 

Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 
Jakarta 12190 

Telepon: (021) 5299 1099 
Faksimili: (021) 5299 1199 
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XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 

Prospektus dapat diperoleh oleh calon investor saat Masa Penawaran Umum pada tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2018 pada 
kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah di bawah ini: 

 
PENJAMIN PELAKSANA EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 

 
 

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 
 

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 11 
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 
Tel. (021) 515 4660 
Fax. (021) 515 4661 

www.cimb.com  
jk.cso@cimb.com  

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 
 

Gedung Danareksa 
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 

Jakarta 10110 
Tel. (021) 2980 2000 

Fax. (021) 350-1724/25 
www.danareksa.com 

IB-Group1@danareksa.com  
  

PT Indo Premier Sekuritas 
 

Wisma GKBI 7/F Suite 718 
Jl. Jend. Sudirman No.28 
Jakarta 10210 - Indonesia 

Tel. : (021) 5793-1168 
Fax. : (021) 5793-1220 
www.indopremier.com 

ips.cf@ipc.co.id 

PT Maybank Kim Eng Sekuritas 
 

Sentral Senayan III Lantai 22,  
Jl. Asia Afrika No. 8, GBK, Senayan,  

Jakarta 10270, Indonesia 
Tel. (6221) 8066 - 8500 
Fax. (6221) 8066 - 8501 
www.maybank-ke.co.id 

DCM@maybank-ke.co.id  
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XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 

Prospektus dapat diperoleh oleh calon investor saat Masa Penawaran Umum pada tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2018 pada 
kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Green Bond dan Sukuk Mudharabah di bawah ini: 

 
PENJAMIN PELAKSANA EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH 

 
 

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 
 

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 11 
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 
Tel. (021) 515 4660 
Fax. (021) 515 4661 

www.cimb.com  
jk.cso@cimb.com  

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 
 

Gedung Danareksa 
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 

Jakarta 10110 
Tel. (021) 2980 2000 

Fax. (021) 350-1724/25 
www.danareksa.com 

IB-Group1@danareksa.com  
  

PT Indo Premier Sekuritas 
 

Wisma GKBI 7/F Suite 718 
Jl. Jend. Sudirman No.28 
Jakarta 10210 - Indonesia 

Tel. : (021) 5793-1168 
Fax. : (021) 5793-1220 
www.indopremier.com 

ips.cf@ipc.co.id 

PT Maybank Kim Eng Sekuritas 
 

Sentral Senayan III Lantai 22,  
Jl. Asia Afrika No. 8, GBK, Senayan,  

Jakarta 10270, Indonesia 
Tel. (6221) 8066 - 8500 
Fax. (6221) 8066 - 8501 
www.maybank-ke.co.id 

DCM@maybank-ke.co.id  
 

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran 
Umum Green Bond dan Sukuk Mudharabah melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Soemarjono, Herman & 
Rekan. 
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SSC-2818 (SS-SR-RS-PD-CS) LO PUB I Green Bond dan Sukuk Mudharabah (RS)  

 Seri A :  Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar                  
Rp 131.500.000.000 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta 
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,55% (tujuh 
koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 
(tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari 
Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal  
6 Juli 2021; 

 Seri B :  Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar                          
Rp 223.500.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta 
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,80% (tujuh 
koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 
5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari 
Jumlah Pokok Green Bond Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal  
6 Juli 2023; 

- sisa dari jumlah Pokok Green Bond yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar                      
Rp 645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin 
secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik 
(best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual 
tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Green Bond tersebut. 

  
2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 

(“Sukuk Mudharabah”) yang diterbitkan tanpa warkat dan Pendapatan Bagi Hasil 
dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dengan total dana sebesar Rp 1.000.000.000.000,- 
(satu triliun Rupiah), yang terdiri atas 2 (dua) seri dengan rincian sebagai berikut : 
 Seri A :  Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar                    

Rp 680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan 
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya 
nisbah adalah 14,31% (empat belas koma tiga satu persen) dari 
Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 
ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu 
Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021; 

 Seri B :  Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar                  
Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan 
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya 
nisbah adalah 6,96% (enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan 
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% 
(tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk 
Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023. 

 
 
 
          Sehubungan ........................../3. 
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 Seri A :  Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar                  
Rp 131.500.000.000 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta 
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,55% (tujuh 
koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 
(tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari 
Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal  
6 Juli 2021; 

 Seri B :  Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar                          
Rp 223.500.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta 
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,80% (tujuh 
koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 
5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan 
secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari 
Jumlah Pokok Green Bond Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal  
6 Juli 2023; 

- sisa dari jumlah Pokok Green Bond yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar                      
Rp 645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin 
secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik 
(best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual 
tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Green Bond tersebut. 

  
2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 

(“Sukuk Mudharabah”) yang diterbitkan tanpa warkat dan Pendapatan Bagi Hasil 
dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dengan total dana sebesar Rp 1.000.000.000.000,- 
(satu triliun Rupiah), yang terdiri atas 2 (dua) seri dengan rincian sebagai berikut : 
 Seri A :  Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar                    

Rp 680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan 
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya 
nisbah adalah 14,31% (empat belas koma tiga satu persen) dari 
Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 
ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu 
Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021; 

 Seri B :  Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar                  
Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan 
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan 
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya 
nisbah adalah 6,96% (enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan 
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% 
(tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk 
Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 
Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet 
payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk 
Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023. 

 
 
 
          Sehubungan ........................../3. 
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Sehubungan dengan PUB Green Bond dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah : 
a. Mendapatkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINDO”) 

dengan peringkat idAAA (Triple A) untuk Green Bond dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) 
untuk Sukuk Mudharabah; dan 

b. Menandatangani perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Green Bond dan 
PUB Sukuk Mudharabah yang kami uraikan dalam Pendapat Hukum ini. 

     
Adapun rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUB Green Bond setelah 
dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan maupun  
pembiayaan kembali kegiatan proyek-proyek infrastruktur dalam kategori Kegiatan Usaha 
Berwawasan Lingkungan, yaitu proyek-proyek infrastruktur untuk energi terbarukan, efisiensi 
energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan 
penggunaan lahan yang berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan 
air air limbah yang berkelanjutan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK No. 60. 
Dan dana yang diperoleh dari hasil PUB Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan 
biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan, untuk :  
- sekitar 89% (delapan puluh sembilan persen) untuk pembiayaan syariah melalui Unit 

Usaha Syariah Perseroan;  
- sekitar 10% (sepuluh persen) untuk Investasi Syariah; serta 
- sekitar 1% (satu persen) untuk kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek oleh 

Perseroan, 
sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK 
No.18/POJK.04/2015 dan POJK No.3/POJK.04/2018. 

 
Pembelian kembali Green Bond dan Sukuk Mudharabah ditujukan untuk dimiliki sementara 
lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau 
sebagai pelunasan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal Penjatahan, dan 
hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, 
kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan /penyertaan modal pemerintah. 
Khusus untuk Green Bond, dalam hal Green Bond tidak lagi menjadi efek bersifat utang 
berwawasan lingkungan, Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat dan 
memberikan pilihan bagi Pemegang Green Bond untuk dapat menyampaikan permintaan 
kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk membeli kembali Green Bond dengan harga 
100% (seratus persen) (at par) Green Bond yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang 
Green Bond, dan/atau memberi kompensasi berupa kenaikan bunga Green Bond. 

 
Green Bond dan Sukuk Mudharabah tersebut diatas akan dicatatkan di Bursa Efek 
Indonesia. Wali Amanat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam 
rangka penerbitan Green Bond dan Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana diuraikan di 
bawah ini: 
 
Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terafiliasi) 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan :  -  PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 
Penjamin Emisi Efek -  PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 
     -  PT Indo Premier Sekuritas 
     -  PT Maybank Kim Eng Sekuritas 
     
 
 
 
 
   Sesuai .................................../4. 
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Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Addendum II 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 54 tanggal 25 Juni 2018 
yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para 
Penjamin Emisi Green Bond telah menyetujui menawarkan Green Bond kepada masyarakat 
sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana sebesar                         
Rp 355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara 
kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan bagian penjaminan mereka masing-
masing sebagaimana diuraikan di bawah ini : 
 
1. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dengan bagian penjaminan sebesar                                 

Rp 87.000.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar Rupiah) terdiri dari : 
- Seri A sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah). 

2. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), dengan bagian penjaminan sebesar                         
Rp 128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) terdiri dari: 
- Seri A sebesar Rp 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah). 

3. PT Indo Premier Sekuritas, dengan bagian penjaminan sebesar Rp 97.000.000.000,- 
(sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) terdiri dari: 
- Seri A sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 77.000.000.0000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah). 

4. PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dengan bagian penjaminan sebesar                                 
Rp 43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) terdiri dari: 
- Seri A sebesar Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). 

 
Sisa dari jumlah pokok Green Bond yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar                      
Rp 645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara 
kesanggupan terbaik (best effort) oleh Penjamin Emisi Green Bond. 

 
Selain itu, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Addendum 
II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No. 58 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie 
Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah telah 
menyetujui menawarkan Sukuk kepada masyarakat yang dijamin secara kesanggupan 
penuh (full commitment) sesuai dengan bagian penjaminan mereka masing-masing 
sebagaimana diuraikan di bawah ini : 
 
1. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dengan bagian penjaminan sebesar                               

Rp 364.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari : 
- Seri A sebesar Rp 298.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar  

Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar Rupiah). 

2. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), dengan bagian penjaminan sebesar                          
Rp 313.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah): 
- Seri A sebesar Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah). 
 
 
 
  3. PT ..................................../5. 
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Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Addendum II 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 54 tanggal 25 Juni 2018 
yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para 
Penjamin Emisi Green Bond telah menyetujui menawarkan Green Bond kepada masyarakat 
sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana sebesar                         
Rp 355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara 
kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan bagian penjaminan mereka masing-
masing sebagaimana diuraikan di bawah ini : 
 
1. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dengan bagian penjaminan sebesar                                 

Rp 87.000.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar Rupiah) terdiri dari : 
- Seri A sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah). 

2. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), dengan bagian penjaminan sebesar                         
Rp 128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) terdiri dari: 
- Seri A sebesar Rp 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah). 

3. PT Indo Premier Sekuritas, dengan bagian penjaminan sebesar Rp 97.000.000.000,- 
(sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) terdiri dari: 
- Seri A sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 77.000.000.0000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah). 

4. PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dengan bagian penjaminan sebesar                                 
Rp 43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) terdiri dari: 
- Seri A sebesar Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). 

 
Sisa dari jumlah pokok Green Bond yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar                      
Rp 645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara 
kesanggupan terbaik (best effort) oleh Penjamin Emisi Green Bond. 

 
Selain itu, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Addendum 
II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
Tahap I Tahun 2018 No. 58 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie 
Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah telah 
menyetujui menawarkan Sukuk kepada masyarakat yang dijamin secara kesanggupan 
penuh (full commitment) sesuai dengan bagian penjaminan mereka masing-masing 
sebagaimana diuraikan di bawah ini : 
 
1. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dengan bagian penjaminan sebesar                               

Rp 364.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari : 
- Seri A sebesar Rp 298.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar  

Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar Rupiah). 

2. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), dengan bagian penjaminan sebesar                          
Rp 313.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah): 
- Seri A sebesar Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah). 
 
 
 
  3. PT ..................................../5. 
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3. PT Indo Premier Sekuritas, dengan bagian penjaminan sebesar Rp 203.000.000.000,- 
(dua ratus tiga miliar Rupiah): 
- Seri A sebesar Rp 107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah). 

4. PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dengan bagian penjaminan sebesar                           
Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah): 
- Seri A sebesar Rp 115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah); 
- Seri B sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). 

     
Atas permintaan dan untuk kepentingan Perseroan, kami SOEMARJONO S. S.H.,  Advokat, 
Rekan Sekutu, yang berkantor pada Kantor Advokat (Law Office)  "SOEMARJONO, HERMAN 
& REKAN", Jalan Sultan Agung No. 62, Jakarta Selatan sebagai Profesi Penunjang Pasar 
Modal, terdaftar sebagai Konsultan Hukum dengan Surat Tanda  Terdaftar Profesi Penunjang 
Pasar Modal No.03/STTD-KH/PM/1992 tanggal 01 Desember 1992 dan Anggota Himpunan 
Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92003, yang dalam hal ini berdasarkan surat Perseroan           
No. 3780/SMI/DOK/DUP-SPK/0418 tanggal 11 April 2018 bertindak selaku Konsultan Hukum 
Perseroan, bersama ini memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan sehubungan 
dengan rencana Perseroan melakukan PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah. 
Pendapat mana berdasarkan pada Laporan Uji Tuntas yang telah kami lakukan, yang 
menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. 
  
 
ASUMSI 
 
Pendapat Segi Hukum ini kami berikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: 
 
1. Surat asli yang diperlihatkan adalah otentik. 
 
2. Surat-surat atau dokumen yang disampaikan dalam bentuk fotocopy adalah sesuai 

dengan aslinya.  
 
3. Tandatangan yang tertera pada surat-surat asli dan/atau fotocopy tersebut adalah 

benar-benar tandatangan dari pihak yang menandatangani surat atau dokumen  
tersebut.  

 
4. Keterangan lisan yang disampaikan kepada kami adalah sesuai dengan fakta yang 

sebenarnya dan pihak yang menyampaikannya adalah memang berhak memberikan 
keterangan sebagaimana yang diberikan atas nama Perseroan.  

 
5. Dokumen yang diperiksa dan disampaikan serta informasi yang disampaikan oleh 

Perseroan atau wakil dari Perseroan kepada kami adalah lengkap dan akurat dan 
sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan bukan sebagai informasi 
yang menyesatkan atau tidak lengkap. 

   
6. Pihak ketiga dan/atau instansi yang memberikan informasi dan/atau yang membuat 

perjanjian dengan Perseroan dan atau instansi yang berwenang yang mengeluarkan 
ijin terhadap Perseroan dan atau terhadap aset Perseroan adalah pihak yang berhak 
melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. 

 
 
 
 
 Kualifikasi ............................./6. 
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KUALIFIKASI/PEMBATASAN 
 
Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut: 
  
1. Pendapat Hukum ini dibuat dan didasarkan ketentuan hukum perundang-undangan 

yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia. 
 
2 Pendapat Hukum ini diberikan terbatas pada hal-hal yang disebutkan di dalam surat ini 

dan tidak dapat ditafsirkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan                   
Pendapat Hukum ini. 

 
3. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri untuk 

melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sehubungan 
rencana Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 
UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

 
4. Kami melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai 

dengan Standar Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang 
dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. 

  
5. Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal sehubungan dengan kebenaran data 

finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Kami tidak memberikan 
penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana 
Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta 
kekayaannya terkait. 

 
6. Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal                         

14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 

 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam 
laporan uji tuntas dan mengacu pada asumsi dan kualifikasi/pembatasan tersebut diatas, 
dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut: 
 
1. Bahwa Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dan didirikan 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 
 
2. Bahwa Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama                      

“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur” atau disingkat                  
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 17 tanggal 26 Pebruari 2009 
yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. 
Akta tersebut diatas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum                          
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan                                          
No. AHU-09067.AH.01.01.Tahun 2009  tanggal  24 Maret 2009  dan  telah  didaftarkan  
dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0011180.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal                     
24 Maret 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia               
No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan No.13273/2009 (selanjutnya disebut                  
“Akta Pendirian”). 
 
 
 
 
 Anggaran .............................../7. 
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KUALIFIKASI/PEMBATASAN 
 
Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut: 
  
1. Pendapat Hukum ini dibuat dan didasarkan ketentuan hukum perundang-undangan 

yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia. 
 
2 Pendapat Hukum ini diberikan terbatas pada hal-hal yang disebutkan di dalam surat ini 

dan tidak dapat ditafsirkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan                   
Pendapat Hukum ini. 

 
3. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri untuk 

melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sehubungan 
rencana Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 
UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

 
4. Kami melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai 

dengan Standar Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang 
dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. 

  
5. Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal sehubungan dengan kebenaran data 

finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Kami tidak memberikan 
penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana 
Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta 
kekayaannya terkait. 

 
6. Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal                         

14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 

 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam 
laporan uji tuntas dan mengacu pada asumsi dan kualifikasi/pembatasan tersebut diatas, 
dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut: 
 
1. Bahwa Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dan didirikan 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 
 
2. Bahwa Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama                      

“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur” atau disingkat                  
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 17 tanggal 26 Pebruari 2009 
yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. 
Akta tersebut diatas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum                          
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan                                          
No. AHU-09067.AH.01.01.Tahun 2009  tanggal  24 Maret 2009  dan  telah  didaftarkan  
dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0011180.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal                     
24 Maret 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia               
No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan No.13273/2009 (selanjutnya disebut                  
“Akta Pendirian”). 
 
 
 
 
 Anggaran .............................../7. 
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Anggaran dasar Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan              
dan perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Keputusan Pengganti                 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana ternyata dari                 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 369/KMK.06/2018               
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam           
Modal Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)            
PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 3 Mei 2018 yang kemudian dinyatakan dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)                 
PT Sarana Multi Infrastruktur No. 29 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Irma 
Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham 
menyetujui penetapan perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat (2) dan   
ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. Akta tersebut 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199973 tanggal 17 Mei 2018 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069249.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 
17 Mei 2018 (selanjutnya disebut “Akta No. 29 Tanggal 17 Mei 2018”). 

 
 Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah. Perubahan terakhir terhadap 

anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan                      
dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan                          
yang berlaku yang berkaitan dengan anggaran dasar, namun mengenai pengumuman                     
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta No. 29 Tanggal                
17 Mei 2018 sedang dalam proses pengurusan pada instansi terkait.                           
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia              
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”), pengumuman 
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum                                        
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 
3.  Bahwa maksud dan tujuan dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 

anggaran dasar Perseroan ialah mendorong percepatan penyediaan pembiayaan 
infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan 
multilateral. 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan 
kegiatan usaha sebagai berikut:  
a. Kerja sama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara,                                

Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan 
multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak                       
di bidang pembiayaan infrastruktur; 

b. Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada pihak swasta, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 
termasuk dalam bentuk: 
(i)  penyertaan modal baik secara langsung atau dalam bentuk konversi pinjaman 

menjadi penyertaan modal; 
(ii)  pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan 

infrastruktur; 
 
 
 
 
  c. Pengembangan .................../8. 
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c. Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam 

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur; 
d. Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun 

investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan 
peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur; 

e. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan 
infrastruktur; 

f. Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur; 
g. Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan 

pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam 
penyediaan infrastruktur; 

h. Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan 
infrastruktur; 

i. Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi: 
(i)  Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, 

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan,       
dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

(ii) Melakukan kegiataan penyertaan modal sementara yang berasal dari 
konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk 
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. 
Sehubungan dengan hal-hal diatas, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
4. Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal Laporan Uji Tuntas,                       

struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan telah mengalami 3 (tiga) kali 
perubahan, yaitu sebagai berikut: 
a. Berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham          

Luar Biasa sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 171/KMK.06/2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran 
Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur                        
yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2016 yang kemudian dinyatakan dalam          
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan 
Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara,                          
akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan               
Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 
2016 tanggal 21 Maret 2016, dengan struktur permodalan dan pemegang saham 
sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 No. ......................................../9. 
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c. Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam 

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur; 
d. Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun 

investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan 
peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur; 

e. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan 
infrastruktur; 

f. Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur; 
g. Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan 

pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam 
penyediaan infrastruktur; 

h. Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan 
infrastruktur; 

i. Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi: 
(i)  Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, 

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan,       
dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

(ii) Melakukan kegiataan penyertaan modal sementara yang berasal dari 
konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk 
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. 
Sehubungan dengan hal-hal diatas, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
4. Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal Laporan Uji Tuntas,                       

struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan telah mengalami 3 (tiga) kali 
perubahan, yaitu sebagai berikut: 
a. Berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham          

Luar Biasa sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 171/KMK.06/2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran 
Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur                        
yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2016 yang kemudian dinyatakan dalam          
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan 
Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara,                          
akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan               
Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 
2016 tanggal 21 Maret 2016, dengan struktur permodalan dan pemegang saham 
sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 No. ......................................../9. 
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No. Nama Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 25.000.000 25.000.000.000.000 100 

Modal Ditempatkan dan Disetor 

1. Negara Republik Indonesia 24.356.600 24.356.600.000.000 100 
Jumlah Modal Ditempatkan Dan 
Disetor 24.356.600 24.356.600.000.000 100 

Jumlah Saham Dalam Portepel 643.400 643.400.000.000 - 
 

Berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham            
Luar Biasa sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 728/KMK.06/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Sebagai Pengganti 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 30 September 2016                   
yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal                              
20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., 
Notaris di Kota Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan                           
No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 21 Oktober 2016, modal dasar Perseroan meningkat menjadi sebesar                                       
Rp 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah). 

  
Adapun struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai 
berikut :  

 

No. Nama Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000.000 100 

Modal Ditempatkan dan Disetor 

1. Negara Republik Indonesia 24.356.600 24.356.600.000.000 100 
Jumlah Modal Ditempatkan Dan 
Disetor 24.356.600 24.356.600.000.000 100 

Jumlah Saham Dalam Portepel 25.643.400 25.643.400.000.000 - 
 

b. Berdasarkan Keputusan Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 311/KMK.06/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik 
Indonesia Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 30 Maret 2017                   
yang kemudian  dinyatakan dalam  Akta Pernyataan  Keputusan Pemegang  Saham  
 
 
 
 Perusahaan ........................../10. 
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Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 44 tanggal                
27 April 2017 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.,   
Notaris di Kota Jakarta Utara, akta tersebut telah diberitahukan kepada  Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan                       
No. AHU-AH.01.03-0132939 tanggal 3 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam    
Daftar Perseroan No. AHU-0057345.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017, 
modal ditempatkan/disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar                                 
Rp 28.516.600.000.000,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar 
enam ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik 
Indonesia. 

 
Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut : 
 

No. Nama Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000.000 100 

Modal Ditempatkan dan Disetor 

1. Negara Republik Indonesia  28.516.600 28.516.600.000.000 100 
Jumlah Modal Ditempatkan Dan 
Disetor 28.516.600 28.516.600.000.000 100 

Jumlah Saham Dalam Portepel 21.483.400 21.483.400.000.000 - 
 

c. Berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 17 Mei 2018 tersebut, modal ditempatkan/disetor 
Perseroan meningkat menjadi sebesar Rp 30.516.600.000.000,- (tiga puluh triliun 
lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil 
bagian oleh Negara Republik Indonesia. 

 
Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut : 
 

No. Nama Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000.000 100 

Modal Ditempatkan dan Disetor 

1. Negara Republik Indonesia  30.516.600 30.516.600.000.000 100 
Jumlah Modal Ditempatkan Dan 
Disetor 30.516.600 30.516.600.000.000 100 

Jumlah Saham Dalam Portepel 19.483.400 19.483.400.000.000 - 
 
 
 
 
 Seluruh ................................./11. 
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Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 44 tanggal                
27 April 2017 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.,   
Notaris di Kota Jakarta Utara, akta tersebut telah diberitahukan kepada  Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan                       
No. AHU-AH.01.03-0132939 tanggal 3 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam    
Daftar Perseroan No. AHU-0057345.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017, 
modal ditempatkan/disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar                                 
Rp 28.516.600.000.000,- (dua puluh delapan triliun lima ratus enam belas miliar 
enam ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik 
Indonesia. 

 
Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut : 
 

No. Nama Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000.000 100 

Modal Ditempatkan dan Disetor 

1. Negara Republik Indonesia  28.516.600 28.516.600.000.000 100 
Jumlah Modal Ditempatkan Dan 
Disetor 28.516.600 28.516.600.000.000 100 

Jumlah Saham Dalam Portepel 21.483.400 21.483.400.000.000 - 
 

c. Berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 17 Mei 2018 tersebut, modal ditempatkan/disetor 
Perseroan meningkat menjadi sebesar Rp 30.516.600.000.000,- (tiga puluh triliun 
lima ratus enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) yang seluruhnya diambil 
bagian oleh Negara Republik Indonesia. 

 
Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
menjadi sebagai berikut : 
 

No. Nama Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000.000 100 

Modal Ditempatkan dan Disetor 

1. Negara Republik Indonesia  30.516.600 30.516.600.000.000 100 
Jumlah Modal Ditempatkan Dan 
Disetor 30.516.600 30.516.600.000.000 100 

Jumlah Saham Dalam Portepel 19.483.400 19.483.400.000.000 - 
 
 
 
 
 Seluruh ................................./11. 

11 
 

SSC-2818 (SS-SR-RS-PD-CS) LO PUB I Green Bond dan Sukuk Mudharabah (RS)  

Seluruh modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh pemegang saham 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah terkait penambahan 
penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan.  
 
Pelaksanaan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan telah sah,                
benar dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar 
Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.  
 

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 15 tanggal                        
18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta,             
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan   No. AHU-20712.40.22.2014  tanggal 18  Juli  2014  dan  telah  didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0074504.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014 jo.        
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)         
PT Sarana Multi Infrastruktur No. 06 tanggal 01 Juni 2016, yang dibuat dihadapan    
Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan              
No. AHU-AH.01.03-0053494 tanggal 01 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perusahaan No. AHU-0067389.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016 jo.           
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)       
PT Sarana Multi Infrastruktur No. 19 tanggal 8 September 2017, yang dibuat 
dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0169793 tanggal 8 September 2017 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111938.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 
8 September 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur  No. 21 tanggal 22 Juni 2018 yang 
dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara 
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215585 tanggal 22 Juni 2018 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0081798.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal                 
22 Juni 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tentang 
Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 01 tanggal                      
01 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-27388.40.22.2014 tanggal 02 September 2014 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal                            
02 September 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang 
dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, 
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan No. AHU-AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, 
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana berikut : 
 
 
 Dewan ................................../12. 
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Dewan Komisaris 
Komisaris Utama merangkap : MAHENDRA SIREGAR 
Komisaris Independen 
Komisaris : DINI KUSUMAWATI 
Komisaris : KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA 
Komisaris : DR. IR. WAHYU UTOMO, MS. 
Komisaris Independen : SUKATMO PADMOSUKARSO, S.E., MBA 
 
Direksi 
Direktur Utama : EMMA SRI MARTINI 
Direktur : EDWIN SYAHRUZAD 
Direktur : Ir. DARWIN TRISNA, MSC 
Direktur : AGRESIUS R. KARDIAMAN 
Direktur : M. GHOZIE INDRA DALEL 
 
Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat 
adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan                      
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik.  
 
Saat ini masa jabatan Dewan Pengawas Syariah, yaitu: 
Ketua Dewan Pengawas : ADIWARMAN AZWAR KARIM 
Anggota Dewan Pengawas : MUNIFAH SYANWANI 
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
871/KMK.06/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 30 Nopember 
2016 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 42 tanggal                           
19 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, 
Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0112299 tanggal 27 Desember 2016 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155494.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 27 Desember 2016, telah berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan mengenai persetujuan laporan tahunan yang 
diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2018. Berkenaan dengan pengelolaan Unit Usaha 
Syariah, berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan Nomor : PD-26/SMI/2017 tanggal       
29 Desember 2017 tentang Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi, salah 
seorang Direktur Perseroan yaitu EDWIN SYAHRUZAD, Direktur Pembiayaan dan 
Investasi, bertanggung jawab memimpin kegiatan Unit Usaha Syariah Perseroan.  Hal ini 
telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2015 
tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.  
 
Perseroan  telah memiliki Sekretaris Perusahaan yaitu Ramona Harimurti. 
Pengangkatan Ramona Harimurti sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan 
Keputusan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. SK-005/SMI/0317 tentang 
Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Sekretaris  Perusahaan  tanggal  31  Maret  2017.  
 
 
 
 
        Pengangkatan ......................./13. 
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Dewan Komisaris 
Komisaris Utama merangkap : MAHENDRA SIREGAR 
Komisaris Independen 
Komisaris : DINI KUSUMAWATI 
Komisaris : KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA 
Komisaris : DR. IR. WAHYU UTOMO, MS. 
Komisaris Independen : SUKATMO PADMOSUKARSO, S.E., MBA 
 
Direksi 
Direktur Utama : EMMA SRI MARTINI 
Direktur : EDWIN SYAHRUZAD 
Direktur : Ir. DARWIN TRISNA, MSC 
Direktur : AGRESIUS R. KARDIAMAN 
Direktur : M. GHOZIE INDRA DALEL 
 
Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat 
adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan                      
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik.  
 
Saat ini masa jabatan Dewan Pengawas Syariah, yaitu: 
Ketua Dewan Pengawas : ADIWARMAN AZWAR KARIM 
Anggota Dewan Pengawas : MUNIFAH SYANWANI 
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
871/KMK.06/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 30 Nopember 
2016 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 42 tanggal                           
19 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, 
Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0112299 tanggal 27 Desember 2016 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155494.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 27 Desember 2016, telah berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan mengenai persetujuan laporan tahunan yang 
diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2018. Berkenaan dengan pengelolaan Unit Usaha 
Syariah, berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan Nomor : PD-26/SMI/2017 tanggal       
29 Desember 2017 tentang Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi, salah 
seorang Direktur Perseroan yaitu EDWIN SYAHRUZAD, Direktur Pembiayaan dan 
Investasi, bertanggung jawab memimpin kegiatan Unit Usaha Syariah Perseroan.  Hal ini 
telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2015 
tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.  
 
Perseroan  telah memiliki Sekretaris Perusahaan yaitu Ramona Harimurti. 
Pengangkatan Ramona Harimurti sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan 
Keputusan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. SK-005/SMI/0317 tentang 
Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Sekretaris  Perusahaan  tanggal  31  Maret  2017.  
 
 
 
 
        Pengangkatan ......................./13. 
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Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten 
atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara                   
No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. PER-
01/MBU/2011”).  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-02/SMI/DK/0816 
tanggal 05 Agustus 2016, No. SK-05/SMI/DK/0917 tanggal 14 September 2017,               
No. SK-01/SMI/DK/0518 tanggal 1 Mei 2018 dan No. SK-02/SMI/DK/0618 tanggal              
7 Juni 2018, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan keanggotaan 
adalah sebagai berikut: 
Ketua  : SUKATMO PADMOSUKARSO 
Anggota  : DINI KUSUMAWATI 
Anggota  : AKBAR ANWAR  
Anggota  : AGUSTINUS NICHOLAS L. TOBING 
 
Pengangkatan Komite Audit tersebut telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 
Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 
Indonesia No. PER-10/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.   
 
Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Juni 2017 
dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-270/SMI/DKD/DHC/1017 tanggal                              
19 Oktober 2017, Perseroan telah mengangkat Setyo Wibowo sebagai Kepala Divisi 
Audit Internal. Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal tersebut telah memenuhi 
ketentuan Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan 
Piagam Unit Audit Internal. 

 
 Dalam rangka menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Perseroan tidak membentuk 

komite secara khusus. Namun fungsi nominasi dan remunerasi  dilaksanakan oleh        
Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                           
No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan 
Publik (“POJK No. 34/2014”), sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam 
POJK No. 34/2014. 

  
6. Bahwa Perseroan telah memperoleh Persetujuan dan Pencatatan Unit Usaha Syariah 

(“UUS”) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-372/NB.223/2016 tanggal 
20 April 2016 tentang Persetujuan dan Pencatatan Unit Usaha Syariah dan 
Pelaksanaan Kegiatan Lain Terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur.                        
Dengan diperolehnya persetujuan dan pencatatan atas UUS, Perseroan dapat 
melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  

 
7. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh 

izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatannya tersebut di Indonesia 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dilaksanakan pada 
saat ini dan izin yang dimiliki oleh Perseroan masih berlaku sampai dengan saat ini. 

 
 
 
  8. Bahwa ............................../14. 
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8. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan pada saat ini setelah 
diteliti bukti pemilikan dan penguasaannya berdasarkan bahan-bahan yang ada dan 
berhubungan dengan itu dikuasai dan atau dimiliki oleh Perseroan secara sah. 
Penguasaan dan pemilikan atas barang-barang tersebut, dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Seluruh harta 
kekayaan Perseroan pada saat ini tidak sedang diagunkan secara gadai, fidusia 
mapun hak tanggungan (jaminan kebendaan) untuk pelunasan hutang Perseroan 
kepada pihak lain/kreditur dan pada saat ini harta kekayaan Perseroan juga tidak 
sedang dalam sengketa. 

 Selain itu, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasarnya, Perseroan melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain  
dalam rangka: 
- kerjasama dengan pihak lain pada perusahaan di bidang pembiayaan infrastruktur 

yaitu pada PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (“IIF”) sebanyak 30%                            
(tiga puluh persen) dari modal disetor IIF. 

- investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis yaitu pada                        
PT JASAMARGA PANDAAN MALANG (“JPM”) sebanyak 5% (lima persen)               
dari modal disetor JPM dan pada PT WASKITA TOLL ROAD (“WTR”)                
sebanyak 10,67% (sepuluh koma enam tujuh persen) dari modal disetor WTR. 
 

 Penyertaan yang dilakukan Perseroan pada IIF, JPM dan WTR telah dilakukan           
secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan               
perundang-undangan yang berlaku. 

 
9. Bahwa dari pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada kami,                     

harta kekayaan Perseroan berupa inventaris kantor telah diasuransikan kepada 
perusahaan asuransi. Polis asuransi atas harta kekayaan Perseroan tersebut adalah 
sah dan mengikat sesuai dengan syarat yang tercantum pada masing-masing polis 
pertanggungan yang bersangkutan dan jangka waktu polis asuransi atas harta 
kekayaan Perseroan yang dimaksud masih berlaku. 

 
10.  Bahwa dari pemeriksaan kami mengenai Sumber Daya Manusia pada Perseroan: 

Perseroan telah (i) memenuhi persyaratan Upah Minimum Provinsi Tahun 2018,                
(ii) memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam Peraturan Perusahaan,                           
(iii) mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program jaminan sosial 
tenaga kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                            
(BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan      
(BPJS Kesehatan) serta (iv) kewajiban pelaporan tenaga kerja                                       
(Wajib Lapor Ketenagakerjaan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 
11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Lisensi tanggal 15 Januari 2014 antara Perseroan 

dengan PT Indo Premier Investment Management (“Perjanjian Lisensi”),                         
Perseroan memberikan lisensi kepada PT Indo Premier Investment Management              
atas penggunaan Indeks SMinfra18 dan penggunaan merek dagang                                
“PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) serta “SMinfra18” (untuk selanjutnya disebut 
“Merek Dagang”). Proses pendaftaran atas Merek Dagang tersebut masih belum 
selesai, saat ini pada tahap pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal                    
Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (“Ditjen HAKI”).                                            
Oleh karena Merek Dagang belum terdaftar, kepemilikan Merek Dagang Perseroan 
tersebut   belum   mendapatkan   perlindungan  hukum   esuai  dengan  ndang-Undang    

 
 
 
  No. 20 .................................../15. 
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8. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan pada saat ini setelah 
diteliti bukti pemilikan dan penguasaannya berdasarkan bahan-bahan yang ada dan 
berhubungan dengan itu dikuasai dan atau dimiliki oleh Perseroan secara sah. 
Penguasaan dan pemilikan atas barang-barang tersebut, dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Seluruh harta 
kekayaan Perseroan pada saat ini tidak sedang diagunkan secara gadai, fidusia 
mapun hak tanggungan (jaminan kebendaan) untuk pelunasan hutang Perseroan 
kepada pihak lain/kreditur dan pada saat ini harta kekayaan Perseroan juga tidak 
sedang dalam sengketa. 

 Selain itu, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasarnya, Perseroan melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain  
dalam rangka: 
- kerjasama dengan pihak lain pada perusahaan di bidang pembiayaan infrastruktur 

yaitu pada PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (“IIF”) sebanyak 30%                            
(tiga puluh persen) dari modal disetor IIF. 

- investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis yaitu pada                        
PT JASAMARGA PANDAAN MALANG (“JPM”) sebanyak 5% (lima persen)               
dari modal disetor JPM dan pada PT WASKITA TOLL ROAD (“WTR”)                
sebanyak 10,67% (sepuluh koma enam tujuh persen) dari modal disetor WTR. 
 

 Penyertaan yang dilakukan Perseroan pada IIF, JPM dan WTR telah dilakukan           
secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan               
perundang-undangan yang berlaku. 

 
9. Bahwa dari pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada kami,                     

harta kekayaan Perseroan berupa inventaris kantor telah diasuransikan kepada 
perusahaan asuransi. Polis asuransi atas harta kekayaan Perseroan tersebut adalah 
sah dan mengikat sesuai dengan syarat yang tercantum pada masing-masing polis 
pertanggungan yang bersangkutan dan jangka waktu polis asuransi atas harta 
kekayaan Perseroan yang dimaksud masih berlaku. 

 
10.  Bahwa dari pemeriksaan kami mengenai Sumber Daya Manusia pada Perseroan: 

Perseroan telah (i) memenuhi persyaratan Upah Minimum Provinsi Tahun 2018,                
(ii) memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam Peraturan Perusahaan,                           
(iii) mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program jaminan sosial 
tenaga kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                            
(BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan      
(BPJS Kesehatan) serta (iv) kewajiban pelaporan tenaga kerja                                       
(Wajib Lapor Ketenagakerjaan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 
11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Lisensi tanggal 15 Januari 2014 antara Perseroan 

dengan PT Indo Premier Investment Management (“Perjanjian Lisensi”),                         
Perseroan memberikan lisensi kepada PT Indo Premier Investment Management              
atas penggunaan Indeks SMinfra18 dan penggunaan merek dagang                                
“PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) serta “SMinfra18” (untuk selanjutnya disebut 
“Merek Dagang”). Proses pendaftaran atas Merek Dagang tersebut masih belum 
selesai, saat ini pada tahap pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal                    
Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (“Ditjen HAKI”).                                            
Oleh karena Merek Dagang belum terdaftar, kepemilikan Merek Dagang Perseroan 
tersebut   belum   mendapatkan   perlindungan  hukum   esuai  dengan  ndang-Undang    

 
 
 
  No. 20 .................................../15. 
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 No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU No. 20/2016”). 

Sehingga terdapat risiko yang mungkin timbul apabila pihak lain mengklaim atau 
mendaftarkan Merek Dagang tersebut kepada Ditjen HAKI yang mengakibatkan 
Perseroan bisa tidak memiliki hak atas Merek Dagang tersebut.                              
Sehubungan dengan belum terdaftarnya Merek Dagang tersebut dan belum dapat 
dicatatkannya Perjanjian Lisensi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (5) UU No. 20/2016 perjanjian 
lisensi tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 

 
12. Bahwa dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak kreditur 

termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, adalah mengikat Perseroan dan pihak 
lain dengan siapa Perseroan membuat perjanjian-perjanjian. Demikian pula perjanjian-
perjanjian termaksud tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku dan dalam perjanjian-perjanjan tersebut tidak terdapat ketentuan yang 
menghambat atau melarang Perseroan untuk melakukan PUB Green Bond dan PUB 
Sukuk Mudharabah serta tidak ada pembatasan yang merugikan hak dari para 
pemegang Green Bond dan Sukuk Mudharabah selama Perseroan menjadi Emiten 
dan menghalangi penggunaan dana dari PUB Green Bond dan Sukuk Mudharabah ini. 
 

13. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam 
Prospektus PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah adalah sesuai dengan 
hasil Uji Tuntas kami. 

 
14. Bahwa untuk melakukan PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah,                     

Direksi Perseroan telah memperoleh : 
a. persetujuan dari rapat umum pemegang saham untuk rencana penghimpunan 

dana antara lain melalui penerbitan Green Bond, IDR Global Bond                 
(Komodo Bond) ataupun bentuk penghimpunan dana lainnya untuk meningkatkan 
kapasitas pembiayaan Perseroan pada proyek infrastruktur sebagaimana 
termaktub dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”) tahun 2018 
yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan sebagaimana Akta No. 22 tanggal                                  
29 Desember 2017 yang dibuat oleh Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li, 
M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan jumlah keseluruhan penghimpunan dana pada 
tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).  

b. persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari keputusan Sirkuler 
Dewan Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Pengganti 
Rapat Dewan Komisaris Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 
Berwawasan Lingkungan Dan Sukuk No. KS-01/SMI/DK/0418 tanggal                        
20 April 2018. 

 
Penandatanganan dan pelaksanaan atas perjanjian-perjanjian dalam rangka PUB 
Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah ini tidak bertentangan dengan ketentuan 
anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam                    
perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, dimana Perseroan menjadi pihak atau 
terkait.  
 

15. Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Green Bond dan PUB 
Sukuk Mudharabah, yaitu : 

 
 
 
  a. Akta ................................../16. 
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a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur 
Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
No. 64 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I 
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan 
Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 23 
tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 52 tanggal 25 Juni 2018 yang 
ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta; 

b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018            
No. 65 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018              
No. 24 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2018 No. 53 tanggal 25 Juni 2018, yang 
ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat; 

c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018            
No. 66 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018              
No. 25 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 54 tanggal 25 Juni 2018, yang 
ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan 
Penjamin Emisi; 

d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 26 tanggal 16 Mei 2018 dibuat dihadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara 
Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 

e. Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No.                                     
SP-057/OBL/KSEI/0418 tanggal 16 Mei 2018, dibuat dibawah tangan  oleh dan 
antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 

f. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 67 tanggal 23 April 2018 
sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur               
No. 27 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur               
No. 55 tanggal 25 Juni 2018, yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; 

g. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 68 tanggal 23 April 2018 sebagaimana 
diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 28                    
tanggal  16 Mei 2018 dan Akta  Addendum II  Perjanjian  Perwaliamanatan  Sukuk  
 
 
 
 
 Mudharabah ........................../17. 
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a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur 
Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur 
No. 64 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I 
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan 
Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 23 
tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 52 tanggal 25 Juni 2018 yang 
ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta; 

b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018            
No. 65 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018              
No. 24 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2018 No. 53 tanggal 25 Juni 2018, yang 
ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat; 

c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018            
No. 66 tanggal 23 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018              
No. 25 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 54 tanggal 25 Juni 2018, yang 
ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan 
Penjamin Emisi; 

d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 26 tanggal 16 Mei 2018 dibuat dihadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara 
Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 

e. Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No.                                     
SP-057/OBL/KSEI/0418 tanggal 16 Mei 2018, dibuat dibawah tangan  oleh dan 
antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 

f. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No. 67 tanggal 23 April 2018 
sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur               
No. 27 tanggal 16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum 
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur               
No. 55 tanggal 25 Juni 2018, yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; 

g. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi 
Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 68 tanggal 23 April 2018 sebagaimana 
diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 28                    
tanggal  16 Mei 2018 dan Akta  Addendum II  Perjanjian  Perwaliamanatan  Sukuk  
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Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018       
No. 56 tanggal 25 Juni 2018, yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan 
Wali Amanat; 

h. Akta Perjanjian Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 57 tanggal 25 Juni 2018, yang 
ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., 
Notaris di Jakarta; 

i. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 69 tanggal 23 April 2018 sebagaimana 
diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah 
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 29 tanggal              
16 Mei 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018         
No. 58 tanggal 25 Juni 2018, yang ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette 
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan 
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi;  

j. Akta Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 yang diubah 
sebagaimana Addendum I Akta Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk 
Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 
tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan Wali 
Amanat; 

k. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP3/05-2018 tanggal 
15 Mei 2018, dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia 
dan Perseroan; 

l. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 30 tanggal 16 Mei 2018 dibuat dihadapan 
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara 
Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;  

m. Perjanjian tentang Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI                                    
No. SP-011/SKK/KSEI/0418 tanggal 16 Mei 2018, dibuat dibawah tangan oleh 
dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 

mengikat Perseroan dan pihak-pihak yang dimaksud diatas dengan siapa Perseroan 
membuat perjanjian-perjanjian dan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

 
16.  Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 huruf (g) Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan 
Sukuk Perseroan telah pula memperoleh Opini Tim Ahli Syariah - Pernyataan 
Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan berdasarkan  
Surat Tim Ahli Syariah No. S-316/SMI/DPI/0418 tanggal 18 April 2018, yang 
menyatakan antara lain bahwa (i) skema/struktur yang dibuat dalam rangka penerbitan 
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan PT Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 
tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 
Indonesia dan Prinsip Syariah secara umum; (ii) underlying atas Sukuk yang 
diterbitkan berupa kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan Sukuk korporasi yang kepemilikan asset tersebut dimiliki oleh Perseroan; 
dan (iii) Perseroan menjadikan pendapatan-pendapatan terhadap kegiatan tersebut 
pada butir ii sebagai sumber pembayaran bagi Pemegang Sukuk. 

 
 
 
 
  Selain .................................../18. 
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 Selain itu, Perseroan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 April 2018 yang berisi 
bahwa Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab akan melakukan 
pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa yang menjadi kewajiban Perseroan kepada 
pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 huruf 
(f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan 
Persyaratan Sukuk. 

 
17. Bahwa sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tercantum dalam Perjanjian 

Perwaliamanatan dan Prospektus, dana yang diperoleh dari hasil PUB Green Bond 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan 
maupun pembiayaan kembali kegiatan proyek-proyek infrastruktur dalam kategori 
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yaitu proyek-proyek infrastruktur untuk energi 
terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber 
daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, transportasi ramah 
lingkungan, pengelolaam air dan air air limbah  yang berkelanjutan, dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK No. 60, telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek 
Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Dan dana yang diperoleh dari hasil 
PUB Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan 
dipergunakan, untuk: 
-  sekitar 89% (delapan puluh sembilan persen) untuk pembiayaan syariah melalui Unit 

Usaha Syariah Perseroan;  
-  sekitar 10% (sepuluh persen) untuk Investasi Syariah Perseroan; serta  
-  sekitar 1% (satu persen) untuk kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek oleh 

Perseroan, 
 sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK 

No.18/POJK.04/2015 dan POJK No.3/POJK.04/2018.  
 
Bahwa Perseroan akan memenuhi dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi 
penggunaan dana hasil PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah dalam setiap 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran 
Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 

 
18. a. Bahwa dalam rangka PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah, Perseroan tidak 

memberikan jaminan khusus. 
 b. Tingkat bunga tetap PUB Green Bond untuk masing-masing seri adalah sebesar 

7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun untuk seri A, sebesar 7,80% (tujuh 
koma delapan nol persen) per tahun untuk seri B dan bunga PUB Green Bond 
dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi. Selain itu, 
Nisbah Pendapatan Bagi Hasil PUB Sukuk Mudharabah adalah sebesar 14,31% 
(empat belas koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan 
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun 
untuk seri A, sebesar 6,96% (enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan 
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma 
delapan nol persen) per tahun dan Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan 
(3 bulan). 

 c. Bahwa untuk penerbitan PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah ini, 
Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang 
memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena adanya kesamaan pemegang saham 
pengendali yaitu Negara Republik Indonesia dan pada saat diterbitkannya Pendapat 
Hukum ini tidak mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 
25% (dua puluh lima persen) dari nilai jumlah Green Bond dan Sukuk Mudharabah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan 
Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten. 

 
   d. Bahwa ............................../19.
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 Selain itu, Perseroan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 April 2018 yang berisi 
bahwa Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab akan melakukan 
pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa yang menjadi kewajiban Perseroan kepada 
pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 huruf 
(f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan 
Persyaratan Sukuk. 

 
17. Bahwa sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tercantum dalam Perjanjian 

Perwaliamanatan dan Prospektus, dana yang diperoleh dari hasil PUB Green Bond 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan 
maupun pembiayaan kembali kegiatan proyek-proyek infrastruktur dalam kategori 
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yaitu proyek-proyek infrastruktur untuk energi 
terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber 
daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, transportasi ramah 
lingkungan, pengelolaam air dan air air limbah  yang berkelanjutan, dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK No. 60, telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek 
Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Dan dana yang diperoleh dari hasil 
PUB Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan 
dipergunakan, untuk: 
-  sekitar 89% (delapan puluh sembilan persen) untuk pembiayaan syariah melalui Unit 

Usaha Syariah Perseroan;  
-  sekitar 10% (sepuluh persen) untuk Investasi Syariah Perseroan; serta  
-  sekitar 1% (satu persen) untuk kegiatan jasa konsultasi dan penyiapan proyek oleh 

Perseroan, 
 sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK 

No.18/POJK.04/2015 dan POJK No.3/POJK.04/2018.  
 
Bahwa Perseroan akan memenuhi dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi 
penggunaan dana hasil PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah dalam setiap 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran 
Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 

 
18. a. Bahwa dalam rangka PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah, Perseroan tidak 

memberikan jaminan khusus. 
 b. Tingkat bunga tetap PUB Green Bond untuk masing-masing seri adalah sebesar 

7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun untuk seri A, sebesar 7,80% (tujuh 
koma delapan nol persen) per tahun untuk seri B dan bunga PUB Green Bond 
dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi. Selain itu, 
Nisbah Pendapatan Bagi Hasil PUB Sukuk Mudharabah adalah sebesar 14,31% 
(empat belas koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan 
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun 
untuk seri A, sebesar 6,96% (enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan 
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma 
delapan nol persen) per tahun dan Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan 
(3 bulan). 

 c. Bahwa untuk penerbitan PUB Green Bond dan PUB Sukuk Mudharabah ini, 
Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang 
memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena adanya kesamaan pemegang saham 
pengendali yaitu Negara Republik Indonesia dan pada saat diterbitkannya Pendapat 
Hukum ini tidak mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 
25% (dua puluh lima persen) dari nilai jumlah Green Bond dan Sukuk Mudharabah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan 
Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten. 

 
   d. Bahwa ............................../19.
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 d. Bahwa antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan              
Penjamin Emisi Efek yaitu PT Danareksa Sekuritas terdapat hubungan                  
afiliasi karena adanya kesamaan pemegang saham pengendali yaitu                   
Negara Republik Indonesia, sedangkan antara Perseroan dengan PT CGS-CIMB 
Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng 
Sekuritas tidak terdapat hubungan afiliasi. 

e. Bahwa Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINDO”) 
untuk melakukan pemeringkatan atas Green Bond dan Sukuk Mudharabah ini, 
yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Hasil pemeringkatan dari 
PEFINDO adalah sebagai berikut : 
- idAAA (Triple A) sebagaimana surat PEFINDO No. RC-515/PEF-DIR/IV/2018 

tanggal 20 April 2018 perihal Sertipikat Pemeringkatan atas Obligasi 
Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I                     
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Periode 20 April 2018 sampai dengan 
1 April 2019. 

-  idAAA(sy) (Triple A syariah) sebagaimana surat PEFINDO No.                               
RC-516/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Sertipikat 
Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero) Periode 20 April 2018 sampai dengan 1 April 2019. 

f. Bahwa Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai “pihak” sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang 
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. 

 
19.  Bahwa Perseroan telah memperoleh pendapat dari Ahli Lingkungan yaitu CICERO 

(Center for Internasional Climate and Enviromental Research – Oslo) tanggal 24 April 
2018 (“Pendapat Ahli Lingkungan”). Pendapat Ahli Lingkungan memberikan 
penilaian kerangka atas jenis-jenis proyek dalam kategori kegiatan yang memberikan 
manfaat bagi lingkungan yang dapat dibiayai dengan dana dari penerbitan Green 
Bond.  

 Bahwa Perseroan telah berkomitmen untuk menggunakan dana hasil PUB atas 
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana 
Multi Infrastruktur untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha 
Berwawasan Lingkungan yang sesuai dengan kerangka atas jenis-jenis proyek dalam 
kategori kegiatan  yang disebutkan dalam  Pendapat Ahli Lingkungan.  

  Dengan demikian Pendapat Ahli Lingkungan tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No. 60/ POJK.04/2017 tentang Penerbitan Dan 
Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).  

 
20.  Bahwa Penerbitan Green Bond ini telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan  No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan 
Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). 

 
21. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung oleh                                     

Surat Pernyataan yang disampaikan, Perseroan tidak tersangkut perkara perdata dan 
atau pidana dan atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan atau                                    
di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan                     
pihak instansi pemerintah yang berwenang yang sedang dihadapi oleh                        
Perseroan yang mempengaruhi secara berarti kedudukan, peran dan kelangsungan 
usaha Perseroan.  

  
   
 
 
 
        Bahwa ................................./20. 
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XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN 
PERSEROAN 
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PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2017 2016

PENDAPATAN USAHA 29, 32 3.154.863.449.477 2.329.444.432.935 REVENUES

BEBAN USAHA 30, 32 (1.483.309.785.306) (794.476.092.531) OPERATING EXPENSES

BEBAN PAJAK FINAL (122.164.011.678) (150.729.804.769) FINAL TAX EXPENSE

LABA USAHA 1.549.389.652.493 1.384.238.535.635 INCOME FROM OPERATIONS

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSE)
Bagian laba (rugi) pada ventura bersama 13 (24.486.520.935) 30.537.908.901 Equity in net profit (loss) in joint venture
Laba selisih kurs 3.065.140.025 14.287.661.208 Gain foreign exchange rate
Pendapatan lain-lain 16.291.794.915 1.556.447.765 Other income
Beban lain-lain (9.565.739.691) (4.328.872.261) Other expense

Pendapatan (beban) lain-lain - bersih (14.695.325.686) 42.053.145.613 Other income (expense) - net

LABA SEBELUM PAJAK 1.534.694.326.807 1.426.291.681.248 PROFIT BEFORE TAX

BEBAN PAJAK 23.c (272.686.346.355) (213.488.318.961) TAX EXPENSE

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 1.262.007.980.452 1.212.803.362.287 PROFIT FOR THE PERIOD

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi Items that will not be reclassified
ke laba rugi: to profit or loss:
Bagian penghasilan (beban) komprehensif Share in other comprehensive income

lain atas ventura bersama 13 10.971.351.646 (5.809.612.068) (expense) of joint venture
Pengukuran kembali atas program Remeasurement of defined benefit

imbalan pasti 25 (15.039.817.174) (788.063.053) obligation
Manfaat pajak terkait pos-pos Income tax expense relating to items that

yang tidak akan direklasifikasi 23 3.759.954.294 197.015.763 will not be reclassified

Pos-pos yang akan direklasifikasi Items that may be reclassified
ke laba rugi: to profit or loss:
Keuntungan atas aset keuangan Gain on available-for-sale financial

tersedia untuk dijual assets
- Investasi dalam instrumen ekuitas 13 310.888.325.494 - - Investment in equity instrument
- Investasi jangka pendek 7 156.833.259.076 35.215.035.292 - Short term investment

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar Effective portion on fair value changes
instrumen derivatif yang memenuhi from derivative instruments qualified as
lindung nilai arus kas 19 (1.889.552.398) 1.889.552.398 cash flow hedge

Manfaat (beban) pajak terkait pos-pos Income (expense) tax benefit relating to
yang akan direklasifikasi 23.e 472.388.099 (472.388.099) items that will be reclassified

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun Total other compehensive income for
berjalan setelah pajak 465.995.909.037 30.231.540.233 the current year, net of tax

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

TAHUN BERJALAN 1.728.003.889.489 1.243.034.902.520 FOR THE YEAR

LABA PER SAHAM 24 46.524 50.715 EARNING PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian See accompanying notes to financial statements
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. which are an integral part of the financial statements.
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PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2017 2016

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga pinjaman diberikan 29 2.116.632.648.842 1.426.609.677.975 Receipt from interest of loan receivables
Penerimaan provisi dan jasa komitmen 8 118.359.883.955 128.791.179.867 Receipt from provision and commitment fee
Penerimaan dari bunga deposito berjangka 29 440.293.772.202 516.196.064.770 Receipt from interest of time deposits
Penerimaan dari pelunasan pinjaman diberikan 8 11.804.722.896.095 4.118.044.278.027 Receipt from settlements of loan receivables
Penerimaan dari penugasan fasilitasi Receipts from assignment for facilitation on
penyiapan proyek 9,29 34.243.157.011 21.051.135.929 project preparation

Penerimaan dari jasa konsultasi 29 5.201.588.566 3.864.030.973 Receipts from advisory
Penyaluran pinjaman diberikan 8 (12.680.163.334.634) (17.365.568.198.017) Disbursements for loan receivables
Pembayaran beban operasional 30 (419.881.341.207) (294.214.234.602) Disbursements for operating expenses
Pembayaran beban provisi dan jasa komitmen 30 (4.396.407.082) (7.155.502.773) Disbursements for provision and commitment fee
Pembayaran pajak penghasilan 23 (215.658.000.000) (214.824.795.937) Disbursements for income taxes
Pembayaran bunga pinjaman 30 (689.502.460.750) (213.768.696.798) Disbursements for interest expense
Dana dibatasi penggunaannya 6 (101.607.020.962) (67.319.780.754) Restricted fund
Penerimaan dividen 6.107.581.780 - Receipts of dividen
Penyaluran dana Program Bina Lingkungan Disbursements for Community Development
dan Tanggung Jawab Sosial (9.140.901.021) (4.100.000.000) Program and Corporate Social Responsibility

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Net Cash Provided by (Used for)
Aktivitas Operasi 405.212.062.795 (11.952.394.841.340) Operating Activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari hasil investasi efek-efek 29 87.046.187.604 100.016.343.140 Receipts of income from investments
Pencairan dari investasi jangka pendek 7 1.200.741.117.536 7.661.184.404.383 Withdrawal of short term investment
Penempatan pada investasi jangka pendek 7 (1.727.005.750.000) (3.440.478.155.000) Payment for short-term investment
Penempatan pada investasi saham 13 (1.782.902.495.116) (4.100.000.000) Investment in equity
Pembayaran uang muka pembelian Disbursements for purchase of
ruang kantor 12 - (338.870.400.000) office space

Pembelian aset tetap 14 (29.394.902.311) (34.172.838.451) Acquisition of property and equipment
Pembelian aset takberwujud 15 (21.856.478.987) (3.232.011.945) Acquisition of intangible assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Net Cash Provided by (Used for)
Aktivitas Investasi (2.273.372.321.274) 3.940.347.342.127 Investing Activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari setoran modal 26,27 2.000.000.000.000 4.160.000.000.000 Receipts from paid-in capital
Pembayaran dividen 28 (242.560.672.460) - Disbursements for dividen payment
Penerimaan dari penerbitan surat utang 20 7.000.000.000.000 6.339.500.000.000 Receipts from issued bond
Pembayaran emisi obligasi 20 (5.448.835.727) (1.336.363.636) Disbursements for bond's emission
Penerimaan dari pinjaman 16 2.884.367.000.000 807.560.000.000 Receipts from loan
Pembayaran pokok pinjaman 16 (2.359.564.268.539) (126.317.776.140) Disbursements for loan
Pembayaran pokok surat utang 20 (100.000.000.000) (850.000.000.000) Disbursements for issued bond
Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by
Aktivitas Pendanaan 9.176.793.223.274 10.329.405.860.224 Financing Activities

NET INCREASE (DECREASE) OF CASH
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 7.308.632.964.795 2.317.358.361.011 AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT
PADA AWAL TAHUN 8.089.505.643.282 5.772.147.282.271 AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT
PADA AKHIR TAHUN 5 15.398.138.608.077 8.089.505.643.282 AT END OF YEAR

Kas dan setara kas terdiri atas: Components of cash and cash equivalent:
Kas 5 117.740.000 50.000.000 Cash on hand
Bank 5 158.310.370.506 150.053.105.511 Cash in banks
Deposito berjangka 5 15.239.710.497.571 7.939.402.537.771 Time deposits
Jumlah 15.398.138.608.077 8.089.505.643.282 Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian See accompanying notes to financial statements
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. which are an integral part of the financial statements.

v



157

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

- 1 -

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian dan Informasi Lainnya a. Establishment and Other Information

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
"Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 66 Tahun 2007 yang kemudian
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 75
Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam
Akta No. 17 tanggal 26 Februari 2009 dibuat
di hadapan Lolani Kurniati Irdham - Idroes,
S.H., LLM, notaris di Jakarta, telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01
tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal
19 Mei 2009 dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia No. 13273/2009 (“Akta
Pendirian”). Perusahaan mendapatkan izin
usaha sebagai perusahaan pembiayaan
infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No. 396/KMK.010/2009 dan
beroperasi komersial pada tanggal 12 Oktober
2009.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) "the
Company", was established under the Government
Regulation No. 66 Year 2007, which was
amended by the Government Regulation No. 75
Year 2008, as mentioned in Notarial Deed No.
17 dated February 26, 2009 of Lolani Kurniati
Irdham - Idroes, S.H., LLM, notary in Jakarta,
the deed was approved by the Minister of Law
of Republic of Indonesia in his Decision Letter
No. AHU09067. AH.01.01 dated March 24, 2009,
and published in the State Gazette of the

Republic of Indonesia No. 40 dated May 19, 2009
and Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia
No. 13273/2009 (“Deed of Establishment”). The
Company obtained the license as infrastructure
financing company based on Decree of the
Minister of Finance No. 396/KMK.010/2009 and
started operating commercially on October 12, 2009.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir dinyatakan
dalam Akta No. 44 tanggal 27 April 2017 dari
Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, notaris di
Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
meliputi:

The Company’s Article of Association had been
amended several times and the latest amendment
was stipulated in Deed No. 44 dated April 27, 2017 of
Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, notary in
Jakarta. The amendment consists of:

1) Perubahan modal dasar ditempatkan/
diambil bagian oleh Negara Republik
Indonesia sebanyak 28.516.600 (dua puluh
delapan juta lima ratus enam belas ribu
enam ratus) lembar saham dengan nilai
n o m i n a l s e l u r u h n y a s e b e s a r
Rp28.516.600.000.000,- (dua puluh delapan
triliun lima ratus enam belas miliar enam
ratus juta Rupiah)

1) Changes of such authorized capital 28,516,600
(twenty eight million five hundred sixteen
thousand six hundred) shares which have been
issued/ subscribed by the Republic of Indonesia
w i t h t o t a l n o m i n a l v a l u e o f
Rp28,516,600,000,000 (twenty eight trillion five
hundred sixteen billion six hundred million
Rupiah)

2) Perubahan tugas, wewenang dan kewajiban
direksi.

2) Changes in director’s duties, powers and
obligations.

Perubahan tersebut telah memperoleh
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-0057345.AH.01.11
Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017.

The amendment was approved by the Ministry
of Justice and Human Rights of the Republic
of Indonesia in its Decision Letter
No. AHU-0057345.AH.01.11 Year 2017 dated May
3, 2017.

Perusahaan berdomisili di Gedung Sahid
Sudirman Center, Lantai 47-48 Jl. Jend.
Sudirman No. 86 Jakarta.

The Company is domiciled at Sahid Sudirman Center
Building 47-48th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta.
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PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)
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1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

a. Pendirian dan Informasi Lainnya
(lanjutan)

a. Establishment and Other Information
(Continued)

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan untuk
mendorong percepatan penyediaan pembiayaan
infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak
swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.
Dalam melaksanakan maksud tersebut,
Perusahaan melaksanakan kegiatan pembiayaan
infrastruktur dan investasi sebagai berikut:

The purpose and objective of the Company
establishment was to accelerate the provision of
infrastructure financing through partnerships with
private sectors and/or multilateral financial
institutions. To achieve such purpose, the Company
carries out infrastructure financing and investing
activities:

1) Kerja sama dengan pihak swasta, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah
maupun lembaga keuangan multilateral
dalam rangka pendirian perusahaan yang
khusus bergerak di bidang pembiayaan
infrastruktur;

1) Cooperation with private sectors, State- Owned
Enterprises (BUMN), Regional Owned
Enterprises (BUMD), Regional Government, and
other multilateral financial institutions to
establish an infrastructure financing company;

2) Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur
termasuk pembiayaan yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip syariah yang diberikan
kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku
termasuk dalam bentuk:

2) Financing activities in the infrastructure sector is
part of the financing activities based on sharia
principle provided to private sectors, State -
Owned Enterprises (BUMN), Regional Owned
Enterprises (BUMD) and Regional Governments
as stipulated in the prevailing laws and
regulations including in the form of:

a. penyertaan modal baik secara langsung
atau dalam bentuk konversi pinjaman
menjadi penyertaan modal;

a) capital participation either directly or in the
form of loan conversion into capital
participation;

b. pinjaman maupun kegiatan pemberian
dukungan kredit untuk pembiayaan
infrastruktur;

b) loan or provision of credit support for
infrastructure financing;

3) Pengembangan kemitraan dan/atau
kerjasama dengan pihak ketiga dalam
mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur;

3) Development of partnership and/or collaboration
with third parties to accelerate the infrastructure
development;

4) Penyediaan jasa pendukung untuk investor
baik investor domestik maupun investor
asing seperti konsultasi investasi dan
aktivitas lainnya untuk mewujudkan
peningkatan investasi dalam bidang
infrastruktur;

4) Provision of support service for the investors,
both domestic and foreign investors such as
investment advisory and other activities to
increase investment in infrastructure;

5) Kegiatan penelitian dan pengembangan
serta sosialisasi terkait kegiatan
infrastruktur;

5) Research, development and promotion related
to infrastructure activities;

6) Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi
dana pembiayaan infrastruktur;

6) Fund management to optimize infrastructure
financing fund;
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1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

a. Pendirian dan Informasi Lainnya
(lanjutan)

a. Establishment and Other Information
(continued)

7) Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam
bentuk fasil itasi penyiapan dan
pengembangan proyek kerjasama
Pemerintah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur.

7) Provision of consulting services, including
facilitation of project preparation and
development in collaboration between the
government and business entities in the
provision of infrastructure facility;

8) Kegiatan penerbitan surat utang dalam
rangka pembiayaan pembangunan
infrastruktur

8) Issuance of debt securities in relation to the
financing of infrastructure development;

9) Kegiatan terkait upaya penyelamatan
pembiayaan yang antara lain meliputi:

9) Activities related to financing bail-out including
the following:

a) pengambilalihan kepemilikan atas
agunan, baik semua maupun sebagian,
dalam hal debitur tidak memenuhi
kewajibannya kepada Perusahaan,
dengan ketentuan agunan tersebut
wajib dicairkan secepatnya sesuai
k e t e n t u a n p e r a t u r a n
perundang-undangan; dan/atau

a) acquisition of ownership of collateral, either
all or in part, in the event the debtor could
not meet its obligation to the Company,
provided that the collateral is immediately
converted into fund in accordance with the
laws and regulations; and/or

b) melakukan kegiatan penyertaan modal
sementara yang berasal dari konversi
utang menjadi saham kepada debitur
atau pihak terkait lainnya untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit,
dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b) participation of temporary capital derived
from the conversion of debt into equity to
the debtor or other related parties to
resolve the consequences of the credit
failure, on a condition that it shall withdraw
its participation in accordance with the
provisions of laws and regulations;

10) Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan
pembangunan infrastruktur

10) Other activities related to the acceleration of the
infrastructure development

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut,
Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No. 100/PMK.010/2009 tentang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan surat
persetujuan izin penambahan obyek pembiayaan
infrastruktur pada Perusahaan dari Otoritas Jasa
Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April
2015.

In carrying out the aforementioned activities, the
Company refers to the Minister of Finance Regulation
(PMK) No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure
Financing Companies and approval letter for the
addition of Company’s infrastructure financing
objects from Indonesia Financial Services Authority
No. S-48/D.05/2015 dated April 30, 2015.
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1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

a. Pendirian dan Informasi Lainnya
(lanjutan)

a. Establishment and Other Information
(continued)

Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Establishment of Company’s Sharia Business Unit

Pada tanggal 20 April 2016, OJK menerbitkan
persetujuan izin pembentukan Unit Usaha
Syariah Perusahaan sebagaimana dinyatakan
dalam surat OJK No. S- 372/NB.223/2016
Perihal Persetujuan dan Pencatatan Unit Usaha
Syariah dan Pelaksanaan Kegiatan Lain Terkait
dengan Pembiayaan Infrastruktur oleh PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

On April 20, 2016, OJK issued a license for the
establishment of Company’s Sharia Business Unit, as
stated in OJK letter No. S- 372/NB.223/2016
regarding the Approval and Registration of Sharia
Business Unit and Other Business Related to
Infrastructure Financing by PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero).

b. Penawaran Umum Obligasi b. Bonds Public Offering

Pada tanggal 4 Juni 2014, Perusahaan
memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas
Jasa Keuangan dengan surat No.S-26/D.04/2014
untuk melakukan penawaran umum Obligasi
Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014 kepada
masyarakat dengan n i la i nominal
Rp1.000.000.000.000. Pada tanggal 12 Juni
2014, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan
di Bursa Efek Indonesia.

On June 4, 2014, the Company obtained the
approval from Financial Services Authority in its letter
No. S-26/D.04/2014 to conduct a public offering on
Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Year 2014 to
public with a nominal value of Rp1,000,000,000,000.
On June 12, 2014, all of the bonds were listed in
Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 9 November 2016, Perusahaan
memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas
J a s a K e u a n g a n d e n g a n s u r a t
No.S-654/D.04/2016 untuk melakukan
penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun
2016 kepada masyarakat dengan nilai
nominal Rp5.000.000.000.000. Pada tanggal
21 November 2016, seluruh obligasi tersebut
telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

On November 9, 2016, the Company obtained the
approval from Financial Services Authority in its letter
No. S-654/D.04/2016 to conduct a public offering on
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur
Tahap I Year 2016 to public with a nominal value of
Rp5,000,000,000,000. On November 21, 2016, all of
the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 16 November 2017, Perusahaan
melakukan penawaran umum Obligasi
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap
II Tahun 2017 kepada masyarakat dengan nilai
nominal Rp7.000.000.000.000.

On November 16, 2017, the Company conducted a
public offering on Obligasi Berkelanjutan I Sarana
Multi Infrastruktur Tahap II Year 2017 to public with
a nominal value Rp7,000,000,000,000.

Pada tanggal 31 Desember 2017, seluruh
obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia.

As of December 31, 2017, all of the bonds were
listed in Indonesia Stock Exchange.
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1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

c. Susunan Dewan Komisaris, Direksi,
Komite Audit dan Pengawas Syariah

c. Composition of Board of Commissioners,
Directors, Audit Committee and Sharia
Supervisory

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei
2016, dan Surat Pemberitahuan Perubahan
Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris
dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Direktorat Kekayaan Negara
Dipisahkan No. S-697/KN/2016 tanggal 18
Mei 2016, serta Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No.
625/KMK.06/2017 tanggal 18 Agustus 2017
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi
Infrastruktur, Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-
0169793 tanggal 8 September 2017, dan Akta
Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 8 September
2017, susunan Dewan Komisaris Perusahaan per
31 Desember 2017 adalah:

Based on Decree of the Minister of Finance
No. 360/KMK.06/2016 dated May 16, 2016 and
Notification Letter of changes in the composition
of the Board of Commissioners from Directorate
General of State Assets Management, Directorate of
Separated State Assets Management No. S-
697/KN/2016 dated May 18, 2016, and Decree of the
Minister of Finance No. 625/KMK.06/2017 dated
August 18, 2017 regarding the Termination and
Appointment of the Board of Commissioners of PT
Sarana Multi Infrastruktur State Owned Company
(Persero), Notification Letter of the changes in the
composition of the Board of Commissioners from
Ministry of Law and Human Rights No. AHU-
AH.01.03-0169793 dated September 8, 2017, and
Deed Number 19 Year 2017 dated September 8,
2017, the composition of Company’s Board of
Commissioners as of December 31, 2017 is as
follows:

Komisaris Utama dan merangkap
Komisaris Independen Mahendra Siregar

President and Independent
Commissioner

Komisaris Langgeng Subur Commissioner
Komisaris Wahyu Utomo Commissioner
Komisaris A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha Commissioner
Komisaris Independen Sukatmo Padmosukarso Independent Commissioner

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perusahaan
per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

While the Company’s Board of Commissioners as
of December 31, 2016 are is as follows:

Komisaris Utama dan merangkap
Komisaris Independen Eko putro Adijayanto

President and Independent
Commissioner

Komisaris Langgeng Subur Commissioner
Komisaris Wahyu Utomo Commissioner
Komisaris A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha Commissioner
Komisaris Independen Sukatmo Padmosukarso Independent Commissioner



162

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

- 6 -

1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

c. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite
Audit dan Pengawas Syariah (lanjutan)

c. Composition of Board of Commissioners,
Directors, Audit Committee and Sharia
Supervisory (continued)

Dewan Direksi Board of Directors

Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No. 464/KMK.06/2016 tanggal 16 Juni
2016, susunan Direksi Perusahaan per 31
Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai
berikut:

Based on Decree of the Minister of Finance No.
464/KMK.06/2016 dated June 16, 2016, the
composition of the Company's Board of Directors as
of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

Direktur Utama Emma Sri Martini President Director
Direktur Pembiayaan dan Investasi Edwin Syahruzad Investment and Financing Director
Direktur Pengembangan Proyek
dan Jasa Konsultasi Darwin Trisna Djajawinata

Project Development and
Advisory Director

Direktur Operasional dan Keuangan
(dahulu Direktur Keuangan dan
Dukungan Kerja) Agresius R. Kadiaman

Operations and Finance Director
(formerly Finance and

Supporting Unit Director)
Direktur Manajemen Risiko M. Ghozie Indra Dalel Risk Management Director

Komite Audit Audit Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris No. SK-05/SMI/DK/0917, No. SK-
06/SMI/DK/0917, dan No. SK-08/SMI/DK/0917
tanggal 14 September 2017, susunan Dewan
Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut:

Based on Commissioner Decrees No. SK-
05/SMI/DK/0917 , No. SK-06/SMI/DK/0917 , and No.
SK-08/SMI/DK/0917 dated September 14, 2017, the
composition of the Company’s Audit Committee as of
December 31, 2017 is as follows:

Ketua Sukatmo Padmosukarso Chairman
Anggota Langgeng Subur Member
Anggota Akbar Anwar Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris No. SK-02/SMI/DK/0816 tanggal
4 Agustus 2016, susunan Dewan Komite Audit
per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Based on Commissioner Decree No. SK-
02/SMI/DK/0816 dated August 4, 2016, the
composition of the Company’s Audit Committee as of
December 31, 2016 is as follows:

Ketua Sukatmo Padmosukarso Chairman
Anggota Mohamad Israwan Member
Anggota Boy Michael Eko Tjahyono Member

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

Berdasarkan Surat keputusan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia No. S-
871/KMK.06/2016 tanggal 30 November
2016 tentang “Pengangkatan Anggota
Dewan Pengawas Syariah Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi
Infrastruktur”, susunan Dewan Pengawas
Syariah per 31 Desember 2017 dan 2016

adalah sebagai berikut:

Based on the Ministry of Finance of the Republic
Indonesia Decree No. S-871/KMK.06/2016 dated
November 30, 2016 regarding "Appointment of Sharia
Supervisory Board Member of PT Sarana Multi
Infrastruktur State Owned Company (Persero)”, the
composition of the Company’s Sharia Supervisory
Board as of December 31, 2017 and 2016 is as
follows:
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1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

c. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite
Audit dan Pengawas Syariah (lanjutan)

c. Composition of Board of Commissioners,
Directors, Audit Committee and Sharia
Supervisory (continued)

Ketua Adiwarman Azwar Karim Chairman
Anggota Munifah Syanwani Member

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Pada tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No. SK-005/SMI/0317
tanggal 31 Maret 2017, Sekretaris Perusahaan
adalah Ramona Harimurti.

As of December 31, 2017, based on Directors Decree
No. SK-005/SMI/0317 dated March 31, 2017, the
Corporate Secretary is Ramona Harimurti.

Pada tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No. SK-12/SMI/0716
tanggal 25 Juli 2016, pelaksana tugas Sekretaris
Perusahaan adalah Faaris Pranawa.

As of December 31, 2016, based on Directors Decree
No. SK-12/SMI/0716 dated July 25, 2016, the
Corporate Secretary in charge is Faaris Pranawa.

Audit Internal Internal Audit

Pada tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan
Surat Keputusan Direks i No SK-
270/SMI/DKD/DHC/1017 tanggal 19 Oktober
2017, Audit Internal Perusahaan adalah Setyo
Wibowo.

As of December 31, 2017, based on Directors Decree
No SK-270/SMI/DKD/DHC/1017 dated October 19,
2017, the Internal Audit Head is Setyo Wibowo.

Pada tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No. SK-27b/SMI/0410
tanggal 28 April 2010, Audit Internal Perusahaan
adalah Iman Nurrohman.

As of December 31, 2016, based on Directors Decree
No. SK-27b/SMI/0410 dated April 28, 2010, the
Internal Audit Head is Iman Nurrohman.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 261
dan 237 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company
had 261 and 237 employees, respectively
(unaudited).

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI
STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”)
AND INTERPRETATIONS OF PSAK (“ISAK”)

a. Standar dan amendemen yang berlaku
efektif pada tahun berjalan

a. Standards and amendments effective in the
current year

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah
menerapkan standar baru, sejumlah
amandemen dan interpretasi PSAK yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang
efektif untuk periode akuntansi yang dimulai
pada 1 Januari 2017.

In the current year, the Company has applied a new
standard, a number of amendments, and an
interpretation to PSAK issued by the Financial
Accounting Standard Board of the Indonesian
Institute of Accountants that are effective for
accounting period beginning on January 1, 2017.
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2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI
STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)
(Lanjutan)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”)
AND INTERPRETATIONS OF PSAK (“ISAK”)
(Continued)

a. Standar dan amendemen yang berlaku
efektif pada tahun berjalan (lanjutan)

a. Standards and amendments effective in the
current year (continued)

Penerapan amandemen dan interpretasi standar
berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas
pengungkapan atau jumlah yang dicatat di
dalam laporan keuangan pada tahun berjalan
dan tahun sebelumnya:

The application of the following amendments, and
interpretation to standards have not resulted in
material impact to disclosures or on the amounts
recognized in the current and previous year financial
statements:

• PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang
Prakarsa Pengungkapan

• PSAK 1: Presentation of Financial Statements
regarding Disclosure Initiative

• ISAK 31: Intepretasi atas Ruang Lingkup PSAK
13: Properti Investasi

• ISAK 31: Scope Interpretation of PSAK 13:
Investment Property

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan
tapi belum diterapkan

b. Standards and interpretations issued not yet
adopted

Standar dan amandemen standar berikut efektif
untuk periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini
diperkenankan yaitu:

The following Standard and amendment to standard
effective for periods beginning on or after January 1,
2018, with early application permitted are:

• PSAK 69: Agrikultur • PSAK 69: Agriculture
• Amandemen PSAK 16: Aset Tetap • Amendments to PSAK 16: Property, Plant and

Equipment

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan
keuangan, manajemen sedang mengevaluasi
dampak dari standar dan interpretasi terhadap
laporan keuangan

As of the issuance date of the financial statements,
the impact of the adoption of these standard and
interpretation on the financial statements are still
being evaluated by the management.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan a. Statement of Compliance

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dan Peraturan
Bapepam-LK No. VIII.G.7 terkait penyajian
laporan keuangan.

The financial statements of the Company have been
prepared and presented in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards and
Bapepam-LK regulation No. VIII.G.7 related to the
financial statement presentation.

b. Dasar Penyusunan b. Basis of Preparation

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah
biaya historis, kecuali instrumen keuangan
tertentu yang diukur pada nilai wajar pada
setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan
dalam kebijakan akuntansi dibawah ini dan basis
akrual kecuali untuk bagi hasil dari pembiayaan
mudharabah dan musyarakah serta laporan arus
kas yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di
bawah ini.

The financial statements have been prepared on the
historical cost basis except for certain financial
instruments that were measured at fair values at the
end of each reporting period, as explained in the
accounting policies below and using accrual basis
except the profit sharing from the mudharabah and
musyarakah financing and the statement of cash flow
as explained in the accounting policies below.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

b. Dasar Penyusunan (lanjutan) b. Basis of Preparation (continued)

Laporan keuangan unit syariah Perusahaan yang
didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 101 tentang “Penyajian Laporan
Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Revisi 2013)
tentang “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105
tentang “Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106
tentang “Akuntansi Musyarakah” dan PSAK
No. 107 tentang “Akuntansi Ijarah” yang
menggantikan PSAK No. 59 tentang “Akuntansi
Perbankan Syariah” yang berkaitan dengan
pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK
No. 110 tentang “Akuntansi Sukuk”.

The financial statements of the Company’s sharia unit
have been presented in conformity with the
Statement of Financial Accounting Standards
("PSAK") No. 101 on “Sharia Financial Statements
Presentation”, PSAK No. 102 (Revised 2013) on
“Accounting for Murabahah”, PSAK No. 105 on
“Accounting for Mudharabah”, PSAK No. 106 on
“Accounting for Musyarakah” and PSAK 107 on
“Accounting for Ijarah”, which superseded PSAK No.
59 on “Accounting for Sharia Banking” associated
with recognition, measurement, presentation and
disclosure of the respective topics, PSAK No.110 on
“Accounting for Sukuk”.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan
nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang
dinilai menggunakan dasar pengukuran lain
sebagaimana dijelaskan pada kebijakan
akuntansi dari akun tersebut.

The financial statements have been prepared on a
historical cost basis, except for some accounts that
were assessed using another measurment basis as
explained in the accounting policies of the account.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai
wajar dari imbalan yang diberikan dalam
pertukaran barang dan jasa.

Historical cost is generally based on the fair value of
the consideration given in exchange for goods and
services.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima
untuk menjual suatu aset atau harga yang akan
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam
suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada
tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received from
selling an asset or paid to transfer a liability in an
orderly transaction between market participants at
the measurement date.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan
metode langsung dengan mengelompokkan arus
kas dalam aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan.

The statements of cash flows are prepared using the
direct method by classifying of cash flows into
operating, investing and financing activities.

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang
Asing

c. Foreign Currency Transactions and Balance

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan
disajikan dalam mata uang dari lingkungan
ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata
uang fungsional). Laporan keuangan Perusahaan
disajikan dalam mata uang Rupiah yang
merupakan mata uang fungsional dan mata
uang penyajian untuk laporan keuangan.

The financial statements of the Company are
measured and presented in the currency of the
primary economic environment in which the entity
operates (its functional currency). The financial
statements of the Company are presented in
Indonesian Rupiah, which is the functional currency
and the presentation currency for the financial
statements.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang
Asing (lanjutan)

c. Foreign Currency Transactions and Balance
(continued)

Dalam penyusunan laporan keuangan
Perusahaan, transaksi dalam mata uang asing
selain mata uang fungsional entitas (mata uang
asing) diakui pada kurs yang berlaku pada
tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode
pelaporan, pos moneter dalam valuta asing
dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada
tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang
diukur pada nilai wajar dalam valuta asing
dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada
tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non
moneter diukur dalam biaya historis dalam
valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

In preparing the financial statements of the
Company, transactions in currencies other than the
entity’s functional currency (foreign currencies) are
recognized at the rates of exchange prevailing at the
dates of the transactions. At the end of each
reporting period, monetary items denominated in
foreign currencies are retranslated at the rates
prevailing at such dates. Non-monetary items carried
at fair value that are denominated in foreign
currencies are retranslated at the rates prevailing at
the date when the fair value was determined.
Non-monetary items that are measured in terms of
historical cost in a foreign currency are not
retranslated.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset
dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
dalam Dolar Amerika Serikat disesuaikan dengan
menggunakan kurs tengah yang diterbitkan
Bank Indonesia yaitu Rp13.548 dan Rp13.436
untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada
tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian
kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan
dalam laba rugi tahun yang bersangkutan.

As of December 31, 2017 and 2016, monetary assets
and liabilities in foreign currency denominated in U.S.
Dollar are adjusted using middle rate published by
Bank Indonesia Rp13,548 and Rp13,436, respectively
to reflect the rates of exchange prevailing at such
dates. The resulting gains or losses are credited or
charged to current operations.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi d. Transactions with Related Parties

Pihak-pihak berelasi, sebagaimana yang
didefinisikan di PSAK 7 (Revisi 2014) tentang
Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, adalah
orang atau entitas yang terkait dengan
Perusahaan (entitas pelapor):

A related party, as defined in PSAK 7 (Revised 2014)
on Related Party Disclosure, shall mean a person or
entity that is related to the Company (reporting
entity):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya
mempunyai relasi dengan entitas pelapor
jika orang tersebut:

a. A person or a close member of such person's
family is related to the reporting entity if that
person:

i. memil iki pengendalian atau
pengendalian bersama entitas pelapor;

i. has control or joint control over the
reporting entity;

ii. memiliki pengaruh signifikan entitas
pelapor; atau

ii. has significant influence over the reporting
entity; or

iii. merupakan personil manajemen kunci
entitas pelapor atau entitas induk dari
entitas pelapor.

iii. is a member of the key management
personnel of the reporting entity or of a
parent of the reporting entity.



167

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

- 11 -

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan) d. Transactions with Related Parties (continued)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas
pelapor jika memenuhi salah satu hal
berikut:

b. An entity is related to the reporting entity if any
of the following conditions applies:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah
anggota dari kelompok usaha yang
sama (artinya entitas induk, entitas
anak, dan entitas anak berikutnya
saling berelasi dengan entitas lain).

i. The entity, and the reporting entity are
members of the same Company (which
means that each parent, subsidiary and
fellow subsidiary is related to the others).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi
atau ventura bersama dari entitas lain
(atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang merupakan anggota
suatu kelompok usaha, yang mana
entitas lain tersebut adalah
anggotanya).

ii. One entity is an associate or joint venture of
the other entity (or an associate or joint
venture of a member of a Company of
which the other entity is a member).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama.

iii. Both entities are joint ventures of the same
third party.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama
dari entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga.

iv. One entity is a joint venture of a third entity
and the other entity is an associate of the
third entity.

v. Entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pasca kerja untuk imbalan
kerja dari salah satu entitas pelapor
atau entitas yang terkait dengan
entitas pelapor. Jika entitas pelapor
adalah entitas yang menyelenggarakan
program tersebut, maka entitas
sponsor juga berelasi dengan entitas
pelapor.

v. The entity is a post-employment benefit
plan for the benefit of employees of either
the reporting entity, or an entity related to
the reporting entity. If the reporting entity
in itself such a plan, the sponsoring entity
are also related to the reporting entity.

vi. Entitas yang dikendalikan atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (a).

vi. The entity is controlled or jointly controlled
by a person identified in (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf
(a) (i) memiliki pengaruh signifikan
atas entitas atau personil manajemen
kunci entitas (atau entitas induk dari
entitas).

vii. A person identified in (a) (i) has significant
influence over the entity or is a member of
the key management personnel of the entity
(or a parent of the entity).
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan) d. Transactions with Related Parties (continued)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas
pelapor jika memenuhi salah satu hal
berikut: (lanjutan)

b. An entity is related to the reporting entity if any
of the following conditions applies: (continued)

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok
yang mana entitas merupakan bagian
dari kelompok tersebut, menyediakan
jasa personil manajemen kunci kepada
entitas pelapor atau kepada entitas
induk dari entitas pelapor.

viii. The entity, or any member of a group of
which it is a part, provides key management
personnel services to the reporting entity or
to the parent of the reporting entity.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan
pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan
kondisi dan persyaratan yang sama dengan
pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan
pada laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether or
not made at similar terms and conditions as
those done with third parties, are disclosed in
the financial statements.

e. Aset Keuangan e. Financial Assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan
pengakuannya pada tanggal diperdagangkan
dimana pembelian dan penjualan aset keuangan
berdasarkan kontrak yang mensyaratkan
penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu
yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang
berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar
ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai
wajar.

All financial assets are recognized and derecognized
on trade date where the purchase or sale of a
financial asset is under a contract whose terms
require delivery of the financial asset within the time
frame established by the market concerned, and are
initially measured at fair value plus transaction costs,
except for those financial assets classified as at fair
value through profit or loss, which are initially
measured at fair value.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan
sebagai berikut:

The Company’s financial assets are classified as
follows:

• Dimiliki hingga jatuh tempo • Held to maturity
• Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) • Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
• Tersedia untuk dijual (AFS) • Available-for-Sale (AFS)
• Pinjaman diberikan dan piutang • Loan receivables and receivables

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held to Maturity

Perusahaan mempunyai Surat Perbendaharaan
Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia yang diklasifikasikan sebagai
dimiliki hingga jatuh tempo karena Perusahaan
memiliki intensi positif dan kemampuan untuk
memiliki obligasi tersebut hingga jatuh tempo.
Surat Perbendaharaan Negara diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif dikurangi penurunan
nilai, dengan pendapatan diakui berdasarkan
metode hasil efektif.

The Company has a Government Treasury Bills issued
by the Government of the Republic of Indonesia
which is classified as held to maturity as the
Company has a positive intent and ability to hold the
bonds to maturity. The Government Treasury Bills is
measured at amortized cost using the effective
interest rate method less impairment, with revenue
recognized on an effective yield basis.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Niai wajar melalui laba rugi (FVTPL) Fair Valiue Through Profit or Loss (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika
aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan
atau pada saat pengakuan awal ditetapkan
untuk diukur pada FVTPL.

Financial assets are classified as at FVTPL where the
financial asset is either held for trading or is
designated as at FVTPL at the initial recognition.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok
diperdagangkan, jika:

A financial asset is classified as held dor trading if:

• diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan
dijual kembali dalam waktu dekat; atau

• it has been acquired principally for the purpose of
selling in the near term; or

• pada pengakuan awal merupakan bagian dari
portofolio instrumen keuangan tertentu yang
dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai
pola ambil untung dalam jangka pendek
aktual terkini; atau

• on initial recognition it is a part of an identified
portfolio of financial instruments that the entity
manages together and has proof of a recent actual
pattern of short -term profit taking; or

• merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan
tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

• it is a derivative that is not designated and
ineffective as a hedging instrument.

Aset keuangan selain aset keuangan yang
diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai
FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

A financial asset other than a financial asset held for
trading may be designated as at FVTPL upon initial
recognition if:

• penetapan tersebut mengeliminasi atau
mengurangi secara signifikan inkonsistensi
pengukuran dan pengakuan yang dapat
timbul; atau

• such designation eliminates or significantly reduces
a measurement or recognition inconsistency that
would otherwise arise; or

• kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan
atau keduanya, dikelola dan kinerjanya
dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai
dengan manajemen risiko atau strategi
investasi yang didokumentasikan, dan
informasi tentang disediakan secara internal
kepada manajemen kunci entitas, misalnya
Direksi Operasional dan Keuangan.

• a group of financial assets, financial liabilities or
both is managed and its performance is evaluated
on a fair value basis, in accordance with a
documented risk management or investment
strategy, and information regarding the Group is
provided internally on that basis to the entity’s key
management personnel, for example Chief
Operation and Finance Officer.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai
wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul
diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau
kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi
mencakup dividen atau bunga yang diperoleh
dari aset keuangan.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value,
with any resultant gain or loss recognized in profit
or loss. The net gain or loss recognized in profit or
loss incorporates any dividend or interest earned
on the financial asset.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Tersedia Untuk Dijual (AFS) Available-for-Sale (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan
non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS
atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a)
pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki
hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada
nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

AFS financial assets are non-derivative financial
assets that are either designated as AFS or are not
classified as (a) loans and receivables, (b)
held-to-maturity investments or (c) financial assets at
fair value through profit or loss (FVTPL).

Reksadana, Medium Term Notes dan obligasi
milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan
diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan
sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

Mutual Fund, Medium Term Notes and bonds held by
the Company that are traded in an active market are
classified as AFS and are stated at fair value.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan
komprehensif lain dan di ekuitas, kecuali untuk
kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung
dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi
selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada
laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami
penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang
sebelumnya diakumulasi pada ekuitas,
direklasifikasi ke laba rugi.

Gains and losses arising from changes in fair value
are recognized in other comprehensive income and in
equity, with the exception of impairment losses,
interest calculated using the effective interest rate
method, and foreign exchange gains and losses on
monetary assets, which are recognized in profit or
loss. Where the investment is disposed of or is
determined to be impaired, the cumulative gain or
loss previously accumulated in equity is reclassified to
profit or loss.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak
tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi
di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat
diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS,
diukur pada biaya perolehan dikurangi
penurunan nilai.

Investments in unlisted equity instruments that are
not quoted in an active market and whose fair value
cannot be reliably measured are also classified as
AFS, measured at cost less impairment.

Pinjaman Diberikan dan Piutang Loan Receivables and Receivables

Pinjaman diberikan dan piutang dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif
diklasifikasi sebagai “pinjaman diberikan dan
piutang”, yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode suku
bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Loan receivables and receivables that have fixed or
determinable payments that are not quoted in an
active market are classified as “loan receivables and
receivables”, measured at amortized cost using the
effective interest rate method less impairment.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diberikan
dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah
biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur
pada biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.

Loan receivables and receivables are initially
recognized at fair value plus transaction costs (if any)
and subsequently measured at amortized cost using
the effective interest rate method.

Bunga diakui pada laba rugi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif,
kecuali piutang jangka pendek dimana
pengakuan bunga tidak material.

Interest is recognized in profit or loss by applying the
effective interest rate method, except for short-term
receivables whereby the recognition of interest would
be immaterial.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Pembiayaan/ piutang syariah Sharia financing/ receivables

Pembiayaan/ piutang syariah adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat disamakan
dengan itu, yang timbul dari transaksi
berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil
antara Perusahaan dengan pihak lain selama
jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi
piutang murabahah, untuk pembiayaan meliputi
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan
musyarakah.

Sharia financing/ receivables are funds provision or
other similar from of receivables arising from
transactions based on sale or purchase arrangements
and profit sharing between Company and other
parties for a certain period of time. Such receivables
consist of receivables arising from murabahah
transactions financing consists of mudharabah and
musyarakah financing.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah
dengan Perusahaan, dimana Perusahaan
membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan
modal kerja nasabah yang dijual dengan harga
pokok ditambah dengan keuntungan yang
diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran
atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara
mengangsur dalam jangka waktu yang
ditentukan.

Murabahah is a sale and purchase contract between
the customer and Company, whereby Company
finances the consumption, investment and working
capital needs of the customer that is sold at a
principal price plus a certain margin tha is mutually
informed and agreed. Repayment on this financing is
made in installments within a specified period.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada
nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi
yang dapat diatribusikan secara langsung dan
merupakan biaya tambahan untuk memperoleh
aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan
awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi
menggunakan metode margin efektif dikurangi
dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Murabahah receivables are initially measured at fair
value plus direct attributable transaction costs and is
an additional cost to obtain the respected financial
assets and after the initial recognition measured at
amortized cost using the effective margin method
less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama
antara Perusahaan sebagai pemilik dana
(shahibul maal) dengan nasabah sebagai
pelaksana usaha (mudharib) selama jangka
waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan
dari proyek atau usaha tersebut ditentukan
sesuai dengan nisbah (pre-determined ratio)
yang telah disepakati bersama. Pada tanggal
laporan posisi keuangan, pembiayaan
mudharabah dinyatakan sebesar kontribusi
modal yang dikeluarkan Perusahaan.

Mudharabah financing is a joint financing made
between Company as the owner of the funds
(shahibul maal) and the customer as a business
executor (mudharib) during a certain period. The
profit sharing from the project or the business is
determined in accordance with the mutually agreed
nisbah (pre-determined ratio). On the statement of
financial position date, mudharabah financing is
stated at the is stated at Company’s contribution
funds.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi
diantara para pemilik modal (mitra musyarakah)
untuk menggabungkan modal dan melakukan
usaha secara bersama dalam suatu kemitraan
dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung
secara proporsional sesuai dengan kontribusi
modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan,
pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar
kontribusi modal yang dikeluarkan Perusahaan.

Musyarakah is a partnership contract among fund’s
owners (musyarakah partners) to contribute funds
and conduct a business on a joint basis through
partnership with the profit sharing based on a
predetermined ratio, while the losses are borne
proportionally based on the capital contribution. On
the statement of financial position date, Musyarakah
financing is stated at the Company’s contribution
funds.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Restrukturisasi pinjaman Loan restructuring

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi
pinjaman diberikan yang berkaitan dengan
modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai
sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan
datang yang telah ditentukan dalam persyaratan
pinjaman diberikan yang baru, termasuk
penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga
maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai
pinjaman diberikan yang diberikan yang tercatat
sebelum restrukturisasi.

Losses resulting from loan restructuring related to
modification of loan receivable terms are recognized
if the present value of future cash receipts which
have been determined in new loan receivable terms,
including receipts designated as interest or principal,
is less than the amount of outstanding loan
receivable before the restructuring.

Investasi pada sukuk Investments in sukuk

Sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan model
usaha pada saat perolehan sebagai berikut:

Sukuk can be classified based on business model at
acquisition as follows:

(i) Diukur pada biaya perolehan jika investasi
tersebut dimiliki dalam suatu model usaha
yang bertujuan utama untuk memperoleh
arus kas kontraktual; dan persyaratan
kontraktual menentukan tanggal tertentu
pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

(i) Measured at cost if the investments are held
within a business model whose primary purpose
is to obtain contractual cash flows; and
contractual requirements specify a specific date
of payment of principals and/or the revenue.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada
sukuk diukur pada biaya perolehan
termasuk biaya transaksi dan selisih antara
biaya perolehan dan nilai nominal
diamortisasi secara garis lurus selama
jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba
rugi.

At the initial recognition, investments in sukuk
are measured at cost, including the transaction
costs and the difference between the acquisition
cost and the nominal value is amortized using
straight-line method during sukuk period and
recognized in profit or loss.

(ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain jika investasi tersebut
dimiliki dalam suatu model usaha yang
bertujuan utama untuk memperoleh arus
kas kontraktual dan melakukan penjualan
sukuk; dan persyaratan kontraktual
menentukan tanggal tertentu pembayaran
pokok dan/atau hasilnya.

(ii) Measured at fair value through other
comprehensive income if the investments are
held within a business model whose primary
purpose is to obtain contractual cash flows and
to sell the sukuk; and contractual requirements
specify a specific date of payment of principals
and/or the revenue.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada
sukuk diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain termasuk
biaya transaksi dan selisih antara biaya
perolehan dan nilai nominal diamortisasi
secara garis lurus selama jangka waktu
sukuk dan diakui dalam laba rugi.

At the initial recognition, investments in sukuk
are measured at fair value through other
comprehensive income, including transaction
costs and the difference between the acquisition
cost and the nominal value is amortized using
straight-line method during sukuk period and
recognized in profit or loss.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Keuntungan atau kerugian dari perubahan
nilai wajar diakui dalam penghasilan
komprehensif lain setelah memperhitungkan
saldo selisih biaya perolehan dan nilai
nominal yang belum diamortisasi dan saldo
akumulasi keuntungan atau kerugian nilai
wajar yang telah diakui sebelumnya dalam
penghasilan komprehensif lain.

Gains or losses from changes in fair value are
recognized in other comprehensive income after
taking into account the balance of the difference
between the acquisition cost and the nominal
value and the unamortized balance of the
cumulative gain or loss in fair value previously
recognized in other comprehensive income.

(iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika
investasi pada sukuk tidak diklasifikasikan
sebagai diukur pada biaya perolehan dan
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain. Pada saat pengakuan
awal, investasi diukur pada nilai wajar
sebesar biaya perolehan tidak termasuk
biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada
nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan
jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

(iii) Measured at fair value through profit or loss if
the investments in sukuk are not classified as
measured at cost and are measured at fair value
through other comprehensive income. At the
initial recognition, investments are measured at
fair value at acquisition cost excluding
transaction costs and subsequently, this
investments are measured at fair value. The
difference between the fair value and the
carrying amount is recognized in profit or loss.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada
biaya perolehan dan nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain, jika terdapat
indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan
mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah
terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat,
maka Perusahaan mengakui rugi penurunan
nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain, rugi
penurunan nilai yang diakui pada laba rugi
adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo
dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah
terpulihkan merupakan jumlah yang akan
diperoleh dari pengembalian pokok tanpa
memperhitungkan nilai kininya.

For investments in sukuk measured at cost and at fair
value through other comprehensive income, if there
is indication of impairment, the Company shall
measures the recoverable amount. If the recoverable
amount is less than the carrying amount, the
Company shall recognized an impairment loss. For
investments in sukuk at fair value through other
comprehensive income, the impairment loss
recognized in profit or loss is the amount after taking
into account the balance recorded in other
comprehensive income. Recoverable amount is the
amount that would be received from the principal
repayment regardless its present value.

Metode suku bunga efektif Effective interest rate method

Metode suku bunga efektif adalah metode yang
digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari instrumen keuangan dan
metode untuk mengalokasikan pendapatan
bunga selama periode yang relevan.

The effective interest rate method is a method of
calculating the amortized cost of a financial
instrument and allocating the interest income over
the relevant period.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Metode suku bunga efektif (lanjutan) Effective interest rate method (continued)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang
secara tepat mendiskontokan estimasi
penerimaan kas di masa datang (mencakup
seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan
dan diterima yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya
transaksi dan premium dan diskonto lainnya)
selama perkiraan umur instrumen keuangan,
atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang
lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat
bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan
awal.

The effective interest rate is the rate that exactly
discounts estimated future cash receipts (including all
fees and commisions paid or received that form an
integral part of the effective interest rate, transaction
costs and other premiums or discounts) through the
expected life of the financial instrument, or, where
appropriate, a shorter period to the net carrying
amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga
efektif untuk instrumen utang.

Revenue is recognized on an effective interest rate
basis for debt instruments.

Penurunan nilai aset keuangan Impairment of financial assets

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator
penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan.
Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat
bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal
aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan
tersebut berdampak pada estimasi arus kas
masa depan atas aset keuangan yang dapat
diestimasi secara andal.

Financial assets are assessed for indicators of
impairment at each reporting date. Financial assets
are impaired where there is objective evidence that,
as a result of one or more events that occurred after
the initial recognition of the financial asset, the
estimated future cash flows of the investment have
been impacted.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan
tidak tercatat di bursa, penurunan yang
signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar
dari instrumen ekuitas di bawah biaya
perolehannya dianggap sebagai bukti objektif
terjadinya penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified
as AFS, a significant or prolonged decline in the fair
value of the security below its cost is considered to
be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan, bukti o b j e k t i f
penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

For financial assets, the objective evidences of
impairment may include:

• kesulitan keuangan signifikan yang dialami
penerbit atau pihak peminjam; atau

• significant financial difficulty of the issuer or
counterparty; or

• pelanggaran kontrak, seperti terjadinya
wanprestasi atau tunggakan pembayaran
pokok atau bunga; atau

• breach of contract, such as default or delinquency
in interest or principal payments; or

• terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam
akan dinyatakan pailit atau melakukan
restrukturisasi keuangan.

• there is a probability that the borrower will enter
bankruptcy or financial re-structuring.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan) Impairment of financial assets (continued)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti
pinjaman diberikan, aset yang tidak akan
diturunkan secara individual akan dievaluasi
penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif
dari penurunan nilai portofolio pinjaman yang
diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah
dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas
tertagihnya pinjaman yang diberikan dan
pembiayaan/ piutang syariah di masa lalu,
peningkatan keterlambatan penerimaan
pembayaran pinjaman yang diberikan dari rata-
rata periode kredit dan pembiayaan/ piutang
syariah, dan juga pengamatan atas perubahan
kondisi ekonomi nasional atau lokal yang
berkorelasi dengan gagal bayar atas pinjaman
diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah.

For certain categories of financial asset, such as loan
receivables, assets not to be impaired individually are,
assessed for impairment on a collective basis.
Objective evidence of impairment for a portfolio of
loan and sharia financing/ receivables may include
the Company’s past experiences of collecting
payments, an increase in the number of delayed
payments in the portfolio past the average credit and
sharia financing/ receivables period, as well as
observable changes in national or local economic
conditions that correlate with default on loan
receivables and sharia financing/ receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, jumlah kerugian
penurunan nilai merupakan selisih antara nilai
tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari
estimasi arus kas masa datang yang
didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga
efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the
amount of the impairment is the difference between
the asset’s carrying amount and the present value of
estimated future cash flows, discounted at the
financial asset’s original effective interest rate.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut
dikurangi dengan kerugian penurunan nilai
secara langsung atas aset keuangan, kecuali
piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi
melalui penggunaan akun cadangan pinjaman
diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah. Jika
pinjaman dan pembiayaan/ piutang syariah tidak
tertagih, pinjaman diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah tersebut dihapuskan melalui
akun cadangan pinjaman diberikan dan
pembiayaan/ piutang syariah. Pemulihan
kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah
dihapuskan dikreditkan terhadap akun
cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun
cadangan pinjaman diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced
by the impairment loss directly for all financial assets
with the exception of receivables, where the carrying
amount is reduced through the use of an allowance
account. When loan receivables and sharia financing/
receivables are considered uncollectible, they are
written off against the allowance account.
Subsequent recoveries of amounts previously written
off are credited against the allowance account.
Changes in the carrying amount of the allowance
account are recognized in statements of
comprehensive income.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun
nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif
yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas
direklasifikasi ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be
impaired, cumulative gains or losses previously
recognized in equity are reclassified to profit or loss.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan) Impairment of financial assets (continued)

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada
periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan
nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat
dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang
terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian
penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik
melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi
pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak
melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum
adanya pengakuan kerugian penurunan nilai
dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a
subsequent period, the amount of the impairment
loss decreases and the decrease can be related
objectively to an event occurring upon the
recognition of impairment, the previously recognized
impairment loss is reversed through profit or loss to
the extent that the carrying amount of the
investment at the date the reversed impairment does
not exceed what the amortized cost would have been
had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan
nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi
tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap
kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai
diakui secara langsung ke pendapatan
komprehensif lain.

In respect of AFS equity investments, impairment
losses previously recognized in profit or loss are not
reversed through profit or loss. Any increase in fair
value subsequent to an impairment loss is recognized
directly in other comprehensive income.

Penghentian pengakuan aset keuangan Derecognition of financial assets

Perusahaan menghentikan pengakuan aset
keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual
atas arus kas yang berasal dari aset berakhir,
atau Perusahaan mentransfer aset keuangan
dan secara substansial mentransfer seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada
entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer
serta tidak memiliki secara substansial atas
seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta
masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka
Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan
atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait
sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.
Jika Perusahaan memiliki secara substansial
seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset
keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih
mengakui aset keuangan dan juga mengakui
pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang
diterima.

The Company derecognises a financial asset ehen
and only when the contractual rights to the cash
flows from the asset expire, or when it transfers the
financial asset and substantially transfer all the risks
and rewards of ownership of the asset to another
entity. If the Company neither transfers nor retains
substantially all the risks and rewards of ownership
and continues to control the transferred asset, the
Company recognises its retained interest in the asset
and an associated liability for the amounts it may
have to pay. If the Company retains substantially all
the risks and rewards of ownership of a transferred
financial asset, the Company continues to recognise
the financial asset and also recognises a collateralised
borrowing for the proceeds received.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan
secara keseluruhan, selisih antara jumlah
tercatat aset dan jumlah pembayaran dan
piutang yang diterima dan keuntungan atau
kerugian kumulatif yang telah diakui dalam
pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi
dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset in its entirety, the
difference between the asset’s carrying amount and
the sum of the consideration received and receivable
and the cumulative gain or loss that had been
recognized in other comprehensive income and
accumulated in equity are recognized in profit or loss.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

e. Aset Keuangan (lanjutan) e. Financial Assets (continued)

Penghentian pengakuan aset keuangan
(lanjutan)

Derecognition of financial assets (continued)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan
terhadap satu bagian saja (misalnya ketika
Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli
kembali bagian aset yang ditransfer),
Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat
sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada
bagian yang tetap diakui berdasarkan
keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak
lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari
kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.
Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan
pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah
dari pembayaran yang diterima untuk bagian
yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan
atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada
bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang
sebelumnya telah diakui dalam pendapatan
komprehensif lain diakui pada laba rugi.
Keuntungan dan kerugian kumulatif yang
sebelumnya diakui dalam pendapatan
komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang
tetap diakui dan bagian yang dihentikan
pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif
kedua bagian tersebut.

On derecognition of financial asset other than its
entirety (e.g., when the Company retains an option to
repurchase part of a transferred asset), the Company
allocates the previous carrying amount of the
financial asset between the part it continues to
recognize under continuing involvement, and the part
it no longer recognizes on the basis of the relative
fair values of those parts on the date of the transfer.
The difference between the carrying amount
allocated to the part that is no longer recognized and
the sum of the consideration received for the part no
longer recognized and any cumulative gain or loss
allocated to it that had been recognized in other
comprehensive income is recognized in profit or loss.
A cumulative gain or loss that had been recognized in
other comprehensive income is allocated between the
part that continues to be recognized and the part that
is no longer recognized on the basis of the relative
fair values of those parts.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas Classification as debt or equity

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang
diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai
dengan substansi perjanjian kontraktual dan
definisi liabilitas keuangan dan instrumen
ekuitas.

Financial liabilities and equity instruments issued by
the Company are classified according to the
substance of the contractual arrangements entered
into and the definitions of a financial liability and
equity instruments.

Instrumen ekuitas Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang
memberikan hak residual atas aset Perusahaan
setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

An equity instrument is any contract that evidences
a residual interest in the assets of the Company after
deducting all of its liabilities.

Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh
Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan
bersih setelah dikurangi biaya penerbitan
langsung.

Equity instruments issued by the Company are
recorded at the proceeds received, net of direct issue
costs.

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai
“FVTPL” atau “pada biaya perolehan
diamortisasi”.

Financial liabilities are classified as either “at FVTPL”
or “at amortized cost”.



178

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

- 22 -

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(lanjutan)

f. Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar
melalui Laba Rugi (FVTPL)

Financial liabilities at Fair Value through Profit or Loss
(FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai
FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki
untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada
FVTPL.

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the
financial liability is either held for trading or it is
designated as at FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk
diperdagangkan jika:

A financial liability is classified as held for trading if:

• diperoleh terutama untuk tujuan dibeli
kembali dalam waktu dekat; atau

• it has been acquired principally for the purpose of
repurchasing in the near term; or

• pada pengakuan awal merupakan bagian dari
portofolio instrumen keuangan tertentu yang
dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai
pola ambil untung dalam jangka pendek
aktual terkini; atau

• in initial recognition it is part of an identified
portfolio of financial instruments that the entity
manages together and has a recent actual pattern
of short-term profit-taking; or

• merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan
tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

• it is a derivative that is not designated and
ineffective as a hedging instrument.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan
yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai
FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

A financial liability other than a financial liability held
for trading may be designated as at FVTPL upon
initial recognition if:

• mengeliminasi atau mengurangi secara
signifikan inkonsistensi pengukuran dan
pengakuan yang dapat timbul; atau

• such designation eliminates or significantly reduces
a measurement or recognition inconsistency that
would otherwise arise; or

• kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan
atau keduanya dikelola dan kinerjanya
dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai
dengan manajemen risiko atau strategi
investasi yang didokumentasikan dan
informasi tentang kelompok tersebut
disediakan secara internal kepada manajemen
kunci entitas (sebagaimana didefinisikan
dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak
Berelasi).

• a group of financial assets, financial liabilities or
both is managed and its performance is evaluated
on a fair value basis, in accordance with a
documented risk management or investment
strategy, and information regarding the Group is
provided internally on that basis to the entity’s key
management personnel (as defined in PSAK 7:
Related Party Disclosures).

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur
pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang
timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau
kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi
mencakup setiap bunga yang dibayar dari
liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan
dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 38.

Financial liabilities at FVTPL stated at fair value, with
any resultant gain or loss recognized in profit or loss
are. The net gain or loss recognized in profit or loss
incorporates any interest paid on the financial liability.
Fair value is determined in the manner described in
Note 38.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(lanjutan)

f. Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi

Financial liabilities at amortized cost

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai biaya
perolehan diamortisasi, terdiri dari utang
lain-lain, pinjaman diterima dan surat utang
diterbitkan pada awalnya diukur pada nilai wajar,
setelah dikurangi biaya transaksi, dan
selanjutnya diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode suku
bunga efektif, dengan beban bunga diakui
berdasarkan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities are classified as amortized cost,
which includes other payables, borrowings and debt
securities issued, which are initially measured at fair
value, net of transaction costs, and are subsequently
measured at amortized cost, using the effective
interest rate method, with interest expense
recognized on an effective interest rate method .

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan Derecognition of financial liabilities

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas
keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas
Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau
kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat
liabil itas keuangan yang dihentikan
pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan
utang diakui dalam laba rugi.

The Company derecognises financial liabilities when,
and only when, the Company’s liabilities are
discharged or cancelled or they expire. The difference
between the carrying amount of financial liability
derecognized and the consideration paid and
payables is recognized in profit or loss.

g. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan
Liabilitas Keuangan

g. Offsetting of Financial Assets and Financial
Liabilities

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling
hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam
laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika:

The Company only offsets financial assets and
liabilities and presents the net amount in the
statement of financial position where it:

• saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum
untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang telah diakui tersebut; dan

• currently has a legal enforceable right to set off the
recognized amount; and

• berniat untuk menyelesaikan secara neto atau
untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan
liabilitasnya secara simultan.

• intends either to settle on a net basis, or to realize
the asset and settle the liability simultaneously.

h. Instrumen Keuangan Derivatif h. Derivative Financial Instruments

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan
derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko
suku bunga dan tingkat perubahan nilai tukar
mata uang asing. Penggunaan derivatif lebih
rinci diungkapkan pada Catatan 19.

The Company uses derivative financial instruments to
manage its exposure to interest rate and foreign
exchange rate risks. More detailed use of derivatives
is disclosed in Note 19.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

h. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan) h. Derivative Financial Instruments (continued)

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar saat
kontrak dilakukan dan sesudahnya diukur pada
nilai wajarnya pada setiap tanggal periode
pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang
dihasilkan akan diakui pada laba atau rugi,
kecuali instrumen derivatif yang ditetapkan
untuk tujuan lindung nilai dan efektif, dimana
saat pengakuan keuntungan atau kerugian di
laba rugi tergantung pada sifat lindung nilainya.
Perusahaan menetapkan komitmen pasti
derivatif tertentu sebagai lindung nilai atas risiko
perubahan mata uang.

Derivatives are initially recognized at fair value at the
date the derivative contract is entered into and are
subsequently measured at their fair value at each
reporting period. The resulting gain or loss is
recognized in profit or loss immediately unless the
derivative is designated and effective as a hedging
instrument in which event the timing of the
recognition in profit or loss depends on the nature of
the hedge relationship. The Company designates
certain derivatives as hedges of foreign currency risk
of firm commitment.

i. Akuntansi Lindung Nilai i. Hedge Accounting

Perusahaan menunjuk instrumen lindung nilai
tertentu, termasuk derivatif, sehubungan
dengan risiko perubahan nilai tukar sebagai
lindung nilai atas arus kas

The Company designates certain hedging
instruments, which include derivatives, in respect to
foreign currency risk, as cash flow hedges.

Pada awal dimulainya hubungan lindung nilai,
Perusahaan mendokumentasi hubungan antara
instrumen lindung nilai dan item yang dilindung
nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko
dan strategi pelaksanaan lindung nilai.
Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai
dan secara berkelanjutan, Perusahaan
mendokumentasikan apakah instrumen lindung
nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus
perubahan nilai wajar atau arus kas dari item
yang dilindung nilai yang berhubungan dengan
risiko lindung nilai.

At the inception of the hedge relationship, the
Company documents the relationship between the
hedging instrument and the hedged item, along with
its risk management objectives and its strategy.
Furthermore, at the inception of the hedge and on an
ongoing basis, the Company documents whether the
hedging instrument is highly effective in offsetting
changes in fair values or cash flows of the hedged
item attributable to the hedged risk.

Lindung Nilai atas Arus Kas Cash Flow Hedges

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar
derivatif yang ditujukan dan memenuhi
kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui
sebagai penghasilan komprehensif lain dan
terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus
kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait
dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui
dalam laba rugi.

The effective portion of changes in the fair value of
derivatives that are designated and qualify as cash
flow hedges is recognized in other comprehensive
income and accumulated under cash flow hedging.
The gain or loss relating to the ineffective portion is
recognized immediately in profit or loss.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

i. Akuntansi Lindung Nilai (lanjutan) i. Hedge Accounting (continued)

Lindung Nilai atas Arus Kas (lanjutan) Cash Flow Hedges (continued)

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai
penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi
di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada
periode ketika item yang dilindung nilai diakui
dalam laba rugi, di baris yang sama dari laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
sebagai item lindung nilai yang diakui. Namun,
ketika suatu lindung nilai atas prakiraan
transaksi kemudian menimbulkan pengakuan
aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan,
keuntungan dan kerugian yang sebelumnya
diakui sebagai penghasilan komprehensif lain
dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari
ekuitas dan termasuk dalam pengukuran awal
biaya dari aset non-keuangan atau liabilitas
non-keuangan.

Amounts previously recognized in other
comprehensive income and accumulated in equity are
reclassified to profit or loss in the periods when the
hedged item is recognized in profit or loss, in the
same line of the statement of profit or loss and other
comprehensive income as the recognized hedged
item. However, when the hedged forecast transaction
results in the recognition of a non-financial asset or
a non-financial liability, the gains and losses
previously recognized in other comprehensive income
and accumulated in equity are transferred from
equity and included in the initial measurement of the
cost of the non-financial asset or non-financial
liability.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat
Perusahaan membatalkan hubungan lindung
nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa
atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau
ketika tidak lagi memenuhi persyaratan
akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan
kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif
lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap
berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada
saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya
diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi
tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi
keuntungan atau kerugian dalam ekuitas
langsung diakui dalam laba rugi.

Hedge accounting is discontinued when the Company
revokes the hedging relationship, when the hedging
instrument expires or is sold, terminated, or
exercised, or when it no longer qualifies for hedge
accounting. Any gain or loss recognized in other
comprehensive income and accumulated in equity at
that time remains in equity and is recognized when
the forecast transaction is ultimately recognized in
profit or loss. When a forecast transaction is no
longer expected to occur, the gain or loss
accumulated in equity is recognized immediately in
profit or loss.

j. Kas dan Setara Kas j. Cash and Cash Equivalents

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara
kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi
yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya dan yang
tidak dijaminkan serta tidak dibatasi
penggunaannya.

For cash flow presentation purposes, cash and cash
equivalents consist of cash on hand and in banks and
all unrestricted investments with maturities of three
months or less from the date of placement.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

k. Investasi pada Ventura Bersama k. Investments in Joint Ventures

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di
mana para pihak yang memiliki pengendalian
bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset
neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian
bersama adalah persetujuan kontraktual untuk
berbagi pengendalian atas suatu pengaturan,
yang ada hanya ketika keputusan tentang
aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan
dengan suara bulat dari seluruh pihak yang
berbagi pengendalian.

A joint venture is a joint arrangement whereby the
parties that have joint control of the arrangements
have rights to the net assets of the joint
arrangement. Joint control is the contractually agreed
sharing of control of an arrangement, which exists
only when decisions about the relevant activities
require unanimous consent of the parties sharing
control.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari ventura
bersama dicatat dalam laporan keuangan
dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan
metode ekuitas, investasi pada ventura bersama
diakui di laporan posisi keuangan sebesar biaya
perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk
perubahan dalam bagian kepemilikan
Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dari ventura bersama yang
terjadi setelah perolehan. Ketika bagian
Perusahaan atas kerugian ventura bersama
melebihi kepentingan Perusahaan pada ventura
bersama (yang mencakup semua kepentingan
jangka panjang, yang secara substansi,
membentuk bagian dari investasi bersih
Perusahaan dalam ventura bersama),
Perusahaan menghentikan pengakuan
bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian
selanjutnya diakui hanya apabila Perusahaan
mempunyai kewajiban bersifat hukum atau
konstruktif atau melakukan pembayaran atas
nama ventura bersama.

The results of operations and assets and liabilities of
joint ventures are incorporated in these financial
statements using the equity method of accounting.
Under the equity method, a joint venture is initially
recognized in the statement of financial position at
cost and adjusted thereafter to recognize the
Company’s share of the profit or loss and other
comprehensive income of the associate or joint
venture. When the Company’s share of losses of a
joint venture exceeds the Company’s interest in that
joint venture (which includes any long-term interests
that, in substance, form part of the Company’s net
investment in the joint venture), the Company
discontinues recognizing it’s share of further losses.
Additional losses are recognized only to the extent
that the Company has incurred legal or constructive
obligations or made payments on behalf of the joint
venture.

Investasi pada ventura bersama dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat
investee menjadi ventura bersama. Setiap
kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian
Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang
teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen
dari ventura bersama yang diakui pada tanggal
akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill
termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan
diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari
investasi. Setiap kelebihan kepemilikan
Perusahaan dari nilai wajar bersih aset yang
teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen
atas biaya perolehan investasi, sesudah
pengujian kembali segera diakui di dalam laba
rugi pada periode diperolehnya investasinya.

An investmet in a joint venture is accounted for using
the equity method from the date on which the
investee becomes a joint venture. Any excess of the
cost of acquisition over the Company’s share of the
net fair value of identifiable assets, liabilities and
contingent liabilities of the associate or a joint
venture recognized at the date of acquisition, is
recognized as goodwill, which is included within the
carrying amount of the investment and assessed for
impairment. Any excess of the Company’s share of
the net fair value of the identifiable assets, liabilities
and contingent liabilities over the cost of acquisition,
after reassessment, is recognized immediately in
profit or loss in the period in which the investment is
acquired.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

k. Investasi pada Ventura Bersama
(lanjutan)

k. Investments in Joint Ventures (continued)

Persyaratan dalam PSAK 55, Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,
diterapkan untuk menentukan apakah perlu
untuk mengakui setiap penurunan nilainya
sehubungan dengan investasi pada ventura
bersama. Jumlah tercatat investasi yang tersisa
(termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai
dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai
suatu aset tunggal dengan membandingkan
antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih
tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi
biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya.
Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai
tercatat investasi. Setiap pembalikan dari
penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48
sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi
tersebut kemudian meningkat.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments:
Recognition and Measurement, are applied to
determine whether it is necessary to recognize any
impairment loss with respect to the Company’s
investment in joint venture. When necessary, the
entire carrying amount of the investment (including
goodwill) is tested for impairment in accordance with
PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by
comparing its recoverable amount (whichever higher
between value in use and fair value less costs to sell)
with its carrying amount. Any impairment loss
recognized forms part of the carrying amount of the
investment. Any reversal of that impairment loss is
recognized in accordance with PSAK 48 to the extent
that the recoverable amount of the investment
subsequently increases.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode
ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti
menjadi investasi pada ventura bersama atau
ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki
un tuk d i j u a l . Ke t i ka Pe rusahaan
mempertahankan kepemilikan dalam entitas
yang sebelumnya merupakan ventura bersama
dan sisa investasi tersebut merupakan aset
keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa
investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut
dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai
wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan
PSAK 55. Perusahaan mengakui keuntungan dan
kerugian atas pelepasan investasi ventura
bersama dalam laba rugi dengan turut
memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang
tersisa. Selanjutnya, Perusahaan mencatat
seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui
dalam penghasilan komprehensif lain yang
terkait dengan ventura bersama tersebut dengan
menggunakan dasar perlakuan yang sama
dengan yang disyaratkan jika ventura bersama
telah melepaskan secara langsung aset dan
liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui
dalam penghasilan komprehensif lain yang
terkait dengan ventura bersama direklasifikasi ke
laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi)
pada saat penghentian metode ekuitas.

The Company discontinues the use of the equity
method since the date the investment ceases to be a
joint venture, or when the investment is classified as
held for sale. When the Company retains an interest
in the former associate or joint venture and the
retained interest is a financial asset, the Company
measures any retained investment at fair value at
that date and the fair value is regarded as its fair
value on initial recognition in accordance with PSAK
55. The difference between the carrying amount of
the joint venture at the date the equity method was
discontinued, and the fair value of any retained
interest and any proceeds from disposing of a part
interest in the joint venture is included in the
determination of the gain or loss on disposal of the
joint venture. In addition, the Company accounts for
all amounts previously recognized in other
comprehensive income in relation to that joint
venture on the same basis as would be required if
that joint venture had directly disposed of the related
assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss
previously recognized in other comprehensive income
by that joint venture would be reclassified to profit or
loss on the disposal of the related assets or liabilities,
the Company reclassifies the gain or loss from equity
to profit or loss (as a reclassification adjustment)
when the equity method is discontinued.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

k. Investasi pada Ventura Bersama
(lanjutan)

k. Investments in Joint Ventures (continued)

Jika Perusahaan mengurangi bagian kepemilikan
pada ventura bersama tetapi Perusahaan tetap
menerapkan metode ekuitas, Perusahaan
mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan
yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan
komprehensif lain yang terkait dengan
pengurangan bagian kepemilikan (jika
keuntungan atau kerugian tersebut akan
direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset
atau liabilitas yang terkait).

When the Company reduces its ownership interest in
a joint venture but the Company continues to use the
equity method, the Company reclassifies to profit or
loss the proportion of the gain that had previously
been recognized in other comprehensive income
relating to that reduction in ownership interest (if
such gain or loss would be reclassified to profit or
loss on the disposal of the related assets or
liabilities).

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan
ventura bersama, keuntungan dan kerugian
yang timbul dari transaksi dengan ventura
bersama diakui dalam laporan keuangan
Perusahaan hanya sepanjang kepemilikan dalam
ventura bersama yang tidak terkait dengan
Perusahaan.

When the Company transacts with a joint venture,
profits and losses resulting from the transactions with
the associate or joint venture are recognized in the
Company’s financial statements only to the extent of
its interest in the joint venture that are not related to
the Company.

l. Biaya Dibayar Dimuka l. Prepaid Expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama
manfaat masing-masing biaya dengan
menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial
periods using the straight-line method.

m. Aset Tetap m. Property and Equipment

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
rugi penurunan nilai. Biaya perolehan mencakup
semua pengeluaran yang terkait secara langsung
dengan perolehan aset tetap.

Property and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation and accumulated
impairment. Acquisition cost includes expenditures
that are directly attributable to the acquisition of the
items.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus setelah memperhitungkan
nilai residu masing-masing dengan tarif sebagai
berikut:

Depreciation of property and equipment is recognized
so as to write-off the cost of assets less residual
values using the straight- line method, as follows:

Tahun/ Year Tarif/ Tariff

Gedung 25 4% Office
Komputer 5 20% Computers
Peralatan kantor 5 20% Office equipment
Perabotan kantor 5 20% Office furniture
Partisi 5 20% Partitions

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode
penyusutan dievaluasi minimum setiap akhir
tahun, dan pengaruh dari setiap perubahan
estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

The economic useful lives, residual values and
depreciation method are evaluated at least each year
end and the effect of any changes in estimate is
accounted for on a prospective basis.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

m. Aset Tetap (lanjutan) m. Property and Equipment (continued)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan
pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya
lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk
menambah, mengganti atau memperbaiki aset
tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika
dan hanya jika besar kemungkinan manfaat
ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset
tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya
perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to
operations as incurred. Other costs incurred
subsequently to add to, replace part of, or service an
item of properties and equipments, are recognized as
asset if, and only if it is probable that future
economic benefits associated with the item will flow
to the entity and the cost of the item can be
measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau
yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari
kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian
dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan
dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of,
their carrying values are removed from the accounts
and any resulting gain or loss is reflected in profit or
loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar
biaya perolehan dipindahkan ke masing- masing
aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai
dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost and
transferred to the respective property, plant and
equipment account when completed and ready for
use.

n. Aset Takberwujud n. Intangible Assets

Aset takberwujud pada awalnya dicatat sebesar
biaya perolehan dan selanjutnya dikurangi
akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi
penurunan nilai. Biaya perolehan mencakup
semua pengeluaran yang terkait secara langsung
dengan perolehan aset takberwujud. Aset
takberwujud diamortisasi dengan metode garis
lurus berdasarkan estimasi umur manfaat
selama 5 (lima) tahun.

Intangible assets are are initially measured at cost
and subsequently less accumulated amortization and
impairment. Cost includes expenditures that are
directly attributable to the acquisition of the items.
Intangible assets are amortized using the
straight-lines method over estimated useful life of 5
(five) years.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika
dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat
ekonomi masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets are derecognized when disposed or
when there is no longer a future economic benefits
expected from its use or disposal.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode
amortisasi dievaluasi minimum setiap akhir
tahun dan pengaruh dari setiap perubahan
estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

The estimated useful lives, residual values and
amortization method are evaluated at least each year
end and the effect of any changes in estimate is
accounted for on a prospective basis.

o. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan o. Impairment of Non-financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan
menelaah nilai tercatat aset non- keuangan
untuk menentukan apakah terdapat indikasi
bahwa aset tersebut telah mengalami
penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut,
jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk
menentukan tingkat kerugian penurunan nilai
(jika ada).

At the end of each reporting period, the Company
reviews the carrying amounts of non-financial assets
to determine whether there is any indication that
those assets have suffered an impairment loss. If any
such indication exists, the recoverable amount of the
asset is estimated in order to determine the extent of
the impairment loss (if any).
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

o. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
(lanjutan)

o. Impairment of Non-financial Assets
(continued)

Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi
jumlah terpulihkan atas suatu aset individu,
Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan
dari unit penghasil kas atas aset.

Where it is not possible to estimate the recoverable
amount of an individual asset, the Company
estimates the recoverable amount of the cash
generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi
antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan
nilai pakai. Jika jumlah terpulihkan dari aset
non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil
dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit
penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar
jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai
segera diakui dalam laba rugi.

Estimated recoverable amount is the higher of fair
value less cost to sell or value in use. If the
recoverable amount of the non-financial asset (cash
generating unit) is less than its carrying amount, the
carrying amount of the asset (cash generating unit)
is reduced to its recoverable amount and an
impairment loss is recognized immediately against
earnings.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset
keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

Accounting policy for impairment of financial assets
is discussed in Note 3e.

p. Sewa p. Leases

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan
jika sewa tersebut mengalihkan secara
substantial seluruh risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya,
yang tidak memenuhi kriteria tersebut,
diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases are classified as finance leases whenever the
terms of the lease transfer substantially all the risks
and rewards of ownership to the lessee. All other
leases are classified as operating leases.

Sebagai lessee As lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban
dengan dasar garis lurus selama masa sewa,
kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat
lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat
aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen
diakui sebagai beban di dalam periode
terjadinya.

Operating lease payments are recognized as
expenses on a straight-line basis over the lease term,
except where another systematic basis is more
representative of the time pattern in which economic
benefits from the leased asset are consumed.
Contingent rentals arising under operating leases are
recognized as an expense in the period in which they
are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi,
insentif tersebut diakui sebagai liabilitas.
Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai
pengurangan dari biaya sewa dengan dasar
garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain
yang lebih mencerminkan pola waktu dari
manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to
enter into operating leases, such incentives are
recognized as a liability. The aggregate benefit of
incentives is recognized as a reduction of rental
expense on a straight-line basis, except where
another systematic basis is more representative of
the time pattern in which economic benefits from the
leased asset are consumed.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

q. Provisi q. Provisions

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki
kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun
bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa
masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan
diharuskan menyelesaikan kewajiban dan
estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban
tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Company has a
present obligation (legal or constructive) as a result
of a past event, it is probable that the Company will
be required to settle the obligation, and a reliable
estimate can be made of the amount of the
obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil
estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan
untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir
periode pelaporan, dengan mempertimbangkan
risiko dan ketidakpastian yang meliputi
kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur
menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk
menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai
tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best
estimate of the consideration required to settle the
present obligation at the end of the reporting period,
taking into account the risks and uncertainties
surrounding the obligation. Where a provision is
measured using the cash flows estimated to settle
the present obligation, its carrying amount is the
present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi
untuk penyelesaian provisi yang diharapkan
dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui
sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa
penggantian akan diterima dan jumlah piutang
dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required
to settle a provision are expected to be recovered
from a third party, receivables are recognized as an
asset if it is virtually certain that reimbursement will
be received and the amount of the receivables can
be measured reliably.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban r. Recognition of Revenues and Expenses

Pendapatan dan beban bunga Interest income and expense

Pendapatan dan beban bunga diakui secara
akrual menggunakan metode suku bunga efektif
(Catatan 3e).

Interest income and expense are recognized on an
accrual basis using the effective interest rate method
(Note 3e).

Pendapatan bunga dari pinjaman diberikan yang
mengalami penurunan nilai dihitung
menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai
kredit setelah memperhitungkan kerugian
penurunan nilai.

Interest income from impaired loan receivables are
computed using the effective interest rate method
based on the amount of loan – net of impairment
loss.

Pendapatan dan beban bunga yang diakui dalam
laporan keuangan termasuk:

Interest income and expense recognized in the
financial statements include:

• Bunga pada aset dan liabilitas keuangan pada
biaya perolehan diamortisasi yang dihitung
menggunakan suku bunga efektif.

• Interest on financial assets and liabilities measured
at amortized costs using the effective interest rate
method.

• Bunga pada instrumen sekuritas investasi
tersedia untuk dijual dihitung menggunakan
suku bunga efektif.

• Interest on available-for-sale financial assets is
computed using the effective interest rate method.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

r. Recognition of Revenues and Expenses
(continued)

Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara
syariah

Sharia profit sharing income and bonus expense

Pendapatan bagi hasil secara Syariah merupakan
marjin murabahah dan bagi hasil pembiayaan
mudharabah dan musyarakah serta asset
produktif lainnya yang diakui dengan
menggunakan metode akrual. Beban secara
syariah merupakan distribusi bonus dan bagi
hasil kepada pemilik dana yang diakui
berdasarkan metode akrual.

Sharia profit sharing income represents margin from
murabahah and profit-sharing on mudharabah and
musyarakah financing and other earning assets
which are recognized on the accrual basis. Sharia
expense represents the bonus distribution and profit-
sharing to fund owners which are recognized on an
accrual basis.

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual
menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Murabahah revenue are recognized on accrual basis
using the effective rate of return method.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi
hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai
dengan kesepakatan atas pendapatan usaha
Musyarakah, sedangkan pendapatan usaha
untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra
pasif atas bagi hasil dan liabilitas

Revenue from Musyarakah distributed to an active
partner is recognized in accordance with the
agreement on Musyarakah revenue, whereas
revenue distributed to passive partner is recognized
as right of the passive partner on the revenue
sharing and as a liability.

Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam
periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah
yang disepakati dan tidak diperkenankan
mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan
mudharib dibebankan pada mudharib dan tidak
mengurangi investasi Mudharabah.

Revenue from Mudharabah is recognized during the
period of revenue sharing in accordance with the
agreed revenue sharing ratio and recognition of
revenue based on projected result is not allowed.
Loss incurred due to negligence of mudharib is
charged to mudharib and will not reduce the
Mudharabah investment.

Pendapatan jasa Service fee

Pendapatan jasa (termasuk pengakuan
pendapatan Penugasan Fasilitasi Penyiapan
Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta)
diakui ketika jasa telah dilaksanakan, manfaat
ekonomi besar kemungkinan akan mengalir ke
entitas, dapat diukur, dan biaya- biaya yang
terjadi atau untuk menyelesaikan dapat diukur
secara andal. Perusahaan menyajikan tagihan
bruto kepada Pemerintah sebagai aset untuk
biaya-biaya yang terjadi ditambah marjin yang
diakui untuk semua pekerjaan dalam proses
sampai dengan tahapan penyelesaian yang
diperjanjikan.

Service fee revenue (including recognition of revenue
from assignment of Public and Private Partnership
Project Development Facilitation) is recognized when
services have been rendered, where it is probable
that the economic benefits will flow to the entity,
measurable, and expenses incurred or to complete
can be reliably measured. The Company presents the
gross bill to the Government as an asset for costs
incurred plus recognized margin for all the work in
process up to the stage of completion as agreed
upon.

Beban Expenses

Beban diakui pada saat terjadinya. Expenses are recognized when incurred.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

s. Pajak Penghasilan s. Income Tax

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak
untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda
dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan
dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain karena pos pendapatan atau
beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan
pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak
pernah dikenakan pajak atau tidak dapat
dikurangkan.

The tax currently payable is based on taxable profit
to the year. Taxable profit differs from profit before
tax as reported in the consolidated statement of
profit or loss and other comprehensive income
because of items of income or expense that are
taxable or deductible in other years and items that
are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba
kena pajak dalam periode yang bersangkutan
yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang
berlaku.

Current tax expense is determined based on the
taxable income for the year computed using
prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan
temporer antara jumlah tercatat aset dan
liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar
pengenaan pajak yang digunakan dalam
perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak
tangguhan umumnya diakui untuk seluruh
perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak
tangguhan umumnya diakui untuk seluruh
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan
sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena
pajak akan tersedia sehingga perbedaan
temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas
pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan
temporer timbul dari pengakuan awal (selain
dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas
suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba
kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu,
liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika
perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal
goodwill.

Deferred tax is recognized on temporary differences
between the carrying amounts of assets and liabilities
in the consolidated financial statements and the
corresponding tax bases used in the computation of
taxable profit. Deferred tax liabilities are generally
recognized for all taxable temporary differences.
Deferred tax assets are generally recognized for all
deductible temporary differences to the extent that
it is probable that taxable profits will be available
against which those deductible temporary differences
can be utilized. Such deferred tax assets and
liabilities are not recognized if the temporary
differences arises from the initial recognition (other
than in a business combination) of assets and
liabilities in a transaction that affects neither the
taxable profit nor the accounting profit. In addition,
deferred tax liabilities are not recognized if the
temporary differences arises from the initial
recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur
dengan menggunakan tarif pajak yang
diharapkan berlaku dalam periode ketika
liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan
berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak)
yang telah berlaku atau secara substantif telah
berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at
the tax rates that are expected to apply in the period
in which the liability is settled or the asset realized,
based on the tax rates (and tax laws) that have been
enacted, or substantively enacted, by the end of the
reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan
mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai
dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada
akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau
menyelesaikan jumlah tercatat aset dan
liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and
liabilities reflects the tax consequences that would
follow from the manner in which the Company
expects, at the end of the reporting period, to
recover or settle the carrying amount of their assets
and liabilities.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

s. Pajak Penghasilan (lanjutan) s. Income Tax (continued)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji
ulang pada akhir periode pelaporan dan
dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan
besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam
j u m l a h y a n g m e m a d a i u n t u k
mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset
pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is
reviewed at the end of each reporting period and
reduced to the extent that it is no longer probable
that sufficient taxable profits will be available to allow
all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus
ketika entitas memiliki hak yang dapat
dipaksakan secara hukum untuk melakukan
saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas
pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan
liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak
penghasilan yang dikenakan oleh otoritas
perpajakan yang sama serta Perusahaan
bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas
pajak kini dengan dasar neto.

Deferred tax assets and liabilities are offset when
there is legally enforceable right to set off current tax
assets against current tax liabilities and when they
relate to income taxes levied by the same taxation
authority and the Company intends to settle its
current tax assets and current tax liabilities on a net
basis.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai
beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali
untuk pajak penghasilan yang berasal dari
transaksi atau kejadian yang diakui diluar laba
rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain
maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal
tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Current and deferred tax are recognized as an
expense or income in profit or loss, except when
they relate to items that are recognized outside of
profit or loss (whether in other comprehensive
income or directly in equity), in which case the tax is
also recognized outside of profit or loss.

t. Imbalan Pasca Kerja t. Employee Benefits

Liabilitas imbalan pasca kerja Post-employment benefit obligation

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja
imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.
Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh
Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca
kerja ini.

The Company provides defined post- employment
benefits to its employees in accordance with Labor
Law No. 13/2003. No funding has been made to this
defined benefit plan.

Imbalan pasca-kerja yang dicatat sebagai
imbalan manfaat pasti ditentukan menggunakan
metode Projected Unit Credit dengan penilaian
aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode
pelaporan.

Post-employment benefits accounted for as defined
benefit plan are determined using the Projected Unit
Credit Method with actuarial valuations being carried
out at the end of each annual reporting period.

Pengukuran kembali, yang terdiri keuntungan
dan kerugian aktuaria, tercermin langsung
dalam laporan posisi keuangan dengan beban
atau kredit yang diakui dalam pendapatan
komprehensif lain pada periode terjadinya.
Pengukuran kembali diakui dalam pendapatan
komprehensif lain tercermin langsung dalam
saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke
laporan laba rugi.

Remeasurement, comprising actuarial gains and
losses, is reflected immediately in the statement of
financial position with a charge or credit recognized
in other comprehensive income in the period in
which they occur. Remeasurement recognized in
other comprehensive income is reflected immediately
in retained earnings and will not be reclassified to
profit or loss.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

t. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan) t. Employee Benefits (continued)

Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan) Post-employment benefit obligation (continued)

Biaya jasa lalu diakui dalam laporan laba rugi
pada periode amandemen program. Bunga neto
dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto
pada awal periode dengan liabilitas atau aset
imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti
dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa
(termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu,
serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan
penyelesaian); (ii) beban atau pendapatan
bunga neto; dan (iii) pengukuran kembali.

Past service cost is recognized in profit or loss in the
period of a plan amendment. Net interest is
calculated by applying the discount rate at the
beginning of the period to the net defined benefit
liability or asset. Defined benefit costs are
categorized as follows: (i) service cost (including
current service cost, past service cost, as well as
gains and losses on curtailments and settlements);
(ii) net interest expense or income; and (iii)
remeasurement.

Perusahaan menyajikan dua komponen awal
biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan
kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa
lalu.

The Company presents the first two components of
defined benefit cost in profit or loss. Curtailment
gains and losses are accounted for as past service
cost.

Imbalan kerja jangka panjang lain Other long-term benefits

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka
panjang lain berupa cuti besar kepada karyawan
yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun atau
lebih secara terus-menerus.

The Company provides other long-term benefits in
form of long-service leaves to employee who have
rendered 6 (six) years or more of services.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lain
ditentukan dengan menggunakan metode
Projected Unit Credit. Jumlah diakui sebagai
imbalan kerja jangka panjang lain di laporan
posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban
imbalan pasti.

The cost of providing other long-term benefits is
determined by the Projected Unit Credited method.
The other long-term benefits recognized in statement
of financial position represents the present value of
the defined benefit obligation.

u. Laba per Saham u. Earning per Shares

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi
laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang
saham yang beredar pada tahun yang
bersangkutan.

Basic earning per share is computed by dividing net
income by the weighted average number of shares
outstanding during the year.

v. Informasi Segmen v. Segments Information

Informasi segmen diidentifikasi berdasarkan
laporan internal mengenai komponen yang
secara regular di reviu oleh “pengambil
keputusan operasional” dalam rangka
mengalokasikan sumber daya dan menilai
kinerja informasi segmen.

Segment information is identified on the basis of
internal reports regarding components that are
regularly reviewed by the chief operating decision
maker in order to allocate resources to the segments
and to assess their performances.
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)

v. Informasi Segmen (lanjutan) v. Segment Information (continued)

Informasi segmen adalah suatu komponen dari
entitas:

A segment information is a component of an entity:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang
mana memperoleh pendapatan dan
menimbulkan beban (termasuk pendapatan
dan beban terkait dengan transaksi dengan
komponen lain dari entitas yang sama);

a) that engages in business activities from which it
may earn revenues and incur expenses
(including revenues and expenses relating to the
transactions with other components of the same
entity);

b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara
regular oleh pengambil keputusan
operasional untuk membuat keputusan
tentang sumber daya yang dialokasikan
pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya; dan

b) whose operating results are reviewed regularly
by the entity’s chief operating decision maker to
make decision regarding resources to be
allocated to the segments and assess its
performance; and

c) dimana tersedia informasi keuangan yang
dapat dipisahkan

c) whereby discrete financial information is
available.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana
dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk
membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi
mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak
tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang
terkait didasarkan pada pengalaman historis dan
faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil
aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of accounting policies described in Note
3, the board of directors is required to make judgments,
estimates and assumptions regarding the carrying amount
of assets and liabilities that are not readily available from
other source. The estimates and associated assumptions
are based on historical experience and other factors that
are considered to be relevant. Actual results may differ
from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara
berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam
periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi
hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada
periode revisi dan periode masa depan jika revisi
mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed
on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates
are recognized in the period in which the estimate is
revised if the revision affects only such period, or in the
period of the revision and future periods if the revision
affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan
Kebijakan Akuntansi

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Berikut ini adalah pertimbangan kritis, selain yang
berkaitan dengan estimasi, di mana direksi telah
membuat suatu proses penerapan kebijakan
akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling
signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan
keuangan.

The following are the critical judgments, apart from those
involving estimates, that the board of directors has made
in the process of applying the Company’s accounting
policies and that have the most significant effect on the
amounts recognized in the financial statements.
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4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (Continued)

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan
Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Critical Judgments in Applying Accounting Policies
(Continued)

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan
liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas
keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi
yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi.
Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas
keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi
seperti yang diungkapkan pada Catatan 3.

The Company determines the classification of certain
assets and liabilities as financial assets and financial
liabilities by judging if they meet the definition in PSAK 55
(Revised 2014). Accordingly, the financial assets and
liabilities are accounted for in accordance with the
accounting policies disclosed in Note 3.

Sumber Estimasi Ketidakpastian Key Sources of Uncertainty Estimation

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber
utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir
periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan
yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap
jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode
pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

The key assumptions concerning future and other key
sources of uncertainty estimation the end of the reporting
period, that have the significant risk of causing a material
adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities
within the next financial year are discussed below.

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan
Pembiayaan/Piutang Syariah dan Piutang atas
Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek

Impairment Loss on Loan Receivables and Sharia
Financing/ Receivables and Receivables from
Assignmnent for Facilitation on Project Preparation

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman
diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah, dan
piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek
pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan
apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba
rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat
bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi.
Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi
dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu
arus kas masa depan yang ditinjau kembali secara
berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi
kerugian dan kerugian aktualnya.

The Company asseses its loan receivables and sharia
financing, and receivables from assignment for facilitation
on project preparation for impairment at each reporting
date. In determining whether an impairment loss should
be recorded in profit or loss, management makes
judgment as to whether there is an objective evidence that
loss event has occurred. Management also makes
judgment of the methodology and assumptions used to
estimate the amount and timing of future cash flows
which are reviewed regularly to reduce any differences
between estimated loss and actual loss.

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan pembiayaan/
piutang Syariah dan piutang atas penugasan fasilitasi
penyiapan proyek diungkapkan pada Catatan 8 dan 9.

The carrying amounts of loan receivables and sharia
financing/ receivables and receivables from assignment for
facilitation on project preparation are disclosed in Note 8
and 9.
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4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (Continued)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap
dan Aset Takberwujud

Estimated Useful Life of Properties and Equipments
and Intangible Assets

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset takberwujud
Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang
diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi
ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan
pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa
manfaat setiap aset dilihat kembali secara periodik
dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan
estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan
teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan
lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat
kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang
dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan
atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang
diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan
diatas.

The useful life of each item of the Company’s properties
and equipments and intangible assets is estimated based
on the period over which the asset is expected to be
available for use. Such estimate is based on the
Company’s internal technical evaluation and experience
with similar assets. The estimated useful life of each asset
is reviewed periodically and updated if expectations differ
from previous estimates due to physical wear and tear,
technical or commercial obsolescence and legal or other
limits on the use of the asset. It is possible, however, that
future results of operations could be materially affected by
changes in the amounts and timing of recorded expenses
brought about by changes in the factors mentioned above.

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap
dan aset tak berwujud selama periode berjalan. Nilai
tercatat aset tetap dan aset takberwujud diungkapkan
pada Catatan 14 dan 15.

There is no change in the estimated useful life of
properties and equipments and intangible assets during
the period. The carrying value of properties and
equipments and intangible assets are disclosed in Notes 14
and 15.

Pajak Penghasilan Income Tax

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat
menentukan secara pasti jumlah utang pajak pada
saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan,
atau negosiasi dengan otoritas perpajakan.
Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari
peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan
waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.
Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait
dengan utang pajak yang tidak pasti, Perusahaan
menerapkan pertimbangan yang sama yang akan
digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang
harus diakui sesuai dengan PSAK 57: Provisi, Liabilitas
Kontijensi dan Aset Kontijensi.

In certain circumstances, the Company may not be able to
determine the exact amount of its current or future tax
liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations
with, the taxation authority. Uncertainties exist with
respect to the interpretation of complex tax regulations
and the amount and timing of future taxable income. In
determining the amount to be recognized in respect of an
uncertain tax liability, the Company applies similar
considerations as it would use in determining the amount
of a provision to be recognized in accordance with PSAK
57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset.

Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam Catatan
23c.

Income tax is disclosed in Note 23c.

Imbalan Kerja Employee Benefits

Kewajiban imbalan kerja ditentukan oleh penilaian
aktuarial dengan menggunakan beberapa asumsi
diantaranya tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji
dan tingkat kematian.

Employee benefits obligation are determined based on
actuarial valuation which utilized various assumptions such
as discount rates, the rates of salaries increases and
mortality rates.
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4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (Continued)

Imbalan Kerja (lanjutan) Employee Benefits (continued)

Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan
wajar, namun perubahan signifikan pada
kenyataannya atau perubahan signifikan dalam
asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara
signifikan terhadap kewajiban imbalan kerja
Perusahaan.

Although the assumptions used by the Company are
assessed to be appropriate and fair, significant changes in
actual events or significant changes in the assumptions
used can significantly affect the Company's employee
benefits obligation.

Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja telah
diungkapkan pada Catatan 25.

The carrying amount of employment benefit obligations
are disclosed in Note 25.

5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Kas Cash on hand
Rupiah 50.000.000 50.000.000 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 67.740.000 -- U.S. Dollar

Jumlah 117.740.000 50.000.000 Total

Bank Cash in banks
Rupiah Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 25.048.949.251 1.938.907.498

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.574.876.836 17.385.356 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah 26.623.826.087 1.956.292.854 Total

Pihak ketiga Third parties
PT Bank Danamon Tbk 104.054.185.094 30.220.283.524 PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk 563.803.916 4.525.755.415

PT Bank Muamalat
IndonesiaTbk

PT Bank Permata Tbk 68.075.226 68.547.226 PT Bank Permata Tbk
PT Bank ANZ Indonesia 11.397.633 269.157.602 PT Bank ANZ Indonesia
Standard Chartered Bank 9.503.595 9.795.595 Standard Chartered Bank
PT Bank Maybank
Indonesia Tbk 9.640.102 3.863.050

PT Bank Maybank
Indonesia Tbk

PT Bank ICBC Indonesia 2.528.447 2.969.067 PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank UOB Indonesia 2.495.977 2.952.977 PT Bank UOB Indonesia

Jumlah 104.721.629.990 35.103.324.456 Total
Jumlah 131.345.456.077 37.059.617.310 Total

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 336.446.290 -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 300.144.424 35.870.627

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

Jumlah 636.590.714 35.870.627 Total

Pihak ketiga Third parties
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 9.626.165.198 75.019.835.058 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank 6.806.335.012 20.850.419.589 Standard Chartered Bank
PT Bank ANZ Indonesia 5.028.024.667 10.140.469.380 PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Danamon Tbk 4.367.281.120 6.246.273.461 PT Bank Danamon Tbk
PT Bank UOB Indonesia 424.064.864 -- PT Bank UOB Indonesia
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 76.452.854 700.620.086 PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Jumlah 26.328.323.715 112.957.617.574 Total
Jumlah 26.964.914.429 112.993.488.201 Total

Jumlah 158.310.370.506 150.053.105.511 Total
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5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Deposito Berjangka Time Deposits
Rupiah Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)
PT BRI Agroniaga Tbk 1.923.668.454.377 -- PT Bank BRI Agroniaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.809.083.000.000 740.321.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 1.766.508.000.000 4.885.700.000.000

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah
Djakarta Raya 1.714.584.778.077 108.243.341.656

PT Bank Pembangunan Daerah
Djakarta Raya

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 1.502.632.764.711 128.175.897.991

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 700.800.000.000 --

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah 633.697.936.662 486.648.408.285

PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah

PT Bank Riau Kepri 506.058.228.315 -- PT Bank Riau Kepri
PT Bank Mandiri Taspen Pos 460.536.221.130 151.695.342.466 PT Bank Mandiri Taspen Pos

PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara 204.074.587.242 --

PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara

PT Bank Jabar Banten Tbk 200.960.000.000 -- PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank Nagari -- 202.310.136.986 PT Bank Nagari

Jumlah 11.422.603.970.514 6.703.094.127.384 Total

Pihak ketiga Third parties
PT Bank Bukopin Tbk 1.506.413.436.074 762.173.285.573 PT Bank Bukopin Tbk

PT Bank ICBC Indonesia 700.000.000.000 74.149.008.651 PT Bank ICBC Indonesia

PT Bank UOB Indonesia 500.000.000.000 -- PT Bank UOB Indonesia
PT Maybank Syariah 263.602.646.000 -- PT Maybank Syariah
PT Bank Pan Indonesia Tbk 201.325.897.242 -- PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Woori 200.981.917.808 -- PT Bank Woori
PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 200.821.917.808 108.188.375.298

PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk -- 291.797.740.865 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Jumlah 3.573.145.814.932 1.236.308.410.387 Total

Jumlah 14.995.749.785.446 7.939.402.537.771 Total

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Pihak ketiga Third parties

PT Bank Maybank Indonesia Tbk 203.220.000.000 -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 40.740.712.125 --

PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk

Jumlah 243.960.712.125 -- Total
Jumlah 15.239.710.497.571 7.939.402.537.771 Total

Jumlah 15.398.138.608.077 8.089.505.643.282 Total

Tingkat bunga deposito berjangka
per tahun

Interest rate on time deposits
per annum

Rupiah 6,00% - 9,50% 6.75% - 10.00% Rupiah
Dolar Amerika Serikat 1,25% - 1,85% 1.25% - 1.85% U.S. Dollar
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6. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA 6. RESTRICTED FUNDS

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Bank Bank
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar

Pihak berelasi (Catatan 32) Related party (Note 32)
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 5.016.133.452 --

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

Pihak ketiga Third party
PT Bank Maybank
Indonesia Tbk 805.668.264 67.319.780.754

PT Bank Maybank
Indonesia Tbk

Jumlah 5.821.801.716 67.319.780.754 Total

Deposito Berjangka Time Deposits
Rupiah Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 32) Related party (Note 32)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 96.500.000.000 -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Pihak ketiga Third party
PT Bank Maybank
Indonesia Tbk 67.740.000.000 --

PT Bank Maybank
Indonesia Tbk

Jumlah 164.240.000.000 -- Total

Jumlah 170.061.801.716 67.319.780.754 Total

Dana dibatasi penggunaannya merupakan dana
sehubungan dengan perjanjian pembiayaan antara
Perusahaan dengan Agence Français de Développement
(AFD) (Catatan 33d), Regional Infrastructure
Development Fund – Project Development Facility
(RIDF-PDF) (Catatan 33g) dan transaksi Mandiri Call
Spread Option (Catatan 19).

Restricted funds represents funds from the
Company’s financing agreement with Agence Francaise
de Developpement (AFD) (Note 33d), Regional
Infrastructure Development Fund – Project
Development Facility (RIDF-PDF) (Note 33g) and
Mandiri Call Spread Option transactions (Note 19).

7. EFEK - EFEK 7. SECURITIES

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

Rupiah Rupiah
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Reksadana Mutual Funds
Reksa Dana Danareksa Melati
Pendapatan Tetap Multi Plus 459.986.643.182 404.653.939.579

Reksa Dana Danareksa Melati
Pendapatan Tetap Multi Plus

Mandiri Obligasi Optima II 241.349.804.148 154.647.208.093 Mandiri Obligasi Optima II
Jumlah 701.336.447.330 559.301.147.672 Total

Medium Term Notes Medium Term Notes
MTN II Bank BJB Tahun 2016 50.000.000.000 50.000.000.000 MTN II Bank BJB year 2016

Obligasi Bonds
Obligasi Berkelanjutan I Timah
Tahap I Tahun 2017 Seri B 92.068.650.000 --

Obligasi Berkelanjutan I Timah
Tahap I Year 2017 Seri B

Obligasi Blkjt I Semen Indonesia
Tahap I Tahun 2017 52.534.100.000 --

Obligasi Blkjt I Semen Indonesia
Tahap I Year 2017

Obligasi Blkjt IV SMF Tahap I
Tahun 2017 Seri A 39.665.663.000 --

Obligasi Blkjt IV SMF Tahap I
Year 2017 Seri A

Obligasi Berkelanjutan II PNM
Tahap I Tahun 2017 Seri B 30.048.090.000 --

Obligasi Berkelanjutan II PNM
Tahap I Year 2017 Seri B

Obligasi II Bank Maluku Utara
Tahun 2017 Seri B 25.050.825.000 --

Obligasi II Bank Maluku Utara
Year 2017 Seri B

Obligasi Berkelanjutan I Timah
Tahap I Tahun 2017 Seri A 10.035.450.000 --

Obligasi Berkelanjutan I Timah
Tahap I 2017 Seri A

Jumlah 249.402.778.000 -- Total
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7. EFEK-EFEK (Lanjutan) 7. SECURITIES (Continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset

Collective Investment Contract
Asset Backed Securities

KIK EBA Jasa Marga 151.854.450.000 -- KIK EBA Jasa Marga
EBA Danareksa Indonesia Power
PLN-1 135.432.303.717 --

EBA Danareksa Indonesia Power
PLN-1

Jumlah 287.286.753.717 -- Total
Jumlah 1.288.025.979.047 609.301.147.672 Total

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Tersedia untuk dijual/ Nilai wajar
Melalui penghasilan komprehensif
lain

Available- for-sale/ Fair value
through other comprehensive

income
Sukuk Sukuk

Indonesia Global Sukuk 2026 251.054.601.000 235.130.000.000 Indonesia Global Sukuk 2026
Indonesia Global Sukuk 2022 48.129.270.000 -- Indonesia Global Sukuk 2002

Obligasi Bonds
Obligasi Global Republik Indonesia 72.701.142.120 67.180.000.000 Obligasi Global Republic of Indonesia

Obligasi Pertamina (Persero) 70.879.749.000 67.180.000.000 Obligasi Pertamina (Persero)
Obligasi Pelabuhan Indonesia II

(Persero) 69.602.850.000 67.180.000.000
Obligasi Pelabuhan Indonesia II

(Persero)

Jumlah 512.367.612.120 436.670.000.000 Total

Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
Tersedia untuk dijual/ Nilai wajar Available for sale/ Fair value
melalui penghasilan komprehensif

lain
through other comprehensive

income
Reksadana Mutual Funds
Insight Infra Development 443.238.919.885 386.545.469.065 Insight Infra Development
Reksa Dana Trimegah Dana Reksa Dana Trimegah Dana
Tetap Nusantara 442.851.128.435 374.337.880.661 Tetap Nusantara
Unit Kreasi Premier ETF
SMInfra18 28.890.600.000 28.083.600.000

Unit Kreasi Premier ETF
SMInfra18

Reksa Dana Makara Prima -- 25.406.938.285 Reksa Dana Makara Prima
Jumlah 914.980.648.320 814.373.888.011 Total

Obligasi Bonds
Obligasi Berkelanjutan II TAFS

Tahap II Tahun 2017 Seri B 51.203.050.000 --
Obligasi Berkelanjutan II TAFS

Tahap II Year 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II JAPFA
Tahap I Tahun 2016 Seri A -- 201.775.800.000

Obligasi Berkelanjutan II JAFFA
Tahap I Year 2016 Seri A

Obligasi Berkelanjutan III BFI
Indonesia Tahap I Tahun 2016
Seri B -- 95.708.500.000

Obligasi Berkelanjutan III BFI
Indonesia Tahap I Year 2016

Seri B
Jumlah 51.203.050.000 297.484.300.000 Total

Sukuk Sukuk
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan

II
Maybank Indonesia Tahap II
Tahun 2017 101.061.300.000 --

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II
Maybank Indonesia Tahap II

Year 2017
Sukuk Ijarah TPS Food
II Tahun 2016 -- 22.409.178.000

Sukuk Ijarah TPS Food
II Year 2016

Jumlah 101.061.300.000 22.409.178.000 Total

Jumlah 1.579.612.610.440 1.570.937.366.011 Total

Jumlah 2.867.638.589.487 2.180.238.513.683 Total
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7. EFEK-EFEK (Lanjutan) 7. SECURITIES (Continued)

Efek-efek yang dimiliki Perusahaan berdasarkan jenis
dan penerbitnya adalah:

Securities that are held by the Company based on
type and issuer are as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Peringkat
/Ranking

Peringkat
/Ranking

Rupiah Rupiah
Reksadana Mutual Fund
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)
PT Danareksa (Persero) 459.986.643.182 404.653.939.579 PT Danareksa (Persero)

PT Mandiri Manajemen
Investasi 241.349.804.148 154.647.208.093

PT Mandiri Manajemen
Investasi

Jumlah 701.336.447.330 559.301.147.672 Total

Pihak ketiga Third Parties
PT Insight Investments
Management 443.238.919.885 386.545.469.065

PT Insight Investments
Management

PT Trimegah Asset
Management 442.851.128.435 374.337.880.661

PT Trimegah Asset
Management

PT Indopremier Investment
Management 28.890.600.000 28.083.600.000

PT Indopremier Investment
Management

PT Bahana TCW Investment
Management -- 25.406.938.285

PT Bahana TCW Investment
Management

Jumlah 914.980.648.320 814.373.888.011 Total

Jumlah 1.616.317.095.650 1.373.675.035.683 Total

Medium Term Notes Medium Term Notes

Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)
PT Bank Jabar Banten Tbk 50.000.000.000 idAA- 50.000.000.000 idAA- PT Bank Jabar Banten Tbk

Jumlah 50.000.000.000 50.000.000.000 Total

Sukuk Sukuk
Pihak ketiga Third Party
PT Tiga Pilar Sejahtera Food -- 22.409.178.000 idA(Sy) PT Tiga Pilar Sejahtera Food

PT Bank Maybank Indonesia Tbk 101.061.300.000 idAAA -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Jumlah 101.061.300.000 22.409.178.000 Total

Kontrak Investasi Kolektif Collective Investment Contract
Efek Beragun Aset Asset Backed Securities
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

PT Jasa Marga 151.854.450.000 idAAA (sf) -- PT Jasa Marga
PT Indonesia Power 135.432.303.717 idAAA (sf) -- PT Indonesia Power

Jumlah 287.286.753.717 -- Total

Obligasi Bonds
Pihak berelasi (Catatan 32) Related party (Note 32)
PT Timah (Persero) 102.104.100.000 idA+ -- PT Timah (Persero)
PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk 52.534.100.000 idAA+ --

PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk

PT SMF (Persero) 39.665.663.000 idAAA -- PT SMF (Persero)
PT PMN (Persero) 30.048.090.000 idA -- PT PMN (Persero)
Bank Maluku Utara 25.050.825.000 A (idn) -- Bank Maluku Utara

Jumlah 249.402.778.000 -- Total
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7. EFEK-EFEK (Lanjutan) 7. SECURITIES (Continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016
Peringkat
/Ranking

Peringkat
/Ranking

Pihak Ketiga Third Parties
PT Toyota Astra Finance 51.203.050.000 AAA (idn) -- PT Toyota Astra Finance
PT Japfa Comfeed Indonesia
Tbk -- 201.775.800.000 idA

PT Japfa Comfeed Indonesia
Tbk

PT BFI Finance Indonesia -- 95.708.500.000 A+(idn) PT BFI Finance Indonesia
Jumlah 51.203.050.000 297.484.300.000 Total

Jumlah 300.605.828.000 297.484.300.000 Total

Jumlah 2.355.270.977.367 1.743.568.513.683 Total

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Sukuk Sukuk
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

Pemerintah Indonesia 299.183.871.000 BBB 235.130.000.000 BBB-
Government of Republic

of Indonesia
Jumlah 299.183.871.000 235.130.000.000 Total

Obligasi Bonds
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

Pemerintah Indonesia 72.701.142.120 BBB 67.180.000.000 BBB-
Government of Republic

of Indonesia
PT Pertamina (Persero) 70.879.749.000 BBB 67.180.000.000 BBB- PT Pertamina (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero) 69.602.850.000 BBB 67.180.000.000 BBB-
PT Pelabuhan Indonesia

II (Persero)
Jumlah 213.183.741.120 201.540.000.000 Total

Jumlah 512.367.612.120 436.670.000.000 Total

Jumlah 2.867.638.589.487 2.180.238.513.683 Total

Biaya perolehan atas efek tersedia untuk dijual (AFS)
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
masing-masing sebesar Rp2.660.381.221.113 dan
Rp2.129.814.404.385.

Cost of available-for-sale (AFS) securities as of December
31, 2017 and 2016 amounted to Rp2,660,381,221,113
and Rp2,129,814,404,385, respectively.

Perubahan yang belum direalisasi dalam nilai wajar
efek tersedia untuk dijual:

Unrealized changes in value of available-for-sale securities:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Saldo awal 50.424.109.298 15.209.074.006 Beginning balance
Realisasi atas keuntungan
penjualan (34.106.589.202) (12.197.312.110) Realized gain on sale

Perubahan nilai wajar efek 190.939.848.278 47.412.347.402 Change in fair value

Saldo akhir 207.257.368.374 50.424.109.298 Ending balance
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8. PINJAMAN DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH

8. LOAN RECEIVABLES AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES

Pinjaman diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah
menurut sektor infrastruktur adalah sebagai berikut:

Loan receivables and sharia financing/ receivables based
on infrastructure sectors are as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Rupiah Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

Ketenagalistrikan 10.603.214.098.590 9.418.627.360.228 Electricity Transportasi
Jalan 5.113.670.681.870 9.808.689.938.428 Roads
Transportasi 2.659.526.388.529 1.300.627.876.117 Transportations
Telekomunikasi 1.323.461.534.747 725.553.036.020 Telecommunications
Sosial - Rumah Sakit Umum
Daerah 817.029.476.407 549.284.848.158

Social - Regional Public
Hospital

Multi sektor 442.877.724.771 919.141.724.141 Multi Sector
Rolling Stock Kereta Api 229.753.851.424 104.665.121.803 Train Rolling Stock
Air Minum 168.962.567.266 123.227.387.733 Potable water
Sosial - Pasar 17.510.603.000 61.480.924.000 Social - Market
Sosial - Terminal 3.472.673.679 14.524.673.679 Social - Station

Jumlah 21.379.479.600.283 23.025.822.890.307 Total

Pihak ketiga Third parties
Jalan 2.571.691.769.572 1.180.536.423.137 Roads
Ketenagalistrikan 555.744.968.125 778.984.149.186 Electricity Transportasi
Transportasi 481.014.047.983 495.147.150.858 Transportations
Telekomunikasi 337.411.722.826 357.139.410.328 Telecommunications
Air Minum 108.406.499.312 182.211.311.423 Potable water
Sosial - Rumah Sakit 62.825.300.773 22.320.111.670 Social - Hospital
Jumlah 4.117.094.308.591 3.016.338.556.602 Total

Jumlah 25.496.573.908.874 26.042.161.446.909 Total

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

Multi sektor 2.608.995.997.588 2.616.273.048.385 Multi sector
Minyak dan gas bumi 2.018.240.258.997 1.996.229.195.154 Oil and gas

Rolling Stock Kereta Api 148.283.961.046 53.644.133.284 Train Rolling Stock
Ketenagalistrikan 7.376.886.000 -- Electricity

Jumlah 4.782.897.103.631 4.666.146.376.823 Total

Pihak ketiga Third parties

Ketenagalistrikan 2.082.881.173.312 1.637.818.373.740 Electricity
Minyak dan gas bumi 564.319.500.584 580.465.794.043 Oil and gas
Jumlah 2.647.200.673.896 2.218.284.167.783 Total

Jumlah 7.430.097.777.527 6.884.430.544.606 Total

Jumlah 32.926.671.686.401 32.926.591.991.515 Total

Pembiayaan/Piutang Syariah Sharia Financing/Receivables
Rupiah Rupiah

Pihak Berelasi (catatan 32) Related Party (Note 32)

Ketenagalistrikan 1.000.000.000.000 -- Electricity

Jumlah pinjaman diberikan dan
pembiayaan/piutang syariah 33.926.671.686.401 32.926.591.991.515

Total Loan Receivables and
Sharia Financing/ Receivables

Cadangan kerugian penurunan
nilai (602.894.159.814) (278.173.564.852) Allowance for impairment losses

Jumlah pinjaman diberikan
dan pembiayaan/piutang
syariah- bersih 33.323.777.526.587 32.648.418.426.663

Total Loan Receivable and Sharia
Financing/Receivable - net
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8. PINJAMAN DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (Lanjutan)

8. LOAN RECEIVABLES AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (Continued)

Pinjaman diberikan dan pembiayaandan piutang
Syariah menurut jenis pembiayaan terdiri dari:

Loan receivables and sharia financing and receivables by
type of financing consist of:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pinjaman diberikan Loan Receivables
Rupiah Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)
Investasi 17.366.738.384.019 16.542.910.335.191 Investment
Modal kerja 4.012.741.216.264 6.482.912.555.116 Working capital

Jumlah 21.379.479.600.283 23.025.822.890.307 Total

Pihak ketiga Third parties Investment
Investasi 4.117.094.308.591 2.975.580.429.030 Investment
Modal kerja -- 40.758.127.572 Working capital

Jumlah 4.117.094.308.591 3.016.338.556.602 Total

Jumlah 25.496.573.908.874 26.042.161.446.909 Total

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Pihak berelasi (Catatan 32) Related parties (Note 32)

Investasi 4.627.236.256.585 4.612.502.243.539 Investment

Modal kerja 155.660.847.046 53.644.133.284 Working capital
Jumlah 4.782.897.103.631 4.666.146.376.823 Total

Pihak ketiga Third parties
Investasi 2.647.200.673.896 2.218.284.167.783 Investment

Jumlah 2.647.200.673.896 2.218.284.167.783 Total

Jumlah 7.430.097.777.527 6.884.430.544.606 Total

Jumlah 32.926.671.686.401 32.926.591.991.515 Total

Pembiayaan/Piutang Syariah Sharia Financing/ Receivables
Rupiah Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 32) Related party (Note 32)
Investasi 1.000.000.000.000 -- Investment

Jumlah pinjaman diberikan dan
Pembiayaan/Piutang Syariah 33.926.671.686.401 32.926.591.991.515

Total Loan and Receivables and Sharia
Financing/ Receivables

Cadangan kerugian penurunan
nilai (602.894.159.814) (278.173.564.852) Allowance for impairment losses

Jumlah Pinjamandiberikan dan
Pembiayaan/Piutang Syariah -
bersih 33.323.777.526.587 32.648.418.426.663

Total Loan and Receivables and Share
Financing/ Receivables- net
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8. PINJAMAN DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (Lanjutan)

8. LOAN RECEIVABLES AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (Continued)

Pinjaman diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah
berdasarkan jatuh tempo angsuran:

Loan receivables and sharia financing/ receivables
based on installment due date:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pinjaman diberikan Loan Receivables
Rupiah Rupiah

Kurang dari 1 tahun 5.086.282.390.588 10.518.630.278.725 Less than 1 year
1 - 5 tahun 8.515.969.946.864 6.537.926.673.891 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun 11.894.321.571.422 8.985.604.494.293 Over 5 years
Jumlah 25.496.573.908.874 26.042.161.446.909 Total

Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Kurang dari 1 tahun 441.578.781.310 247.606.137.061 Less than 1 year
1 - 5 tahun 2.198.263.353.559 1.719.225.481.449 1 - 5 years
Lebih dari 5 tahun 4.790.255.642.658 4.917.598.926.096 Over 5 years
Jumlah 7.430.097.777.527 6.884.430.544.606 Total

Jumlah 32.926.671.686.401 32.926.591.991.515 Total

Pembiayaan/ Piutang Syariah Sharia Financing/ Receivables

Rupiah Rupiah

1 - 5 tahun 285.714.285.712 -- 1 - 5 years

Lebih dari 5 tahun 714.285.714.288 -- Over 5 years
Jumlah 1.000.000.000.000 -- Total

Jumlah 33.926.671.686.401 32.926.591.991.515 Total

Cadangan kerugian penurunan
nilai (602.894.159.814) (278.173.564.852)

Allowance for impairment
losses

Jumlah Pinjaman Diberikan
dan Pembiayaan/Piutang
Syariah - bersih 33.323.777.526.587 32.648.418.426.663

Total Loan & Receivables and Total
Sharia Financing/ Receivables - net

Kisaran tingkat suku bunga efekfif
pinjaman diberikan per tahun

The effective interest rate range on loan
receivables per annum

Rupiah 5,25% - 12,83% 5.25% - 15.00% Rupiah
Dolar Amerika Serikat 2,68% - 8,36% 2.68% - 8.36% U.S. Dollar

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diberikan
adalah sebagai berikut:

The amortization cost of loan receivables is as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pinjaman diberikan 33.926.671.686.401 32.926.591.991.515 Loan receivables
Akrual bunga atas pinjaman

diberikan (Catatan 11) 277.447.801.809 110.760.788.782
Accrued interest on loan

receivables (Note 11)

Jumlah 34.204.119.488.210 33.037.352.780.297 Total
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8. PINJAMAN DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (Lanjutan)

8. LOAN RECEIVABLES AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (Continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai atas
pinjaman diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah
adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for impairment losses of loan
receivables and sharia financing/receivables are as follow:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Saldo awal tahun 278.173.564.852 121.038.135.680 Balance at beginning of the year
Penambahan (Catatan 30) 322.461.148.379 155.985.775.248 Addition (Note 30)
Pemulihan -- (524.571.187) Recovery
Selisih kurs 2.259.446.583 1.674.225.111 Foreign exchange

Saldo akhir tahun 602.894.159.814 278.173.564.852 Balance at end of the year

Termasuk dalam cadangan kerugian penurunan nilai
adalah cadangan pinjaman diberikan yang
diturunkan nilainya secara individual masing-masing
Rp303.672.829.306 dan Rp237.231.472.483 pada
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Included in the allowance for impairment losses are
individually impaired loan receivables amounted to
Rp303,672,829,306 and Rp237,231,472,483 as of
December 31, 2017 and 2016, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian
penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah
memadai untuk menutup potensi kerugian.

Management believes the allowance for impairment losses
on loan receivables is sufficient to cover the possible
losses.

Tidak terdapat pinjaman diberikan dan
pembiayaan/piutang syariah yang dihapusbukukan
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

There are no written-off loan receivables and sharia
financing/receivables as of December 31, 2017 and 2016.

Perusahaan melakukan lindung nilai pinjaman
diberikan kepada pihak ketiga yang didenominasikan
dalam Dolar Amerika Serikat untuk risiko nilai tukar
mata uang asing melalui currency swap dengan
mempertukarkan tingkat nilai tukar mata uang asing
tetap terhadap nilai tukar mata uang asing
variabel. Nilai wajar instrumen derivatif dijelaskan
pada Catatan 19.

The Company hedges the loan receivables granted to third
parties which are denominated in U.S. Dollar for exchange
rate risk via a currency swap exchanging fixed foreign
exchange rate for variable foreign exchange rate. Fair
value of the derivative instrument is disclosed in Note 19.

9. PIUTANG ATAS PENUGASAN FASILITASI
PENYIAPAN PROYEK

9. RECEIVABLES FROM ASSIGNMENT FOR
FACILITATION ON PROJECT PREPARATION

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Saldo awal tahun 26.554.942.898 13.349.652.072 Balance at beginning of the year
Biaya terjadi (Catatan 30) 18.953.310.442 30.596.208.306 Cost incurred (Note 30)
Margin diakui 2.180.279.566 4.089.833.468 Recognized margin
Subjumlah 47.688.532.906 48.035.693.846 Subtotal
Pembayaran diterima (34.941.996.949) (21.480.750.948) Payments received

Jumlah 12.746.535.957 26.554.942.898 Total
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9. PIUTANG ATAS PENUGASAN FASILITASI
PENYIAPAN PROYEK (Lanjutan)

9. RECEIVABLES FROM ASSIGNMENT FOR
FACILITATION ON PROJECT PREPARATION
(Continued)

Akun ini merupakan piutang dari Pemerintah Republik
Indonesia berupa kompensasi dalam rangka
penugasan untuk memfasilitasi penyiapan proyek
kerjasama pemerintah dan swasta (Catatan 33a).

This account represents receivables from the Government
of the Republic of Indonesia in the form of compensation
owed in relation to assignment to facilitate the preparation
of public- private partnership projects (Note 33a).

Terhadap piutang usaha dari Pemerintah Republik
Indonesia tidak diadakan cadangan kerugian
penurunan nilai karena manajemen berpendapat
seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

No allowance for impairment losses on trade accounts
receivable from the Government of te Republic of
Indonesia was provided as management believes that all
those receivables are collectible.

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 10. PREPAID EXPENSES

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Asuransi 1.666.380.802 1.571.875.139 Insurance
Lain-lain 26.813.364 162.544.961 Others

Jumlah 1.693.194.166 1.734.420.100 Total

11. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA 11. ACCRUED INCOME

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Bunga atas pinjaman
diberikan (Catatan 8) 277.447.801.809 110.760.788.782

Interest on loan receivables
(Note 8)

Deposito berjangka 37.868.045.992 11.180.208.954 Time deposits
Efek-efek 9.464.810.760 8.323.443.699 Securities
Provision fee 391.311.000 -- Provision fee

Jumlah 325.171.969.561 130.264.441.435 Total
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12. UANG MUKA PEMBELIAN RUANG KANTOR 12. ADVANCE FOR PURCHASE OF OFFICE SPACE

Perusahaan membeli unit kantor strata title dengan
nilai Rp362.340.000.000 (belum termasuk PPN dan
pajak-pajak lainnya). Pada tanggal 15 Desember
2016, nilai tersebut telah dilunasi seluruhnya. Pada
tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dibayarkan
sehubungan dengan pembelian ini adalah sebesar
Rp398.656.500.000, dicatat sebagai uang muka
pembelian ruang kantor. Sejak bulan Mei 2017, uang
muka pembelian ruang kantor tersebut diakui sebagai
aset gedung.

The Company purchased office unit under strata title
amounted to Rp362,340,000,000 (excluding VAT and
other purchase taxes). On December 15, 2016, the
amount has been fully paid. As of December 31, 2016, the
payment in relation with to transaction amounted to
Rp398,656,500,000, recorded as advance for purchase of
office space. Since May 2017, advance for purchase of
office space has been recognized as building asset.

13. PENYERTAAN SAHAM 13. INVESTMENT IN EQUITY

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Metode Ekuitas Equity Method

PT Indonesia Infrastructure
Finance 667.527.812.693 687.150.563.762

PT Indonesia Infrastructure
Finance

Jumlah 667.527.812.693 687.150.563.762 Total

Tersedia untuk dijual Available for sale

PT Waskita Toll Road 2.048.070.315.610 -- PT Waskita Toll Road
PT Jasamarga Pandaan
Malang 43.570.505.000 3.600.000.000

PT Jasamarga Pandaan
Malang

Jumlah 2.091.640.820.610 3.600.000.000 Total

Jumlah 2.759.168.633.303 690.750.563.762 Total

Investasi saham perusahaan dengan klasifikasi
tersedia untuk dijual:

Company’s equity investments classified as available for
sale:

31 Desember / December 31, 2017

Nilai Perolehan/
Cost

Nilai wajar/
Fair Value

Keuntungan
(Kerugian) yang
belum direalisasi/
Unrealized gain

(loss)

Tersedia untuk dijual/ Available for sale
PT Waskita Toll Road 1.745.903.495.116 2.048.070.315.610 302.166.820.494
PT Jasamarga Pandaan Malang 34.849.000.000 43.570.505.000 8.721.505.000

Jumlah/ Total 1.780.752.495.116 2.091.640.820.610 310.888.325.494

31 Desember / December 31, 2016

Nilai Perolehan/
Cost

Nilai wajar/
Fair Value

Keuntungan
(Kerugian) yang
belum direalisasi/

Unrealized gain (loss)

Tersedia untuk dijual/ Available for sale
PT Jasamarga Pandaan Malang 3.600.000.000 3.600.000.000 --
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13. PENYERTAAN SAHAM (Lanjutan) 13. INVESTMENT IN EQUITY (Continued)

PT Indonesia Infrastructure Finance PT Indonesia Infrastructure Finance

Perusahaan mempunyai investasi pada ventura
bersama pada PT Indonesia Infrastructure Finance
(IIF) yang berkedudukan di Jakarta.

The Company has investment in joint venture in
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), which is
domiciled in Jakarta.

IIF didirikan oleh Perusahaan bersama-sama dengan
Asian Development Bank (ADB), International Finance
Corporation (IFC), dan Deutsche Investitions - und
Entwicklungsgesell schaft mbH (DEG) pada tanggal
15 Januari 2010. Pada tahun 2012, Sumitomo Mitsui
Banking Corporation (SMBC) masuk sebagai pemesan
dan pemegang saham baru pada IIF.

IIF was established by the Company together with the
Asian Development Bank (ADB), International Finance
Corporation (IFC), and Deutsche Investitions - und
Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) on January 15, 2010.
In 2012, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
entered as a buyer and new IIF’s shareholder.

IIF mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan
pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No. Kep-439/KM.10/2010 dan
beroperasi komersial pada tanggal 6 Agustus 2010.

IIF obtained the license as infrastructure financing
company based on Decree of the Ministry of Finance No.
Kep-439/KM.10/2010 and started operating commercially
on August 6, 2010.

Perusahaan memiliki penyertaan pada IIF sebesar
30,00% pada tahun 2017 dan 2016. Investasi pada
ventura bersama pada IIF dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas pada laporan keuangan
Perusahaan.

The Company’s ownership in IIF is 30.00% in 2017 and
2016, respectively. Investment in joint venture in IIF is
accounted for using the equity method in the Company’s
financial statement.

Ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama
diatas adalah sebagai berikut:

Summary of financial information in respect to joint
venture entity is as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Jumlah aset 12.972.405.217.910 10.790.762.840.259 Total assets

Jumlah liabilitas 10.747.313.808.934 8.500.260.961.054 Total liabilities
Jumlah ekuitas 2.225.091.408.976 2.290.501.879.205 Total equity

Jumlah liabilitas dan ekuitas 12.972.405.217.910 10.790.762.840.259 Total liabilities and equity

Jumlah pendapatan usaha
tahun berjalan 638.040.256.127 545.777.651.081 Total revenues for the year

Jumlah beban usaha tahun
berjalan (739.090.562.825) (406.444.329.839) Total expenses for the year

Laba bersih tahun berjalan (81.621.736.448) 101.793.029.671 Net income for the year

Penghasilan komprehensif lain
tahun berjalan (45.050.564.294) 82.427.656.110

Comprehensive income for
the year
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13. PENYERTAAN SAHAM (Lanjutan) 13. INVESTMENT IN EQUITY (Continued)

PT Indonesia Infrastructure Finance (lanjutan) PT Indonesia Infrastructure Finance (continued

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas
terhadap jumlah tercatat dari investasi pada ventura
bersama yang diakui dalam laporan keuangan adalah
sebagai berikut:

Reconciliation of the above summarized financial
information to the carrying amount of investment in joint
venture in the financial statements are as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Aset bersih dari ventura
bersama 2.225.091.408.976 2.290.501.879.205

Net assets of the investment in
joint venture

Proporsi bagian kepemilikan
Perusahaan 30% 30%

Proportion of the Company's
ownership interest

Ekuitas yang diatribusikan
ke pemilik ventura bersama 667.527.812.693 687.150.563.762

Equity attributable to owners of joint
venture

Pembagian dividen (6.107.581.780) -- Distributions of dividends

PT Jasamarga Pandaan Malang PT Jasamarga Pandaan Malang

Pada tanggal 20 Juni 2016, Perusahaan melakukan
investasi saham pada PT Jasamarga Pandaan Malang
sebesar Rp3.600.000.000, dengan persentase
kepemilikan saham sebesar 5% yang diklasifikasikan
sebagai tersedia untuk dijual (AFS). Pada tanggal
28 Desember 2016, Perusahaan melakukan
penambahan investasi saham sebesar Rp500.000.000,
yang dicatat sebagai bagian dari aset lain-lain bersih
pada 31 Desember 2016.

On June 20, 2016, the Company placed investment in
share of PT Jasamarga Pandaan Malang amounted to
Rp3,600,000,000, with 5% of ownership which was
classified as available for sale (AFS). On December 28,
2016, the Company made additional investment of
Rp500,000,000, which was recorded as net other assets
as of December 31, 2016.

Pada tanggal 20 April 2017, 30 Juni 2017 dan
13 September 2017 Perusahaan melakukan
penambahan investasi saham pada PT Jasamarga
Pandaan Malang masing-masing sebesar
Rp9.300.000.000, Rp6.250.000.000 dan
Rp15.199.000.000 sehingga jumlah penyertaan
Perusahaan pada PT Jasamarga Pandaan Malang per
31 Desember 2017 menjadi sebesar
Rp34.849.000.000 dengan nilai wajar
Rp43.570.505.000 yang dihitung oleh perusahaan
penilai independen.

As of April 20, 2017, June 30, 2017, and September
13, 2017, the Company made additional investment
in PT Jasa Marga Pandaan Malang amounted to

Rp9,300,000,000, Rp6,250,000,000, and
Rp15,199,000,000, respectively and total Company’s
investment in share of PT Jasamarga Pandaan Malang
as of December 31, 2017 amounted to
Rp34,849,000,000 with fair value amounted to
Rp43,570,505,000 which was calculated by an
independent appraisal company.

Nilai wajar penyertaan nilai saham pada PT Jasamarga
Pandaan Malang adalah berdasarkan hasil penilaian
dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen
Toha, Okky, Heru & Rekan yang terdaftar sebagai
profesi penunjang pasar modal di OJK dengan nomor
laporan No. 067/LS/TOHA-PST/XXXVIII tanggal 29
Desember 2017. Metode penilaian yang digunakan
yaitu dengan pendekatan pendapatan/income dan
pendekatan aset.

The fair value of share value at PT Jasamarga Pandaan
Malang is based on the result of appraisal by Toha, Okky,
Heru & Rekan Independent Public Appraiser (KJPP)
registered as a capital market profession in OJK with
report No.067/LS/TOHA-PST/XXXVIII dated December
29, 2017. The appraisal method used is the
income/income approach and the asset approach.

PT Waskita Toll Road (WTR) PT Waskita Toll Road (WTR)

Pada tanggal 16 Februari 2017, Perusahaan
melakukan investasi saham pada PT Waskita Toll
Road (WTR) sebesar Rp1.499.999.078.908.

On February 16, 2017, the Company placed investment
in shares of PT Waskita Toll Road (WTR) amounting to
Rp1,499,999,078,908.
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13. PENYERTAAN SAHAM (Lanjutan) 13. INVESTMENT IN EQUITY (Continued)

PT Waskita Toll Road (WTR) (lanjutan) PT Waskita Toll Road (WTR) (continued)

Pada tanggal 3 Mei 2017 Perusahaan melakukan
penambahan investasi saham di WTR sebesar
Rp245.904.416.208, sehingga jumlah Penyertaan per
31 Desember 2017 adalah Rp1.745.903.495.116
dengan nilai wajar sebesar Rp2.048.070.315.610 yang
dihitung oleh perusahaan penilai independen
menggunakan informasi laporan keuangan proforma
tanggal 31 Desember 2017, persentase kepemilikan
saham Perusahaan di WTR sebesar 10,67% dan
diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

On May 3, 2017, the Company made additional equity
investment in WTR amounting to Rp245,904,416,208, thus
the investment amount as of December 31, 2017 is
Rp1,745,903,495,116 with fair value amounting to
Rp2,048,070,315,610 as calculated by an independent
appraisal company using the information in the proforma
financial statements as of December 31, 2017, in which
the Company’s ownership in WTR is 10.67% and is
classified as available for sale (AFS).

Sebelumnya Perusahaan telah menghitung nilai wajar
oleh perusahaan penilai independen dengan
menggunakan informasi laporan keuangan tanggal
30 September 2017 nilai wajar sebesar
Rp1.981.393.000.000 dengan persentase kepemilikan
saham Perusahaan di WTR sebesar 12,76%. Pada
tanggal 21 Desember 2017, PT Waskita Karya
(Persero) Tbk menambah investasi saham di WTR
sebesar Rp1.771.091.000.000 sehingga Perusahaan
menghitung kembali nilai wajar tersebut. Dengan
adanya tambahan modal tersebut jumlah penyertaan
saham yang dimiliki menjadi Rp1.153.511.000.000.

Prior to this the Company had the fair value calculated by
an independent appraisal company using the
information in the financial statements as of
September 30, 2017 with fair value amounting to
Rp1,981,393,000,000 with the Company’s ownership in
WTR was 12.76%. On December 21, 2017, PT Waskita
Karya (Persero) Tbk made additional equity investment in
WTR amounting to Rp1,771,091,000,000; therefore, the
Company made recalculation of the fair value. With such
additional equity investment the total share investment
held by the Company is Rp1,153,511,000,000.

Nilai wajar penyertaan nilai saham pada WTR adalah
berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai
Publik (KJPP) independen Ruky, Safrudin & Rekan
yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal
di OJK dengan nomor laporan No.RSR/R/B-230118.02
tanggal 23 Januari 2018. Metode penilaian yang
digunakan yaitu dengan pendekatan pendapatan dan
pendekatan pasar.

The fair value of share value at WTR as of December 31,
2017 is based on the result of appraisal by Ruky, Safrudin
& Rekan Independent Public Appraiser (KJPP) registered
as a capital market profession in OJK with report
No.RSR/R/B-230118.02 dated 23 January 2018. The
appraisal method used is the income approach and market
approach.

Tidak ada cadangan penurunan nilai yang dibentuk
pertanggal 31 Desember 2017 atas penyertaan saham
Perusahaan.

No impairment for losses on Company’s equity investment
as of December 31, 2017.

14. ASET TETAP 14. PROPERTIES AND EQUIPMENTS

31 Desember / December 31, 2017

Saldo
awal/Beginning

balance
Penambahan/

Additions
Pengurangan/

Deductions
Reklasifikasi/

Reclassifications

Saldo awal/
Beginning
balance

Biaya perolehan Carrying value
Ruang kantor -- 418.979.774.000 -- -- 418.979.774.000 Office space
Komputer 4.968.557.193 1.729.200.004 -- -- 6.697.757.197 Computers
Peralatan kantor 13.016.905.453 2.216.107.826 -- (621.912.802) 14.611.100.477 Office equipments
Perabotan kantor 11.853.048.965 199.528.001 (310.773.085) (921.079.779) 10.820.724.102 Office furnitures
Partisi 26.557.723.570 61.600.000 (7.048.904.080) (6.050.000) 19.564.369.490 Fixtures

Jumlah 56.396.235.181 423.186.209.831 (7.359.677.165) (1.549.042.581) 470.673.725.266 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated
Depreciation

Ruang kantor -- 11.172.793.973 -- -- 11.172.793.973 Office space
Komputer 1.394.645.594 911.766.534 -- -- 2.306.412.128 Computers
Peralatan kantor 5.164.806.960 2.327.506.899 -- (476.451.183) 7.015.862.676 Office equipments

Perabotan kantor 3.546.374.010 2.001.362.039 (310.773.085) (859.467.399) 4.377.495.565 Office furnitures
Partisi

8.347.036.232 3.904.843.968 (7.048.904.080) (2.117.500) 5.200.858.620 Fixtures

Jumlah 18.452.862.796 20.318.273.413 (7.359.677.165) (1.338.036.082) 30.073.422.962 Total

Nilai buku 37.943.372.385 440.600.302.304 Book value
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14. ASET TETAP (Lanjutan) 14. PROPERTIES AND EQUIPMENTS (Continued)

31 Desember / December 31, 2016
Saldo awal/

Beginning balance
Penambahan/

Additions
Pengurangan/

Deductions
Penurunan nilai/

Impairment
Saldo akhir/

Ending balance

Biaya perolehan Carrying value
Komputer 2.440.347.993 2.528.209.200 -- -- 4.968.557.193 Computers

Peralatan kantor 6.537.869.116 6.479.036.337 -- -- 13.016.905.453 Office equipments
Perabotan kantor 3.580.128.622 8.272.920.343 -- -- 11.853.048.965 Office furnitures
Partisi 7.134.258.209 19.423.465.361 -- -- 26.557.723.570 Fixtures

Jumlah 19.692.603.940 36.703.631.241 -- -- 56.396.235.181 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated
Depreciation

Komputer 900.918.768 493.726.826 -- -- 1.394.645.594 Computers
Peralatan kantor 3.674.373.609 1.490.433.351 -- -- 5.164.806.960 Office equipments
Perabotan kantor 2.387.288.723 1.131.286.678 -- 27.798.609 3.546.374.010 Office furnitures
Partisi 4.934.529.821 2.703.645.240 -- 708.861.171 8.347.036.232 Fixtures
Jumlah 11.897.110.921 5.819.092.095 -- 736.659.780 18.452.862.796 Total

Nilai buku 7.795.493.019 37.943.372.385 Book value

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai bagian beban
umum dan administrasi di dalam beban usaha
(Catatan 30).

Depreciation expense is presented as part of general and
administrative expenses on operating expenses (Note 30).

Sejak akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan
pembelian ruang kantor yang baru diserahterimakan
pada bulan Mei 2017. Pada tanggal 31 Desember
2016 pembayaran angsuran atas pembelian ruang
kantor ini diakui sebagai uang muka pembelian ruang
kantor (Catatan 12).

At the end of 2015, the Company purchased office space
which was only handed over in May 2017. As of December
31, 2016 the installment payment for the purchase of the
office space is recognized as advances for purchases of
office space (Note 12).

Pada tahun 2016, Perusahaan mengakui kerugian
penurunan nilai atas aset tetapnya yang tidak
digunakan lagi. Kerugian penurunan nilai diakui ke
laba rugi sebesar Rp736.659.780.

In 2016, the Company recognized impairment loss on its
fixed asset which was no longer utilized. The impairment
loss recognized in the profit or loss amounted to
Rp736,659,780.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset
tetap selain ruang kantor telah diasuransikan kepada
PT Asuransi Dayin Mitra dengan nilai pertanggungan
masing-masing sebesar Rp53.807.839.326 dan
Rp32.126.283.656.

On December 31, 2017 and 2016, properties and
equipments excluding office space were insured by
PT Asuransi Dayin Mitra amounting to
Rp53,807,839,326 and Rp32,126,283,656.

Ruang kantor yang terletak di Gedung Sahid Sudirman
Center telah diasuransikan kepada PT Asuransi MAG
oleh Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan
Rumah Susun (PPPSRS) Sahid Sudirman Center
dengan jangka waktu asuransi 1 tahun sejak
tanggal 12 Desember 2017. Premi atas asuransi
tersebut dibayarkan oleh Perusahaan kepada
PPPSRSS Sahid Sudirman Center setiap bulan sebagai
bagian dari biaya jasa.

Office space located at Sahid Sudirman Center Building
has been insured by PT Asuransi MAG by Perhimpunan
Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) with
insurance period of 1 year since December 12, 2017.
Premium of insurance is paid the Company to PPPSRSS
Sahid Sudirman Center every month as part of service
charge fee.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan
tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan
kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is
adequate to cover possible losses on the assets insured.
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15. ASET TAKBERWUJUD – BERSIH 15. INTANGIBLE ASSETS - NET

31 Desember / December 31, 2017
Saldo awal/

Beginning balance
Penambahan/

Additions
Pengurangan/

Deductions
Reklasifikasi/

Reclassifications
Saldo akhir/

Ending balance

Biaya perolehan Carrying value
Perangkat lunak 29.237.442.245 15.002.279.729 -- -- 44.239.721.974 Software

Jumlah 29.237.442.245 15.002.279.729 -- -- 44.239.721.974 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated
Depreciation

Perangkat lunak (8.321.086.723) (5.751.678.769) -- -- (14.072.765.492) Software
Jumlah (8.321.086.723) (5.751.678.769) -- -- (14.072.765.492) Total

Nilai buku 20.916.355.522 30.166.956.482 Book value

31 Desember / December 31, 2016
Saldo awal/

Beginning balance
Penambahan/

Additions
Pengurangan/

Deductions
Reklasifikasi/

Reclassifications
Saldo akhir/

Ending balance

Biaya perolehan Carrying value
Perangkat lunak 15.868.678.174 13.368.764.071 -- -- 29.237.442.245 Software

Jumlah 15.868.678.174 13.368.764.071 -- -- 29.237.442.245 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated
Depreciation

Perangkat lunak (5.494.927.560) (2.826.159.163) -- -- (8.321.086.723) Software
Jumlah (5.494.927.560) (2.826.159.163) -- -- (8.321.086.723) Total

Nilai buku 10.373.750.614 20.916.355.522 Book value

Beban amortisasi aset tak berwujud untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dan 2016 adalah sebesar Rp5.751.678.769 dan
Rp2.826.159.163 yang disajikan sebagai beban umum
dan administrasi dalam beban usaha (Catatan 30).

Amortization expense of intangible assets for the periods
ended December 31, 2017 and 2016 amounting to
Rp5,751,678,769 and Rp2,826,159,163, respectively, is
presented as part of general and administrative expenses
on operating expenses (Note 30).

16. PINJAMAN DITERIMA DARI BANK DAN
LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

16. LOANS RECEIVED FROM BANKS AND OTHER
FINANCIAL INSTITUTION

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Bank: Banks:
PT Bank UOB Indonesia 1.354.800.000.000 -- PT Bank UOB Indonesia
The Bank of Tokyo Mitsubishi

UFJ, Ltd 1.029.648.000.000 671.800.000.000
The Bank of Tokyo Mitsubishi

UFJ, Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 677.400.000.000 -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Fasilitas Sindikasi -- 2.351.300.000.000 Syndication Facility
Jumlah 3.061.848.000.000 3.023.100.000.000 Total

Lembaga Keuangan Lainnya: Other Financial Institution:

Agence Francaise
de Developpement 677.400.000.000 134.360.000.000

Agence Francaise
de Developpement

Jumlah 3.739.248.000.000 3.157.460.000.000 Total

Biaya transaksi yang belum
diamortisasi (23.686.652.030) (16.141.740.619) Unamortized transaction costs

Jumlah 3.715.561.347.970 3.141.318.259.381 Total
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16. PINJAMAN DITERIMA DARI BANK DAN
LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (Lanjutan)

16. LOANS RECEIVED FROM BANKS AND OTHER
FINANCIAL INSTITUTION (Continued)

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diterima dari
bank dan lembaga keuangan lainnya adalah sebagai
berikut:

The amortized cost of loans received from banks and
other financial institution is as follow:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Bank: Banks:
PT UOB Indonesia 1.346.908.384.836 -- PT Bank UOB Indonesia
The Bank of Tokyo Mitsubishi

UFJ, Ltd 1.025.316.270.864 669.620.950.581
The Bank of Tokyo Mitsubishi

UFJ, Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 669.367.594.020 -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Fasilitas sindikasi -- 2.341.102.277.540 Syndication Facility
Jumlah 3.041.592.249.720 3.010.723.228.121 Total

Lembaga Keuangan Lainnya: Other Financial Institution:
Agence Francaise

de Developpement 673.969.098.250 130.595.031.260
Agence Francaise

de Developpement

Jumlah 3.715.561.347.970 3.141.318.259.381 Total

Akrual bunga pinjaman bank
dan diamortisasi Lembaga
Keuangan Lainnya (Catatan
17) 5.047.730.910 9.483.424.392

Accrued interest of bank loan
and other financial

institution (Note 17)

Jumlah 3.720.609.078.880 3.150.801.683.773 Total

Fasilitas Sindikasi Syndication Facility

Pada tanggal 19 April 2016 Perusahaan mendapatkan
fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri baru dengan
arranger oleh Standard Chartered Bank sebesar
USD175.000.000 yang digunakan untuk
menggantikan fasilitas pinjaman sindikasi yang telah
didapatkan pada tanggal 18 November 2014.
Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri ini melanjutkan
tenor dari fasilitas yang terdahulu, sehingga jangka
waktu fasilitas sekitar 1,5 tahun.

On April 19, 2016 the Company obtained a new foreign
syndicated loan facility with arranger by Standard
Chartered Bank as the arranger amounting to
USD175,000,000 that was used to replace the syndicated
loan facility obtained on November 18, 2014. The foreign
syndicated loan facility continues the tenor of former
facility, so that the term of the facility is approximately 1.5
years.

Bunga yang dikenakan adalah LIBOR 3 bulan + 1,1%
per tahun dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan.

The interest charged is 3-month LIBOR is + 1.1 % per
annum with interest payments every 3 months.

Pinjaman tersebut seluruhnya merupakan Term Loan
Facility dengan jumlah sebesar USD175.000.000.

The loan is entirely Term Loan Facility in the amount of
USD175,000,000.

Alokasi peserta sindikasi berdasarkan jumlah fasiitas
adalah sebagai berikut

The allocated participants based on total facility is
appended as follows
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16. PINJAMAN DITERIMA DARI BANK DAN
LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (Lanjutan)

16. LOANS RECEIVED FROM BANKS AND OTHER
FINANCIAL INSTITUTION (Continued)

Fasilitas Sindikasi (lanjutan) Syndication Facility (continued)

Fasilitas pinjaman
berjangka Peserta

Sindikasi/ Term loan
facility

Peserta Sindikasi/ Syndication Participant
31 Desember/

December 31, 2016
USD

Mandated Lead Arranger and Bookrunner
Standard Chartered Bank 10.000.000

Mandated Lead Arrangers
PT Bank UOB Indonesia 22.000.000
Jin Sun International Bank, Ltd --
National Bank of Abu Dhabi PJSC 10.000.000
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 7.800.000
State Bank of India 7.800.000
Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch 7.800.000
Far Eastern International Bank, Ltd. 6.500.000
Shinsei Bank, Limited 6.500.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch 6.500.000
Bank of China (Hong Kong) Limited 5.200.000
Bank of Taiwan, Singapore Branch 5.200.000
Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Singapore Branch 5.200.000
E SUN Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 5.200.000
First Commercial Bank, Offshore Banking Branch 5.200.000
Land Bank of Taiwan, Singapore Branch 5.200.000
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch 5.200.000
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch 5.200.000
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch 5.200.000

Lead Arrangers
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch 5.100.000
Cathay United Bank 5.000.000
Banco Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Hong Kong Branch 4.400.000
Erste Group Bank AG 4.400.000
The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., Offshore Banking Branch 4.400.000
Eastspring Investments SICAV-FIS Asia Pacific Loan Fund 3.000.000
The Export-Import Bank of the Republic of China 3.000.000
The Korea Development Bank, Singapore Branch 3.000.000
Sunny Bank Ltd. 3.000.000
Taishin International Bank Co., Ltd. 3.000.000
Taiwan Sing Kong Commercial Bank Co., Ltd. 3.000.000

Arrangers
Shinhan Bank Japan Tokyo Business Dept 2.000.000

Jumlah/ Total 175.000.000

Fasilitas ini digunakan untuk membiayai proyek-

proyek infrastruktur. Pembatasan penting atas fasilitas

sindikasi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

This facility was used to finance the infrastructure

projects. On 2017, the major covenant of syndication

facilities are:

a. Perusahaan tidak boleh menjaminkan, menjual,

mentransfer atau menghapus aset yang dimiliki

selama periode fasilitas.

a. The Company shall not subsist, sell, transfer or dispose

its asset during the facility’s period.

b. Debt to Equity Ratio tidak lebih dari 3. b. Total Debt to Equity Ratio shall not exceed 3.
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16. PINJAMAN DITERIMA DARI BANK DAN

LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (Lanjutan)

16. LOANS RECEIVED FROM BANKS AND OTHER

FINANCIAL INSTITUTION (Continued)

Fasilitas Sindikasi Syndication Facility

Sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 (saat pelunasan

hutang), tidak ada ketentuan pembatasan yang

berkaitan dengan fasilitas sindikasi yang dilanggar

oleh Perusahaan.

Up to July 27, 2017 (date of loan repayment), the

Company does not violate the covenant relating to

Syndication Facility.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo

utang sindikasi setelah dikurangi biaya transaksi yang

belum diamortisasi masing-masing adalah sebesar

n ih i l dan USD174.241.015 (eku iva len

Rp2.341.102.277.540).

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding

syndicated loan after unamortized transaction cost

amounted to nill and USD174,241,015 (equivalent to

Rp2,341,102,277,540), respectively.

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd

Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan dan The

Bank of Tokyo Misubishi UFJ (BTMU) menandatangani

perjanjian pemberian fasilitas pinjaman (Committed

Term Loan Facility) sebesar USD100 juta untuk jangka

waktu dua tahun, jatuh tempo pada 31 Maret 2018.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk menunjang

kegiatan Perusahaan dalam pembiayaan

proyek-proyek infrastruktur. Bunga pinjaman yang

disepakati adalah LIBOR 3 bulan + 1,55% per tahun.

On March 31, 2016, the Company and The Bank of

Tokyo Misubishi UFJ (BTMU) signed The Committed

Term Loan Facility with maximum amount of USD100

million with the term of two years, which will on March 31,

2018. This facility is used to support the Company’s

infrastructure projects financing. The agreed interest rate

is 3-month LIBOR + 1.55% per annum.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan dan The Bank

of Tokyo Misubishi UFJ (BTMU) menandatangani

perjanjian kredit sebesar USD50 juta untuk jangka

waktu tiga tahun, jatuh tempo pada tanggal 22 Juni

2020. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk

menunjang kegiatan Perusahaan dalam pembiayaan

proyek-proyek infrastruktur. Bunga pinjaman yang

disepakati adalah LIBOR 3 bulan + 1,15% per tahun.

On June 22, 2017, the Company and The Bank of Tokyo

Misubishi UFJ (BTMU) signed Loan Facility with maximum

amount of USD50 million with the term of three years,

which will on June 22, 2020. This facility is used to support

the Company’s infrastructure projects financing. The

agreed interest rate is 3 month LIBOR + 1.15% per

annum.

Pembatasan penting atas fasilitas pinjaman ini adalah

memastikan bahwa rasio Debt to Equity adalah tidak

lebih dari 3.

The major covenant of this loan facility is to ensure that

Debt to Equity ratio shall not exceed 3.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017,

Perusahaan telah mematuhi pembatasan penting yang

berkaitan dengan fasilitas pinjaman ini.

Up to December 31, 2017, the Company had complied

with the covenant of this loan facility.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo
utang Perusahaan kepada BTMU setelah dikurangi
biaya transaksi yang belum diamortisasi masing-
masing adalah sebesar USD75.680.268 (ekuivalen
Rp1.025.316.270.864) dan USD49.837.820 (ekuivalen
Rp669.620.950.581).

As of December 31, 2017 and 2016 the Company’s
outstanding loan to BTMU after unamortized transaction
cost amounted to USD75,680,268 (equivalent to
Rp1,025,316,270,864) and USD49,837,820 (equivalent to
Rp669,620,950,581), respectively.

Agence Francaise de Developpement Agence Francaise de Developpement

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan
mendapatkan fasilitas kredit dari Agence Francaise
de Developpment (AFD) sebesar USD100.000.000
dengan jangka waktu sepuluh tahun (Catatan 33d).
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar suku bunga
LIBOR 6 bulan + 2,15% per tahun.

On December 3, 2015, the Company obtained a credit
facility from Agence Francaise de Developpment (AFD)
amounted to USD100,000,000 with the term of ten years
(Note 33d). The interest rate charged is 6 month LIBOR +
2.15% per annum.
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16. PINJAMAN DITERIMA DARI BANK DAN
LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (Lanjutan)

16. LOANS RECEIVED FROM BANKS AND OTHER
FINANCIAL INSTITUTION (Continued)

Agence Francaise de Developpement (lanjutan) Agence Francaise de Developpement (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang
Perusahaan kepada AFD setelah dikurangi biaya
transaksi yang belum diamortisasi masing-masing
adalah sebesar USD49.746.760 (ekuivalen
Rp673.969.098.250) dan USD9.719.785 (ekuivalen
Rp130.595.031.260).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company’s
outstanding loan to AFD after unamortized transaction cost
amounted to USD49,746,760 (equivalent to
Rp673,969,098,250) and USD9,719,785 (equivalent to
Rp130,595,031,260), respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah
mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan fasilitas
kredit ini sesuai yang diungkapkan pada catatan 33d.

As of December 31, 2017, the Company has complied with
the provisions of this credit facility as disclosed in note 33d.

PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 19 Juni 2017, Perusahaan dan PT Bank
UOB Indonesia (UOB) menandatangani perjanjian kedit
dalam mata uang USD sebesar USD100 juta untuk
jangka tiga tahun dengan tingkat suku bunga sebesar
LIBOR + 1,15% per tahun. Sampai dengan 31
Desember 2017 Perusahaan telah melakukan 3 kali
penarikan fasilitas kredit pada tanggal 21, 22 Juni dan
15 Desember 2017 masing-masing sebesar USD40 juta,
USD40 juta dan USD20 juta. Total fasilitas yang sudah
ditarik adalah sebesar USD100 juta.

On June 19, 2017, the Company and PT Bank UOB Indonesia
(UOB) signed Loan Facility Ageement with maximum amount
of USD100 million with the term of three years and the
interest rate charge is LIBOR + 1.15% per annum. As of
December 31, 2017, the Company has made 3 credit
drawdowns on June 21, 22 and December 15, 2017
amounting to USD40 million, USD40 million and USD20
million, respectively. The total drawdown of facility
amounted to USD100 million.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang
Perusahaan kepada UOB setelah dikurangi biaya
transaksi yang belum diamortisasi masing-masing
adalah sebesar USD99.417.507 (ekuivalen
Rp1.346.908.384.836) dan nihil.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company’s
outstanding loan to UOB after unamortized transaction cost
amounted to USD99,417,507 (equivalent to
Rp1,346,908,384,836) and nill, respectively.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan atas
Pembatasan penting dari fasilitas pinjaman ini, yaitu
rasio total utang terkonsolidasi terhadap total net worth
terkonsolidasi tidak melebihi 3x.

The Company has complied with provisions regarding
significant Limitations of this loan facility, which is
consolidated total debt to consolidated tangible net worth
not exceeding 3x.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan dan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) menandatangani
perjanjian kedit pinjaman transaksi khusus dalam mata
uang USD sebesar USD100 juta untuk jangka tiga
tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR +
1,15% per tahun. Pada tanggal 21 Juni dan 15
Desember 2017, Perusahaan telah melakukan penarikan
fasilitas kredit masing-masing sebesar USD35 juta dan
USD15 juta. Total fasilitas yang ditarik adalah sebesar
USD50 juta.

On June 20, 2017, the Company and PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (Bank Mandiri) signed a Special Transaction
Loan Facility Agreement with maximum amount of USD100
million with the term of three years with the interest rate
charge of LIBOR + 1.15% per annum. On June 21 and
December 15, 2017, the Company had drawn downed credit
facility amounting to USD35 million and USD15 million,
respectively. The total drawdown facility amounted to USD50
million.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang
Perusahaan kepada Bank Mandiri setelah dikurangi
biaya transaksi yang belum diamortisasi masing-masing
adalah sebesar USD49.407.115 (ekuivalen
Rp669.367.594.020) dan nihil.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company’s
outstanding loan to Bank Mandiri after unamortized
transaction cost amounted to USD49,407,115 (equivalent to
Rp669,367,594,020) and nill, respectively.

Perusahan telah memenuhi ketentuan atas Pembatasan
penting dari fasilitas pinjaman ini, yaitu rasio Debt to
Equity adalah tidak lebih dari 3 dan perbandingan aktiva
produktif dengan utang adalah lebih besar atau sama
dengan 100%.

The Company has complied with provisions regarding

significant Limitations of this loan facility, which is Debt to

Equity ratio not exceeding 3 and the proportion of earning

assets to debt is greater than or equal to 100%.
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17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 17. ACCRUED EXPENSES

31 Desember/

December 31,

2017

31 Desember/

December 31,

2016

Tantiem dan jasa produksi 60.515.836.029 59.941.661.736 Provision for tantiem and bonus
Bunga surat utang diterbitkan

(Catatan 20) 116.163.028.137 53.551.364.648
Interest of debt securities issued

(Note 20)

Pengadaan aset tetap dan aset tidak
berwujud 3.602.776.943 15.322.168.682

Acquisition of properties and equipments and
intangible assets

Bunga pinjaman diterima dari
Pemerintah Republik Indonesia
(Catatan 21) 13.667.705.657 12.761.037.300

Interest in borrowings from the Government of
Republic of Indonesia (Note 21)

Bunga pinjaman diterima dari bank
dan

lembaga keuangan lainnya
(Catatan 16) 5.047.730.910 9.483.424.392

Interest of bank loan and other
financial institution (Note 16)

Jasa profesional 7.565.677.710 6.210.353.663 Professional fee
Lain-lain 9.804.208.634 5.045.186.809 Others

Jumlah 216.366.964.020 162.315.197.230 Total

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 18. UNEARNED REVENUE

Pendapatan diterima dimuka merupakan provisi yang
diterima terkait pinjaman diberikan (Catatan 8).

Unearned revenue represents provision received from loan
receivables (Note 8).

19. LIABILITAS DERIVATIF 19. DERIVATIVE LIABILITIES

Perusahaan melakukan Transaksi Currency Swap,
Interest Rate Swap dan call spread dengan pihak lain
yang merupakan bentuk instrumen derivatif. Tujuan
transaksi ini adalah sebagai lindung nilai atas risiko
fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga.

The Company engages in Currency Swap, Interest Rate
Swap Transaction and call spread contract with
counterparties which are derivative instruments. The
purpose of this transaction is to hedge the risks of
fluctuations in exchange rates and interest rates.

Estimasi nilai wajar instrumen liabilitas derivatif
Perusahaan adalah sebagai berikut:

The estimated fair values of the Company’s derivative
liabilities instruments are summarized below:

31 Desember/ December 31, 2017 31 Desember/ December 31, 2016
Jumlah

nosional/
Total notional

Nilai
wajar/

Fair value

Jumlah
nosional/

Total notional

Nilai
wajar/

Fair value
Rp Rp Rp Rp

Currency swap 135.480.000.000 44.196.254.711 280.268.913.800 94.245.434.060 Currency swap
Interest rate swap -- -- 1.007.700.000.000 (1.889.552.398) Interest rate swap

Call spread 365.796.000.000 (437.329) -- -- call spread

Jumlah nilai wajar yang
disajikan

sebagai liabilitas 44.195.817.382 92.355.881.662

Total fair value presented
derivatif as derivative

liabilities

Liabilitas derivatif merupakan kerugian yang belum
direalisasikan dari kontrak derivatif yang ditujukan
sebagai lindung nilai atas arus kas.

Derivative liabilities represents unrealized losses from
derivative contracts designated as cash flow hedges.
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19. LIABILITAS DERIVATIF (Lanjutan) 19. DERIVATIVE LIABILITIES (Continued)

Bagian efektif dari keuntungan lindung nilai yang
diakui sebagai pendapatan (beban) komprehensif
lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
masing-masing sebesar (Rp1.889.552.398) dan
Rp1.889.552.398.

The effective hedging gains recognized as other
comprehensive income (expense) as of December 31,
2017 and 2016 are amounting to (Rp1,889,552,398) and
Rp1,889,552,398, respectively.

Perubahan nilai lindung nilai yang diakui di
penghasilan komprehensif lain:

Changes in value of cash flow hedge recognized in other
comprehensive income:

31 Desember/

December 31,

2017

31 Desember/

December 31,

2016

Saldo awal 1.417.164.298 -- Beginning balance
Lindung nilai arus kas tidak

efektif -- -- Ineffective cash flow hedge
Perubahan nilai wajar (1.889.552.398) 1.889.552.398 Changes in fair value
Jumlah (472.388.100) 1.889.552.398 Total
Dampak pajak tangguhan 472.388.100 (472.388.099) Effect of deferred tax

Saldo akhir -- 1.417.164.298 Ending balance

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Bank
Indonesia No. 16/21/PBI/2014 mengenai Penerapan
Prinsip Kehati-hatian Pengelolaan Utang Luar Negeri
Korporasi Non Bank, maka Perusahaan memiliki
kewajiban untuk memenuhi rasio lindung nilai dan
rasio likuiditas yang tertera dalam ketentuan tersebut.
Sebagai pemenuhan atas PBI No. 16/21 tahun 2014
dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Perusahaan
menggunakan instrumen derivatif sebagai lindung
nilai untuk mengelola risiko pergerakan mata uang
asing dan suku bunga.

In relation to the application of Bank Indonesia Regulation
No. 16/21/PBI/2014 concerning the implementation of
Prudential Principles of Non-Bank Corporate Foreign Debt
Management, the Company has an obligation to meet the
hedging and liquidity ratios set out in the provisions. As
compliance with PBI No. 16/21 of 2014 and the
implementation of prudential principles, the Company uses
derivative instruments as a hedge to manage the risk of
foreign currency and interest rates movements.

Pada tanggal 29 September 2017, Perusahaan
melakukan transaksi Call Spread dengan notional
sebesar USD27.000.000, tanggal jatuh tempo pada
30 Maret 2018 dan menyerahkan dana untuk diblokir
sebagaimana yang diwajibkan oleh Bank Indonesia
sebesar 10% dari jumlah transaksi.

On September 29, 2017, the Company entered into a Call
Spread transaction with notional amounting to
USD27,000,000, maturing on March 30, 2018 and
deposited funds to be blocked as required by Bank
Indonesia amounting 10% of the transaction amount.

Pada tanggal 28 Desember 2017, perusahaan
melakukan Perjanjian Mandiri Call Spread dengan
notional sebesar USD30.000.000, tanggal jatuh tempo
pada 28 Maret 2018, dan menyerahkan dana untuk
diblokir sebagaimana yang diwajibkan oleh Bank
Indonesia sebesar 10% dari jumlah transaksi.

On December 28, 2017 the Company entered into a Call
Spread transaction with notional amounting to
USD30,000,000, maturing on March 28, 2018 and
deposited funds to be blocked as required by Bank
Indonesia amounting to 10% of the transaction amount.

Rincian tabel nilai pokok nosional dan periode kontrak
swap mata uang pada akhir periode pelaporan
terdapat pada catatan 36a.

Details of the notional principal value table and currency
swap contract period at the end of reporting period are
disclosed in note 36a.
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20. SURAT UTANG DITERBITKAN – BERSIH 20. DEBT SECURITIES ISSUED – NET

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Obligasi Bonds
Rupiah Rupiah
Obligasi Berkelanjutan I
Sarana Multi Infrastruktur
Tahap II Tahun 2017:

Obligasi Berkelanjutan I
Sarana Multi Infrastruktur

Tahap II Year 2017:
Seri A 1.200.000.000.000 -- Series A
Seri B 4.455.000.000.000 -- Series B
Seri C 1.345.000.000.000 -- Series C

Obligasi Berkelanjutan I
Sarana Multi Infrastruktur
Tahap I Tahun 2016 :

Obligasi Berkelanjutan I
Sarana Multi Infrastruktur

Tahap II Year 2017:
Seri A 2.298.000.000.000 2.298.000.000.000 Series A
Seri B 1.328.000.000.000 1.328.000.000.000 Series B
Seri C 700.000.000.000 700.000.000.000 Series C
Seri D 674.000.000.000 674.000.000.000 Series D

Obligasi Sarana Multi
Infrastruktur I Tahun 2014:

Obligasi Sarana Multi
Infrastruktur I Year 2014:

Seri A -- 100.000.000.000 Series A
Seri B 900.000.000.000 900.000.000.000 Series B

Surat utang yang beredar 12.900.000.000.000 6.000.000.000.000 Outstanding debt securities

Biaya transaksi yang belum
diamortisasi (11.292.035.279) (8.417.760.213) Unamortized transaction cost

Jumlah 12.888.707.964.721 5.991.582.239.787 Total

Medium Term Notes Medium Term Notes
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
Medium Term Notes USD

Sarana Multi Infrastruktur
I Tahun 2016 1.354.800.000.000 1.343.600.000.000

Medium Term Notes USD
Sarana Multi Infrastruktur

I Year 2016
Biaya transaksi yang belum

diamortisasi (289.099.209) (1.501.986.711) Unamortized transaction cost
Jumlah 1.354.510.900.791 1.342.098.013.289 Total

Surat utang diterbitkan -
bersih 14.243.218.865.512 7.333.680.253.076

Debt securities issued -
net

Biaya perolehan diamortisasi surat utang yang
diterbitkan adalah sebagai berikut:

The amortized cost of debt securities issued is as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Surat utang diterbitkan 14.243.218.865.512 7.333.680.253.076 Debts securities issued
Akrual bunga surat utang

diterbitkan (Catatan 17) 116.163.028.137 53.551.364.648
Accrued interest of debt securities

issued (Note 17)

Jumlah 14.359.381.893.649 7.387.231.617.724 Total
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20. SURAT UTANG DITERBITKAN – BERSIH
(Lanjutan)

20. DEBT SECURITIES ISSUED – NET
(Continued)

Obligasi Bonds

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi
Infrastruktur Tahap II Tahun 2017

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur
Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 16 November 2017 Perusahaan
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi
Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah
pokok obligasi sebesar Rp7.000.000.000.000 (Tujuh
Triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu:

On November 16, 2017, the Company issued "Obligasi
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Year
2017” bond registered in Indonesia Stock Exchange with
the nominal value of Rp7,000,000,000,000 (seven trillion
Rupiah). The bonds consists of three series:

• Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 6,15% per tahun, jangka waktu 1 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri A
diterbitkan dengan nilai nominal
Rp1.200.000.000.000 dan jatuh tempo pada 25
November 2018. Pembayaran obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

• A series: A bond with fixed rate of 6.15% per
annum, 1-year term since issuance date. The
A series were issued with nominal value of
Rp1,200,000,000,000 and will mature on
November 25, 2018. The bonds principal is to be
settled at bullet payment on maturity date.

• Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,40% per tahun, jangka waktu 3 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri B
diterbitkan dengan nilai nominal
Rp4.455.000.000.000 dan jatuh tempo pada 15
November 2020. Pembayaran obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

• B series: A bond with fixed rate of 7.40% per
annum, 3-years term since issuance date. The B
series were issued with nominal value of
Rp4,455,000,000,000 and will mature on November
15, 2020. The bonds principal is to be settled at bullet
payment on maturity date.

• Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,60% per tahun, jangka waktu 5 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri C
diterbitkan dengan nilai nominal
Rp1.345.000.000.000 dan jatuh tempo pada 15
November 2022. Pembayaran obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

• C series: A bond with fixed rate of 7.60% per
annum, 5-year term since issuance date. The C
series were issued with nominal value of
Rp1,345,000,000,000 and will mature on November
15, 2022. The bonds principal is to be settled at bullet
payment on maturity date.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini,
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,
seluruhnya akan disalurkan untuk pembiayaan
infrastruktur.

The proceeds from this issuance, net of issuance costs,
will be entirely channeled to infrastructure financing.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan
khusus, namun dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah
ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

The bonds are not secured by any specific collateral but
secured by all assets that the Company's owned both
movable and immovable, either existing or that will
exist in the future.
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20. SURAT UTANG DITERBITKAN – BERSIH
(Lanjutan)

20. DEBT SECURITIES ISSUED – NET
(Continued)

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi
Infrastruktur Tahap I Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur
Tahap I Year 2016

Pada tanggal 21 November 2016, Perusahaan
menerbitkan obligasi dengan nama “Obligasi
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I
Tahun 2016” yang dicatatkan di PT Bursa Efek
Indonesia dengan nilai nominal sebesar
Rp5.000.000.000.000. Obligasi ini terdiri dari empat
seri yaitu:

On November 21, 2016, the Company issued “Obligasi
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Year
2016” bond registered in Indonesia Stock Exchange with
the nominal value of Rp5,000,000,000,000. The bonds
consists of four series:

• Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,85% per tahun, jangka waktu 3 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri A
d i t e r b i t k a n d e n g a n n i l a i n o m i n a l
Rp2.298.000.000.000 dan jatuh tempo pada 18
November 2019. Pembayaran obligasi akan
dilakukan secara penuh (bullet payment) saat
jatuh tempo.

• A series: A bond with fixed rate of 7.85% per annum,
3 years term since issuance date. The A series were
issued with nominal value of Rp2,298,000,000,000 and
will mature on November 18, 2019. The bonds principal
is to be settled at bullet payment on maturity date.

• Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,20% per tahun, jangka waktu 5 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri B
d i t e r b i t k an den g a n n i l a i n o m i n a l
Rp1.328.000.000.000 dan jatuh tempo pada 18
November 2021. Pembayaran obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

• B series: A bond with fixed rate of 8.20% per annum,
5-year term since issuance date. The B series were
issued with nominal value of Rp1,328,000,000,000 and
will mature on November 18, 2021. The bonds principal
is to be settled at bullet payment on maturity date.

• Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,65% per tahun, jangka waktu 10 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri B
d i t e r b i t k an den gan n i l a i n o m i n a l
Rp700.000.000.000 dan jatuh tempo pada 18
November 2026. Pembayaran obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

• C series: A bond with fixed rate of 8.65% per
annum, 10-year term since issuance date. The C
series were issued with nominal value of
Rp700,000,000,000 and will mature on November
18, 2026. The bonds principal is to be settled at bullet
payment on maturity date.

• Seri D: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,90% per tahun, jangka waktu 15 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri D
d i t e r b i t k an den g a n n i l a i n o m i n a l
Rp674.000.000.000 dan jatuh tempo pada
18 November 2031. Pembayaran obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

• D series: A bond with fixed rate of 8.90% per
annum, 15-year term since issuance date. The D
series were issued with nominal value of
Rp674,000,000,000 and will mature on November
18, 2031. The bonds principal is to be settled at bullet
payment on maturity date.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini,
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,
seluruhnya akan disalurkan untuk pembiayaan
infrastruktur.

The proceeds from this issuance, net of issuance costs,
will be entirely channeled to infrastructure financing.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan
khusus, namun dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang akan ada dikemudian hari.

The bonds are not secured by any specific collateral but
secured by all assets that the Company’s owned both
movable and immovable, either existing or that will exist
in the future.
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20. SURAT UTANG DITERBITKAN – BERSIH
(Lanjutan)

20. DEBT SECURITIES ISSUED – NET
(Continued)

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi
Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi
Infrastruktur Tahap I Year 2016 (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali
amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia. Untuk periode 4 September 2017 sampai
dengan 1 September 2018, obligasi ini mendapat
peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

The trustee for the bonds is PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. The bonds are traded in the Indonesia Stock
Exchange. For the period of September 4, 2017 until
September 1, 2018, the bonds is rated at AAA ratings by
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun
2014

Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Year 2014

Pada tanggal 11 Juni 2014, Perusahaan menerbitkan
obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multi
Infrastruktur I Tahun 2014” yang dicatatkan di Bursa
Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar
Rp1.000.000.000.000. Obligasi ini terdiri dari dua seri
yaitu:

On June 11, 2014, the Company issued “Obligasi Sarana
Multi Infrastruktur I Year 2014” bond registered in
Indonesia Stock Exchange with the nominal value of
Rp1,000,000,000,000. The bonds consist of two series:

• Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,60% per tahun, jangka waktu 3 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri A
diterbitkan dengan nilai nominal
Rp100.000.000.000 dan jatuh tempo pada 11 Juni
2017. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh
(bullet payment) saat jatuh tempo.

• A series: A bond with fixed rate of 9.60% per annum,
3-year term since issuance date. The A series were
issued with nominal value of Rp100,000,000,000 and
will mature on June 11, 2017. The bonds principal is
to be settled at bullet payment on maturity date.

• Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10% per tahun, jangka waktu 5 tahun
sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri B
diterbitkan dengan nilai nominal
Rp900.000.000.000 dan jatuh tempo pada 11 Juni
2019. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh
(bullet payment) saat jatuh tempo.

• B series: A bond with fixed rate of 10% per annum, 5-
year term since issuance date. The B series were issued
with nominal value of Rp900,000,000,000 and will
mature on June 11, 2019. The bond principal is to be
settled at bullet payment on maturity date.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini,
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,
seluruhnya akan disalurkan untuk pembiayaan
infrastruktur.

The proceeds from this issuance, net of issuance costs,
will be entirely channeled to infrastructure financing.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan
khusus, namun dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang akan ada dikemudian hari.

The bonds are not secured by any specific collateral but
secured by all assets that the Company’s owned both
movable and immovable, either existing or that will exist
in the future.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali
amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia. Untuk periode 4 September 2017 sampai
dengan 1 September 2018, obligasi ini mendapat
peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

The trustee for the bonds is PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. The bonds are traded in the Indonesia Stock
Exchange. For the period of September 4, 2017 until
September 1, 2018, the bonds is rated at AAA ratings by
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).



222

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

- 66 -

20. SURAT UTANG DITERBITKAN – BERSIH
(Lanjutan)

20. DEBT SECURITIES ISSUED – NET
(Continued)

Medium Term Notes Medium Term Notes

Medium Term Notes USD Sarana Multi
Infrastruktur I Tahun 2016

Medium Term Notes USD Sarana Multi
Infrastruktur I Year 2016

Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes (MTN)
USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 dengan
nilai hingga USD300.000.000 dengan jangka waktu 2
(dua) tahun. Pada tanggal 28 Maret 2016, diterbitkan
MTN tahap pertama sebesar USD100.000.000
(ekuivalen Rp1.349.200.000.000) dengan tingkat
bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dan
akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018.
Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk pembiayaan
proyek-proyek infrastruktur.

The Company issued Medium Term Notes (MTN) USD
Sarana Multi Infrastruktur I Year 2016, which permitted
the Company to issue a MTN up to USD300,000,000 for a
period of 2 (two) years. On March 28, 2016, issued a MTN
Phase 1 was issued amounting to USD100,000,000
(equivalent to Rp1,349,200,000,000) with interest rate of
3-month LIBOR + 1.75% per annum and will mature on
March 28, 2018. The purpose of this MTN issuance is to
support the Company’s infrastructure project financing.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai agen
pemantau. MTN ini mendapat peringkat AA+
berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Fitch Ratings.
Pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan
melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
sesuai jadwal.

The monitoring agent is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
MTN is rated AA+ rating by Fitch Ratings. Principal and
interest payments are being paid as scheduled through
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

21. PINJAMAN DITERIMA DARI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pemerintah Republik
Indonesia - Dana dari Asian
Development Bank 1.257.453.064.487 1.276.019.636.899

Government of Republic of
Indonesia - Fund from Asian

Development

Pemerintah Republik
Indonesia - Dana dari World
Bank 1.353.174.240.000 1.341.987.680.000

Government of Republic of
Indonesia - Fund from Word

Bank
Biaya transaksi yang belum

diamortisasi (1.631.306.899) (1.734.268.514) Unamortized transaction cost

Jumlah 2.608.995.997.588 2.616.273.048.385 Total

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diterima
adalah sebagai berikut:

The amortized cost of borrowings is as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pinjaman diterima 2.608.995.997.588 2.616.273.048.385 Borrowings
Akrual bunga pinjaman
diterima dari Pemerintah
Republik Indonesia
(Catatan 17) 13.667.705.657 12.761.037.300

Accrued interest in borrowings from
Government of Republic of

Indonesia (Note 17)

Jumlah 2.622.663.703.245 2.629.034.085.685 Total
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21. PINJAMAN DITERIMA DARI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA (Lanjutan)

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA (Continued)

Perusahaan memperoleh pinjaman diterima dari
Pemerintah Republik Indonesia (merupakan
penerusan dana pinjaman dari Asia Development
Bank dan World Bank) kepada IIF masing-masing
sebesar USD100.000.000 (Catatan 33b dan 33c).

The Company obtained borrowings from the Government
of Republic of Indonesia (which represent channeling
facility from Asian Development Bank and World Bank) to
IIF amounting to USD100,000,000 from each creditor
(Notes 33b and 33c).

Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman
penerusan kepada IIF dari ADB dengan tingkat bunga
LIBOR 6 bulan + 0,2% + 0,5% per tahun yang
dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret
dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang
pertama dimulai pada tanggal 1 September 2014 dan
akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

The borrowings which represent channeling to IIF from
ADB bear interest rate of 6-months LIBOR + 0.2% + 0.5%
per annum paid semiannually on March 1 and September
1. The first installment of the loan principal started on
September 1, 2014 and will due on March 1, 2034.

Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman
penerusan kepada IIF dari WB dengan tingkat bunga
LIBOR 6 bulan + variable spread + 0,5% per tahun
yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal
1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman
yang pertama dilakukan pada tanggal 1 November
2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November
2033.

The borrowings which represent channeling to IIF from
WB bears interest rate of 6-month LIBOR + variable
spread + 0.5% per annum paid semiannually on May 1
and November 1. The first installment of the loan principal
will start on November 1, 2018 and will due on November
1, 2033.

Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016 tanggal
8 Maret 2016 perihal Perubahan (Amandemen)
Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-
1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana
telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-
466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012
antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Perusahaan, tingkat bunga pinjaman dari WB berubah
menjadi tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable
spread + 0,45% per tahun. Ketentuan tersebut
berlaku untuk tagihan yang belum jatuh tempo
pada tanggal 1 Oktober 2015.

Based on the letter No. S-2114/MK.5/2016 dated March
8, 2016 concerning Amendment to Loan Agreement No.
SLA-1230/DSMI/2010 dated March 4, 2010, as
amended by amendment No. AMA-466/SLA-
1230/DSMI/2012 dated December 13, 2012 between the
Government of Republic of Indonesia and the
Company, the interest rate of the loan from WB
changed into a variable interest rate of 6-month LIBOR
+ variable spread + 0.45% per annum. These provisions
do not apply to receivable that mature on October 1,
2015.

Pada 26 September 2017 Perusahaan memperoleh
tambahan pinjaman diterima dari Pemerintah Republik
Indonesia (merupakan penerusan dana pinjaman dari
World Bank kepada IIF) sebesar USD 200.000.000
(dua ratus juta dolar Amerika Serikat) yang
diteruspinjamkan dalam mata uang Rupiah. Perjanjian
pinjaman ini efektif pada tanggal 26 September 2017
dan rencananya akan mulai ditarik pada kuartal
pertama tahun 2018 (Catatan 33b dan 33c).

On September 26, 2017 the Company obtained the
Republic of Indonesia (which represents channeling facility
from World Bank) to IIF amounting to USD200,000,000
(two hundred million American Dollar) which was
channeled in Rupiah The facility came into effect on
September 26, 2017 and it is planned to drawdowned
in the first quarter year of 2018 (Notes 33b and 33c).

Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman
penerusan kepada IIF dari World Bank dengan tingkat
bunga sebesar Sun Seri Benchmark tahun berkenaan
20 (dua puluh) tahun + 0,75% per tahun yang
dibayarkan setiap persetengahtahunan/enam bulanan
pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran
pokok pinjaman dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran
pada 1 Maret 2027, 1 Maret 2032 dan 1 September
2036.

The borrowings which is a channeling to IIF from
World Bank bears interest rate of Benchmark Series
SUN at 20-year tenor per annum + 0.75% per annum paid
semiannually on March 1 and September 1. The principal
repayment is made in 3 installments, on March 1, 2027,
March 1, 2032 and will due on September 1, 2036.
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22. LIABILITAS LAIN-LAIN 22. OTHER LIABILITIES

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Dana titipan AFD (Catatan 33d) 68.545.668.264 67.319.780.754 Deposits from AFD (Note 33d)
Titipan debitur 42.153.287.013 9.951.764.640 Debtors' deposits
Pembayaran uang muka RIDF 5.016.133.560 -- RIDF advance payment
Lain-lain 161.356 161.356 Other

Jumlah 115.715.250.193 77.271.706.750 Total

Dana titipan dari Agence Francaise de Developpement
(AFD) merupakan dana yang berasal dari perjanjian
pembiayaan dengan AFD sehubungan dengan
peningkatan kapasitas Perusahaan dalam aktivitas
pembiayaan proyek- proyek energi terbarukan sebesar
USD5.000.000 dan telah dicairkan pada tanggal 2 Juni
2016 (Catatan 33d).

Deposits from Agence Francaise de Developpement (AFD)
represent fund from financing agreement with AFD related
to the increase of the Company's capacity on financing
activities in renewable energy projects amounted to
USD5,000,000 and were disbursed on June 2, 2016 (Note
33d).

Titipan debitur merupakan penerimaan atas
pembayaran pokok dan bunga yang dilakukan oleh
debitur sebelum tanggal jatuh tempo sehingga
Perusahaan belum mengalokasikan penerimaan
tersebut.

Debtor’s deposits represent payment receipt of principal
and interest from debtor’s prior to maturity date, therefore
the Company has not allocated such receipts.

Uang muka RIDF adalah uang yang diterima
Perusahaan dari World Bank untuk membantu
pemerintah daerah di Indonesia dalam
mengembangkan proyek infrastruktur (Catatan 33g).

RIDF advance payment represent funds received by the
Company from World Bank to assist regional governments
in Indonesia to develop infrastructure project (Note 33g).

23. PERPAJAKAN 23. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid Tax

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

PPh badan pasal 25
tahun 2017 12.521.676.268 --

Corporate Tax article 25
year 2017

Jumlah 12.521.676.268 -- Total

b. Utang Pajak b. Taxes payable

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

PPh pasal 25 23.962.000.000 18.563.000.000 Income tax article 25

PPh pasal 21 5.574.782.250 5.509.138.822 Income tax article 21
PPh pasal 29 -- 1.273.193.332 Income tax article 29
PPh pasal 23 452.101.115 1.064.524.238 Income tax article 23
PPh pasal 4(2) 11.536.932 125.904.638 Income tax article 4(2)

PPh pasal 22 14.479.617 48.391.192 Income tax article 22

PPh pasal 26 161.033.727 -- Income tax article 26
Pajak pertambahan nilai 2.081.413.629 1.960.197.674 Value added tax

Jumlah 32.257.347.270 28.544.349.896 Total
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23. PERPAJAKAN (Lanjutan) 23. TAXATION (Continued)

c. Pajak penghasilan c. Income tax

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Manfaat (beban) Benefit (expense)
Pajak kini (275.981.195.000) (224.560.816.034) Current tax
Pajak tangguhan 3.294.848.645 11.072.497.073 Deferred tax

Jumlah (272.686.346.355) (213.488.318.961) Total

d. Beban pajak kini d. Current tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain dan estimasi laba kena pajak adalah sebagai
berikut:

The reconciliation between income before tax per
statements of profit or loss and other comprehensive
income and estimated taxable income is as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Laba sebelum pajak menurut Profit before tax

laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif
lain 1.534.694.326.807 1.426.291.681.248

per statements of profit
or loss and other

comprehensive income

Beda temporer: Temporary differences:
Beban imbalan kerja - bersih 18.054.401.826 12.557.075.947 Employee benefit expense - net
Bonus karyawan dan tantiem 834.977.438 31.696.001.232 Employee bonus and tantiem
Penyusutan aset tetap (4.648.492.810) 361.566.042 Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset tak berwujud (1.061.491.877) (324.654.930) Amortization of intangible assets

Jumlah 13.179.394.577 44.289.988.291 Total

Beda tetap: Permanent differences:
Penghasilan dikenakan pajak
final (520.443.471.757) (617.323.428.291) Income subjected to final tax
Penghasilan bukan merupakan
obyek pajak (34.106.589.202) (12.197.312.110) Non-Taxable income
Beban yang tidak dapat
dikurangkan 35.419.405.741 80.223.300.935 Non-deductible expenses
Bagian laba bersih pada
ventura bersama 24.486.520.935 (30.537.908.901) Equity in net profit of joint venture

Proporsi beban atas penghasilan
yang merupakan objek
pajak final 50.695.193.053 7.496.942.965

Proportion of expenses related to
income that subjected to final tax

Jumlah (443.948.941.230) (572.338.405.402) Total

Laba kena pajak 1.103.924.780.154 898.243.264.137 Taxable income

Beban pajak kini 275.981.195.000 224.560.816.034 Current tax expense

Kredit pajak (288.502.871.268) (223.287.622.702) Tax credit

Utang pajak kini (12.521.676.268) 1.273.193.332 Income tax payable

Laba kena pajak tahun 2017 akan menjadi dasar
dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak.

Taxable income for 2017 will be the basis for filling
Annual Tax Return.

Laba kena pajak dan utang pajak kini tahun 2016
telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak yang disampaikan ke kantor pajak.

Taxable income and income tax payable for 2016 are in
compliance with the Annual Tax Return submitted to
the tax office.
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23. PERPAJAKAN (Lanjutan) 23. TAXATION (Continued)

e. Aset pajak tangguhan e. Deferred tax assets

1 Januari/
January 1,

2016

Dikreditkan
(dibebankan) ke

laporan laba rugi/
Credited (charged)

to statements of
profit or loss
for the year

Dkreditkan ke
penghasilan

komprehensif
lain/

Credited to
other

comprehensive
income

Desember/
December 31,

2016

Dikreditkan
(dibebankan) ke

laporan laba rugi/
Credited (charged)

to statements of
profit or loss
for the year

Dkreditkan ke
penghasilan

komprehensif
lain/

Credited to
other

comprehensive
income

Desember/
December 31,

2017

Liabilitas imbalan
pasca kerja 6.004.725.751 3.139.268.987 197.015.763 9.341.010.501 4.513.600.457 3.759.954.294 17.614.565.252

Employee benefits
obligation

Tantiem dan bonus
karyawan 7.061.415.126 7.924.000.308 -- 14.985.415.434 208.744.360 -- 15.194.159.794

Tantiem and employee
bonus

Perbedaan antara
penyusutan dan
amortisasi komersial
dan fiskal (987.606.366) 9.227.778 -- (978.378.588) (1.427.496.172) -- (2.405.874.760)

Difference between
commercial and

fiscal depreciation
and amortization

Intrumen derivatif -- (472.388.099) (472.388.099) -- 472.388.099 -- Derivative instrument

Aset pajak
tangguhan 12.078.534.511 11.072.497.073 (275.372.336) 22.875.659.248 3.294.848.645 4.232.342.393 30.402.850.286 Deferred tax assets

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian
laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak
yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the
amounts computed by applying the effective tax rates to
income before tax is as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Laba sebelum pajak menurut Profit before tax
laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif
lain 1.534.694.326.807 1.426.291.681.248

per statements of profit
or loss and other

comprehensive income

Beban pajak dengan tarif
pajak efektif 383.673.581.702 356.572.920.312

Tax expense at effetive
tax rate

Pengaruh pajak atas laba (beban)
yang tidak dapat diperhitungkan
menurut fiskal:

Tax effect of nontaxable income
and non deductible expenses:

Penghasilan yang telah
dikenakan

pajak final (130.110.867.939) (154.330.857.073) Income subjected to final tax
Penghasilan yang bukan
merupakan obyek pajak (8.526.647.301) (3.049.328.028) Non taxable income

Beban yang tidak dapat
dikurangkan 8.854.851.396 20.055.825.233 Non deductible expenses

Bagian laba bersih pada
ventura bersama 6.121.630.234 (7.634.477.225) Equity in net profit from join venture

Proporsi beban atas penghasilan
yang merupakan objek
pajak final 12.673.798.263 1.874.235.742

Proportion of expenses related to
income subjected to final tax

Jumlah (110.987.235.347) (143.084.601.351) Total

Jumlah beban pajak 272.686.346.355 213.488.318.961 Total tax expense
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24. LABA PER SAHAM 24. EARNING PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk
perhitungan laba per saham dasar:

The computition of basic earnings per share is based on
following data:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Laba bersih Net income

Laba bersih untuk perhitungan
laba per saham dasar 1.262.007.980.452 1.212.803.362.287

Net income for computation of basic
earnings per share

Jumlah saham
Lembar/
Shares

Lembar/
Shares Number of shares

Jumlah rata-rata tertimbang
saham biasa untuk perhitungan
laba bersih 27.126.134 23.913.977

Other long term employment
benefits

Jumlah 46.524 50.715 Total

25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Kewajiban imbalan kerja terdiri atas: Employee benefits liabilities consist of:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Imbalan pasca kerja
manfaat pasti 52.192.917.001 25.435.926.000 Defined post employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang
lainnya 18.265.344.000 11.928.116.000

Other long term employment
benefits

Jumlah 70.458.261.001 37.364.042.000 Total

Program imbalan pasti Defined benefit plan

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja untuk
karyawannya sesuai dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang
berhak atas imbalan pasca kerja adalah 254 dan 232
orang masing-masing per 31 Desember 2017 dan
2016.

The Company provides post-employment benefits for its
qualifying employees in accordance with Labor Law No.
13/2003. The number of employees entitled to the
benefits are 254 and 232 as of December 31, 2017 and
2016, respectively.
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25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan) 25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)

Imbalan kerja jangka panjang lain Other long-term employment benefit

Perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka
panjang lain berupa cuti besar kepada karyawan yang
telah bekerja selama 6 tahun atau lebih secara
terus-menerus. Jumlah karyawan yang diperhitungkan
atas imbalan tersebut adalah 254 dan 232 orang
masing-masing per 31 Desember 2017 dan 2016.

The Company also provides other long term benefit in the
form of long service leaves to employees who have
rendered 6 years or more of services. The number of
employees entitled to the benefits are 254 and 232 as of
December 31, 2017 and 2016, respectively.

Program imbalan pasti memberikan eksposur
Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko
tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The defined benefit plan typically expose the Company to
actuarial risks such as: interest rate risk, longevity risk and
salary risk.

Risiko tingkat bunga Interest risk

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan
liabilitas program.

A decrease in the bond interest rate will increase the plan
liability.

Risiko harapan hidup Longevity risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan
mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta
program baik selama dan setelah kontrak kerja.
Peningkatan harapan hidup peserta program akan
meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined benefit plan liability is
calculated by reference to the best estimate of the
mortality of plan participants both during and after their
employment. An increase in the life expectancy of the plan
participants will increase the plan’s liability.

Risiko gaji Salary risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan
mengacu pada gaji masa depan peserta program.
Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan
meningkatkan liabilitas program itu.

The present value of the defined benefit plan liability is
calculated by reference to the futuresalaries of plan
participants. As such, an increase in the salary of the plan
participants will increase the plan’s liability.

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, perhitungan
imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen
PT Dayamandiri Dharmakonsilindo. Penilaian aktuarial
menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

At December 31, 2017 and 2016, the cost of providing
post-employment benefits was calculated by an
independent actuary PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.
The actuarial valuations were carried out using the
following key assumptions:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Tingkat mortalita TMI 2011 TMI 2011 Mortality rate
Usia normal pensiun 56 tahun 56 tahun Normal retirement age
Tingkat ketidakmampuan 1% dari Mortalita 1% dari Mortalita Disability rate
Tingkat kenaikan gaji 10,00% 10,00% Future salary increase
Tingkat diskonto 7,70% 8,65% Discount rate
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25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan) 25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai
berikut:

Amounts recognized in statement of profit or loss and
other comprehensive income in respect of the defined
benefit plan are as follows:

31 Desember / December 31, 2017
Imbalan pasca

kerja imbalan pasti/
Defined

post-employment
benefits

Imbalan kerja
jangka panjang
lainnya/Other

long-term benefits Jumlah/Total

Biaya jasa: Service costs:
Biaya jasa kini 11.325.522.231 5.537.556.000 16.863.078.231 Current service costs
Beban bunga neto 2.859.919.282 1.114.077.586 3.973.996.868 Net interest costs
Biaya jasa lalu - vested 50.168.000 60.443.000 110.611.000 Past service costs - vested
Keuntungan aktuarial -- 765.630.298 765.630.298 Actuarial gain

Komponen dari biaya imbalan
pasti yang diakui dalam
laba rugi 14.235.609.513 7.477.706.884 21.713.316.397

Component of defined benefit
costs recognized in profit

or loss

Pengukuran kembali kewajiban
imbalan pasti

Remeasurement on the defined
benefit obligation

Kerugian aktuarial yang
timbul dari perubahan
asumsi keuangan 15.614.963.000 -- 15.614.963.000

Actuarial losses arising from
changes in financial

assumptions
Keuntungan aktuarial yang
timbul dari penyesuaian (575.145.826) -- (575.145.826)

Actuarial gains arising from
adjustments

Komponen beban imbalan pasti
yang diakui dalam penghasilan

komprehensif lain 15.039.817.174 -- 15.039.817.174

Components of defined benefit
costs recognized in other
comprehensive income

JUMLAH 29.275.426.687 7.477.706.884 36.753.133.571 Total

31 Desember / December 31, 2016
Imbalan pasca

kerja imbalan pasti/
Defined

post-employment
benefits

Imbalan kerja
jangka panjang
lainnya/Other

long-term benefits Jumlah/Total

Biaya jasa: Service costs:
Biaya jasa kini 6.647.509.000 3.657.639.000 10.305.148.000 Current service costs
Beban bunga neto 3.258.740.468 1.581.654.121 4.840.394.589 Net interest costs
Biaya jasa lalu - vested (448.545.000) 214.786.000 (233.759.000) Past service costs - vested
Keuntungan aktuarial -- (171.460.197) (171.460.197) Actuarial gain

Komponen dari biaya imbalan
pasti yang diakui dalam
laba rugi 9.457.704.468 5.282.618.924 14.740.323.392

Component of defined benefit
costs recognized in profit

or loss

Pengukuran kembali kewajiban
imbalan pasti

Remeasurement on the defined
benefit obligation

Kerugian aktuarial yang
timbul dari perubahan
asumsi keuangan 2.003.696.000 -- 2.003.696.000

Actuarial losses arising from
changes in financial

assumptions
Keuntungan aktuarial yang
timbul dari penyesuaian (1.215.632.947) -- (1.215.632.947)

Actuarial gains arising from
adjustments

Komponen beban imbalan pasti
yang diakui dalam penghasilan

komprehensif lain 788.063.053 -- 788.063.053

Components of defined benefit
costs recognized in other
comprehensive income

JUMLAH 10.245.767.521 5.282.618.924 15.528.386.445 Total
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25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan) 25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah
sebagai berikut:

Changes in the present value obligations are as follows:

31 Desember / December 31, 2017
Imbalan pasca

kerja imbalan pasti/
Defined

post-employment
benefits

Imbalan kerja
jangka panjang
lainnya/Other

long-term benefits Jumlah/Total

Kewajiban imbalan pasti - awal 25.435.926.000 11.928.116.000 37.364.042.000
Defined benefit obligation -

beginning
Biaya jasa kini -- -- -- Current service costs
Beban bunga neto 11.325.522.231 5.537.556.000 16.863.078.231 Net interest costs
Biaya jasa lalu 2.859.919.282 1.114.077.586 3.973.996.868 Past service cost
Pengukuran kembali: 50.168.000 60.443.000 110.611.000 Remeasurement:
Keuntungan dan kerugian
aktuarial yang timbul dari
perubahan asumsi keuangan 15.614.963.000 2.927.422.000 18.542.385.000

Actuarial gains and losses arising
from changes in financial

assumptions
Keuntungan dan kerugian yang
timbul dari penyesuaian
aktuarial (575.145.825) (2.161.791.702) (2.736.937.527)

Actuarial gains and losses arising
from adjustments

Pembayaran manfaat (2.518.435.687) (1.140.478.884) (3.658.914.571) Benefits paid

Kewajiban imbalan pasti -
akhir 52.192.917.001 18.265.344.000 70.458.261.001

Defined benefit obligation -
ending

31 Desember / December 31, 2016
Imbalan pasca

kerja imbalan pasti/
Defined

post-employment
benefits

Imbalan kerja
jangka panjang
lainnya/Other

long-term benefits Jumlah/Total

Kewajiban imbalan pasti - awal 15.480.997.000 8.537.906.000 24.018.903.000
Defined benefit obligation -

beginning
Biaya jasa kini 6.647.509.000 3.657.639.000 10.305.148.000 Current service costs
Beban bunga neto 3.258.740.468 1.581.654.121 4.840.394.589 Net interest costs
Biaya jasa lalu (448.545.000) 214.786.000 (233.759.000) Past service cost
Pengukuran kembali: Remeasurement:
Keuntungan dan kerugian
aktuarial yang timbul dari
perubahan asumsi keuangan 2.003.696.000 644.864.000 2.648.560.000

Actuarial gains and losses arising
from changes in financial

assumptions
Keuntungan dan kerugian yang
timbul dari penyesuaian
aktuarial (1.215.632.947) (816.324.197) (2.031.957.144)

Actuarial gains and losses arising
from adjustments

Pembayaran manfaat (290.838.521) (1.892.408.924) (2.183.247.445) Benefits paid

Kewajiban imbalan pasti -
akhir 25.435.926.000 11.928.116.000 37.364.042.000

Defined benefit obligation -
ending

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan
kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto,
kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.
Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan
berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang
mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan
semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of
the defined obligation are discount rate, expected salary
increase and mortality. The sensitivity analysis below was
determined based on reasonably possible changes of the
respective assumptions occurring at the end of the
reporting period, while holding all other assumptions
constant.
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25. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan) 25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)

31 Desember / December 31, 2017
Imbalan pasca

kerja imbalan pasti/
Defined

post-employment
benefits

Imbalan kerja
jangka panjang
lainnya/Other

long-term benefits Jumlah/Total

Tingkat diskonto/ Discount rate
Tingkat diskonto + 1%/ Discount rate + 1% 45.882.269.587 17.210.829.000 63.093.098.587
Tingkat diskonto - 1%/ Discount rate - 1% 59.671.711.044 19.438.479.000 79.110.190.044

Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase
Tingkat kenaikan gaji + 1%/ Salary increase + 1% 59.545.241.592 19.392.083.000 78.937.324.592
Tingkat kenaikan gaji - 1%/ Salary increase - 1% 45.851.107.045 17.231.419.000 63.082.526.045

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin
tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam
kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan
asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain
karena beberapa asumsi tersebut mungkin
berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not
represent the actual change in the defined benefit
obligationas it is unlikely that the change in assumptions
would occur in isolation of one another as some of the
assumptions maybe correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di
atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung
dengan menggunakan metode Projected Unit Credit
pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan
yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat
pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis,
the present value of the defined benefit obligation has
been calculated using the Projected Unit Credit method at
the end of the reporting period, which is the same as that
applied in calculating the defined benefit obligation liability
recognized in the statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang
digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari
tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions
used in preparing the sensitivity analysis from the previous
years.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing
sebesar 18,25 tahun dan 17,42 tahun.

The average durations of the employee benefit obligation
as of December 31, 2017 and 2016 are 18.25 years and
17.42 years, respectively.

26. MODAL SAHAM 26. CAPITAL STOCK

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah
Republik Indonesia.

The Company’s shares of stock are wholly owned by the
Government of the Republic of Indonesia.

2009 2009

Sesuai dengan akta No. 17 tanggal 26 Pebruari 2009
dari Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM notaris
di Jakarta, mengenai Pendirian Perusahaan,
dinyatakan bahwa modal dasar Perusahaan sebesar
Rp4.000.000.000.000, terdiri atas 4.000.000 saham
biasa dengan nominal Rp1.000.000 per saham.

In accordance with Deed No. 17 dated February 26,
2009 of Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM, a notary
in Jakarta concerning Company Establishment, it is stated
that the Company’s authorized capital is amounting to
Rp4,000,000,000,000, consisting of 4,000,000 shares with
nominal value of Rp1,000,000 per share.
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26. MODAL SAHAM (Lanjutan) 26. CAPITAL STOCK (Continued)

2009 (lanjutan) 2009 (continued)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 tahun
2007 yang diubah dengan PP No. 75 Tahun 2008,
modal ditempatkan dan disetor sebesar
Rp1.000.000.000.000 terdiri dari 1.000.000 lembar
saham pada tanggal 31 Maret 2009.

Based on Government Regulation (PP) No. 66 year 2007
as amended by PP No. 75 Year 2008 paid-in capital is
amounting to Rp1,000,000,000,000 consisting of
1,000,000 shares on March 31, 2009.

2011 2011

Pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2010,
pemegang saham Perusahaan telah meningkatkan
penyertaan di Perusahaan dengan melakukan
pen am bah an m o da l d i s e t o r s ebe s a r
Rp1.000.000.000.000.

On December 31, 2010 based on Government Regulation
(PP) No. 85 Year 2010, the shareholders increased its
investment in the Company by increasing the Company’s
paid-in capital amounting to Rp1,000,000,000,000.

Peningkatan modal disetor telah dituangkan dalam
perubahan anggaran dasar Perusahaan yang
dinyatakan dalam akta No. 20 tanggal 15 April
2011 dari Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM,
notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-13260
tanggal 4 Mei 2011.

The increase in paid-in capital is stipulated in the
amendment to the Company's Articles of Association as
stipulated in Deed No. 20 dated April 15, 2011 of Lolani
Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM, a notary in Jakarta. The
Amendment Deed was approved by the Minister of Justice
and Human Rights as stipulated under the Minister Decree
No. AHU-AH.01.10- 13260 dated May 4, 2011.

2013 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 104
Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012, pemegang
saham Perusahaan telah meningkatkan penyertaan di
Perusahaan dengan melakukan penambahan modal
disetor sebesar Rp2.000.000.000.000 yang berasal
dari modal disetor lainnya.

Based on the Government Regulation (PP) No. 104
Year 2012 dated December 14, 2012 the Company’s
shareholders had increased its investment to the Company
by increasing the Company’s paid-in capital in the
amount of Rp2,000,000,000,000 sourced from other paid-
in capital.

Sesuai dengan akta No. 416 tanggal 27 Maret 2013
dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H.,
notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran
dasar Perusahaan, dinyatakan bahwa modal dasar
Perusahaan sebesar Rp16.000.000.000.000, terdiri
atas 16.000.000 saham biasa dengan nominal
Rp1.000.000 per saham. Dari modal tersebut telah
disetor dan di tempatkan sebesar
Rp4.000.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000
lembar saham. Akta perubahan ini telah mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan Surat Keputusan No.
AHU-17492.AH.01.02 tanggal 4 April 2013.

In accordance with Deed No. 416 dated March 27, 2013
passed of Irma Devita Purnamasari, S.H., a notary in
Jakarta, regarding Amendment to the Company's Articles
of Association, it is stated that the Company’s authorized
capital amounted to Rp16,000,000,000,000, consisting of
16,000,000 shares with nominal value of Rp1,000,000 per
share out of which, Rp4,000,000,000,000 consisting of
4,000,000 shares had been paid and placed. The
amendment deed was approved by the Minister of Justice
and Human Rights as stipulated under the Minister Decree
No. AHU- 17492.AH.01.02 dated April 4, 2013.
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26. MODAL SAHAM (Lanjutan) 26. CAPITAL STOCK (Continued)

2015 2015

Pada tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait
penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk
Perusahaan yang merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2015 yang telah diubah dengan Undang-undang No.
3 Tahun 2015, yaitu:

In 2015, the Government of Republic of Indonesia issued
two Government Regulations (PP) related to the increase
of the State Capital Investment in the Company which
represents the implementation of the Law No. 27 Year
2014 concerning State Budget of 2015 which was
amended with Law No. 3 Year 2015, as follows:

1. PP No. 61 tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015 1. PP No. 61 year 2015 dated August 12, 2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61
Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015, pemegang
saham Perusahaan telah meningkatkan penyertaan
modal di Perusahaan dengan melakukan
penambahan modal d isetor sebesar
Rp2.000.000.000.000 yang diterima Perusahaan
pada tanggal 31 Desember 2015.

In compliance with the Government Regulation (PP)
No. 61 Year 2015 dated on August 12, 2015 the
shareholders increased the investment in the Company
by providing the Company’s paid -in capital amounted
to Rp2,000,000,000,000 was received by the Company
in December 31, 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, akta perubahan
anggaran dasar sehubungan dengan PP ini belum
dibuat, sehingga setoran tersebut dicatat sebagai
uang muka setoran modal.

As of December 31, 2015, the deed of amendment to
the Articles of Association with reference to this PP has
not been made, therefore it is recorded as advance for
paid-in capital.

2. PP No. 95 tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 2. PP No. 95 year 2015 dated December 14, 2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 95
Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015,
pemegang saham Perusahaan telah meningkatkan
penyertaan di Perusahaan dengan melakukan
penambahan modal saham sebesar
Rp18.356.600.000.000 yang diterima Perusahaan
pada tanggal 23 Desember 2015.

Based on the Government Regulation (PP) No. 95 Year
2015 dated on December 14, 2015, the Shareholders
increased the investment in the Company by increasing
the Company’s paid-in capital amounted to
Rp18,356,600,000,000 which was received by the
Company on December 23, 2015.

Modal disetor dan ditempatkan berasal dari
pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
ke Perusahaan. Pengalihan aset terdiri dari:

Subscribed and paid-in capital is sourced from the
transfer of assets of Government Investment Center
(PIP) to the Company. Transfer of assets consists of:

a. Kas dan setara kas sebesar
Rp9.607.031.911.079

a. Cash and cash equivalent amounted to
Rp9,607,031,911,079

b. Pinjaman diberikan sebesar
Rp8.749.568.088.921

b. Loan receivables amounted to
Rp8,749,568,088,921

Sesuai dengan akta No. 50 tanggal 23
Desember 2015 dibuat dihadapan Irma Devita
Purnamasari, SH, notaris di Jakarta, mengenai
perubahan anggaran dasar Perusahaan,
dinyatakan bahwa modal dasar Perusahaan
sebesar Rp25.000.000.000.000, terdiri atas
25.000.000 saham biasa dengan nominal
Rp1.000.000 per saham. Dari modal tersebut telah
d i s e t o r dan d i t em pa t k an s ebe s a r
Rp22.356.600.000.000 yang terdiri dari 22.356.600
lembar saham.

In accordance with Deed No. 50 dated December 23,
2015 of Irma Devita Purnamasari, SH, a notary in
Jakarta, concerning Amendment to the Company's
Articles of Association, stated that the Company’s
authorized capital amounted to Rp25,000,000,000,000,
consisting of 25,000,000 shares with nominal
value of Rp1,000,000 per share. Paid-in capital
has been placed amounting to Rp22,356,600,000,000
which consists of 22,356,600 shares.
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26. MODAL SAHAM (Lanjutan) 26. CAPITAL STOCK (Continued)

2015 (lanjutan) 2015 (continued)

Pada tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait
penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk
Perusahaan yang merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2015 yang telah diubah dengan Undang-undang No.
3 Tahun 2015, yaitu: (lanjutan)

In 2015, the Government of Republic of Indonesia issued
two Government Regulations (PP) related to increase on
the State Capital Investment for the Company which
represents the implementation of the Law No. 27 Year
2014 concerning State Budget of 2015 which has
amended with Law No. 3 Year 2015, as follows:
(continued)

2. PP No. 95 tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
(lanjutan)

2. PP No. 95 year 2015 dated December 14, 2015
(continued)

Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan
No. AHU-0948826.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal
23 Desember 2015 dan telah memperoleh
penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991179.

The amendment deed was approved by the Minister of
Justice and Human as which stipulated under the
Minister Decree No. AHU-0948826.AH.01.02 Year
2015 dated December 23, 2015 and has obtained the
receipt of the notice of amendment to Articles of
Association No. AHU-AH.01.03- 0991179.

2016 2016

Peningkatan modal disetor sebesar
Rp2.000.000.000.000 yang sebelumnya dicatat
sebagai uang muka setoran modal, telah dituangkan
dalam perubahan anggaran dasar Perusahaan yang
dinyatakan dalam akta No. 13 tanggal 21 Maret 2016
dibuat dihadapan Irma Novita Purnamasari, S.H.,
notaris di Jakarta. Akta Perubahan Anggaran dasar
telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal
21 Maret 2016.

The increase in paid-in capital amounted to
Rp2,000,000,000,000 which was previously recorded as
advance for paid-in capital is stipulated in the amendment
to the Company's Articles of Association as stated in Deed
No. 13 dated March 21, 2016 of Irma Novita Purnamasari,
S.H., a notary in Jakarta. The Amendment of Deed was
received by the Minister of Law and Human Rights as
stipulated under the Minister Decree No. AHU-
AH.01.03-0033252 dated March 21, 2016.

Dengan demikian, dari modal dasar Perusahaan
sebesar Rp25.000.000.000.000 yang telah
disetor dan ditempatkan penuh menjadi sebesar
Rp24.356.600.000.000 yang terdiri dari 24.356.600
lembar saham.

Therefore, out of the Company’s authorized capital
amounted to Rp25,000,000,000,000, the paid-in capital
has been subscr ibe in the amount of
Rp24,356,600,000,000 consisting of 24,356,600 shares.

Sesuai dengan akta No. 34 tanggal 20 Oktober
2016 dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari,
SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan
anggaran dasar Perusahaan, modal dasar
Perusahaan berubah dari Rp25.000.000.000.000
menjadi Rp50.000.000.000.000, terdiri atas
50.000.000 saham biasa dengan nominal
Rp1.000.000 per saham. Akta perubahan ini telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan surat keputusan No.
AHU-0019472.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21
Oktober 2016.

In accordance with Deed No. 34 dated October 20, 2016
of Irma Devita Purnamasari, SH, a notary in Jakarta,
concerning Amendment to the Company's Articles of
Association, it is stated that the Company authorized
capital increases from Rp25,000,000,000,000 to
Rp50,000,000,000,000, consisting of 50,000,000 shares
with nominal value of Rp1,000,000 per share.The
Amendment Deed was approved by the Minister of Justice
and Human Rights as stipulated under the Minister Decree
No. AHU-0019472.AH.01.02 Year 2016 dated October 21,
2016.
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26. MODAL SAHAM (Lanjutan) 26. CAPITAL STOCK (Continued)

2017 2017

Pen ingkatan moda l d i se to r sebesar
Rp4.160.000.000.000 yang sebelumnya dicatat
sebagai uang muka setoran modal, telah dituangkan
dalam perubahan anggaran dasar Perusahaan yang
dinyatakan dalam akta No. 44 tanggal 27 April 2017
dibuat dihadapan Irma Novita Purnamasari, S.H.,
notaris di Jakarta. Akta Perubahan Anggaran dasar
telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat
keputusan No. AHU-AH.01.03-0132939 tanggal 3 Mei
2017.

The increase in paid-in capital amounted to
Rp4,160,000,000,000 which was previously recorded as
advance for paid-in capital had been stipulated in
amendment to the Company's Articles of Association as
stated in Deed No. 44 dated April 27, 2017 of Irma Novita
Purnamasari, S.H., a notary in Jakarta. The Amendment of
Deed obtained the receipt of notification from the Minister
of Law and Human Rights as stipulated under the Minister
Decree No. No. AHU-AH.01.03-0132939 dated May 3,
2017.

Dengan demikian, modal dasar Perusahaan sebesar
Rp28.516.600.000.000 seluruhnya telah disetor dan
ditempatkan penuh yang terdiri dari 28.516.600
lembar saham.

Therefore, all the Company’s authorized capital amounted
to Rp28,516,600,000,000 has been subscribed consisting
of 28,516,600 shares.

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR 27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun
2017 tanggal 27 Desember 2017, pemegang saham
Perusahaan telah meningkatkan penyertaan modal di
Perusahaan dengan melakukan penambahan modal
disetor sebesar Rp2.000.000.000.000 yang diterima
Perusahaan pada tanggal 30 Desember 2017.

Based on the Government Regulation (PP) No. 58 year
2017 dated on December 27, 2017 the shareholders had
increased the investment in the Company by providing the
Company’s pa id- in cap i ta l amounted to
Rp2,000,000,000,000 which was received by the Company
on December 30, 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Akta perubahan
anggaran dasar sehubungan dengan PP ini belum
dibuat, sehingga setoran tersebut masih dicatat
sebagai uang muka setoran modal.

As of December 31, 2017, the deed of amendement to the
articles of association in compliance with this PP has not
been made, therefore it is still recorded as advance for
paid-in capital.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun
2016 tanggal 30 Desember 2016, pemegang saham
Perusahaan telah meningkatkan penyertaan modal di
Perusahaan dengan melakukan penambahan modal
disetor sebesar Rp4.160.000.000.000 yang diterima
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016.

Based on the Government Regulation (PP) No. 80 year
2016 dated on December 30, 2016 the shareholders had
increased the investment in the Company by providing the
Company’ s pa id- in capi ta l amounted to
Rp4,160,000,000,000 which was received by the Company
on December 31, 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2016, akta perubahan
anggaran dasar sehubungan dengan PP ini belum
dibuat, sehingga setoran tersebut dicatat sebagai
uang muka setoran modal.

As of December 31, 2016, the deed of amendment the
articles of association in compliance with this PP has not
been made, therefore it is recorded as advance for paid-in
capital.

Pen ingkatan moda l d i se to r sebesar
Rp4.160.000.000.000 yang sebelumnya dicatat
sebagai uang muka setoran modal, telah dituangkan
dalam perubahan anggaran dasar Perusahaan yang
dinyatakan dalam akta No. 44 tanggal 27 April 2017
dibuat dihadapan Irma Novita Purnamasari, S.H.,
notaris di Jakarta. (Catatan 26) dan dicatat sebagai
setoran modal di tahun 2017.

The increase in paid-in capital amounted to
Rp4,160,000,000,000 which was previously recorded as
advance for paid-in capital has been stipulated in the
amendment to the Company's Articles of Association as
stated in Deed No. 44 dated April 27, 2017 of Irma Novita
Purnamasari, S.H., a notary in Jakarta. (Note 26) and
recorded as paid-in capital in 2017.
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28. ALOKASI LABA 28. ALLOCATION OF PROFIT

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas,
Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari
laba bersih setiap tahun untuk cadangan apabila
Perusahaan mempunyai saldo laba positif. Penyisihan
laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan wajib
mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang
ditempatkan disetor penuh.

Based on Indonesian Company Law, the Company is
obliged to allocate certain amount from the net earnings
of each accounting year to reserve fund if the Company
has a positive profit balance. The allocation of net earnings
shall be performed up to at least of 20% of the company’s
issued and paid-in capital.

Pada tahun 2016, alokasi laba bersih Perusahaan
ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham
pada tahun 2016. Pembagian laba bersih Perusahaan
atas tahun buku 2015 sebesar
Rp305.388.710.823 berdasarkan Akta Rapat umum
Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 8 April
2016 dibuat oleh Arry Supratno, S.H., notaris di
Jakarta.

In 2016, the allocation of the Company’s net profit was
determined at the General Meeting of Shareholder in 2016.
The allocation of the Company’s net profit for fiscal year
2015 amounting to Rp305,388,710,823, was based on
Notarial Deed of General Meeting of Shareholder No. 27
dated April 8, 2016 of Arry Supratno, S.H., a notary in
Jakarta.

Pada tahun 2017, alokasi laba bersih Perusahaan
ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham
pada tahun 2017. Pembagian laba bersih Perusahaan
atas tahun buku 2016 sebesar Rp1.212.803.362.287
berdasarkan Akta Rapat umum Pemegang Saham
Tahunan No. 37 tanggal 18 Mei 2017 dibuat oleh Irma
Devita Purnamasari, S.H., MKn, notaris di Jakarta.

In 2017, the allocation of the Company’s net profit was
determined at the General Meeting of Shareholder in 2017.
The allocation of the Company’s net profit for fiscal year
2016 amounting to Rp1,212,803,362,287 was based on
Notarial Deed of General Meeting of Shareholder No. 37
dated May 18, 2017 of Irma Devita Purnamasari, S.H.,
MKn, a notary in Jakarta.

Rincian alokasi adalah sebagai berikut: The details of the allocations are as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Cadangan umum 363.841.008.690 152.694.355.412 General reserves
Pembagian dividen 242.560.672.460 -- Distribution of dividends
Saldo laba 606.401.681.137 152.694.355.412 Retained earnings

Jumlah 1.212.803.362.287 305.388.710.823 Total
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29. PENDAPATAN USAHA 29. REVENUES

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Bunga atas pinjaman diberikan 2.438.341.976.105 1.504.702.947.096 Interest on loan receivables
Bunga atas deposito berjangka 578.175.372.716 644.097.136.615 Interest on time deposits
Pendapatan dari penyertaan
pada efek-efek 93.581.866.681 124.785.958.883

Income from investment
in securities

Penerimaan dari penugasan
fasilitasi penyiapan proyek 21.133.590.008 34.686.041.774

Revenue from facilitation
assignment for project

preparation
Up front fee musyarakah 7.000.000.000 -- Up front fee musyarakah
Konsultasi 6.007.784.885 5.347.081.415 Consultant fee
Komitmen fee dan Fee
fasilitas garansi 5.666.025.843 4.457.817.480 Guarantee facility fee

Bunga jasa giro 4.956.833.239 11.367.449.672 Interest on current account

Jumlah 3.154.863.449.477 2.329.444.432.935 Total

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 termasuk
dalam pendapatan usaha adalah pendapatan dari
p ihak berelas i masing-masing sebesar
Rp2.282.287.688.441 dan Rp1.571.170.340.348
(Catatan 32).

As of December 31, 2017 and 2016 included in the
revenues are income from related parties amounting to
Rp2,282,287,688,441 and Rp1,571,170,340,348,
respectively (Note 32).

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan
memperoleh pendapatan yang melebihi 10% dari
jumlah pendapatan secara keseluruhan yaitu dari
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masing-
masing sebesar Rp626.470.539.948 dan
Rp459.708.234.415.

In 2017 and 2016 the Company received revenues
exceeding 10% of the total overall revenues from
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) amounting to
Rp626,470,539,948 and Rp459,708,234,415, respectively.

30. BEBAN USAHA 30. OPERATING EXPENSES

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Beban bunga
(Catatan 16, 20 dan 21) 770.614.232.535 324.129.285.572

Interest expenses
(Notes 16, 20 and 21)

Beban cadangan kerugian
penurunan nilai pinjaman
diberikan (Catatan 8) 322.461.148.379 155.985.775.248

Allowance for impairment losses
on loan receivables expense

(Note 8)

Beban umum dan administrasi 229.132.154.848 187.477.462.938
General and administrative

expenses
Beban pengembangan usaha 128.782.562.652 110.020.353.378 Business development expenses
Beban komitmen fee 21.850.511.249 6.469.554.134 Commitment fee expenses
Beban lainnya 10.469.175.643 9.507.529.908 Other expenses
Beban cadangan kerugian
penurunan nilai talangan
biaya konsultan -- 886.131.353

Allowance for impairment losses
on other receivable

Jumlah 1.483.309.785.306 794.476.092.531 Total
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30. BEBAN USAHA (Lanjutan) 30. OPERATING EXPENSES (Continued)

Beban usaha termasuk beban yang dikeluarkan terkait
penugasan penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah
dan Swasta (KPS) ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Keuangan No. 126/KMK.01/2011
sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.011/2014
tentang penugasan kepada Perusahaan untuk
memfasilitasi penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno
Hatta – Manggarai dan Proyek Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum
Umbulan.

Operating expenses includes expenses incurred related
to the facilitation assignment for the preparations of
Public-Private Partnership (PPP) projects as stipulated
under the Decree of the Ministry of Finance No.
126/KMK.01/2011 as amended with Decree of the
Ministry of Finance No. 228/KMK.011/2014 on
assignment for the Company to facilitate the Preparation
of joint projects between the Government and Contracting
Agency of Soekarno Hatta International Airport -
Manggarai Railway Project and Umbulan Water Supply
System Project.

Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. S-
1007/MK.08/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang
merujuk pada surat Menteri Perhubungan kepada
Menteri Keuangan No. PR 007/7/3 Phb 2015 tanggal
28 Oktober 2015 perihal Kelanjutan Fasilitasi Proyek
KPBU Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta
disebutkan bahwa Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK) menyatakan penyiapan proyek
Kereta Bandara akan dilanjutkan oleh PJPK dan
fasilitasi oleh Perusahaan telah diberhentikan.

Based on Ministry of Finance’s letter No. S-
1007/MK.08/2015 dated December 15, 2015 which refers
to the Ministry of Transportation’s letter to Ministry of
Finance No. PR 007/7/3 Phb 2015 dated October 28, 2015
regarding the Continuation of the Facility of
Soekarno-Hatta Airport Railway PPP Project Preparation it
is stated that the GCA will continue the Airport Railway
project preparation and that the Company’s facilitation has
been terminated.

Selain dari beban fasilitasi persiapan proyek
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem
Penyediaan Air Minum Umbulan, Beban penugasan
peyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta
juga terdiri dari beban Fasilitas Penyiapan Proyek dan
Pendampingan Transaksi pada Proyek Infrastruktur
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik
Nasional Palapa Ring dan Fasilitas Penyiapan Proyek
dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air
Minum Kota Bandar Lampung, Transportasi kota
Medan, Rumah sakit umum Krian dan Sistem
Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru (Catatan 33a).

In additional to the expenses for facilitating the
Preparation of Umbulan Water Supply System Project,
expenses incurred related to the facilitation assignment for
the preparations of Public-Private Partnership (PPP)
projects also include expenses of Facilitate Preparation and
Transaction Assistance of National Backbone Fiber Optic
Network of Palapa Ring PPP Project and Facilitate
Preparation and Transaction Assistance of Kota Bandar
Lampung Water Supply PPP Project, Medan Urban
Transportation, Krian Regional Public Hospital, and
Pekanbaru water Supply PPP Project (Note 33a).

31 Desember/ December, 31
2017

Beban
pengembangan

usaha/
Business

development
expenses

Beban umum
dan

administrasi/
General and

administrative
expenses

Jumlah/
Total

Manajemen proyek/ Project management 1.796.811.179 -- 1.796.811.179
Palapa Ring/ Palapa Ring 7.196.819.711 35.925.926 7.232.745.637
SPAM Lampung/ Lampung water supply 3.574.054.041 20.421.509 3.594.475.550
SPAM Umbulan/ Umbulan water supply 2.656.240.362 6.812.811 2.663.053.173
Rumah Sakit Umum Krian/ Krian Regional Public Hospital 1.541.318.818 2.248.186 1.543.567.004
Transportasi Kota Medan/ Medan Urban Transportation 1.515.329.743 1.984.486 1.517.314.229
SPAM Pekanbaru/ Pekanbaru Water Supply 602.369.832 2.973.838 605.343.670

Jumlah (Catatan 9)/ Total (Note 9) 18.882.943.686 70.366.756 18.953.310.442
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30. BEBAN USAHA (Lanjutan) 30. OPERATING EXPENSES (Continued)

31 Desember/ December, 31
2016

Beban
pengembangan

usaha/
Business

development
expenses

Beban umum
dan

administrasi/
General and

administrative
expenses

Jumlah/
Total

Manajemen proyek/ Project management 1.610.932.733 103.350.443 1.714.283.176
SPAM Umbulan/ Umbulan water supply 16.311.243.978 532.180.464 16.843.424.442
Palapa Ring/ Palapa Ring 6.105.726.149 8.766.890 6.114.493.039
SPAM Lampung/ Lampung water supply 5.908.415.419 15.592.230 5.924.007.649

Jumlah (Catatan 9)/ Total (Note 9) 29.936.318.279 659.890.027 30.596.208.306

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 termasuk
dalam beban usaha adalah beban dari pihak berelasi
masing-masing sebesar Rp138.318.133.915 dan
Rp105.653.995.284 (Catatan 32).

As of December 31, 2017 and 2016 included in
the expenses are those made with related parties

amounting to Rp138,318,133,915 and
Rp105,653,995,284, respectively (Note 32).

31. KOMITMEN 31. COMMITMENTS

Komitmen merupakan fasilitas pinjaman untuk
pembiayaan infrastruktur yang belum digunakan
dengan rincian sebagai berikut:

The commitment refers to outstanding loan facility for
infrastructure financing with detail as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Tagihan Komitmen Commitment receivables
Pihak berelasi ( Catatan 32 ) Related party (Note 32)

Pemerintah
Republik Indonesia 2.669.600.000.000 1.612.320.000

The Government of the
Republic of Indonesia

Pihak Ketiga -- 1.881.040.000.000 Third Parties

Jumlah 2.669.600.000.000 1.882.652.320.000 Total
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31. KOMITMEN (Lanjutan) 31. COMMITMENTS (Continued)

Komitmen merupakan fasilitas pinjaman untuk
pembiayaan infrastruktur yang belum digunakan
dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

The commitment refers to outstanding loan facility for
infrastructure financing with detail as follows: (continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Liabilitas Komitmen Commitment Liabilities
Pihak berelasi ( Catatan 32) Related Parties ( Note 32)

Jalan 5.322.086.985.413 5.496.893.703.577 Roads
Multi Sektor 3.069.600.400.000 1.586.612.720.000 Multi Sector
Transportasi 2.138.234.093.175 1.165.112.818.670 Transportations
Rolling stock kereta api 398.579.969.328 223.390.658.578 Rolling stock train
Ketenagalistrikan 386.631.289.039 959.760.041.671 Electricity
Sosial - Rumah Sakit
Umum Daerah 196.269.538.860 483.987.177.850

Social - Regional Public
Hospital

Telekomunikasi 167.376.433.564 169.759.963.980 Tellecommunications
Sosial - Rumah Sakit Umum 117.967.000.000 -- Social - Public Hospital
Sosial - Jalan 76.588.899.300 -- Social - Roads
Air Minum -- 51.156.558.244 Portable Waters

Jumlah 11.873.334.608.679 10.136.673.642.570 Total

Pihak Ketiga Third Parties
Jalan 1.680.998.350.506 1.948.297.455.872 Roads
Ketenagalistrikan 667.607.122.636 450.114.088.948 Electricity

Air Minum 408.826.183.372 -- Portable Water
Telekomunikasi 65.000.000.000 153.793.104.000 Telecommunications
Transportasi 39.675.000.000 114.675.000.000 Transportations

Jumlah 2.862.106.656.514 2.666.879.648.820 Total

Jumlah 14.735.441.265.193 12.803.553.291.390 Total

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI 32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES

Perusahaan memiliki transaksi usaha yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

The Company entered into certain significant transactions
with the following related parties:

Pihak-pihak berelasi/
Related Parties

Sifat hubungan/
Nature of The Relationship

Sifat saldo akun/transaksi/
Nature of account/transaction

balance

Kementerian Keuangan Republik
Indonesia (RI)

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Piutang atas Penugasan Fasilitasi
Penyiapan Proyek, Efek-efek dan Pinjaman
Diterima/
Receivables from Assignment for
Facilitation for Project Preparation,
Securities and Loan Received

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Penempatan pada Bank, Deposito
Berjangka, Wali Amanat untuk Obligasi
dan Pinjaman Diterima/
Cash in Bank, Time Deposits, Trustee for
the Bonds, and Loan Received

PT Bank Mandiri Taspen Pos Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Penempatan pada Deposito Berjangka/
Time Deposits
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Perusahaan memiliki transaksi usaha yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:
(lanjutan)

The Company entered into certain significant transaction
with the following related parties: (continued)

Pihak-pihak berelasi/
Related Parties

Sifat hubungan/
Nature of The Relationship

Sifat saldo akun/transaksi/
Nature of account/transaction

balance

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Penempatan pada Bank dan Deposito
Berjangka/
Cash in Bank and Time Deposits

PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Bank Nagari Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Bank Pembangunan Daerah
Djakarta Raya

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Bank Jabar Banten Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka dan Efek-efek/
Time Deposits and Securities

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Tbk

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Deposito Berjangka/
Time Deposits

PT Mandiri Manajemen Investasi Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Danareksa (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Perusahaan memiliki transaksi usaha yang
signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai
berikut: (lanjutan)

The Company entered into certain significant transaction
with the following related parties: (continued)

Pihak-pihak berelasi/
Related Parties

Sifat hubungan/
Nature of The Relationship

Sifat saldo akun/transaksi/
Nature of account/transaction

balance

PT Timah (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Sarana Multigriya Finansial
(Persero)

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Permodalan Nasional Madani
(Persero)

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

Perum Perumnas Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT PP Properti Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Indonesia Power (IDPW) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Bank Maluku Utara Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Efek-efek/
Securities

PT Pertamina (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Efek-efek/
Loan Receivables and Securities

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Efek-efek/
Loan Receivables and Securities

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Efek-efek/
Loan Receivables and Securities

PT Adhi Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Efek-efek/
Loan Receivables and Securities

PT Nindya Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Perusahaan memiliki transaksi usaha yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

The Company entered into certain significant
transaction with the following related parties:
(continued)

Pihak-pihak berelasi/
Related Parties

Sifat hubungan/
Nature of The Relationship

Sifat saldo akun/transaksi/
Nature of account/transaction

balance

PT Angkasa Pura I (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Angkasa Pura II (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Brantas Abipraya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Dayamitra Telekomunikasi Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Hutama Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Industri Kereta Api (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Efek-efek/
Loan Receivables and Securities

PT LEN Telekomunikasi Indonesia
(Persero)

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Marga Sarana Jabar Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Krakatau Tirta Industri Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) Tbk

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Pembiayaan/
Piutang Syariah/
Loan Receivables and Sharia Financing/
Receivabes

PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Pejagan Pemalang Toll Road Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan) 32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Perusahaan memiliki transaksi usaha yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

The Company entered into certain significant transaction with the
following related parties: (continued)

Pihak-pihak berelasi/
Related Parties

Sifat hubungan/
Nature of The Relationship

Sifat saldo akun/transaksi/
Nature of account/transaction

balance

PT Trans Marga Jateng Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Surya Energi Indotama Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Jasamarga Manado Bitung Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Rumah Sakit Bakti Timah Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PT Jasamarga Pandaan Malang Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Penyertaan
Saham/
Loan Receivables and Investment in
Equity

PT Indonesia Infrastructure Finance Pengendalian bersama ent i tas/ Jo int ly
Controlled entity

Pinjaman Diberikan dan Penyertaan
Saham/
Loan Receivables and Investment in
Equity

PT Waskita Toll Road Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Penyertaan Saham/
Investment in Equity

PT Krakatau Bandar Samudera Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan dan Jasa Konsultasi/
Loan Receivables and Advisory Services

PT Bandar Udara International Jawa
Barat

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services

PT Jasa Sarana Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services

PT Trimitra Tirta Sarana Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan) 32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Perusahaan memiliki transaksi usaha yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

The Company entered into certain significant transaction with the
following related parties: (continued)

Pihak-pihak berelasi/
Related Parties

Sifat hubungan/
Nature of The Relationship

Sifat saldo akun/transaksi/
Nature of account/transaction

balance

PT Pengembangan Pariwisata
Indonesia (Persero)

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services

Badan Pengelola Keuangan Haji Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services

PT Indonesia Tourism Development
Corporation

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services

PT Tambang Batubara Bukit Asam Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Jasa Konsultasi/
Advisory Services

Pemerintah Kabupaten Bangkalan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Boalemo Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Bulukumba Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Buton Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Halmahera
Selatan

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Karangsem Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Konawe Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Gianyar Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah
RI/Ownership by the Government of Republic
of Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Perusahaan memiliki transaksi usaha yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:
(lanjutan)

The Company entered into certain significant transaction
with the following related parties: (continued)

Pihak-pihak berelasi/
Related Parties

Sifat hubungan/
Nature of The Relationship

Sifat saldo akun/transaksi/
Nature of account/transaction

balance

Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PemerintahKabupatenLombokTimur Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Muna Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

PemerintahKabupatenPesisirSelatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kabupaten Temanggung Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kota Bandar Lampung Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kota Gorontalo Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kota Padang Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Kota Palu Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara

Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI/
Ownership by the Government of Republic of
Indonesia

Pinjaman Diberikan/
Loan Receivables

Personil Manajemen Kunci
(Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala
Divisi)/
Key Management Personnels
(Board of Commissioners, Directors
and Head of Division)

Hubungan pengendalian kegiatan Perusahaan/
Control in the Company's activities

Pinjaman Karyawan dan Imbalan Kerja/
Employee Loan and Benefits



247

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

- 91 -

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi Transactions with Related Parties

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

% terhadap
Aset/Liabilitas/

% to Assets/Liabilities

2017 2016

Aset/Assets
Bank (Catatan 5)/ Cash in Banks (Note 5)
Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 25.048.949.251 1.938.907.498
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.574.876.836 17.385.356

Jumlah/ Total 26.623.826.087 1.956.292.854 0,05% 0,00%

Dolar Amerika Serikat/U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 336.446.290 --
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 300.144.424 35.870.627

Jumlah/ Total 636.590.714 35.870.627 0,00% 0,00%

Deposito Berjangka (Catatan 5)/ Time Deposits
(Note 5)

Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 1.923.668.454.377 --
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.809.083.000.000 740.321.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.766.508.000.000 4.885.700.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya 1.714.584.778.077 108.243.341.656
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1.502.632.764.711 128.175.897.991
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 700.800.000.000 --
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 633.697.936.662 486.648.408.285
PT Bank Pembangunan Daerah Riau 506.058.228.315 --
PT Bank Mandiri Taspen Pos 460.536.221.130 151.695.342.466
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara 204.074.587.242 --
PT BPD Jabar Banten (Persero) Tbk 200.960.000.000 --

PT Bank Nagari -- 202.310.136.986
Jumlah/ Total 11.422.603.970.514 6.703.094.127.384 20,65% 15,12%

Dana dibatasi penggunaannya (Catatan 6)/
Restricted Fund (Note 6)

Bank/ Bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5.016.133.452 --

Deposito Berjangka/ Time Deposit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 96.500.000.000 --

Jumlah/Total 101.516.133.452 -- 0,18% 0%

Efek-efek (Catatan 7)/ Securities (Note 7)
Tersedia untuk dijual/ Available-for-sale

Reksadana/ Mutual funds
PT Danareksa (Persero) 459.986.643.182 404.653.939.579
PT Mandiri Manajemen Investasi 241.349.804.148 154.647.208.093

Jumlah/ Total 701.336.447.330 559.301.147.672 1,27% 1,26%

Medium Term Notes
PT Bank Jabar Banten Tbk 50.000.000.000 50.000.000.000 0,09% 0,11%

Obligasi/ Bonds
PT Timah (Persero) Tbk 102.104.100.000 --
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 52.534.100.000 --
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 39.665.663.000 --
PT Permodalan Nasional Madani 30.048.090.000 --
PT Bank Maluku Malut 25.050.825.000 --

Jumlah/ Total 249.402.778.000 -- 0,45% 0%
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan) Transactions with Related Parties (continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

% terhadap
Aset/Liabilitas/

% to Assets/Liabilities

2017 2016

KIK EBA
PT Jasa Marga (Persero) 151.854.450.000 --
PT Indonesia Power (IDPW) 135.432.303.717 --

Jumlah/Total 287.286.753.717 -- 0,52% 0%

Dolar Amerika Serikat/U.S. Dollar
Tersedia untuk dijual/Nilai Wajar melalui
Penghasilan Komprehensif Lain/
Available-for-sale/Fair Value through Other
Comprehensive Income
Sukuk

Kementerian Keuangan RI 299.183.871.000 235.130.000.000 0,54% 0,53%

Obligasi/ Bonds
Kementerian Keuangan RI 72.701.142.120 67.180.000.000

PT Pertamina (Persero) 70.879.749.000 67.180.000.000
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 69.602.850.000 67.180.000.000

Jumlah/ Total 213.183.741.120 201.540.000.000 0,38% 0,45%

Pinjaman Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang
Syariah (Catatan 8)/Loan Receivables and Sharia
Financing/ Receivable (Note 8)

Rupiah
Entitas pihak berelasi/ Related parties entities:

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 11.603.214.098.590 9.418.627.360.228
PT Hutama Karya (Persero) 1.964.223.238.444 2.182.929.125.710
PT Dayamitra Telekomunikasi 1.297.444.514.544 700.000.000.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk 918.901.958.751 2.641.460.315.346
PT Angkasa Pura I (Persero) 828.566.175.963 828.284.271.271
PT Trans Marga Jateng 606.406.947.142 213.852.933.669
PT Marga Sarana Jabar 534.165.879.853 533.375.091.782
PT Pejagaan Pemalang Tol Road 513.083.435.918 280.213.751.246
PT JasaMarga (Persero) Tbk 499.131.849.315 3.612.649.387.912
PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto 455.978.183.190 --
PT Angkasa Pura II (Persero) 408.984.133.334 397.608.502.107
PT Kereta Api Indonesia (Persero) 378.453.287.147 --
PT Industri Kereta Api (Persero) 229.753.851.424 104.665.121.803
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 223.328.831.003 49.934.931.507
PT Jasamarga Pandaan Malang 174.025.629.407 --
PT Krakatau Tirta Industri 168.962.567.266 123.227.387.734
PT Krakatau Bandar Samudra 124.620.833.333 74.735.102.739
PT Adhi Karya (Persero) 121.340.040.377 254.654.794.519
PT Brantas Abipraya (Persero) 68.692.771.084 129.405.479.453
PT Nindya Karya (Persero) 29.516.082.306 89.513.261.204
PT LEN Telekomunikasi Indonesia (Persero) 26.017.020.204 25.553.036.020
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk -- 206.482.572.521

Pemerintah daerah/ Local government:
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 182.944.194.780 84.202.633.618
Pemerintah Kota Bandar Lampung 159.828.386.560 15.164.218.418
Pemerintah Kabupaten Konawe 151.487.505.314 31.286.003.742
Pemerintah Kabupaten Gianyar 112.532.312.945 --
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 90.884.637.382 168.300.377.781
Pemerintah Kabupaten Muna 75.670.833.336 79.446.812.500

Jumlah dipindahkan/ Total transferred 21.948.159.198.912 22.245.572.472.830
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan) Transactions with Related Parties (continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

% terhadap
Aset/Liabilitas/

% to Assets/Liabilities

2017 2016

Jumlah pindahan/ Total forward 21.948.159.198.912 22.245.572.472.830

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 66.443.086.600 90.604.209.000
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 64.626.338.548 200.626.338.548
Pemerintah Kota Padang 58.231.183.790 32.543.546.000
Pemerintah Kabupaten Bulukumba 55.438.994.022 77.614.591.630
Pemerintah Kabupaten Bangkalan 46.850.518.839 78.084.198.067
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 31.797.411.914 52.995.686.526
Pemerintah Kabupaten Buton 25.251.731.996 37.877.597.992
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 23.544.725.000 32.962.615.000
Pemerintah Kota Palu 19.444.571.000 46.244.571.000
Pemerintah Kabupaten Boalemo 18.708.562.983 31.914.607.435
Pemerintah Kabupaten Temanggung 17.510.603.000 41.510.603.000
Pemerintah Kota Gorontalo 3.472.673.679 14.524.673.678
Pemerintah Kabupaten Karangasem -- 19.040.197.601
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah -- 17.076.982.000
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur -- 6.630.000.000

Jumlah/ Total 22.379.479.600.283 23.025.822.890.307 40,41% 51,94%

Dolar Amerika Serikat/U.S. Dollar
PT Indonesia Infrastructure Finance 2.608.995.997.588 2.616.273.048.385
PT Pertamina (Persero) 2.018.240.258.997 1.996.229.195.154
PT Industri Kereta Api 148.283.961.046 53.644.133.284
PT Surya Energi Indotama 7.376.886.000 --

Jumlah/ Total 4.782.897.103.631 4.666.146.376.823 8,64% 10,53%

Piutang atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan
Proyek (Catatan 9)/Receivables from Assignment

for Facilitation on Project Preparation (Note 9)
Kementerian Keuangan RI 12.746.535.957 26.554.942.898 0,02% 0,06%

Penyertaan Saham (Catatan 13)/Investment in
Equity (Note 13)
PT Waskita Toll Road 2.048.070.315.610 --
PT Indonesia Infrastructure Finance 667.527.812.693 687.150.563.762
PT Jasamarga Pandaan Malang 43.570.505.000 3.600.000.000

Jumlah/ Total 2.759.168.633.303 690.750.563.762 4,98% 1,56%

Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi/
Total Assets from Related Parties 43.286.065.985.108 36.160.332.212.327 78,15% 81,57%

Liabilitas/Liabilities
Pinjaman Diterima dari Pemerintah Republik
Indonesia (Catatan 21)/
Borrowings from the Government of Republic of
Indonesia (Note 21) 2.608.995.997.588 2.616.273.048.385 12,38% 19,38%

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga
keuangan lainnya (Catatan 16)/Loans received
from banks and other financial
institution (Note 16)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 669.367.594.020 -- 3,18% 0%

Jumlah Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi/

Total Liabilities From Related Parties 3.278.363.591.608 2.616.273.048.385 15,56% 19,38%
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan) Transactions with Related Parties (continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

% terhadap
Aset/Liabilitas/

% to Assets/Liabilities

2017 2016

Komitmen/ Commitment
Tagihan Komitmen (Catatan 31)/

Commitment Receivable (Note 31)
Pemerintah Republik Indonesia/
The Government of Republic of Indonesia 2.699.600.000.000 1.612.320.000

Kewajiban Komitmen (Catatan 31)/
Commitment Liabilities (Note 31)

Entitas pihak berelasi/
Related parties entities:

PT Indonesia Infrastructure Finance 2.669.600.000.000 1.612.320.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2.077.032.938.607 553.000.000.000
PT Hutama Karya (Persero) 1.554.566.760.226 2.937.867.719.838
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.272.399.242.681 550.000.000.000
PT Adhi Karya (Persero) 1.178.000.000.000 245.000.000.000
PT Jasa Marga Manado Bitung 652.824.000.000 --
PT Angkasa Pura I (Persero) 515.673.958.081 515.673.958.081
PT Industri Kereta Api (Persero) 398.579.969.328 223.390.658.578
PT Jasa Marga (Persero) Tbk 250.000.000.000 542.172.668.566
PT Jasamarga Suraba Mojokerto 237.063.939.336 --
PT Brantas Abipraya (Persero) 230.000.000.000 70.000.000.000
PT Nindya Karya (Persero) 170.000.400.000 110.000.400.000
PT LEN Telekomunikasi Indonesia (Persero) 167.376.433.564 169.759.963.980
PT Rumah Sakit Bakti Timah 117.967.000.000 --
PT Angkasa Pura II (Persero) 88.411.404.644 99.438.860.589
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 20.873.666.739 959.760.041.671
PT Jasamarga Pandaan Malang 106.457.313 292.402.077.472
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk -- 1.020.873.567.250
PT Pejagan Pemalang Toll Road -- 696.765.669.135
PT Trans Marga Jateng -- 563.434.210.316
PT Krakatau Tirta Industri -- 51.156.558.244
PT Dayamitra Telekomunikasi -- 50.000.000.000

Kewajiban Komitmen (Catatan 31)/ Commitment
Liabilities (Note 31)

Entitas pihak berelasi/ Related parties entities:
Pemerintah Kota Bandar Lampung 78.312.454.918 198.374.900.000
Pemerintah Kabupaten Konawe 76.588.899.300 --
Pemerintah Kabupaten Gianyar 56.746.805.220 155.488.366.382
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 36.134.462.512 --
Pemerintah Kota Padang 25.075.816.210 50.763.454.000
Pemerintah Kabupaten Pesisir Seatan -- 66.037.385.000
Pemerintah Kabupaten Muna -- 12.153.187.500
Pemerintah Kabupaten Bulukumba -- 1.169.884.968
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan -- 377.791.000

Jumlah/Total 11.873.334.608.679 10.136.673.642.570
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan) Transactions with Related Parties (continued)

Satu tahun/
(one year),

2017

Satu tahun/
(one year),

2016

% terhadap
Pendepatan/Beban/% to

Revenues/Expense

2017 2016

Pendapatan (Catatan 29)/Revenues(Note 29)

Pendapatan bunga pinjaman/ Interest on loan
receivables
Entitas pihak berelasi / Related parties entities :

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 626.470.539.948 459.708.234.415
PT Jasa Marga (Persero) Tbk 165.374.181.175 85.259.995.185
PT Hutama Karya (Persero) 162.562.908.334 82.586.940.385
PT Waskita Karya (Persero) Tbk 123.260.120.660 82.759.986.786
PT Dayamitra Telekomunikasi 95.835.682.854 4.791.190.444
PT Pertamina (Persero) 76.560.904.096 29.668.023.190
PT Indonesia Infrastructure Finance 76.365.891.043 60.286.332.861
PT Trans Marga Jateng 72.768.965.564 7.974.808.354
PT Angkasa Pura I (Persero) 71.379.230.103 20.462.018.055
PT Marga Sarana Jabar 50.474.130.071 17.045.316.482
PT Pejagan Pemalang Toll Road 44.153.049.755 1.457.926.104
PT Angkasa Pura II (Persero) 33.692.716.579 28.880.704.728
PT Jasamarga Pandaan Malang 26.560.183.049 488.614.743
PT Industri Kereta Api (Persero) 23.054.251.728 5.794.292.565
PT Adhi Karya (Persero) 21.576.370.858 31.755.169.783
PT Kereta Api Indonesia 15.726.186.514 --
PT Krakatau Tirta Industri 14.028.325.963 5.635.179.995
PT Brantas Abipraya (Persero) 12.650.694.410 5.832.569.615
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 12.316.309.194 2.636.181.501
PT Nindya Karya (Persero) 9.988.043.226 15.866.275.154
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto 7.113.364.315 --
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 6.979.496.630 7.046.225.105
PT Krakatau Bandar Samudra 4.358.577.903 10.206.887.793
PT Len Komunikasi Indonesia 3.143.406.342 32.651.100
PT Jasamarga Manado Bitung 1.781.772.500 --
PT Surya Energi Indotama 186.247.774 --

Pemerintah daerah/Local Government:
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 12.884.646.250 2.279.275.021
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 10.841.905.921 17.458.766.591
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 10.165.118.204 20.916.655.811
Pemerintah Kabupaten Muna 7.785.889.932 7.293.280.869
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 7.601.777.037 6.733.133.793
Pemerintah Kabupaten Bulukumba 5.899.269.432 5.927.922.517
Pemerintah Kabupaten Bangkalan 5.831.371.283 8.580.151.946
Pemerintah Kabupaten Konawe 5.726.814.781 121.925.982
Pemerintah Kota Padang 4.599.206.792 1.758.501.206
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 3.768.332.288 5.724.178.355
Pemerintah Kabupaten Buton 3.078.239.314 4.300.006.071
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2.741.881.307 3.160.011.067
Pemerintah Kota Palu 2.462.534.201 4.582.663.878
Pemerintah Kabupaten Boalemo 2.297.492.525 3.546.762.944
Pemerintah Kabupaten Temanggung 2.119.919.975 4.387.033.041
Pemerintah Kabupaten Gianyar 1.768.452.867 --
Pemerintah Kota Bandar Lampung 1.703.698.211 2.178.547.364
Pemerintah Kabupaten Gorontalo 669.143.196 1.542.551.079
Pemerintah Kabupaten Karangasem 552.212.552 2.449.720.205
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 180.252.051 925.510.997
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 88.231.056 1.489.673.891
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara -- 88.860.612

Jumlah/ Total 1.851.127.939.763 1.071.620.657.583 58,68% 46,00%
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan) Transactions with Related Parties (continued)

Satu tahun/
(one year),

2017

Satu tahun/
(one year),

2016

% terhadap
Pendepatan/Beban/% to

Revenues/Expense

2017 2016

Pendapatan bunga deposito berjangka/ Interest on
time deposits
Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 69.328.566.988 30.687.726.486
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 59.751.301.465 186.697.197.673
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 59.378.854.334 46.274.460.481
PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya 55.597.228.813 17.152.999.272
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 25.400.406.125 --
PT Bank Riau Kepri 22.938.256.082 --
PT Bank Mandiri Taspen Pos 15.835.140.405 9.238.179.021
PT Bank Nagari 13.437.895.550 19.497.276.570
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 8.526.992.251 12.151.516.096
PT Bank Sumut 6.686.693.158 --
PT Bank Jabar Banten Tbk 4.413.038.724 12.336.194.236
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1.735.600.000 14.954.851.278
Jumlah/ Total 343.029.973.895 348.990.401.113 10,87% 14,98%

Dolar Amerika Serikat/ U.S. Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 595.031.120 --
Jumlah/ Total 595.031.120 -- 0,02% 0,00%

Dana dibatasi penggunaannya
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 663.275.000 --

663.275.000 -- 0,02% 0,00%

Pendapatan(Catatan29)/Revenues (Note 29)
Pendapatan dari penugasan fasilitasi penyiapan

proyek/ Revenue from facilitation assignment for
project preparation
Kementerian Keuangan RI 21.133.590.008 34.686.041.774 0,67% 1,49%

Pendapatan(Catatan 29)/Revenues (Note 29)
Pendapatan dari penyertaan pada efek-efek/

Income from investment securities
PT Danareksa (Persero) 9.478.670.259 308.139.051
PT Bank Jabar Banten Tbk 4.487.500.000 --
PT Jasa Marga (Persero) Tbk 4.305.000.000 74.579.581.651
PT Permodalan Nasional Madana (Persero) 3.473.680.555 6.009.326.389
PT Indonesia Power (IDPW) 3.177.108.616 3.171.875.000
PT Mandiri Manajer Investasi 2.927.201.278 11.889.173.059
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2.269.444.444 --
PT Timah (Persero) Tbk 2.253.958.333 17.708.333
PT Sarana Multigriya Financial (Persero) 1.459.305.556 --
PT Adhi Karya (Persero) Tbk 1.137.500.000 --
PT Industri Kereta Api (Persero) 674.666.667 --
PT Bank Maluku Malut 141.354.167 --
Perum Perumnas -- 37.500.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk -- 1.406.250.000
Kementerian Keuangan RI -- 448.944.444
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) -- 342.152.778
PT PP Properti Tbk -- 144.713.889
Jumlah/ Total 35.785.389.875 98.355.364.594 1,13% 4,22%
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32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

32. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan) Transactions with Related Parties (continued)

Satu tahun/
(one year),

2017

Satu tahun/
(one year),

2016

% terhadap
Pendepatan/Beban/% to

Revenues/Expense

2017 2016

Dolar Amerika Serikat/ U.S. Dollar
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2.856.399.028 1.629.116.914
PT Pertamina (Persero) 4.820.923.792 1.679.906.749
Kementerian Keuangan RI 15.798.043.787 10.245.514.429
Jumlah/ Total 23.475.366.607 13.554.538.092 0,74% 0,58%

Pendapatan komitmen fee/Revenue from
commitment fee

PT Len Telekomunikasi Indonesia 814.970.229 --
PT Trans Marga Jateng 1.150.000.000 --
Jumlah/ Total 1.964.970.229 -- 0,06% 0%

Penapatan jasa konsultasi / Income from advisory
services

PT Bandara Udara International Jawa Barat 3.050.196.955 1.059.028.743
PT Krakatau Bandar Samudera 700.166.100 1.000.160.800
PT Indonesia Tourism Development Corporation 356.945.457 76.363.637
PT Tambang Batubara Bukit Asam 310.843.637 --
Badan Pengelola Keuangan Haji 85.627.067 --
PT Jasa Sarana 8.372.728 787.548.059
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) -- 517.557.500
PT Trimitra Tirta Sarana -- 264.000.000
PT Pengembangan Pariwisata

Indonesia (Persero) -- 258.678.453
Jumlah/Total 4.512.151.944 3.963.337.192 0,14% 0,17%

Jumlah pendapatan/Total Revenues 2.282.287.688.441 1.571.170.340.348 72,34% 67,45%

Beban (Catatan 30)/Expenses (Note 30)

Beban bunga/ Interest expense
Pemerintah Indonesia 53.940.588.639 38.722.910.803 3,36% 4,20%

Imbalan yang diberikan ke personil manajemen
kunci Perusahaan/ Benefits provided to Company’s
key management personnels:

Dewan Komisaris/ Board of Commisioners
Imbalan jangka pendek/ Short-term benefits 8.806.092.229 7.214.388.984

Direktur/ Directors
Imbalan jangka pendek/ Short-term benefits 23.479.001.600 20.596.407.458

Kepala Divisi/ Head of Division
Imbalan jangka pendek/ Short-term benefits 35.879.339.045 30.571.029.931
Imbalan pasca kerja/ Post-employment
benefits 16.213.112.402 8.549.258.108

Jumlah/ Total 84.377.545.276 66.931.084.481

Jumlah Beban/ Total Expenses 138.318.133.915 105.653.995.284 7,22% 8,99%
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33. PERJANJIAN PENTING 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk
Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS)

a. Agreement on Assignment Implementation of
Facilitation on Public Private Partnership (PPP)
Project Preparation

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Umbulan dan Perkeretaapian Bandara
Soekarno-Hatta.

Umbulan Water Supply PPP Project and
Soekarno-Hatta Airport Railway PPP Project.

Pada tanggal 8 November 2011, Perusahaan
menandatangani perjanjian dengan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia tentang
pelaksanaan penugasan fasilitasi penyiapan
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Umbulan dan Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Perkeretaapian
Soekarno-Hatta.

On November 8, 2011, the Company entered into an
agreement with the Ministry of Finance of the Republic
of Indonesia on the implementation of the assignment
to facilitate preparation of Umbulan Water Supply PPP
Project and Soekarno-Hatta Airport Railway PPP
Project.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013,
Perusahaan menandatangani perubahan atas
perjanjian tanggal 8 November 2011 tersebut.
Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 telah
ditandatangani perubahan kedua atas perjanjian
penugasan fasilitasi penyiapan kedua proyek
KPBU tersebut.

Then on August 30, 2013, the Company entered into
the first amendment to the agreement dated November
8, 2011. Further, on October 16, 2014, the Company
signed the second amendment to the agreement ofthe
assignment to facilitate preparation of both PPP
projects.

Perjanjian pelaksanaan penugasan ini merupakan
tindak lanjut dari Keputusan Menteri
Keuangan No. 126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei
2011, yang diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan No. 137/KMK.011/2013
tanggal 12 April 2013 dan terakhir diubah lagi
melalui Keputusan Menteri Keuangan No.
228/KMK.011/2014 tanggal 10 Juni 2014, tentang
penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan
fasilitasi penyiapan kedua proyek KPBU di atas.
Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan ini
perjanjian fasilitasi juga ditandatangani dengan
masing-masing Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK) dari kedua proyek.

The assignment's implementation agreement was
mandated by the Minister of Finance under the Decree
No. 126/KMK.01/2011 dated May 2, 2011 as
amended by the Minister of Finance Decree
No. 137/KMK.011/2013 dated April 12, 2013 and lastly
amended with the Minister of Finance Decree No.
228/KMK.011/2014 dated June 10, 2014, which assigns
the Company to facilitate the preparation of the above
PPP projects. As mandated by the Minister of Finance
Decrees, facilitation agreement is also signed by the
respective Government Contracting Agency (GCA) of
both projects.

Perjanjian fasilitasi penyiapan Proyek KPBU
Perkeretaapian Bandara Soekarno Hatta
ditandatangani antara Kementerian Perhubungan
cq Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan
Perusahaan pada tanggal 10 November 2011, dan
selanjutnya diubah melalui perjanjian tanggal
2 Mei 2013. Perjanjian Fasilitasi berakhir
2 Desember 2014.

Facilitation agreement of the Soekarno-Hatta Airport
Railway PPP project preparation was signed between
the Company and Directorate General of Railways (on
behalf of the Ministry of Transportation) on November
10, 2011, and was amended on May 2, 2013. The
facility agreement expired on December 2, 2014.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk
Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS) (lanjutan)

a. Agreement on Assignment Implementation of
Facilitation on Public Private Partnership (PPP)
Project Preparation (continued)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Umbulan dan Perkeretaapian Bandara
Soekarno-Hatta. (Lanjutan)

Umbulan Water Supply PPP Project and
Soekarno-Hatta Airport Railway PPP Project.
(continued)

Hingga akhir Agustus 2015, pembaharuan
perjanjian fasilitasi yang merupakan tindak lanjut
dari perubahan kedua KMK 126/2011 masih
dalam tahap pembahasan namun berdasarkan
s u r a t d a r i M e n t e r i K e u a n g a n
No.S-1007/MK.08/2015 tanggal 15 Desember
2015 yang merujuk pada surat Menteri
Perhubungan kepada Menteri Keuangan No.PR
007/7/3 Phb 2015 tanggal 28 Oktober 2015
perihal Kelanjutan Fasilitasi Proyek KPBU
Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta
disebutkan bahwa PJPK menyatakan penyiapan
proyek Kereta Bandara akan dilanjutkan oleh
PJPK dan fasilitasi oleh Perusahaan telah
diberhentikan.

Up to the end of August 2015, the renewal of the
facilitation agreement was still under discussion,
however based on the Ministry of Finance letter
No. S-1007/MK.08/2015 dated December 15, 2015
which refered to the Ministry of Transportation letter to
the Ministry of Finance No.PR 007/7/3 Phb 2015 dated
October 28, 2015 regarding the Continuation of the
Soekarno-Hatta Airport Railway PPP Project Preparation
it was stated that the GCA will continue the Airport
Railway project preparation and that the Company’s
facilitation had been terminated.

Perjanjian fasilitasi meliputi kegiatan: The facilitation agreement of included the following
activities:

a. Pendampingan kepada PJPK dalam
melaksanakan penyiapan proyek KPBU
Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta.

a. Assistance to the GCA in executing the
Soekarno-Hatta Airport Railway project preparation

b. Penyediaan konsultan untuk penyiapan
dan/atau transaksi proyek, uji tuntas proyek,
penyusunan kajian jalur kereta api,
mempersiapkan pra-studi kelayakan,
penjajakan minat investor, penyiapan
dokumen pelelangan, asistensi pelaksanaan
pelelangan dan asistensi dalam proses
perolehan pembiayaan (financial close)

b. Provision of consultants for preparation and/ or
transaction of the project, due diligence study,
railway alignment study, pre-feasibility study,
market sounding, preparation of tender
documents, assistance in bidding process and
financial close

Fasilitasi penyiapan proyek KPBU Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) tertuang dalam
perjanjian fasilitasi antara Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan Perusahaan tanggal 25
November 2011 yang kemudian diubah melalui
perjanjian tanggal 2 Mei 2013 dan diubah
kembali melalui perjanjian tanggal 1 Desember
2014, meliputi kegiatan:

The facilitation of the Umbulan Water Supply PPP
project preparation as set out in the facilitation
agreement between the Provincial Government of East
Java and the Company dated November 25, 2011,
which was amended on May 2, 2013 and on December
1, 2014, includes the following activities:

a. Pendampingan kepada PJPK dalam
melaksanakan penyiapan proyek SPAM
Umbulan

a. Assistance to the GCA in executing the Umbulan
Water Supply PPP project preparation
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk
Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS) (lanjutan)

a. Agreement on Assignment Implementation of
Facilitation on Public Private Partnership (PPP)
Project Preparation (continued)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Umbulan dan Perkeretaapian Bandara
Soekarno-Hatta. (Lanjutan)

Umbulan Water Supply PPP Project and
Soekarno-Hatta Airport Railway PPP Project.
(continued)

Fasilitasi penyiapan proyek KPBU Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) tertuang dalam
perjanjian fasilitasi antara Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan Perusahaan tanggal 25
November 2011 yang kemudian diubah melalui
perjanjian tanggal 2 Mei 2013 dan diubah
kembali melalui perjanjian tanggal 1 Desember
2014, meliputi kegiatan (lanjutan):

The facilitation of the Umbulan Water Supply PPP
project preparation as set out in the facilitation
agreement between the Provincial Government of East
Java and the Company dated November 25, 2011,
which was amendedon May 2, 2013 and again on
December 1, 2014, includes the following activities:
(continued)

b. Penyediaan konsultan untuk penyiapan
dan/atau transaksi proyek, uji tuntas proyek,
mempersiapkan pra-studi kelayakan,
penjajakan minat investor, penyiapan
dokumen pelelangan, asistensi pelaksanaan
pelelangan dan asistensi dalam proses
perolehan pembiayaan (financial close)

b. Provision of consultants for preparation and/ or
transaction of the project, due diligence study,
pre-feasibility study, market sounding, preparation
of tender documents, assistance in bidding process
and financial close

Pembangunan Jaringan Tulang Punggung
Serat Optik Nasional Palapa Ring

National Fiber Optic Backbone Network of
Palapa Ring PPP Project ("Palapa Ring PPP
Project")

Sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian
Keuangan Republik Indonesia No. Kep-7/PR/2016
tanggal 12 Februari 2016, tentang penugasan
kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Badan
Usaha Milik Negara untuk melaksanakan fasilitasi
penyiapan proyek dan pendampingan transaksi
pada proyek infrastruktur dengan skema
kerjasama pemerintah dan badan usaha
pembangunan jaringan tulang punggung serat
optik nasional palapa ring, pada tanggal 28 Juni
2016, Perusahaan menandatangani perjanjian
dengan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia untuk Melaksanakan Fasilitas
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
pada Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha Pembangunan Jaringan Tulang
Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring.
Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2016,
Perusahaan juga telah menandatangani
Perjanjian fasilitasi dengan Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Following up the Decree of the Director General
of Finance and Risk Management of the Ministry of
Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-
7/PR/2016 dated February 12, 2016, regarding
assignment for the company to facilitate preparation
and transaction assistance of National Fiber Optic
Backbone Network of Palapa Ring PPP Project ("Palapa
Ring PPP Project") on June 28, 2016, the Company
entered into an agreement with the Ministry of Finance
of the Republic of Indonesia on the Implementation of
the Assignment to Facilitate Preparation and
Transaction Assistance of National Fiber Optic
Backbone Network of Palapa Ring PPP Project ("Palapa
Ring PPP Project"). Then on October 31, 2016, the
Company also signed the facilitation agreement with
the Government Contracting Agency (GCA) of the
projects, namely from the Ministry of Communication
and Information of the Republic of Indonesia.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk
Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS) (lanjutan)

a. Agreement on Assignment Implementation of
Facilitation on Public Private Partnership (PPP)
Project Preparation (continued)

Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar
Lampung

Bandar Lampung Water Supply Project

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Sistem
Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung
Nomor PRJ-257/PR/2016; PERJ-25/SMI/0816
ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2016
antara Perusahaan dengan Kementerian
Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor KEP-12/PR/2016 tanggal 8 Maret 2016
tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan
(Persero) Badan Usaha Milik Negara untuk
Melaksanakan Fasilitasi Penyiapan Proyek Dan
Pendampingan Transaksi pada Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha Sistem Penyediaan
Air Minum Kota Bandar Lampung. Perjanjian
Fasi l i tas Nomor 610/1330/I.10/2016;
PERJ-47/SMI/1116 ditandatangani pada tanggal
4 November 2016 antara Perusahaan dengan
Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Bandar Lampung Water Supply Project Assignment
Implementation Agreement Number PRJ-257/PR/2016;
PERJ-25/SMI/0816 was signed on August 2, 2016
between the Company and the Ministry of Finance
based on the Decree of the Director General of Finance
and Risk Management of the Ministry of Finance of the
Republic of Indonesia Number KEP-12/PR/2016 dated
March 8, 2016 regarding the Assignment for The
Company to Facilitate Preparation And Transaction
Assistance of Kota Bandar Lampung Water Supply
Project PPP Project. The Facilitation Agreement Number
610/1330/I.10/2016; PERJ-47/SMI/1116 was signed on
November 4, 2016 between the Company and the
Government of Bandar Lampung as the Government
Contracting Agency (GCA) of the Project.

Transportasi Kota Medan Medan Urban Transportation

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Transportasi
Kota Medan Nomor PRJ-182/PR/2017;
PERJ-043/SMI/0617 ditandatangani pada
tanggal 9 Juni 2017 antara Perusahaan dengan
Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Nomor KEP-30/PR/2017 tanggal 8 Mei
2017 tentang Penugasan kepada Perusahaan
Perseroan (Persero) Badan Usaha Milik Negara
untuk Melaksanakan Fasilitas dalam Rangka
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
pada Proyek Infrastruktur Transportasi Kota
Medan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha. Perjanjian Fasilitas Nomor
551/6112/2017; PERJ -044 /SMI /0617
ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2017 antara
Perusahaan dengan Pemerintah Kota Medan
sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK).

Medan Urban Transportation Project Assignment
Implementation Agreement Number PRJ-182/PR/2017;
PERJ-043/SMI/0617 was signed on June 9, 2017
between the Company and the Ministry of Finance
based on the Decree of the Director General of Finance
and Risk Management of the Ministry of Finance of the
Republic of Indonesia Number KEP-30/PR/2017 dated
May 8, 2017 regarding Assignment for the Company to
Facilitate Preparation and Transaction Assistance of
Medan Urban Transportation PPP Project. The
Facilitation Agreement Number 551/6112/2017;
PERJ-044/SMI/0617 was signed on June 9, 2017
between the Company and the Government of Medan
as the Government Contracting Agency (GCA) of the
Project.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk
Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS) (lanjutan)

a. Agreement on Assignment Implementation of
Facilitation on Public Private Partnership (PPP)
Project Preparation (continued)

Rumah Sakit Umum Daerah Krian Krian Regional Public Hospital

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Rumah
Sakit Umum Daerah Krian Nomor
PRJ-387/PR/2017; PERJ-065/SMI/1017
ditandangani pada tanggal 5 Oktober 2017
antara Perusahaan dengan Kementerian
Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor KEP-50/PR/2017 tanggal 22 Agustus
2017 tentang Penugasan kepada Perusahaan
Perseroan (Persero) Badan Usaha Milik Negara
untuk Melaksanakan Fasilitas dalam Rangka
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
pada Proyek Infrastruktur Rumah Sakit Umum
Daerah Krian dengan Skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha. Perjanjian
Fasilitas Nomor 188/16/404.1.1.1/2017;
PERJ-066/SMI/1017 ditandatangani pada tanggal
5 Oktober 2017 antara Perusahaan dengan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Krian Regional Public Hospital Assignment
Implementation Agreement Number PRJ-387/PR/2017;
PERJ-065/SMI/1017 was signed on October 5, 2017
between the Company and the Ministry of Finance
based on the Decree of the Directorate General of
Finance and Risk Management of the Ministry of
Finance of the Republic of Indonesia Number
KEP-50/PR/2017 dated August 22, 2017 regarding

Assignment for the Company to Facilitate
Preparation and Transaction Assistance of Krian
Regional Public Hospital PPP Project. The Facilitation
Agreement Number 188/16/404.1.1.1/2017;
PERJ-066/SMI/1017 was signed on October 5, 2017
between the Company and the Government of Sidoarjo
as the Government Contracting Agency (GCA) of the
Project.

Sistem Penyediaan Air Minum Kota
Pekanbaru

Pekanbaru Water Supply Project

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Sistem
Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Nomor
PRJ-386/PR/2017; PERJ-067/SMI/1017
ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2017
antara Perusahaan dengan Kementerian
Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor KEP-51/PR/2017 tanggal 22 Agustus 2017
tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan
(Persero) Badan Usaha Milik Negara untuk
Melaksanakan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan
Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek
Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum
Pekanbaru dengan Skema Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha. Perjanjian Fasilitas Nomor
48/PDAM-KPBU/II/X/2017; PERJ-068/SMI/1017
ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2017
antara Perusahaan dengan PDAM Tirta Siak
sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK).

Pekanbaru Water Supply Project Assignment's
Implementation Agreement Number PRJ-0386/
PR/2017; PERJ-67/SMI/1017 was signed on October 5,
2017 between the Decree of the Company and the
Ministry of Finance based on the Directorate General of
Finance and Risk Management of the Ministry of
Finance of the Republic of Indonesia Number
KEP-51/PR/2017 dated August 22, 2017 concerning
Assignment for the Company to Facilitate Preparation
and Transaction Assistance of Pekanbaru Water Supply
PPP Project. The Facilitation Agreement Number
48/PDAM-KPBU/II/X/2017; PERJ-68/SMI/1017 was
signed on October 5, 2017 between the Company and
PDAM Tirta Siak as the Government Contracting Agency
(GCA) of the Project.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk
Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS) (lanjutan)

a. Agreement on Assignment Implementation of
Facilitation on Public Private Partnership (PPP)
Project Preparation (continued)

Sistem Penyediaan Air Minum Semarang
Barat

Semarang Barat Water Supply Project

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Sistem
Penyediaan Air Minum Semarang Barat Nomor
PRJ-419/PR/2017; PERJ-076/SMI/1117
ditandatangani pada tanggal 3 November 2017
antara Perusahaan dengan Kementerian
Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor KEP-62/PR/2017 tanggal 29 September
2017 tentang Penugasan kepada Perusahaan
Perseroan (Persero) Badan Usaha Milik Negara
untuk Melaksanakan Fasilitas dalam Rangka
Penyiapan Proyek dan Pendampingan
Transaksi pada Proyek Infrastruktur Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha Sistem
Penyediaan Air Minum Semarang Barat.
Perjanjian Fasilitas Nomor 690/175/XI/2017;
PERJ-079/SMI/1117 ditandatangani pada tanggal
10 November 2017 antara Perusahaan dengan
PDAM Tirta Moedal sebagai Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK).

West Semarang Water Supply Project Assignment
Implementation Agreement Number PRJ- 419/PR/2017;
PERJ-076/SMI/1117 was signed on November 3, 2017
between the Company and the Ministry of Finance
based on the Decree of the Directorate General of
Finance and Risk Management of the Ministry of
Finance of the Republic of Indonesia Number
KEP-62/PR/2017 dated September 29, 2017 regarding
Assignment for the Company to Facilitate Preparation
and Transaction Assistance of West Semarang Water
Supply PPP Project. The Facilitation Agreement Number
690/175/XI/2017; PERJ-079/SMI/1117 was signed on
November 10, 2017 between the Company and PDAM
Tirta Moedal as the Government Contracting Agency
(GCA) of the Project.

b. Penerusan pinjaman diterima dari
Pemerintah atas dana pinjaman World
Bank (WB)

b. Borrowing received from the Government for
loans of World Bank (WB)

Berdasarkan perjanjian No. SLA -
1230/DSMI/2010, tanggal 4 Maret 2010
Pemerintah Republik Indonesia meneruskan dana
yang bersumber dari Naskah Perjanjian Pinjaman
Luar Negeri (NPPLN) Nomor: 7731-ID tanggal 15
Januari 2010 kepada Perusahaan dengan jumlah
yang tidak melebihi sebesar ekuivalen
USD100.000.000, dengan tingkat suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulanan +
satu perseratus per tahun terhitung sejak
penarikan pinjaman. Jangka waktu Pinjaman
Penerusan adalah selama 24 tahun 6 bulan
termasuk masa tenggang sembilan tahun,
terhitung sejak tanggal efektifnya NPPLN.
Berdasarkan surat No. S-4492/PB/2011 tanggal 3
Mei 2011 dar i Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, Perjanjian Penerusan Pinjaman ini
berlaku efektif tanggal 3 Mei 2011.

Under the agreement No. SLA - 1230/DSMI/2010,
dated March 4, 2010, the Government of Republic of
Indonesia shall channel the fund sourced from the
Subsidiary Loan Agreement Document (NPPLN)
Number: 7731-ID dated January 15, 2010 to the
Company in an amount not exceeding the equivalent of
USD100,000,000, with the interest rate of Bank
Indonesia Certificates (SBI) one month + one percent
per year upon drawdown of the loan. The subordinated
loan period is over 24 years and 6 months,
including a grace period of nine years, commencing
from the effective date of the NPPLN. Based on the
Letter of the Directorate General of Treasury of the
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.
S-4492/PB/2011 dated May 3, 2011, the NPPLN is
effective on May 3, 2011.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

b. Penerusan pinjaman diterima dari
Pemerintah atas dana pinjaman World
Bank (WB) (lanjutan)

b. Borrowing received from the Government for
loans of World Bank (WB) (continued)

Berdasarkan perjanjian perubahan No. AMA-
466/SLA-1230/DSMI/2012, tanggal 13 Desember
2012, dilakukan perubahan antara lain:

Under the amendment to agreement No. AMA-
466/SLA-1230/DSMI/2012, dated December 13, 2012,
changes had been made to include:

! Jumlah Pinjaman Penerusan sebesar
USD100.000.000.

! Subordinated loan is amounting to USD100,000,000.

! Tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga
LIBOR + variable spread + 0,5%.

! The interest rate is at LIBOR + variable spread +
0.5%.

Penerusan pinjaman ke IIF sesuai Perjanjian
Pinjaman Subordinasi pada tanggal 20 April 2011
yang diubah pada tanggal 14 Desember 2012,
berjangka waktu 24 tahun 6 bulan dengan
tanggal jatuh tempo final pada 1 November 2033
dan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku
bunga pinjaman yang diterima ditambah dengan
biaya administrasi dan premi risiko Perusahaan
sebesar 0,75% per tahun.

The loan channeled to IIF was based on Subordinated
Loan Agreement dated April 20, 2011 which was
amended on December 14, 2012, with a term of 24
years and 6 months, maturity date on November 1,
2033 and at the interest rate of borrowings received
plus administration fee and the Company's risk
premium of 0.75% per annum.

Berdasarkan surat No. S-1938/MK.5/2014 tanggal
24 Maret 2014 dari Menteri Keuangan Republik
Indonesia, batas akhir penerusan pinjaman
diperpanjang dari 31 Desember 2013 menjadi
30 November 2015. Batas akhir penerusan
pinjaman ini kemudian diperpanjang kembali
menjadi 30 November 2016 berdasarkan surat
No. S-848/PR.2/2015 tanggal 27 November 2015
dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
yang kemudian diperpanjang kembali menjadi
31 Maret 2017 berdasarkan surat
No.S-999/PR/2016 tanggal 30 November 2016
dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Based on the letter of Minister of Finance of Republic of
Indonesia No. S-1938/MK.5/2014 dated March 24,
2014, the closing date has been extended from
December 31, 2013 to November 30, 2015. The closing
date was reextended to November 30, 2016 based on
the letter of the Ministry of Finance of Republic of
Indonesia No. S-848/PR.2/2015 dated November 27,
2015 which was then reextended again to March 31,
2017 based on the letter of the Ministry of
Finance of Republic of Indonesia No. S-999/PR/2016
dated November 30, 2016.

Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016
tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan
(Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman
Nomor SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret
2010 sebagaimana telah diubah dengan
p e r u b a h a n p e r j a n j i a n N o m o r
AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13
Desember 2012 antara Pemerintah dan PT Sarana
Multi Infrastruktur (Persero), tingkat bunga
pinjaman dari WB berubah menjadi tingkat bunga
LIBOR + variable spread + 0,45% per tahun.
Ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang
belum jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015.

Based on the letter No. S-2114/MK.5/2016 dated March
8, 2016 concerning Amendment to Loan Agreement
No. SLA-1230/DSMI/2010 dated March 4, 2010, as
amended wi th amendment No . AMA-
466/SLA-1230/DSMI/2012 dated December 13, 2012
between the Government and PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero), where the interest rate of the
loan from WB was amended to a variable interest rate
of LIBOR + spread + 0.45% per year. These provisions
do not apply to receivable that mature on October 1,
2015.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

b. Penerusan pinjaman diterima dari
Pemerintah atas dana pinjaman World
Bank (WB) (lanjutan)

b. Borrowing received from the Government for
loans of World Bank (WB) (continued)

Berdasarkan perjanjian No. SLA -
1268/DSMI/2017, tanggal 26 September 2017
Pemerintah Republik Indonesia meneruskan dana
yang bersumber dari International Bank for
Reconstruction and Development Loan
Agreement Nomor 8715-ID tanggal 29 Mei 2017
dalam rangka tambahan pembiayaan untuk
Indonesia Infrastructure Finance Facility Project
kepada Perusahaan dengan jumlah yang tidak
melebihi sebesar ekuivalen USD200.000.000,
dengan tingkat suku bunga sebesar Sun Seri
Benchmark tahun berkenaan 20 (dua puluh)
tahun + 0,75% per tahun yang dibayarkan setiap
persetengah tahunan/enam bulanan pada tanggal
1 Maret dan 1 September. Jangka waktu
Pinjaman Penerusan adalah selama 20 tahun
termasuk masa tenggang sepuluh tahun, efektif
sejak tanggal 26 September 2017.

Under the agreement No. SLA - 1268/DSMI/2017,
dated September 26, 2017, the Government of
Republic of Indonesia shall channel the fund sourced
from the International Bank for Reconstruction and
Development Loan Agreement Number 8715-ID dated
May 29, 2017 as financing addition to Indonesia
Infrastructure Finance Facility Project to the Company
in an the amount not exceeding the equivalent of
USD200,000,000, with interest rate of Benchmark
Series SUN for 20 (twenty) year tenor per annum +
0.75 percent per year paid semi annually on March 1
and September 1. The loan period is over 20 years,
including a grace period of ten years, commencing
since the effective date of September 26, 2017.

c. Penerusan pinjaman yang diterima dari
Pemerintah atas dana pinjaman ADB

c. Borrowing received from the Government for the
ADB loan

Berdasarkan perjanjian No. SLA - 1229/DSMI
/2010, tanggal 4 Maret 2010 Pemerintah
meneruskan dana yang bersumber dari Naskah
Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) No.
2516-INO tanggal 20 Januari 2010 kepada
Perusahaan dengan jumlah yang tidak melebihi
sebesar ekuivalen USD100.000.000, dengan
tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) satu bulanan + satu perseratus per
tahun terhitung sejak penarikan pinjaman.
Jangka waktu Pinjaman Penerusan adalah
selama 25 tahun termasuk masa tenggang
lima tahun, terhitung sejak tanggal efektifnya
NPPLN. Berdasarkan surat No. S-4491/PB/2011
tanggal 3 Mei 2011 dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, Perjanjian Penerusan Pinjaman ini
berlaku efektif tanggal 3 Mei 2011.

Under the Agreement No. SLA - 1229/DSMI /2010,
dated March 4, 2010, the Government shall channel the
fund sourced from the Subsidiary Loan Agreement
Document (NPPLN) No. 2516-INO dated January 20,
2010 to the Company in an amount not exceeding the
equivalent of USD100,000,000, with interest rate of
Bank Indonesia Certificates (SBI) one month + one
percent per annum upon drawdown of the loan. The
subordinated loan period is over 25 years, including
a grace period of five years, commencing from the
effective date of the NPPLN. Based on the Letter of the
Directorate General of Treasury of the Ministry of
Finance of the Republic of Indonesia No.
S-4491/PB/2011 dated May 3, 2011, the NPPLN was
effective on May 3, 2011.

Berdasarkan perjanjian perubahan No. AMA-
464/SLA-1229/DSMI/2012, tanggal 27 November
2012, dilakukan perubahan antara lain:

Under the amendment agreement No. AMA-
464/SLA-1229/DSMI/2012, dated November 27, 2012,
changes had been made to include:

! Jumlah Pinjaman Penerusan sebesar
USD100.000.000.

! Subordinated Loan is amounting to USD100,000,000.

! Tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga
LIBOR + 0,2% + 0,5%.

! The interest rate is at LIBOR + 0.2% + 0.5%
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

c. Penerusan pinjaman yang diterima dari
Pemerintah atas dana pinjaman ADB
(lanjutan)

c. Borrowing received from the Government of the
ADB loan (continued)

Penerusan pinjaman ke IIF sesuai Perjanjian
Pinjaman Subordinasi pada tanggal 20 April 2011
yang diubah pada tanggal 28 November 2012,
berjangka waktu 25 tahun dengan tanggal jatuh
tempo pada 1 Maret 2034 dan tingkat suku bunga
sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang
diterima ditambah dengan administrasi dan premi
risiko Perusahaan sebesar 0,75% per tahun.

The loan channeled to IIF was based on Subordinated
Loan Agreement dated April 20, 2011 which was
amended on November 28, 2012, with a term of 25
years, maturity date on March 1, 2034 at the interest
rate of the borrowings received plus administration fee
and the Company's risk premium of 0.75% per annum.

Berdasarkan surat No. S-1939/MK.5/2014 tanggal
24 Maret 2014 dari Menteri Keuangan Republik
Indonesia, batas akhir penerusan pinjaman
diperpanjang dari 31 Desember 2013 menjadi
31 Desember 2014.

Based on the letter of Minister of Finance of Republic of
Indonesia No. S-1939/MK.5/2014 dated March 24,
2014, the closing date had been extended from
December 31, 2013 to December 31, 2014.

Berkaitan dengan penerusan pinjaman yang
diterima dari Pemerintah Republik Indonesia atas
dana pinjaman World Bank (WB) dan Asia
Development Bank (ADB), IIF diharuskan untuk
memenuhi persyaratan berikut, di antaranya
menjaga persyaratan rasio lancar sebesar 1,2 dan
rasio kecukupan modal sebesar 12%.

Relating to the borrowing received from the
Government of Republic of Indonesia from World Bank
(WB) and Asian Development Bank (ADB), IIF must
satisfy the following requirements, among others was
to maintaining the current ratio of 1.2 and capital
adequacy ratio of 12%.

Selain itu, kecuali mendapatkan persetujuan
tertulis dari Perusahaan, IIF tidak diperkenankan
melakukan hal-hal berikut, di antaranya:

Furthermore, unless prior written consent from the
Company is obtained, IIF was not allowed to carry-out
among others, the following actions:

1. Menjamin atau bertanggung jawab atas
kewajiban utang, baik kontinjen atau dengan
cara lain kecuali merupakan bagian dari
kegiatan usaha normal IIF dan tetap
memenuhi persyaratan rasio leverage yang
ditetapkan.

1. Guarantee or be liable for any indebtedness,
whether contingent or otherwise, unless it was in
the ordinary course of IIF's business and in
compliance with the leverage ratio requirements

2. Mengubah tahun fiskal. 2. Change its financial year.

3. Melakukan penggabungan, pemisahan,
konsolidasi atau reorganisasi.

3. Undertake any merger, spin off, consolidation or
reorganization.

4. Membayar kembali atau membayar dimuka,
membeli, menebus, mengganti atau
melepaskan diri dari kewajiban utang apapun
selain sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian Kredit.

4. Repay or prepay, purchase, redeem, reimburse or
discharge any of its indebtedness other than in
accordance with the provisions of the Loan
Agreement.

5. Melakukan tindakan pencucian uang dan
pembiayaan terorisme, penipuan, atau
tindakan korupsi dan praktek ilegal lainnya.

5. Commit any act that will cause money laundering,
financing of terrorism, fraud, or other corrupt or
illegal practices.

6. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika
setelah timbulnya utang subordinasi tersebut
rasio utang subordinasi terhadap ekuitas
akan lebih besar dari 2,5 berbanding 1.

6. Incur any subordinated debt, if after the
incurrence of such subordinated debt the ratio of
subordinated debt to equity shall be greater than
2.5 to 1.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

d. Agence Francaise de Developpement d. Agence Francaise de Developpement

Perjanjian Fasilitas Kredit Credit Facility Agreement

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan
mendapatkan fasilitas kredit dari Agence
Francaise de Developpement (AFD) sebesar
USD100.000.000 dengan jangka waktu sepuluh
tahun.

On December 3, 2015, the Company obtained
a credit facility from Agence Francaise
de Developpement (AFD) amounted to
USD100,000,000. The term of the loan was ten years.

Tingkat suku bunga yang dikenakan bervariasi
tergantung dari pilihan yang diambil oleh
Perusahaan. Perusahaan dapat memilih:

The interest rate charged is varied depending on the
choice made by the Company. The Company can
choose:

! Suku bunga mengambang yaitu LIBOR 6 bulan
+ margin per tahun. Untuk penarikan pertama
tingkat suku bunga dapat berbeda sesuai
dengan periode bunga. Bila periode bunga
kurang dari 60 hari maka akan dikenakan
bunga sebesar LIBOR 1 bulan + margin per
tahun atau LIBOR 3 bulan + margin per tahun
bila periode bunga antara 60 - 135 hari".

! A floating interest rate of 6-month LIBOR + margin
per annum. For the first drawdown, the interest rate
may vary according to the interest period. If the
interest period is less than 60 days, the Company
will be charged an interest rate of 1-month LIBOR +
margin per annum or 3 months LIBOR + margin per
annum if the interest period is between 60 - 135
days.

! Suku bunga tetap ! Fixed interest rate

! Tingkat suku bunga minimum adalah 0,25%. ! The minimum interest rate was 0.25%.

Selama periode perjanjian, dengan persetujuan
kreditur, Perusahaan dapat meminta perubahan
suku bunga atas kreditnya.

During the period of the agreement, with the consent
from the creditors, the Company may request a change
in the interest rates.

Fasilitas ini digunakan sebagai sumber
pembiayaan proyek infrastruktur terutama pada
proyek energi terbarukan atau pada proyek yang
memiliki dampak positif terhadap perubahan
iklim.

This facility had been used to finance infrastructure
projects, especially for renewable energy projects or
projects which have positive impact to the climate
change.

Pembatasan penting atas fasilitas kredit ini adalah
sebagai berikut:

The major covenants of this credit facility are as
follows:

a. Non-Performing Loan Ratio tidak lebih dari
5%

a. Non-Performing Loan Ratio shall not exceed 5%

b. Net Non-Performing Loan to Capital Ratio
tidak lebih dari 10%

b. Net Non-Performing Loan to Capital Ratio shall not
exceed 10%

c. Gearing Ratio tidak lebih dari 3 c. Gearing Ratio shall not exceed 3

Perjanjian Pembiayaan Financing Agreement

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan
menandatangani perjanjian pemberian hibah
berupa Fasilitas Kuasi Ekuitas (QEF) dengan AFD
sebesar USD5.000.000 dengan jangka waktu
efektif sampai dengan 31 Desember 2026.

On December 3, 2015, the Company signed a grant
agreement in the form of Quasi Equity Facility (QEF)
with AFD amounted to USD 5,000,000 with effective
period up to December 31, 2026.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

d. Agence Francaise de Developpement
(lanjutan)

d. Agence Francaise de Developpement (continued)

Perjanjian Pembiayaan (lanjutan) Financing Agreement (continued)

Fasilitas QEF ditujukan untuk menopang kualitas
kredit proyek-proyek Energi Baru Terbarukan
(EBT) yang dibiayai dari fasilitas kredit AFD
(sebagaimana dituangkan dalam perjanjian
pembiayaan (Credit Facility Agreement) dengan
skema penggunaan yang telah ditetapkan oleh
AFD. Dana ini telah dicairkan seluruhnya oleh AFD
kepada Perusahaan pada tanggal 2 Juni 2016
sebesar USD5.000.000 dan ditempatkan dalam
satu rekening khusus yang dibatasi
penggunaannya (Catatan 6).

The QEF was intended to enhance the credit quality of
the Renewable Energy (RE) projects financed by the
AFD's (as stipulated in the Credit Facility Agreement)
with schemes that had been set by AFD. The fund had
been fully disbursed by AFD to the Company on June 2,
2016 amounted to USD5,000,000 and placed in the
restricted account (Note 6).

Dana ini harus digunakan (dialokasikan atau
dicairkan) untuk:

This fund shall be used (allocated or drawdowned) to:

! menurunkan risiko kredit yang ditanggung oleh
Perusahaan sebagai pemberi pinjaman senior
atau investor ekuitas dari proyek EBT berisiko
tinggi atau investasi EBT dengan profitabilitas
rendah; atau

! ower the credit risk taken by the Company as senior
lenders or equity investors of the high risk RE
projects or RE investment with low profitability; or

! sebagai insentif bagi sponsor atau pemilik
proyek untuk terlibat dalam proyek-proyek EBT
yang inovatif atau yang rendah tingkat
profitabilitasnya.

! as an incentive for the sponsor or project owners to
get involved in projects of innovative RE or low levels
of profitability

Penggunaan dana ini harus dengan persetujuan
dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
AFD.

The use of these funds must be with the consent of
and shall meet the requirements specified by the AFD.

Perusahaan harus telah menglokasikan atau
mencairkan dana hibah ke proyek-proyek EBT
yang memenuhi syarat ("eligible allocations" or
"eligible drawdowns") paling lambat tanggal
31 Desember 2017. Bila dana yang telah
dialokasikan ke proyek tersebut pada akhirnya
tidak bisa dicairkan karena tidak memenuhi
persyaratan pencairan AFD, Perusahaan harus
mengalokasi dana tersebut ke proyek baru yang
memenuhi syarat sebelum tanggal 31 Desember
2026. Dana yang tersisa setelah 31 Desember
2026 akan menjadi milik Perusahaan dan akan
dikelola untuk pembangunan proyek EBT di luar
cakupan perjanjian ini.

The Company should have allocated or disbursed the
grant to the eligible RE projects ("eligible allocations" or
"eligible drawdowns") no later than December 31,
2017. In case the funds that have been allocated to the
project could not be disbursed due to it does not meet
the AFD disbursement requirements, the Company
must allocates the funds to new eligible projects before
December 31, 2026. Any remaining unallocated funds
after December 31, 2026 will belong to the Company
and will be managed for the development of renewable
energy projects outside the scope of this agreement.

Program Bantuan Teknis Technical Assistance Program (TAP)

Sebagai bagian dari dua perjanjian di atas,
Perusahaan dan AFD juga menandatangani nota
kesepakatan Program Bantuan Teknis yang
ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas
Perusahaan untuk mengevaluasi proyek-proyek
energi terbarukan dan perubahan iklim serta
untuk meningkatkan bankabilitas proyek tersebut.

As part of two of the above mentioned agreements, the
Company and AFD also signed a memorandum of
understanding with respect at Technical Assistance
Program aimed to improving the capability of the
Company to evaluate renewable energy and climate
change projects and to increase the project's
bankability.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

e. Perjanjian penerimaan hibah berupa dana
Clean Technology Fund ("CTF") dan Global
Environment Facility ("GEF") dengan World
Bank

e. Grant Agreement with World Bank for Clean
Technology Fund ("CTF") and Global
Environment Facility ("GEF")

Pada tanggal 7 Maret 2017, Perusahaan
menandatangani perjanjian penerimaan dana
hibah berupa dana Clean Technology Fund
("CTF") sebesar USD49.000.000 dan Global
Environment Facility ("GEF") sebesar
USD6.250.000 dengan World Bank dengan jangka
waktu efektif perjanjian sampai dengan
31 Desember 2022.

On March 7, 2017, the Company signed a grant
agreement with World Bank for Clean Technology Fund
("CTF") amounted to USD49,000,000 and Global
Environment Facility ("GEF") amounted to
USD6,250,000 with agreement effective date up to
December 31, 2022.

Tujuan dari hibah tersebut adalah untuk
mendukung kegiatan eksplorasi panas bumi yang
dilakukan Pemerintah yang akan dilaksanakan
Perusahaan melalui skema penugasan dari
Kementerian Keuangan. Perjanjian hibah ini baru
akan efektif berlaku apabila dalam waktu 90 hari
setelah penandatanganan perjanjian hibah,
beberapa kondisi yang dipersyaratkan World Bank
telah terpenuhi antara lain:

The purpose of the grant is to support geothermal
exploration activities conducted by the Government of
Indonesia which will be implemented by the Company
through the assignment scheme from the Ministry of
Finance. This grant agreement will only become
effective if within 90 days upon signing of grant
agreement, several prerequisite conditions set by the
World Bank are met such as:

! Perusahaan telah membentuk Project
Management Unit untuk mendukung
penugasan dari Kementerian Keuangan.

! The Company had established a Project Management
Unit to support the assignment of the Ministry of
Finance.

! Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
pengelolaan dana geothermal yang ada di
Perusahaan

! The Government had issued Regulation of the
Minister of Finance regarding the administration of
geothermal fund which is currently managed by the
Company

! Nota kesepahaman antara Kementerian
Keuangan dan Kementerian ESDM yang
mengatur mengenai tata cara kegiatan
eksplorasi panas bumi yang dilakukan
pemerintah telah berlaku.

! A Memorandum of Understanding between the
Ministry of Finance and the Ministry of Energy and
Mineral Resources governing the procedures for
geothermal exploration activities conducted by the
Government had been in force.

Berdasarkan surat dari World Bank
tanggal No. CD-137/WB/VIII/2017, sejak tanggal
4 Agustus 2017 Perjanjian hibah dana Clean
Technology Fund ("CTF") dan Global Environment
Facility ("GEF") telah berlaku secara efektif.

Based on the letter of World Bank No. CD-
137/WB/VIII/2017, since August 4, 2017, the the grant
agreement for Cean Technology Fund ("CTF") and
Global Environment Facility ("GEF") had became
effective.

f. Regional Infrastructure Development Fund
("RIDF")

f. Regional Infrastructure Development Fund
("RIDF")

Perusahaan memperoleh pinjaman Regional
Infrastructure Development Fund (RIDF) dari
Pemerintah Republik Indonesia dan merupakan
penerusan dana pinjaman dari World Bank dan
Asian Infrastructure Investment Bank dengan
nilai masing-masing sebesar USD100.000.000.

The Company obtained a Regional Infrastructure
Development Fund (RIDF) loan from the Government
of the Republic of Indonesia. RIDF is an on-lending
from World Bank and Asian Infrastructure Investment
Bank amounting to USD100,000,000 each.
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33. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) 33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

f. Regional Infrastructure Development Fund
("RIDF") (lanjutan)

f. Regional Infrastructure Development Fund
("RIDF") (continued)

Pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas Perusahaan dalam rangka penyediaan
pembiayaan infrastruktur daerah sesuai dengan
amanat PMK 174/PMK.08/2016 tentang
Pemberian Jaminan kepada PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) dalam rangka Penugasan
Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
Tingkat bunga yang diberikan sebesar tingkat
suku bunga SUN Seri Benchmark tahun
berkenaan dengan tenor 20 (dua puluh) tahun
per tahun, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga
dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar
Negeri.

The loan was aimed at improving the Company’s
capacity in providing regional infrastructure financing in
accordance with the mandate of PMK 174/PMK.08/2016
regarding Guarantee to PT Sarana Multi Infrastrukur
(Persero) for Provision of Regional Infrastructure
Financing. The interest rate had been charged at
Benchmark Series SUN interest rate for 20-year tenor
per annum, as stipulated in PMK Number 40/
PMK.05/2015 regarding the interest Rates and the
Administration of On-Lending Foreign Loan.

Bunga dibayarkan setiap tanggal 15 Februari dan
15 Agustus. Pembayaran pokok pinjaman yang
pertama dimulai pada tanggal 15 Februari 2022
untuk pinjaman yang bersumber dari World Bank
dan 15 Agustus 2022 untuk pinjaman yang
bersumber dari Asian Infrastructure Investment
Bank.

Interest payments are due every February 15 and
August 15. The first principal repayments shall
commence on February 15, 2022 for loans originating
from the World Bank and August 15, 2022 for loans
sourced from the Asian Infrastructure Investment
Bank.

g. Regional Infrastructure Development Fund-
Project Development Facility ("RIDF-PDF")

g. Regional Infrastructure Development Fund -
Project Development Facility ("RIDF-PDF")

Pada tanggal 12 Mei 2017, Perusahaan
menandatangani perjanjian hibah dengan World
Bank terkait program RIDF-PDF. Dana hibah
tersebut berasal dari Indonesia Sustainable Multi
Donor Trust Fund yang dikelola oleh World Bank
untuk membantu pemerintah daerah di Indonesia
dalam mengembangkan proyek infrastruktur.
Hibah senilai USD3.000.000 tersebut disalurkan
dengan skema Recipient Executed Trust Fund
sehingga Perusahaan melakukan seleksi proyek,
pengelolaan keuangan dan pengadaan.

On May 12, 2017, The Company signed a grant
agreement with The World Bank on RIDF-PDF. This
grant funding was provided by Indonesia Sustainable
Multi Donor Trust Fund which is managed by The World
Bank to assist regional governments in Indonesia to
develop infrastructure projects. The USD3,000,000
grant is channeled through a Recipient Executed Trust
Fund scheme so the project selection, financial
management, and the procurement are conducted by
The Company.

Kegiatan yang memenuhi syarat untuk dibiayai
dari dana hibah RIDF-PDF adalah sebagai berikut:

Eligible activities under RIDF-PDF funding are as
follows:

- Kegiatan identifikasi proyek dan structuring
awal;

- Project identification and preliminary structuring;

- Studi penyiapan proyek, seperti studi kelayakan
dan detailed engineering designs;

- Project preparation studies, such as feasibility studies
and detailed engineering designs;

- Bantuan Pengawasan Desain; - Design-supervision assistance;
- Penyiapan dokumen pengadaan dan kontrak; - Preparation of procurement and contract documents;
- Pengembangan kapasitas Pemda; - Capacity building for regional/ local governments;

Kegiatan lainnya seperti pengembangan kapasitas
anggota RIDF-PDF atau kegiatan lainnya yang
disetujui Bank Dunia.

Other activities, such as capacity building for RIDF-PDF
team members or other activities approved by the
World Bank.
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34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
Perusahaan memiliki aset dan liabilitas moneter
dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, the Company‘s
monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies are follows:

31 Desember/ December 31,
2017

31 Desember/ December 31,
2016

Mata uang
asing/

Foreign currency
Ekuivalen/
Equivalent

Mata uang
asing/
Foreign
currency

Ekuivalen/
Equivalent

Aset Asset
Kas dan setara kas 20.002.463 270.993.366.555 8.409.756 112.993.488.201 Cash and cash equivalent
Dana dibatasi penggunaannya 5.429.717 73.561.801.716 5.010.403 67.319.780.754 Restricted fund
Efek-efek 37.818.690 512.367.612.120 32.500.000 436.670.000.000 Securities
Pinjaman diberikan dan

Pembiayaan/ Piutang
Syariah 548.427.648 7.430.097.777.527 512.386.912 6.884.430.544.606

Loan receivables and Sharia
Financing/ Receivables

Pendapatan masih harus
diterima 4.878.328 66.091.588.150 3.125.480 41.993.947.061 Accrued income

Jumlah aset 616.556.846 8.353.112.146.068 561.432.551 7.543.407.760.622 Total asset

Liabilitas Liabilities
Pinjaman diterima dari bank
dan lembaga keuangan lainnya 274.251.650 3.715.561.347.970 233.798.620 3.141.318.259.381

Loans received from banks and
other financial institution

Biaya masih harus dibayar 1.926.536 26.100.703.089 1.395.017 18.743.448.412 Accrued expenses
Tagihan derivatif 3.262.165 44.195.817.382 6.873.763 92.355.881.662 Derivative liabilities
Surat utang diterbitkan 99.978.661 1.354.510.900.791 99.888.212 1.342.098.013.289 Debt securities issued
Pinjaman diterima
dari Pemerintah
Republik Indonesia 192.574.254 2.608.995.997.588 194.721.126 2.616.273.048.385

Government of Republic
Borrowings from the of

Indonesia
Liabilitas lain-lain 6.392.607 86.607.042.888 5.377.675 72.254.444.659 Other liabilities
Jumlah liabilitas 578.385.873 7.835.971.809.708 542.054.413 7.283.043.095.788 Total liabilities

Aset moneter - bersih 38.170.973 517.140.336.360 19.378.138 260.364.664.834 Monetary asset - net

Kurs konversi yang digunakan adalah kurs pada
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan kurs yang
berlaku pada tanggal 19 Februari 2018
masing-masing adalah Rp13.548, Rp13.436, dan
Rp13.541.

The conversion rates used on December 31, 2017 and
2016 and rate used on February 19, 2018 are Rp13,548,
Rp13,436, and Rp13,541, respectively.
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35. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN
KEUANGAN

35. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS

Berikut ini adalah kategori aset dan liabilitas
keuangan Perusahaan per 31 Desember 2017 dan
2016:

The following are the categories of the financial assets
and liabilities of the Company as of December 31, 2017
and 2016:

31 Desember/ December 31, 2017

Pinjaman yang
diberikan dan

piutang/
Loan receivables and

receivables

Tersedia untuk
dijual/ Diukur pada
nilai wajar melalui

penghasilan
komprehensif

lain/Available-for-
sale/ Fair value
through other

comprehensive
income

Liabilitas pada biaya
perolehan

diamortisasi/
Liabilities at

amortized cost

Nilai wajar pada
laba rugi/Fair
value through
Profit and loss

Aset keuangan Financial asset
Kas dan setara kas 15.398.138.608.077 -- -- -- Cash and cash equivalent
Dana dibatasi penggunaannya 170.061.801.716 -- -- -- Restricted fund
Efek-efek -- 2.867.638.589.487 -- -- Securities
Pinjaman diberikan dan

Pembiayaan/ Piutang Syariah 33.323.777.526.587 -- -- --
Loan receivables and Sharia

Financing/ Receivables
Piutang atas penugasan fasilitasi

penyiapan proyek 12.746.535.957 -- -- --
Receivable from assignment for

facilitation on project preparation
Penyertaan saham -- 2.091.640.820.610 -- -- Investment equity
Pendapatan masih harus diterima 325.171.969.561 -- -- -- Accrued income

Piutang karyawan 8.361.665.200 -- -- -- Employee receivables

Jumlah 49.238.258.107.098 4.959.279.410.097 -- -- Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Pinjaman diterima dari Bank dan
lembaga keuangan lainnya -- -- 3.715.561.347.970 --

Loan from Banks and other
financial institutions

Biaya masih harus dibayar -- -- 216.366.964.020 -- Accrued expenses
Liabilitas derivatif -- -- -- 44.195.817.382 Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan -- -- 14.243.218.865.512 -- Debt securities issued

Pinjaman diterima dari Pemerintah
Republik Indonesia -- -- 2.608.995.997.588 --

Borrowings from the
Government

of Republic of Indonesia
Liabilitas lain-lain -- -- 115.715.250.193 -- Other liabilities

Jumlah -- -- 20.899.858.425.283 44.195.817.382 Total



269

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Notes to Financial Statements

As Of December 31, 2017 and 2016
And For the Years

Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah, unless otherwise stated)

- 113 -

35. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN
KEUANGAN (Lanjutan)

35. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS (Continued)

Berikut ini adalah kategori aset dan liabilitas
keuangan Perusahaan per 31 Desember 2017 dan
2016: (lanjutan)

The following are the categories of the financial assets
and liabilities of the Company as of December 31, 2017
and 2016: (continued)

31 Desember/ December 31, 2016

Pinjaman yang
diberikan dan

piutang/
Loan receivables and

receivables

Tersedia untuk
dijual/ Diukur pada
nilai wajar melalui

penghasilan
komprehensif

lain/Available-for-
sale/ Fair value
through other

comprehensive
income

Liabilitas pada biaya
perolehan

diamortisasi/
Liabilities at

amortized cost

Nilai wajar pada
laba rugi/Fair
value through
Profit and loss

Aset keuangan Financial asset
Kas dan setara kas 8.089.505.643.282 -- -- -- Cash and cash equivalent
Dana dibatasi penggunaannya 67.319.780.754 -- -- -- Restricted fund
Efek-efek -- 2.180.238.513.683 -- -- Securities
Pinjaman diberikan dan

Pembiayaan/ Piutang Syariah 32.648.418.426.663 -- -- --
Loan receivables and Sharia

Financing/ Receivables
Piutang atas penugasan fasilitasi

penyiapan proyek 26.554.942.898 -- -- --
Receivable from assignment for

facilitation on project preparation
Penyertaan saham -- 3.600.000.000 -- -- Investment equity
Pendapatan masih hasil diterima 130.264.441.435 -- -- -- Accrued income

Piutang karyawan 11.318.388.682 -- -- -- Employee receivables

Jumlah 40.973.381.623.714 2.183.838.513.683 -- -- Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Pinjaman diterima dari Bank dan
lembaga keuangan lainnya -- -- 3.141.318.259.381 --

Loan from Banks and other
financial institutions

Biaya masih harus dibayar -- -- 162.315.197.230 -- Accrued expenses
Liabilitas derivatif -- -- -- 92.355.881.662 Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan -- -- 7.333.680.253.076 -- Debt securities issued

Pinjaman diterima dari Pemerintah
Republik Indonesia -- -- 2.616.273.048.385 --

Borrowings from the
Government

of Republic of Indonesia
Liabilitas lain-lain -- -- 77.271.706.750 -- Other liabilities

Jumlah -- -- 13.330.858.464.822 92.355.881.662 Total

36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT

Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan risiko
secara menyeluruh dengan memperhatikan regulasi
dan praktek terbaik di industri keuangan dalam
rangka memastikan tercapainya visi dan misi
Perusahaan.

The Company continually manages its organization-wide
risk by observing the regulations and best practices in the
financial services industry in order to achieve Company's
vision and mission.

Dalam menerapkan pengelolaan risiko secara
menyeluruh, Perusahaan antara lain telah
menerapkan Internal Scoring Model untuk Project
Rating, Corporate Rating, dan Municipal Rating.

The implementation of organization-wide risk management
includes the employment of, among others, Internal
Scoring Models for Project Rating, Corporate Rating, and
Municipal Rating.
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan
metodologi pengelolaan manajemen risiko sesuai
kebutuhan dan kompleksitas aktivitas usaha.

The Company continues to develop risk management
methodology according to the needs and complexity of
business activities.

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan

a. Financial risk management objectives and
policies

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan
bahwa sumber daya keuangan yang memadai
tersedia untuk menjalankan aktivitas dan
pengembangan usaha, serta untuk mengelola
risiko kredit, risiko penyertaan modal, risiko pasar
(baik risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku
bunga), risiko likuiditas, dan risiko-risiko lainnya.

The Policies and objectives of financial risk
management are in place to ensure that financial
resources are sufficient to carry out the activities and
business development, as well as to manage the credit
risk, equity investment risk, market risk (including
foreign exchange and interest rate risk), liquidity risk
and other risks.

i. Manajemen risiko nilai tukar mata uang
asing

i. Foreign exchange risk management

Perusahaan berpotensi terpengaruh atas
setiap fluktuasi nilai tukar mata uang apabila
terjadi selisih antara posisi aset dan liabilitas
dalam mata uang asing. Mulai tahun 2014,
Perusahaan memiliki sumber pendanaan
dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (bank
loans) yang disalurkan kembali sebagai
pembiayaan dalam mata uang yang sama.

The Company is potentially exposed to foreign
exchange rate fluctuations which may arise from
the difference between assets and liabilities
position in foreign currency denomination. Since
2014 the Company has established funding source
in U.S. Dollars (bank loans) which is subsequently
disbursed through the financing in same
denomination.

Perusahaan mengelola eksposur terhadap
mata uang asing dengan menjaga
keseimbangan komposisi aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing. Jumlah
eksposur mata uang asing bersih Perusahaan
pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam
Catatan 34.

The Company manages the foreign currency
exposure by maintaining the balance of financial
assets and liabilities in foreign currency. The
Company's net open foreign currency exposure as
of reporting date is disclosed in Note 34.

Tabel berikut merinci sensitivitas Perusahaan
terhadap peningkatan dan penurunan 5%
dalam nilai tukar Rupiah terhadap mata uang
asing yang relevan. 5% adalah tingkat
sensitivitas terhadap perubahan yang
mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing
yang dianggap signifikan oleh manajemen.
Dampak pelemahan/ penguatan 5% kurs
Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat,
berpotensi membuat laba setelah pajak
posisi 31 Desember 2017 dan 2016
masing-masing meningkat/menurun sebesar
3,49% dan 1,95%.

The following table details the Company's
sensitivity to a 5% increase and decrease in the
Rupiah against the relevant foreign currencies. 5%
is considered as the significant sensitivity rate by
management when assessing the reasonably
possible change in foreign exchange rates. The
impact of the 5% weakening/ strengthening of
Rupiah against U.S.Dollar would potentially make
the net income after tax as of December 31, 2017
and 2016 respectively increased/decreased by
3.49% and 1.95% respectively.
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

i. Manajemen risiko nilai tukar mata uang
asing (lanjutan)

i. Foreign exchange risk management
(continued)

2017 2016
± 5% ± 5%

Laba rugi setelah pajak 44.066.279.915 23.665.306.969 Profit or loss after tax

Menurut pendapat manajemen, analisis
sensitivitas tidak representatif dari risiko
valuta asing melekat karena eksposur pada
akhir periode pelaporan tidak mencerminkan
eksposur selama tahun berjalan.

In management's opinion, the sensitivity analysis
is unrepresentative of the inherent foreign
exchange risk because the exposure at the end of
the reporting period does not reflect the exposure
during the year.

Swap Mata Uang, Suku Bunga dan Option
Mata Uang

Cross Currency, Interest Rate Swap and Currency
Option

Perusahaan memiliki kontrak swap mata
uang dan suku bunga serta call option mata
uang. Kontrak tersebut memungkinkan
Perusahaan untuk mengurangi risiko
perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat
terhadap Rupiah dan perubahan suku bunga
atas pinjaman yang diberikan.

The Company has cross currency and interest rate
swap contracts and call option. Such contracts
enable the Company to mitigate the risk of
changes in exchange rate of U.S. Dollar against
Rupiah and changes in interest rate on loans.

Tabel berikut merinci nilai pokok nosional
dan periode kontrak swap mata uang pada
akhir periode pelaporan.

The following tables detail the notional principal
amounts and terms of currency swap contracts at
the end of the reporting period.

Tanggal/ Date

Transaksi/
Transactions

Rekanan/
Counterparts

Nilai
Nosional/
Notional
amount

Efektif/
Effective

Jatuh Tempo/
Maturity

POS PT Bank ANZ
Indonesia

USD 10.000.000 4 April, 2012/
April 4, 2012

4 April, 2018/
April 4, 2018

Call option
Spread

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

USD 27.000.000 29 September,
2017/ September

29, 2017

30 Maret, 2018/
March 30, 2018

Call option
Spread

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

USD 30.000.000 28 Desember,
2017/

December 28,
2017

28 Maret, 2018/
March 28, 2018
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

i. Manajemen risiko nilai tukar mata uang
asing (lanjutan)

i. Foreign exchange risk management
(continued)

Seluruh swap suku bunga, swap mata uang,
carrying forwards exchanging interest dan
pembayaran pokok dalam USD ke IDR
ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas
untuk mengurangi paparan arus kas
Perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar dan
suku bunga. Swap suku bunga dan
pembayaran bunga pinjaman terjadi secara
simultan dan jumlah akumulasi tercatat di
ekuitas direklasifikasi ke laba rugi selama
periode pembayaran bunga dan pokok
utang dalam USD mempengaruhi laba rugi.

All interest rate swaps, cross currency swaps and
carrying forwards exchanging interest and principal
payments of borrowings in USD to IDR are
designated as cash flow hedges in order to reduce
the Company's cash flow exposure resulting from
fluctuation of exchange rates and interest rates.
The interest rate swaps and the interest payments
on the loan occur simultaneously and the amount
accumulated in equity is reclassified to profit or
loss over the period that the interest and principal
payments in USD on debt affects profit or loss.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga ii. Interest rate risk management

Analisis sensitivitas suku bunga Interest rate sensitivity analysis

Perusahaan juga terekspos terhadap dampak
perubahan tingkat bunga terutama karena
adanya dampak perubahan terhadap
pinjaman yang mempunyai tingkat bunga
mengambang.

The Company is also exposed to changes in
interest rates mainly due to the impact such
changes may have on borrowings that carry
floating interest rate.

Untuk mengelola risiko tingkat bunga,
Perusahaan memiliki kebijakan dalam
memperoleh pembiayaan yang akan
memberikan campuran yang sesuai tingkat
suku bunga mengambang dan tingkat suku
bunga tetap.

To manage the interest rate risk, the Company has
a policy of obtaining financing that would provide
an appropriate mix of floating and fixed interest
rates.

Saat ini eksposur Perusahaan atas risiko
tingkat bunga terbatas pada pembiayaan
dengan suku bunga mengambang yang tidak
dilakukan lindung nilai.

Currently, the Company's exposure to interest
rates risk is limited to the financing with floating
interest rate which is not hedged.

Analisis sensitivitas di bawah ini telah
ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga
untuk instrumen keuangan pada akhir
periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat
suku bunga mengambang, analisis tersebut
disusun dengan asumsi jumlah liabilitas
terutang pada akhir periode pelaporan itu
terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau
penurunan 50 basis poin dianggap signifikan
dalam penilaian manajemen terhadap
perubahan yang mungkin terjadi pada suku
bunga.

The sensitivity analysis below has been determined
based on the exposure to interest rates for
financial instruments at the end of the reporting
period. For floating rate liabilities, the analysis is
prepared under the assumption that the amount of
the liability outstanding at the end of the reporting
period was outstanding for the whole year. A 50
basis point increase or decrease is considered
significant in the management's assessment of the
reasonably possible change in interest rates.
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

ii. Manajemen risiko tingkat bunga
(lanjutan)

ii. Interest rate risk management (continued)

Analisis sensitivitas suku bunga (lanjutan) Interest rate sensitivity analysis (continued)

Jika suku bunga lebih tinggi atau rendah
50 basis poin dan semua variabel lainnya
tetap konstan, Perusahaan:

If interest rates had been 50 basis points higher or
lower and all other variables were held constant,
the Company:

- Laba untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2017 dan 2016
akan turun atau naik masing-masing
sebesar Rp143.160.129.597 dan
Rp164.737.606.946, setelah pajak. Hal
ini terutama disebabkan oleh eksposur
Perusahaan terhadap suku bunga atas
pinjaman yang diberikan dengan suku
bunga mengambang.

- Profit for the years ended December 31, 2017
and 2016 would decrease or increase by
Rp143,160,129,597 and Rp164,737,606,946,
after tax, respectively. This was mainly caused
by the Company's exposure to the interest
rates on its variable rate borrowings.

- Pendapatan komprehensif lain untuk
untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2017 dan 2016 akan naik atau turun
Rp2.338.607.923 dan Rp176.075.176,
terutama sebagai akibat dari perubahan
nilai wajar atas instrumen efek tersedia
untuk dijual dengan tingkat suku bunga
tetap.

- Other comprehensive income for the year
ended December 31, 2017 and 2016 would
increase or decrease by Rp2,338,607,923 and
Rp176,075,176, mainly as a result of the
changes in the fair value of the
available-for-sale fixed rate investments.

Risiko harga lain Other price risks

Perusahaan terekspos risiko harga yang
timbul dari investasi. Investasi dimiliki untuk
tujuan strategis dan Perusahaan tidak aktif
memperdagangkan investasi yang ada.

The Company is exposed to price risk arising from
investments. Investments are held for strategic
purposes and the Company does not actively trade
these investments.

Analisis sensitivitas harga ekuitas Equity price sensitivity analysis

Analisis sensitivitas dibawah telah ditentukan
berdasarkan eksposur terhadap risiko harga
instrumen pada akhir periode pelaporan.

The sensitivity analysis below have been
determined based on the exposure to instruments
price risk at the end of the reporting period.

Jika harga instrumen 5% lebih tinggi
atau rendah, maka pendapatan
komprehensif lainnya untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 akan
naik atau turun masing-masing sebesar
Rp143.381.929.474 dan Rp109.011.925.684
sebagai akibat dari perubahan nilai wajar
efek tersedia untuk dijual.

If instruments price had been 5% higher or lower
then other comprehensive income for year ended
December 31, 2017 and 2016 would decrease or
increase by Rp143,381,929,474 and
Rp109,011,925,684, respectively, as a result of the
changes in fair value of available for sale shares.
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iii. Manajemen risiko kredit iii. Credit risk management

Risiko kredit mengacu pada risiko dimana
counterparty gagal dalam memenuhi
kewa j i ban kon t raktua lnya yang
mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Credit risk refers to the risk that a counterparty will
default on its contractual obligation resulting in a
loss to the Company.

Saat ini risiko kredit Perusahaan terutama
melekat pada pinjaman yang diberikan
(pembiayaan komersial, pembiayaan daerah
maupun pembiayaan syariah) dan
penempatan pada bank. Perusahaan memiliki
kebijakan yang ketat dalam mengelola risiko
kredit yaitu hanya memberikan pembiayaan
kepada debitur yang layak dan masuk dalam
kategori peringkat investasi berdasarkan
hasil peringkat internal serta menempatkan
saldo bank dan unit penyertaan reksadana
hanya pada institusi keuangan yang memiliki
peringkat yang layak serta terpercaya.

Currently, the Company's credit risk is primarily
attributed to loans receivables and sharia financing
and receivable and placement of its cash in banks.
The Company has a strict policy of managing
credit risk which is to lend and finance to
trust-worthy borrowers that have meet investment
grade category based on internal rating
assessment and place its bank balances and
mutual funds only to the trustworthy financial
institution with sufficient credit rating.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana
(idle funds) yang tersedia, Perusahaan selalu
menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent)
dan konservatif dimana Perusahaan hanya
melakukan penempatan pada aset dengan
underlying investment yang mendapatkan
rating kredit yang layak serta membatasi
periode maksimum satu tahun.

For its investment activity on excess idle funds, the
Company always implements prudent and
conservative principles where the Company only
invests its funds on assets with underlying
investment that has sufficient credit rating and
limit the investment period of maximum one year.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan
keuangan setelah dikurangi dengan
cadangan kerugian penurunan nilai yang
mencerminkan eksposur Perusahaan
terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded
in the financial statements, net of any allowance
for losses represents the Company's exposure to
credit risk.

Agunan pinjaman diberikan Collateral of loan receivables

Perusahaan memberikan pinjaman untuk
pembiayaan proyek-proyek infrastruktur
dalam bentuk pembiayaan modal kerja,
pembiayaan investasi (baik berupa corporate
finance atau project finance) dan hutang
subordinasi. Pembiayaan modal kerja dan
investasi yang diberikan pada umumnya
dijamin dengan agunan berupa salah satu
atau kombinasi dari aset tetap, saham, mesin
atau peralatan, piutang, rekening bank,
jaminan perusahaan atau personal dan
jaminan lain yang relevan, serta dilakukan
pengikatan secara hak tanggungan, gadai
atau fidusia.

The Company provides loans to finance
infrastructure projects in the form of working
capital financing, investment financing (both of
corporate finance and project finance) and
subordinated debt. Financing of working capital
and investments are generally secured with
collateral in the form of one or a combination of
fixed assets, shares, machinery or equipment,
accounts receivable, bank accounts, personal and
corporate guarantees, or other relevant
guarantees as well as performed as a binding
mortgage, lien or fiduciary.
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan) iii. Credit risk management (continued)

Agunan pinjaman diberikan (lanjutan) Collateral of loan receivables (continued)

Pada beberapa debitur, pemberian pinjaman
diberikan secara sindikasi atau club deal
dengan melibatkan minimal dua kreditur.
Dalam hal ini, agunan yang diterima
dilakukan pengikatan secara pari passu
sesuai proporsional dengan nilai fasilitas
yang diberikan.

To some debtors, loans were provided by way of
syndicated loan or club deal is involving at least
two creditors. In this case, the collateral received
is in accordance with the Company's portion on
the syndicated loan provided to the debtor.

Agunan milik Perusahaan terdiri atas: The Company's collateral consist of:

1. First way out, merupakan agunan yang
didasarkan keyakinan terhadap
kemampuan debitur untuk membayar
kembali pinjamannya, dengan dana yang
berasal dari aktivitas usaha yang dibiayai
dengan pinjaman tersebut, yang
tercermin dalam arus kas debitur yang
diperoleh dengan melakukan analisis dan
evaluasi atas karakter, kemampuan,
modal serta prospek usaha;

1. First way out, represents a collateral based on
the ability of the debtor to repay their loans,
with funds derived from activities financed by
the corresponding loan, which is reflected in
the cash flow of the debtor that is calculated
by analyzing and evaluating the characteristics,
ability, capital structure and business
prospects;

2. Second way out, merupakan agunan
yang didasarkan atas likuidasi yang akan
dilakukan di kemudian hari apabila first
way out tidak dapat digunakan sebagai
alat pelunasan pinjaman.

2. Second way out, represents collateral based
on the liquidation of the collateral that will be
done in the future in case the first way out
can not be used to repay the loan.

iv. Manajemen risiko likuiditas iv. Liquidity risk management

Risiko likuiditas terutama dari pendanaan
umum aktivitas usaha Perusahaan.
Perusahaan mengelola risiko likuiditas
dengan menjaga kecukupan aset likuid,
fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus
memonitor perkiraan dan realisasi arus kas
serta mengelola profil jatuh tempo aset dan
liabilitas keuangan. Perusahaan juga
melakukan monitor secara berkala posisi
likuiditas terhadap ketentuan limit yang
berlaku.

Liquidity risk arises from general funding of the
Company's operations. The Company manages
liquidity risk by maintaining adequate liquid assets,
borrowing facilities and by continuously monitoring
forecast and realized cash flows and managing the
maturity profiles of financial assets and liabilities.
The Company also periodically monitors the
liquidity position against available maximum limit
policy.

Posisi likuiditas Perusahaan masih tergolong
aman. Pada periode di atas 1 sampai
dengan 3 tahun, Perusahaan memiliki selisih
kurang pada profil jatuh tempo aset dan
liabilitas keuangan. Namun selisih tersebut
tergolong tidak signifikan bila dibandingkan
dengan permodalan dan potensi pemupukan
laba Perusahaan pada periode tersebut.

The company's liquidity position is relatively safe.
In the period between 1 to 3 years, the Company
had negative differences in the maturity profile of
financial assets and liabilities. The difference,
however, was relatively insignificant compared to
the capital and to the potential company profit on
the period.
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan) iv. Liquidity risk management (continued)

31 Desember/ December 31, 2017

Data satu tahun/
Within one year

Lebih dari satu tahun
tetapi tidak lebih dari

tiga tahun/
Over one year but no

longer than three
years

Lebih dari tiga tahun
tetapi tidak lebih dari

lima tahun/
Over three years but
no longer five years

Lebih dari lima
tahun/

over five years

Jumlah/
Total

Aset keuangan Financial assets

Kas dan setara kas 15.398.138.608.077 -- -- -- 15.398.138.608.077 Cash and cash equivalents
Dana dibatasi

penggunaannya 170.061.801.716 -- -- -- 170.061.801.716 Restricted funds
Efek-efek 1.705.982.762.701 250.016.316.248 520.102.311.903 391.537.198.635 2.867.638.589.487 Securities
Pinjaman diberikan

dan Pembiayaan/
Piutang Syariah 5.742.548.864.895 5.447.510.944.204 5.337.748.948.934 17.398.862.928.368 33.926.671.686.401

Loan receivables and
sharia financing/

receivables

Piutang atas penugasan
fasilitasi penyiapan proyek 12.746.535.957 -- - -- 12.746.535.957

Receivables from
assignment facilitation

project preparation
Pendapatan masih

harus diterima 325.171.969.561 -- - -- 325.171.969.561 Accrued income
Piutang karyawan 1.591.318.345 2.336.298.088 1.576.910.259 2.857.138.508 8.361.665.200 Employee receivables
Jumlah 23.356.241.861.252 5.699.863.558.540 5.859.428.171.096 17.793.257.265.511 52.708.790.856.399 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Pinjaman diterima dari bank

dan lembaga keuangan
lainnya -- 2.369.343.468.271 -- 1.346.217.879.699 3.715.561.347.970

Loans received from
banks and other

financial institution
Biaya masih harus dibayar 216.366.964.020 -- -- -- 216.366.964.020 Accrued expenses
Liabilitas derivatif 44.195.817.382 -- -- -- 44.195.817.382 Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan -

bersih 2.553.460.478.904 7.646.300.934.420 2.670.660.185.248 1.372.797.266.940 14.243.218.865.512
Debt securities issued -

net
Pinjaman diterima dari

Pemerintah Republik
Indonesia 61.521.972.144 310.005.860.614 244.785.710.626 1.992.682.454.204 2.608.995.997.588

Borrowing from the
Government of

Republic of Indonesia
Liabilitas lain-lain 115.715.250.193 -- -- -- 115.715.250.193 Other liabilities
Jumlah 2.991.260.482.643 10.325.650.263.305 2.915.445.895.874 4.711.697.600.843 20.944.054.242.665 Total

Bersih 20.364.981.378.609 (4.625.786.704.765) 2.943.982.275.222 13.081.559.664.668 31.764.736.613.734 Net

31 Desember/ December 31, 2016

Data satu tahun/
Within one year

Lebih dari satu tahun
tetapi tidak lebih dari

tiga tahun/
Over one year but no

longer than three
years

Lebih dari tiga tahun
tetapi tidak lebih dari

lima tahun/
Over three years but
no longer five years

Lebih dari lima
tahun/

over five years
Jumlah/

Total

Aset keuangan Financial assets

Kas dan setara kas 8.089.505.643.282 -- -- -- 8.089.505.643.282 Cash and cash equivalents
Dana dibatasi

penggunaannya 67.319.780.754 -- -- -- 67.319.780.754 Restricted funds
Efek-efek 1.373.675.025.332 347.484.304.460 89.589.179.150 369.490.004.741 2.180.238.513.683 Securities
Pinjaman diberikan 10.862.926.040.192 3.834.890.494.409 4.325.572.036.528 13.903.203.420.386 32.926.591.991.515 Loan receivables

Piutang atas penugasan
fasilitasi penyiapan proyek 26.554.942.898 -- - -- 26.554.942.898

Receivables from
assignment facilitation

project preparation
Pendapatan masih

harus diterima 130.264.441.435 -- - -- 130.264.441.435 Accrued income
Piutang karyawan 2.391.233.169 3.489.959.834 2.116.330.456 3.595.093.908 11.592.617.367 Employee receivables
Jumlah 20.552.637.107.062 4.185.864.758.703 4.417.277.546.134 14.276.288.519.035 43.432.067.930.934 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities
Pinjaman diterima dari bank

dan lembaga keuangan
lainnya -- 3.007.645.209.426 -- 133.673.049.955 3.141.318.259.381

Loans received from
banks and other

financial institution
Biaya masih harus dibayar 162.315.197.230 -- -- -- 162.315.197.230 Accrued expenses
Liabilitas derivatif 46.182.986.912 46.172.894.750 -- -- 92.355.881.662 Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan -

bersih 99.859.703.997 4.535.611.347.095 1.326.136.869.073 1.372.072.332.911 7.333.680.253.076
Debt securities issued -

net
Pinjaman diterima dari

Pemerintah Republik
Indonesia 28.314.903.061 258.964.949.747 226.760.906.970 2.102.232.288.607 2.616.273.048.385

Borrowing from the
Government of

Republic of Indonesia
Liabilitas lain-lain 77.271.706.750 -- -- -- 77.271.706.750 Other liabilities
Jumlah 413.944.497.950 7.848.394.401.018 1.552.897.776.043 3.607.977.671.473 13.423.214.346.484 Total

Bersih 20.138.692.609.112 (3.662.529.642.315) 2.864.379.770.091 10.668.310.847.562 30.008.853.584.450 Net
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan) iv. Liquidity risk management (continued)

Fasilitas Pembiayaan Financing facilities

Perusahaan memperoleh pembiayaan dari
pinjaman diterima dari bank dan lembaga
keuangan lainnya untuk menunjang
operasional Perusahaan seperti diungkapkan
dalam Catatan 16. Pada tahun 2014,
Perusahaan menerbitkan obligasi dalam dua
s e r i d e n g a n j u m l a h n o m i n a l
Rp1.000.000.000.000, pada tahun 2015,
Perusahaan menerbitkan Medium Term
No tes (MTN) dengan nom in a l
Rp850.000.000.000 seperti diungkapkan
dalam Catatan 20.

The Company obtained financing facilities from
banks and other financial institutions to support
the Company's operational activities as disclosed in
Note 16. In 2014, the Company issued bonds in
two series with a total value of
Rp1,000,000,000,000 and in 2015, the Company
issued Medium Term Notes (MTN) with a total
value of Rp850,000,000,000 as disclosed in Note
20.

Pada tahun 2017 Perusahaan menerbitkan
obligasi dalam tiga seri dengan jumlah
nominal sebesar Rp7.000.000.000.000
sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 20.

In 2017, the Company issued bonds in four series
with a total value of Rp7,000,000,000,000, as
disclosed in Note 20.

Pada tahun 2016 Perusahaan menerbitkan
MTN dengan nominal USD100.000.000 dan
obligasi dalam empat seri dengan jumlah
nominal sebesar Rp5.000.000.000.000 dan
mendapatkan pinjaman dari BTMU dan AFD
sebesar USD60.000.000 sebagaimana
diungkapkan masing-masing dalam
Catatan 20 dan 16.

In 2016, the Company issued MTN with total value
of USD100,000,000 and issued bonds in four series
with a total value of Rp5,000,000,000,000 and
obtained loan from BTMU and AFD with a total
amount of USD60,000,000, as disclosed in Notes
20 and 16, respectively.

Pada tahun 2017 melakukan penarikan
fasilitas kredit dari AFD dan BTMU
masing-masing USD50.000.000 dan
USD76.000.000. Perusahaan juga
mendapatkan fasilitas pinjaman dari UOB
dan Bank Mandiri masing-masing
USD100.000.000 dan USD50.000.000.
sebagaimana diungkapkan masing-masing
dalam Catatan 16.

In 2017, the Company has drawdowned the loan
facility from AFD and BTMU amounted to
USD50,000,000 and USD76,000,000, respectively.
The Company also obtained loan facility from UOB
and Bank Mandiri amounted to USD100,000,000
and USD50,000,000, respectively, as disclosed in
Note 16.

Berikut ini komposisi fasilitas pembiayaan
Perusahaan:

Below was the Company's composition of
financing facilities:
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36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

a. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan) iv. Liquidity risk management (continued)

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pinjaman diterima dari bank
dan lembaga keuangan
lainnya

Loans received from banks
and other financial institutions

Jumlah yang ditarik 3.739.248.000.000 3.157.460.000.000 Disbursed amount
Jumlah yang belum ditarik 2.381.038.652.030 1.881.040.000.000 Undisbursed amount

Jumlah 6.120.286.652.030 5.038.500.000.000 Total

Surat utang yang diterbitkan Debt securities issued

Jumlah yang diterbitkan 14.254.800.000.000 7.343.600.000.000 Issued amount

Pinjaman yang diterima dari
Pemerintah Republ ik
Indonesia

Borrowings from Government of
Republic of Indonesia

Jumlah yang ditarik 2.608.995.997.588 2.618.007.316.894 Disbursed amount
Jumlah yang belum ditarik 2.810.204.002.412 69.192.683.106 Undisbursed amount

Jumlah 5.419.200.000.000 2.687.200.000.000 Total

b. Manajemen Risiko Modal b. Capital Risk Management

Perusahaan mengelola risiko modal untuk
memastikan kemampuan melanjutkan
kelangsungan usaha, selain mengoptimalkan
keuntungan para pemegang saham melalui
optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

The Company manages the capital risk to ensure
continued business sustainability, in addition to
optimizing the advantages of the shareholders through
the optimization of debt and equity balance.

Struktur modal Perusahaan berupa ekuitas
pemegang saham (Catatan 26) dan pinjaman
(Catatan 16, 20 dan 21).

The Company's capital structure consists of
shareholder's equity (Note 26) and debt (Notes 16, 20
and 21).

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan
peninjauan kembali struktur permodalan
Perusahaan. Sebagai bagian dari peninjauan
kembali ini, Direksi mempertimbangkan biaya
permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Company's Board of Directors periodically reviews
the Company's capital structure. As part of this review,
the Board of the Directors considers the cost of capital
and related risks.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2017
dan 2016 adalah sebagai berikut:

The gearing ratio as of December 31, 2017 and 2016
are as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pinjaman 20.567.776.211.070 13.091.271.560.842 Debts

Ekuitas 34.321.152.953.748 30.835.709.736.719 Equity
Investasi (2.759.168.633.303) (690.750.563.762) Investment

Jumlah 31.561.984.320.445 30.144.959.172.957 Total

Rasio pinjaman terhadap
modal 65,17% 43,43% Debt to equity ratio
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37. INFORMASI SEGMEN 37. SEGMENT INFORMATION

Perusahaan hanya memiliki satu segmen usaha,
yaitu pembiayaan infrastruktur yang berada di
wilayah Indonesia sehingga seluruh aset tidak lancar
Perusahaan juga berlokasi di Indonesia.

The Company only has one business segment, which is
infrastructure financing located in Indonesia. Therefore, all
the Company's non current assets are also located in
Indonesia.

Informasi mengenai pembiayaan yang digunakan
untuk tujuan pelaporan manajemen adalah sebagai
berikut:

Information regarding infrastructure financing used for
management reporting purposes is as follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Pembiayaan komersial Commercial financing
Investasi 2.157.083.604.910 1.022.435.345.806 Investment
Modal kerja 219.158.329.518 371.025.711.119 Working capital

Pembiayaan Pemda 58.874.718.801 111.241.890.171 Regional financing
Lain-lain 719.746.796.248 824.741.485.839 Others

Jumlah 3.154.863.449.477 2.329.444.432.935 Total

38. PENGUKURAN NILAI WAJAR 38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada
biaya perolehan diamortisasi.

Fair value of financial instruments carried at amortized
cost.

Kecuali sebagaimana tercantum dalam tabel berikut
ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat
aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar
biaya perolehan diamortisasi dalam laporan
keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh
tempo dalam jangka pendek atau menggunakan
tingkat suku bunga pasar.

Except as detailed in the table below, management
believes that the carrying amounts of financial assets and
financial liabilities recorded at amortized cost in the
financial statements approximate their fair values either
because of their short-term maturities or they carry
market rates of interest.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk
tujuan pengukuran nilai wajar

Valuation techniques and assumptions applied for the
purposes of measuring fair value

31 Desember/ December 31,
2017

31 Desember/ December 31,
2016

Nilai tercatat/
Carrying amount

Nilai wajar/
Fair value

Nilai tercatat/
Carrying amount

Nilai wajar/
Fair value

Kewajiban Keuangan Financial liabilities
Surat berharga diterbitkan

- bersih 14.243.218.865.512 14.393.848.871.728 7.333.680.253.076 7.330.109.676.588
Debt securities issued

net

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk
tujuan pengukuran nilai wajar

Valuation techniques and assumptions applied for the
purposes of measuring fair value

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
ditentukan sebagai berikut:

The fair values of financial assets and financial liabilities
are determined as follows:

! Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
dengan syarat dan kondisi standar dan
diperdagangkan di pasar aktif ditentukan
dengan mengacu pada harga pasar.

! The fair values of financial assets and financial
liabilities with standard terms and conditions and
traded on active liquid markets are determined with
reference to quoted market prices.
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38. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan) 38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(Continued)

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk
tujuan pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Valuation techniques and assumptions applied for the
purposes of measuring fair value (continued)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
ditentukan sebagai berikut: (lanjutan)

The fair values of financial assets and financial liabilities
are determined as follows: (continued)

! Nilai wajar instrumen derivatif dihitung
menggunakan harga kuotasian. Bila harga
tersebut tidak tersedia, analisis arus kas diskonto
dilakukan dengan menggunakan kurva hasil yang
berlaku selama instrumen untuk non-opsional
derivatif, dan model harga opsi untuk derivatif
opsional. Kontrak valuta berjangka mata uang
asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi
dan kurva yield yang berasal dari suku bunga
kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak. Swap
suku bunga diukur pada nilai kini dari arus kas
masa depan yang diestimasi dan didiskontokan
berdasarkan kurva imbal hasil yang berasal dari
suku bunga kuotasi.

! The fair values of derivative instruments are calculated
using quoted prices. Where such prices are not
available, a discounted cash flow analysis is performed
using the applicable yield curve for the duration of the
instruments for non-optional derivatives, and option
pricing models for optional derivatives. Foreign
currency forward contracts are measured using quoted
forward exchange rates and yield curves derived from
quoted interest rates matching maturities of the
contracts. Interest rate swaps are measured at the
present value of future cash flows estimated and
discounted based on the applicable yield curves
derived from quoted interest rates.

! Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas)
ditentukan sesuai dengan model penentuan
harga yang berlaku umum berdasarkan analisis
discounted cash flow menggunakan harga dari
transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan
kutipan dealer untuk instrumen sejenis.

! The fair values of other financial assets and financial
liabilities (excluding those described above) are
determined in accordance with generally accepted
pricing models based on discounted cash flow analysis
using prices from observable current market
transactions and dealer quotes for similar instruments.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi
keuangan

Fair value measurements recognized in the statement of
financial position

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen
keuangan yang diukur setelah pengakuan awal
sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1
sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar
diamati.

The following table provides an analysis of financial
instruments that are measured subsequent to initial
recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based
on the degree to which the fair value is observable.

! Tingkat 1: pengukuran nilai wajar diperoleh dari
harga kuotasian pasar aktif (unadjusted) di pasar
aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang
identik;

! Level 1: fair values measurements are those derived
from quoted prices (unadjusted) in active markets for
identical assets or liabilities;

! Tingkat 2: pengukuran nilai wajar diperoleh dari
input selain dari harga kuotasian pasar yang
termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat
diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara
langsung (seperti harga) maupun tidak langsung
(diperoleh dari harga);

! Level 2: fair value measurements derived from inputs
other than quoted prices included within Level 1 that
are observable for the asset or liability, either directly
(i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices);

! Tingkat 3: pengukuran nilai wajar diperoleh dari
teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input
untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan
pada data yang dapat diobservasi di pasar (input
yang tidak dapat diobservasi)

! Level 3: fair value measurements derived from
valuation techniques that include inputs for the asset
or liability that are not based on observable market
data (unobservable inputs).
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38. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan) 38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(Continued)

31 Desember/ December 31,
2017

Tingkat 1/
Level 1

Tingkat 2/
Level 2

Tingkat 3/
Level 3

Jumlah/
Total

Aset keuangan Financial assets

Efek-efek Securities
Tersedia untuk dijual Available-for-sale

Medium Term Notes 50.000.000.000 -- -- 50.000.000.000 Medium Term Notes
Reksadana 1.616.317.105.650 -- -- 1.616.317.105.650 Mutual funds
Obligasi 1.100.260.193.837 -- -- 1.100.260.193.837 Bonds
Sukuk 101.061.300.000 -- -- 101.061.300.000 Sukuk

Jumlah 2.867.638.599.487 -- -- 2.867.638.599.487 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Liabilitas derivatif -- 44.195.817.382 -- 44.195.817.382 Derivative liabilities

Surat utang diterbitkan-
bersih -- 14.243.218.865.512 -- 14.243.218.865.512

Debt securities issued-
net

Jumlah -- 14.287.414.682.894 -- 14.287.414.682.894 Total

31 Desember/ December 31,
2016

Tingkat 1/
Level 1

Tingkat 2/
Level 2

Tingkat 3/
Level 3

Jumlah/
Total

Aset keuangan Financial assets

Efek-efek Securities
Tersedia untuk dijual Available-for-sale

Medium Term Notes 50.000.000.000 -- -- 50.000.000.000 Medium Term Notes
Reksadana 1.373.675.035.683 -- -- 1.373.675.035.683 Mutual funds
Obligasi 499.024.300.000 -- -- 499.024.300.000 Bonds
Sukuk 257.539.178.000 -- -- 257.539.178.000 Sukuk

Jumlah 2.180.238.513.683 -- -- 2.180.238.513.683 Total

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Liabilitas derivatif -- 92.355.881.662 -- 92.355.881.662 Derivative liabilities

Surat utang diterbitkan-
bersih -- 7.333.680.253.076 -- 7.333.680.253.076

Debt securities issued-
net

Jumlah -- 7.426.036.134.738 -- 7.426.036.134.738 Total

Tidak ada transfer antara tingkat 1 dan 2 pada periode
berjalan.

There was transfer between level 1 and 2 in the period.
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39. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS
NON KAS

39. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH
INVESTING ACTIVITIES

Perusahaan mempunyai aktivitas investasi yang
tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk dalam
laporan arus kas sebagai berikut:

The Company entered into a non-cash investing activities
which is not reflected in the statement of cash flows as
follows:

31 Desember/
December 31,

2017

31 Desember/
December 31,

2016

Perolehan aset tetap dan aset tak
berwujud melalui utang usaha 3.602.776.943 15.322.168.682

Increase in property and equipment and
intangible assets through account payable

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL
OF FINANCIAL STATEMENTS

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan
dari halaman i sampai v dan halaman 1 sampai 127
merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah
disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal
16 Mei 2018.

The preparation and fair presentation of the financial
statements on pages i to v and pages 1 to 127 are the
responsibility of the management, and were approved by
the Board of Directors and authorized for issuance on May
16, 2018.

41. INFORMASI TAMBAHAN 41. ADDITIONAL INFORMATION

Perusahaan berencana menerbitkan efek bersifat
utang melalui Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
(Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi
Infrastruktur dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
I Sarana Multi Infrastruktur PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero). Rencana penggunaan dana
hasil Penawaran Umum tersebut digunakan untuk:

The Company plans to issue payable securities through
Sustainable Public Offering of Sustainable Infrastructure
Green Bond I of Sarana Multi Infrastruktur and
Sustainable Sukuk Mudharabah I of Sarana Multi
Infrastruktur of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
The fund from the Public Offering will be used as follows:

a. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum
Green Bond setelah dikurangi dengan
biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan
untuk membiayai kegiatan proyek-proyek
infrastruktur dalam kategori Kegiatan Usaha
Berwawasan Lingkungan (KUBL).

a. The fund from the Green Bond Public Offering, less
the underwriting fee, will be used entirely to fund
activities of infrastructure project classified as Green
Business Activities (KUBL).

b. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan
biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan
untuk penyaluran pembiayaan Syariah melalui
Unit Usaha Syariah dan Investasi Syariah oleh
Perusahaan.

b. The fund from the Sukuk Mudharabah Public
Offering, less the underwriting fee, will be used
entirely for Sharia financing through the Sharia
Business Unit and Sharia investment by the
Company.
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42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 42. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan
keuangan tanggal 31 Desember 2017
No.R.1.1/008-GA/SMI/02/18 tanggal 19 Februari
2018. Sehubungan dengan Penawaran Umum
Berkelanjutan Dalam Rangka Penerbitan Obligasi
Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond)
Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahun 2018, Perseroan telah
menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2017, untuk
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pasar
modal di Indonesia. Perubahan dan penambahan
pengungkapan telah dilakukan pada halaman ii, iv,
v dan Catatan 1a, 8, 15, 16, 19, 20, 29, 40, 41 dan
42 atas Laporan Keuangan.

The Company has previously issued its financial
statements as of and for the year ended December 31,
2017 No.R.1.1/008-GA/SMI/02/18 dated February 19,
2018. In conjunction with the Sustainable Public Offering
for the Issuance of Sustainable Infrastructure Green Bond
I and Sustainable Mudharabah Sukuk I Year 2018, the
Company has reissued its financial statements as of and
for the year ended December 31, 2017, in order to
conform with the requirements of the Indonesian capital
market regulations. Amendments and additions to the
disclosure were made to pages ii, iv, v and Notes 1a, 8,
15, 16, 19, 20, 29, 40, 41 and 42 to the Financial
Statements.



284

Halaman ini sengaja dikosongkan



JADWAL 
Tanggal Efektif : 29 Juni 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 6 Juli 2018
Masa Penawaran Umum : 2 – 3 Juli 2018 Tanggal Distribusi Green Bond dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik : 6 Juli 2018
Tanggal Penjatahan : 4 Juli 2018 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 9 Juli 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG 
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN 
SEMUA INFORMASI , FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Kegiatan Usaha Utama :
Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat :

Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258
Website: www.ptsmi.co.id

Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 

DENGAN TARGET DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) 
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK GREEN BOND SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“GREEN BOND”)

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
DENGAN TARGET DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018 

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)
Jumlah Pokok Green Bond yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dimana Green Bond yang ditawarkan sebesar Rp355.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh 
lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp645.000.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik 
(best effort). Green Bond yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Green Bond yang dikehendaki, yaitu dengan 2 (dua) seri Green Bond 
sebagai berikut : 
Seri A : Jumlah Pokok Green Bond Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,55% 

(tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus 
persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021.

Seri B : Jumlah Pokok Green Bond Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp223.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Green Bond sebesar 7,80% 
(tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Green Bond adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Green Bond dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus 
persen) dari Jumlah Pokok Green Bond Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023.

Green Bond ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Green Bond, dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Green Bond. Bunga Green Bond dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan 
tanggal pembayaran Bunga Green Bond. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri 
Green Bond.
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk 
kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung 

berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 14,31% (empat belas koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi 
bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk 
Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2021.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung 
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 6,96% (enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi 
bagi hasil sebesar ekuivalen 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk 
Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2023.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi 
Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2018 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo 
masing-masing seri Sukuk Mudharabah. 
OBLIGASI INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK MUDHARABAH 
BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
GREEN BOND INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK 
YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG 
GREEN BOND ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK 
BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. 
HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. 

KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

DALAM HAL LAPORAN HASIL REVIU AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEROAN TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI KEGIATAN USAHA 
BERWAWASAN LINGKUNGAN (“KUBL”), PERSEROAN WAJIB MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA AGAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN TETAP MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI 
KUBL. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.  JIKA UPAYA PERSEROAN  TERSEBUT  GAGAL, SEHINGGA GREEN 
BOND TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN,  MAKA PERSEROAN WAJIB MELAKUKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT DAN MEMBERIKAN PILIHAN BAGI PEMEGANG 
GREEN BOND UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN PERMINTAAN KEPADA PERSEROAN MELALUI WALI AMANAT UNTUK MEMBELI KEMBALI GREEN BOND DENGAN HARGA AT PAR, DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI 
BERUPA KENAIKAN BUNGA GREEN BOND. 
PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU TAHUN) SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU 
SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT 
UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN 
PERUNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN 
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN GREEN BOND INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

idAAA (Triple A)
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PEFINDO:

idAAA (Triple A Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI GREEN BOND DAN SUKUK MUDHARABAH

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi) PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MAYBANK  KIM ENG SEKURITAS

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018
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ARAN UMUM BERKELANJUTAN GREEN BOND BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018
PENAW

ARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2018

Kantor Pusat :
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258
Website: www.ptsmi.co.id

Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id
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